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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji svukur ke hadirat Allsh SHT, dan atas
perkenan-lya pulalsh, pennlis dapsat menyelesalkan sebuah tugsas
akhlir vang berbentuk tesiﬂ. Tesis ini merupshkan sebuah bentuk
penelitian vyang didassrkan kepada sebuah reslita empifis vang
terjadi di akhir tahun 1897, awal 1998 dan pertengahan tahun
1988, Tesis ini mendeshkripsiken tentang hHeberadasan pars aktivis
gerakan mshasiswa pro-reformasi, siksp oposan yvang ada padsa
diri mereks dan pols pensngansn sparst keamsnasn dan  ketertiban
dalam menghadapri perilaku pars aktivis geraksn mshasisws pro-
reformasi tersebut.

Pada sawalnya penulis hsnve melokasikasn penelitisn  ini di
Wwilayah kotamadya Bandung, dengsn asumsi bshwsa keberadsan kots
Bandung telszh .diaﬁggap sebegail salah satu  barowmetsr gerakan
mahesisws, disamping kota Jakarta, Yogyvakarta, Semarsng dsan
Burabaysa. HNamun dalswm perkembangannys penelitisn tentang keb-
ergdasn dan  asktivitas geraksn mahszisws pro-reformasi  tidsak
dapat diplisah-pisahkan secszrzs parsial kewilayshan, =sebab dalanm
rerkembangsnnya puls gerakan mshasisws pro-reformasi tersebub
telsh membusat sebuah gerskan vang hampir menasionsl, dan telah
~memfokuskan untuk melakuksn sebuah tindskan penekanan terhadap
pera pemegasng hekusssan. Gershkhan dewmi gerakan yané dilakukan
oleh pars aktivis gerakan mashasiswa pro-reformasi pads awalnyﬁ
dilskukan secara parsial kedasershan berdssarksn lokasi dimana
perguruan  Linggi Lersebut beradsa, nawmun menjelang Sidang  Umm
MPR 1998, gerskan mahasiswa pro-reformssi telah menjelma menja-
di sebuah kelustan moral, vang tergalang secara kuat untuk
melakukan tindakan—tindakan penekanan secsra fislk dan  psikhis

terhadap pengusass melslui berbagai gerakan yang dilakukannya.
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Pemantanan keberadasn gersahan mahssiswas pro-reformasi  yang
dilakukan oleh penulis selams kursng 1ébih 58ty setengan  tahun
cuknp membuat penulis mengalami kerepotasn, sebab fenomena-
fenomena vang muncul sungguh dilvar dugszsn, dan wmembuat penulis
terpskss  hsrus wmervbah beberaps kali perumusan permsszlahan,
pokok dan fokus kejilan.

t

=}

Pads awalnys titik fokus yang dismstl oleh penulis =adalah
tentang heberadssn venerspan Haatzaal Artikelen dan UUPE  Sub-
versi hkepsads paraz sktivis geraksn mahasisws pro-reformasi,
namun setelah melihat perkembangan ysng ads, “segalak™ spsapun
zpars sktivis gershan mahssiswas tersebut, ''seberingas’ apsapun,
‘sekritis’ aspspun mereka melshukan kritik terhadsp penguass,
tidak adzs paras szktivis gesksn mahasisws pro~-refromamsi tersebut
vang ditsnghksp satsu dijerat dengsn mengdunakan pssal-passal
pidsna vang biésa dikenskhan hkepsda pars aktivis gerakan msha-
gisws padas wahtu-waktn yvang lampsau.

Fenomensa ini sungguh berbeda dengan fenomena-fenomena hukum
vang sering teriadi sebelumnys, dimana spabils sda seorang
shtivis gerakan mahasiswa sudah mulai "mbalelo” atau "kritis’
gtau menyimpang darl kebijakan pengusss, maka pasal-pasal
pidana vyang ada telah sisp uantuk menjerat dan memidanskan
mereks.

Beranghkat dari perbedssn fenomena hukum inilaH, perumusan
permasalshan, pokok dan fokus kejilan telah beralih menjadi
mengaps terhadap pars skiivis gerskan mahssiswa pro-reformasi
tersebut tidak dijerat atsu dikenzhkan passal-pssal pidanas vyang
biasa dikenakan kepsada pars aktivis gershksn mahasiswa sebelum-
nysa.

Dari tidask dipidananya para aktivis gerasksn mazhssiswa pro-

reformasi tersebut, penulis mencoba untuk menjelsishi kepusts-
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kaan vang ads, dalam artisn mencobs mencari konsep pembenar
tindakan hukum tersebunt. SBecsrs hmkuwm pidanse materiil, s=apabilsa
adas sebusah perbustan vang telsh memenuhi unsur-unsuy pidang,
dan pelskunya sehat serta depat dimintaksn pertanggungjawaban,
maka pildanz dapst dijstuhkan. Harmun dalsm realitas gerskan
mahssiswa pro-reformssi tersebut seakan-skan rumusan tersebut
tidahk berlaku.

Realitas vang ads menuniuhkhkan bshwa pars sktivis gerakan
mahasisws pro-refoermasi  tersebut secara Jjelss dan  terang-
terangan telah memenuhi unsur-unsur vang terdspat delam Haatz-
aal Artikelen wmasupun UUPEK Subversi, dan orang-orangnyapun
adalah orasng-orang vang sehat dalam artisn mampu untuk bertang-
gungjawab, tetapil reslitas puls menunjukkan bahwa merehka tidak
ditanghksp maupun dipidsnakan.

Penjelajahaﬁ hepustakaasn yvang dilakuekan oleh penulis menco-
ba mencari penjelassn terhadsp realitsa tersebut, hingga shhir-
nyas penulis menemunkan sebush konsep depenzlisasi, vsitu sebush
konser vang dikemukskan oleh Prof. Sudarte S.H sebagai sebusah
konger vang wmampn menjelaskan reslita terszebut. Konsep depena-
lisasi oleh Prof. Sudarto S.H, dikemuksaksn sebagsi sebuah
terhadap sebuah perbustan vang semula diancam dengan pidans,
kemudisn sncaman pidsnanys dihilangkan akan tetspi masih di-
manghkinkan sdanve penuntuntan dengan cers  lain &aitu dengan
melalul hukum perdstz manpun dengsn menggunskan hukum  adminis-

trasil}.

B patan geranan mahesiowe pro-reformasi veng terjedi senjelang Sidang Unue 1978, tistul cebush femceenz yaite gengan
tampir tidek diteraphannya ketentusn-hetentusn pidana vang seringhali diterapkan pads aktivis gerakan mahasiswa  sehelumnya,
Fenomena ini disimyalir oleh pesulis sebagal sshuah tindaken depenalisesi terhadap perbuatan para sktivis gerskan mahesizwa
pro-reforpasi, Ind terlihet bahwa dari benysknya akiivis gevakan mehasiswa pro-refermasi vang selabukan kel unjuk rasa,
geponstrasi, shcl kepribatinan, dan akoi masse, namun cangat sedifit sehall yang dijerst dengen ketentuen-ketentwan pidana
yang biasa diqunakan.



Pembahasan tentang keberadasn depenalisasi wmenurut Prof.
Sudarto S.H, tidak dspat dilepasksan dari Keberadaan kriminalis-
asi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi dimaksudksn sebagail
sebush proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai sebusah
perbuatan vang dapat dipidanz. Proses ini diékhiri dengan
terbentuknys sebush undang-undang dimans perbuatan vang diancan
dengan sustu sanksi berupa pidana. Sebaliknya pengertian dekri-
minalisasi sdalsh sustu proges dihilangkannysa sama sexali sifst
dapat dipidananya sebuah perbuatan, proses ini dikahiri dengan
dicoretnya hetentuan yvang bersangkutaﬁ dari perundang-undsangan.
Prof. Sudarto S.H mensmbahkan bahws dekriminalisasi haruslah
dibedakan dengan depenalisasi, yaitu adsnya sebuah perbuatan
vang semnls diancam dengan pidana, ancamsn pidananya dinhilang-
wan akan tetapi mssih dimunghkinkan adanya penuntutan dengan
Cars lain yéitu melalul hukum perdzta atau hukum
administrasiz).

Ketiga Konsep tersebut dikemukakan oleh Prof. Sudarto G.H
dalam kerangks pemikirsn *Sumbangan kriminologl untuk politik
hukum pidana’, atau dengsn kats lain, 'framel of references’
vang digunakan dalam kajilan ini adslsh ksjian kriminoclogi vyang
hasilnys dapat digunaksn untuk membsntu pembuatan undang-undang
(krimnalisasiy, pencabutan undanguundang (dekriminalisasi)
meupun melsknkan tindskan untuk tidak memidanakan sebush perbu-

atan perdssarkan pertimbangan-pertimbangan tertentn, namuan
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£} Dalap kaitanmys dengen ketigs proses tersebut {4ripinzlisasi, gebriminalisssi, depenalisasi) meha keranchs  kajian
kritis dalam kriminologi telah melahukan cebush upaya unluk senabani secara kritis tentang proses-proses pemventukan undang-
undang dan cehatipus peia bekerjanya. froses Yripinalicasi, ekrininalisasi dan depenalisasi, dalam acuan kerangha kriminoiog
kritis merupakan sebuah pola kajian baru yang dilaragkan dapat memberiken rekoaendasi guna perbaitan-perbaiban hukum pidana
ey entuk tukue picanz yang lebih responsit, Peneditian-penelitian yang dilakekan dalan 1ingkup krisinologl dapet diguna-
kan untub mesbanty penbuatan undarg-undang pidana {uripinalisasi} atau percabutan undeng-undang pidana {dekripinalisasi) dan
terjadings tindakan deperalisasi sebuah perbustan atau tindakan,



masih dapat disjukan tuntutan berdasarkan hukum perdata waupun
hukum administrssi (depenaiisasi)a).

Eajisn kriminologi digunakan untuk memberikan sumbangan
terhadap keberadaan politik hukum pidsna, Kriminologil mernberi-
kan input-input vang bermanfaat bagil pengembangsn hukum pidana
itu =endiri menujn hukum pidans vang lebih. responsif. D1 sato
sisi kriminologi memang tidak melskukan sebusah kebiiahkaen, akan
tetapi hssil dari penelahssan yang menggunakan ~frame of refer-
ence’ hriminologi dapat dijadiksn dasar-dasar pertimbangan
dismbilnya sebuah kebijakan’.

Dengsn dewmikian kajian kriminologl yang digunazhkan dalam
tesis ini dihsraphsn dapat memberikan sumbangan vyang lebih
nyata terhsdap keberadsan hukum pidana itu sendird khususnys
dalam menghsdapi perbuatan para sktivis gerakan mahesiswa pro-
reformasi, diména reslita menunjukkan bahwa tidsk selamanys
pensnganan permasalahan sosial harus menggunakan hukum pidana
stau hukum pidanz tidak selalu harus digunakan untuk menghadapi

sebuah fernomens sosial vang disnggap menyimpang, manakals
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3 Sudarte, ‘Sumbangan Krininclogi untuk Peditif Hskem Pidens’, tukup dan Hukum Pidana, Alusni, Bandung, 1986, hal,

53 dan 139, serwrut Sudarto kriminologl tekan ilme yang melskuken kebijakan, kriminologt adalah gisiplin yang ‘non palicy
saking’ ehan tetapi hesil penemvannya dapat digunaken untub melaksanahan kebijakan. Yrisinolopt gepal menyedisken bahan-baban
informasi untwh  itu dan policy maker yang bijaksena tidak akan mengabaikannya. Konsep penghaiisn masalah krisinalizasi dan
dekrininalisasi penurut 6. Peter Hoefnagels merupakan dari ruang linghup ksjies kriminologi. B. Peter Hoefnagels, ihe Biher
Side of Criminutogy, klweer Deventer Holland, 1969, hal. 43, wengatakens 'The field of criminalogy further covers the formal
and informal pracesses which result in rew penal laws (criminslization! and the abodition of penal laws {decriminziization).
Crminal law is & legita) cauze of crise and @ major element in the process of desigrating people &z crimingl, Provisionally,
we Cali pow s3y: criminolegy studies the formsl and informal processes of criminalization and decriminalization, crime, Crimi-
nals and those related there to, the cause of crine and the official and unofficial responses to §t', Lihat duga: Barda Hamawi
frief, ' ¥ebijstan Hubun Pidana’, Bunga Rempei hehijskan Hukum Pidana, Ditra fditys fakti, Hemdung, 1996, hal. 25,

H1s Sugantn, Yrininologd, Fakudtaz Hokun UNDIP, Semarang, Edisi tatun 1995, hal, I3 dan halasan 24, Siudl mengenai
reaksi masvarakat terhadap hejahatan bertujusn untuh sempelajari pandengen sertz tanggepen nasyarakat lerhadap perbusten-
pertuatan  atsu gejala yang timbul 81 sasyarakal yang dipendang sebagal perbuatan merugiken atau pepbahayakan masyarakat luss
akan tetapi hukun pigane bedus sengaturnya, Berdaserkan studd ind dapat dihasilian apa yang disehut kriminslisesi, dekrimina-
}iszsi atau depenalisasi. Lihat Jugs Sudarto, 1bid,



fenomens sosial vang dianggap menyimpsng tersebut wmemiliki akar
prermasalahan vang kompleksﬁ).

Reslita inipun menuniunkksn sdsnya bentuk-bentuk hketerbata-
san hukur pidsnas  dalam menghadapi reslitas sosial vang
kompleks, sehingga bentuk tindakan untuk tidak memidana para
sktivis gershkan mahasisws pro-reformasi tersebut, dapst dikate-
gorikan sebsgai sebuah tindakan atan upaya non penal vang lebih
mendekati kepads bentuk kebijakan sosial (sosial pofecy}e}.

Dalam berbagsi perdebatsan yang memperdebatkan kesahlhan
penggunaan konsep depenalisasi tersebut, muncul sebuah bantahan
bahwa depenalisasi adalah sebuah bentuk kebijakan vyang harus
dilskukan secara terbuka, terang-terangsn dan melalui prosss
formal, dalam artian ia merupshkan sebuah bentuk kebijskan vang

secars terang-terangsn dikemukakan dan dilakukan oleh pars

viil

W fards Nawawi Rrief, Batss-bates Kemampuan Hukur Pigana dalem Penanggulangan Kejzhatan, Majelsh Mesalahrnasalzh

Hubum LNBIP, Féisi Khusus 1997, Fakultas Hubue UNDIP, £997, hal. 9-13, Barda Mewasi Arief yang sengutip pemikiran Sudarto
{Huhun Pidana dan Perkenbangen Masvarakzt, 1963, hal, 39) menqutarakan bahwa pengqunaan fiskun pidana gerupakan suaty penangou-
\angan gejala (kurieren am syapthon) dan buken sustu penyelesaian dengan menghilanghan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum
pidana seiasa ini jugs disebabkan dengan oleh cifat, hakehat dan fungsi dari hukan pidana itw cendiri, Sanksi pidana selama
ini hukanlah ohat |resediue) untuk gengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi cekedar sebagal sarana wnhik nengatast
gejala atau akibat deri penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanizh merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya
sehadar poengobaten sinptoeatik. Pengobatan siwptomatik lewat obat berupa sanked pidana inipun masih sengantung banyak helems-
hen cehingga masih selaly diperscalkan kefektofannya. terlebih "obat’ (pidana} itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontra-
diktif ataw paradnpksal can unsur-unsur negatif yang lebih membahayakan atau setidak-tidaknya tapat senimbisthan efek sappingan
yang meoatif, Disamping itu pula pendekatan pengohatan yang ditespuh oleh hubwe pidana selama ini ini sangat {rageentair,
yaity kamya terfohus padas dipidananya si pesbuat. Dengan demikian efek preventif dan upaya peravatan atau penyesbuban {treat-
gent ataw hurieren) lewat senksi pidana lebil diarahhan pade tujuss sencegah ager orang tidak melakukan tindak pidena atau
veishatan {efeh prevensi spesial maupun porevensi general) dan bukan untuk menceqah agar keiahatan ity {secarz siruktoral )
tidet teriadi, Denqan kata lain keterbatasan kewaspuen hubum pidana antara lain dapal jugs dilihat dari sifat alaw fungsi
penidanaen celama ind, yaitu pemidanzan individual ataw personal dan bukan pemidanaan yang tersifat struktural/fungsional,

8} arda Hawawi firief, 'Yebijatan £riminal’, Sunga fampai Kebijshen Wuku Pidane, Citrs Aditya Bhakti, Handumg, 1996,
hal. §. dan juga dalam bab 131, Upaya Non Penal Dalam Kebijskan Penanggulangan Eejahatan, hal. 47-42, Barda Newawi frief yang
nengutip pemikiran 6. Peter Hoefnagel (The Other Side of Criminclogy, 1949, tal, 56} senysbuthan batwa upaya non penal dalam
menangoulangi gazalah kejahetan adalah dengan aeiakuken: pencegzhan tanpa pidana {prevention without punishnent) dan mempenga-
ruhi pendangen macyarahat nengensl kejahatan dan pemidansan melalui pedia massa {influencing views of sociely an crime and
punishrent/asss aedia). Menoingat upaya perangguiangan kejahatan welalui upaya non penal lebih bersifat pencegehen terhadap
terjadinya kejahatan, saka sasaran utamsnys adalah menangani faktar-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-
fartor kondusif itu sters lain berpusat pada macalah-mesalah atew hondisi-kondisi sosial yang secara langsurg ataw  didak
langsung dapat menimbulkan atew menunbuhsuburkan hejahstan. Dengan deaikyan gilinat dari sedut politik hriminal secars makro
dany qinbal meks upsya -upaya non penal menduduii poisisi kunci dan startegis dari beseluruhan upaya politik kriminal.




pemegang pengussa terhadap sesuatu hal secars formal. Dengsan
kats 1lzin .konéep depenalisasi herus melalul proses formal
sebagsimans lavaknya proses kriminalisasi dan dekriminalisasi,
yvaitu melszlnl sebush proses kebiliakan legislatif vyang sSecarsa
jelas dan terbuks menganghkat sebuah perbustan sepagal tindak
pidana, atanpun wmenghapuskan sebuah perbusatan sebagéi bukan
tidak pidans lzgi.

Paparan atsn bantshen tersebnt bila ditilik mewmang berang-
kst dari konsep positivis vsng melihst bahwa dalam me lakukan
kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi harusiah secsrs
konghkrit dsn nysts wmelaluil bentuk-bentuk keputuszan formal vang
diumpmkan kepsds masvarakat. Dalam satu sisi, secara positivis
hsl tersebut memang-bensy, bahwa Keberadasn hukum pidana memang
harne didasarksn kepada konsep legalilass vang matlak, nsmun
digisi lain, daiam reslitsnys ternyvats konsep legalitas terse-
but tidsk selsmesnys harus diterspkan secars matlsk dan mati,
tetapi dapst disimpangi oleh beberap tindskan - vang dikenal
dengan istilah diskresi, oportunitas, deponir maupun depenalis-
asi. |

Dalam reslitanvs, keberadaan hukum pidana iunstra tidak aksn
mampn mewmshawi perkembangan kondisi dan situssi  yvang mungkin
dapst berbubah dengan cepsti, bahkaﬁ dalam kondisi yang normal-
pun terkadang huhkawm pidans nengslami 'ketidaknmahpuan' dalam
menielaskasn realita ysng sebenarnya. 0leh karena itulah dalam
menghksji hal-hal yvang tidak mampy dijelaskan oleh kajian hukum
pidana, waks kajilan kriminologis sebsgsi sebush kajian vyang
lebibh 1nas diéunakan untuk mengkajl sebuah.realitas sosial vang
sangat hkowmpleks dan tidak terjangksn  oleh bentuk pemahanan

tmkum pidana.

ix



Kembsli kepada konsep positivis satan konsep kebiijskan
formal yang mengemuhahkzn bashwa konsep kAriminalisasi dan dekri-
minalisasi haruslsh wmelsalui konsep legalitss formal, atsu
melsalni  bentuk kebijskan legislsatif agar kekustan mengikatnys
secara reswl terjaga, akan membuat hukum pidana terkunghkung ke
dalam sebuah bentuk keterbatassn-keterbatasan tertentu dalam
merespon kebutuhan wmasyvarakat, sehinggs keberadsan hukum pidans
akan lebih banyak mengalsmi kesulitan dalsm menjelasskasn realits
vang berbeds.

Ronisep Ariminalisasi dan dekriminalisasi sendiri menurnt
Hoefnagel, tidak selsmanyva harus bersifat formal, sebab ads
jugs proses vang bersifst informal. Mengsacu kepads pandangsn
vang dikemukahkan oleh Hoefnagel tersebut, penulis juga melihat
bahwa hongep depenalisasi-pun tidaek harus dilakuksn secsrs
formal, stan harus melsiui kebijskan legislstif stau melslui
kebijakan pengﬁa?a vang secars terbuks dsn terang-terangsn
menysetakan 'depénaiisasi terhadap sesuvatu hal’. Pengemuhaksan
depenalisasi secara formsl dan terasng-terangan terhadap sesuzatu
hsl stsu perbustan, memang pernsh dilshkuksn oleh psra  pemegsng
kekussssn, vsitu terhsdap tindak pidans pensrikan cek kosong
(UU No. 12 tahun 1971 Jo. Perpu Ko. 1 tahun 1971). H=mun depe-
nalisasi secars informzsl-pun, atan tindskasn depernmalisasi  vyang
tidak vrernah dinvatskan secsra terang-terangan atan tidak
mendazarkan  kepads =sebush kepntusan formsl yeng dikeluarkan
oleh pemegsang hkekuassan-pun dalam kenyataannya Jugs telah
terjadi. MHisalnyas sajs terhadap pasal-pasal vang berhzsitan
dengan ~tindakan pengemisan’, pasal-passl vang berksaitan dengsan
‘"tindshan wmenyiksa hewan’ , satan terhadap sebuah fenomens sosisgl
vang secars sadsar diketahul dan memenuhi uansur-unsur  runusan
sebuah tindak pidana namun hal tersebut dibiarkan ssja stan
diabaiksn tanpa adanya sebuah tindskan pensnghapan ataw pemids-

naan terhadap pelaku perbuatan tersebut.



Realita wvang meranjukkan adanya  sebusah perbuatan  vang
memenuhi unsur-unsur Haatzaai Artikelen den UUPK Subversi, dan
para pelshkanys mampu bertahggungjanab, naman  tidak dipidana;
secara  tersirat  tindakan tersebut sudsh meripakasn  tindakan
depenalisasi atsn sebuah tindskan untuk tidak memidanskan satan
menggnnakan tindaksn serta rerangkat pidans terhadsp perbustan
tersebnt .

Beranghkat dari realita inilash, maka renulis mendapatkan
sebush pokok ksiian vang haru, dan be;um banyak dikemukakan
atan diksii oleh banyak permlis. Dari beberapa literatur vang
penulis gunskan untuk menbangun konsep pemaiiamsn tentang depe-~
nalisasi, penulis hanys menemnkasn 2 buah literstur yang menge-
muksakan tentang depenalisasi?}, namun itupun hanys saty alines
darn kuraﬁg membahas securs mendalam tentang bagaimana proses
penerapannys dan kriteria spa saja yang digunakan untuk menggu-
nakannys. '

Dari kesdasan inilsh, maks renulis mencobs mendeskripsikan
realita vang sda, untuk kemudian dapat digunskan sebsgal acuan
dalam membzngun konsep depenalisasi dalam hukum ridana, wmenuju
berntuk makam pidana vang lebih responsif.

Dengsn berbagas; keterbatasan vang ada pads renulis, dan
derngsn berbagss bimbingan, dorongsn dan bantuan banyak pihak,
akhirnya penulis Mampl menyelesszikan tesis ini. Dengan kersngks

utama mencobs memshami keberadasn sktivis gerskan mahasigwus

Pro-reformasi dan resksi timbal-baliknys darji aparat-keamansn

dan ketertiban, penulis mencoba untuk membangun =ebush kerangks
konsep deprenalisasi vang berdazsarkan kepads reslits~realits

empiris yang penulis temni di lapangan.
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Pads hesempatan ini puls penulis menvedsri bahwa harys ini
tidak akan wmungkin terselessikan bila bukan karena bantuan
banyak pihsk. oleh kasrens itulah penulis mengucapkan banvak-
banyak terims kasih kepads pars pihak vang telah menbantn
secars lsngsung msupun tidak langsung sehinggs karya ini  layshk
unntuk disebut sebsgsi sebush tesis.

Begitn banyak pihak vang telah membantn dan pada kesempatan
ini perkensnkanlah penulis mengucspkan terims kasih kepads:

1. Prof. H. Porwahid Patrik S.H, selsku ketus Prograsm Magister
I1mu Hukum vang telsh berkensn menerima penulis untuk menim-
bs ilmu pengetahman di lembsga ini, dsn telah berkensn
mengnji teori dan hasil penelitian yang dikemukakan oleh
penulis dalam tesisg inil.

% DR. 1.5 Susanto, 8.H, selaku pembimbing yszng telsh berkenan
memberiksn rehkomendssi kepsds penulis untuk memasuki lembags
Magister Ilmu, Hukum, dan telah dengan penuh keterbukaan,
kebspakan dan kesabarsan membiwbing penulis sehinggs penulis
depat menyelessikan tesis ini dengan baik, dan mampu membuks
cakrawsls baru bentuk pemsbaman kriminologi vang leblh
kritis kepads penulis.

3. Prof. Soehardjo Sastrosoehardjo, S.H dan Prof. Ronny Haniti-
jo Soemitro, S.H, selaku anggota Dewsn Penguii vyang telah
berkensn wmenguji dan memberikan informasi-informesi vang
berguna untuk wmenyempurnakan pemahaman dalam tesis ini.

4. Prof. DR. Barda Nawawil Arief, S.H dan DR. Esmi ﬁarassih S.H,
M.S, vang telah berkensn melakuksn review terhadap proposal
tesis  inl, sehinggs dalam melakukan penelitian lapangsn
penulis memperoleh gambsran kajian hukum yang lebih Jelas.
Kepada Prof. DR. Dimyati Hartono S.H yang telah memberikan
sebuash konsep wawssan keilmuan yang lebih terbuka dalam
melzkukan penelaahan hubungan antars hukum dengan ekonomi,

hubungan hukum dengan politik, hubungan hukum dengsan budayvsa,
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dan mubnngan hobum dengsn politik, ekonomi dan budaya seba-
gsi sebush kesatnan slinr kehidupan yang keberadaannys akan
saling mempengsaruhi.

Keluarga Besar Lembaga Bantuan Hukum Bandung di J1. Kebon
Bibit Utsrs HNo. 8 Bandung, khususnya kepads Om Toto, Om
Suryadi, Om Wiraman, Om Irwan, Om Herman, Om Gatot, Hema-—
sari, Mulyadi, Saut, Midian, Ria, Tiza, dan teman-teman di
LBH 1sinnye vang tidsk dapat disebutksn satu-persstu, ailas
semua bantuan, penerimasnnys dalsm mencari dan membuks data
serts informasi veng dibutuhkan dalam mengunghap keberadaan
aktivitas geraksn mahasiswa pro-reformasi di Bandung sebagai
sebuzh langkah awal menujn bentuk pemashsman yang lebib Iuas
dsn kompleks.

Kelusrga Besar Lembsga Bantuan Hukum Jakarta di J1. Dipone-
goro Ho. 74 Jakarts, khususnya kepads Rino Subagyo, Echoline
Situmorang, 'dan teman-temzn lsinnya yang tergabung dalsn
wadah Kontras besertz Munir, Mulyana W. EKusumah, Bambang
Ca. , Kepads temsn-temsn di Solideritas Nusa Bangsa, Vang
secars tidak langsung telah ikut wmengembsngkan pola kajian
kepads hal vang lebih kritis, membaws langsung kepads sub-
jek-subjek pelaku sktivis gersksn mahssiswa di lapangsan, dan
memberikan beberaps informasi vsng mungkin ssat  itn masin
merupsksn informasi vang belum dapat beredar sescara bebas.
Keluargs Besar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HaM) di J1. Lestuhsrhary, Jakarta, khususuya ﬁepada Bapak
Clementino Dos Reis Amaral, Bapak A.A Baramuli (sewaktu
mseih berads di Komnas HAM dan belum menjadi Ketua DPAY,
Bapak Joko, Bapak Bambang W. Suharto, vang ssat itu mau
merierims penuvlis dalam melskuhksn penelitian khususnya ketiks
terjsdi insiden triksakti di Jaksrts. Kepada Mba Atikah yvang
saat 1tu menisdi penghubung pertama kzli di Komnas HAM

beserts informasi-informasinys dari perpustakaan Komnas HAM,
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10.

dsn tidak lupa kepada Prof. Scetandyo Wignyosoebroto MPA,

veng saalt itn bertemn lebih mengkhuéuskan diri dalam wmengs-

jak berdiskusi tentang metode penelitian vsng digunakan oleh
peniulis dalam membangun konsep penelitisn kualitatif terha-

dsp para skitivis gerskasn mshasiswa pro-reformasl.

Keluarga Besar Majalah Detektif Romantika, khususnyz  hepads
Gatot Prihanto dan Huhammad Jaelani, vang telsh memberikan

banyak sekali informssi secars tertulis dan tidak terbstas
kepads penulis mulsil onlsl Mel 1997 hinggs akhir penelitian,

il

baik melslui bentuk ‘mejslsh-wmajalah’ gratis hingds informa-
si-informasi lisan vang ~off the record’ . Mulai dari kantor
wsiaslah ‘DR’ masih berada di jalan Cikinil hinggs kantor
naislsh DR’ bersda di Gedung Tewmpo di J1l. Proklswssi dan
pindah lamgi. serts tidak lupa kepada teman-teman Wartawan
‘DR, vang memberiksn kesempatan kepsds pennlis untuk menja-
lin hubungan.yang lebih erat.
Keluarga Besar Majalah Gatra, kbhususnya kepsda Agus Rahardjo
dan ‘Rini-nya’ , vang saat iin pernﬁh memberikan informasi
atses bebersps literstur tentsng geraksn mahasiswa, serta
memberikan  sebuah  bukw notes kecll "Gatra’ vang ternyats
perfungsi smst bessr di lapsngsn, ketika terjadi kerusuhan,
dan  bukn notes tersebul mampn menvelamatkan penulis dari
smukan petugss keamanan dan ketertiban dengan mengakn seba-
gei wartawan Gatra.
Kepada Keluarga Besar H.U Bandung Fos, khususnys kepads
Alm. Bapak Kosasih, Bapak Bastsman dan Bapak Herry Setiawan
(redaltur opini} yang telah memberiksn tempsat khusus bagil
penulis daslsm wmenuangksn gagasaﬁ—gagasan secara  parsisl
tentsng perkembsngan hukum, politik dan ekononi dalam
mentuk wacsns-wacsans ilmish yang akhirnya menjsdi sartikel-
artikel pendukung dalsm tesis yasng penulis tuat, dan wmenja-

di sebush bahan-bshan literatur menuju kepada sebuah bentuk
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11.

pemahaman  vang vtuh tentsng rerkembsangan tukum, politik,
ekonomi di wass Orde Baru.

Keluarga Besar ABRI dan Polri, khususnys jajaran ABRI di
Kodam ITIT Siliwangi, dan Polda Jawa Barat, walaupun dengan
segals hketerbatssannys dalsan memberiksan informasi yvang
sehatae  kershssissn militer diperbolehkan, namun dalzm
berbagsi bentuk perbincangsn Vang ' off the record’ tersebut
mewpy membuks pewmshaman kepada bentuk pemahaman yang lebih
1nas atse berbsgai tindsksn dan perlskuan aparatb keamanan
terhadap sesuatn  hsl ysng diznggsp kritis dan mendessk,
maupun tindakan-tindaksn baku standar militer vang hsarus
diterzpksn. Dslam sisi ini terlihst sdanya bentuk bentuk
pertimbangan tertentu vang teramat dilemstis bsgi ABRI dan
Polri itu sendiri, karena bukan saja harus tzzt dan  patuh
pada hukum dan atssan, tetapil juga harus nempertimbangkan
keseimbangaﬁ.fantara heti nursni, moral dan keselamstan
negars dsn bangsa. Dalam sisi ini ahkan terlihat pertimban-
gan-pertimbangan pribadi sebagal manusia biasa, maupun
pertimbsngan-pertimbangan vang beraifat Jjabatan karensa
tugas vang mengharuskan mereks bertindak mendahulukan
keselsmatan negara dasn bangss darl  sncaman digintegrasi.
Sebenarnys  ads keinginan untuk mencasntumksn bebersps Tians
pejabat yang saat‘itu ditemui oleh penulis sebagai sebusah
penghargaan dan weapsn Lerims kasih, namun dikarenskan aps
yvang dinyatshan oleh mereks tidak dapst dikatsksn sebsagal
sebuah ‘informasi formal’ (sebush informasi formsl menurut
mnereks wmerupskan informasi ysng dikeilunrksn oleh lebaga yang
perwensng mengeinarkan informasi, misalnya Radispen =taun
Psnglima atau Kepsla Kepolisian atau Pejasbat yang ditunjuk
lzngsung untuk memberiksan informasi’ diluar itu semnus
mereka tidak memiliki kewenangan urtuk memberikan pers

relesse. Melihat keadsasn tersebut maka dengan sangat menve-
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sal, nems-nams Ltersebut, hanya merupakan dsta tertutup yang
hanys dimiliki oleh penulis dan bukan untuk disebarluaskan.
Namun sebsgsi gawmbaran vmuam di Lingkuap ABRI, informasil
tersebut meliputi, sspek Teritorisl, Operasionsl, Sogial
Pnlitik, Intelijen, dan.dari Polri melingkupi aspek Binmas,
Lantae, Intelpam, Reserse dan Semsptha.

Keluarga Besar Perpustakaan Nasional di J1. BSalemba Raya
Jeksrtn, Perpustaksan Hilayah Jawa Tengah di Jalan Briwi-
jayse, FPerpustakaan Wilayah Jawa Barat di J1. Cikspundung dan
J1. Soeksrno Hattas, vang telsh bersedia menerima penulis

dslam melakukan observasi kepustaksan, khususnya kepada

Bapak Aan Permana di Semszrang, dan adinda Nur Farida vyang

secars Lidesk lsngsung telah mewbuks Jalsn dslawm mencari

bahan pustaks yvang lebih banysk, melalui kegiatan pemilihan

putri dan pangersn buku tahun 1997 di Jawa Tengah dan

Jakarts. Melalui kegistan ini penulis mewperoleh gambaran‘
tentang jalur-jalur informasi mana ssjs yang dspat dilaku-

kan untuk menunjang penelitisn kepustaksan.

Keluarga Besar Perpustakaan S& Ilmu Hukum vyang kemudian

menizdi Perpustakasn Fakultas Hukum, khususnys kepada FPak
Mukhson dzn stsf lainnys vang telsh memberikan kesempalan

vang luse (bahkan terkesan selinas-lussnya) dalam mengguns-

ksn dsn wmemanfzstkan buku-buku yvang adas di perpustakaan

gunz wemberikan bentuk-bentuk pemshsmnan vang lebih 1luss,

serts atss hkessbaran Pak Mukhson yang mau meneﬁani penulis

kals menunggu knalizh atauw menunggu dosen, ketika perpusta-

kasn masih bersads satu gedung dengsn ruang kuliiash. Dan jugs
hesads segenép 3+af Tats Usshs Magister Ilmu Hukum, XKhusus-

nva hepsds Has Susilo dan Mas Timan, vang gelams ini berp-
ersn langsung membantn terlaksananys proses péndidikan dan

penelitian.
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14. Repada Teman-teman Mahasiswa vang selams inl menjadi  teman

15,

penulis damlam melsknksn wpenelitian, nsmun karens stas
permitsan mereks, mereks tidak maun disebutksan namanya, dan
bisrlah nama-nama itu tetap menjadi informssi tertutup yang
hanvs diketahui oleh penulis dan yang bersangkutan. Bahwa
tanps bsntusn dan penerimaan mereks dslam melakukan peneli-
tisn, mustahil penelitian ini dapstl mencapsl hasil vyang
diharapkan, dan atas berbsgsl bantuasn dan penerimsannys
penulis berkevakinsn mereka telah mewberikan andil vyang
cuknp bessr dalam wmembuks Jaringsn informssi, mencari
bentuk-bentuk isme vang berkembang di kslasngan mshasigwa,
dan vang vpaling penting, berssama mereka puls, pennlis
memshami srti sebush metode penelitisn observasi partisi-
pan, vang mencobs melsknkan berbagsi Dbentnk kehldupan
secars bersama-ssmsa, memahami perilsaku dslsm keseh&riannya
dan wemahami berbagsi tindaksn, diskusi, langhkah-langhsh,
metode vang kersp digunakan oleh para aktivis gerakan
mehasiswa. Jelss hzl ini merupskan sebuah bentnk kehidupsan
tersendiri, langks dasn tidak mungkin dspst dilzkukan tanpsa
adanys pembuksan diri dari mereks untuk menerims penulis
masuk ke dalamllingkarannya.

Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum, kKhosusnya
angkatsn XV yveng telsh banyak memberikan dorongan, kritikan
dan Ssran sehinggs karya ini  dspat terwujud, khususnyva
kepads Kang Endang, Bang Zul, Mas Tongat, Pak Heru, Pak
Ketut, Mas Adi, Bu Ida, Hilda, Om John, Kang Sigid, Bang
Ridwan, Bu Sari, HMba Uning dan teman-teman lainnys vang
tidak wungkin disebutkan éatu~persatu, dan tidak lupa
wepads Bang (Pak) Ismansysh, yang secars tidak sengaja
bertemn dengan pernnlis di Jakarta ketiks terjadi kerusuhsn

di Jjalsn Salembs Rava, merupshkan saksi utama terjsdinys
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peristiwa kekerssan, dsn vandslisme, heburutslan pasca
peristiwa Trisahkti. Jugs kepads Hasyim Asy aril, vang wem-
berikan berbsgai bentuk pemahaman pendalaman tentazng berba-
gai bentuk honflik, perubshan soszial den pemzhaman politik
stss sebush reslits wmenujun bentuk tecritik berdasarkan
bebersps bentuk pemshsman literatur yang ada. Dan Jjugsa
kepads Gunawan BL, vesng telah bersedia mengantar penulis ke
dalam linghkungsn Gedung MPR DPR, ketika terjadi Sidang
Istimews 1998, kepasds Mas Abdul Kholik, sebagsal Legal
Drafter DPP Golker vang wmemberikan Jslur-jalur informasi
vang herus penulis temui di Jskarts dalam mengungksp wacans
teoritik keberadasan gerakan mahasisws. Kepsada Rachmat
Ahadijat. temsn Penulis dasri UNPAD vang telsh banyak mem—
bantn memberikasn pemshsmsn dalam melaskukasn penerjemahan
literatnr asing dsn memshami teks-teks ssing berbahasa
Ingegris, dan memberikan petunink acusn-acnsn aps saja  yang
harus digunaksn dalam melzkukan penerjemshsn. Kepada adinda
Fitri Pramntiyasih vang telah membantu secars nyata di
Semsrang dalam memperlancsr penggunaczn bahsass Inggris bsik
secars praktis, msupun untuk welskuksn penerjemshan. Kepads
Yus Windarto, vang pernah menemani penulis ketiks penulis
mengalsmi kejenuhan dsn kemzndegsan dalsm menggarap tesis.
Keluarga Bapak Slamet Subagyo, vang telah bersedis dan
berkenan menerims penulis untuk ikut serta  ‘ngerepotil
manggon  di  rumah beliau, dan .atass segals keramshannya
sehinggs tanpa beliau rassnys sulit bagl penulis untuk
dapat wmewnjudkan karys ini, ksrena bsgsimanspun Jjuga peny-
empurnssn karvs ini dilskukan di tempat belisn. Khususnys
kepada lPak Siamet, Bu Slamet, Awal, Beti dan Cepti vang
disela-sels kesehariannvs, dengan ceria men menemani dan
‘'ngobrol-ngobrol’  guns memperlancar proses sosialisasi
dalzm bshasan “3awa’ vang selams ini masih merupakan.hamba—
tan vang hersp pernulis rasskan.
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17. Keluargs Bapsk Tjiptono Indrosceparto dsn Ibu 5ri Sudar-—
watl, veng telﬁh herkenan wmenerims penulis untuk ikvt serta
‘ngerepoti manggon  di  rumsh belisu di  Jaksrta ketika
melskukan studi. lspangan di Jakarta, ketika terjadi sksil
penembakan dasn tragedi Trisakti di Bulan Mel dan  aksi
kerusuhan dan penembakan semanggi ketika terjadi  Sidang
I=timews di Gedung HMPR DPR, dan Universitas Atmajaya. Tidsk
lups kepsads vang tersayang atas segsala pengertian, dukungsen
moril dsn materiil, adinda Tuning Sumiasih, semoga engkao
tetap meniadi " the best in my 1ife’. i

18. Kedunas orang tus pernnlis, Bapak Sam Ghozall dan Ibu Sadikoh,
vang stas perkenannyalah penulis dapat memasukl program
magister, dan stas pembisvaannyslah karya ini dapst ter-
seleszikan. Kepads Adik-sdik perulis Nung, Awi dan Akih
vang terksdsng kerap direpoti oleh “kakaknva® ini kalau
berads di Béndung dengan segsls permintaannys.

19. Serts berbagsi pihsk yang munghkin tidak dapat disebuthkan
sstu-persatn namnn telsh memberikan andil sehingga peneli-
tisn ini dapat diselessziksn dan memperoleh hasil yang baik.
Penmlis-oun menvsdari bahwa tidak ads karys vang sempurna,

demikiasn puls dengan keberadasn tesis ini, oleh thkarenas 1itu

sumbang kritik dan saran yvsng membangun akan senantiasa diteri-
nm oleh penulis demi mennju bentuk pemshaman vang lebih sempur-

ns lagil. l
‘Pidak ada gading vang tak retak’, demikian menurut peri

bahszs, dan tidak adsa ksryva vang sempurns, namin walsun KkKarys

ini wungkin teramat JGauh dsri  kesempurnsan, penulis £etap
memiliki kevskinan bahws ksrys ini skan tetap memberikan man-
fazt, walsupun manfsat it tersgs kecil adsnya.

Sepbatas spa vang telash dikemukskan, dan apa vang telah

dituanghan dalsm benitnk karva tulis vang disebnt tesis ini,
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dengsn segals kerendshsn hati penulis memohon maaf apabils sada
katz-kats vang kursng berkens, atau ads pihsk-pihak tertentu
vang mersss tersinggung dslsm materi tesis ini, itun semns
nanvslah sebuah deskripsi stss sebush reslitss sosial yvang ada,
tanpa bermaksud menyinggung aitsu  menghnjat khepads orang-
perorang. Semus ini dilakukan dengan harspan dspst membawa kitsa
semns  kepada  bentuk-bentuk pemshaman ysng lebih demokratis,
kritis, dan responsif dalsm menghadapil pernbahan sosisl dan
rerkembangan zaman.

Kerelstifan s=ebuah ilwmn sosiszl adalah sesuatu yang nyats,
sehinggs munghin sajs dalam tatsran konsep atan dalaw kacamatsa
yvang berbeda skan memiliki sudut pandang vang berbeds pula.
‘Kepala boleh sama hitam, namun apa yvang ada didalam isi hkepala
holeh tidak sama’, instru disansalah letak dinamika ilmu penge-
tshusn @o0sisl vang selsln mempertanyaksn sebusah kemspanan atas
sebush reslits dan dari konsep itu pulalah, ilmm pengetahuan
sosisl  mampu mencari jalannva sendirvi-sendiri untuk menemukan
pentuk-bentnk pemahsmsn vang lebih wampu menjelashen.

Akhirnvas dengsn segals kerendahsn hatil, pennlis kembali
mengucspkan rass terims kasih veng tskh terhinggs kepsds semua
pihek vasng telsh membsntu, baik secars langsung wmaupun tidsak
langsung, baik besar waupun kecil. Penulis menvadari tidak
munghin menbslasnya secars nyaba dan  langsung bantunan dan
dukungsn vasng telah diberikan kepada penulis, dan‘hanya Allah
jus~1lsh wvang mawmpu membalas smal perbustasn mereka. Semogs itn
semns menjzdi amal kebaikan desn pahal bagil kita semwus, amin.

"Bila ada Farum yvang patah, Janganlah dimasukkan ke dalam
peti, dan bila ada hata yang salah, Jjangalah ia dimasukkan ke
dalam hati’, semcgsa anda semus yvang membscanys mau dsn  mampn

memssfhannya.
Semarang, § Januzri 1888

Achmad Fadilah



RINGEKASAN .

Menielsng Sideng Umum MPR 1938 shsi gershkan mzshasiswa kembali
marak di setisp perguruan tinggi. Fenomena ini  semskin menarik
manskals segensp sivitss akademikanya ikut serta terlibat dalam
sheil mimbar bebzs yvang mengkritisi berbsgsei tindaskan dean perilaku
penguass dan lembsgs kekuasasn itu sendiri.

Penelitizn ini psds swslnys dilaknksn di kotamsdys Bandung,
namun dalan perkembangannya penelitisn ini telah menjsngkau
beberasps kotza lainnya vang mewmiliki keterkszitan stazn  hubungsan
vang erat dengan geraskan mahssiswa pro-reformasi itu sendiri.
Femilihan hots Bandung sebszgsi lokzsi awal penelitian didasarksan
pada pertimbangan bahwa Bandung selsms ini telah dikenal sebsgsai
barometer kegistan kemahasiswessn selain Jakarts, Yogyakarta,
Semarsng dan Sursbava. Perkembangsn lokasi penelitiasn tidak lain
sebagai konsekuensi dsri penggunsan metode penelitisn  khuslitatif
vang berkehendak untuk wenemukan hal-hsl yvang baru dan terinci,
ssupal tidsk diketemukannys kemwbangan informasi yang barua.

Dari reslitss ini =ds =zebusah fenomens hukum vang berbedsa
dengan  feromens hukum vang sebelumnya. Diwmans dalam fenomens
hukum vang sebelumnyas setisp kali pars aktivis gersakan mehasiswa

melakukan tindasksn stsan perbustan yang menghritisi penguas atan
lembags keknazsaan, maks hukom pidana selalu dlgunah&n untuk
menjerst pars aktivis gerzksn mahssisws tersebut. Atursn  hukum

pidans vang sering digunakan untuk menjerst pars aktivis gersakan
mahasisws tersebut sdslsh Pasal 154 KUHP (Haatzaail Artikelen?) dan
PUPK Subversi Ro. 11/Pnl’s/18863.

Fenowens vansg berbeds munceul manakals marsknys zksl gerskan
mahasiswas pro-reformssi vang bergerak melsluil sksi unjuk rass,
skoi demontrasi, sksi mimbar bebas, wmenggelar spanduk dan baliho,
bahksn wmelalkunkan pendudukan di gedung DPRD/DPR-MPR tidak dikena-
kan stsu dijerst dengan hukum pidsna yang bissz dikenaksn kepada
para sktivis dershan mahasiswa sebelumnya.

Dalam fernomenaz tidak dijerst atan tidsk dipidansnya paTa
sktivis gershsn mahasisws pro-reformasi menunjukkan adsnys indik-

sai bentuk- tindakan depenalisssi secsrs informal terhadap perbusa-
tan pars aktivis dershksn mahasiswa pro-reformasi.

Tindakan untuk tidask menangkap ztsn mPMIdaﬂdde-pdrd aktivis
geraksn mahssiswa pro-reformasi dengsn sturan-aturan hukum pidans
vang bissa digunshkan oleh penguasa untuk menjerat pars aktivis
geraksn mahssiswa menuniukhan adanys bentuk-bentuk pertimbangan
tersendiri vang tidak dspzt dilepsskan dari latsr belsksng: mun-
culnys siksp oposan pars zktivis gersksn mahasiswa pro-reformasi
terhsdsep pengnasa atsy lembagas kekussaan itw sendiri.

Siksp oposan pars sktivis geraksn wmshasiswa pro-reformasi
sebenarnva merupsksn sebush bentuk reaksi stas siksp dsn perila-
ku dasri penguasa dan lembaga kekuasasn itn sendiri. Bikap opossan
vang dituniukksn oleh paras sktivis gerskan mahssiswa pro- ~-reforma-
a2i terbeéentuk oleh kondisi dan lstsr belaksng pemikirsn vang
herbeda-beds, dimana kondisi dan latar belskang pemikirsn terse-
put dapat wmuncul secars sistematis msupun secars  acak. Sikap
oposan  pars  akiivis gershan mahssiswa  pro-reformaszi terbentuk
ksrens timbulnvs pemikirsn kritis, merssa miliki moral force dan
sebagai social control, mengslami krisis kepercaysan Lerhadap
lembasga formal dan informal, penguass, wakil rakyst, tokoh agams



dan lembags pendidikan, weyskini adanyas kebobrokan dibidang
morsal, sistem politik pemerintahsn dan perekonomian, dan meyakini
adanya kebobrokan dibidangz hukum dan sistem persdilsn.

Tindakan dan perlakusn aparat kesmsnan dan ketertiban dalam
menghadapil perbustan pars sktivis geraksn mahasisws pro-reforma-
si, melibsatkan perasn Polri sebagal kelompok inti dan ABRI sebagai
kelompok penduknng. Secars teoritik pemissahan fungsi santsara
kelompok inti dan kelompok pendukung dalam menangani dan mengha-
dapi perbustsn para aktivis gerakan mahasiswa lebih disebabkan
pads perbedssn fungsi yang ssngat mendassr, ysitu fungsi Polri
sebagai sarans kamtibmas dan fungsi ABRI atsu militer non Folri
sebagsil satuan tempur vang berfungsi menjsags keamanan negara
apabila &ads sncaman dari lusr. Namun dalsw realitanys perbedaan
fungei tersebut dapst disbaikan demi kepentingan untuk menjaga
stabilitas nasional.

Secara formal prosedursl wntvk menghadspi perbuatan para
aktivie gderaksn mahssisws pro-reformssi, Polri-lah yvang pertams
kali menangzni dsn bila masih membutuhkan bantuan, satusn ABRI
stan militer non Polri diperbantukan untuk wendukung pengamanan.
Naman dslsm kondisi tertentu dimana menurut perhitungan tsktis-
strategis dan operssional memang membutuhkan penanganan pengama-
nan secara terpadu, maks kedus kelompok tersebut dspat diturunkan
secarsa bersama-sama.

Tindakan pengsmsnen vang dilskukan oleh apsrst keamanan dan
ketertiban dalam menghadapi perbuatsn para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi bergantung kepsda lokasi aksi, rencana aksi,
jumlah massa peserta aksi dan tuntutan aksi. Sedangkan perlshkuan
pengamansn vang dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban
bergantung kepads: aksi yang berlangsung diseputsr kampus, aksi
vang memiliki rencana untuk mengsdakan ' long march’ ataa turun
kejalsn, sksi vang berlangsung secsra tertib dan damal, dan akeai
vang memiliki kecenderungan untuk terjadinys herusuhan masss.

Tidak dipidananys para aktivis gersakan mahasiswa pro-
reformasi stss berbagai perbustsn yang dilskukannya wmerupakan
indikssi sadanva tindsksn depenalisasi secars informal. Tindakan
depenalisasi atsu tidak dipidananya perbuatan pars ashtivis gera-
kan mshssiswa pro-reformssi berksitan ersat dengan munculnys sikap
oposan pars aktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi, sehinggs
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu vyang .Juga mengacu
wepada latar belakang pemikiran yasng memunculkan sikap oposan
para sktivis gerskan mahasisws pro-reformssi, tindakan depenalis-
asi berdssarkean reslita merupsksn tindakan yang mengakuil adanya
bentuk-bentuk keterbstasan hukum pidana dalam menangani mssalah
kejahatan ysng bersifst komplek.

Tindakan depenslisasi terhadsp perbuatan psra sktlvis gerakan
mehssiswa pro-reformasi dilandasi tigas bentuk pertimbangan,
dimsns sntara satu pertimbangsn dengan pertimbangan berikutnya
tersusun Secsrsa sistematis. Secars komponensial tindaksn depena-
lisasi dilandasi dengasn pertimbangan praktis-sosilogis, pertim-
bangsn politis dan pertimbangsn nukum, dengan memperhitunghksan
hal-hal vyang lebih menguntungkan dari diterspkannya atau tidak
diterapkannya hukum pidana pada perbuatan pars aktivis gerakan.
mahssiswa pro-reformasi tersebut.

Rezlita dengan tidask dipidsnanys pars sktivis geraksn mahe—
sisws pro-reformasi adslah sebush realita yang berbeda ketika
pengsruh kekunasaan’ wasih nampsk dengan jelas di bidang hukum,
politik, ekonomi dsn militer pads mssa Orde Baru, vaitu dengan



hanyasknys paras sktivis gerskan mshasiswa vang dipidana oleh
perbuatan yvang serups. ,

" Di masa bergunlirnys gelombang reformasil terjadilah perubahan
so=2iasl yvang mempengarnhi aspek hukum, politilk, ekonomi dan mili-
ter dan membaws dampak pads pols penanganan PEnZamnsnan terhadap
paras sktivis gersksn mahsasiswa pro-reformasi, vaitnu dengan tidak
dipidsnanve para aktivis gersksn mahasisws pro-reformasi.

Dengan demikian pengaruh-pengaruh non hukum yang mempengaruhi
tindaken depenalisasi terhadsp perbuatan parsa akitivis gerakan
nahasiswa pro-reformasi adalsh pengaruh perubshsn sogsial dibidang
ekonomi, politik dan militer.
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BAEBR I . PENDAHULIUTAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi dan informssi yang kini makin
mudah diperoleh, ternyata makin membuat cakrawala dan pols
berfikir yang terbuks. Informasi membentuk pola pikir seseo-
rang meniadi semakin kritis, dan informasipun membuat sebuah
keadsan menjadi semskin transparan, sesual dengan informasi
vang dipaparkan olehnyal).

Ers keterbukaan, globalisasi dan demokratisasi vang
kini berkembang ternyata makin membuat nedara seakan-akan
menjasdi kehilangan batas-batasnya. Berbagai kebijakan vyang
dilontarkan  oleh negara dan penguasanys, bukan lagi menjadi
sesuatu hal vang bersifat rshasia, tabu dan tertutup. Namun
menjadi sesuatu hal yang terbuka serta transparan untuk
dicermati dan dikaji secara mendasarz).

Pemshaman terhadap berkembangnya sebuah informasi,
ternvata membentuk pola pikir kritis yang berkembang pula,
sebab dengan semskin banyaknya perbendaharaan informasi yang
dimiliki oleh seseorang, membuat seseorang semakin kays
pemahamannys dan makin mudah untuk melakukan sebuah analisis

terhadap permassalahan yang ada3).

1) ialter B Wiston, The Twilight of Sovereignty 3 Hoa the Information Revelution is Transforaing fur World (Ravainana
Revolusi Informasi Wengubah Dunia), dalam bab Percakapan Global dan Standar Informasi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1996, lial.
33-59. Konsep peahasan dasar yang dikesukakan adalzh bagaimana sebuah arvs informasi tersebut sampy gelakukan perubahan-
perubahan sosial dan teknologi di sesyarakat, sebab dengan perkembangan informasi berkembang pula kesadaran dan cakramala
berfikir vang makin luas.

) camel P, Hntington, Beloabang Demckratisasi Ketins, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hal. 26-77. Huntington
sengoanbarkan bahwa melalui revolusi di bidang inforpasi, maka isu demokratisasi begitu cepat berkenbang dan sampu seruntuhkan
dominasi pola pikir lass yang begite erat di kukuhi oleh keloapok megara-negara koaunis di Eropa Timur, Isu Demokratisasi ini
gelandz berbagai belahan dunia sehingga menisbulken gejala babwa negara-negara tersebut kehilangan batas-batas teritorialnya
yang pasti, karena ternyata arus informasi yang masuk tidak dapat dibendung dan menggeraikan masyarakat menuju terciptanya
masyarakat yang lebih demokrasi. Dengan demikian keadaan suatu negara dengan negara lain senjadi cemakin transparan, sudah
untuk dicersati dan dianalisis pola kebijakan politiknya,

) Soedjatsoko, ‘Kesaaran Sejarsh dan Peabengunan’, dalas Dimensi Manusia dalam Pembangunan - Pilihan ¥arangan, Buku
Ohor dan LP3ES, Jakarta, hal. 63-54,
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Konstruksi sosial pemahaman masyarakat terhadap
sesuatu hal, tidak lepas dari seberspa banyak informasi yang
diperoleh, diendapkan dan dianalisis dalam bensk pemiki-
rannya. Dengan informasi yang ia peroleh, maka Jjendela
wawasan dan cakrawala berfikirnya-pun skan dspat menjangkan
serta menganalisis sebush permasalahan sebesar informasi
vang ia miliki4).

Masyarakat melihat dan menilai sebush feriomens sosial
tidak lepas dari konstruksi pemikiran vang ada dalam benak-
nysa. Dalam konstruksi pemikirsnnys itulah, masyarakst meli-
hat bahwa sebuaﬂ fenomena yang ada dan diutarakan secars
berulang-ulang akan diyakini sebagai sebush kebenaran,
walaupun sebenarnya apa yang diyakini menjadi kebenarasn itu-
pun tidak lepas dari hasil rekayasa pembuat kebijakan dengan
tujuan serta maksud tertentu. Dalam proses pembentukan
konstruksi sosial inilah, semakin sering sebuazh pemshaman
itu dilontarkan dan dipromosikan sebagsi sebuah kebenaran,
maka semakin kuat dan erat pula pemashaman itu divakini oleh
masyarakat sebagai sebuah ' kebenaran®’.

Perkembangan informasi membuat sekelompok orang menjadi
terbuka wawasan dan cakrawala berfikirnys, sehingga dengan
perbendaharaan informasi yang is miliki membuat sekelompok
orang tersebut mampu melakuksan analisis secara tajam terha-
dap berbagai hal yang diyakini oleh masyarakat sebagsai

sebuah "kebenaran’.

4 1.5 Susanta, *Crise and Social Construction’ dalam The Spectrun of Corparate Crine in Indonesia, Hajalah Mirodai
NDIP OF Law and Political Reviuw, Kazuyshi Takagi, Soekotjo Hardiminoto (Editor), Published by Diponegoro University Press,
Sesarang, Indonesia; With the Asistence of Faculty of Law Hirashisa University, Hiroshima, Japan, 1593, hat, 33-34. ‘'inter-
preting an event or & phenasenan as a crise is certzinly determined by the knowledge and perception of crime, meaning that

peoples hald not see an event as crise If the fact according to hia is not as it is’,

S Peter L. Berger, Thomas Luckaan, lafsir Sosial ates Kenyatsan Risalah tentang Sosiploni Pengetabuan, LP3ES,
Jakarta, 1930, hal. 12, Konsep pemikiran Berger dan Luckaan berpijak pada bentuk pola pemikiran sosiologi pengetabuan dan
konsep inipun tidak lepas dari pengaruh pesikiran Karl Mannheim dalas ldeologi dan Utopis yang sencoba mengajak berfikir
kritis terhadap realitas sosial dalam bingkup sosiologi pengetatuan dan kaitan antara peéngaruh pola pemikiran dan politik,
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Sekelompok orang inipun mempertanyaskan “kebenaran’ yang
diyakini sebagai sebuah kebenaran, sebab dibalik “kebenaran’
itu ternyata “"kebenaran’ tersebut tidak lsin merupskan hasil
rekayasa dari pembuat kebijakan yang memiliki tujuan-tujuan
tertentu, sehingga apa yang seringkali diyakini sebagai
gebuah “kebenaran’ oleh masyarakat, oleh sekelompok orang
tertentu masih dipertanvakan kebenarannyas).

Sikap vyang selsalu mempertanyaksn sebusah ‘kebensrsn’
bukan merupakan kebenaran yang senyatanys, ternyata -muncul
dan berkembang jugs di kalangan mshasiswa. Mahasiswa dengsan
daya pikir dan ansalisisnya yang mulai berkembang, membuat
mereka tidak dapat menerima begitu saja apa vyang diyakini
masyarakat sebsgal sebuah kebenaran. Mereka selalu memper-
tanyakan dan mencari hal yang sesungguhnya dari inti perma-
salahan yang terjadi. Sikap ini tidak lain merupskan pencer-
minan dari hasil olah pikir dan days analisis kritis vang
diperoleh melalui informasi’’.

mahasiswa merupakan sebagian kecil dari sekelompok
orang vang berkesempatan mengenvam dan memiliki perbendaha-
raan informasi yang cukup luas. Dengan bahan informasi vyang
mereka miliki, maka mahasiswa merupakan salah satu unsur

dalam upaya pemberdasysan manusia menuju tingkat yang lebih

6 prief Budisan, ‘Dari Patriotisme, flyar dan Itik sampai ke Bosiolugi Pengetshusn’ - Kata Pengantar dalam buku Ideol-
oni dan Utopia - Menyinokap Kaitan Pikiran dap Politik, yanp ditulis oleh Karl Mannheis, Pererbit Xanisius, Yogyakarta, 1991,
hal, xv-xvii. Konsep ini mengemtkakan tentang eksistensi kaitan antara pola pikir seseorang dengan apa yang dimilikinya.
Pemikiran seseorang menentukan seberapa jaub pengetahuan vang disilikinye, sehingoa makin hanyak ia mengetabui sesuatu, maka
akan semakin luas pula cakrawala berfikirnya, sehingga ia akan selalu merelatifkan ksbemaran sebuah pangetauan atau ideolegi
sebapai sebuah kebenaran yang absolut.

" a1 Nannheis, Idenlogi dan Utopia - Menyinokap ¥aitan Pikiran dan Politik, Pemerbit ¥anisjus, Yogyakarts, I99i,
kal, 3-4. Rarl Mannheim mengutarakan bahwa ada duz pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan pendekatan dengan sosiologi
pengetaluan, Pertama ialah balwa sosiologi pengetatwan berusaha memahami pemikiran dalam latar belakang kongkrit dari situasi
sosio-historis tertentu yang sesunculkan pola pemikiran individu secara berbeda-beda dan secara sangat bertahap-tahapan,
Dengan demikian bukanlah sanusia pada umsmnyz yang berfikir, melainkan sanusia dalam kelompok—kelompok tertentu yang telah
menqenbangkan  suaty gava pesikiren tertentu dalas ramgkzian tanggapan secara terus menerus terhadap situasi-situasi tertentu
yarg mencirikan posisi weww mereka. Dan pokok kedua ialah ciri dari metodologi sosiologi pengetatuan tentang tara berfikir
kongkrit dari konteks tindakan kolektif yang serupakan sarana uniuk menesukan dupia keilmuan dalam pengertian intelektual.




sejahtera. Salah satu bentuk keunggulan mahasiswa bila
dibandingkan dengan masyarakat awam, tidak 1lasin terletak
dari seberaps banysk is memperoleh informasi dan mampu
melakukan analisis terhadap sebush permasalahan berdasarkan
informasi yang diperolehnya untuk melakukan sebuah reformasi
sosial8) .

Di berbagai negaras yang pernah mengalami pergolakan
politik,  hampir daspat dikatakan bahwa reformasi .sosial
hampir selalu di motori oleh kelompok kelas menengah, dimanza
salah satu unsur kelas menengah tersebut sntara lain adsalah
kelompok cendikiawan9’.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peranan
kelas menengah dalam upays melakuksan perjuangan kemerdekaan
memilikl nilai dan posisi tertentu dalam upaya pemberdayaan
masyarakat. Mereks melakukan upays pemberdayasn dan pembelsa-

~Jaran melalul penyebaran informasi sesuai dengan tata norma
vang saat itu berlaku untuk menghidupkan pola pemikiran yang
lebih terbuka. Kini dengan informasi vang diperolehnya,
mahasiswa mampu melakukan analisis secara tajam, dan dengan

informasi yang diperolehnya pula dslam sebuah moment terten-

B Sarlito Wirawan Sarwno, Perbedaan fntara pesispin dan Aktivic Dalas Gerakan Protes Mahasiswa, Bulan Bintang,
lakarta, 1978, hal. 58-59. Sudah menjadi sebuah realita sejarah, batwa keberadaan zahesiswa tidak lepas dengan dunia informasi
yang senantiaza "minir’ terhadap pandangan kelas tertenty, sehingga secars tidak disadari pula selalui berbagai informasi yang
dinilikinya andangan-pandangan tertentu, isee-isee tertentu, paham-paham tertentu akan terbentuk di kalangan mahasiswa itu
sendiri,

9 friel Heryanto, "Mesperielas Socok Yang Samar’ dalam Politik Kelas Menengah di Irdenesia’ Richard Tanter; Yenenth
Young (Editor), LP3ES, Jakarta, 1993, hal ix-uav, Keberadaan koncep kelas menengah di Indenesia, secara kongkrit mewang belue
disepakati secarz tegas, namun hal ini bukan berarti dalas semperdebatkan keberadaan ielas menengah, para ahli yang semperde-
batkan kelas menengah ilu tidak semiliki dasar, Secara konseptual ‘helompok kelac menengab’ adalah sebuah heloepok yang seru-
pakan hasi] produk dari mesyarakat itu sendiri vang secara sadar atau tidak zadar aken senespatakan sebuah masyarakat kedalas
susunen  stratifikasi sosial yang cubup jelas. Secara Marxis dapat dikemukakan bahwa golongen sesyarakat terbagl kedalam dua
golongan, yaite golongan Kapitalis-borjuis (cebagai kelompok vang mewakili golongan atas) dan kelompok masyarakat proletar
fmasyarakat kelas bawah). Hasil dari stratifikasi senurut Marxis ini senimbulkan sebuah bentuk golonpan kelas masyarakat baru
yang dinamakan dengan kelpepok kelas menengah, yaitu cebagai bagian kelempok macyarakat yang tukan tereasuk keloapok sasyara-
kat atas maupun kelompok masyarakat bawah, akan tetapl berada ditengah-tengah yang zenjebatani kepentingan hedua golongan
tersebut, Masyarakat kelas menengah dapat dikategoritan sebagai telospok yang menpasbang, oleh karenanya siapa saja yang dapat
sendekati keberadaan kelospok kelas menengah untuk thut bergabung atau sesbela kepentingan salah satu kelospok, oaka akan
suncul sebuah keberpihakan yang kuat untuk senentang kelospok yang lainnya,




tu mahsasiswa mampu melskukan bentuk-bentuk gerakan reformasi
sosial terhadap sebuah keadaani0).

Pada kurun waktu tertentu di Indonesia, mahasiswa
sempat memiliki kedudukan dan pandangan tersendiri di masya-
rakat. Mahasiswa merupakan simbol kemandirian dan memiliki
status sosial vyang cukup bersarti dslam keikntsertaannys
melakukan reformasi sosial yang menghantarkan perjalanan
sejarah bangsa Indonesis menuju Orde Baru. Namun demikian
masa . ini tidak berlangsung lama, sebab pandangan yang ada
dari pihak penguasa menjadi berbslik dan bersikap mengambil
jarsk dengannyall?

-, Penguasa memandang bahwa mahasiswa memiliki potensi
vang cukup besar dalam melakukan reformasi sosisl dan men-
ciptakan sebuah keadsan yang tidak stabil. Padahal penguass
beranggspan bsahwa pembangunan tidak mungkin dilskukan dalam
kondisi yang masih labil. Oleh karena itulah potensi-potensi
mahasiswa vyang ada diredam, dan disalurkan kembali pads
jalur-jalur ilmiah sesuai dengan porsi dan bidangnyalz). J

Dalam sebuah penelitisn vang dilakukan oleh Arief
Awaludin terhadap gerakan mahasigwa, dari kacamata penguasa,
mahasiswa dan kelompok-kelompok mahasiswa dipandang dan

senantiasa dicurigai sertsa di’cap” sebagai sebusah golongan

10} Baniel . tev, "Xelonpok Tengah dan Perubshan 8 Indonesia’ dalan Politik Kelss Menennah di Indonesia’ Richard
Tanter; Xementh Yamg {Editor), LP3ES, Jakarta, 1993, hal 23-43. Daniel 5, Lev Yesberikan contoh tentany reformasi sosial yang

Gilakukan oleh para Aktivis Gerakan Mahasiswa di tahun 1966, sebagai sebuiah proses peralihan perswlaan dari Orde Lasa senuju

Orde Barw, Gerakan mahasizwa di tabun 1946 ceakan-akan nerupaken sebuah tonggak sejarah yang renetapkan kekuatan mahasiswa
sebagai kekuatan moral force dan sorial control terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan olzh pEnguasa,

)" Francois Rallion, Politik dan [diologi Mahasisws Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 4446, fksi Mahasiswa o
tatun 1974 dianggap oleh beberapa pakar sebagai sebuah henfuk "kegagalan’ aksi mahasiswa dalam senghadapi kekuatan penguaca,
karenz selain isy persasalahan yang diajukannya kurang sencerainkan kepentingan kelas bawah, aksi vang dilakukan saat itu

rerdering tidak terkendali, sehingga senimbulkan terugian yang akhirnya seabebani masyarakat juga,

12} war Juoro, *Problesa Fendidikan Tingyi : Aksi Protes Maasisne’, Prissa bo. 2 Tahun Y, Februari 1961, hal. 52-53.
fksi protes di kalangan mahasiswa, seakan-akan merupakan sebush feromena yang mandiri ianpa ada keterkaitan dengan proses
pendidizan, mame sebenarnys aksi terselut sesiliki kaitan yang erat dengan proses pendidikan, sebab dengan makin terkekangnya
kebebasan mshasiswa aelalui banyak hal, maka aksi protes werepakan bentu-bentuk peluapan emosi yang dapat dilakukan oleh

nahisiswa,

T



vang ‘antl kemapanan’', radikal, ekstrim, bahkan pada titik-
titik tertentu mahasiswa dan kelompok mahasiswa diangéap
sebagai bagisn dari golongan yang berbahaya serts perlu
diwaspadailB}.

Mahasiswa yang senantiasa memiliki mobilitas, kreatifi-
tas dan daya kritis sosial tidak lain merupakan produk dari
hasil pemberdayasn manusia melalui Jangksuan pemberdayaan
informasi pada setiap zamannya14). Dengan informasi vang
diperolehnya, maka daya analisis mahasiswa terhadap sebuah
masalah menjadi semakin tajam dan benderung kritis serta
menyerang pada kebijakan-kebijaskan tertentu yang dianggap
tidak layakl9),

Banyak upays yang dilakukan oleh mahasiswa dslan menge-
tengahkan apa yang menjadi Keyskinannys sebsgsi sebush
kebenaran. Mahasiswa dapat membentuk sebush kelompok dis-
"kusi, membentuk lembaga-lembaga kajian tertentn, bahkasn pada
taraf yasng paling radikal, mereka membuat sebuah aksi gera-
kan massa yang kerap disebut dan dikensl sebagasi gerakan
mahasiswalb),

Peranan mahasiswa dalam melakukasn reformssi sosisal

dengan Jjalan melakukan aksi gerskan massa, kersp dicurigsai

18] prief twaludin, Stigeatisasi Gerakan Pro-Desokrasi (Tinjauen Krisinoloni Gerakan Mahasiswa di Purwokerts), Tesis
- Hagister {52} Ilau Hukus, Program Pascasarjana [lmu Hukus, bniversitas Diponegoro, 1997, tidak diterbithan, hal, V-VI). Stig-
aztisasi werupakan proses terbentuknya sebuah ‘cap’ atau "label’ terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini Arief fwaludin selakukan
penelitian terhadap proses terjadinya pesberian ‘tap’ atau "label’ "buruk’ terhadap Gerakan Mahasiswa,

%) Yesstardi, *Peno dan Politik Nehasiswe’, Hajalsh Forus Yeadilan, Edisi Nonor 21, Tahu 11, § Februari 1994,fal. 17,
Desosntrasi wahasiswa dalaw banyak situasi zemang dipengarubi oleh iklim politik yang sedang gemanas, hanya saja penguasa
teandang bahwa aksi mahasiswa ini merupakan ‘penyakil sosial’ yang harus diobati, tanpa mau elihat sengapa mahasiswa  terse-
but pelzhukan akei demontrasi, -

1) Burtan D. Magenda, 'Gerakan Mahasiswa dan Hubunpannya dengan Sistem Politik : Swatu Tinjauan', Pricsa 12, Desem
ber, 1977, hal 34,

%6} Mol Doy, "Proses Panjang Gerakan Makasisna Indonesia’, Yajalah Pro dustitia Fakultes Hokun INSUED, No. 8 Th,
VI, Cktober, Purwokerto, 1993, hal. 49-3{. Pembagian ini tidak lepas dari dinamika mahacicwa ite sendiri sebab tidak semus
nahasiswa gemar melakukan aksi massa yang aelibathan banyak mzhasiswa tetapi mereka Iebih suka eelakukan kritik-kritik terha-
dap penguasa pada sebuah kelompok diksusd, kelcopok kajian aaupun helospok studi,




dan diwaspadai sebagai gerakan radikal yang dianggap dapat
menggangu stabilitas keamsnan dasn ketertiban. Oleh karensa
itulah, saparat keamanan dan ketertiban yang ads kerap pula
melakukan tindakan preventif serta represif terhadsp gerakan
mahasiswa.

Beberapa tindakan yang selama ini dilakukan oleh aparat
keamanan dan keteretiban dalam mengatsasi gerakan mahasiswa
adalah dengan melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap
berbagai kegiatan mahasiswa, baik yang dilakukanl'secara
intrskurikuler maupun ekstrakurikuler. Namurn disamping
tindakan tersebut aparat keamanan dan ketertiban juga men-
gambil tindakan dengan menerapkan atursn-sturan pidans vyang
ada dalam KUH Pidana dan UYndang-Undang Pemberantasan Kegia-—
tan OSubversi untuk menjaring para aktivis gerakan mahasis-
wal??,

Pasal-pasal pidana dari KUH Pidana yang banyak diterap-
kan untuk menjaring dan menjerat para aktivis gersksn maha-
siswa 1ini sdalsh pasal-pasal Haatzaai Artikelen. Dalam
Haatzaai Artikelen itu sendiri pasal pidana yang sering
digunakan untuk menjerat paras aktivis geraksn mshasiswa
adalah Pasal 154 KUH Pidana. Ini dapat dilihat dalam bebera-
pa kasus demonstrasi vang dilaskukan oleh para =aktivis gera-
kan mahasiswa terhadap kebijsksn-kebijakan yang dibuast oleh
pemerintah.

Dari sekian banyak pasal yang ada dalam Haatzaai Ar-
tikelen, aparat keamanan dan ketertiban melihat bahwa peng-
gunaan pasal 154 KUH Pidans merupskan pasal vang dirassa
cukup tepat untuk menjaring perbustan para demonstran dan
para aktivis gerakan mahasiswa tersebut. Dalam survei penda-

huluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari tahun 1974

) faran dan Tubei, Reragan Fasal Buat eacnstran, Forus feasilan, No. 21 TH 11 3 Februari 1994, hal, 10, Pesbungha-
#an yany dilakukan oleh pihak yang berkuasa untuk tetap berada dalam status quo seringkali beralasankan ‘demi kepentingan ueus

dan negars’, padahal dibalik itu sesua hanya kepentingan-tepentingan pihak tertentulah yang sebenarnya sedang dijaga dan
dilindungi,



sampal dengan tahun 1887 telah tercatat lebih dari 30 orang
demonstran dan asktivis gerskan mahasisws vyang terjaring oleh
pasal 154 KUH Pidana, dan tidak kurang dari 17 orang demon-
stran dan aktivis gerakan mahasiswa yang terjaring oleh UUPK

Subversil®),

Kini dalam iklim yang semakin mengedepankan keberadaan
demokratisasi dan keterbukaan dzlam setlap bidang, penggu-
naan delik komunikasi publik macam Haatzaai Artikelen dan
delik politik macsm UUPK Subversi semskin dipertényakan
relevansinyalg).

Menjelang Sidang Umum MPR 1898 berbagai sksi yang
dilakukan oleh aktivis gerakan mahasisws pro-reformasi
mulai kembali marak di berbagai perguruan tinggi. Fenomensa
ini menjadi semakin menarik manakala segenap sivitas sakade-
wika, termasuk didalamnys dosen, guru besar hingga rektor-
nyapun ikut sertsa melakukan aksi mimbsr bebas di dalam
lingkungan kampus.

Aksi mimbar bebas ini hampir terjadi di berbagai pergu-
ruan tinggi, walaupun masih dilakukan di dalam lingkungan
kampusnys masing-masing namun penjagsan dan pengawasan dari
pihak aparat keamanan dan ketertiban tetap disiagakanzo).

Pada awalnya gerskan mahasiswa pro-reformasi vang

direalisir melslui aksi mimbar bebas ini dihimbau oleh

18) Penulis telah melakukan survei pendahuluan untuk menginventarisasi kasus-tasus gerahan sahasiswa di Jakarta,
Bandung, dan Sesarang. Dari survei pendahuluan ini, penulis mempercleh keterangan bahwa pengounaan Haatraai Artikelen khusus-
nya Pasal 134 KIM Pidana lebih banyak digunakan untuk senjerat aktivis gerakan mahasiswa,

19) 1.5 Susanto, Tentang Pengoantian X/ Produk Kolonial, Suara Merdeka, Semarang, 23 Septesber 1993,

20 Menanggapi sikap dan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa prro-reforeasi pihak aparzt kesmanan dan  ketertiban
{ABRI) telah senawarkan upaya dialog untuk eendengar dan mempertisbangkan aspirasi mahasiswa, napun upava penawaran dialog ini
kurang mendapat tanggapan yang serius dari mahasiswa. Melihat penawaran dialog antera pihak mahasicwa dan pemguasa yamp
diuakili oleh Nenhankas/Pangab kurang sendapat sasbutan, maka pihak penguasa meaperlusak sikap dan tindakannya dengan  memper-
bolehkan nelakukan aksi alabar bebas dan dewontrasi tetapi hanya di lingkungan kasmucsya aja, dan tidak boleb turun kejalan,
karena dikhawatirkan akan tercaspuri oleh gerakan aacsa non ashasiswa yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan anarkhi dan
gestruktif,



aparat keamanan dan ketertiban untuk dilakukan hanya dalam
f lingkungan kampus ssja dsan Jjangan turun ke Jalan-Jalan.
Namun rupanya himbsuan ini kurang begitu diindahkan, karens
dari pihak mahasiswa merasa bahwa sksi vang dilakukan dalam
lingkungan hkampus sajs tidsk akan banyak membawa perubahan
apabila tidask dapat mensrik perhatian dari pihak penguasa
secars seriius.,

Selama itu pihak gerakan mahasiswa pro-reformasi merasa
bahwa aksi mimbar bebas yang dilskukan di dalaﬁ kampus
kurang dapat memberikan ' teksnan-tekanan’ kepada pihak
penguasa agar mau memperhatikan aspirasi mereks secars
serius. Oleh karens pemikirsn itulsh gerakan mahasiswa pro-

reformasi yang ada mulai melancarksn sksi pawal damal dengan

tujuan Gedung DPRD—DPR/MPR dengan harapsn aksi yang dilaku-
kan oleh mereka akan lebih diperhatikan dan ditanggapi
secara seriusél),

Melihat tindakan, perilaku dsn perbuatan para saktivis
geraksn mahasiswa pro-reformasi ketika melakuksn aksi gera-
kan rmahasisws baik melalui mimbar bebasnya maupun melalui
aksi pawai damai menuju gedung DPRD-DPR/MPR, sebenarnya jika
dilihat dari sudut huokum pidana materil sudsh memenuhi
rumusan delik-delik hukum pidana vang ada pada Haatzaai
Artikelen dan UUPK Subversi. Namun rupanya tindakan, perilas-
ku dan perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reforma-
si teréebut diabaikan begitu saja oleh aparst keamansn dan
ketertiban tanps melakukan penangkapan dan penshanan sebagai-

mana yang biasanys dilskukasn oleh aparast kesmansn dan keter-

4} Pada mulanya aahasiswa melakukan aisbar bebas yang giisi dengan berbagai orasi yang eenuntut penurwnan harga
semhake dan senyuarakan aspirasi sereka untub mesbuat Sidang Usun DPR/MFR lebih espiratif dap terbuka, nasun Kkarena amerasa
dizbaikan, saka gerakan mahasiswa ini sulai turun kejalan, melakukan aksi pawal JEnUjy geding-gedung DPR/D, D4 beberapa kota,
pada mulanya aksi pawai berjalan dengan damai, namun karena sering terjadl perbenturan kepentingan dan friksi dengan petigas
keapanan dan ketertiban, maka tidak jarang ditepui tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah Ppihak, '
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tiban Jika menghadapi perbuatasn sktivis gerakan mahasiswa
terdahulu yang serupazz). _

Adanya perbedasn dalam penanganan hukunm terhadap perbu-
atan para sktivis gerskan mshasiswa vang terdahulu dengan
aktivis gerskan mahasisws pro-reformasi menunjukkan adanys
penerapan konsep pendekatan (approach) vang berbeda dalam
menangani perbuatan pars sktivis gerakan wmahaziswa saat ini.
Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian lapangsn . kedus
vyang telah dilakukan, bahwa dari sekian banvak aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi vang melskukan aksi demon-
strasi dan aksi pawail damai di kotsa Bandung, Jakarta, Sems-
rang dan Yogyakarta, secars mayoritas (bahkan hampir menye-
laruh) tidsk ada sktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi
vang dijerat oleh passl-pasal pidana dari Haatzaai Artikelen
maupun UUPK Subversi. Dikatakan mayoritas, karens perbandin-
gan antars para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yvang
dijerat dengan vang dibisrkan saja tanpa ditangksp dan
disidik, lebih banyak yang dibiarkan sajs23).

Dengan adanya konsep penanganan vyang berbeda terhadsap
perbuatan pars aktivis gerakan mahasiswa tergsebut, terlihat
bahwa penggunsan aspek-aspek hukum dalam menangani sebush
permasalahan, khususnya perbuatan para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi, dapat diabaikan demi sebusah kepen-
tingan tertentu diluar kepentingan hukum itu sendiri. Mung-

kin dalam hal ini hukum mendapatkan pengaruh-pengaruh non

Z) Bandinghan perbuatan para aktivis gerakan sahasiswa pro-reformasi ini dengan perbuatan para aktivis gerakan saha-
sisWa yang ditangkap dan diadili dalam kasus ‘Golput’, Stiker 'SDSB’, Unjuk rasa senentang kedangan Mendagri Rudini ke kaspus
1B, dan kasus 21 mahasiswa yang dijerat dengan Haatzaai Artikeien, Apabila kita bandingkan, saka secarz fakiuil perbuatan
para aktivis gerakan mehasiswa tersebut tidah ada bedanya, nasun dalas gerakan wahasiswa pro-reforasi perluaten yang serupa
itu tidak dijerat dan tidak proses lebih lanjut,

) Penulis hanya 2enemui sebwah kasus penjeratan aktivis gerakan nahasiswa, dengan tuduhan sengounakan Pasal 154 KM
Pidana Jo. Pasal 53 XUH Pidana di PN. Bandung (Perkara Pidana Nosor 77/Pid B/1998/PN.B06), atas nama Djuandi Bin Itia Djuhia,
itupun dalam persidangan kasus tersebut Djuandi diputus hukuean badan sesusi dengan masa tahanan yang dijalaninya. {Susber:
Divist Hak Sipil dan Politik, Lewbaga Bantuzn Hubup Bandung, Bandung, 1998). ‘
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hukum yang mempengaruhi proses dan berfungsinva hukum,
sehingga dalam berbagal sksi geraskan mahasiswa pro-reforma-
si, fenomens hukum ysng terjadi adalah berbeds sams sekali
dengan aksi geraksn mahssiswa yang sebelumnya24).'

Realita tidak ditangksp atau dipidananys para aktivis
gerakan mahasiswa tersebut, walaupun perbuatan para aktivis
geraskan mahssiswa tersebut telah memenuhi rumusan unsur-
unsur delik dalam hukum pidanaz, menunjukkan bahwa ada sebuah
‘penyimpangan’ dari bentuk penegakan hukum vyang biasanya
selalu dilakukan. Dalam kondisi yang bissas vang yvang selalu
dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertibsan dalsam menanga-
nai perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa ialah, dengan
melakukan penangkapan dan pemidanaan terhadap pars saktivis
tersebut, namun ketiks terjadi gelombang gerskasn mahasiswsa
pro—reformasi; realitapun telsah meﬁunjukkan adanya bentuk
penangan hukum yang berbedsa, ysitu dengan tidak ditangkap
atau dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi tersebut. Tindakan ini berlaku secars luas dan
hampir diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga
dari realita inilah muncul sebusah fenomensa adanya bentuk
tindakan “depenalisasi’ secara informal terhadap bentuk
perbuatan para aktivis gerakan mahasisws, yang bissanya dan
selama ini selalu dipidanakan.

Dalam hukum pidans sarana untuk memahami sebush fenome-

na hukum yang berbeds, hanya dapat ditemui dsalsm kajian

B pealita tidak ditangkapnya atau diprosesaya dan dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa tereebut,  merupakan
sebuuah realita yang menunjuskkan balwa secara informal telah terjadi sebusuah “kebijakan’ yang berlaku hampir diseluruh
nilayah untuk sesberlakukan tindakan ‘depenalisasi’ secara inforsal. Serara formal tindakan tersebut sepang tidak pernah
diskui secara nyata, akan tetapi apabila ada sebuah perbuatan yang telzh semequbi ussur-unsur rumisan hukue pidana tertenty,
dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungiawaban tetapi tidek dilakukan pengusutan dan peridanaan, maka
secara inforkal telah terjadi ‘depenslisesi' atas perbuatan tersebut. Para aktivis gerakan mahasiswa ketika selakukan aksi
unjuk rasa desontrasi serara nyata telah semenuhi wnsur-unsur yang ada dalas rususan aturan-ateran pidana tertentu, dan jelas
para aktivis tersetut dalas keadaan yang sehat serta dapat dimintai pertanggurigjamabian, akan tetapl karema tidak diambilnya
tindakan penangkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis tersebut, maka reaiits telah serunjukkan adanys tindakan depenal isa-
si terhadap perbuatan para aktivis geralan sahasiswa tersebut,
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hukum pidana vyang sosiologis, atau lebih tepatnys dalam

kerangka kajian kriminologis. Oleh karens itulah konsep
j kajian kriminologis akan lebih banysk dikemukakan dalam
% upayanya memahami dan menjelaskan fenomenas hukum pidana yang
| berbeda ini. Kongkritnys pada permasalahsn ini ialah bahwa
i dalam kerangka ksjian kriminologis, kajian yang ads bukan
hanya mengkaji perilaku pars aktivis geraksan mahasiswa,

namun juga perilaku penguasa beserts alat perangkatnyq25).

B. Perumusan Masalah

1 Berdasarkan latar belakang masalah vang telah dikemuka-—
? » kan, permasalshan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
| berikut:
| 1. Mengspa para aktivis gerskan mshssiswa pro-reformasi
memiliki sikap oposan terhadap para pemegang kekuassaan?
2. Bagaimana tindakan serta perlakuan aparat kesmanan dan
ketertiban dalam menghadapi perbuatan para aktivis gera-
kan mahasiswa pro-reformasi?
3. Mengapa terhadap perbuatan para aktivis gerakan mahsziswa
pro-reformasi diterapkan depenalisasi?
4. Pengaruh-pengaruh non hukum spa sajs vang mempengaruhi
depenalisasi perbuatan para aktivis gerakan mshasiswa

pro-reformasi?

23} pata kajian ini untuk dapat semahani perilaku penguasa yang welakukan tindakan tidak menangkapi atau semidanakan
para aktivis gerakan mahasiswa, saka terlebih dahulu harus diphamai perilaku dan sikap perbuatan para aktivis gerakan mahasis-
wa tersebut, Dari pesahasan tentang perilaku dan sikap oposan para aktivis gerakan mehasiswa tersebut kitz akan eelihat bahws
sebenarnya apa latar belakang yang menjadi pola pesikiran sereka dan sikap oposan yang ada, dan ketiks sikap tersebut diimple-
sentasikan kedalas bentuk sebuah perbuatan yang sesenuhi unsur-unsur pidans begairena tindakan penquasa dalas genanggapinya.
Dengan demikian untuk memahami adanya tindakan penguasa sebagai reaksi atas sebush perbuatan azhasicwa, adalah kerang ‘tepat
apabila kita hanya meneliti tindakan penguasa tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi sehab giznbiinya tindakan tersetut.

Bengan kajian kriminclogis ini diharapkan dapat ditemukan sebuah pesahasan yang lebift sendalam terhadap fenmeena
tersebut, sehingga dapat tercapai sebuah bentul penjelasan yang dapat dipahami secara nhyektif.



C.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujusn untuk

1. Mengetahui latar belsksng pemikiran serta akar permasals-
han vang sebenarnya, tentang sikap oposan parsa aktivis
gerakan mahasiswa terhadsp parsa pemegang kekusassaan.

Z. Mengetshui tindskan serts perlakuan aparat keamasnsn dan
ketertiban dalam menghadapi perbuatan pars sktivis gera—
kan mahasiswa pro-reformasi.

3. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan tertentu vang menye-
babkan diterspkannys depenalisasi terhadap perbuatan pars
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

4. Mengetahui pengaruh-pengaruh non hukum vang mempengaruhi
depenalisasi perbuatan para sktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi.

Kegunaan Penelitian

1. Eegungan teoritis

Penelitian ini =secara teoritis diharapkan dapat
memberikan gambaran dan pemshaman berlskunys sebush teori
kriminologi, serta membuka kemungkinan terbentuk dan
berkembangnya sebuah pemahaman baru di lapangan vyang
diharapkan dapat menambah wawasan perkembangan kajiﬁn
kriminologi.

Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan Juga
dapat memberikan wawssan serts mengungkap tentang siksp
perilaku dan latar belskang pemikiran kritis para sktivis
gerakan mahasiswa dslam menyampaikan aspirasi, kritik,
saran serta.pembelaannya terhadap rakyat kecil,

4. Kegunaan praktis

Penelitian 1ini secars praktis memberikan informasi

-dan pemahaman tentang pola pikir kritis vyang timbul,
tumbuh serta berkembang di kalangan para aktivis gerakan

mahasiswsa.



14

Bagi para aparat Keamanan dan ketertiban diharapksan
hasil penelitian inl dapat memberikan gambaran bahwa
dalam kondisi tertentu yang situasional penggunsan dan
penerapan hukum pidansa dapat saja menjiadi berbeds =zesuai
dengan kepentingan yang dikehendski .

Sedangkan bagl para aktivis gerakan mahssisws itu
sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengertian serta pemahaman yang lebih baik dan responsif
tentang upaya menyampaikan aspirasi, kritik, saran serts
pembelaannya terhadasp rakyat kecil kepadsa pengusss dengan
cara yang lebih baik dan konstruktif.

E. Eerangka Pemikiran

Tuntutan reformasi, aksi demonstrasi dan gerakan massa
vangd dilakukan oleh para aktivis gerakan mahssiswsa, ternyata
menimbulkan sebuah fenomena sosial tersendiri yang menarik
untuk dikaji. Banyaknya aktivis gerakan mahasiswa yang
mendasarkan tuntutannys pada aksi keprihatinsn atau gerakan
moral menunjukkan bahws kelompok mshasiswa sebsgsail “basic of
seoeial control in society’ masih merupakan kelompok sosial
vang tetap diperhitungkan keberadaannya.

Maraknya aksi demonstrasi dan gerakan massa vang dipe-
lopori oleh para aktivis gerskan mashasisws yang terjadi di
beberapa kots besar dan memiliki dominasi kekuatan mahasiswsa
menunjukkan bahwa peran mahasiswa yang ada bukan lasgi seba-
gai sebuah ‘basic of social control in scciety’, melainkan
mulai beralih menuju bentuk sebush geraksn vang berfungsi

sebagai “basiec of social mass movement'28>.

bly; beberapa kota bentrokan antara aktivis gerakan mahasiswz dan aparat keapanan telah senunjukkan realita babwa
fungsi gerakan mahasiswa sehagal "basic of social mess sovesent’ lebih mengedepan ketimbang fungsinya sebagai 'basic of social
centrol in society’. Kondisi inilah yang akhirnya makin membuat sarak dan subwrnya akei sassa dari gerakan mahasiswa, menuju
terpicunya sebuah gerakan massa yang menjurus pada aksi bentuk kekerasan. Lihat juga: Teuwfik Abdullah, Pemeds dan Perubahan
Sosial, {P3ES, Jakarta, 1994, hal. $-10.



Realitas sejarah di dunis telsh membuktikan bshwa di
negara manapun dan dalam kurun waktu vang cukup lams, kelom-
pok kelas menengah (midle elass porer) yang psaling banyak
mampu mengderakkan revolusi, reformasi dan perubahan‘ sosigl
di masysrakat dsalsnm sebuah komunitas atsn negara adalsh
sebuah gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa2?) .

Dalam realitas sejarah gerakan mahasiswa di  Indonesia
sebenarnya fenomena ini sudah ada sejak adany& kelompok
pemuda dan mahasiswa di tahun 1908. Namun karens sast itu
istilah mahasiswa belum begitu populer, gerakan tersebut
lebih dikenal dengan sebutan kelompok pemuds yang tergabung
dalam Pergerakan Nasional. Sebutan ‘mahasiswa’ baru memiliki
‘gengsi politik’ atsn predikat tersendiri dsn terhormst di
masyarakat setelah melalui masa gemilang di tahun 1988
dengsan akéinya ikut serts menetang Orde Lama dan melahirkan
Orde Baru<8’,

Namun sayangnya masa ini tidak berlangsung lama. Ibsrat
masa “bulan madu’ mssa-masa indah dan istimewa bagi mahs-
siswa-pun usai sudah setelah terbentuk sebuah remerintahan
transformasi Orde Baru menuju pemilu pertama di tahun 1971.
Pada masa pemilu ini sudah mulai dikenal adanya kelompok

‘Golput (Golongan Putih)” vyaitu golongan vyang memiliki

271Tenri telas aenengah ini ini sudah teryji keberadaannya, Ini terbukti dengan tragedi Tiananmen yang wmenimpa para
mahasiswa sebagai martir perubaten ¢i China. Xini yang tengah berlangsung di Myansar dengan perlawanan aksi dasal mahasiswg
penduking Amg S Su Kyl terhadap rezim juncta  ailiter. Yemudian aksi perlawanan wahasiswa terhadap kondisi ekoncai dan
politik terhadap pejabat-pejabat yang korup di Xorea Selatan, disusu! dengan jatuh-bangunnya para Presiden hingga penuntutan-
nya dihadapan sidang pengadilan, Kondisi yang serupa-pun pernah terjadi di Jepang, dimana aksi mahasiswa dilakukan dengan
turun ke jaian menentang pexerintahan yang korup o1 Jepang yang senqakibatkan jatuh-bangunnya format kabinet perdana renteri,
dari satu keloapok ke kelompok yang lain. Lihat juga: Dale L. dmhsmn, Middie Class in Dependent Countries, Sage Publicatiom,

il h AL 1T

beveriy Hills, London, Mew Dethi, 1985, dan Dale L. Jahson, £lass and Social Developsent A New Theory of the Middle Class,

-Sage Publication, beverly Hills, London, New fielhi, 1982,

B Parakitri Tahi Siabolon, "Bibalik Nitos Anghatan &' dalen fnalica Kekustan Folitik di Indenesia-Piliban Artikel

‘Prisea, Farchon Bulkim {editor), LPIES, Jakarta, 1995, Pada maca awal kelahiran Crde Hary, mahasiswa seakan-akan serupakan

nasyarakat elit tersendiri yang semiliki kedudukan cukup istisews di sasyarakat, Predikat ceseorang cebagai 'mahasisws’ pada
saat ifu jelas senunjukkan status sosizl  tertentu yang cukup dihargai, bahkan aktivis gerakan mahasizez tertenty yang saat
itu cubup eenonjol sebagai “leader' ternyats dapat meRbananya senuju jenjang-jenjang posisi tertentu dalam kelompok  eksekutif
dan legislatif Orde Baru. Jelas szat itu posisi dan predikat sabasizwz cangatish dihargai dan diperiitungkan,
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hubungannya ini menjurusg pada kondisi Yang makin tidsk
harmonis di tahun 1874, Padg tahun 1874 bara sktivis Eeraksan
nahasiswy menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap keb-

eradaan lembags "Aspri’ dan hubungan Indonesis dengan Je-

padsai keberadaan aktivisg gerskan mshasiswg menjsdi semskin
ditingkatkan. Kendisi ini makin nemperuncing ketegangan
diantars kedua—belah pPihak, sebah kini keduanyg Seakan-akan

Sudah berads Pada posisi yang saling berseberangan tidak

Aksi demostrasi, unjuk rasgs dan gerakan massgsy yang
dipelopori oleh pars aktivis Eerakan mahasisws kembali marsk

menjelang diadakannya Sidang Umum MPR di tsahun 1998, Palam

PEMgRMasEn  khusus kepada para aktivis gerakan Bahasionz beluglgh digunakan secara Intensit, Ingat keghali gerakan a3hasisyy

yang dilskuken pleh Arief Budisan dengan Bolongarn Putibeniya di tatun 1971, dan geraban Benentang proyek Tagan Hini Nasional
Indah.

) sarnti itin, peristing Lisa Bolas Januari 1974, Publishing House Indoriesia, dakarta, 1974, dataw bab 111 g

A g s 2T

nologi Feristim 5 Janvari 1974, hal, 96-170,

it) Lihat juga: Arief faludin, Lo Cit, Sejak itulah maka keberadaan gerakan  sahasiswa dan para aktivisnya spnan-
tiasa dicuripai dan dinaspadai sebanal sehuah gerakan yang Benyispang, Konsep inilah Yang - dikenal dengan sebuytan stigeatis-
351 gerakan mahasisug, Stigeatisasi inj tarys berlanjut hingga terjadinya keabali ahsi-aksi mzhagiswy gi tatun 1978, tahu
1980-an dan tahun 19%-an,
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kondisi ekonomi vang makin melemah akibat terpaan tagihan
hutang luar negeri, melemshnya nilsi rupish terhadap dolar,
para aktivis gerakan mahssisws mulsi memandang bshwa biaya
besar pengadaan Sidang Umum MPR adslah renghamburan dana
vang sia-sia saja. Pemikiran ini timbul karens dari pihak
aktivis gerakan mahssiswa dan masyarskat pads umamnys sudah
terlebih dahulu muncul sikap yang apriori dan berkurangnya
rasa kepercaysan kepada wakil-wakil mereks di DPRD dan
DPR/MPR32) '

Dari pemikiran yang spriori dan munculnya krisis keper-
cayaan para aktivis gerakan mahssiswa terhadap pars wakil-
wakil vrskyat di DPRD dan DPR/MPR ini, para aktivis gerakan
mahasiswa lebih suka melskukan atsau menggelar aksi Jjalanan
vang kerap dikenal dengan sebutan ~DPR Jjalanan 33)

Erosi kepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa dan
masyarakat kepada wakil-wakil rakysat mskin diperparah dengan
adanya anggapan bahwa proses pemilihan wakil-wakil rakyat
itn hanya merupskan formalitas legitimasi adanya proses
demokrasi di Indonesis. Ketidakpercayaan pars aktivis gera-—
kan mahasiswa dan masyarshkat kepada wakil-wakil rakyst
tersebut terjadi karena, orang-orang yang menjadi wakil
rakyat kebanyaksn justru tidak mereks kenal, kalaupun masya-

rakat tahu, itupun hanya sebsatas tahu ketika kampanye bagi

2 Mahacicea dan wasyarakat pada ususnya memandang batwa secara forail-prosedural Sidang Lmum PR cemang diperlukan
sebagai sebuah lesbaga tertinggl dalaw sebuah negara denckrasi, namun secara sateril-subtansial Sidang Unus MPR akan menjadi
tiz-sia belaka apabila yang dibicarakan dan dirususkan serta disetujuinya ity sudah diketahui bersama atau telah diatur untuk
menjadi setuah kesepakatan yang bersifal klise legitinasi belaka.

3 Mahasiswa eerasz bahwa erosi kepercayaan bepada wakil-wakil rakyat yang seharusnya dapat mengemban amanat masyara-
bat itu terjadi karena mahasiswa beranggapsn bahwa wakil-watil rakyat yang ada, kurang depat menyaspaikan aspirasi mereka,
aspirasi masyarakat yang sebenarnya dan kalaupun wakil rakyat tersebut sau oenerima, seringkali hal itu dilatukan hanya seke-
dar meaenuhi prosedur forsalitas belaka, tanpa menyentuh aspek yang subtansinya, Ini terlihat dari banyaknys tatanan birckrasi
untuk masuk dan senemui sereka di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping ity pula, hurangnya tindak laniut secara nyata
atas pengaduan-pengaduan yanq dilakukan oleh masyarakat, sebab sejawh ini yang gapat diketatit oleh masyarakat hahwa Dewan
Fermakilan Rakyat hanya baru maspy menaspung, namn helus maspl genindak-lanjuti cecara nyata, apalagi wengashil tindakan
yang lebih senqutasskan kepentingan masyarakat,
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orscospolnya masing—masing34).

Para aktivis gerakan mahasiswa beranggapan bahwa dalam
terjadinya proses pemilu, mulai dari pemilihan cslon wakil-
wakil rakyat, berkampanye dan pemunguntan sgusara dirasskan
hanya =sebagai sebush bentuk legitimasi adanya "kehidupan
demokrasi® di indonesia, sebab pada akhirnya nanti skan
terlihat Jjuga bahwa apsa vang disebut sebsgai wakil—wakil
rakyat, tidak lebih dsri wakil-wakil golongan yang berkepen-
tingan atsu mewskili kepentingan kelompok tertentuss).

Melihat kondisi dalsm negeri yYang sewmshkin kritis skibst
tekanan politik dan ekonomi vang makin tak menentu, parsa
aktivis gerakan mahasiswa mulaj menggeraskan pars mshasiswsa
untuk melakukan pembukaan aspirasi secsara nyats, Jujur dan
terbuka dalam menghadapi situssi politik dan ekonomi di
dalam negerisa).

Para aktivis gerakan mahssisws memandang bahwa kondisi
ekonomi dan politik vang kian melemah tidak lain sebagai
akibat dari sikap ketidakterbuksasan pihak eksekutif dalam
menyajikan informasi yang sebenarnya mengenal keadaan hutang
luar negeri. Desakan demi desakan yang dilakuokan oleh maha-
siswe memaksa pihak penguasa untuk mengemukakan Jumlsh

perimbangan hutang luar negeri vang dilaknkan oleh pihak

%) Ketidak percaysan mahasiswa dan masyarakat kepada wakil-wakil rakyat tersebut juga terjagi karema adanya  anggapan
batwa siapa-siapa saja yang senjadi wakil rakyat adalah orang-orang tertentu, dari golongan tertentu dan harus memiliki
keterkaitan tertentu serta lolos litsus-bersih diri. Dan kalau wakil-wakil tersebat senginginkan Iolos dari litsus-bersih
éirf, maka cangatlah wajar kalay calon wakil-wakil tersebut akan bersikap "bereanis-manis' kepads para penquii litsus-
bersih diri, yang tidak lain tidak buken dari pihak eksekutif juga,

39 Stigsa yang kurang baik terhadap wakil-wakil rakyat juga tishul cebagal akibat adanya angpapan ketidakaampuan
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dalam senghadapi posisi Teabaga eksekutif yang lebik terlihat dominan,

%) Mahasiswa mesandang bahwa penghamburan dana untuk aengadakan Sidang Umaw MPR tidak lain serupakan sarana Yegitima-
si belaka atas pelanggengan kekuasaan, Terlepas dari pihak mana yang dilanggenghan kekuasaannys, mahasisha nemandang bahwa
fungsi Dewan dan anggeta MR yang ada tidaklah optimal, bahkan cenderung hanya bersifat sengecatikan saja, Ketidskpuasan maha-
sisna &akin terpicu sanakala desakan ekonoi makin meoghispit, melastungnya harga kebutuhsn sezbilan bahan pakok, dan makin
terbukanya praktek-praktek politik yang curang serta pengabaian &spirasi sshasiswa serta sasyarakat lainmyz oleh anggota
wakil-wakil rakyat tersebut. ' ‘ .
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pemerintah dengan pihak swasts, itupﬁn tanpa menyebutkan
pihak suastas yang manas’ ),

Pematangan situasi oleh para aktivis gerakan mahasiswa
dalam menjalankan aksinya secsara langsung tidak akan 1ebas
dari berbagai aksi aktivis geraksn mahasisws ¥yang secars
sporadis timbul di beberaps daerah vang memiliki berbagai.
perguruan tinggi, namun titik kolminasi tertingginya Jjustru
terjadi di JakartasS8?,

Dalam konteks pemikiran yvang lebih mendalanm ﬁentang
pematangan situasi gerakan mahasiswa menjelang menghadapi
masa-masa kritis, keberadasn para aktivis gerakan méhasiswa
tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan secara parsial berds-

. sarkan lokasi, atau pemisahan asksi para aktivis gerakan
mahasiswa yang dilakukan di‘d&erah serta di ibukota<S9/,

Fenomena ini menunjukksn bahwa gerakan mahasiswa Pro-—
reformasi lahir dalsm sebuah‘krisis ekonomi, politik dan
krisis kepercayaan, sehingga is mampu menjadi bagian ‘people
power’” dalam kelompok kelas menengah (midle class Dower)
vang memulai aksi menuntut diadakannys =ebuah perubahan
sosial dalam pemahaman seluas-luasnys. Gerakan mahasiswa
pro—reformasi lshir dari sebush bentuk kejenuhan, kemusakan
akan segals bentuk praktek-praktek politik dan ekonomi yang

curang, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme ysng terlalu

37 Kondisi ekonomi dan politik yano makin sesburuk, disusul dengan selemahnya nilai twkar rupiah terhadap dolar,
gitanhatnya dengar terjadinya ‘gantl harga’ hebutuhan seabilan bahan pokok, membuat gerakan mahasiswa yang ada makin menjadi-
Jadi aksi  dewo-nya, apalagi setelah sengetahui diusumkennya kenaikan harga jual bahen bakar sinysk {BBM}, yang secara tidak
Yangsung akan tasbah ikut seairy kenailan harga-hargs menjadi lehih tinggi dari harga sebeiumiva.

) Dari hasil pengamatan penulis ferhadap keberadaan geraken mehasiswa pro-reformasi cecara langsung di  lapangan,
maka penclis eenilal bahwa eksistensi gerakan mshasiswa yang bergerak di Itwkots ataw pusst peserintahan Jakarta ternyata
lebih sampu genggeratkan reformasi secara cepat dan tepat ketimbang aksi gerakan mahasiswa yang dilstukan oi daerah-daerah,

31 Ini dapat teriihat bahwa walaupun puncak dari perjuangan gerakan mahasises it terjadi di Ihukota Jakarta, mamun
tentunya gerakan mahasiswa tidak akan berhasil secara cepat tepat dan nematanghan situaci apabila tidak didahului oleh - berba-
gai aksi gerakan mahasisea di daerah-daerah. Dengan desikian sebenarnya peatangan situasi yang mengarah kepada pemenuhan
tujuen tidak aken terjadi seketika tanpa adenya proses pendabuluan yang dilakukan secara sporadis, parsial dan prageatis di
daeral-daerah di luar ibukota Jakarta,
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vulgar tanps tedeng aling-sling dan tanpa mewmiliki rasa
maiu,

Walau demikian hal ini buksn berarti proses terjadinys
gerakan mahasiswa pro-reformasi ini lahir begitu saja,
seketika dan dalam waktu menjelang dimulsinya Sidang Umun
MPR 1888. Gerakan mahssiswa pro-reformasi sebenarnya 1lebih
tepat merupakan hasil sebuah proses pergerﬁkan mahasisws
vang terus-menerus dan selalu mengambil sikap berseberangan
(oposan) dengan pihak eksekutif?0) . Selain itn juga kekriti-
san olah pikir mahasiswa, tidak lain jngs merupakaﬁ; hasil
olahan informasi yang dikritisi secara tajam oleh mahasiswa
dengan tidsak menerima begitu saja (taken Ffor granted) ten-
tang aps vang menjadi pernyvatasn dalam sebuah informssi,

Dalam berbagai sksi, paras sktivis gerakan mshssisws
merass sebagal bagian dari masyarakat yvang telah diberikan
kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan 1lebih tinggi
dari masyarakat pada umumnya dan para asktivis geraksn mahs-
siswa tersebut merasa bahwas masyarakatlah yang telah ikut
serta membesarkan mereka, sehingga tidak salsh kalau mahsa-
siswa lebih banyzk menyoroti kepentingsn msasyarakst walaupun
hal tersebut harus membawa akibat berhadapan dengan pihak
pemerintah41>.

Fenomena hukum yang menarik dan terjadi selama berja-

lannya sksi gershan mahasiswa pro-reformsasi sast itu adalah,

) pataa sengkaii kegeradasn Geraken Mahasiswa, maka kitas tidak dapat eelihatnya secara parsial, atau terpisah-pisah,
terpecahi-pecah, sebab walaupun sebenarnya Mahasicwa itu sendiri setiap tahun berganti-ganti dan berebah-ubah {ada yang lulus
dan ada yang datang lagi) tidak dapat dikatakan batwa gerakan tersebut terputus dan berganti, Secara personil aktivis sunghin
sewang benar, tetapi jiwa yang diwariskan oleh para cenior mahasiswa kepada mahasiows yumiornya aban tetap terus berjalan,
sehingga Gerakan MahasisWa lehih tepat dikatatan sebagat sebuah proses vang terus-generus yang berawal dari informasi dan olah
pikir yang diterimanya..

) Lihat kembali kasus-kasus perlawanan mahasiswa bersema masyarakat dalam ikut certa mespertahankan hak-hak rakyat
yang akan diashil alih; baik secars paksa maupun isbalan ganti rugl. Beberapa kasus perlawanan wasyarakat dan ashasiswa, dapat
gilihat kasus tanah Radeqa, Xarapiring, Yedungosbo, Cimacan, serupakan beberapa model perlnwanan Eahasiswa certa masyarakat
terhadap penggunaan kekuatan, kekuasaan dan kekerasan.
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dengan tidsk ditanghksp stsu dijerstnys para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi tersebut dengan pasal—pésal pidansa
vang selams ini sering dipergunakan untuk menjerat dan
membungkam para aktivis gerskan mahasiswa42>.

Tabel 1. Ketentuan-ketentuan pidana vyang sering digunaksn pada pars

aktivis gershan mahasiswa yang melskukan unjuk rass, demon-
strasi dan aksi massa,

Ketentuan Pidana Penjelasan

Pasal 134 KUHP Penghinaan terhadsp kepala negara
Pasal 154-157 KUHP | Penyersbaran rasa kebencian

Pasal 160 KUHP Penghasutan melskukan kejahstan
Pasal 170 KUHP Pengrusakan

Passl 187 KUHP Membahayakan keselamatzn umom
Pasal 212 KUHP Penyerangan kepads petugas

Pasal 351 KUHP Penganisyaan

Pasal 510 KUHP Izin melskukan kersmaian

UJ No. 5/PNPS/1863 | Izin melakukan pawai politik
UU No.11/PNPS5/1863 | Pemberantssan kegiatan subversi

Data dismbil dari berbagsi ig@ber, diklarifikasi dan diolsh kembali
berdssarkan perumusan masalsh .

Ketika berhadapan dengan pemerintah, paras aktivis
gerakan mahasiswa tersebut telsh menyadari bahwa ancaman-

ancaman pidana yang dihadspinva tidsklah sedikit, disamping

2} sotams in jika ada ahtivis gerakan mahasizwz yang bersikap 'vokal’, radikal, kritis dan genenuhd rumisan pasal-
pasal dalam hukum Pidana, maka biasanya sudah diterapkan Haatzaai Artikelen dan HFY Subversi wntuk senjerat dan wemidarakan-
nya. Pasal-pasal Pidana yang sering digunakan untuk menjerat para Aktivis Gerakan Mahasiowa, antara lain: Pasal 134 KURP
(penghinaan terhadap Kepala Negara), Pasal 154-157 KUHP {penyebaran rasa kebencian}, Pasal 212 {penyerangan terhadap petugas),
Pasal 510 {izin keramaian) dan tAIPK Subversi.

13) Susber data diklarifikasikan dari: Imran den Zubri, 'Beragan Fasal Buat Desorstran’, Forum Keadilan, Momor 21
fabun 11, 3 Februari 199, hal. 10; Batot Prie, Nohassad Saroto, 'Dari Pawai Sampai Niro Sableng', Detektif Romantika, 24
Foustus 1936; Ted Abidin, "Jaring Heatzeai bust Desonstran’, Detektif Fosantita. 28 Septeaber 1996, hal. &0-6!; Losbly ingsan,
‘Ketentuan fidana Terhadap Demonstran’, Detektif Rosantika, 17 Apustus 1996, hal. 75,; Heneda Sri Lastots, 'Masalah Pidans
Politik dan Hak Sipil Palitit’, Makalah Pendidikan dan Felatihan Bantean Hekur, HY AI Syakhshiyah Fakultas Syariah TAIN Swnan
Bunung Jati Randung - Lesbaya Bantuan Hukum Bandung, 57 Juni 1998, Melani, ‘Beberapa Catatan Tentang Masalah Pidana dan Hubus
Acara Pidana’, Makalah Pendidikan dan Pelatihan Hantuan Hukus, HMJ Al Syakhshiyah Fakultas Syarizh IAIN Sunan Bunung Jati
Bandung - Leabaga Bantusn Hukue Randung, 3-7 Juni 1998; laran Hasituan, Santoen, "Menghing Presiden Enae Bulan Penjara Saja’,
Forus Headilan, Nosor 4 Tatun I1I, 9 Juni 1994, hal, Z3; Marmana, 'lemonstran gan Hukueannya', Tempo 15 Januari 1994, hal. 2t;

figus Basri, Andi Reza Robadian, Besbang Svejatacke, Meddy Lugitn, 'Deas Sama Hukusan Berbeda’, Jeapo 15 fgqustus 1994 hal,22-24




ancaman perlakuan tindskan fisik yvang jelas sangat mungkin
terjadi jika timbul friksi atau konflik secara fisik.

Namun dalam gerakan mahasiswa pro-reformasi yang terja-
di menjelang Sidang Umum 1998, timbul sebush fenomena yaitu
dengan hampir tidak diterapkannya ketentuan-ketentuan pidansa
vang seringhkali diterapkan pada aktivis gerskan mahasiswa
sebelumnya. Fenomena ini disinyalir sebagai sebush tindakan
depenalisasi secara informal terhadsp perbuatan psarsa gktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi. Ini terlihat bahwa dari
banyaknya saktivis gerakan mahasisws pro-reformasi vang
melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, aksi keprihatinan,
dan aksi massa, sangat sedikit seksli yang dijerat dengan
ketentuan pidana yang biasa digunakan?4’

Menurut Soedarto, depenalisasi adalah sebuah tindakan
terhadap sebuah perbuatan yang semula diancam dengan pildana,
kemudian ancamsn pidananya dihilangksn akan tetapi masih
dimungkinkan adanya penuntutan dengan cars lain yaitu dengan
melalui hukum perdata maupun dengan menggunakan hukum admin-
istrasi?d),

Pembshasan tentang keberadssn depenalisasi menurut
Sudarto, tidak dapat dilepaskan dari keberadssn kriminalisa-

si dan dekriminalisasi. Kriminslisasi dimaksudkan sebagai

) para petugas keamanan dan ketertiban yang bertindak eelakukan pengamapan terhadap jalanmya akzl desonstrasi, aksi
keprihatinam, aksi unjuk rasa dan aksi massa hanya bertindad secara pasif, yaitu hamya aelakukan penjegaan pagar belic agar

para demonstran dan peserta aksi wajuk rasa tersebut tidak melakukan kegiatan amarkhi, penorusakan, dan Xeluar dari  jalur-

jalur yang telah ditentukan. Padahal biasanya sebelom sampai kepada terjadinya bentuk unjuk rass, aksi kepritetinan atau aksi
massa, para petuga keamanan dan ketertiban telah selakukan tindakan perventif-represif demssan eenenghea;: orang-orang vang
dianggay tokeh pencgerak, dan mengancamnya dengan delik-delih pidana macan Heatzaad Artikelen dan UUPK Subversi. Namwn dalas
aksi gerakan mahaciswa pro-reformesi ini juslab perbandingan mehasiswa yang diancaa dengan delik pidana dengan jualak aktivis
gerakan mahaciswa yang melakiban aksi unjuk rasa, jauh lebih banyak yang welakukan aksi unjuk rasa, sedangkan yang diancae
dengan  pidana hanya heberapa gelintir aktivis saja, bahkan dari beberapa sumber dikatakan babwa pxdana Yang duatuhkan rata-
rata ringan dan ada pula yang tidak diteruskan perkaranya.

%) Qulartn, ‘Masalah-pesalah fasar Dalax Hukun Pidans Kita', tukus gan Hukus Pidana, Alusi, Ramdung, 1986, hal, 3-
32, Sudartn nengemukai:an bahwa permasalahan sendasar dalam sembangun Hskuw Pidana di Indonesia adalah berkizar pada' krimina-
tisasi dan dekrieinalisasi, pesberian pidana, pelaksanaan hukus pidana dan sampei seterapa jauh urgensi KLIPP Nasional. Dalam
hal drimipalisasi dan dekriminalisasi Sdarts wengingatkan juga tenfang depenalisasi.
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sebuah proses penetapsn suatu perbuatan orang sebagai sebuah
perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan
terbentuknya sebush undang-undang dimsns perbuatan yang
diancam dengan sustu sanksi berups pidana. Sebaliknya peng-
ertian dekriminalisasi adalah suatu proses dihilangkannysa
sama sekall sifat dapat dipidananya sebuah perbustan. Sudar-
to menambahkan bahwa dekriminslisssi haruslah dibedakan
dengan depenalisasi, vaitu adanya sebush perbuatan yang
semula diancam dengan pidans, sncaman pidananya dihiiangkan
akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengsn cars
lain ysitu melalui hukum perdats atsu hukum administrasi48).

Dalam kaitannva dengan ketigs proses tersebut (kriminsa-
lisasi, dekriminslisasi, depenalisasi) maks kerangka kajian
kritis dalam kriminologi telah melskukan sebuah upaya untuk
memahaml secara kritis tentang proseg-proses pembentukan
undang-undang dan seksligus pola bekerjanyaéT). Proses
kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi, dalsm acuan
kerangka Kkriminologi kritis merupskan sebuah rola kajian
baru ysang diharapkan dapat wmemberikan rekomendasi guns
perbaikan-perbaikan hukum pidans menuju bentuk hukum pidans

vang lebih responsif48).

i) 1bid, hal-32-33, Sudartn mengesukakan batwa proses krisinalisasi dalam hukum pidana, setenarnyz sedang terus
ber langsung mulal dari proklamasi kemerdekaan hingga sekarang dan tidek akan pernalt berhenti, Sedangian proses dekriminalisasi
sudah sulal naspak ketika diwndanghanmya W no. | tabun 1984 dengan pernyataan betwa delik-delik yang sudah tidak sesuai
dengan kepribadian dan menghasbat kehiupan yang merdeka dinyatakan tidak berlabu kembali {pasal VIII}. Disamping itu pula
adanya dekrininalisasi dan depenalisasi dari delik-delik yang tidak cisebutken secara tegas ada pada pasal ¥,

1) 1.5 susanto, frisinoloai, Fekultas Hukun UNDIP, Senarang, Edisi tahn £995, hal, 13 dan halazan 24, Studi mengenai
reaksi sasyarakat terhadap kejahatan bertujuan untud seppelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-
perbustan ataw gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai pertuatan merugikan ataw sembahayakan macyarakat luas
akan tetapi fikua pidana belus sengaturnya, Berdasarkan studi ind dapat dihasilkan apa yang disebut krisinelisasi, oekrisina-
lizasi &tau depenalisasi, Lihat juga: Soedjonn Pirdjosiourn, Anatoni Kejatiaten di Indonesia, PT Branesia, Bandung, 1994,
kal.20. - .

") Swlarto, *Susbangan Krininologi untub Politik Hutes Pidans’ , Bubus dan Hokug Pidena, Alusni, Bandung, 1986, hal.
{8 dan 139, senuret Ssfarto kriminologi bukan ilmu yang selakukan kebijakan, kriminologi adalah disiplin yang ‘non pelicy
aaking’ akan tetapl hasil penemuannya dapat digumakan untuk eelaksanakan kebijakan. Krisinclogi depat senyediakan bahan-bahan
informasi untuk itu dan policy maker yang bijaksana tidah akan sengabaikennya, Konsep penglajian masaiah kriminalisasi dan
dekriainalisasi senurut 6. Peter Hoefnagels cerupakan dari ruang linghup Kajian kriminologi, B. Peter Hoefnagels, The Other
8ide of Crisinology, Kiuwer Deventer Holland, 1969, hal, 45, sengatakan: 'The field of trizinology further covers the formal
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Penelitian-penelitian vang dilakukan dsalam lingkup
kriminologi dapat digunakan untuk membantu pembuatan undang-
undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang
pidana (dekriminalisasi) dan terjadinya tindakan depena-
lisasi sebuah perbuatan atau tindakan %9),

Tindakan depenalisasi terhadsp para sktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya indikasi bahwa
penggunaan sarana-sarana pensl sebagai alat untuk menegsk-
kan hukum dan mengatur serta menjamin keamanan dan kéterti~
ban bukan merupakan satu-sstunya upsys hukum vang harus
dilakukan. Fenomena terhadap para aktivis gerskan mahasiswa
pro-reformasi menunjukkan adsnys perbedazsn antara ketentuan
pidana secarsa tertﬁlis (law in books) dengan pelaksanaan
ketentuan pidana secara realita (law in aotion)50). Oleh
karena itulah untuk memahami realits yang berbeda digunakan

penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis.

and inforeal processes which result in new penal laws {crininalization) and the abolition of penal laws (decriminalization).
{rainal lan 15 2 logical cause of criee and & major elesent in the process of designating people as criminal, Provisionally,
W Can now say; criainology studles the forsal and informed processes of criminalization and decrieinalization, crise, crimi-
nals amd those related there to, the cause of crine and the official and unefficial responses to i, Lihat Juga: Barda Mawami
frief, * Kpbijakan Hukue Pidenz’, Bungs Rampai ¥ebijakan Hukus Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal, 25,

") Soedarto, *sunbangan Kririrologi wituk Politix Hikus Pidena’, Qp.cit, hal, 151150, Krisinalisasi serupakan proses
penetapan suatu perbuatan yang sesula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Dekrisinalisasi adalah suatu proses penghapu-
san samRs sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana, Depenalisasi merupakan suatu
proses penghapusan ancanan pidana terhadap perbutatan yang semula serupakan tindak pigana skan tetapi masih dinmungkirkan adanya
penuntutan secara lain. Contoh kriminalisasi menurut Sodartn: senodai Bendera hebangsaan Republik Indonesia dan Lamhang Megara
republik Indonesia {Pasal {54 a KM Pidana). Contoh dekrisinalisasi atau setidak-tidaknya depenalisasi adalah: pencabutan
tindek pidana penarikan cek kosong (undang-undang No. 12 tahun 1978 Jo. Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-undang Mo, §
tatn 1971). Likat juga: Sudarto, ‘Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia Sejak Tahun 1943, Hukus Pidana dan Perkemban-
tenr Masyarakat, Sinar Raru, Bandung, 1983, hal, 7-39. Sudarto sencontohkan bentuk konghrit dekriminalisasi yang dilakukan
dalam Methoek van Strafrecht voor Nedherlands Indie adalah Pasal 133 bis dan Fasal §33 ter, melalui WU MG, 1 Tahun 1944 Pasal
YIl1. ‘

1 Selartn, 'Ajaran Fungsi Hubue serta Korelasi antara Ilau Hukus dan Politik Hubus', Hukus Pidana dan  Perkesbannan
Hasyarakat, Op.cit, hal, 6. Sudarto senguiarakan batwa dalam sebuah masyarakat yang sedang berkesbang, bergerak atau berubah,
atau dalas sebuah sasyarakat yang sedang berevolusi atau membangun, maka akan dapat ditessi adanya ketidakcocokan antara law
in books dan law in action, antara sollen senurut peraturan hukum yang ada dan sollen asmurut kebutuhan dan kenyataan masyara-
kat, antara nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat didalam wndang-undang dengan milai-pilai atau norsa-nores yang terdapat
serta disnut oleh anggota masyarakat,



Began 1. Hubungan kriminologi kritis dan penelitisn kriminolegi bagi
hukum  pidana, dalam hal kriminalisasi, dekriminalisasi dan
depenalisasi menuju hukum pidana ysng responsif.

Kriminologi pascal |[Kriminologi dengsn parsdigma! {Fungsi kriminolo-
1960~an, atau pas|{ |kritis mengarahkan studinya gi terhsdap hkm
ca perang dingin pada proses (kriminalisasi)|{ {pidans: meninjsu

Amerika dan Uni baik proses pembuatan wsupunlsecara kritis ho-
Soviet, cenderung| |proses bekerjanya undang-un-{ |hukum pidana vang
bersiksp kritis &| |dang, proses dekriminalisasi,} |berlaku beserta

selalu memperta-|{ |dan proses depenzlisasi, penvelengdarasnyva
\ny&mm Mﬁmpmum.l . dan
i P

{ Rriminalisasi ——{Penelitian kriminologi dapat] |[memberiksn reko-
digunaksn untuk membsntu pem-l—mendssi guna per-—
buatan UU pidana (kriminalisa| |baikan-perbaikan
l Dekriminalisasi i) atau pencabutan UU (dekri| |hukum pidana.
minalisasi) dan terjadinya
tindskan depenalisasi sebush 1|
Depenalisasi —perbuatan atan tindaksn. -—{Hk.pid. responsif

Permasalahan kriminalisasi dan dekriminslisasi sebagai-
mana yang telah diajukan dalam simposium pembaharuan Chukum
pidana nasional di Sémarang tahun 1980, dikemukskan bahﬁﬁ?
haruslah melakukan pendekatan vyang berorientasi kepada:v
kebijakan sosial. Dalam simposium tersebut dikemukakan bahwa
nasalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbua{:
tan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh
bangsa Indonesia®l) .

Dslam hukum pidana itu sendiri diakuwi adanya keterbata-

sen-keterbatasan kemampuan hukum pidana dslam menanggulangi;3

U Barda Nowad frief, Yebijakan tenislatif Dalas Penanquulangan Yejahatan dennan Pidana Penjara, Badan Penerbit

" UNDIF, Semarang, 199, hal. %. Barda Kawawi frief Hengemskakan bahwa tari sisposium peabaharuan Hukus Fidana Nasional tahu.. -

1980 di Semarang menghasilkan peryataan: 1}, Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh wasyarakat karena merugikan ;,.{_

atau dapat merugikan, sendatangkan korban atau dapat sendatangkan kerban, 2). Apakah biaya senqkrisinalisasi seisbang .dengan -
hasilnya yang akan dicapal, artinya cost pestuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum; serta beban yang dipikul . -

" aleh korban, pelaks dan pelaku keiahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukue yang akan dicapai. 3}, Apakah
akan makin menambah beban aparat penegak hukue yang tidak seiabang atau nyata-nyatz tidak dapat dieaban oleh  kesaspusn yang
diailikinya, 4). Apakah perbuatan-perbuatan ity senghambat atau senghalangi cita-cita hangsa Indonesia, sehingga serupdkan
bahaya bagi keseluruhan masyarakat. i : b
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kejahatanSz), sehingga timbul sebuah pemikiran vang mengemn-
kakan bahwa dalam menandgulangi kejshatan selsin dikenal
dengan upays penal, terdapat pula penanggulangan kejahatan
dengan sarana non penal©S),

Mengingat keterbatasan-keterbatasan hukum pidanas dalam
menangdgulangi kejahatan, maka dalam menangsni perbustan pars
aktivis gerakan mahasiswas pro-reformasi vang memenuhi rumy -
San-rumusan tertentu dalam hukum pidana dilakukanlah tinda-
kan depenalisasi. Dengan kata lain dalam menghadaéi perbusa-
tan para aktivis geraksn mahasiswa pro-reformssi yang meme-
nuhi  rumusan-rumusan tertentu dalam hukum pidana, upaya
penal tidak selalu harus digunakan. Ini sesuai dengan apa
vang pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengu-
tip pemikiran Nigel Walker bahwsa mengingat berbagal keterba-
tasan dan kelemahan hukum pidana, maks dilihat dari sudut

kebijskan, penggunasn satau intervensi ‘upsya pensl’ seyogys-

) Barda Nawawi Prief, Ratas-batas Kemampuan Hukum Fidana dalam Penanggulangan Kejehaten, Majalah Hasalabrmasalah
Hutun UMRIP, Edisi Khesus 1997, Fakultas Hobum UNDIF, 1997, hal, 9-15. Barda Mosawi Arief yang mengutip pepikiran Sudarto
{Hekum Pidana dan Perkembancan Hasyarakat, 1983, hal. 35) menqutarakan batwa penggunaan hukum pidana merupaken suate penanggu-
izngan gejala (kurieren an synpthos) dan bukan swatu peryelesaian dengan menghilangkan cebab-sebabnya, Jadi keterbatasan tukup
pidana selams ini juga disebabkan dengan oleh sifat, hakekat dan fungsi dari hikus pidana itu sendiri, Sanksi pidana selama
ini bukenlah obat (remedius) untuh sengatasi sebeb-sebab (sumber) pemyakit, tetapi cekedar sebagai =zarana untuk menpatasi
gejaia atau akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi {hukua) pidana bukenlah werupakan pengobatan kavsatif tetapl hanya
sphedar poengobatan simptomatik, Pengobatan simptomatik lewat obat berupa sanksi pigena inipun masih mengandung banyak kelema-
han sehingga masih selaly dipersoalkan kefektofannya, terlehih ‘obat’ {pidana) itu sendiri mengandung jugs sifat-sifat kontra-
giktif atau paradopksal dan unsur-unsur negatif yang lebih sembahayakan atau setidab-tidaknya dapat menimbulkan efek saspingan
yang negatif. Disamping itu pula pendekatan pengobatan yang ditempeh oleh hukua pidana celama ini ini sangat fragmentair,
yaitu hanya terfokus pada dipidananya si pembuat, Dengan demikian efek preventit dan upaya perawatan atau penyeabuhan ({treat-
Rent atau kurieren) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak aelskukan bindak pidana atay
kejahatan {efek prevensi spesial maupun porevensi general} dan bukan untuk wencenah zgar kejshatan ity {secara struktural )
tidak terjadi. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat juga gilihat dari sifat atau fungsi
pentdanaan selasa ind, yaitu pesidanasn individual ataw perscnal dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional.

%5} Sarda Rawaui Arief, ‘Kebijakan Kriningl', Punga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996,
hal. 4, dan juga dalae bab 111, Hpaya Non Penal Balam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hal. 47-52, Barda Kowawi Arief yang
nengutip peaikiran 6. Peter Hoefnagel (The Other Side of Crisinology, 1949, hal. 56) menyebuthan bahwa upaya non penal dalam
senanggulangl masalah kejahatan adalah dengan melakukan: pencegahan tanpa pidana {prevention without punisheent) den RERPENGA-
ruhi pandangan sasyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media sassa (influencing views of society on crise and
punishuent/aass media), Nengingat wpaya penanggulangan kejahatan selalui wpaya non penal lebih bersifat pencegahan terhadap
terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanys adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejshatan. faktor-
faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-pasalah atau kendisi-kondisi sosial yanp setara langsung atau tidak
langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejazhatan, Dengan demifian dilihat dari cudut pelitik krininal secara makro
dan global maka upava -upaya non penal menduduki poisisi kunci dan startepis dari keselwruhan upeya potitik kriminal,
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nys harus dilskukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat,
selektif dan limitatif54) .

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Jeremy Bentham
bahwa penggunsan hukum pidana janganlah digunakan apabila
ternyata penggunaan hukum pidana tersebut tidak wmemiliki
dasar vyang kusat (groundless), tidak diperlukan (needless),
tidak menguntungkan (unprofitable or Inefficacious). Demiki-
an Jjugs pendapsat yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer
bahwa penggunasn sanksi pidsns secarsa sembarangan atau tidak
pandang bulu atsu menvamaratskan (indiseriminately) dan
digenakan secara_paksa (ecoercively) skan menjadikan ssrans
pidana tersebut menjadi suatu pendancanm vang utama (prime
threatener)®®) h

Apabila tindakan depenalisasi terhadap perbuatan - para
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi ternysta merupaksan
sebuah tindakan yang menvadsri batss-batas kemampuan hukun
pidana dalam menangani masalsh kejahatan dan melakukan
penanggulangan agar tidak terjadi bentrokan vang lebih bessr
dan lebih merugikan bagi semua pihak, maks tindﬁkan tersebut
merupskan upays non penal sebagsi upsaya untuk menangani

masalah yang sangat kompleks58).

) 1hid, Barda K Arief yang nequtip penikiran Nigel Valker (Sentecing in & fational Society, 1972, hal, 43 dst)
gengataken batwa dalam sengounakan sarana penal ada prinsip-prinsip pembatas {the limiting principles) ving sudsh sepatuinya
dipertisbangkan. Prinsip-prinsip tersebut antarz laim: al. Jangan penggunakan hukue pidana sebagal sarana tujuan peabalasan
sepata-mata; b). Jangan sengounakan tekus pidana untuk mesidana perbuatan yang tidak merugikan atau sesbahayakan; c). Jangan
menaguneken  Meium pidana untuk aencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang
lebih ringan; d}. Jangan menggunakan hukue pidana apabila kerugian atau bahaya yang timul dari pidana lgbih besar dari keru-
gian kerugian aleu bahaya perbuatan atay tindakan pidana itu sendirij e). Larangan-larangan hwhus pidasa janpan  mengandung
sifat lebik berbahaya dari perbuatan yang akan dicegahy dan f). Hukus pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak menda-
pat dukungan kuat dari publik, :

") 1hio, Barda Nawesd Arief sengenukakannya dari Herbert L. Packer, Lisits of Criginal Sanction, Standford University
Press, California, 1968, hal, 346.

%) Lihat: Barda Nawawi Arief, Ratas-batas keaaapuan Hubus Pidana dalam penaggulangan Kejzhatan’, Op.cit, hal, 12,
yang mengatakan bahwa ‘sebab—sebab kejahatan yang sedssikian koapleks berada diluar janghauan tukum pidana’y dan lihat juga
Barda Nawawl Arief, 'Upaya Mon-Penal dalam Kebijakan penangguiangan Kejshatan', Op.rit, hal, 53-54 bahwa beberapa pasalah dan
kondisi sosial yang dapat serupakan faktor kondusif penyebab timtulnya kejahatan, jelas merupskan masaiah yang tidsk gapat
diatasi sesata-mata dengan penal. Bisinilah keterbatasan jalur pemal dan oleh karena ity harus dituniang oleh jalur non- penal

untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemskakan diatas adalah eelalui jalur kebijakan sosial {social policy)
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Penggunaan upays non penal sebagai sarana untuk menge-
tshui akar permssalshan yang sebenarnya dari perbuatan para
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformssi dapat dilaskuksn
dengan pendekatan kriminologis kritis dsn metode penelitisn
kualitatif?7?),

Realitas sosial menunjukkan bahwa keberadasn gerakan
mahasiswa selalu cenderung untuk dicurigai dan diwaspadai
sebagai sebuah bentuk gerakan massa yang menyimpang (devi-
ant). Aparat keamsnan dan ketertiban yang menangani langsung
gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa terlihat lebih
banyak melakukan tindaksn represif, tanpa melihat akar
permasalshan vyang sebenarnya mengapa gerakan massa itu
timbul. aparat keamanan dan ketertiban melihat gersakan massa
vang dilakukan oleh mahasiswa adslah sebagai sebuah realits
vang menyimpang, sehinggs mereks beranggapsn perlu melskukan
penanganan yang lebih represif58).

Namun spakah benar realitass sosial tersebut menunjukkan
akar permasalahan yang sebenarnys, sebab selama ini orang
lebih banyak melihat aksi yang dilakukan dan =akibat vang
ditimbulkan ketimbang menemukan, memahami dan menyelesaikan

akar permasalahan yang sebenarnya.

yang dalam skema B. Peter Hoefnagel diatas disasukkan kedaiam jalur 'preventionwithout punishmemt’. Lihat juga: skema besar
yang dikeaukakan oleh 6. Peter Hoefnagel dalam bukunya The Other Side of Criminoloay, terbitan Kluwer Deventer Holland, 1949,
. hal, B4,

. i) 1.5 Sasantn, ¥risinologi, Op.cit, hal. 23-2b, batwa penelitian kriminoiegi bertujuan memperoleh pengetabuan ten-

tang seluk beluk kejshatan dengan cara sengumpulban, mengklasifikasikan, sengenalisis dan senafsirkan fakta-fakta (kejahatan)
serta hubungannya dengan Takta-fakta yang lain seperti fakta sosial, efonemi, politik, budaya, hukuw, hanken, struktur yang
oilakukan dengan menggtnakan eeiode ilmizh. Penelitrian kualitatif dibutubkan untuk sesenubi kecenderungen baru dalam ileu-
ilge sosial yaitu pada pengertian yang subyehtif, pemaknaan dan penshaman vang sendasarkan pade akal sehat (comeon sense)
khususnya dalas mencari jawab ates kosa-kosa kata baru seperti prespektif sanusia, konstruksi sosial tentang realitas, fenose-
nologl, dan etnosetodologi, Lihat juga: Soedjono Dirdjusisworn, fnatosi fejahatan di Indonesia, PT Granesia, Bandung, 199,
hal. 2. batwa salab satu ciri khas dalam penelitian krisinologi adalah bentuk penelusuran yang kualitatif.

) Lihat kembali pemaparan tentang stigaatiszsi gerakan mshasiswa yang dipaparkan oleh frief Mealudin dalam tesisnya
batma stigea terhadap gerakan mahasiswa identik dengan gerakan politik sehingga perbuatannyapun dikonotasikan sebagai perbua-
tan politik dan dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana politik, macas Haatzasi Artikelen dan WUPK Subwersi. Loc.cit,



Guna memahami realitas sosial tersebut, bentuk pemaha-
man terhadap aspek hukum ssja tidasklsh cukup dapat untuk
menjelaskan secara mendasar reslita yang ada. Oleh karena
itulah diperlukasn bentuk pemshsman barun vang melibatkan
aspek-aspek ilmu sosial lainnya, dalam upaya menjelaskan
realitas sosial yang sda secara lebih mendalamsg).

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick ilmu hukum
selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagsi.  disi-
plin ilmu. Konsep sbstrak tentang kewsjiban hukum, berbicars
mengenai perbedaan pemahaman tentang bagaimsns hukum itﬁ
bekerja dan bagaimana hukum itu digunakan. Pandangan filoso-
ti (termasuk didalamnya kritik terhadap positivisme} dan
rangkaian analisis (termasuk didalamnya perbedaan antara
beraturan dan prinsip-prisip yang digunakany adsalah ‘sarana
implisit untuk melakukan diagnossa terhadap kesulitan-kesuli-

' tan yang timbul dan menimpa hukumsg).

Ini bukan berarti bahwa teori hukum vang ada tidsk
mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan reali-
tas sosial. Tetapi apabila kita mau melihat bagaimsna hukum
itu bekerja, kita juga harus memshami bagaimans proses hukum
itu terjadi, dimana hukum itu dibusat dalsm sebuah masyarakat
dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetus-

kansl).

Solusi yang dilontarkan oleh Philippe Nonet dan Philip

) hilipe Neoet, Philip Selmick, "Jurispruence and Social Science’ dalaa Lav and Society in Transition Toward
Responsive Lan, Harper Colophon Books, Harper and Row Publisher, New York, 1978.

60} Ibid, hal. 2-3 ‘Jurispnudence hal always been more than an arcane intellectual discipline, Abstract concepls such
as legal obiigation, speat to issues that sake z difference for the way law is concelived and haw it is used. Philosaphical
standpeints (such as the critique of positivisa) and analytiral purzles (such as the distinction between rule and principle}
are isplicit scheses for diagnasing the trobles that beset a legal order.

6t} Ibid, hal. 3, Thus legal theory is neither innocent of secial consequence non isawre o social influence. Where we
look for the foundations of law, the sense we make of the legal process, and the place we give law in society - all profoundly
affect the the shape of the political comsunity and the reach of teh social aspirations,



Selznick untuk membuast ilmu hukum menjadi lebih relevan dan
lebih hidup, ialah dengan wmelakukan reintegrasi antara
hukum, politik dan berbagai teori dslam ilmu =sosizl lain-
nyasz). Dalam tahapan ini, kita harus memperhatikan masalsh-
masalah hukum ditinjau dari swdut pandang ilmu pengetahuan
sosial. Kemudian untuk memahaminys kita mengsjukan kerangks
kerja dengan membandingkan masing-masing pensalaran tersebnt
(penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu
sosial yang direintegrasikan)y untuk melakuksan analisis

mencari alternatif terhadsp permasalshan yang adass).

Bagan Z. Skema reintegrasi hukom, politik dan teori ilmd sosial untuk
membuat ilmu hukom menjsdi lebih hidup dan lebib relevan menu-
rut Philippe Nonet dan Philip Sel=mick.

Hukum
Membust ilmu humkom menjadi
Politik Reintegrasi lebih  hidup dan lebih
relevan

Teorl Ilm So=sial

Dalsm kajian 1ini, perbuatan psara aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi oleh penguasa dilihat sebagai sebuah
perilakau vang menyimpang. Pads umumnys perbuatan tersebut
dijaring oleh penguasa melalui hukum pidana sebagai sebuah
kejahatan, bahkan dalam batas-batas tertentu perbuatan pars
aktivis gerakan mahasiswa tersebut diidentikksn sebagsai

sebuah kejahatan politik64). Untuk memshami perbustan para

62) 1bid, hal 3-4, 'To make jurisprudence scre relevent and more alive, there must be a reintegration of legal, polit-
ical and social theory'.

&3) ibid, hal 34, Thus werstood, cospeting philosopical theories are seen as reflecting verieties of legal and
sacial experience. #e propose & framewark for comparing these experiences, for analyzing theprepises and assesing the worth of

aHernative modes of legal ordering,

&) iLihat kesbali pemaparan konsep stigeatisasi gerakan aahasiswa yang dilakukan oleh penguaca terhadap para aktivis
gerakan mahasiswa. Pesaparan ity dilakukan oleh Arief fwaludin dalas tesisnya 'Stimatisasi Gerakan Pro-Demokrasi’ Lec.cit.
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aktivis gerakan mahasisws pro-reformasi tersebut serta apa
vang menjadi latar belakang pemikirsn wmereka, penggunaan
ilmu sosial lainnya disamping ilmu hukum amatlah dibutuhkan.

Ilmu sosisl yang banyak membantu ilmu hukum, khususnya
hukum pidans dalam upayanya melakukan pendekstan dan memahs-
mi sebuah perilsku yang menvimpang tidak lain adslsh sosiol-~

ogi dan kriminologiB97.

Namun sejauh mana sosiologi dan
kriminologi itu dspsat difungsikan sesuai kebutuvhan tergan-
tung pada penggunsan sosiologl dan kriminologil tersebut,
serta dari sudut pandang sosioclogi dan kriminologi ysng
mané vang digunakan untuk mengsnasilis perilsku yang menyim-
pang tersebut secars tepat dan mendekatiss).

Perkembangsn kajian kriminologi, sebenarnysa tidak dapat
dilepaskan dengan keberadsan hukum pidana dan sosioclogi
hukum itu sendiri. Seiring perjalanannya kriminolegi, hukum
pidana dan sosiologl hukum memiliki lahan kajian yang saling
berkaitanBT},'sehingga tidaklah mengherankan apabila dengan

memfungsikan keberadsassn ketids kajian ini secara komprehen-

s5if dan integrasl ahkan mendapatkan sebush pemahaman yang Jjauh

63} Erieh foode, ‘Contesporary Socioipgical Theories of Deviance’, ddlae Deviant Behavior, Prentice Hals len, Engle-
wootd Cliffs, New Jersey, 1984, hal. 44,

5} thtuk sesshani sebush perilaku yang senyinpang (deviant behavicr), maka Erich Goode seabagi ke dalan dua keloapok
besar teori tentang perilaku yang menyispang. Pertasa kelowpok teori tradisional (traditional theories of deviance}, terdiri
dari: free wiil, the positive schooi, secial pathniugy, spcial diseroanizatien and chicagn schopl, functionalisw, anceie
theory dan differentia] aassor iation, Sedangkan keloapok kedua ialah kelompok teori scsiologl hentemperer {comtemporary
socinfogical theories of deviance), terdiri daris (I} Labelling Theory yang terdiri darir labelling theory: the precursars,
labelling theory: the mzin points, critise of labelling theory. (2 Conflict Theory vang terdirl dari: conflict theerys
Marniss, Marxist criminology: critisas, non-Mareist conflict theory, {3) Positivisa: Causal Analisys yang mellputx juga cri-
tisw of positivisa,

57) wilyana ¥ Kusoaah, ‘Realitas Sosial xejanat‘an', dalas Prissa: Nanusia dan Yejshatan, & Hei 1982, LSS, Jakarts,
hal, 3-9, ia sengutip pendapatnya Willias J. Chambliss batwa “kejahatan aﬁalah gejala hukue, politik, ekonosi dan sosial yang
benar-benar %oepleks yanp harus sistesatik dipelajari darl banyak segi". Hanyak orang dan macyarakat awam nesandang bahwa
penggunasan sosiolegi dan kriminologi tidak lebih hanya sebagai alat bantu dalaa sebuah skema besar analisis. Ia hanya ber-
fungsi  bila difungsikan dan diperiukan keberadaannya, padahal diluer itu semua, sebenarnya kerangka pemikiran sosinlogi dan
krininologi vyang ads senantiasa bekerja untuk selalu melakukan analisis, Bahkan apabila dlfungsﬂ'an secara  tepat dan  benar,
maka hasil yang akan diperoleh akan jauh lebib tajam. ‘




lebih mendekati kepsda sebuah kebutuhan senyatanya dan
realita yang ada.

Pengkajian secara interdisipliner membuat sebuah kajian
akan memiliki sebuah snalisis yang komprehensif. Ta tidak
hanya terpaku pada satu disiplin dan sstu pissuy ansalisis
saja, tetapi ia akan selalu menghkaitkannys dengan berbagsai
disiplin ilmu dalam bidang yang berkaitan, sehingga kajisan
vang dihasilkannya =akan menjadi sewmakin komprehensif dan
terintegralisasi. Pengkajian secara interdisipliner membuat
kajisn hukum pidana dan kriminologi menjadi kehilangan
batasan-batasannya vang baku. Ia tidak lagi mengkaji hukun
dan kriminologl secara normatif namun berkembang kearah
pemahaman vyang komprehensif sertsa integral. Komprehensif
karensa Ia mencoba melakukan pemaduan analisis dari berbagali
bidang ilmu yang terkait, integral karena kajian yang dilak-
nkannya menyatukan dan saling melengkapi berbagai disiplin
ilmu untuk mengupas obyek yang akan diteliti dan dianali-
sis%87.

Pengkajian vang interdisipliner menbuat ksjian ini
menyertakan pula keikutsertaan aspek politik sebagai sebush
aspek vang saling mempengaruhi secara timbal balik. Aspek
politik skasn ditunjukkan memiliki pengaruh secara timbal
balik terhadap sesuatu hal yang menyebabkan sebush perilaku
menjadi menyimpang. Sebaliknya pula perilsku yang menyimpang
akan memiliki pengaruh terhadap keberadasn kondisi politik

vang adasg).

88) |inat yesbali peaaparan yang dikesukakan oleh Taylor, Malton, Yong, tentang sulii-factoral sccounts of criee and

deviance, dalas The New Crisinology for a Social Theory of Deviance, hal 139-171, yang menunjukkan behwa dalaw mengkaji sebuzh
‘deviant behaviowr' tidak dapal hanya menggunakan satu perangkat saja, sebab banyak segi serta fakler yang senbuat terjadinya
cuatw penyimpangan, sehingga bzhan untuk sengkaiinya-pun diperlukan kajian yang interdisipliner dan sultidimensional.

5%) Mulyana W. Kusumah, Loc Cit, Pengaruh tisbal balik ini senunjukkan adanya dosinasi kepentingen-kepentingan terien-
tn dalem mengendalikan cebuah kekuatan, hanya sejauh mana kekuatan itu maspu mengendalikan terpantung pada sejauh sama ia
makpy seacqang aspek politik secara terpadu dan senggunakannya secara tepat.




0
A

Dengan pengkajian yang interdisipliner, pengkajian
terhadap fenomena sosial vyang ada akan menjadi semakin
tajam, ia tidak hanysa akan memberikan penjelasan teoritik
terhadap perilaku wmenyiwmpang vang “nampak dipermukaan’
tetapl mencoba ﬁencari dan memahami “skar permssalshan’ yang
sebenarnya sagar dapat dipahami dan dapat dengan segera
ditemukan pemecahannya?o).

Penggunaan ilmu sosial lainnys sebagail upaya untuk
membantu memahaml proses bekerjanvs hukum dapst diiakukan
dengsn bantusn sosiclogi staw sosiologil hukum’ 1 . So=siologi
hukum pidana digunakan untuk menjelasksn tentang keberadsasan
sebuah "legal order’ dan pembentukkannya. Dengan menggunakan
pemahaman konstruksl sosial yang ditemukannya dari pendeka-
tan etnometodological, sosiclogi hukum pidana mampu menje-
laskan tentang bagaimana sebuah peraturan vang ada dalam
hukum pidana tersebut dibuat dan dikontruksikan oleh pengua-
sa sebagal sebuah kenyataan yang mengikat72).

Namun demikian pemaparan vang dikemukakan oleh sosiolo-
£i hukum pidana memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut ialah
bahwa sosiologl hukum pidana tidsak dapat melakukan kritik

kepada “legal order” yang dibentuk oleh penguasa dan masya-

1t Sanafiash Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-—dasar dan Aplikasi, Yayacan Asah fsih fisuh, Malang, 1990, hal, 8.
Henurut Samafiah Faisal dengan selakukan pendekatan yang holistik kita dapat memperoleh pengetahuan dan pengertian yang menda-
law dan komprehensif tentang suatu sasalah sosial dan budaya. Dari bentuk pengkajian yang demikian kita dapat wemberikan
paparan atas deskripsi bahkan ekplanasi yang lebih holistik sifatnya tentang suatu fenosena, kenyataan atau perilaku di dunia
spsial dan budaya. Dalam konieks pemikiran tentang watak hukus yang holistik di Indonksia, Satjipto Rzhardjo nengemukakan
batwa sifat dasar Undang-Undang Dasar 1943 sebagai fundamen hubum memiliki sifazt holistik dalas paradigma yang harmoni (Sat-
jipte Hahardjo, ‘Mesperizhankan Fikiran Holistik dan ¥atak Hubuz Indonesia’, Majalah Masalzh-gasalah tkus UDIP, Edisi Khusus
1997, Fakultas Hubue \MDIP, Sesarang, 1997, hal. 3-8).

T Richard Quiney, ‘Soviological Jurisprudence’, dalas Criminoleay: Analisys and Critigue of Crise in Aeerica,
Little Brown and Company, Hoston Torento, 1973, hal. 33-33. Menurut Mulyana ¥. Xusuaah, yang mengutip Williae Evans, menyebut-
kan batwa terdapat tidak kurang dari emam perspekiif yang tusbuh dalas sosiclopi hukus, yaitu : tecri behavioralist, teori
yurisprudential, teori fungsionalis, teori ¥enflik, teori sosialisasi dan teori sistes, Mulyana W. Yususal, 'Perspektif dan
Teori Tentang Kontels Sosial Hukim®, dalas : Molyana N, Yususah, Paul §. Baut {editor), Hukua, Politik dan Perubshen Sosial,
YLBHI, Jakarta, 1989, hal. 22.

72} Ricard fuinney, Loc,cit, ' Secial constructionist thought, as found in ethmoeethodological stufies, eay suggest
that the aosinistration of criminal law reguires that those in position of power construct a reality’.



rakatnya. Sosiclogi hukum pidana tidak dapat melepsskan diri
dari bentuk ideologi yang ada serts tidak dapat mempertanys-
kan secara kritis tentang ‘legal order’ ysng ada. Sosiologi
hukum pidana hanya mampu mengungkap dan menjelaskan tentang
keberadaan sebush peraturan, namun tidak mampu mempertanya-
kannya secsars kritis?3>.

Ian Taylor, Paul Walton dan Jock Young vyang mengutip
pendapatnya Edwin M. Schur tentang pendekatan s0siclogi dan
kriminologi terhadsp kejahatan, perilakn menyimpang di
masyarakat dan permasalahan sosial mengemukakan bahwa pende-
katan yang dilakukan oleh sosiologi dsn kriminologi terhadap
kejahatan, perilaku yang menyimpang dan pemasalahan sosial
adalah jauh lebih luas dan lebih tajam apabila dibandingkan
dengan melakukan pendekatan vang hanysa terpaku pada pendeka-
tan legalistis dan positivis?4).

Untuk memahami secars kritis (eritical understanding)
dan dapat mempertanyakan sebuah "legal order’, Richard
Quinney mengajukan empat (4) buah metode untuk melakonkan

penelitianTS). Hetode penelitian inipun dapat digunakan

& Ibid, 'a socielogy of crininal law cannot break out of the igeology of age and ask critical questions aout ihe
legal order, It can anly canfire the existing order', Lihat juga ¢ Donald Blark, 'The Beundaries of Legal Sociology' calas The
Social Brrganization of Law, Donald Black, Maureen Mileski {editor}, Seminar Press Inc. New York, 1973, hal. 42, Ada sebuah
pandangan yang mengatakan batwa literatur sosiologl hukum adalak literatur yang borjuis, biberal, pluralis dan melioris.
Fandangan tersebut menganjurkan agar ilm cosiniogl yang ada agar menjadi lebih radikal, Hal ini diperiukan , agar pandangan
sosiologl menjadi lebih kritis dalas aengungkagkan sebuah realita dan pepjadi lebih berani dalam fenyanpaikan  saran-sarannya
{He vent on o argue that a sore radics] sociclogy is ruguired, one that is “sore critical ip its premis dan  farther-reachimg
in its proposals®},

7 Ian Taylar. Paul Malton and Jock Young, ‘Social reaction, deviant comminent and career', dalan The New Crisingl-
vay For a Social Theory of Deviante, International Library of Sociology edited by John Res, Reutletge and Kegan Paul, London
and Boston, 1973, hal, 140, The approach is part of a larger in crininclogy dan sosiclogy agsinst the legacy of pusitivistic
or absclutist notions of crise, deviante and social probless, The approach rejects those genetic, psychological or sulti
factoral accounts of crime and deviance which stress the absolute nature of the tauses of criminality or deviation. It ussua-
Iy, but not necessarily, rejects the standard sosiological structure-functional approach to such guestions, and in its exami-
nation of the social processes giving rise to deviation it asks 'deviant to whoa 7' or ‘deviani fram what?’

L2 Richard @uinney, ‘Crise Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of Legal Grder', dalan Critical
Crisinology, Edited by: Ian Taylor, Paul Maltm, Jock Young, foutledge and Kegan Paul, London and Hoston, 1975, page 182, ']
will present the four modes of thought as follow: (I) the positivistic, (2) the social constructionist, (I) the phenorenaiogi-
tal and (4} the critical. My pbjective is to develop & critical philasophy of lesai order’.



untuk memahami secars kritis sebush kejahatan atau perilaku
yang dianggap menyimpang dalam kajian kriminolog178>.
Memasuki kajian kriminologi terhadap pemashaman
"perilaku menyimpangf (deviant behaviour), konsep pemahaman
"deviance’ atau ‘penyimpangan’ wmenurut I.8§ Susanto adalah
merupakan hubungan antars kejahatan dan proses kriminalisasi
yang secara umum dinyatakan dengan digunskannya konsep
‘penyimpangsan’ (deviance) dan reaksi sosial77}.

Dalam pandangan sosiologis, "perilaky menyimpang’
dirumuskan sebagai sebuah tindakan melanggar atursn vyang
telah dipekati. Namun untuk selanjutnya dipertanyakan kembs-
1i bahwa “sispa yang melanggar sturan’ untuk kemudian ditel-
iti faktor-faktor pribadinya, lingkungan ysng mempengaruhi-
nya serta situasi kéhidupannya vand memiliki Lkemungkinan
terjadinya pelanggran tersebut. Apabila seorang individu_
melakukan sesuatu hal yang tidak biassa dilakoukan oleh sebusah
masyarakatnys, maks masyarskatnys akan memberikan sebuah
pandangan bahwa individu tersebut melskuksn sebuah penyim-
pangan dari kriteria atau tats sturan vang berlsku secarsa
umum. Asumsi ini mengemuksakan bahwa bentuk penyimpangan stau
bukan penyimpangan adalsah ditentukan cleh sebuah magyaraskat
bukan oleh individu tersebut, sebab apabila sebuah kelompok,
group atau masyarskat telash memiliki kesepakatan untuk

berperilsku vang ‘demikian’, lalu ada seorang individu vang .

™) Qichard Quinney, "Research fethods and Nodes of Inguiry', dalsm Crininology: fnalisys and Critiowe of Crise in

.nmerica, Loc,cit, ‘Furthermore, each mode of inguiry is specifically related to the Aeerican order. They are: (1) the positiv-
. istic, (2} the social constructionist, (3) the phenazenalogical, and (4] the critical, Froe the las

froe the last we will develop 3 criti-
cal theary of crise’. : ‘

G 1.5 Susanto, 'Aliran-aliran Peaikiran dan pengarubnya - Kriminologs Kritis', dalas Kejahatan Korporasi, Badan
Fenerbit IMDIP, Semarang, 1995, hal. 9, Dari pesahasan tentang 'deviance’ tersebut, saka dapat dilihat.batwa wntuk sengikaji
setuah realitas sosial, khususaya “perilaku menyinpang’ atau ‘penyimpangan sosial’ yang terjadi di masyarakat tidak dapat
dilakukan hanya dengan sengandalkan pendekatan dan analisis secara leyistis-positivistis hukua pidanz szja. Nasun  diperlukan
beberapa pandangan yang jauh lebih tajaw dari sekedar pesahasan * perilaky penyiapang (secara fioreatif]’ vang diberikan - oleh
ukum pidana, . ' :




tidak ©berperilaku ‘demikian’ maks individu tersebut telah
dianggap melakukan penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa
kriteria perilaku penyimpangan diberikan atau dilontarkan
oleh sebuah kKelompok atau group ataw masyasrakat kepads
individu yang tidak berperilaku ‘demikian’ '8,

Untuk memahami bagaimana bentuk pemahaman terhadap
adanya perilake yang menyimpang, ada beberapa pemahaman
baru yang dspat dipergunakan untuk mengupas secara terbuka
tentang ‘perilaku vang menyimpang’  dan realitas .sosial
kejahatan vyang terjadi di masyarskst. Pemshaman ini dslam
bidang hukum dan kriminologi dikenal dengan bentuk pemahsman
kritis?97,

Gerakan mahasiswa sebagai sebuvah gersakan massas sering-
kali diwaspsdal dan dicurigsil sebagal perilsku menyimpang
vang dapat menimbulkan instabilitas keamsnan dan ketertiban.
Sikap pars aktivis gerakan mahasiswa dalam mengkritisi

berbagai kebijakan yvang dikelusrkan oleh pengussa seringkali

pula disrtikan dan diidentikksan sebagai sikap yvang antike-

"...50Cia]  group creale deviance by making the rules whose infraction copstitutes deviance by meiing the rules whose infrac-
tion constitutes deviance..,' ¥onsep ini aenunjukkan babwa sebenzrmya konsep penyispangan ataw ‘cap’ perilaky yang menyimpang
gdalah sebuah tanggapan dari pihak laim terhadap diri seseorang atew individu yang berperilake tidek cebagatmana lazimnya
dalar keloapok atau masyarakat tersebut. Sehingga apabila seorang anggota masyarakal tidak erperilaky sebagaimana yang telah
gigariskan nleh kelospok masyarakat tersebul, orang tersebut akan mendapatkan ‘rap’ cebagai orang yang telah berperilaku
meryimpang, Sedanghan apa bentuk penyimpangan itu tergantung bagaisana masyarakat itu sendiri merumuskan kriteria yang meling-
kupi hehidupannya.

9 Sisandjuntak B, Ehidir Rli, 'Krisinolopi Sebagai Kritispe Sosial’, dalam Cakrawala Baru Kriminologi (Suate Konsep
Dialon), Tarsito, Bandung, 1980, hal 131-132. Pesahasan kritis ateu pemahzmen radikal tentang krisinologl, tidak dapat dile-
paskan dari pengarub munculnya aliren sosiclogi kritis atau sosiplogi redifal, sehingga diakhir tahun &0-an aliran kriminclogi
fritis muncul sebagai perwwjudan atas sikap senentang peserintahan absolut yang cenderung korvp di fwerika Serikat, Eropa,
fsia dan Afrika, {1.5 Susanto, Ibid, hal. 8). Lihkat juga: Soedjono Dirdjosisworo, ‘Perkembangan Pemikiran dan Prespektif
Dalam Krimipologi’, Poatcai Kejahatan di Indonesia, PT Granesia, Bandung, 1996, hal. 15, balwa Aspei-espek idielogi, politik,
#honoai, sosial budaya dan perubahan-perubahannya sesarnai pergeseran prespektif kriminologi. Hal ini terbekii saat terjadinya
perubahan senonjol pasca perang dingin 1960-ap. Menurut Romli Atwasacaita yang sengutip pesikiran Sudardn Pandangan yang
bersifat kritis mewandang hukus sebagai bagian dari masyarakat. Ajaran kritis welihat hukue sehagal kristalisasi dari unsur-
wisur power yang hidup dalas kenyataan masyarakat, dan di lain pihsk hukus merupaken perwujudan dari proses keadilan dan
legitiaitas, Watak hukua sesungouhnya dapat dipahai dari aspirasi-aspirasi yang optimal ditujukan untuk memgurangl kesewe-
nang-senangan penguasa dan selinfungl hak-hak asasi sanusia. Pandangan ind senentang pandangan hukua yang tersifat dogmatis
tradisionil dan pandangan fukua cebagai alat helaka (Roeli Ateasaseita, fsas-asas Perbandingan Hukws Pidana, YLEHI,
Jakarta, 1989, hal. 12-13. Likat juga pada Swfarto, Hukue dam Hukue Pidapa, Aluani, Randung, 1985, hal. 9-12).




mampanan, pembangkangan dan ketidaksetiaanS97.

Menghadapi sikap para aktivis gersksn mshasiswa terse-
but, penguasa menerapkan tindakan represif dengsn mengguna-
kan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi sebsgsi ssarans
‘ultimum remedium’. Dengan terjeratnya beberapa aktivis
gerakan mshasiswa oleh Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi,
secara formal perbuatan paia aktivis gerakan mshasiswa
tersebut dianggap sebagsai kejahatan. _

Penerapan hukum represif inilah vang seskan-akan mem-
bentuk sebuah konstruksi pemahaman bshws tindakan atau
perbuatan para sktivis gerakan mahasiswa tersebut identik
dengan sebuah kejashatan politik.

Dengan demikian dalam kajisn ini membutuhkan sebuah
pemahaman kritils terhadap “legal order’ yang diterapkan pada
para aktivis gerakan mahassisws dan sebush pendekatan kritis
terhadap terbentuknyvs kriminalisasi pada sebush perbustan.

Richard Quinney mengemukakan bahwa bentuk pemahaman
vang lebih tajam terhadap realitas sosial kejshstan satau
perilaku vyang menyimpang dapat dilakukan dengan melakukan
pemahaman kritis terhadap hukum (Jlegal order) maupun pende-
katan kritis terhadsp kejahatan dslam bidang kriminologiBl}.

Memahami sebuah resalitas sosial secara kritis akan

membawa kita kepada sebuah bentuk pemahaman yang tidsak

80} Sikap ketidak-taatan, kritisee dalem tatznan hukuw yang represif diartikan sebagai sebuah bentuk penyispangan dan
tanda ketidaksetisan kepada peeegang kekuasaan yang ada. Demikian pula pandangan-pandangan atau sikap yang diangoap ‘mbaleln’
diartikan sehagai sebuah pengingkaran terhadap tatanan yang telah diakui,(Mulyana W. Kusumah, ‘Perspebiif dan Teori Sosial
Tentang Konteks Sasial Hukue', Op. cit, hal, 13.)

8) Richrd Wuimmey, ‘Crise Control in Capitalist Society: A Critical Philosophy of legsl Order', dlem Critical
Crisinology, Loc,cit, Lihat juga: Richard fuinhey, 'fesearch Methods and Modes of Inguiry’, dalae Criginology: Amalisys and
fritigue of Crise in America, toc,cit, Menpapa Binney memandang batwa sebuzh realitas sosial kejahatan ity harus dipahani
setara kritis, karena Ouinney menilal bahwa apa yang dikatakan sebagal sebuah kejahatan di masyaratat tidak lain adalab  meru-
pakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada di macyarakat tidak lain merupakan hasil konstruk-
si spsial yang dipahaat dan diyakini kebenarannya tanpa harus dipertanyakan kembali. Padahal kejahatam yang ada pada honstruk-
si pesahaman masyarakal dan menjadi acuan utama dalam fwkue pidana tidak lain merupakan hasil konciruksi kepentingan politik,
chonosi dan pemegang  kekuasaan. dengan desikian realitas sosial kejshatan eerupakan hasil konstrukel dari sebuah konflik
kepentingan yang teriadi di masyarakat.
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selalu menerima begitu saja (taken for granted) apa vyang
menjadi sebuah realita. Pemahaman kritis terhadap reslitss
sosial yang dikemukakan oleh I.S Susanto, melihat bahwa
antara realitas konseptual dan realitas yvang sedang terjadi
di masyarakat adalah berbeda®?’.

Mulyana W. Kusumah ysng mengutip pemikiran Chambliss
nengemukakan bahwa pemahaman mengensi reaslitss sosisal keja~
hatan tidak lepas dsri sspek politik dan ekonomi vang terja-
di dalam sebuah masyarsakat. Perumusan ‘penjahat’ atau delik-
uensi adalah hasil sebuah proses politik, dimsna aturan-
aturan yang melarang satsu menganjurkan wargs masyarakat
untuk melskukan atau tidak melakukan adalah hasil konstruksi
politik vyang menentukan sesustu perbuatan dianggap jahat
atau tidakB3? .

Tentang latar belakang kejahatan, Chawbliss mengemuksa-—
kan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari anggs-
pan orang-orang yang bertindak secars rasionsl sesuai dengan
posisi kelompok dominannysa. Kejahatan adalah suatu reaksi
atas kondisi kehidupan yang berbeda-beda tergantung pada

struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakatsé).

62} 1.5, Susanto, 'Fenzhaman Kritis Terhagap Realitas Sosial', Makalah Lokakarya Nasional Pengechangan Susber Daya,
I8, Yaranghendan I2-17 Agustus 1992, disuat dalas Majalsh Masalah-Hacalah Hukum, No. 9 tahun 1992, Ini terlihat dalas
vraiannya: Suaty realifss scsial pads dasarnya adalah suatu fenyataan tentang kejadian-kejadian dan juga sebagai
yasharan/pengetahuan tentang kenyataan, Hal yang pertasa senggasbarkan temtang kejadian-kejadian didalam macyarakat yang dapat
gilihat, didengar dan dibaca dalaw kehidupen sehari-hari dan dipandang sebagai realitas tentang fenosena, sedanghan yang kedua
merupakan gambaran/pengetahuan yang kita miliki tentang kenmyataan sosizl sehingge dipandang sebagal realitas kenseptual,
Sedangkan kalau berbicars tentang realitas sosial padz dasarnya sengarah kepada realitas konceptual sehab perannys sangat
penting dalam kehidupan spsial,

O5) Mulyana ¥, fommah, Realitas Susizl Kejzhatan, DpCit, Yal.5, penquiip Willian . Chasbliss, The Slate, The Lav
and The Difimition of Behaviour as Criminal or Peliquent, dalam Hendbook of Criminolony, Damiel Glasser (Fditor), Rand Mc
Hally and Co, Chirage, 1979, Pepahamen batwa masuknya kepentingan politik dan ekonoel sebagal salab satu aspek vang menyebah-
kan terjadinya proses kriminalisasi, janganizh diartiken secara sempit, nmasur dilikat sebazal pengaruh-pencaruh sisterrs yang
sendukung kepentingan tertentu,

#) Halyana ¥, Xumsah, Kriginolopd dan Masalah Vejabetan. Dp.Bit,, hal. 35, Fenshanan Chaabliss terhadap kejahatan
tadeh lepas darl pengaruh klas dosinan dan persepsi mercka terhadep cebush perbusten jahat, Chasbliss mengatakany e Must
understand the pelitical, economic and social forces leading to differences in criee rates in different historical perieds as
#ell &5 differences belween countries in the sage pericd.
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Edwin M. Schur jugs melihat bahwa keiahatan dan pelang-
garan yang ads tidak lain merupskan hasil penilaian vyang
dituangkan sebagai sebush produk politik terhadsp fenomena
soslal. Ada beberapa public policy vang ikut serta mendassri
mendapa sebusah perbustan tertentu menjadi sebusah perbuatan
jahat dan perbuatan lainnyva tidak menjadi perbustan Jjahat.
Menurut Schur semua ini diformulssikan, dihaéilkan dan
kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tentang kebijakan
publik vang mengikat. Dimans publik policy vang dikeluarkan
itu Jjuga tidak lain merupskan produk dari pemegang kekus-
saan sebagal hasil konflik diantars masyarakat sebagai
sarana untuk mengatur keberadsan masyarskat (politically
organized society}85).

Pandangsn kriminologi kritis terhadap kejahatan ialah
bahwa kejahatan merupakan hasil dari konstruksi sosial, ini
berarti bahwa manakals masyarakat mendefinisikan tindakan
tertentu sebagail kejahatasn, maka orang-orang tertentu vyang
melakuoksn perbuatan sebagaimanas vang dikonstruksiksn terse-
but adalah telah melakukan sebuah. kejahatanSo) .

Kriminologi kritis mélihat bahwa kejshatan dan penjshat
bukanlah sebuah feﬁomena vang berdiri sendiri atau sebagai
‘sesuatu yang Jatuh dari langit’ begitu ssja, tetapi melslui
rumusan-rumusan tertentu vyang telsh dikontruksikan oleh

masyarakat sebagsi sebuah perbuatén vang tercela atau mwme-

8 Ein . Schur, *Deviance and Folitics', dalam Ragital Honintervention, Fethinking The Beliguenty Frobles, Pren-

tice Hall. Inc. Englewond Clitfs, New Jersey, 1973, hal. 139, Crine and deliquency ere inkerently rolitical phenamena, This
is 5o for at least twy reasons @ because public policy decisions of variows soris shape the social structures and value
systen within which such behavior orcurs; and because ultimately the subciance of crize and deligtency laws is, as we have
seen, & matter fer political decision, Furthernore, as one perceptive analyst has stressed, “the inlerest represented in the
forsulation and adwinistration of public policy are these treasured by ihe doaminent segrent of society, Hence, publir policy
is created because seguenis with porer differentials are in confiict with one another. Public policy iiself its menifestation
of an interest structure in pelitically organized sociely®, : Lo

& 15 Susantn, 'Crine and soclal Canstruction’ dalas 'The Spectrus of Corporate Crime in Indonesia’, Loc,Lit.
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nyimpanga?). Oleh karena itulah pokok kajian kriminologi

kritis menurut I1.S Susanto ad&lahBB):

Mempelsjari proses-proses dimens humpulan tertentn dari orarg-
orang dan tindaksn-tindsksn ditunjuk =ebagai kriminal pada  waktu
dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedsr rempelajari
perilaka dari orsng-orang vang didefinisikan sebsgai kejshatan,
akan tetapl Jjuga mempelsjari perilakn dsri agen-sgen hontrol
sosial (aparat penegsk hukum), dissmping mempertanyaksn dijadikan-
nys tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatam.

Dengan pemahaman tersebut, Hardjono Reksodiputro
melihat bahwa pemahaman kritis akan membawa pemshamsan barn
dalam memahami konstruksi kKejahatan vang ada. Pendekatan
interaksionis akan membawa kita kepada pewmahaman untuk
melihat bagaimana sebuah kejahatan atau penjahat itu diberi
sebuah label ataw cap jahat, sedangkan pendekatan konflik
akan membawa kita kepada pemshaman bahws bagi mereka yang
memiliki kekussaan (power) yang lebih besar (dominant class,
rulling eclass, powerfull 89}) akan memiliki kemudsahan dalam
menentukan perbuatan-perbuatan yvang dianggap bertentangan
dengan kepentingannya, sebagai sebuah perilaknu vang perlu
untuk segera diancam dengsn pidana atau dikatsakan sebagai
sebuah kejahatan. Tindakan ini menunjukkan adanya kepentin-
gan-kepentingsn tertentu dari pewegang kuasa vang harus

dilindungli demi kepentingannya.

7l 1.5 Susanto sengatakan balwa konstruksi hejahatan adzlah buban sesuatu yang fatuh dari langil, selainken dibentuk
dan diarahkan oleh "pewerfull’ sehingga tanpa sadar sasyarakat mengakui bahwa apa yang dimakeud dengan kejahatan adalah apa
yang telah ditentul dan diarahkan oleh 'powerfull’secara nyata,

® 13 Susantn, Vejahatan forporasi, Op.Cit, hel, B, Oieh karena itulah, saka fungsi lain deri kriminelogi kritis
adalah melakukan analisis terhadap proses bagaimana tap jahat (label) tersebut diterapkan pada tindaken dan perbuatan orang-
orang tertestu. Dalam pandangan kriminologt kritis, pesshanen masyarakat terhadap kejahatan yang lebih banyak mengacu pada
pandangan positivis, yailu kejehatan hanya sehatss apx yang diatur oleh undang-undang, sebingga iinghat kejzhatan dan tiri--
cird pelaky lebih banyak ditentukan oleh bagaimanz undang-undang tersehut dirususkan dan dijalankan,

89) Pengounzan  istilah "lominant Class (kelospok yang dopinan) , Rulling Class (helompok yang berkuasa), Pewerfull
{orang atau keloapak yang semiliki kekuatan}® dziae kontehs kajian ini sesiliki pengartian Bakna yang Serupa,
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F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bermaksud mengungkaﬁ proses, terben-
tuknya latar belakang pemikiran dan siksp oposan pars
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap pars
pemegang kekusasaan; tindakan serta perlakuan pars aparat
keamanan dan ketertiban dalam menghadapi perilaku dan
perbuatan para sktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi
vang memenuhi rumusan-rumusan perbuatan - tertentu dslam
hukum pidans; serta Ffaktor-faktor non hukum saps  yang
mempengaruhi proses bekerjianya hukum.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, pene-
litian ini menggunaksn pendekstsan secsars vuridis sosiolo-
gis vyaitu mencobsa menelusuri secars mendsalsm (in depth)
dan nyata terhadap sebuah fenomens penerapan huokum
pidansa déri konteks sosia190>.

Penelusuran fenomena penerapan hukum pidana dsalam
konteks sosial secars mendalam akan membaws peneliti
kepada bentuk pemahaman yang sebensrnys skan akar perma-
salahan vyang terjadi, sehingga konsep vang dihssilkan
dari penelitian ini bukan hanya sekedar menggunakan dan
menguji sebuah teori, namun berupaya untuk membangnn
sebuah pemsahaman baru yang lebih dapat wmenjelaskan skan
realitas sosisl vang terjadigl).

Dalam penelitian sosiologis, perhstian peneliti aksn

lebih terfokus kepads upays untuk memsahami realitas

) Ry Hanitijo Soesitro, ‘Sorunded Research Pulza Ilmi-ilaw Sosial’, Studi Hukum dan Masyarakat, Alusni, Bandung,
1985, hal. £38-139. Lihat juga: Soetandyo Mignjoscebrotn, 'Konsep Hukus, tipe Kajiam, Dan Metode Penelitiannya’, Makalah dalam
tatrikulasi 52 1lmu Hukum URBIF, Juli-Agustus 1996, UNDIP, Sewarang. Dalam konteks penelitian ini, maka hukue disanifestasikan

sehagai bentuk makna-wakna simbolik para pelaku sosial yang nampak dalas interaksi diantara mereka, sehingga netode yang
digunakan adalah setode penelitian sosial atau non doktrinal dengan bentuk analisic yang kualitatif.

#) Soerjono Soetanto, Ringhasan Netodoload Penelitian fukun Eapiris, Ind-Hill-Co, dakarta, 1990, hal, 9,
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sosial yang ads. Peneliti berupays untuk memahami kebera-
daan hukum dalam keadsan yang senyatanya, dimans dalsam
kenyataannya keberadaasn hukum tidaklah steril tetapi

banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek non hukumgz).

2. Hetode Penelitian

Melihat kepads garis bessr perumusan masalah vang
telah dikemukakan dalam uraisn sebelumnya, metode vang
digunakan dalam penelitian ini adalsh metode kualitatif.

Dalam penelitian ini metode kuslitatif digunakan
untuk memshami makna-makns sosial ysng mendassri tingkah
lasku partisipan, untuk mendeskripsikan latar belskang dan
interaksi vyang kompleks dari partisipan serts untuk
memahami keadaan yang terbatas jumlshnya, dengsn fokus
vang mendalam dan rincigS).

Penggunsaan metode penelitian kualitatif dimaksudkan
agar peneliti dapat mengungksp secara lebih mendalsm (in
depth) tentang hal-hal vang meiatar belakangi timbulnysa
sebuah pemikiran atau sikap para aktivis geraksn mahasis-
wa pro-reformasi terhadap sesuatu hal vyang membuat
aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi bersikap opogan
terhadap pemerintahnya dan mawmpu mengungksapkan makns-
makna sosial vyang ada. Pengungkapan makna-makna sosial
secara mendalam dalam sebusah penelitian akan lebih mudsah
ditemukan apsbila menggunakan metode kualitstif, karena
dalam penelitian kualitatif dats vang diperoleh akan
terus bergulir‘hingga menemukan data vang paling dasar

dan yang sudsh tidak dspst dikembsangkan kembznli.

") gatjiptn Rehardjo, "Hubws Ttu Tidak Gleril’, Sura Peabaruan, Jakarts, 31 Aqustus 1989,

) Sanatiah Faisal, ‘Kapan Sebaiknys Menggunakan penelitian Kualitatif',p.cit, hal. 20-22, Likat juga: Soetandyo
" Nignjosoebroto, Loc,cit.
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Melihat titik folhus penelitian ini kepada bentuk
pemaparan dan pemahaman mengenal sebuah latar belakang
pemikiran vyang menimbulkan sikap dan tindskan, metode
penelitian kusalitatif akan lebih tepat untuk digunakan.
Hal ini diperlukan karens metode penelitian kusalitatif
dapat melakuksn penyesusian secara cepat dan fleksibel
terhadap sebuah realitss sosial vyang ada, dan mampu
menanggapl secara responsif terhadsp perubahan—perubahan
vang terjadi seketika di 1apangan94).

Mengingat penelitian inipun merupakan bagian kajiasn
dari kriminologi, metode penelitian yang dilakukan akan
lebih spesifik spabila merujuk kepada metode penelitian
dalam kriminclogi vang dikemukaksn oleh Richard Quinney.
Quinney mengajukan empat buah metode untuk melakukan

penelitian dalam kriminologig5).

Keempat metode vang
diajukan oleh @Quinney ialah: poeositivistik, konstruksi
sosial, Ffenomenologi dan kritis. Keempalt metode ini dapat
digunakan untuk memahami dan membangun secara Kritis
filofosi " legal order’ (develop a critical philosophy of
legal order) maupun untuk membsngun secsars kritis teori
tentang kejahatan {(develop &a critical theory of

crime)gs).

) etode kuaditatif ini juge dapat dinunakan untuk sengungkap hal-hal yang dirasakan amat rahasis, semsitif serts
sendalam, vaity dengan melakukan pendekatan terlebib dahulu dengan cbyek yang akan dimintai keterangan secara terseubung.
Metode ini pernah digunakan oleh Babr dan Chadwick ketika selakukan penelitian terhadap demonstrasi mahasiswa yang terjadi di
kantor penanganan masalah Indian ¢i Seattie. (Bruce A Chodwick IRk, Op.cit, hal, 246)

) Richard Quirvey, 'Crie Contro) in Capitalist Society: A Critical Fhilosophy of Legsl drder', dalam Critical
frimincloay, Loc,cit, 7 will present the four modes of thought as foliows (1) the pesitivistic, (2} the social construction-
ist, {3) the phenomenclogical and (4) the criticel. My shiective is o develop & critical philosaphy of legal prder’

%) Richard Suimney, 'Sesearch ethods and Modes of Inquiry, dalea Driminology: Analisys and Critioue of Crise in
Aeerica, Loc,Cit, ‘Furthersore, each sode of inquiry is specifically related te the Aserican order. They are: {1) the pomitiv-
istic, (2} the sorial constructionist, (3] the phencsenclogicel, and (4} the critical. frop the fast we will develop & criti-
cal theory of crise’,
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Bagan 3. Skems metode pemahamsn kritis terhadap legsl order dan keisha-
tan menurut Richard gdninney.

Positivistik

" Konstruksi Sosial

Metode memshami legal
order dan kejshatan Fenomenologi

Kritis

Metode positivistik aksn digunakan oleh peneliti
untuk mengkaji keberadaan hukum pidansa yang biasa ‘diter-
apkan kepada para aktivis gerakan mahasiswa. Penelitian
ini  Jjuga skan berussha mengunghksp aksar sejarah yang ada
serta penggunaan Haatzasi Artikelen dan UUPK Subversi
sebagai delik-delik pidans yang biasa diterspkan pada
para aktivis geraksn mahasiswa. Metode konstruksi sosial
akan digunakan oleh peneliti untuk mengungkap hal-hal
yang diyakini bersama sebagai sebusah ideologi, mengung-
kapkan 1latar belskang pemikiran dari aktivis gerakan
mahasiswa dan lstar belakang pemikiran para aparst keams-
nan dan ketertiban dalam menghadap perbuatan pars aktivis
gerakan wmahasiswa pro-reformasi vang memenuhi rumusan-
rumusan perbuatan tertentu dalam hukum pidans. Metode
Fenomenologi akan digunakan oleh peneliti dalam upaya
memahaml terjsdinys gerskan mahasiswa yang timbul secars
sporadis dalam berbagal peristiwa dan konteks tertentu,
sejalan dengan perkembangan keadaan vang ada. Dan metodsa
kritis akan digunakan oleh peneliti untuk memahami secars
kritis dari seluruh aspek yang penelitian vang ada dan
mempertanyakan kembali “"kebenaran-kebenaran’ vang diyaki-
ni sebagali sebuah ideologi di masyarskat.

Berangkat dari asumsi inilsh, penelitian ini, diha-
rapkan tidak hanya sekedar melakuksn penerapan berbagai

teori vyang ada, tetspi juga mampu membangun teori vang



lebih spesifik terhadap keberadaan ~legal order9?>‘ dan

membangun teori yang lebih spesifik tentang kejahatan.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di kotamadya
Bandung, namun pada prakteknys dapat sajs menjangkau
lokasi~-lokasi tertentu vyang berada diluar kotamadya
Bandung, vaitu Jakarta, Yogyakarts dan Semarang. Untuk
memahami keberadaan gersakan msahasisws pro-reformasi serta
para aktivisnys, kota Bandung merupakan lokssi vang cukup
representatif, karens Bandung wmemiliki 67 pergurusn
tinggi negeri dan partikelir.

Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian, karena
daril beberapsa ibukota propinsi yang ada, Bandung merupa-
kan salah satu barometer keberadasn gerskan mahasiswa,
disamping Jakarta, Yogyakarts, Surabaya, Semarsng, Medan
dan Ujungpandang.

Di Bandung terdapat empst buah perguruan tinggi
negeri dsn beberaps buah perguruan tinggi partikelir,
Banyaknya Jumlah perguruan tinggi vyvang berlokasi di
Bandung ini membuat dinamika aktivitas gerakan mahasiswa
akan =semsakin komplek dan bervariasi,.

Dalam beberapa kasus yang sempat menonjol Lkepermu-
kaan, ads beberapa aktivis geraksan mahasisws yang sempat
mengemukakan isu nasionsl, regional dan loksl, sehingga
dalam banyak hsl terlihat bahwa kekritisan wmahasiswa
vang bergerak melalui gersakan mahasiswa sering diidentik-
kan dengan moral forece yang membela kepentingan masyara-

kat.

) philippe Mmet, Philip Selanick, 'Epiloque: To Ways Law Can Die', dalam Lew and society in Iransition Toward
Responsive Law, Op.Cit, hal., 115118,
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4. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian sosio-
logis adalah dats primer. Hamun demikian keberadaan data
sekunder tetap diperhatiksan. Dengsan metode knalitatif,
data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan
tindakan dari informan penelitiangs), sedangkan selebih-
nya adalah data tambahan seperti dokumen dan sumber
pelengksp lainnya. Sumber data primer dalam penelitian
ini adalah para aktivis gerakan mahasiswa, organisssi non
pemerintah dan para pejabat pemerintah maupun pejabat di
bidang pendidikan yang berkompeten dengan permasalshan.

Data sekunder dalsm penelitian ini merupakan bsahan-
bahan pustsks penunjang. Sumber dats sekunder dalam
penelitian ini sdalah bahan pustaka primer, sekunder dan
tersier, vyaitu: himpunan peraturan perundang-undangsan,
Jurnal atau buletin ilmish, majalah, surat kabar, serts
hasil penelitian vyang berksitan dengan rermasalahan
tersebut, baik vyang dipublikasikan maupun vang tidak

dipublikasikan.

9. Alat Pengumpul Data

Dalam wmetode kualitatif peneliti merupakan alat
penelitian yang wutama, karena penelitilah yvang akan
melakuokan kontak langsung dengan informaniserta melskukan

penelusuran data secars bertahap dan mendalam berdasarkan

B Secara teoritik hal ini semeng amat sudad untuk diuraikan, dicatat dan gitaisirkan, nammn didalam penelitian
lapangan, Ketika penulis langsung herhadapen dengan objiek pelaku, maka apa yang diutarakan zelalui kata-kata dan perilaky yang
eiperlihatkan dalas bentuk tindakan tidak selamanya dapat diterima dan ditafsirkan zecara jelas. Kendalz yang dibadapi adalah
hanhatan dalam hal berkosunikasi secara terbuka dan bebas. Data primer yang diutarakan nelalui ata-kata dan tindakan tidak
sewuanya dapat diwngkapkan seketika dan kita pahasi maknanya saat itu jups, sebab pergaulan disntara sesama Aktivis Berakan
Mahasisua memiliki ungkapan-ungkapan ataw bahasa tersendiri dalam mengungkapkan peaikiran atau ide atau Yonsep-konsepnya, dan
sertta ini bary dapat dipahami setelsh kita bergaul agah lasa.
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informaesi yang dikemuksakan oleh informan awalgg}.

Peneliti melakukan pengumpulan dats primer dengan
nenggunakan metbde wawancsra dan pengdamatan. Wawancara
dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cars bertanys
langsung maupun tidak langsung kepada informan baik
secara formsal maupun informal (terselubung), sedanghkan
pengamatan vang digunskan adalah pengamatan terlibst
secarsa pasif(passive participation observation)loo?.

Melihat permasalahan yang cukup sensitif, pendekatan
pendahuluan terhadap para aktivis gerakan mahasiswa
dilskukan secars informsal, melalui kegiatan-kegiatan
tertentu, dan acara tertentu guns mengensal lebih dekat
dan menumbuhkan kepercaysasan. Bagi informan vyang berada
dalam sebuah lembags atau instansi tertentu pendekatan
formal dan informal dilakukan sesusi Lkebutuhan dalam

kondisi yang memungkinkan101).

) Datas selakukan penelitian ini, khususnya dalas senghadapd dan mendekatl susber inforsasi {inforsan) penulis
eengalasi bentuk-bentuk kecurigasn dan sikap yang ekstra hati-hati dalam wenghadapi penulis, Sikap kaku, agak sedikit forwal
garh berkesan masih semiliki jarak masih nampak sekali ketika pada awal-awal perkenalan dan dalam sepguteraban smaksud untuk
ikut bergabimg bersama dalas gerakan mahasiswa pro-reformasi. Sikap-sikap yang "eskira’ hati-hati masih terkesan naspak ketika
penulis mencoba bersikap akrab atau mengakrabkan diri, sehingga penulis menggunakan sehuah strategl gaya orang Sunda dengan
istilah 'ngadu bako' atau 'saling bertukar rokok sambil ngobral hal-hal yang ringan-ringan’, Pendekatan melalui pengakraban
diri mesang sewbutuhkan wakty yang tidak sedibit, nasun hanya itulah yang dapat ditespub, karena untum seshangun  kepercayaan
yang mendalas sehingge rasa curiga dan takut kepads penulis dapat sedikit-demi sedikit sulai sirna, Yendala dalas senghadapi
inforsan yang demikian, dapat jups dilihat dalim metode studi history oral yanp dilekukan oleh feton Lucas, "Mssalah Namancara
fengan Inforsan Pelaby Sejarah di Jaws', fspek Manusia Dalas Penelitian Masyarakat, Xoemtjaraningrat, Domald K Feersan, Yaya-
san Obor Indonesia dan Gramedia, Jakarts, 1982, hal. Zi1-244,

10} Brice A, Chadwick, Howard M. Babr, Sten L. Albrecht, Teri. oleb ; Sulistia, Yan Mujianto, fhead Sofwan, Suherdji-
to, ‘Perelitian Kualitatif', Metode Penelitian Ilsu Sosial, INIP Semarang Pres, 1, 1991, Sererang hal, 234, balwa dalam pene-
litian kualitatit mengacu kepada tentuk berbagal pemguspulan data yang berbeda, termasuk meliputy penelitian lapangam, obser-
vasi partisipan, wawancara mendalas, einometndclogi dan penelitian etnografi. Sebemarnya dalam bemtuk~bentuk tersebut banyak
terdapat perbedaan yang mendasar namn perekannya ialah ientang bagaimana sendekati data. Penelitian kualitatif mendasarkan
kepada Lonsep batwa pengzlaean adalah cara yang terbaif untub semabami perilaku sosial, Beranghat dari asumsi inilah, maka
penulis melakuban bentuk penelitian hualitatid dengan bentud wawancara cecara terselubung selalul pengamatsn terlibat secara
pasif,

104} L ory J. Maleong, Metode Penelitian fualitatif, OV Rosda Yarya, Randung, 1994, hal, 147, Dalam hal selakukan wawan-
rara dengan inforsan dari Aktivis Gerakan Mahasiswa penulis tidak menggunakan alat bantu wntuk eerekam dan sencatat, sebab hal
ite akan banyak meepengaruhi kelelvasan informan dalas mengemukakan dan mengutarakan apa yamn ia alasi, ia inginkan dan ia
rasakan selama aelakukan aksi gerakan masca, Secara otentik, data sesang tidak tercatat aten terekas, namun penulis
genggunakan daya ingat dan analisi langsung atav spontan untuk wenggali data-data berikutnya dengan sencobanya menghitbunghan
dengan  pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh inforsan-inforsan tersebut. Xekakuan, sikap agak hati-hati dan mengasbil
jarak terkesan jelas sekali ketika penulis sengeluarkan tape recorder atay buku catatan, sehingga wntuk eenghindari sikap yang
kurang atau tidak bersahabat penulis hanya sengandalken daya ingat yang ada untuk senggali data yang terpendas,
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Pengumpulan data sekunder dilskukan dengan melakukan
studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan karena keb-
eradaan gerakan mahasiswa tidak datang begitu saja,
studi kepustakaan dilskokan dengan menggunakan metode
penelitian sejarathZ). Metode ini digunakan untuk men-
gungkap sawal kebersdaan aktivitas gerakan mahasiswa
hingga rerkembangannya. Disamping itu pula karens
kajian ini juga berusaha mengungksp latar belakang kon-
disi-kondisi yvang membentuk hukum pidanalos), peneiusuran
keberadaan Haatzaal Artikelen dan UUPK Subversi sakan
dilakukan dengan metode penelitian sejarah jugsa.

6. Informan Penelitian

Dalam penelitisn kuslitatif sumber data primer di
dapat dari informan stau orang vang dijadikan =ebagai
sumber informasi. Proses penelusuran data diperoleh dari
informan awal menuju sumber informasi berikutnya (infor-
man berikutnya) vang dilakukan secara tertentu dengan
menggunakan kriteris atau karakteristik elemen-elemen
tertentu sesuai dengan cakupan dan pembatassn permasals-
han vyang 2da 1940 Informasn penelitian diambil secsara

purposif ysasitu sesuai dengan karskteristik elemen vyang

102) Yimtowi joyo, 'Penelitian Sejarah’; dalaa Pengantar Ilmy Sejarah, Bentang, Yogyakarta, 1995, hal. B9, Penelitian
sejarah digunakan untuk sengunghap tentang proses-proses yang terjadi dalam waktu vang lampaw dari sateri penelitian ini.
Menurut Romli Ateasacaita metode sosiologis tidak dapst diteraphan tanpa metoda sejarah, oleh karena hubingan antara hukus dan
geiala sosial lainnya merupakan hasil dari suxte perkeshangan cari mese lampay (Romli Atsasasmita, Acac-asss Perbandinnan
Hukug Pidana, Op.Cit, hal. 17-18.).

W3) perokie Liklikwata, ‘Scsiclogi Hukm Pidans Sebagai Rapian Krininologs, Up.cit, hal, 5. sengutip pesikiran
Sutheriand dalam Principie of Criminology: The sociolopy of law, which is & attempt at scientetific analisys, of the condition
urder which crieinal law, develop and which is =eldoe included in gereral books of criminclogy.

1) spatiah Faisal, Op.Cit, hal, 56-37, bahwa dalam penelitian kualitatif penggunaan istilah ‘sampel’ sebapaimana
yang dikenal dalam penelitian kuanlitatif tidakleh dapat digunakan cebab pemgasbilan 'saspel’ dalas perelitian kualitatif
adalzh bukan untuk sepunjukkan keterwakilan sebush populasi, akan tetapl lebih senunjukken karakteristik elemen tertentn yang
diharapkan dapat semwutun pada sumber-sumber informasi yang akan dijadikan cebapai susber data yang valid, Oleh karema itu
‘konsep sampel’ dalas penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana cara seailih informen ataw situasi sosial ter-
. tenty yany dapat memberikan informasi yang santapdan terpercays sengenai elemen-elesen yang ada,
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dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.
Selain itu pula pengambilan informan secara purposif
(bukan secara acak) dilskukan kareha dalam penelitian
kualitatif titik penekannya lebih tertuju kriteris-krite-
ria atau karshkteristik elemen-elemen tertentuy yang menga-
rah pada proses ketimbang hasillos)! Oleh karena itulah
pengambilan informan secara purposif dilakukan dengan
mengetahui karakter dan variasi yang ada satau elemen-
elemen tertentu yang secara utuh diperoleh dari lapangan.
Informan dalsm penelitian ini adalah:
1. Aktivis gerskan mahasisws.
Informan awal adalah seorang aktivis dari gerakan
mahasiswa pro-reformasi yang terlihat, diketahui dan
dikenal paling sering terlibat dalam aktivitas gerakan
mahasiswa pro-reformasilU6)
2. Pejabat di lingkungan pemerintahanl
Informan awal berasal dari lembsags yang terkait dan
memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamsnan, ke-
tertiban dan politik, serts memiliki perhstisn khusus
terhadap perkembangsn dan aktivitas gersakan mshasisws
pro-reformasi. Lembsaga yang dimsksud sadslah: kantor

sospol, kepolisian, instansi militer dan kejaksssan.

103) Noeng Mohadjir, Metodoloni Penelitizn Yualitatif, Raka saracin, Yegyakarta, 1993, hal. 48, Gecara tertulis penu-
lis meaang tidak menetapkan secara baku dan kaku kriteria-kriteria atau karakteristik elemen-elesen secara detil informan yang
akan ditesui untuk digali datanya atau dijedikan sumber data awal, nasun penulis memiliki kriteria pokok yang di lapangan
ranti akan dapat langsung senyesuaikan dengan kriteria-kriteria inforsan yang dikehendaki, sebab dalam kendisi lapangan yang
dapat herubah dengan cepat apabila kita secara kaku berpegang pada kriteria pokok, maka akan sulit sekali xenemui ~informan
yang mesadal, sebab di lapangan kriteria pokok yang ada dapat bertambah atau berkurang kriterianya, Misalnya saja seorang
konseptor desonstran belun tentu ia seorang pemimpin demonstran, bepitu ula sebaliknya namun disisi lain dalam waktu yang
berbeda dapat saja sesorang senjadi konseplor sekaligus pemimpin desonstran, Fola ini tidak dapat dibakukan, karema bergantung
pada kondisi dan massa vang dihadapi.

108} proces penentuan inforaan dilakukan secara bertahap aelalui pendekaten serara personal, Melalui pendekatan yang
ada nencoba aeebangun keakraban tanpa sesasuki materi yang diinginkan, meteds ini digunakan untuk mengikuti arus pemikiran dan
pergauian para Aktivis Gerzkan Mahasiswa, sehingga untuk aencoba memasuki lingkup pergautan sereka diperlukan waktu dan kesa-
baran yang tinggi agar dapat diterima menjadi bagian dari kelompok vang ada. Penulis sendiri melakukan pendekatan disulai
tejal bulan Desesber 1997. Dari informan awal ini klasifikasi inforeasi yang dipervieh smenjadi berkesbang secuai dengan per-
kembangan keadaan dan dinamika gerakan mahasiswa ity sendiri, :

CE .
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3. Pejabat di lingkungan pendidiksn.
Informan awal berasal dari lembaga pendidikan vang
terkait dan memiliki kepentingan terhadap keberadaan
dan perkembangan pendidikan mahasiswa serta aktiﬁitas
mahasiswa di lingkungan pendidikannya. Lembaga vang
dimaksud adalah: lembaga-lembags pembinaan kemahasis-
waan di perguruan tinggi, baik tingkat fakultas maupun
‘tingkat universitas,

4. Organisasi non pemerintah.
Organisasi non pemerintah atau biass dikenal dengan
nama lembsgs swadays masyarahkat yang memiliki perha-
tian terhadsp keberadssn gerakan mahasiswa. Lembaga
vang dimsksud sadalah: lembaga bantuan hukum vyang
menangani kasus gerakan mahasiswa pro—reformasi dan
organisasi non pemerintah ?ang bergerak dalam bidang
pendidikan dsn pemberdaysan masysrakat.

Sampel vang dikemukakan diatas, merupakan informan
awal vang diharapkan dapat membuka jalan menuju informasi
berikutnya secars lebih mendalam. Sedangkan sampel beri-~
kutnya akan bergerak dan berkembang sendiri mengdikuti
prinsip ‘bols salju’ (snowhall). Pemilihan sampel dan
penelususan informasi akan berakhir apabila dapat diindi-
kasikan ‘tidsk munculnya’ variasi, kembangan atau infor-
masi baruryang berkaitan dengan penelitian in1107).

7. Metode Analisis Daka .
Dalam penelitian ini strategi pendekatannya adalah

induksi-konseptuvalisasi, vaitu penelitian bertolak dari

7Y ganafiah Faisal, Og,cit, hal, 138-15%, Proses snowball dalam mencari quliran data ataw inforsesi ternyata harus
dilalui dengan peruh kehati-hatian sebab dalem kondisi yang serba represif, tidak semua inforssn guliran bola salju tersebut’
bersedia untuk mengungkzpkan data serta informasi yang dimilikinya. Sikap hati-hail serba curiga dan terkesan forgal terlale
ramall Benunjukkan bahwa pada awalnya mereka {para aktivis gerakan mahasiswa) telah hersikap zengasbil jarak. Nasun setelah ada
seorang aktivis gerakan mahasiswa yang semperkenalkan penulis dan nengesukakan bataa dalae hal ini dilakukan hanya untuk pene-
litian meka kekakuan itupin segera sencair, namin belus sekaligus sebab sasih naspak adanya jarak dan sikap curiga,
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faskta atau informasi empiris (data) untuk membangun
konsep dan teori. Dari fakta atsu informasi ke konsep
merupakan suatu gerak melintas ke tingkat abstraksi vyang
lebih tinggil®8). Dengan kata lain peneliti akan berusaha
menarik data atau informssi empirik menuju abstraksi
vang berbentuk pernyataan-pernystaan yang bermakna teori-

tis.

Bagan 4. Shema Penelitiazn Kualitatif

Deskripsi yang berdasar

Data vang berasal kan pada data empiris Teori
dari fekta-fakts, —i yang menjelaskan
realitas empiris fnalisis terhadap kon- data

sep dan hipotesis yvang

didasarkan pada dsata
empiris

Teknik @analisis vyvang digunakan adalsh: analisis
domain, taksonomis, komponensial dan tema kulturalits),
Analisis domain digunakan untuk memperoleh gsmbaran atan
pengertian yang bersifat uvumum dan relatif menyeluruh
tentang konsep gerskan msahasiswa pro-reformasi serts
tindakan, perlakusan aparat keamanan dan ketertiban dalam
menghadapl perbustan para akitivis gerskan mshasiswa pro-
reformasl vang memenuhi rumussn-rumugsan perbuatan terten-
tu dalam hukum pidana,

Analisis taksonomis merupskan analisis lebih lanjut
vang 1lebih rineci dan mendalam. Pada analisis ini fokus

penelitian ditetapkan padas domsin tertentu dalam upays

8] Sanafial Faisal, 'Analisis lata Perelitian Kuelitatif', Op.cit, hal. 90, Soetandyn Rigjosoebroto mengesukakan
batwa dari analisis-analisis induktif yaitu amalisis yang bertolak dari data akan senuju pembentukan teori-teori baru setelah
ia melalui proses teoritisasi ataw proses induksi merju teorl yeng dihesiiban dari generalisasi-generalisasi (Goetandyn

UNDIP, Seaarang, hal. 7)
09 qhig,
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mendeskripsikan konsep gerakan mahasiswa pro-reformasi
dan tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan keterti-
ban dalam menghadapi perbuatan para aktivis dgerakan
mahasiswa pro-reformasi yang memenuhi rumusan-rumusan
perbuatan tertentu dalam hukum pidana.

Analisis komponensial merupskan analisis antarelemen
dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan wawan-
cars. Dalsm snalisis ini peneliti skan melakukan eksplor-
asi data secara terfokus dan mendalam tentsng ﬁondisi-
kondisi subyektif vang menimbulkan aksi gerakan mahasiswa
éro—reformasi, serta pengaruh-pengaruh non hukum yang
mempengaruhi tindakan serts perlskusn aparat keamanan dan
ketertiban dalasm menghadapi perbuatsn para aktivis gera~
kan mahasiswa pro-reformasi yang memenuhl rumusan-rumusan
perbuatan tertentu dalam hukum pidansa.

Sedangkan analisis tema kultural atan 'discovering
cultural themes® sesungguhnya merupakan upayva untuk
mencari ~benang merah’ atau keterkaitan lintas antar
domain dalam upaya menjelaskan fenomens sosial yang adsa.
Pada analisis ini peneliti berupaya untuk menemukan
iangkaian latar belskang sebsb dan akibat terjadinya aksi
gerakan mahasiswa pro-reformasi, serta pengaruh-pengaruh
non hukum yang mempengaruvhi tindakan serta perlakuan
aparat keamsnan dan ketertiban dalam menghadapi perbusastan
para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang mems-
nuhi rumusan-rumusan perbustan tertentu dalam hukomn

pidansz.



Tabel 2. Model snalisis penelitian kualitatif.

4. Domain A. Taksonomis A. Komponensial A. Tema Kultural
-Berfikir kritils
karena informasi
darn bshan bacsan.
~Herassa sebagai so
1. Aktivis gerskan| eial control dan’
mshasiswa vangl moral force
bergiksp fron-|-Mengslami krisis
tal—radlkal kepercayasn ter-—
. Pemimpin ak-| hadap lembaga for
tivis gera~-{ mal dan informal.
kann mahasis-|-Krisis kepercays-
wa, an thd. penguasa.
b. Aktivis ge-|-Krisis kepercaya-
rakan wmaha~| =2n thd. wk.rakyvst{Sikap oposan ak-
Aktivis ge- siswa. -Krisis kepercaya-itivis gerskasn ma-
rakan maha- an thd. tkh.sgama{hasiswa merupakan
siswa pro- ~Krisis kepercsays—|sebuah bentuk re-
reformasi. an thd. lembaga [aksi atss sikap
2. Aktivis gerakan| pendidikan. dan perilaku pe-
mahasiswa vang|-Melihat dan meys-|nguasa dan lemba-
bersiksp lunak]| kini adanys kebo-|{ga kekussasn itu
dan kompromis: broksn di bidang |sendiri.
a. Pemimpin ak-} wmoral, sistem po-
tivis gera—[ litik pemerintah-
kan mahasis-| an & perekonomian
wa.. -Melihat dan meya-
b. Aktivis ge-| kini sdanya kebo-
rakan maha-{ broksn di bidang
siswa. hukum dan sistem
persdilan.
-Tindskan zerta
perlsknan Polri &
ABRI sebagal apa-
rat keamsnan dan
1 POLRI ketertiban dalam
- Unsur Binmas menghadspl perbu-
~ Unsur Lantas atsn pare asktivis
~ Unsur Semapta geraksn mahasisws
~ Unsur Intelpam pro-reformasi
j~ Unsur Reserse -Depenalisasi per-
buatsn para skti-{Adanys pengaruh
2 ABRI vis geraksn maha-}perubshsn sosisl
fparat kes—[- Unsur Teritorial| siswa pro-refor -{di bidang hukum,
mansn dsn |- Unsur Sos.Pol. masi sebsgai ha— {politik, ekonomi
ketertiban (- Unsur Intelijen | sil pertimbangsn:!dan militer di e-—
vang menang-|- Uns. Operssional prakt15~5051olog— ra reformasl yang
ani gerakan a. Satgas anti is, politis dan menyebabkan dils—
mahasiswa huru-uats. hukum, kukennya depenali
pro-refomasi| b. Pasukan orga-{-Pengaruh kekuasa~| sasi perbuatan &
‘ nik Kodam. an dibidang hukum]tindakan para sk-
¢. Pasukan non— | politik, ekonomi [tivis gerakan ma-
organik Kodam} dan militer dima-|hasiswa pro-refor
sa. Orde Baru, pe-{masil.
ngaruh perubsahan
sosial di bidang
hukum, politik,
ekonomi & militer
di ers reformasi.

th
£
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SISTEMATIKA PENULISAN THESIS

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi atau
paparan dengan sistemstiks sebsagai berikut:
Bab 1. Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diuvtsrakan sasumsi-asumsi dssar
vang menggerakhan orang atsu sekelompok orang untuk bersiksp
dan mengambil tindakan terhadap sesustw hal. Asumsi dasar
inilah vang menjadi latar-belakang tentang dominasi . konsep
berfikir, bersiksp serta mengambil tindakan yang oleh pen-
dguasa diangdgap sebagal sebuah bentuk penyimpangan. Maraknya
aksi gerakan mahasiswa di awal tahun 1898, vyang muncul
dengan berbagai isu aktual sebagai moral force yang membels
kepentingan masyarakat k?cil dianggap oleh‘penguasa sebagsai
sebuah bentuk penyimpangan yang psatut untuk dipidana.

Pengnasa memandang bahwa penggunsan Haatzasi Artikelen
dan UUPK Subversi yang diterspksn psds pars aktivis geraksan
mahasiswa merupakan sarana hukum ysng tepat untuk menjaring
berbagai perbuatan pars aktivis tersebut, nsmun penindakan
ini tidak wmembawa surut gerakan mahasiswa malah sebaliknya
vyaitu msakin memicu berkembangnya gerakan wmahasiswa di
beberapa daerah. ~

Fenomena ini menarik untuk dikaji, sebab ternyats
ancaman pemidanaan melalui Haatzaai Artikelen dan UUPK
Subversi tidask menyurutkan langksh psara saktivis geraksn
mahasizswa tersebut. Daril fenomena inilah, beberapa hal yang
patut untuk diksji kembali isalah tentang 1latar belakang
sikap para sktivis gersksn mahasiswa vang cenderung berseb-
erangan dengan pemerintshnya.

Dari penelitiasn ini diharaspksn dapat memberikan sumbang
penikiran dan saran kepada pihak-pihak yang bersikap 'saling
berseberangan agar dapat terciptanvya kondisi vang lebih

responsif, menuju penvelesaian sebusah permasalshan vyang
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lebih responsif pula.

Penelitian ini beranjak dari pemikiran tentang konsep-
konsep hukum dalam konteks sosial, sehingga spesifikasi yang
dipergunakan dalam penelitisn ini adalsh penelitisn hukunm
vang sosiologis dengan metode kualitatif. Penggunaan metode
kualitatif dirasakan 1lebih tepat dslsm penelitian ini,
karena metode kualitatif mampu mengungkapkan reslitas sosial
vang ada secara lebih mendalam. Hal ini diperlukan karens
berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan,
bahwa penggalisn secara lebih mendalam terhadap sebuah
reslitas sosial skan membswa peneliti kepada sebuah bentuk
pemshaman yvang mendasar.

Pemilihan kota Bandung sebagai lokasi penelitian dida-
sarkan pads ssumsi bahws Bandung merupakan salah satu barom-
eter aktivitas gerakan mahasiswa, selain Jakarta, Yogysakar-
ta, Surabaya, Semarang dan Medan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan
melskukan wawancara dan pengamstan. Perclehan data primer
akan dilakukan secara bertahap mengiknti laju perkembangan
informasi yang berhasil digsli. Data akan berkembang sesuai
kebutuhan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. GSedang-
kan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi terhadap
bahan kepustsakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
Setelah data terkumpul, strategi pendekatannya adalah induk-
si-konseptualisasi, vyaitu membangun konsep dan teori vyang
berangkat dsri fakta dan informasi empiris. Sedangksn teknik
snalisis data dilskukan dengan mengunakan metode analisis
domain, taksonomis, komponensial dan temsa kultural.

Dalam bsb ini akan menjelaskan tigas hal pokok untuk
menghantarkan sebuah pemahaman dasar tentang materi peneli-

tian. Pokok yang pertama akan mengutarakan tinjauan umum dan



teoritik keberadaan gerakan mahasiswa di Indonesia; Pokok
vang kedua akan memaﬁarkan keberadaan serta perkembangan
Haatzaal Artikelen dsn UUPK Subversi, serts penerapan
Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi pada pars sktivis
gerakan mahasiswa; dan Pokok yang ketiga adalah kajian
teoritik yang mendassari pemikiran reintegrasi hukum, politik
dan teori ilmu sosial dalam kriminologi kritis menuju hukum
pidana yang responsif.

Bentuk pemaparan tinjsuan umum dan teoritik gerskan
mahasiswa Indonesia akan membawa kepada bentuk pemahaman
akar sejarah yang pernah terjadi berdasarksn perkembangan
budaya politik dan pendidikan yang pernah ada. Dalam tin-
Jauvan inl pemaparsn skan mengungkap aktivitas pemuds dan
mahasiswa berdassarkan pembagian generasil sebsgai suatu hasil
proses sejarah sesusai dendan peransn elit dslam masyarskst
vang ada pada zamannya. Pembagian masa dan generasi ini
dapat digolongkan pada: masa kebangkitan nasional, mass
rendudukan Jepang dan perang kemerdeksan, gerskan msahasiswa
tahun 1866 dan pascs tashun 1966, geraskan mahasiswa tahun
1880 dan pasca tahun 1980 menuju tahun 1880,

Bentuk pemaparan keberadsasan serts perkembangan Haatzaai
Artikelen dan UUPK Subversi akan membsawa kepada bentuk
pemahaman akar sejarah vang paling mendasar. Dalam pemaparan
ini akan mengungkapkan latar belaksang pembentukan dan pener-
apannys pada kasus-kasus tertentu, yaitu dsaslam pergerakan
nasionsal, pers dan gerskan mahasiswa.

Bentuk pemsparan kajian tecritik yang mendassri pemiki-
ran reintegrasi hukum, politik dan teori ilmu sosial dalam
kriminologi kritis menuju hukum pidansa yang responsif sakan
diutarakan sebagai kajian teoritik yang akan menjelaskan
peran pars pemegang kekuasasn melalui alat dan perangkat

vang dikuasainya, dan menjelaskan jugs dominasi pengaruh-
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pengaruh non hukum yvang mempengaruhi terjadinys serta  beker-
janya hukum dalsm kenyatasannya. Dolam pemsparan ini, aksn

divraiksn puls konsep teoritik pemberdayasn masyarskat dan

kelas menengah sebagail upsyva menuju bentuk hukum vang lebih

responsif.

Bab III. Hasil Penelitian dan Apnalisis

Dalam bab ini skan mencoba wmengungkap latar helakang,
pemikiran dan sikap kritis pars asktivis gerskan mahasiswa
vang hersikap berseberangan (oposén) dengan para pemnsgang
kekuasasnnysz.

Disamping 1tu pula, peneliti akan berusaha untuk men-
gungkap tindakan serta perlakuan sparat keamansn dan keter-
tiban dalam menghadapi perbuatan pars aktivis gerskan maha-
siswa pro-reformssi yang memenuhi rumussn-rumusan perbuatan

tertentn dalam hukum pidans.

Pengunghapan realitas sosial ini sksn membawa penelitil
kepada sebush bentuk pemahsman baru ftentang pengaruh-penga-
ruh non hukum yvang mempengaruhi pertimbangan dilskukannys
tindakan untuk tidak menahan atsn menjerat para aktivis
geraksan mahasiswa pro-reformasi stas tindasksn dsn perbustan
vang telah dilakukannys.

Antara hassil penelitian dan pewmbshasan skan dilakukan
secaras melekat, karena dalam penelitian kuslitatif antara
hasil penelitisn dan pembahasan tidak dapat dipisahksan
secars sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa setisp hasil
penelitian vang telah dilakukan pembahasan skan menuju
pengembangan berikutnyvs.

Bab IV Penutup

Bab ini merupsksn bagian akhir dari penulisan laporan
penelitiasn. Kesimpulan akan dirumushan dan disajikan berda-
gsarkan fakta-fakts temuan vang diperoleh di laspangan, se-
dangkan saran skan dirumushkan secars praktis dan ditujukan

bagi para pihak yang terkait dalam permasalshan tersebut.



BAB I X
TIRHJAUAN PUSTARA

A. Tinjauan Umum Gerakan Mahasiswa Indonesia
- 1. Pemahaman dasar gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia

Sebagai .sebuah pemshaman &awal perlu dikemukaksan
bahwa untuk membentuk sebuah definisi tentang gerakan
mahasiswa Indonesia kedalam sebuah bingkai definisi vyang
mutlak adalah tidak wmudsh, sebab pembagisn génerasi
sebagai suatu hasil pemahaman sejarah dapat dilihat dan
&iinterpretasikan !sesuai dengan peranan golongan elit
dalam masyaraksat &%ng ada pada zamannys. Mengapa demiki-
an, karena mahasis%a merupakan sebuah golongan elit yang
dianggap mewakili?masyarakat dan =zamannya sendiri-sen-
diri, sesuzai denga% porsi dan peranannya vang tentu saja

| .
pada setiap zaman gan generasi memiliki wawasan, peranan

dan porzsi yang tidék sama bahkan berbedal?.

Zuhri Hahruzi dalam sebuah ariikelnya mengatakan
bashwa "gerakan mahasiswa sdalah sebuah gerakan musiman
dan terputus—putué, tetapi keberadaannya akan tetap ada
sepanjang zaman".gAsal mula adanya gerskan mahasiswa di
Indonesis, dimulai pada zaman kolonial Belanda dimana
perguruan tinggi y%ng ads, keberadaannya tidaklah menga-
kar di masyarakat‘gAkibatnya timbul dikalangan mahasiswa

|
suatu gejolak dan gerakan yvang berupayva menentang koloni-

1 8.0, Diah, Masalzh Begitu Fesar, Tapz ererasi M tah carup Siap, Prisms 7 Nonor Shusus, 1978, hel. 52, Menurut -
B.§ Dish, dalam pengertian scciologis dan pallias elite adalah "the rulling cia.- ¢ suaty golongan yany mesenang  kelussaan
baik cecara formal saupun inforsal dalam suatu strata sosizl, Dengan kedudukannya ite mereka dapat sempengaruhi perkesbangan

masyarshat, dalam suafu hubungan yang s;fatnyalt;mbal balik, Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah suatu
produk dari masyarakainya. Demikian juga antars elite desgan elite sesudah atau sebelumnya semantiasa ada interkosunikasi,
sehingga kreasi ataupun semangat dari sustu gederasi dilanjutkan atau dijebmakan kedalas bentuknya yang baru oleh generasi
berikutnya. Deaikian pula halaya dengan gerskan maha=1=wa‘ iz juga aerupakan bentuk dari elit tertentu vang sifatnya informal,
tarena mepang tidak memiliki kekuatan dan power secara foraal. Lihat juga konsep pemahaman tenfang "the rullipg class' vyamg
dikesukaken Selo Scemardian dalam kata pangantarnyg untuk  Suzanne Keller, dalam Penquasa dan Yelopok Elit Feraman Elit-
Penentu Dalam Masyarakat Modern, Rajawali Pers dan Yayasan 1lmu-1lsu Sosial, dakarta, 1984, hal. XV, :




al dan membangkitkan semsngat kebangssan. Demikian pula
keberadaannya ketika pada wmasa Orde Lama, msahasiswa
menjadi objek politik dan kebhobrokan sistem vang ada
sehinggs hal ini membangkitkan kembali sikap oposisgi
mahasiswa dengan harapan mereka dapat menghancurksan
keburuksan dan penyimpsngan terhadsp sistem vang adaz).

Novel All mengutarakan bahwa berdasarkan cstatan
historik dan heroik yang ada, maka fungsi kontrol di
banyak negara termasuk salsh satunya di Indonesia, menun-
Jukkan bahwa gerakan mahasiswa memiliki suatu ciri khas
dalam setiap aktivitasnya. Geraksn mahasiswa seringksli
menjanjikan gerakan moral, walaupun keberadsannva sering-
kali dipadukan dengan gerskan politika).

Walau demikian apa sebenarnya yang dimaksud dengan
gerakan mahasiswa? Bonar Tigor Naipospos, dalam sebuah
tulisannya di Prisma vang mengulas keberadaan gerakan
mahasiswa Indonesia mengatakan bahwaé):

Gerakan mshasisws adsalah hasil dialektika dinamis antara
kesadarsn subyektif dengan realitas obyektif (yang representsa-
sinya adalsh dinamika stroktur ekonomi, politik, dan negara).
Berbeda dengan kelompok sosizal lainnya, kesadaran sosial
mahasiswa ditentukan cleh gagasannya bukan ksrena keberadsan-
nya. Latar belaksng sosial dan lingkungen pergawlan sebagisn
besar mahasiswa  berjarsk dari kenyatasn sosial. Retorika
populisme dan kritisisme muncul bukan dikarenaksn berbenturan
dengan perscalan masyarakat sehari-hari, tetspi lebih dipenga-
rohl oleh pemikiran politik dan perkembangan teori pembangunan
vang menjadi wacana tandingan dari kebijakan pembangunan yang
ditempuh selama itu.

Bertitik tolak dsari pemikiran inilah, maks dalam

kajlian ini askan dicoba untuk mengkajl beberapa generasi

2} Inhri Mabrue, Mengenal Gerakan Nehasiswa - Isu Keagilan Tetap Trendy, Pikiran Rakyat, Randung, 1% Noveaber 1969,
Mitos klasit terhadap gerakan mahasiswa ialah dengan memandang babwa gerakan mahasizwa itu merupakan gerakan yang sesperjuang-
kan keadilan, kebebasan, demokrasi, dan aspirasi rakyat. Mahasiswa merupakan sarana hontrol sosial yang obyekiif, Sikap dam
gayanya yang cenderung oposisional dan kritis terhadap keadaan masyarakat, ini serupaken peninggalan dari pasa-masa lalu yang
berbekas dengan kuat dalam dirl setiap aktivis mahasiswa, dan hal inilah yang menjiwai gerakan mahasiswa hingga sekarang.

3 Novel Ali, Kapan Xaus Muda Berhenti “Mepusuhi Pemerintahnya; Suara Herdeka, Sewarang, 11 Novesber 1989,

) Bonar Tigor Maipospos, Mahasiswa Indonesia dalam Pangpung Politik, Kearah Gerakan Rakyat ?, Prisma no. 7, edisi
Juli 5996, hal 1B,
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vang ada, yang mulai membuat suatu gerakan dan dilskukan
oleh sekelompok mahssiswa. Bila kajiasn ini ditarik ren-
tang kebelakang, maka kajian ini akan bersumber pada
momentum di tahun 1908, 1928, 1945, dan 196697 .

Sebelum tahun 1846, penggunaan kata "mahasiswa’
tidaklah sepopuler dan sedemikian bergengsinya di masya-
rakat. Hengzpa demikian, karena pada masa sebelum tahun
1946, lebih dikenal penggunaan istilah “pemuda”. Penggu-
naan istilah "pemuda’ dirasakan lebih egaliter dan mema-

'6). Ini

syarakat ketimbang penggunaan istilah "mwahasiswa
tidak lepas dari pengsruh sejarsah yang saat itu tengsah
mengalami pergolaksan perang kemerdekaan, sehingga istilah
pemuda terasa lebih memasyarakat dan lebih egaliter7).
Menjelang tahun 1846, penggunaan istilah "mahasiswa’
muelasi diperkenalkan di masyarakat, sebelum itu penvebutan
untuk mahasiswa dikenal dengan "pelajar sekolah tinggi’,

atau ‘pemuda’. Pengenalan penyebutan mahasiswa ini ditan-

Y gy Diah, Loc.cit,, Jika B.K Diah membaci pergerakan peeda yang ada senjadi angkatan 1908 dap angkatan 1928, maka
Nugrohe Notosusanto senggabunghan antara anghatan 1908 dengan anghatan 1928 menjadi satu anghatan yaitu angkatan tahun 1920-an
{Nugrote  Notomsanto, Gererasi, Sejarah dan fewarisan Nilai, Dizlog Pricea 7 Nomor Fhusus $974, hal, 4%), Taufik Abdullah
senulis tentang peraman pesuda, babwa sejarah Rintesporer Indenesiz seringhall 4 bagl kedalam Angkatan 1908, Anghatan 1928,
fngkatan 1945 dan Angkatan 1966 (Onghokham, Angkatan Muda Dalam Sejarah Politik, fnalisa Kehuatan Politik di Indonesia-Pilihan
frtike] Prisea, LP3ES, Jakarta, 1995, hal, 112, lihat jugar Teuwfik Abdulah, Tentann Pemuga dan Pesbanqunan, Leknas, Jakarta,
1972, hal. 14].

8 ponar Tigor Maipospes, Loc.Cit, Dengan pengaruh sejarah yeng ada, maka istilah 'pemuda’ lebih populer ketisbang
istilah 'mahasicws’. Haeun demikian tanpa bermskeud melakuvan pesbedzan secara sendalas tentang penggunaan istilah ‘mehasiswa’
dan ‘pesuda’, maka dalam kajian ini keduanyz memiliki honteks yang serupa dan mewakili pengunaan istilah pada zamannya, Dalas
istilah ‘pemuda’ penggolongan kelompok yanp ada senunjuk pads pesbedaan masyarakat yang dlgolongkan berdasarkan klasifikesi
usia, tanpa meebedakan jenjang pendidikan, sedanckan penggunaan istilak 'mahasise’ lebih digelongkan pada penggunaan diferen-
siasi tingkat pendidikan yang ada.

7} Sobelug keerdekamn ada beberaps kelonpoh pesuda dengan susunan terorganicasi seperti ailiter tanpa dipersenjatai,
yang nantinya ketika senjelang kemerdekaan dap sesudah proklamsi menjadi Lashar-laskar pesuda partikelir (non organik) dengan
nasa keloopok antars lain: Hizbullah, BPR] (Barisan Peaberontak Republik Indonesia), Leckar Rakyat [embric laskar militer
tomunis), Laskar Bambu funcing, Pemude §iliwangi, Sabillilah, Sedangkan vang yang berada dibawah kosando peserintah Republik
Indonesia adalah BR-TIR. Fada awalnya BER serupakan esbrio dari TMI yang disponsori secara resai oleh Peserintah. BKR berubah
genjadi TER, TER berubah kembali menjadi TRI, TRI berubah kesbali menjadi TNI hingga kini. Sewakiu aken menjadi TNI ada sebuah
feputusan untuk selakukan penyetaraan dan standarisasi tentara, oleh karena itulah laskar-laskar yang ada saat itu mencoba
dilebur kesbali dengan penempatan dan kepangkatan yang disesuaikan dengan tinghat kependidikan. Fada masa reorganisasi di
tahun 1947 bagi wereka yang ingin melanjutkan karir sebagai militer dapat diteruskzn, sedangkan yang ingin kesbali bersekolsh
dapat seneruskan kebali bersekolah.
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dai dengan dibukanys universitas Gadjah Mada di Yogyakar-
ta. Kala itu universitas Gadjah Mada (yang diprakarsai
oleh Prof. Dr. Sardjito) sebagsi universitas pertama di
Indonesia belumlah wmemiliki kampus yang terpadu, dan
fakultasnya—uﬁ tidak sebesar atau sebanysk kini. Pertama
kali dibuka universitas Gadjah Mada hanysz menerima msha-
siswa untuk fakultas HESP (hukum, ekonomi, sosial, poli-
tik) vang menggunaksn ruangan Sitinggil keraton Yogyakar-
ta sebagai ruangan kuliah, sedsngkan untuk fékultas
kedokteran bertempsat di (Ng)Asem dan fakultas teknik
bertempat di (N)Jetisa).

Menjelang tahun 1950—§p, Istilah "mahasiswa’ mulai
dikenal secara meluas di masyarakat, bahkasn mulai dipan-
dang keberadaannys dimasyarakat karena status ini memi-
liki gengsi tersendiri di nmasyarakat®’. Ini terlihat
dengan mulai beralihnya kriteris status sosial atas
‘gelar’ yang ada. Pertama ksli orang akan bangga dan
memiliki status sosial yang cukup terpandsng di masyara-
kat apabila ia memiliki ~‘gelar lkebangsawanan’' , namnun
ketika wawasan masyaraskat mulai terbuka, mska status
sosial seseorangpun akan bertambsh apabila ia memiliki
"gelar berdasarkan akademis’ .

Hal ini tidak lepas dari pengaruh sejarah yang adsa,

sebab bukanlah menjadi sebuah rahssia spabils pads mass

B} bidapatkan dari hesi) penuturan 1isan Sam Bhezali, Alunus Fakultes Hukn Sadjah Mada, tahun 1963 (generasi Siting-
gil}y yang menuturkan bahwa saat itu walaupun secara fornal telah berdiri STOMIA {Sekolah Tirgoi Kedokteran), MOSVIA (Sekolah
Tiriggi Pangreh/Pacong Praja), Rechthogeschool {Sekolah Tinggt Hukue) di Jakarta dan Technichehogeschool {Sekolzh Tinggi Tek-
nik} di Bandung, namun itu sesua masih serupakan sekelsh tinggl yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau warisan kolonial,
sedang universitas yang pertasa kali didirikan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka adalah wniversitas Gadiah Mada, denpan
penuturan lokasi, fakultas, sebagaimans yang telah dituturkan diatas,

7l Memrut 1.5 Susanto, status 'mahaciswa’ ini dinilai cukep meniliki gengsi yang seimhang dengan gelar-gelar kebang-
saWanan, karena ternyata dalas realita-nys di masyarakat, para orang tus akan lebih sesi}ih dan mesperhatikan 'status sosial
aahasiswa’, atau yang disebut orang saat itu ‘Nogajahmodo’{diasussikan bahwa semua orang yang berstatus mahasiswa adalah
wahasicwa darl Universitas Gadjah Mada, sehingga di Jakarta-pun, atau di Bandung, statvs msheciswa dikenal dengan istilah
‘Nggajahsodo’} akan lebih dipertimbangan dipilih untuk dijadikan menanty. :
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penjajahan pembatassn hak bumiputera untuk mendapatksan
pendidikan sedemikian dibatasi. Pendidikan hanya diberi-
kan kepada kelompok masyarakat tertentu vang dianggap
terpandang, wmemiliki keturunan ningrat dan memiliki
kekayaan tertentul0).
Dalam rentang kurun waktu vyang sedemikian lama,
kiranya kita dapst melihat pasang dan surutnyva gerakan
- mahasiswa, sebagal sebuah gerakan yang‘anti kolonialis,
maupun sebagai gerskan yang revolusioner, hinggas menjadi
sebuah gerskan vyang berkehendak sebagai golongan kaum
reformis atau pembaharu menuju bentuk Indonesis baru.
Pergerakan kaum nssionalis menuju tatanan Hindis
Belanda yang merdeks, sebenarnya sudsh mulai ada dan
tumbuh ketika mulai diberlskukannys bentuk Politik Ftis
oleh penguasa Hindia Belands, sebagai sebuah bentuk
perwujudan rasa terima kasih kepadsa kelompok bumiputera
vang dianggap telah membantu naiknya kondisi perekbnomian
_ Belandsa di Eropa sanall).
Pergerakan mahasiswa STOVIA mulsi berjalan dan
dikenal dengan didirikannya Budi Utomo, yaitu sebusah

wadah pendidikan yang lebih luas dari wadah pendidikan

10} gpira Maganwi terjesahan: Puctaka Utass Grafiti dan JITLY-LIPI, Banckitnya Masionalicse Ingonesia Budi Ulnes 1908-
1918 {The frigin and Earlier Years of the Budi Utoso, I90S-IPI8), Grafitipers, Jakarta, 1989, hal, Z6-39. Dalam disertasinya
int, Mkira Nagazimi senyoroti peranan mahasiswa-wahasiswa STOVIA, sebagal beatuk dari pemberlakuan politik etis di Hindia
Belanda oleh pererintah kolonial Hindia Felanda, namun hanya terbatas pada golongan priyayi, dam bukan bertujuan yanp sebenar-
nys yaitu meabangun pendidikan bagl kaum bumiputera vang sesunggubnya. Pendidikan yang diberikampun bukan atas dasar kebai-
kan penjajah, hal itw dilakukan cemata—sata hanya untuk sepenuhi tentutan ‘balas bwdi' yang saat itu banyak berdengung di
negeri Belands dan sempengaruhi politik kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda.

1 gira Nagazomi, Loc,Cit, Sebab bagi orang Belenda ada anggapan bahwe Hindis Belanda adalah gabus yang meshuat
Nederland terapung (Indie is ge furk waarop Nederiand drijft), sehingga sereka werasa periu untuk mesberikan timbal balik atau
balas budi yang layak, karena telah sekian bapyak kekayaan Hindia Relanda dianghut ke Nedherland wntuk mengisi kas kerajaan
dan memaksurken sasyarakatnya, Malaupun ada sementarz sejaralwan yang mespertanyakan niat surni dari Politik Ftis ini (terma-
suk penulis}, namn dari Politik £t ini jelas sesberikan sebuah wamasan bary bagi kelompok priyayl bumipstera yang berkeses-
patan mengenyas pendiéikan hingga STOVIR {Schonl ot Opleiding voor Inlandsche Arsten), delas mesbangun sasyarakatnya selalui
pendidikan dan wawasan kebangsasn vang lebih tinggl cebagai pemersatu faham kebangeaan.



vang ada pads saat itu, dengan para pencetus-nys Dr.
Wahidin Sudiro Husodo, Dr. Sutomo, dan Dr Ciptomangunku-
sumo. Melalui Budi Utomo pergerakan kemerdekasn Indonesia
dimulai dengan pembentukan dan pembangunan wawasan ke-
hangssan nasional Indonesia yang bersatulZ}.

Resadaran ini tumbuh dan berkembang hkarena gagasan
vang ada dslam pustaks yang mejadi bacasan mereka sehari-
hari berbicsra tentang kebebasan, demohkrssi, persamaan
hak dan kritik terhadsp kolonislisme serts impfeali5w
melS}. Disamping itu puls tumbuh kesadaran bshwa mereks-
pun memiliki hak dan pendapat yang sama, walan berbeda
warna kulit, merupakan embrio dari Dbentuk perlawanan
terhadap kaum kolonialld?,

Menurut Bonar Tigor Naipospos, vang mengutip artikel

dari Leo Suryadinata mengataksn bahwa secara lambat laun

premerintah kolonial menyadsari bahws perkembangan wawasan

12) 1hid, hal, 41-87. Lihat juga: Pobert van Kiel, Terj, Zahara Deliar Meer, Hunculnya £1it Hodern Indonesia, Pustaka
aya, Jakarta, 1984, hal, 44, Sedanghan untuk sasa-masa terpenting dari tusbubnya kesadaran nasional dard pendidikan modern,
dapat dilihat dalas: J.D. iegoe, Faus Intelehtual dan Perjuangan Feserdekaan, Grafiti Pers, Jakarta, 1993, MWalaupun pada saat
itu belus begitw banyak orang vang dapat mengenyan pendidikan moderen, nasun dalan pendidikan soderen ini telab berhasil
selakukan banyak hal diantaranya ialah perubahan struktur masyarakat, perubahan yang elshirkas bentuk-bentuk elit barw dan
terakhir yang paling penting ialah mesbuka wawasan mata pelajar Indonesia tentang politik diskriminatif kelonialisee, yaitu
tentang perbedaan warma kulit, dualisme sisteq ekononi, politik penindasan, dan pergingharan harkat dan martabat eanusia,
Lihat juga: Joim Ingelsom, Perhimpunan Indonecia dan Pergerakan Kebangsasn, Pustaka Utama Grafiti, Jakarts, 1993 dalam bab:
fenerasi Raru Mahasiswa, Dengan sunculoya koncep pepahaman baru dalas diri pereka, maka pengarub-pengarub priserdialise hesu-
knan, sedikit deei sedikit mulai dilebur dalas wawasan kebangsaan yang satu, oleh karenanya angkatan dari generasi ini neape-
roleh sebutan angkatan 1908, sebagai angkatan yang sembangkithan kesadaran nasional atau angkatan yang mewijudkan ‘Kebangkitan
Kasional’.

13} 3.0, Legge, Thid, Lihat jugs suplesen tentang Indonesia ‘Pasang Neik Gerakan Nasional di Indonesiz’ dalaw ‘Rising
lide of Color (Pasang naik Kulit Rersarna)’-nya Lothrop Stoddart. Dari barasn inilah kesadaran politik dan kauwm terpelajar
indonesiz senjadi seningkat, selain itu juga dengan adanya pendidikan modern maka pemahasan tentang arti identitas dan worga-
pisasi juga bertasbah baik. Stoddart senulis tentang dunia kulit putih dan sussh-wusubnya yang potensial serta perjuangan
kelompok yang bertentangan dengan kelowpok kulit putih senuju bentuk kemerdekaan yang hakiki sebagal sanusia dan sebagal
hangsa yang sama, setara dengan bangsa-bangsa lainnya.

1) Dalas The Rising Tide of Color, Lothrop Stoddart seaberikan contoh beberapa bentuh perlawanan dari ‘kulit berwar-
na' terhadap cpsdnasi ‘kulit putih'. Memang dalam tukw aslinya Stoddart tidak menyinggung tentang Indonesia, namn dalas
terjemahannya, diberikan suplesen khusus tentang perjuangan ‘hulit herwarna’ (pribusi} lndonesia terhadap dominasi 'kulit
putil' Belanda, hal. 275-311, Dalam suplemen ini panitia penerbitan menguias dan sebahas perjuangan bangsa Indonesia  berda-
sarkan segi geografis, kultur, historis dan pedagngis. Panitia penerbitan menyoroti pentingnya segi pendidikan dalam selakukan
peaberdayaan masyarakat Indonesia yang seat itw mesib terjajah, cehingga selain perjuangan secara fizik, perjuangan melalui
pendidikan untuk memajukan daya dan olsh pikir sasyarakat-nya-pun juga diulas.
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kebangsaan vyang diberikan melslui pendidikan moderen,
dapat membawa akibat yang kurang baik pada posisi mereka
di Hindia Belandal®’, Kegiatan organisasi pelajar vang
diperbolehkan adalash hal-hal vang tidsak berkaitan dengan
aspek-aspek politis, seperti olah raga, pengajaran,
pertunjukan kesenian dan kepanduan18>.

Ada sebuash catatsn penting tentang perasnan dan
fungsi kepanduan dalam andilnya membuka wawasan Kebang-
sasn secars nyata di Hindia Belanda. Padas awslnya Lkepan-
duan satau saat itu dikenal dengan sebutan padvinder atau
padvinderij (pencari Jejak, penemu jalan) hsanya diperun-
tukkan bsgi mereks vang tergasbung dalam =sekolsh-sekolah
pemerintah. Namun dikarensksn kegistan ini amat menarik
bagi kegiastan pendidikan non formal bagli ansask-sanak,
pemuda dan orang dewassa, maka kegiatan kepanduan ini
makin meluas dan makin berkembang tidak hanva dikalangan
anak—-anak belanda dan priyayi, tetapil Juga berkembang
luaes diberbagai kelompok masyarakat17).

Dalam pendidikan kepanduan ini, penanaman nasiona-

lisme dan kebangsaan amatlah menjadi pricritas. Setiap

pendidikan ysng diberikan dalam kepanduan selalu menggu-

‘ WMMmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:
feexamination, durnal of Spuiheast fisiap Studies, 1978, hal, 100 Pesbatasan juga dilskukan bagd para sisWa yang yang belajar
di sekolatrsekolah pemerintal, para siswa tersehut dilavang terlibat dalam berbagai macas dan beatuk hegiatan politik, Peser-
intah kolonial amat seatakutkan efek samping yang tumbub dari pendidikan-gendidikan yang diberikan, ini terlihat dari bentuk
kekhawatiran mereka dengan mesbatasi perluasan jenjang pendidikan.

1] tebenarnya tindakan peserintzh kolenial Hindia Helanda melakukan pembatacan selalul kegiatan-kegiatan non politis
tercebut tidak akan sepbawa hasil yamg efektif, mengapa, sebab melaluil pengajaran dan lepandusm, para pemuda yang ada pada
" waktu itw justru makin terbuka wawasan nasionalitas dan kebanpsaannys, apalagi melzle kepiatan kepanduan, sebab disanalah
nasionalisee mulai diperkenalkan. Memang pada awalnya kepanduan hanya diberifan untuk kalangan tertetu, tetapi dalam perkes-
bangannya justru tidsk dapat diduga, ia sesberikan andil yang besar dalae pembeniukan watak kebangsaan,

) pertama kali perkuspitlan kepanduan di Hindia Belanda ternama NIV (Wedherland Indische Padvinders Vereepiging
Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda), kesudian disusul dengan berbagai %elompck kepanduan satam ¢ Javaanse Fadvinders Organi-
zatie, Jong Java Padvindery, Nalionale Islawitishe Padvindery, Sarebat Islsa Afdeling Padvindery, Hizbul Wathan, dll, lenghap-
nya dapat dilihat dalae '75 takun Yepanduen dan Yepramubaan di Indonesia’ diterbitkan oleh Kwartir Nasional Berakan FPramuia,
1986,




nakan permainan dan dilatar—belakangi oleh pendidikan
kebangsaan. Oleh karena itulah pemerintah Kolonial Hindis

Belanda kembsli melarang penggunaan istilah ‘padvinder’

dan 'padvinderiji’ bagi kelompok-kelompok kepanduan vyang

beraliran kebsngsaan dan nasionalis. Dalam kepanduan ini

kader-kader pergerakan nasional menemuksn srti kebangssan

dan cinta tanah yang sebenarnysa. Sehingga ketika penggu-

naan 1istilah padvinder dan padvinderij dilarang, mereka

menggunakan istilah ‘pandu’ dan ‘kepanduan’, sebagsimana

vang dikemukakan oleh Agus Salimls).

Disamping kegiatan " kepanduan’, kegistan pendidikan
dan pengajaranpun ternysata membaws efek pencershan terha-
dap sebuah wawasan yvang lebih luas, terutama bagi para
pemuds yang tinggsl dan belajar di Belanda sendiri. Para
pemuda tersebut justru mendapatkan pemahamsn kongkrit
tentang kolonialisme dari pengalaman tinggal di negeri
Barat dalam suassans yang jauh berbeda dengan suasans di
Hindia Belanda. Di Barat para pemuda itu pertams kalinya
dipandang sedersajat dengan masyarakst, bukan sebagai
warga masyarakat kelas dus, sebagsimana yvang mereka rasa-
kan di Hindia Belanda. Mereka dipandang sederajat baik
dalam konsep hukum maupun dalam hidup sehari-haril9).

Bulan Februari tahun 1825 dibentuklah ' Perhimpoenan

Indonesia’oleh para mahasiswa Indonesia yang belajar di

18} oot Fadilah, Pendigikan Pendahuluan Bela Negara Melalui Gerakan Prasska Dabulu, Xini dan Masa Yang fkan Datang,
Proyeh Penelitian Prasuka Garuda dan Karys Tulis Bela Megara, IWSOED, Purwokerto, 1993, hal. 38, tidak diterbitkan. Ind
terjadi ketita sakin melesbaganya kegiatan kepanduan dalas setiap organisasi pemuda kedaerahan senjelang Suspah Pemuda di
tahun 1928, balkan dalam satu putusannya i Sumpah Pemuda 1978, ada hesepakatan untuk senggunakan kepanduan sebagai salah satu
sarana pendidikan kebangsaan dan wawasan nasionalitas, lihat teks asli ‘Soempah pesoeda’.

19 perar Tigor Maipospos, Op.Cit, bal. 19, Lihat juga 3 perjuangan Mohassad Hatta dan tesan-tesan dalam ' Perhispoe-
ran Indonesiz’ ¢1 Felanda dalam : J.E.W Duijs, Meabels Mahasiswa Indonesia di Pengadilan Belanda, Buming Agung, Jakarta, 1983
dan Havis Rose, Terj. oleh : Hersawan Sulistyo, Ricorafi Politik Hohammad Hetts, Gramedia, Jakarta, 1991., Dari pemaparan
sebagian henyataan sejarah yang ade diatas, kita dapat mengetated batwa Kepanduan-pun ikut semberikan andil dalam pendidikan
kebangsaan, gpenanaman nasionalisme dan perluasan wawasan tentang arti cinta akan tanah air, yang sehenarnva pada wakts itu
bangsa bupd putera belunlah memiliki tanah zir yang merdeka, yang ada hanyalah wilayah koloni-Hindia Pelanda.
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Belanda. Perhimpoenan Indonesis ini sebenarnya merupakan
pengembangan dari "Indische Vereniging' vyang awainya
hanya merupsakan tempat berkumpul, dan membicsrsksn mass-
lah sosial budaya sekedar mengisi waktu vang kosong di
Belanda. MNamun setelah menjadi Perhimpoenan Indonesisa,
perkumpulan ini secara Jjelas tengah mengedepankan masalzsh
politik dan dalam salah sstu asssnya menyatakan "usaha
untuk mencapai kemerdekaan Indonesia"29) .

Pergerakan di Belanda ini bukannya tanpa penéawasan
vang ketat, sebab kementerian jajahan mengedarksn sebuah
brosur pengawasan yang mengsatakan bshwa bagi para maha-
siswa yang saktif dalam kegiatan politik, maka mereks akan
dikenskan sanksi penolskan untuk menjsdi pegawai negeri
(ambtenaar) Belanda dsn pembatalan beasiswacl’.

Jika di Belands berdiri Perhimpoensn Indonesia, maka
di Hindia Belanda-pun tepatnya di Batavia di tahun 18258
berdiri Perhimpoenan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI)
vang diprakarsai oleh sejumlah “pelajar ‘sekolah tinggi
(iétilah untuk mshasisws pada massa itu) . PPPI ini mem-
punyal hubungan vang erat dengah Perhimpoenan Indonesis,
bahkan asas dan tujuannys mirip sekali dengan Perhimpoe-
nan Indonesis yaitu "berjuang untuk kemerdekaan bangsa
Indonesia rays merdeka". Mereka melakvukan perjusngsan

dengan cara dan medisnya sendiri, namun tetap memiliki

X Sartaw Kartodirjo, Op,Cit, hal. xi. D1 Hindia Belanda cerdiri, perkuspulan peruda yarg pertams berdiri adalah
"Tri Koro Darme” 61 tahun 1915, yeng keeudian berubah menjadi Jong Java. Menurul Abdurrachesn Surjoaihardjo, perkuspulan maha-
siswa Indonesiz di Belanda selain disebut dengan Indische Vereniging, disebut juga dengan Indonesiche Verehiging, (Abdurrach-
aan Surjokiberdjo, Pola-pola Pemikiran Menuju Kenerdekaan Indonesia, Prissa 7 Nosor Khusus 1974, hal. 19,

‘ 2t} Tindakan ini merupakan tindakan peserintah kolonial uniuk seshatasi dan sengawasi gerzkan-gerakan mahasiswa di
Belanda yang aktif dalaw kegiatan politik dan berpartisipasi dalaw serikat perburuban, sehingga ancaman dan sanksi pesbatalan
beasiswa dilancarkan wntuk sesbendung keaktifan tersebut. Bahkan bagi beberapa orang tua yang mensekolahkan anaknya di Belan-
gz, dihisbau agar eenghentiken tunjangannya agar para anak-anaknya tidak dapat aktif dalas berbagai kegiatan politik.
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tujuan yang samazz).

PPPI wmemegang peranan penting dalam mempersatukan
organisasl pemuda Indonesia, sebab selsin terlibat dalam
persiapan kongres pemuda I, PPPI jugé mgngusulkan untuk
mempersatukan berbagai organisasi pemuds dengan Jjalan
fusi. Usul ini diterims dengan baik oleh para organissassi
pemuda, karena pads umumnya anggots PPPI Juga merupakan
anggota dari beberaps organisasi pemuds vang ada, sehing-
ga untuk melaquan fusi tidak terlalu mengalsmi kesulitan
vang berarti23).

Gagasan fusi dilontarkan dan dirintis dengan dise-
lenggarakannys kongres pemuds I di Batavis pada bulan Mei
1926. Dari kongres ini memang belum mendapatkan hasil
vang optimal, namun soclideritas di kalangan pemuda sudsh
mulai terjalin. Dua tahun kemudisn, tahun 1928, dilang-
sungkan kembali kongres pemuda II yang menjadi tonggak
sejarah baru dalam perjuangan bangsa Indonesia, khususnys
perjuangan kaum mudas Indonesis dsalam menggalang persa-
tuan, karena pada akhir sidsng ini divcapkannya Sumpah
Pemuda yang secars tedas menyatakan pengakuannya satas
bangsa, tanah air, dan bshass yang sgtu, yaitu Indone-
sial4),

Pada tahun-~tahun berikutnya tekanan pemerintsh

z Bonar Tigor Maipospos, Op,Cit, hal, 20, Dibandingkan dengan organisasi kepemudaan Tainnya yang ada pada masa ity,
saka PPPY selain sudah tidsk lapi bersifat prisordizlieme vang kuat, maka PPPT kelak di tatun 1930 tepainya pade kengresnya
pads tanggal 20-Z3 Sptesber 1930 enyatakan cecara tegas herada diantara orpanizaci pesuda dan pariai politik, PPPI tidak lagd
didowinasi warna kesukuan, dan PPPI secara terang-terangan menyatakan diantara berads diantara organicasi pemuda dan organisa-
si politik.

P31 1hig, Ketertibatan PPPT dalan berbagai kegiatan politik justru sesakin terliat setelah tahun 1932, disana nereka
senentang upacara peresaian patung Jenderal van Meotz pada bulan Agustus 1932, FPP bersama-sasa fengan  oroanisasi pesuda
lainnya seaprotes Ordonansi Milde Sthoclen dan Onderwijs Verbod, yaitu peraturan yang' pembatasi kegiatan perguruan  nasional,
PP juga memiliki majalah Indonesia faya yang cukup keras dalam aelontarkan kritik, Di tahun (93¢ beberapa anggota PPPI
ditangkap oleh polisi akibat artikel yang disuat dalan Indonesia Raya. Majalah imi akhirnya di breidsl oleh pemerintan koloni-

al, {J.D. Legge, Op.Cit, hal. 107-115).
24 Bonar Tigor Maipospos, Loc.cit,
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kolonial makin mengust, beberpa organisasi kepemudaan di
awasl secara ketat, namun semua ini tidak wmengendurksn
semangat para pemuda itu untuk mempersstukan pandangsan.
Beberapa organisasi hepemudasn yvang lahir pada sast itu
tidak lagi diwarnal oleh semangat primordialisme, melain-
kan lebih menonjolkan nasionslisme dan hasrat untuk
mencapal kemerdekaanZ29) .

Pendidikan bagi bumiputers vyang diberikan oleh
kolonial Belanda seaksn menjadi bumerang bagi Belaﬁda itu
sendiri. Berbagail kegiatan politis dan non politis tumbuh
dan berkembang melalui pendidikan, sebab dengan pendidi-
kan pencerahan deml pencershsn wawasan, kebangsaan dan
nasionalisme senantiasa tumbuh dan berkembang, seiring
dengan usaha perjuangsn bangsa Indonesia mencapsi kemer-
dekaannyaZS}.

Berawal dari Sumpah Pemuda inilah, pergeraksn demi
pergerakan nasional mulai memasuki dunia politik secara
nyats maupun secars bawah tanah. Xelompok-kelompok masya-
rakst dan mahasiswa pada perguruan-perguruan tinggi vang
ada saat itu seperti STOVIA, Rechthogeschool, dan Tech-
nichehogeschool berkembang wawasannva, sehingga oleh
pemerintah kolonial Hindia Belanda dianggsp dapat memba-

hayakan kedudukan pemerintah kolonial. Qleh karena itu

B teranan penerintah kolonial secarz tertuka terlihai dengan melakuken pongawasan yang ketat, certa peshatasan-
pembatasan dalam selakukan berhagai kegiatan, tetapi tekanan pemerintal kolonial vang terselebung dilakukan dengan mesbentud
cebuah badan tandingan bagi PPPE yaitu USI (Unitas Stwicsorus Indomesiensis) di tahun 1933, Sebapai sebuah croanisasi tandin-
gan, saka UGE bertujuan memscak belah persatuan dan membelokkan perhatian makesiswa dari politik dan kegiatannya, USI bersem-
boyan bahwia “pelzjar sekolah tingpi sebaibnys hanys belajar, sencari ilst dam jangan berpolitix’, UST hanya wmengelola pesta
dansa, MNamun walay demikian ada juga beberapa anggots BSY yang seeiliki andil dalaw memegang jabatan penting dalam birokrasi
pasca kelonial, tetapl juga tidak dapat dipungkiri bahws ST adalah badan yang dibuat oleh kolonial Helanda untuk  sengimbangi
peranan PPPY. (Lepge, Op.Cit, hal, 79-801.

2} gartona Yartodirdio, Dp.Cit, hal. 60, Getelah anghatan 1908 yang senbuka jalan senuju 'Kebangkitan Nesional' maka
pergerakan ind dilanjutkan dengan memberdayatan mesyarakat selalui pendidikan dan penanamen nasicnalisme serara bertahap.
Perjuangan angkatan 1908 mencapai titik utaganya retika mereba herhasil sengadaban suatu Xongres Pemdz df tahun 928, dan
berhasi! pula mencetuckan suatu perwsusan Suspah Fesuda yeng dijediken titik tumpuen berikutnyz untuk  sengembanghan  wawasan
kehangsazn menuju Indonesiaz nerdeha,
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dengan berbagai macam dalih hukum dan hak-hak khusus,
macam hak exorbitan, dipergunskan untuk menjsring dan
membuang para aktivis pergerskan, baik menahannya di
berbagai penjara waupun pembunangan di Digul dan Tansh
Merah, Flores, Bandanairas d1127),

Dalam perjalanan sejarah perjuangsan bangss Indone-
sis, beberaps mahasisws tokoh Pergerakan MNasional vyang
terjsring oleh pasal Haatzaai Artikelen antara 1lain
Soekarno, Mohammad Hatts, RM Abdul Hadjid Joyodiningrat,
Ali Sastroamidjojo, Nazir Sutan Pamuntjak, Gatot Mangkoe-
pradja, Maskoen dan Soepriadinata28>.

3. FPeriode masa pendudnkan Jepang dan kemerdekaan Indonesia

Awal Maret 1942 pemerintah kolonial Hindia Belanda
menyerah kepads Jepang. Jepang melskukan penduduksn stas
seluruh wilayah Hindisa Belanda, dan dalam msasa ini pemer-
intah kolonial Belanda terpaksa melskukasn pemerintahan
dalam ma=za péngasingan di Brisbane, Austraslis. Dalam massa
pendudukan Jepang, Jepang mengeluarksn msklumst tentang
pelarangan semua kegiatan politik, termasuk juga membu-

barkan semus organisasi kepemudaan dan pelajarzg).

) prgurrachean Serjoaihardje, Persapaian Remp Konsentrasi Mipul dalam Fenulisan Sejarsh Indoresia, Prisma 7, LP3FS,
1708, hal, 19, Ui Gekolah Tinggl Kedokteran {(STOVIA), Soetowo hendak diberhentikan dari pendisikanmya karena ia aktif dalam
berbagai kepiatan pelitik, oleh karena ity Br. FH. Roll, Direktur STOVIA pembela Soetomn, agar Scetomo tidak diberbentikan
dari perdidikannya dengan sengaiuban pertanyaan "Apaksh ada 61 antara twam-tuan yanp hadir disini, yeng tidab Jebih merah dari
pemula Soetons semahiu tusn-tusn berwsur I8 tahun?. {Bonar Tigor Maipespos, Op,Cit, hei. 24, menquiip dari wawancara Y.B
Nanmuel Jaya dalas Yogya Post, 20 Mei 19910,

8} frhuag Fadilah, Delik Politil {Sebuah Fajian Pengqunaan (M Moo 11 ENPS 1963 dan Hastzaal Artikelen Terhadap Gera-
tan Mahasiswa Indonesia 1974-1994]. Makalzh Ulsish untuk sengikuti Progras Magister (57} Tlau Hukum 'RDIF, - Semarang, 1998,
hat. 23, Para tokoh pergerakan ini dijerat senggunakan pasal-pasal Haatzaai Artikeles dengan dakwaan menyerang atau menghasut
aasyarakat Indonesia agar eenentang atau senqadakan perlamanan terhadap peserintah kelonial Hindia Belanda. Peristia terse
but merupakan tonagak pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, dimana mahasiswa sulai berdikir secara kritis dan bukan hanya
sekedar menerims  ilmu pengetabuan, tetapi juga mulal perduli kepada kemerdekaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta

bernegara,

) Banar Tigge ¥aipospos, Op.Cit, hal, 20, Mesang pada awalnya Jepang selarang dan pembubarkan semia organisasi
kepemudaan, pelajar dan politik, bahkan mereka juga welarang kegiatan-kegiatan Kepanduan yany dianggapnya sebagai sebuah
kegiatan ‘bemaan’ dari Barat. Tetapi nanti aenjelang sasa jatuhaya Jepang dalam perang dunia kedus, Jepang mulal membuka
kesbali organisasi-organisasi kepemsdaan dan pelajar, tentunya dibentuk dalas versi dan visi keinginen -pemerintah Jepang.
Lihat juga: Loebly Logean, Delik Politik, Ind-Hill-Co, Jakartz, 1990 tentang Brishane Ordonantie, yaitw Kitab Undang-undang
Hukuw Pidana yang dikeluarkan oleh peserintah Hindiz Belanda dalas peppasingan,
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Jepang melakukan penutupsn berbagai perguruan tinggi
vang ada, mereka melakuksn perubahan dsn pergantian
terhadap staf edukssi yang ada. Staf edukasi yvang berke-
bangssan Belandsa atan dari Erops, diganti, mereksa segders
dimasukkan kedalam " kamp interniran 307,

Selang beberapa waktu Jepang membuka kembali fakul-~
tas kedokteran di Jakarta dan fakultas teknik di Bandung,
namun dengan komposisi staf edukasi yang berbedai Kini
staf edukasi yang ada terdiri dsri orang-orang Jepang dan
dari bumiputers. Walau kebijakan Jepang tentang pembukaan
kembali fskultas-fakultas yang ads bagi bumiputera disam-
but dengan baik, tetapi keadsan dan hondisi pendidikan
vang ada pada waktu pendudukan Jepang dirasakan lebih
represif apabila dibandingkan dengsn pendidiksn pads massa
kolonial BelandaSl?.

Menjelang kemerdekaan 1945 peranan mshasiswa dan
pemuda, tidak begitu ditonjolkan dalam hal pergerakan

maupun pendidikannya, sebab mereka lebih banyak turun

0}z cebuah fenomena yang menarik pada saca pendudakan Jepang. Saet itw datulu orang-orang pribusi-blastersn yang
serasa wemiliki darah €ropa, sehagal orang yang mengaku "Imds’, "Sinya’, yang dahulu begitu mengagurg-agunghkan keturunan seha-
gai hagian dari kulit putih dan menganggap rendah kepada haum pribusi, kini setelah Jepang menaklukan merekz, para 'blaster-
an’, 'inds’, 'sinyo’ tersebut dengan terbuki mengakui bahwa mereka adalah bagian dari aus bumipuiera. Pemaabuan ini dilakuban
agar sereka tidak terkena peraturan yang sengharuchan babwa setiap orang Erops, diharuskan easuk kedalan kamp interniran.
{Lihat juga: Ktut Tantri, terjemahen: Maj. Abd. Bar Salim, Revelt in Paradice (Revolusi df Nusa Damai), Gunung Aqung, Jakarta,

1943},

) ponar Tigor Xaipospos, Op. Cit, hal, 22. Pada mass ini inforsasi adalah barang yang berharga, sehingga penyegelsn
terhadap ragiopun dilakukan oleh Jepang. Tetapi ini tidak menutup kemngkinan untuk sendapatkan informasi, sebab ada teberapa
diantaranya yanp hancel dan seabuka segeinya untuk sendengarkan siaran radio-radic luar megeri. Jepang lebih bertindah keras,
dan Jepang tidak segan-segan melzkukan pemecatan, penafanan dan pemeriksaan yang cubup keras terhadap para pelajar dan pelajar
tirggi f(baca : Mahasisua) yang ketahuan ikut serta dalak oroanisasi kepesudaan bawah tanah, sembicarakan sasalah politik,
atau mencoba—coba selakukan kegiaten politik, Burhen D. Magenda, dalas Geratan Mahiasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Poli-
tik: Swatu Tinjauan, Prispa No. 12, December 1977, hal, 4, yang wenqutip Beorge Mct. Kahin, Hetionalice and Revolutioe in
Indonesia, Cornell University Press, 1932, hal. 32 senpatakan bahwa sanpal saat masuknya Jepang ke Indonesia juslah mahasiswa
indpresia hanyalah 637 orang, sedangkan pada caat yang sama jumlah mabasiswa Fropa dua kali lipat sahasiswa Indonesia, Mamun
demikian mentrut Harcyn ¥, Befrtiar dalas Indomesia, dalam Students and Politics in Developing Matians, halaman i8dDomald K,
Bwerson  (Rditor), babwa juelah mahasiswa Indonesia sast ramen Jepang adzizh 387, Menurut Joseph Fischer, jumlah Sarjana
Indonesia pada easa permulaan kemerdekaan adalah 1,100 orang. Xarema itu perkiraan ¥ahin diasbil sebagai estisasi yang soder-
at, lihat: Joseph Fischer 'Indonesia’ dalaw Jawes 5. Colesan {Editor), Education and Political Pevelopaent, Princeton Univer-
sity Press, 1968, hal. 103,




71

langsung dalam bentuk melakukan perjuangan revolusi
fisik32)

Padsa masa pematangan situasi ini, menjelang jatuhnysa
Jepang, ada beberaps pemuda dan mahasiswa yvang wmelskukan
jalan dan upayas yang berbeda. Kelompok Soekarno dsn Hatta
cenderung melakukan pendekatan terhadap pemegang kekua-
ssan, tetapi tindakan ini dianggsp oleh Sukarni dan Sutan
Syahrir sebagai tindakan kolaboratorSS). ‘

Ketika terkabarkan bahws Jepang kalah persang, dan
menyerah tanpa sysrat kepada sekutu, maka Indonesis

dengan segera memproklamirkan kemerdekaannya34).

32)1§i§; fda beberapa dari mereka yang menbniol, tetapi bukan dalam bentuk pergerakan-pergerakan pendidi%an, namun
tebih berupa kelompok-kelompok perjuangan fisik. Perjuangan ini tidak lain dari hasil pengarubs pendidikan kesiliteran Jepang
melalul PETA (Sukarelasan Indonesia yang dibentuk oieh Jepang untuk segpersiapkan Kemerdekaan Indonesiz dan sembantu Perang
Asia Tisur Raya), Heibs {Milisi reguler militer yang terdiri dari arang Jepang dan Indonesia), Seinendan {Velompok pesudy
sukarelawan pertahanan tetapi tidak bersenjatal dan Keibodan (Keloapok masyarakat diatas kelompok usia pesuda sukarelawan
pertahanan yang diperbantukan kepada Jepang tetapi tidak bersenjata). Blah keprajuritan yang diperkenalian oleh Jepang menhawa
daspak pada pola pendisiplinan dan karakteristik yang militan bagi para pesuda, lihat juoa ¢ AH Masutim, Pokok-pokok Beri-
Lya, Angkasa, Bandung, 1984 dan Tiokropeamolo, Panalisa Besar TMI Jendral Suedirgan Peaispin Pendobrak Terakhir Pepjajahan di
Indonesia, Kisah Seorang Fengawal, OV Haji Masagung, Jakarta, 1993, Secara historis awsl milz diperkenalkannya kehidupan
ailitan selalui pendekatan militer dilakukan oleh Jepang dengan seaboyan Perang Asia Timur Raya, dalan usahanya aesbubktikan
superioritas bangsa-bangsa Timsr terhadap kelowpok bangsa Barat, Walaupun pola pendidikan dan peshipaan yang dilakukan Jepang
kurang manusiawi, namun teepaan yang dilalui bangsa Indonesia selamss tiga setengah tahun cokup sembama kesadaran militan
aclalui perjuangan bersenjata dan aililerisse. Konsep inilsh yang nantinya ahan seabara kepada dua tush bentuk resikiran yang
herbeda di dalam eiliter, yaitu pertama konsep siliter Indonesia yang didik dan dibesarkan oleh Jepang, dan kedua ialah konsep
militer yang dididik dan dibina oleh Relandw, diasbil oleh M.M Billah dari Robinson dan Hadiz, 1993, serta Jenkins 1984 (M.M
Billah, Kubu-kubu Joeolegis Yang Bersaing den Pandangan Tentang HOY, Seqi-seni Sosiel Sengketa (konflikl, Horkshop Alternative
Dispiste Resolution, LBH Bandung, 1998).

3} Saat itu keloapok Soekarmo-Hatta engasbil sikep tidak konfrontatif, tetepi Sukarni dan Syabeir lebih tenderung
sengpunakan  kekuatan babmah tanzh dan bersikap konfrontatif terhadap Jepang. Tindaskan Scekarno dan Hatta ini tiangiap oleh
Syatrir sehagai tindakan kelaborasi dengan kekuasaan Jepang, sehingga perpecahan diantara sereka senjadi semakin narpak. kedua
telospok ini mesilih jalan yang berbeda, tetapl serebs memiliki tujuan yang samz, Soekamo beranggapan babwa tindakan yang
dilakukan olehnya adalsh semata-mata untuk mendapatkan informasi yang lebih sendalas dan akurat tentang kekuasaan dan kekvatan
Jepang yang sebenarnya, harena pada masa itu Jepang sedang diashang kehancuran, dengan kekalahan-kekalzhannya oleh pihak
sekutu, {lihat @ Cindy Adams, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, Gunung Agung, Jakarta, 1984), Lihat juga: Susono Mistofa,
Sukarni Dalaw Kenangan Teman-Temannya, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, Bagian Kedua, Tempat Sukarni Dalam Sejarah; dan lihat
juga: Sutan Syahrir, Renungan dan Perjuannan, Fenerbit Jasbatan Dia Raya, Jakarta, {990, bapian 1 Renungan dalam Tahanan, dan
bagian 11 Aksi.

) lihat : AH Masution, Sebitar Perang Vemerdekaan, Bulai huku § - Proklamasi, hinoga buku 5 Aoresi Militer Belanda
I, fnghkasa, Bandung, 1980, Proses kemerdekaan yang terjadi hukanlah sebuab proses sejarah yang sederhana, sebab iapn pemi-
1ki feterkaitan dengan sitwasi dan kondisi politik serta peperangan di dunia. Yekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya,
dan di boa atos-nya Hiroshisa dan Nagasaki serupakan puscak kekalahan Jepang. Menjelang Sehutw maswk ke Jndonesia, terbetik
kabar batwa Belanda meshonceng di belakangnya, dengan dalih melakukan peabebasan terhadap para 'inferniran hulit putih’ Belan-
da juga melskuken aksi polisionil I, atau dalam =ejarah Indonesia dicebut denpan Agresi Riliter Eelanda 1, Belanda melakukan
peabersitian terhadap balatentara Jepang yang kalah perang, namun merekapun rupanya mesanfaatkan status quo yang ada (menurut
engoapan Belanda) untuk senguasai kesbali Indonesia {versi Eelanda macih Hirndiz Belandal,

!



72

Menghadapi Belanda yang menyusup dibelakang sekutu,
sejumlah pelajar dan pelajar tinggi wmelakukan geraksan
dengan membentuk mobilisasi milisi pelajar dan mahasiswa
(saat itu sudah mulai dikensl istiléh mahasiswa), Maha-
siswa membentuk semzmcam sSatuan Corps‘Mahasiswa sedangkan
vang pelajar membentuk Tentsars PelajarSS).

Dipihak lain Belands selain melakukan sksi polisio-
nil I, Belands juga mencoba menarik simpati mahasiswa
Indonesia dengan membangun kembsli Universitas Indonesis
vang fakultas-fakultasnys tersebar di berbasgsi kota besar
di Indonesia. Belanda mencoba menggunakan kegiatan ek-
strakurikulernya sebagail pensrik perhatian massa dan
kegiatan tersebut dipolakan persis seperti kegiatan
mahasiswa di BelandaS8).

Respon mahasiswa yang sedang belajar di universitas
terpecah kedalam dua kubu yang berbedsa. EKubu pertamsa
adalah mahasiswa vang pro kepada republik, kubu kedusa
adalah kelompok vang bersikap aspatis. RKelompok mahasiswa
vang apatis benar-benar tidak sktif dalsm kancah politik
republik, wmereka seakan-akan benar-bensr mengikuti him-

bauan Belanda untuk tidak terjun dalam dunia politik-

R Bagi wmahasicwa dibentuk Corps Mahaciswa, cedanghan bani pelajar tergabung dalam Brigade XVII, yang didalamnya
terdiri Mas TRIP (Tentara Pepublik Indonesia Pelajar), Tentara pelajar IMAM {Indonesia Merdeka Atau Mati), TGP {Tentara Genie
Felajar}, TF ({Tentara Pelajar}, d11. Khusus untuk tentara pelajar dapat dilihat dalam bukw “Sanokur dan Pena® oleh Mugroho
Wotosusanto; bueku  *Benny Moerdani Profil Prajurit Neqarawan” oleh Julius Powr, Yayasan Kejuangan Panglims Besar Soedirman,
Jakarta, 1993, khesusnya Bab V. Binsmita Tentara Pelajar. Tetapi uniuk melihat proses perlawanan oleh pesuda, pelajar dan

fnderson  {Ben Andersm), Sinar Harapan, Jekarta, 1789, Ben Pnderson gelihat bafwa Perjuangan di masa Revolusi di tafun 1943
sebagai suate ‘Revolusi Pemuda (Pemuda Revoiution)’ yang didorong oleh semacam sebuah kesadaran peauda, Ffnderson memulis

lution, Occupation ggéﬁnﬂesistance, 1944-1946, Cornell University Press, 1972} di taben {947 dengan selakukan riset pada
tahun-tahun persulaan 1960-an sendapatkan iznpirasi mengenai kesadaran pemuda imd dari cuasana para pesuda zaman demokrasi
terpinpin.

%) Bonar Tigor Maipospos, Lor,Cit, Mamun beoiatan yang diproposikan tersebut hanya berkizar cesutar ajakan pesta
danca, dringking meeting, dan tidak menpandung unsur politis, Upaya ini dilakukan oleh Helanda sebagai taktik politik untuk
meredan daya hritis dan radikal pemikiran mahasises agar gereka jebib terkonsentrasikan pada studi belakz dan neminggalkan
perjuangan fisik atau gerilya.
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republik. Kelompok mahasiswa vang apatis tergabung dalsam
BEKMI (Badan Koordinasi Mahasiswa Indonesia}37}.

Untuk mengatssi pengaruh BKMI, para mahasiswa yvang
pro-republik segers membentuk PPMI (Perserikatan Perhim-
punan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia) di Malang tahun
1947. Kemudian elemen dari mshasiswa vyang pro-republik
berhasil melskukan infiltrasi kedalam tubnh eksekotif
BEMI dan berhasil pula melebur BEMI kedalam PPMI sebagai
satu-satunya organisasi payung seluruh mahssiswa univer-
sitas di Indonesia38>.

Dalam alam kemerdekaan yang lebih leluasa, hilangnya
ancaman kolonialisme wmembuat banyak mahasiswa iebih
berkonsenterasi kepada studinya, merekas berussha untuk
dapat segers mengakhiri studinya, sedangksn kegiatan
diluar studi adalah olah raga, hiburan dan rekreasi.
Kondisi seperti ini makin membuat militansi mahasiswa
menjadi menurun, mereka terpaku pada hal-hal yvang formal
dan mengurangl daya kritis mahasiswas9) .

Pembukaan perguruasn tinggi vyang baru disertai kemu-
dahan dalam memasuki perguruan tinggili menumbuhkan bentuk
golongan baru di masyaraskat. Kini tidsk hanva kelas
priyvayi sajs vyang dapat melaniuthkan pendidikan hingga
pergurvan tinggi, tetsapi kesempatan itu dibuvka seluas-

luasnya bagi mereka yang mau dan mampu. Masyarakat banyak

) Ihid,  Felompok yang apatis ind menurut sehasiswe yang pro-republik dianggap sebagai kolaborator dan  perpanjan-
gan tangan dari pemerintab kolonial. Sebab sementara sahasicwa yang lain cedang berjuang meladan Belanda, para mahasiswa yang
tergabung dalam BINE hanya sibuk senyelesaikan kulish dan studinya,

) Ibid, HMenjelang tabun 1950-an keoiatan politik mahasisea secara berangsur-angsur berurang, Sebagian besar dari
gereka lebih banyak eenekuni studi, dan sebagian lagi lainnya ada yang meessuki dan sesskuni karier di bidang politik, dan ada
pula vang menjadi pegawal negeri atay suasta atauw melanjutkan dinas di keientaraan.

1) Yemang dalam kondisi yang serba mencukupl, apalagi scelepas Agresi Militer Belanda ke I, dan pengakuan Belanda
terhadap Negara Indonesia dalzs ¥MR 1947 di Denhaag, aesbuat kondisi sakin nyasan, walaspun harus digkui bahwa saat itu sepa-
ratisae di Indonesia, mesib juga ada, (Lihat : fctmad Fadilah, Yorps Haret Herah Lahlr i Japa Barat, 178 Yali Tugas operasi
Tespur, Pikiran fakyat, Bandung, 15-16 Aprii 1992.)
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vang mengharapkan adanya sebuah perubahan vyang berarti
dari péndidikan, dan nilai pendidikan memiliki posisi
bargaining yang hkust dengan pemerintah%o).

Menjelang diadakannya Pemilu tahun’ 1855, partai-
partal yang adsa ssasat itu berssing mencari pendukung, dan
mereka melihat mshasiswa sebagai sebush aset yang poten-
sial bagi kelompoknya. Partail politik mulai meningkatkan
kegistannva di kalasngan mahasiswa dengan merintis pemben-
tukan organisasi~organisasi yvang berafiliasi atsu .berpa—
tron pads mereka. Organisasi kemshasiswaan ini berinduk.
pada partai politik vang membentuknya41}.

Sampai dengan tshun 1965, semua organisasi mahasiswa
sangat aktif dslam setiap kegiatan partai yang menjadi
afilissinva. Keaktifan ini juga menjalar sampal ke kam-
pus, mereks berlombsa-lomba mencari pendukung dan anggota
baru, termasuk dalsm memeperebutksn jabatan strategis

dalsm kepengurusan intern kampu542).

Persaingan Juga
terjadi dalam memperebutkan pengaruh di tubuh PPHI seba-

g8i organisasi mahasiswa diluar kampus dan di MMI (Maje-

4 ponar Tigor Maipospos, Loc.cit, Tahun 19X, tepatoya pada tanggal 11 Jdanuari, di Kempus Universitas Gajah Hada,
antuk pertama kalinya dibentuk Dewan Mahasiswa, sebagai organisasi sahasiswa tinghat universitas, Berdirinya Dewan Hahasicwa
di Gajah Mada ini, diikuti eleh beberapa universitas lainnya. Dewan Mahasiswa senjadi organisasi ahasizea intern kaapus yang
menyelenggarakan hampir semua kegiatan sahasizea yang bersifat intralurikuler. Rektor sesiliki posisi yang cukup penting , dan
peserintah-pun saat itw tidak begitu banyak melakukan 'caspur tangan’ dalas pengelolasn universitas, sehingga universitas
tenar-benar serupakan lembaga pendidikan yang aandiri, terutapa dalas hal hebijsken turikulum, kebebzsen akadenik, dan  kegia-
tan kemahasicwaan. Pemerintah hanya sengatur ceputar wasalah kebijakan adeinistrasi dam pendanaan,

i) 1his PMI adalab partai pertama yang sesprakarsai pesbeniukan organizesi mahasicws yang berinduk pada partai, PHI
seshentuk  Berakan Nahasiswa Nasimnal Indomesia (GNP}, disusul dennan Berakan Mahasiswa Sosialis (85} yang berbasis di hi-
versitas Indonesia dan ditentuk oleh PSI. Sedangkan untuk organisssi tingkal lckal, wacan Consentrasi Mabasizea Bandung (EMB),
Consentrasi Mahasiswa Jogia (D1}, dan Dmsentrasi Mahasizsa Bogor {CH Bogor) bergabung senjadi Consentrasi Gerakan Mahasiswa
Indonesia (CRMI)} yang kesudian dianggap pro-komsnis, Sedangkan bagi aktivic Hiepman Mahasisea Islax (HHI) yang tertentuk
seiak tahun §947, senyalurkan acpirasi politiknya hepeds Masyuai.

42) Pengkotak-kotakan mahasiswa ini dalam berbagai kelompok sahasiswa semang membzwa dampah persaingan yang cukup
Leras, dan ini terbawa hingga ke kampus mereka masing-masing. Misalnya saja ketika ade acara intern hapus yang selibatkan
mahasiswa secara usum, kelompok-kelospok mahasiswa yang tergabung dalis organiczsi mahasicwa yang berafilissi kepada salah
satu partai, akan berusaha mencari pesgaruh, dewikiar pula dengan kelospol organizasi mahasiswa lainnya, sehingga tidak jarang

‘bila dalas kawpus tersebut seringkali diwarnai perpecahan karema afiliasi partal yang'berbeda, Hahkan kini, sumsana perten-

tangan dan persaingan keras antar oroanisasi mehasisea masih terlihat secara nyata, khususnya apabila dalas pemilihan  dan
poayilcunan organisasi mehasiswa intra kampus. ‘



lis mahasiswa Indonesia) vang merupskan orgsnisasi feder-
asi dari kepengurusan intern kampus aztsn Dewan Mahasis-

W&43) .

4. Gerakan mahasiswa periode 1966 dan pasca 1966

Setelah sekian lama mahasisws berada dalam lingkaran
akademis dan sosial politik yang memiliki keberpihakan
secara nysta, terkotask-kotakan oleh perbedaan faham dan
idioclogi, maka era kebangkitan dan kejuangan mahssiswa
Indonesia, kembali di tandai dengan adanysa gerakan maha-
siswa Angkatan 66, yang banyak bergerak untuk memperbahs-
rul keadaan Indonesia pasca geraksn 30 § PKI, Angkstan 66
inilah vysang kembali meletakksn mitos bahwa mahasiswa
adalah salsh satu tenaga penggerak bangsa vang mampu
bersifat kritis dan terbuka?4?.

Walau demikian menurut Nugroho Notosusanto Generasi
angkatan 1866 tidak pernah mengalami msass penjajahan atau
pahitnys perjuangan kemerdekaan dan betapa besar pengor-
banan yvang harus diberikan untuk mencspai sebush kemerde-
kaan. Angkatan 66 hanya mengsmbil kemerdekaan sebagai
titik tolak aspirssi masa depan. Mereks cenderung untuk
tidak menilal terlalu tinggi. pengalaman nssional sejak

kemerdekaan, dan mereka lebih mengagumi teori-teori

) bar Tigor Maipospos, Qp.Cit, Lihat jugs : Andrew Bmawan, Yosth and Student Folitics in Retrospect : Hith
Special Reference to the Buiided Demcracy Period, ¥abar Seberang Mo. 17, hal, 131, Dergan depikian sejak tahun 1934, kampus
senjadi semacam quasi batile ground partai-partai politik, terlebifi lagi bila melihat situasi palitik nasa deackrasi terpimpin
dan gaya kepemispinan Soekarno yang sangat diwarnal retorika politii.

) B.B Diah, Gp.Cit hal. 24-25, fAngnapan ind terus melekat dalas imajenasi sahasizva, yang femany pade saat it
sahasicha benar-benar memiliki sebuah kebebasan mimbar yang penuh dan dapat bergerak secara Ipluasa, tbehkan dalas bentuk
politik praktis scekalipus. Berakan inipun selain tidak lepas dari pengaruh kendisi ekenoei dan pobitik dalas Negeri, juga
sendapatkan pengaruh dari gerakan mahacicwa secara global yang terjadi sebagai bentuk perlewanan terhadap kemapanan hekuasaan
pasca perang dingin antara Aserika Serikat dan Uni Soviet (Lihat dalam tesis ini hagian Teori L Gerakan Mahasiswa), Perhe-
dzan terbesar antara geraken sahasiswa anghatan 1957 denman perakan mahasiswa angkatan 1964 adalah pada persoalan ikatannya,
fingkatan 1957 dapat dikatakan lebib berorientasi pada peterintahan zaman itu, sedangkan fngatan 1944 dari persulazn pergera-
kan telah berusaha melepaskan diri dari pemerintabannya {Dnghokhas, Op.rit, mengutip pesbahasan yang dilakukan oleh d. Eliseo
Rocasora, The Fariai Nasional Indenesia 1943-1984, Indonesia, Cornel) Modern Indomesia Project, Mo. 10 {Oktober), 1970, hal,
[43-183),
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ilmiah dari barat45). Pandangan mereks lebih universal,
tidak terlampau nasionalistis stau partikularlistik8).

Keberhasilan angkatan 66 dalam melakukan reformasi
sosial, tidak 1lepas dari dukungan kebersdaan sngkatan
bersenjata yang ada (baca : angkatan darat). Bagaimansapun
Juga pola kerjasama dalam melakukan reformasi sosial
terhadap tata pemerintshan yang ada, tidsk semsta-mata
datang begitu saja yang hanya mengandalkan kekuatan
mahasiswa dan rakyat. Keterkaitan dan peran sngkatan
darat, yvang saat itu baru mengslami tragedi berdarah atas
penculikan dan pembunuhan 6 orang perwira tinggi serta 1
orang perwira pertama, cukup membuat solid tubuh angkatan
darat yang tersisa. Disini dukungan masyarakst dzn msha-
sisws membuat angkatan darat memiliki moral force vang
lebih tegar dalam melakukan reformasi%?).

Aksi geraksn mahasiswa "Tritura (Tiga Tuntutan
Rakyat)” vang dilakukan di tahun 1986 pada mulanys terja-
di karena desakan ekonomi atas melambungnya hargs-harga,
munculnya sikap ketidak-percaysan kepads kabinet Dwikora
dan bentuk perlawanan terhadap perbuatan dan perilasku PKI

vang dinilsi tidak bertanggungiswab. Semua ini dituangkan

) Yeberadaan fngkatan 66 tidak dapat dilepaskan dari Peristiwa 6 30 S FKI dan gerzkan-gerakan yang senentang Bung
Karno, atas indikasi kedekatannys dengan Fartal Komunis Indonesia. ¥etika itu sentimen sesyarakat sudzh menjurus kepada kepada
bentuk penentangan kekuasaan Bung Xarne yang dinilal sudah banyak senyimpang dari tAD 1945, Angkatan 66 zenjadi sebuah tonogak
bersejarah dalag masa perzlihan dari Orde Lasa senjadi Orde Baru, hanya saja dalae saca peralihen ini tidak lepas dari periti-
wa terbunuhnya para aktivis gerakan mehasiowa {antarz lain: Arief Rachman Hakis) oleh Pasukan Tiakrabirawa.

) Hgroho #otosisants, Loc,Cit, Hemirut Bugroho Wotosusanto, angkatan 46 ini hurang semiliki prespektif kesejaraban
yang kuat. Satu-satunya Yejadian besar yang mereka alasl dan sereka miliki adalsh aksi qerakan tritura pada tahun 1986, Mereta
pemiliki semacam romantisee yang agak berbeda, justru karema tidak pernah mengalani suatu perjuangan selawan kekuatan asing,
baik serara politis maupun militer. Nereka sulit senemsken suatu tera perjvangan yang berharga untuk  diperjuanokan, seperti
tema-tema perjuangan yang ada pada generasi angkatan-angkaian sebelumnya.

i frdi  Amarullah, Loc.Cit, Lihat juga : Bonar Tigor Maipospos, Loc.Cit,, Terlihat dalas lintasan sejarah, bhahwa
tidat dapat dipungkiri peran serta Angkatan Darat, dalas selakukan reformasi cosial tidak lepas dari kepentingan pribadi
fagkatan, yang sudah terlalu lama dicsbang-zabingkan oleh situasi politik dan chonosi yerg tidak enentu, sebagai akibat
pertunbuhan politik yang jatuh bangun, sosi tidak percaya, pemberontakan di berbagai daerah dan separatispe. Dengan demikian
angkatan &6 bergerak mepjadi antitesis terhadap koncisi yang ada, Ia bergerak dengan basic mpral force masyarakat, didukung
oieh Anghatan flarat, senjedi sebuah bekuatan yang tidak terbendung lagi,
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dalam bentuk pernyatasn aksi Tritura: turunkan harga-
harga, bubarkan PKI dan bubarkan ksbinet Dwikora?8).

Aksi gerakan mahasiswa Tritura yasng membawa implika-
si kepada perubahsn iklim politik secara mendasar, vaitu
dengan terjadinya pelimpahan kewenangan untuk menyeleng-
garakan keamanan dan ketertiban dari Presiden Soekarno
kepada jenderal Soeharto selaku pejabat presiden4g>.

Menjelang tahun 1870-azn semangat pembahsrvan, ke-
banggaan dan imajenasi Angkatan 66 masih tetap diéenggam
oleh mahasiswa dan terus dibawa hinggs awal tahun 1874.
Pada s&awal tahun itu sudsh mulsi terlihst adanys benih-
benih kecemburuwan sosial yang tumbuh diantsra wargs
pribumi dengan warga turunan asing, sehingga menimbulkan
Peristiwa Malari. Séjak saat itulah keberadaan mahasiswa
senantiasas diwaspadai dan dipantau setiap kegiatannya50).

Belajar dari pengalaman tahun 1874, maks peristiws
15 Januari itu menjadli semacam trauma politik terhadap
mahasiswa, mahasiswa dianggap dapat menjadi sebuah kekus-

tan riil yang berbshayva jiks tidak segers dibendung dan

98} {ihat datam: Yozar fowiar, Angkatan 64 Sehuah Catatan Harian Mahasiswa, Sinar harapan, Jakarta, 198!, Ketika teria-
di aksi desontrasi yang disotori oleh mahasizwa didukung oleh masyarakat den ABRI (Anghatan Darat-fPRAD) teriadi aksi serupa
atar aksi tandingan yang mendukung kepemimpinan Bung Xarmo. Hentrokan tidah terelakkan, cehinggs ada beberapa mahasiswa vang
harus meninggal dupia (frief Rachean Hekim) dan luka-iuka (Zainal Sakse-Wartawan Harian KMME) ahibat perbuwatan dari Resimen
Tjakrabirawa. Situasi yang semakin genting dengan munculnya berbagal kerusuban dan bentrokan-tentrokan fisik, akibat lasbatnya
Peserintah mengasbil keputusan yang tegas. Dengan deszkan berbagai pihak, saka lahirlah Surat Ferintah Sebelas Maret (SUPERSE-
tad) dengan maksud memberikan kewenangan kepada Jenderal Socehartp untuk sesulihkan keadaan keamanan dan helertiban serta
genjaga keselasatan Presiden Soekarmo.

19 Peralihan kewenangan menjalan pegerintahan dari Fresiden Soekarne ke Jerderal Soeharto, dilanjutian dengan penghu-
han WPRS oleh denderal A.B Masution celaku ¥etua HPRS. VYanggungiawab untuk sesulibkan keasanan, ketertiban  dan stabilitas
politit mepusbuhkan sebuah benduk lesbags baru diluar sistes yang ada yaitu leabaga KOPKAWTIR dengan Panglima periamanya
agalzh Soetarlp serdiri. Lepbaga ind akan lebih terlihat secara nyata peranan ketika terjadi aksi Berakan Mahasiswa di  tatun
1974 {¥ALARI-Peristina Limz Belas Jamuari 1974} denpan Pangkopkastibnys Jendral Soemitro, Lihat juga: Hasadhan K.H, Soesitro
Dari Pangdam Mulawarsen soepad Panokophastib, Simar Harapan, Jakarta, 1994, dan lihat juga: Harimam GSiregar, Hati HMurant
Seorang Desonstran, Mantika Media Utass, Jakarta, 1994,

A0 Lihat jugz : Marmuki Arifin, Periciiva 15 Januari 1974, Publishing House Indonesis, Jakartz, 1974, Dalan peristi-
a2 i5 Jamsari, puncaknya terjadi ketika ads kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia, dan menimbulken huru-hara, ditandai
dengan peruszkan harang-barang prodeksi Jepang, pesbakaran toko dan perampasan barang-harang-nya. Dalas peristiwa ini, disi-
nyalir ada persaingan intern diantara elit politik yang ada khususnya antara Pangkophastib dan fispri Presiden, Lihat juga:
Ramadhan K.H, Soemitro dari Pangdam Folawarman Hingga Panakopkamtib, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
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diarahkan kekuatannys. Oleh karena itulah untuk membatasi
kegiatan mahasiswa, wmaka kelusrkan SK 0Z8/1874 +vang
membatasi setiap kegiatan mahssiswa dan melarang mahssis-
wa untuk melakukan kegiatan politik praktis di dalam
kampus. Berdasarkan SK ini mahasisws digiring kembsali ke
bangku kuliah, mereka hanya diperbolehkan melakukan
kegiatan ilmiah yang sesuai dengan bidang kajiannya51).
5K 028/1874 ternyata malash menimbulkan problems
baru, mahasiswa yang selama ini telsh merasakan kebebssan
dan merasa memiliki kekuatan tersendiri dalanm masvarakat,
merasakan bahwa SK 028 tshun 1874 ini justru membelenggu
sktivitas dan kegiatan‘yang selama ini mereka rasaksan
sebagal sebush kegiatsn non kampus tetapi memiliki makna
vang besar bagi pertumbuhan masvarakat vang nyata52).
Empat tahun setelsh peristiwa'15 Januari 1874 terja-
di tepatnya di tahun 1978, gelombang aksi protes mahssis-
wa terjadi kembali dan gersksn mahasiswa mulai bergejolak
di kampus-kampus. Gerakan wmahasiswa ini lebih banyak
mempertanyakan kembali berbagsi bentuk kebijakan vang
diputuskan oleh Pemerintah, khususnya dalam mengambil
kebijakan penanaman modal asing, lembags keuangsn non
bribumi, serta peran pejabat-pejabat pemerintshnya. Namun

walauw demikisn ada hal yang paling dizoroti waktu itu,

iy fepiatan itmish yang disaksudkan ialah peneli{ian, Kulizh kerja nyata, wisuda sarjana, kerja hakti, bokti sosial
hahasiswa, dan semea-kegiatan yang tidak ada hubungan dan sanghut pautnya dengan masalsh politik dap politik praktis. Mahasis-

wa terkungkung dalam keoistan statis dan sonoton, tanpa adanya kebebazan dalam mesilih den menpadakan suaty kegiatan,

%) Menurut Hendardi, SK 0Z8/1978 mesbust kegiztar sahasiswa oejadi suras, segalanya serba disvesi, Dengan keadaan
yang represif ini, paka di tahun 1978, sunculnya sebuah gerakan mahasiswa yang isyunya dihembuskan wntuk genentang  pENGOUNAan
5K 024/1974, Namun walaw demikian aksi mahasiswa tahun 1978, dirasakan kurang beqitu mewakili isu-isu yang ada di masyarakat.
Perpasalahan yang diajukan oleh sahasiswa oi tahun 1978 terlalu mengasbang dan kurang senyentuh kepentingan masyarakat luas,
saat itu mahasiswa hanya mewakili sebiagian kepentingan yang ada, sehingga aksi inipun kurang begitu mendapat tanggapan yang
lugs,  Rasa ketidak pussan ini keskall diwujudken dalem bentuk aksi yang menentang kebijskan tersebut, nasun cayangnya aksi
ini furang sendapathan dukunqan dari masyarakat, karena masyarakat sendiri kurang cemahami apa maksud dan tujuan dari aksi
ini, Dan bila setelah tahun 1974 kegiatan mahasiswa selalu diawasi, maka setelah tahun 1578, maka gerakan dan kepiatan saha-
siswa mengalami marginalisasi.
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vaitu perihal keberadsaan Presiden dan invasi kekuasaan
'keluarganya'53).

Menjelang terjadinys aksi gerakan mahasiswa di bulan
Januari 1978, maka pihak keamanan negara melalui kewenan-
gan dan kekussaan yang dimiliki oleh Kopkamtib melakukan
sejumlsh tindsksan pengamanan dengan melsakukan tindakan
penjagaan ‘on the spot’ ke kampus-kampus vang diduga
memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, memberangus tujuh
koran harisn Jakarta, memberangus tujuh buah penerbitan
mahasiswa, melakukan pendekatan keamanan aktif ke kampus-
kampus serta melakukan penshanan kurang lebih 223 sktivis
gerakan mahasiswa54).

5. Gerakan mahasiswa Indonesia periode fahun 1990-an

Di skhir tahun 1880-an, eksistensi gerakan mahasiswsa
malai lagi tumbnh dan berkembang. Gerakan mahasiswa
kembali dengan semangat dan retorikanya vyang berslogan
keberpihakan kepada kepentingan~kepentingan rakyat.
Mahasiswa kini lebih merefleksikan derskan-gerakannya
dengan menunjukkan keberpihskan kepada masvarakat kelas
bawah. Mereks giat dan selalu ambil bagian dalam mengang-
kat isu-isu tentang kesenjangsn sosial vang dialami oleh

masyarakatny355>.

Precs in fccosiation with #sia Research Centre on Social Political and Eronomic Change, Pustaka Sinar Harapan, Jakaris, 1995
page 3339, ‘Four yaers later, further anti-gavermsent student protest, shich were swceping through the main campuses, were
apain resported extensively even in the mederate press, shich was beroming assertive once sore, Government cevelepsent peli-
ies, specifically the qusstionabie involvement of fareign invesior, Chinese firanciers and govermaent officials, were larget
of stugent censure, The President’s family was specifically critised and there were calls for him to stand down’.

) 1hid, In January 1978, KGPEANTIR responded by dishanding all university studenls councils, hanning seven Jakaria
Dailies and further seven student newspaper, prior to the military occupation of several key campuses and he arrest of sooe
223 students, Lebih jelasnya dapst dilihat dalas Laksai Pammtjak, ‘The Indopesian Student Movement in The 19B0s/1%90s: The
Development od fesictance by a *Marpinally Hinority”, Sebuah Thesis tidak diterbithan, Murdoch University, Perth, {993,

B ponar Tinor Maipospos, Loc,Cit, Yelihatanaya ade beberapa keinginan untuk serubsh format dan harakter gerakan
aahasiswa dari gerakan yang berkarakter intelektualisme menjadi gerakan yang berkarakterkan Kesazyarakatan., Ini terlihal
setelab sekian lama keberadaan mahasiswa {pasce 1974 dan 1978) mahasiswa hanya menjadi sepacas 'floating mass’ tanpa dapat

senunjukkan keberpihakan kepada siaps mereka bergerak sendubung, sebagai sebuah gerakan zoral.
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Bentuk gerakan mahasiswa di akhir tahun 1980-an dan
di awsl tahun 1880~an, memiliki karakteristik khas vyang
berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah, macam
petani, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan
kelompok-kelompok masysrskat kecil lainnya. Ini terlihat
dari beberaps beberapa aksl yvang dilzkukannys macam, Aksi
perlawanan terhadap kasus tansh Badegs, tanah Cimacan,
akgi solideritas bagi buruh, aksi sclideritas bagli peda-
gang kaki lima dan asongan, serta aksi-aksi sporadis dan
spontanitas vasng membawsa geraksn wmahasisws bersikap
berhadapan dengan pemerintah, macam aksi gerskan mahasis-
wa anti Porks=s-5DSB, dan aksi gersksn mahasisws santi
korupsi, upetisme58).

Friksi antars aktivis derakan mahasiswa dengan
aparat keamanan dan ketertiban tidak Jarang terjadi,
bahkan dalam bstas~-batss tertentu terjadi intimidasi
secara terselubung dari pihsk keamanan sagar sktivis
gerakan mahasiswa mau memperlunak sikap dan tuntutannya.
Namun ada kalanya intimidasi ini bukannya membuat aktivis
gerakan mahasiswa menjadi mundur dan surut, tetapi malah
menjadi semskin kritis dan vokal.

Dalam menjags stabilitas kKeamanan dan demi tak
tergoyvahkannya stabilitas politik, maka pihak aparsat
keamanan dan ketertiban mengambil tindak lanjut dengan
menangkapi dan mengsmankan tokoh-tokoh akitivis gerakan

mahasiswa. Bahkan beberaps orang disntaranya diajukan ke

%) Spontanitas gerakan mahasizwa di mwal tabin 1990, menunjukkan sebuah progresifsitas geraban sahesiswa, pulal dari
bentuk gerakan yang merakyat, bentuk-bentuk pemabaman dan pesikiran yang berkesbeng sezual dengan kadar inforpasi yang dipe-
rolehnya, berkesbangnya Jjaringan kelospok mahasizws dan berkepbengnya bentuk-beniuk gerakan akiivitas mahasiswa, ada yang
berbentuk keloapok diskesi msupun kelospek-kzloapoh sproradis-spontan sesual isu ebtus] yang terjadi. Secara huantitss; dalae
periode ini jumlah aktivis gerakan mashasizwa yang dikenazkan pidana terus bertasbah, khususnys pemidan2an yang menggunakan
Fasal Haatzaal Artikelen dan (EFY Subversi {uniuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam penerapan Hastzaai Artilelen pada aktivis
qerakan mahasiswa dalan tesis ini), !
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pengadilan5?>.

Kekritisan saktivis geraksn mahassiswa selain karens
informasi yang mereks peroleh dan mereka‘analisis, mereks
Jugs membuat semacam jaringasn informssi antar pergurusan
tinggl, sehinggs secarsa tidak disadari walaupun bukan
jaringan secara formal namun tetsp saling berhubungan.
Beberapa kots yang memiliki perguruan tinggl dan kerspks-
1li dijadikan barometer kegiatsn kemahasiswaan .antara
lain: Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jakartsa, Surabaya,
Ujungpandang dan Medan®8)

6. Teori umum gerakan mahasiswa

Melihat banyaknya gerakan mahasisws ysng melskukan
aksl demonstrasi dan unjuk rasa, menunjukksn bahwa image
mahasiswa Angksatan 66 masih merupakan profil idols bagi
segenap kalangan nahasiswa®9)

Rekritisan aktivis gerakan mahasiswa di tahun 1968,
selain tidak dapst dipisahkan dari kondisi politik dan
ekonomi yang terjadi di dalam negeri, keberadaannya Jjugs

tidak dapat dilepaskan dari kondisi pengaruh pascsa perang

W} Ibid, Lihat juga : Khoirul Rusyadi, Serakan Mehasiswa Era 90-an Diaspara Kekuvatan yaro Siap Meledak, Balairung,
2031174991, hal, 17-21, Dalae kaitapnya dengan Haatzaal Artikelen, maka banyah dari aktivis gerakan mahasiswa ini terjerat
oleh aturan-aturan pidana yang ada. Raik dengan mengounakan pasal-pasal Haatzaai frtikelen maupun dengan WUPK Subversi, Bagi
aktivic yang gemar melakukan aksi unjuk rasa, turun kejalan dan demonstrasi, bissarya sereka dikenakan Haatzaai Artikelen dan
WPE Subversi, tetapi bagi aktivis gerakan mahasiswa yeng seeilih aktif dalam kelompok dishusi dan kelompok-keloapok kajian
lainnya, selain dapat dikenaken Waatzaai frtikelen dan (MPK Subversi, mereka juna dapat dikenakan Pasal 510 MM Pidana, Pada-
hal pengpunaan P Sebwersi dan Hoatzaai Artikelem itu sendiri sudah mengundang banyak masalah, {likat juga: lubut M.P Pan-
garibuan, Hubus dan Folitik Perijinan g1 Indinesia, Makalah Seeinar Nasional Hukum dan Politik Perijinan di Indonesia, Univer-
sitas Bandar Lanpung, Laspung, 2-3 el 1995, hai. 11}, Lihat juga: Loebby ingman, Ketentuan Pigana terhadap Femontrasi, Detek-
tif Romantika, 17 Agustus 1994, Jakarta, hal, 73,

8) Hilmar Farid, Resistensi Mahasises dan Represi Negara, Catatan Yeedaan Hak fsasi Hanusia di Indonesia 1994, Yaya-
san lembaga Bantuan Hukus Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 6781, Atas dacar pemikiran imilah, #aka falas penelitian ini kota-
kota tersebut dijadikan barometer dalam aktivitas gerskan mahasiswa. Dengan tanpa senutup kesungkinan batwa dalam sstu kota
dengan kota lainnya mesiliki sebuah jaringan inforsal, dalas bertukar informasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam

fietode Penelitian, bagian lokasi peselitian dalae tesis ini.

N Yozar fraar, Pergolakan Mahaciswa Abag ke-30 Kisah Perjuannan fnck-anak Moda Fegbersna, Sinar Harapan, Jakarta,
1981, tal, 3-8, FPenunjukkan kenyataazn ini bukan hanva sehedar terpengaruh oleh image yang ada, tetapi jupa sereniuk pada
realita dan kenyataan sosial yang ada, dimana mahasiswa di berbagal negara mesany tergolong sebagai salah satu faktor yang
berperan dalam hal perubshan sosial dan politik.

i



dingin antara Amerika Serikat-Uni Soviet dan munculnys
gelombang perjuangan hak-hak sipil di Ameriks Serikat
tahun 1960-1970-an507. |

Dalam masa perang dingin di Amerika Serikst segals-
nya serba terkeksng, dan kondisi negars membutuhkan
dukungan vyang kuat sehingga penekan terhadap masyarakat
dirasakan agak terlalu berlebihan. Akibatnya setelah mass
perang dingin usai, perasaan yang setelsh sekian lama
terpendam bangkit dan muncul dslam bentuk perwujudan
maraknya gerakan-gerakan (movement 's) masyarakat. Geraksn
tersebut bermula dari munculnya gerakan Hak Asasi Manusia
(eivil right movement), berkembsng menjadi gerskan kebe-
basan ﬁengeluarkan rendapat (free speech naovement),
Meluas lagi menjadi gerakan anti perang (antiwar move-
ment-karensa saat itu Ameriks Serikat terlibat peperangan
dengan Vietnam). Daril gerskan anti perang ini dipecahkan
lagi menjadi bebersps gerakan, yang masing-masing berkem-
bang sesual dengan konteks konsentrasi permasslahan vyang
didukungnya. Gerskan perluasan santi perang tersebut
membentuk kelompok gerakasn baru vaitu, gerakan kulit
hitam (black movement) dan gerskan wanita (womens move-
ment). Sedangkan gerskan anti perang wmewbentuk sebuah
kelompok tersendiri menjadi kelompok gerakan anti wajib
militer {(antidraft movement), geraksan anti nuklir {(anti-

nuclear movement) dan gerakan lingkungan (environmental

. 0 am W Gardner, 'Hak-hak Sipil’, Yang Terbaik, Yayasan Obor Indonesia, lakarta, 1994, hal 22-23, Di Amerika
Gerikat pasca Perang Dingin mulsi tisbul gejolak arus bawsh yang wenginginken terjadinya persasaan, kebebasan, dan pilihan
akan banyak hal. Ini terjadi karema setelah sedian laea Amerika Serikat berada dalam kondist represif dalas tekanan Perang
Dingin, maka masyarakat Aserika melai menpinginkan adanya kebebasan dalam berbicara, berkelompok, hercerikat serta kebebasan
dalan menentukan pilihan. Gejolak tisbulnya perjuangan cepbela dan senpertahankan Hak-hak Sipil tidak lepas dari pengaruh
kondisi rasial dan diskrieinasi terhadap warna kulit, jenis kelamin, apasa dalam mesperoleh pekerjzan, ‘karier, pendidikan,
fasilitas dan pelayanan umus, sehingga sebuah permasalahan lana yang makin senuspek nenjadi sebuah geiolak yang senuntut
percapaan hak yang berwujud gerakan kulit hitam, gerakan wanita, qerakan hak sipil dam asasi msnusia, Memany ada sebagian
literatur yang sengajukan fencmena tersebut sebagai sebuazh gerakan yang dinamdkan The Mew Left, tetapi dalan konsepsi pemaha-
wan yany diajukan oieh Jein N, Baldeer fencwenz tersebut dikalakan sebagai gelosbanpg kebanghitan perjusnoan hek-hak sipil,
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movement)el).

Bagan 1. Skema timbulnys pemikiran kritis dan kebebasan berpendapst

pasca perang dinginsigrta pengaruhnya kepada gerakan msha-
siswa secara global .

Gerzkan mahasiswa di Amerika Serikat pasca perang dingin
} ' i
Gerakan hak-hak asasi msnusis

]

Gerakan kebebassn mengeluarkan pendapat

]
Gerzkan anti perang

[ |
Gerakan Gerakan Gershkan Gerakan Gerakan
kalit hitam| |(anti wa.mil anti nuklir linghungan wanits

Menimbulkan gelowbang pemikirasn kritis yéng selalu mempertanva-
kebenaran sebush idiologi, melakuksn kritik terhadasp =ebush
kemapanan kekuassan dan terjsdi hsmpir di seluruh dunia.

Lyman Tower Sargent juga mengemukakan bahwa dampsk
dari bergeraknys gejolak sksi mahasiswas, muncul sebush
bentuk kritik terhadap keberadasn masyarakat kontemporer.
Kritikannys vyang paling mendasar adslsh :pada meluasnya
bentuk kemunafikan di masyarakat.

Hal ini dikemuksakan oleh Lyman Tower: Sargent, perta-
ma dengan terjadinya krisis kepercavasasn ferhadap lembaga

perwakilan rakyat, yang dianggap kurang masmpu mengetahui

&luinnanngm'HmeLﬁf,WMmgmaFMﬁkﬂIﬁﬂmﬂs;&%mmﬁhe%ﬂhﬁ,WEWHmeﬁ,

Chicago, 1llinois, 1984, page. 148-167, 'The tern uas then approriated by the growing world Student Movement and the mass
nedia in the aid-1950s, Then it wes used to cover a wide variety of movement and individuals'. Lihat juga: Julian Nagel, Ed,
Student Power, Nerlin Press, London, {949, page 125-233, HMeaurut Lyman Tower Sarmewt: Generasi Mahasiswa di fserika Serikat
di tatun £9%-an dikenal sebagai generasi yang apatis, tetapi menjelang berakhirnya tahun 1950-an dan menjelang memasuki tahun
1950-an, generasi ashasiswa apatis ini menjadi senjadi generasi mahasiswa yang paling aktif. Dorongan keaktifan ini muncul
dari rasz tidak puas akan sebush kemapanan yang dikesbuskan oleh pihak penguasa, sehingga banyak aktivis gerakan mahasiswa
yang bergerak melakukan aksi gerakan hak asasi manusiz, gerakan kebebasan mengeluarkan pendapat, gerakan antl perang, gerakan
anti wajib militer, gerakan wanita, gerskan hulit hitam dan geraken anti muklir,

52) Ragan giasbil dari dari Lysan Tower Sarpent, The New Left, Conterporary Political ldielogies & Comparative fna-
licye, The Dorsey Fress, Chicago, 1llienis, (964, pageid?, namun discdifikasi kembali dari bacdan dan informasi yang ada pleh
penulis.
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dan memshami keinginan rakyst yang sebéharnya. Lembsags
perwakilan rakyat lebih mengetzhui tentang kepentingan si
kaya dan si kuatsa). Kedua, terjadinys korupsi, penyalah-
gunaan wewenang dan jabatan serta pemborosasn yvsng dilaku-
kan atas dasar kekusssan penguasa84). Ketiga, adanys
kecenderungan untuk melakukan penekanan dan penindasan
terhadap kelompok oposan atau kelompok vang memiliki
pandangan berbeda. Penekanan terhadak kelompok oposisi
lebih didassarkan adanya pertimbangan untuk menolak peru-
bahan sistem politik secars mendasar°’. Keempat, pandan-
gan dalam bidang ekonomi yang terlalu mementingkan mate-
rialistis dan kapitalisme, termasuk didaiamnya ekspolita-
si buruh, mengurangi hak-hak dassr kaum wanits, melakukan
perbedaan ekonomi berdssarkan warna kulit (white and
blaok}ss). Kelima, sistem pendidikaﬁ vang terlalu otorit-

er dan tidak partisipatif, atau kurang responsif terhadap

43} 1bid hal, 131, * The New Lefi was best known for its critical stance toward contemporary society rather tatn its
goal, The Most basic criticise was hypocrisy-the divergence between word and need, This position was not sonopolized by the
New Left; it was widely believed that the expressed values of Westren sociely must not be deeply fell since they are so seldnm
sctusily pacticed, In Addition to basic critise, there were many points of atlack. The most important critise of the political
systew was that the represtalive systes was not working. Represesntatif do not it wes argusd, reflect the wishes of their
constituents. The fepreseniative don't even know what the people want, the anly views known are thuse of the rich and the
powerfuil’,

54} ibid, This led to 2 second complaint-corruption, Critice helieved decizion about when and where the public meney
iz spent were for sale,. But this blatant misuse of office was mot the only problem. Many issues were deciced on the basis of
rho gave soney to which candidate or for a variety of other reasons having nothing to do #ith tah public interssi,

53 1big, hal, 132, * A Related charge mas the public officisls repress opposition. It is now clear that this charge
#3s true when made. flecent cases sugest that such pelitical represion eay not have stopped entirely, The tendency to repress
opposition was related to another critise that the political system resist significant change, This is unsurprising because
those in power are unlilely te support change that might reseve thes from power; If given a chnage, they are even likely to
repress those supprting such change. Mext tn the political cystem, the eronomy mas the main forus of the New Left crititiza,’

s Ibid, New Left thinghers believes the Mest had become e materialist, iop concerned with acquiring ohiects mith
which to gisplay worth, Pecple identify themseives with their material possessionns and believe thal they will find salisfica-
tient if the acquired enough possession. The New left | drmeing from the Mary , saw this a5 amejor Joss as degraging, ...
Finally the modern econoric system expleit workers in both the developed ¥est and through economic imprazlism, in the Third
World, In the West, factories amd mines are unsafe; in the trird Morld they are even lest safe, and the workers are paid
barely enough (by Kestren Company} to live and have no pension or health plenc-worker ave simply expendabie. Since the ripht

- of mingrities or in the rase of wopen, a majorily #ho are not accorded egus] trealsent fies played such an isportant role in

the New Left history. It is hardly suprising that raciom and sexism wers important point of altack on contesporary society.
Few ary longer doubt tabt discrimipetion is widespresd. fur Awareness of that fact and the impeius to change 3t stem i Jarge
part from the New Left amd the Black and ¥omern's Movenment.




perubshan-perubshan Vang terjadis?). Keenan, Peranan
kelompok sgamawan dsn rohaniawasn yvang disnggsp terlalu

dekat dengan penguasa/kekuasaan sehingga ada anggapan

bahwa sagsma dijadikan alat legitimasi untuk membenarksn

sesuatu halGB}. Dsn ketujuh bentuk kritikan terhsadap

lembaga perkawinan, dimsna perkawinan hsnys dianggap

sebagal alat gereja atau negara untuk tetap mempertshan-

kan kendaliB9),

Kondisi di Amerika Serikat ini menunjukksn bshwa
pola pikir kritis yang selalu mempertanvakan atas sebusah
"kemapanan’ satau atas sebuah idiologi yang diyvakini
kebenarannya’ merupakan sebush bentuk perwujudan “pembe-
rontakan menujn pembebasan’ atas tekanan—tekananlyang ada
dalam kondisl represif selams perang dingin antars Ameri-
ka dan Uni Soviet. Dengsn demikian aksi gerakan mahasiswa
bukan hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok mahasiswa
di negara berkembang saja tetazpil jugsa terjedil di negara-

negsara yvang maju namun beradsa dalam kondisi represif70).

o7} ikid, ‘Both education ard relipion were accused of nol being relevant-g very dmportant concept im New [eft vocabu-
tary. FRelevance wxas the first iest applied te any institution-did it sdpeak to the immcdiate needs of the people  involved?
tong-teres goalswerw ot of much lmportance, Eoucation was valse attacked for being authorian rather then participatory, Many
students later maid that the only faculty response ta ihis was to move the chairs in the classrooa into a2 circle and lecture
sitiing in the circle rather than standing at the froni. Private universities were alse attacked for their holdings in comparny
shich manufactured seapons or had significant holdings in South Africa.’

68 Itid, Relipion was a particular focus of the charge of hypocrisy. If the principles of the relipion were really
accepted, oo the argueent weni, how could believers support the sar in Vietnaw and net actively oppese racism and sexisa? 1n
faci zany relipious leagers becase very syapathetic to the New Lefl Fosition and sooe becare activists, felipion jeaders rere
also accused of having sold out to capitalisa, Soee relipicus group, dencpinetions and individual churces and  synagoggues
sppear wealthys afew are. New Left activist condended that such wealth should he use to help the poor,’

‘ &9 hid, "The family and in particular the institution of the marrisge, was also a target of critise, Hypocrisy about
sex and the suppression of sexual activily sas the firs targel. This was followed by the argusent, from Engeis, that marriage
was &n Institution of the private property-the wife being the property of the husband, The general position was thal marriage
was irrelevant; it uas merely a divice by the chure andfor state to azintzin contrel.’

"} enurut 1.5 Susanto dalan sebuah dishueinya dengen penulis, sengatakan awal runcul dan berkembang pola pemikiran
kritis tidak dapat dilepaskan dari situasi yang ada di Amerika Serikat Pasca Perang Dingin. Selame dhondisi Perang Dingin
melawan Uni Soviet, kondisi Aserika dalam headaan yang represif, Setiap pertuatan negara harusiah dibenarkan dan ditaati sepe-

“nubnya tanpa perkerualian, honsep yang represif ini senisbulken keterbalacan-keterbatasan dan kekurang berheabangoya iimu-ilm
sosial, ditasbah juga dengan terkunghumgnys rasa kebebabasan berpolitik, berbicara dan mengesskahan pendapat, kurang mendapat
perhatiannys masalzh hek- asasi manusia, masalzh rasialisme antara kulit hitas dan kolit potib, perlakuen diskrisinasi terha-
¢ap wanita, perlakukan buruh pabrik yang sememe-mena, kemnafikan, korupsi dan masih banysk kondisi yang senyebabkan masyara-
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Menurut Tri T. Mulyaningsih, dalam sebuah artikelnya
menyebuthkan bsashwa aksi dari gersksn mahasisws merupaksn
sebuah gejala yang universal. Ia tidak hanya tumbuh,
timbul dan bergerak serta terjadi di negara-negaras ber-
kembang, tetspi jugs melanda negsrs-negars maju vang
memiliki tingkat perehkonomian tinggil den stabilitas vyang
mapan71).

Aksi vyang dilakukan oleh mahasiswa, walaupun lebih
mengarah kepada bentuk demontrasi, menurut Michael Rush
dan Phillip G. Altbach vang dikutip oleh Tri T Mulyaning-
sih menyebutkan bshwa demonstrasi merupakan urutan ketu-
juh dari sembilan tahapan hirarki yang ada untuk menun-
Jukkan partisipasi terhadap sebuah permasalsahan yang ada.
Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa berdemon-
strasi merupskan salah satu cara untuk menarik perhatian
penguasa dalam menyuarakan sspirasi politiknya?z).

Hamun mengapa Jjustru mahasiswa vang banyak berperan

dalam melakukan perubahan sosisal dan politik di masyara-

kat. Hal ini dikemukskan oleh Sarlito ¥irawan Sarwono

kat fmerika beradz dalam raca kemuakan yang benitu eendalam, Masun ketita maza Perang Dingin Usai, ditandai dengan ber-
rekonsiliacinya Presiden Jon F. Kennedy dengan Presiden Uni Soviet Nikita ¥ruschev, gake semakin terbongharlah  kedok-hedok
kebobrokan pemerintah dan lembaga-lembage formel lainnva. Masyarakat memsndang bahwa Perang Yietnas (yang saat ite tengah
perlangsung), FRasializme, diskriminasi dan berbagai permasalahan sosial yang celama dalas Ferang Dingin terpendam, menjadi
tertuapah dan terwujud dalag bentuk gerakan-gerakan vang berfikiran ¥ritis. Mereka selalu sempertznyskan atas sebuah kemapa-
nat, Oan serekapun selaly mempertanyekan kebenaran atas sebuzh idiologl yang telah diyakini kebenarannya oleh banyak pihak.
Peaitiran kritis inilah yano akhirnya mendunia dalam bentuk sebuah aliran veag selalu mempertanyahan atas sebuah kemapanan,

& Tri T fulyaningsih, Kerap terjadi perbedaen - Anlars Jrdeaiisme dan Realizse, Pikiran fazyat, Hendung, 14 el
1987, Balam hepustakaan politik, aksi atau demosnirasi merupakan pola partisipasi baruy sama halnya dengan penyampalan petisi
atau mosi, Pola ind merupaken perkesbengan lebib lanjut dari cara-tara homvensionzl seperti dishusi politik, kampanye, memben-
tuk keloapok dan kosunikasi individual, Anogapan batwa pergolakan yang terjadi karenz peran mahasiswa hanya terjadi di nega-
ra-negara berkehang saja, adalah tidah sepenubnya benar, sebab terryata di negara maju dan mesilikl perekonomian mapan-pun
pergerakan mehasiswa masih tetap ada, dan bahkan cenderung lebib kritis,

?ﬂ}gL Hiches! Rush dan Phillip 6. Aftbach senetapkan urutan pertama partisipasi edalab mendudeki jabatan palatik
tertentu, iedua dengan mencari jabaten adeinistrasi tertents, keties menjadl heanggotzan adiif dari organizaci politik, fees-
pat menjadl keangootaan pasif dard suatu orqenisasi politik, keliza menjadi teanggotaan aktif erganisssi sems politik (quasi
poiitical), keenan menjedi keanggotaan paeif suatu orosmisaci cdeme palitih, hetujub participasi dalem rapat veus atad dencs-
trasi, kedelapan partisipasi dalam disiusi politik inforeal, dan ke-seabilan partisipasi dalas pesborian suars ataw voting.
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dalsm Prisma bahwa’S/:

Literatur membuktikan bzhws nshasisws-mshssisws vang tergolong
pemuds-lah  vang lebih besar perannys dalsm pernbshan sosial
atan politik dalam masyarakat. ... dan Justrn Kkarena adanys
status atan kedudukan tertentu dsri mehssisws dalsm masyara-
katnya inilah wska mahasiswa itn dapat berperan sebagai peng-
gerak perubshen-perubshsn sosis].

Lebih lanjut Sarlito Wirawan Sarwono menyimpulkan
bahwa gersksn mahssiswa timbul oleh karens adanys rass
frustasi yang disebszbhkan oleh deprivasi relatif ?Gurr),
vaitu kesadssn dimzna makin melebarnya perbedzan  sntars
harapan (value expectation) dan kenystasn (value vcapabil-
Ity) yvang ada74}.

Menurut Tri T Mulyaningisih spa vyang dikemukakan
oleh seorang sosiolog yaitu Seymor Martin Lipset dalam
bukunya "Political Man : The Social Bases of Politics"
menyebutkan bshwa terdapat sebush bentuk korelasi vang
positif antara intensitas tingkat partisipasi rakyat
dengan tingkat pendidikan, status dan pendapatan’®/.

Sadar skan posisinya yang strategis di tengsh masysa-

rakat, maks mshasiswa senantisss memiliki Jalinan van

110}

73 Sarlito Mirmen Sarwonn, Perbedzan andara Fenippin dan Abtivis dalan ferahan Frotes Mahesisws 3 Suxtu Studi Foi-
kologt Sosialy frisma 6, Jurt $979; hal. 69-70. Dalew literatur, khusustya apa yang diutaraian oleh Sarlitn Hirasan didukung
oleh Uaer Juoro (hal.83), bahwa tidek hanya di Indonesia, pergerakan mshasiswe juga terjadi di Rusia {1936), FPerancis, Korea,
* Thailand, 811, Fenulis sendiri sengaiukan gerakan patasizva di Burma (Miawmar), Ching, Jepang dan Kprea Selatan. Dengar feli-
fat realits sosial yang ada, maia hitz akan dapat senilal bahwa qerakan eshasisws paling tidak ahas dapat zerjadi sebush
preszure oroup hapl sebush permasalzhan yang tengah selanda sasyarakalnya, dan ind terjadi tidsh hawys di Indrpesia, tetapd
Juga dibeberaps regara lainnya,

73] Ibid, hlo 70, 73-74. Sebenarnya dalan gerakan maheciswy ada bayeng-bayang keberhasilan yang pernah dicapei oleh
enghatan 1968, namin semsa itu hanys dijadiken slasen petohen kehuaten tanpa ceaperhitungkan perkeshangan zaman yang sebenar-
rya sugah tidak dapst semerima hentuk-bentuk yang desikian,

T8 Tri 7 tuiyaningsih, Loc.Lit, Libet jugs ; Arbi Samit, Mihasises, Kehuasaen dan femnsa Refleksi dan Sapssan
Alternatif, Lingkaran Studi Indonesia, YLPHI, Jakarts, 1969, Mshaciswa memang nerupakan sekelompok angoota masyarakal  yang
weniiiki tinghat peadidikan yang relatif cukup tinggl bila ditandingkan dengan masyuarzhat pada ustenye, sehingga darl peaaha-
san serehe gkan realita akan senjadi lebih kritis, Gebagad bentuk perwujuden hekritizan wersia, ssba tidakleh berlebihan jita
sereka lebihi banyak bergerah dalas beqlatan-kegisten messa, halk yang politis msupms vang non politis {scsiall. Makin t ngai
tingkat pendidifan, stalus, perdapatan, nskin tinggl mla tiegkat participasinya, Hal ini berarti bafma infensitss particinasi
aapat dipahal untuk menqukur tinghat keszjuan suatu bargsa, makin tinggd timckat partisipasinya, sata mabin tinggi pula ting-
ket pendidikannya. Naaun untub 31 Indonecia, teeri ini belus tentu dapat diteraphan secara uluh, zebah mesih perlu peralaran
dan penelazhan yang iehik mendalam lagi

i
i
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erat dan harmonis dengan masyvaraksatnys. Belum pernah
tercatat dalam sejarahl manapun yvang terjadi, bahwa maha-
siswa menentang masysrakat. Yang ads, justru sebaliknys,
vailtu msahasiswa kersp kall tampil dalam barisan ' terdepan
dalam membela kepentingan masyarakstnya, walaupun dis
sendiri belum atau tidak memiliki kekuatan sendiri yang
mapan?6>.

Pendapat senada dikemukaksan pula oleh Umar Juoro
tentang kebersdsan gerskan mahasiswa, hanvas saja ia lebih
menyoroti ftentang fazktor-faktor sosio historis vang
melingkupi keberadaan mahasiswa itu sendiriTT).

Goleongan muda, termasuk di dalamnya para sktivis
gerakan mahasiswa senantissa melihat bahwa ‘dirinya dan
peran generasinysa kadang-ksdang disodori atsu dipaksaksan
berlaku sebagai aktor sejarah oleh kondisi peolitik. Sebsab
selain memiliki fungsgsi pelitis tersendiri, aktivis gera-
kan mshaziswa ternyats memiliki kemampuan vyang lebih

besar ketimbang para pelaku politik vang lebih dewasa?s).

8wy Mulyaaingsih, Loc,Cit, Lihat juga, Entang Sactraateadia, Ferjuangan Mahasisws dalam Rentuk  Ferbeds,
Pikiran Rakyat, Bandung, 10 Septemter 1987, Entang Sestraatsadia menyebuthan babwa espat ritrs yang terus selekat tentang
pahaciswa ideal dalam diri seorang matasisua. Pertams, mehzsiews sebagal insan Tuhan Yang Maba Esa, Aedua, sahacicwa sebagai
warga akademis, ketiga, mahasiswa sebagal warga kampus, dan keempet, mahasicwa sebagal warga masyarakat. Citra yang keewmpat
inilah yang senantizsa mendekathan nabasiswz dengan sasyarakatnya, khususmya dalanm hal membela kepentingan rakyatnya (fasus
Kacapiring, tanah fadega, tamah Cimacan, Kecungozbo} disasping melostarian aksi anti-korupsi, holusi, penyelesengan das mani-
nuiasi,

m {mar Juorp senquiarakan bahwa tisbolinya aksi protes mahasizwa sempunyal latar belakiang yang gencakup berbagai
faktor yaitur {1}, Kegelisahan yang timbul dari rase ketidak puasan terhadap kondisi masyarakatl yang ada sebagai akibat dari
kehijaksanaan-kebijaksanaa pemerintah sembangkitkan sifat menenteng pada diri mahasisws. Sifat ind serupakan salah saty dari
gua sifat kaum suda yang terdapat dalen masyarakat yaitu sifat senentang dan apatiz. (2}, ¥etidak terikatan baik dalap hal
birokrasi profesi meupun idecjogi politik sehingge kebebasan bergerak sangat luas. (3}, Aksi protes terhadap sesuaty yasg
diangoap merugikan macyarakat Juas adalah manifestasi dari pengabdian masyarakai. {4). Mitcs terhadap anghatan &6 tentunya
tidak dapat diabaikan. {5). Helalul berbagai aksi mahasiswa, terpaspang harapan dapat senduduki pesisi-posisi pada kekuasaan-
nya nantinya,

18 Onghothoa, Lec.cit, genqutip pesbahacan yang dilakuban oleh Stephen & Bmglas bafwa peranan Femida dan Mahasiswa
ternyata lebih banyak giabaikan oleh banyak peneliti, perulis bahkan politikus dalas sepperhitinghan kehuaten yang dimiliki
atan akan dihadapi, Stechen & Douglas meaberikan contoh batwa di tabun 196% fetika FKI selahukan coup ¢'efat terhadep pimpinen
frnkatan darat, ternyata sereba tidah sesihirkan hesunghinan kehustan Tain yang kelak harus dihadapinya yaitu kekuatan Pepuda,
Mahasiswz dan Pelajar (Stephen A. Douglas, Political Socialization fnd Student Activiss In Indonesie; University of Illienis
Press, 1970, hal. 73,




Latar belskang sosio hAistoris dan psikologis yang
dikemukakan distas, menunjukkan bahwa kondisi mahasiswa
sebagai sagen perubshan sosial di beberapa negara bukan
hanya sekedsr terbawa arug, atau marsknys demontrasili yang
di lakukan oleh mahasiswa, tetapi Jjuge lebih ditonjolkan
kepada fungsi scsial kontrol terhadap berbagsel mscsasm
kebijakan-kebijakan pemerintah vang berlaku dan diterap-

- kan di masyarakat?g}.

Demikian puls halnya dengan bebersps 2aksil geraksan
mahasiswa di Indonesia, bahwa selsin dari imade terhadsp
sebuah aksi gersksn mahasiswa, kegistan protes mahasiswa
merupakan cerminan bahkan merupakan reaksi belaka atas
kepincangan-kepincangan vang terjadi dalsm masyarakat,
walsupun harus diaskui bahwa ditinjau dari sudut kepriba-
dian mshasiswa sads saja mahasiswa yvang lebih agresif dari
pads mahasisws lainnyaBD). _

Mahasiswa yvang merass sebagail bagisn darl masyarakat
vang telah diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam
pendidikan lebih tinggl dari wmasyasrakst pada umumnyva
mersss -bahwa masvaraskatlah yvang telsh ikut serta membe-
sarkan mereka sehingga tidak salah kalsu mahasiswa 1lebih
banyak menyoroti kepentingan masyarakat walaupun hal
tersebut harus membawa skibsat berhadapan 'dengan . pihak

pemerintahal}.

M) 1bid, Lihat juga & Yozar fowar, Perqolakan Mahasicwa Abad ke-20 Kissh Perjuangan Anak-anak Muda Pesberann, Simar
Harapen, Jakarta, 1981, Zubri Mahruz, Lor.Cit, selihat babwa pemggunzan izu keadilan, HAN dan Xesenjangan sosial merupakan
permasalahan yann celalu aktual untuk selalu diangkatl,

&) Sarlite Wirssan, fp.Cit., hal, 77, Likat juga 3 Movel AlL, Kzpsn Naum Moda Ferhentl  "Memusuhi® FPenerintahnye,
Suara Merdeka, Sesarang, 11 Novesher 1989,

8 ihat kembali kasus-hasus periawanan sahasiswa bersama pasyarakat dalas ikut serta mesgertaharkan hak-hak rakyat
yang akan giambil alih, baik secara paksa maupun iebalan ganti rugi. Beberspa kasus periawenan pacyarahat dan mahasiswa, dapal
gilihat kasus tapah Radega, Kacapiring, Kedungombo, Cisacan, merupakan beberapa model perlawanen mahasisws serta masyarakat
terhadap penggunaan kekuatan dan kekuasaan.
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Hal ini membaws mahasiswa selalu berada dalam pola
pemikiran vang kritis dan selslu terpaseun wuntuk mencari
hal vyang sebenarnys dan mendudukan sesuatu persosalan
berdssarkan pola pemikiran dan teori yané mereks dapatkan
di bangku kulish. Namun setelah mereks berada di masyarsa-
kat dan bergabung dengan masyarakat serta ikut merasakan
spa vyang masyarakat rasakan, mereks harus tercengang,
manskala tidak semus teori yang mereka peroleh itvu sesuai
dengan praktek atau realits di lapanganBZ}.

Mahasiswa seringhkali menemui kejanggslsn-kejanggalsn
vang tidsk mereksa temul dalam kulish. Mereks mendapatkan
pemisahan yang cukup tajam antars teori dan prakték,
antara das sein dengan das sollen. Perbedaan vang tajam
inilah vyang membuat mahasiswas menjadi frustasi serta
mencoba mencari apa penyebabnya dan bagsimans pola penan-
gannya secarsa baik dan benar83).

Bamun tidak semua permasslahan itu dapat diatassi dan
menghasilkan pola pemecahsn yang baik dan benar, adakala-
nya malah menjadi semakin keruh dan tidak menunjukkan
jalan keluar. Hal ini bisa saja terjadi, sebab teori-
teori idealis yang mereks pelajari terkasdang harus ber-
benturan dengan sistem birokrasi vyang berlsinsn sama
sekali, Jjsuh berbeda dan terkadang tidak ads dalam teori-
nya. Mahasiswa keraphksali melihat sebuah realita hanya

dari satu sisi vang dapat mereks lihat dan mereks pahami,

2} Yogar fmar, Loc.Cit, kesenjangan antara reaiita dan harapan yang permah mereka bayangkan tidak lain perupakan
ganbaren awal sebuah kekecewaan yang kemudian terakumulasi bersams beberapa bentul hekecewsan-hekecewasn lainnya, berkumpul
menyaty penjadi sebuah tenaga pendorong melakukan sebuah gerakan sosial, gerakan moral yang mengatasnamakan pembelaan terhadap
hak-hak rakyat kecil, kelospok tertindas dan macvarakat kelas bamah,

%) Yibat: Entang Sastraatmdia, Mistar Febas Mehasisha Kesih Ferlu ?, Fikirsn Rekyat, Kenchmg, 8 Chiober 1969,
. lengan adanya kekebasan simbar di kampus inilah, sebemarnya pesatsngan konsepsi berfikir mafasiséa senjadi cemakin teruji dam
terasah, walaupun kadang cenderung terlalu emosional, tetepi bila diarahban, saka kefrustasian yang sda amtars perbedaan
antara das cein dan osv collenya akan menjadi lebih mudah dipahami.
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tanpa dapat melihat sisi lain dengan seksama84).

Mahasiswa mencobs untuk mendobrak hal-hal vang
dianggapnya tidak sesusi, tetapi jalan yang mereka tempuh
seringkali tidak berjalsn sesuai dengan rencana. Dari
pengamatan vang dilakukan dilspangsan, ads dus tipe akti-
vis mahasiswa yvang berfikir kritis tetapi mereks menempuh
dua jalsn yvang berbeda pula. Tipe yang pertamsa ialah tipe
aktivis yang bergersk dengan menggunakan gerakan mshasis-
wa yang bergerak secara terbuks, progresgif, pragm#tis dan
gemar pada rumor-rumor yang aktual dan merakyvat. Tipe ini
gemar melakukan berbagai macam aksi unjuk rasa, turun ke
jalan, berdemontrazsi dan mengambil sikap berhadspan
langsung dengan pihak penguasa. Seakan-akan mereka menga-
jak Dberhadspsn lsngsung dan berharsp pemecahan atas
sebuah permasalshan dapat dilaskukan dengan jalan frontal
dan berlawanan85).

Tipe kedus ialash tipe sktivis dimanas mereks memiliki
konsep vang bertentangan dengsn pihak pemerintah, tetapi
mereka berupaya tidak untuk menentang tetapl bergerak
mengikuti sarus ssambill mendekstinya dan bergerak dari
dalam sambil berupaya merubsahnys agar sesuail dengan vang
mereksa harspkan. Tipe ini lebih cenderung kompromistis
dan dapat melakukan negosiasi dibandingkan mereka harus
turun ke Jalan, demonstrasi ataupun berunjuk rasa. Mereka

lebih memwmilih untuk bersdu argumen, berdebat disertai

84) Ihid., hal. 43-47, Fertenturan antara idealila dan realits itulah yang iervadang sembuat hefrustasian mahasizwa
parin aeauncak, sehingoa tindaban yang dilakukasnyapen dilshuken tenpa berfikir paniang, dan menjadi sebush perbuatan yang
prageatis, parcial serta seketika,

) Wi dalan materi Pesbekazian Yepada Pecerta Hagano 331 LBY Handunn, sengalakam: babwa gerakan mahasiswa  tahun
B-ar dengan F-an adalab sangat berbeda, karen dalas gerakan mahasiswa BO-an isu-isw yang dianghat kurang semacyarakat dap
terlalu elit sifatnya. Borbeda dengan geraban mahasiswa tahun %-an izy yang diangkat selalu akiual, memasyarakat dan sifatnya
UL . '
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dengan dasar—dasar argumen vang ftepat danp benarSS}.

Tabel 1. Tipe sktivig gerakan mahasisyg

Tipe aktivis Zerakan
mahasisng

Tipe _aktivis gerakan
mahasisws yang bersi-
kap frontal - radikal
dan Pragmatis,

Bergerak

Tabel disusnn, dirangksi dsn disnalisis
Sebenarnya kedus tipe

tersebut,

Sifat dan karakteristik Yang menyolok

$ergerak Secary terbuks, masssl, gemar
isu aktual, s j

Secara
tidak berbentuk massal, naman berkelompok
gemar isy aktnal, ber=iksp lebih
dalkan logika dan daya nalar, biasanys
berbentik kelompok studi atay diskusi,

sktivis

lahir dari rassg ketidakpuasan

tidak terang—terangan

dari beberapa Sumber,
Eerakan nahasiswsg

mahasiswsy atas

sistem yang ads 43 pergurusan tinggi, Bagi nahasigwg yang

memiliki temperamen Yang cukup tinggi, mereka akan Sefders

tergabung ke

yang memiliki temperamen Yang dspst dikendalikan,

dalam tipe yang pertama, dsn bagi

mereka

mereks

skan tergabung kedalanm tipe aktivis vang keduaB?).

¥alaupun demikian diskui

geraskan
tidak man

Pemerintapn harus

mulai dari Peninjauan Sektor yang menjadi sSasaran

Sampail dengan

atanpun

mengambil

melswan Eeraksn mahasisws

tidak, dampak

mahasisyg terasg di beberapsa bidang. Karens man

langkah—langkah
protes

dengan alassn

verbsl nenggangn sStabilitas sampail kepads membuat peraty-

—

88) phuad Fadilah, peiy oLtk (Sebush Yajian Penaunaan W o, 11 PP (963 dan Hastzasi frtitelen Terhadsp Gera-

kan Mahasiswa Indonesia 1974-1994], Wakalah 1lgiah uniuk mengikuti Progran Nagister {82} 1lmy Hikbup UNDIP, Kajian Hukug gdan

—ciat

Sisten Peradilan Pidana, Semarang, 199, Tipe ini cenderung berguml gengan berbagai kensen vang mersha #iliki dan mereka
telurkan dars berbagai keloapok dishyc dant dari berbagas POFCK bahzsan, tetapi uptug serealisasikannya serara fangeung tergs-

dang harus RenRgY saat vang tepat dengan perhitungan yany cerpat pula,

87 1bid, Namur ads kalanya bagi kepentingan ¥ang saka keduanya bergabung menjadi saty seria sama-sana BEBpET juangkan
aspirasi serty Pendapat yang dirasakan gleh mereke 1t benarlinat juga  Ramadhan S.; Geratan Mabasisss takun B-an, Suara
Peabarvan, 10 Februari 1992, hal. ¥, Ramadhan 5. meaberikan tanggapan atas uraian yang dikesukakan oigh bermy J.A dan Rizal
Mallarangeng, bahus pada tahun 1980-an Gerakan Mahasicw mulai terpecah bentuknya, adg Yang terbagi kedalag kelongok diskus
dan  adapula yang bergerak dalam aksi masea, ¥enanggapi hai ini, Rasmadtun mengatakan batwa sebenarnya  bentuk Yarg  berbeda
seperti ity tigak hanya terjadi di tahun 1980-an, sehab jauh sebelus itu, antarg kelompck digkuci gan keloapok aksi sudah ada,
Sehingga kurang tepat bila dikatakan batwa g tahun (980-an~lak lahir bentuk-bentuk bary Gerzhan Mzhasisya,



-
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ran yang membatssi sktivitss mahasiswaSo).

Disisi 1lain karena para wmahasisws karens merass
diawasl secara ketat akhirnya jalannya demontrasi cende-
rung menyimpang dari batas yang teléh mereka gariskan,
sehingga menyebsbkan berubshnyva demdntrasi menjadi per-
tentangan keras antara mahasiswa dengsn pihak keamanan
vang skhirnys menimbulkan bentrokan fisikeg).

B. Haatzaal Artikelen dan gerakan mahasiswa.
l. Pasal-pasal Haatzasi Artikelen _

Salsh satu aturan dari Kitsb EUndang—undang Hukum
Pidana yang pernah muncul kepermuksaan dan menimbulkan pro
dan kontra dari beberaps ahli hukum msupun shli dalsm
bidang =osial lainnya adalsh tentang penggunaan  pasal-~
pasal Haatzaai Artikelen dalam KUH;_Pidana vang .kini
berlaku, maupun pencantuman kembali rasal-pasal Haatzaai
Artikelen dalam Rancangan KUH Pidans Nasional vang

barugg}.

8} ymar duwo, Op.Cit., hal, 33, Bagl akei Berakan Mahesicwa yang dilajuban dalam bestuk demonstrast dan unjuk raca,
biasanys pada aulanya dilakukan cecara teriib dan terarah, tetapl dengan itut certa pihak heassnen yang kedangkala terlalu
keras dalam pelaksanasn tugasrya mesbuat para mahasiswz zerasa diswasi secara Letat, bakhan terlagpau. ketat, sehingga tak
jarang senimbulkan fritsi, : :

8 Tig Redaksi Direktorat Komumikasi dan Program Khusus, LBH Memberdayakan Rakvat Mesbangun Demohraei, Yayasan Lemba-
ga Bantuan Hukwa Indonesia, Jakarts, 1999, hel. 89, batwa : intervensi pihak siliter mlai dirasehan sanskala protes sereka
lencarkan terasa sesakin "nyaring” dan "nakel”. Lihat juga : Andi Amrullah, Iemcretrasi, Suara Pesharuan, dakarta, 28 Mei
19%. Herbagai desonstrasi yang terjadi memeng tidak dapat lepas heqitu saja dari latsr belakang cejarah dan  image tertadap
gerakan ashasiswa itu sendiri, terutama setelah tatwr 1983, vaitw anghaten 1966 vang menjedi panutan qerakan massa dalan
selahirkan Orde Haru, Tetapi jengan lupa anghatan & ity heberadaasnys sendapatian dubungan dari #BR1, kzrema ARR] (hara:
Angkatan Darat) sendiri saat itw sewiliki kepentingan politif tersendiri, yatu kesws pemculikan pimpinan Angkatan Sarat. Kini
bila gahasicwz mau mengadakan gerakan ataw cesonctrasi, apakah cudah siap mehasicwa tidah mendapat dukungan dari ARRY, tidak
rendapathan dukungan karena kini ABRI berada dalam posisi jalur yang berbeda. Bahkan kini nahasiswa harus siap berhadapan
dengan PERY, karenz ABRI sendiri memiliki kepentingan terhadap stabilitas keamanan dan ketzhahan yang ada.

%) fertitik tolak dari persasalahan tersebut, saka penulis hermahsud mendeskripsikan terlebih dahulu tentang kebera-
daan Haatzaai Artikelen, khususnya Pasal {54 1M Pidama, Agar dapat mesberikan gasbaran secara wwm dan kita juga gemiliki
- pengetatuan serta persepsi awal, maka dalam kajian ini perluy kiranya penulis semberikan beberapa ganbaran dan informaci yang
berkaitan dengan Pasal 154 KM Pidana serta keberadaannya dari beberapa waktn yang telah lampau. Namun keberadasn pasal-pasal
Haatzaai Artikelem ini belus disepakati oleh para shii tukue, Kesepakatan ini beius ada, karena ada beberapa ahli tukus yang
sencantumkan pasal-pasal tertentu sebagai pasal yang termasuk kedalas Haatzaai Artikelen, cedangkan pasal lainnya tidak tersa-
sk, Tetapl di sisi lain menurut ghli tukun yang berbeda, adalah sebaliknya atau bahkan pasal-pasal yvang mengatur Haatzaai
Artitelen adalah lebil dari hanya sekedar pasal-pasal tersebut, Ini terlihat dari beberapa pendspat yang dilontarkan aleh
pereka.
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Menurut Atmakusumah dan Tribuana Said, Haatzaai
Artikelen adalah pasal-pssal penyebsr kebencian vang
diambil dari bahasa Belands. Pasal-pasal ini tidak memer-
lukan pembuktian secars nyats bahwa didalam mssyarakat
memang telah terjadi skibat-akibat “rasa permusuhan,
kebencian atau penghinaan" yang tidsk hanysa dilonfarkan
dalam bentuk tulisan atau gambar yang diterbitkan atau
dalam bentuk wucapan vyang disampaikan di depan umum,
melainkan dapat saja hanya didasarkan kepada kepercayaan
hakim bahwa hal tersebut memang terjadi. Oleh karena itu
Atmakusumah dan Tribuana Said menyebut pasal ini sebagai
"Pasal Karet", sebab dapst dengan mudah mengundang penaf-
siran vang sangat subjektifgl}.

Djoko Prakoso , Soesilo dan Moeljatno menyebutksan
bahws yang termasuk pasal-pasal Haatzaai Artikelen adalah
pasal 154 sampai dengsn pasal 157 KUH Pidanagz). Sedang-
kan Bachsan Mustafa mengatakan bahwa pasal-pasal Haatz-
aai Artikelen adalah tercantum dalam pasal 155 sampai
dengan pasal 163 KUH Pidana®’. Disisi lain Lamintang
mengemukakan bahwa Haatzaasi Artikelen azadalah Passl 154

dan 156 KUH Pidana®4).

91}

Atwakususah, Tribuana Said, dalae Enciklopedia Masional Indomecia, Jilid 4, "Delik fers’, PT, Ciptz Adi Pustaka,

dakarta, 1989, hal. 78, Lihat juga: Djoko Prakeso, Op.cit, hal. 90, batwa Haatzaai Artikelen adalah: Pasal-pasal yang
sengatur tentang delik-delik penyebar kebencian, yang maksudnya adzlzh untub menjaga ketentrasan dan ketertiban umus di kalan-
gan penduduk dan masyarakat agar jangan sampai terkena macam-macam hasutan yang bersifat mengacau atau sopecah belah dengan
jatan terpidato, melalui tulisan atau gambar yang dilakukan disuka umum maupun @elalui surat kabar,

92

Bjeko Przkoso, Ihid, Sesilo, Kitab Undang-imdang Hukus Pidana {BP), serts toeentar-koeentarnya pasal deai

pasal, Folitea, Hegor, 1988 hal. 132, Moeljaine, Keishatan-defahatan Terhedap Ketertiban Umus {Openbare Orde), Hina Aksara,
dakarta, 1984, hal. 8,

%3}
94}

Bachsan Mastafa, Hubum Pers Pancasila, Alusni, Handung, 1987, hal, 92

Lamintang, P.AF, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap hepentingan Hukus Megara, Sinar Bary, Bandung,

1987 hal, 430, "Yang disebut Haafzzai Artikelen itu ialah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalan pasal 194 dan pazal Ldb
SUHP, yang secungoubnys berasal dard Rritish Indian Peral Code (YUHP India, ketika di jajah Inggris - Penulis}, dan yang waktu
ity dianggap tepat untuh diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah.




Oemar Seno Adjigs) dan Wirjono Prodjodikoro| jugs

mengemukakan bahwa pads dassrnye pasal-pasal yang menga-

tur tentang Haatzazmi Artikelen adalzsh passl 154 éampai

dengan pasal 157 KUH Pidana. Akan tetapi mereks meébeda—
kannys kedslam dus tafsiran. Tafsiran yang pertams adalsh
sebsgai delik pokok, dan tafsiran kedua vang adsalsh
sebagai delik lanjutan.

Senads dengan Qemar Seno Adji, Wirjono Prodjodikoro

dan M. Sudradjat Bassar jugs mengsataksn bahwa "Pasal 157

merupakan lanjutan dsari pasal 158, seperti pasal 155
adalsh lanjutan deri pasal 154“98).

Atmskusumah dan Tribwana Said menambahkan |bahwa
Haatzaail Artikelen pada intinya adalah Pagal 154 sampai
Fasal 157 KUH Pidansa vsasitu vang menyanghkunt masslsh Qeter—
tiban umum, namun Pasal "kembarannys  vyang menyangkut
soal kejahatan terhadspr kekusasaan umum ialah Pasal 207

dan Pasal 2089?>. Namun kalsu dilihat kembali maka pasal-

%} fesar Seno Adii, Perkembannan Delik Pers di Indomecia, £rlangpa, Jakarta, 1990, hal, 38, Libat juga: |Oesar Semn
Adji, Heue Pidana Pengepbangan, Erlanoga, Jakarta, 1985, hal. 28, dikatakan habwa i "Haatzaai Artikelen, cekarang| di Pasal
F4-106  URF dengan pasal-pasal peredarannyz, yeng sespunyal resonansi kurang enak, khususrva begd kaum peroerakan| dan yang
hingga sekarang masik hidup di tengab-tengah perundang-undangan kita, tanps ada perubahan dan pencabuten, oleh Mafkamah  fgung
pernah  diberikan suate penafsiran bart", figar lebik jelas Oesar Genp fdji sengesuhakany [imintakan perhatian 'txah‘Jlfa FUTES:
‘dalem beptuk penghinasn” (in beledigende vorp) oleh Mabkamah fgung iersebul perpab dirusuckan cebapal akidel darl suatu
tafsiran, cuatu interpretasi dari perbuatan pidana yang ada dalas “Haatzast Artilelen”, pasal-pasal [99-1% sebagai delik
pokoknya, dan pasal 135137 KUHP cebagal “verpreidingsdlict™nya ialak mengeluarkan pernyataan perasasn permssuhar, benci  atau
zeresehhan (merendzhban} vang ditujukan terhadap pemerintah atsupun terhadap golongen rakyst dalam pasal-pesal "haayzal’,

76} Wirimo Prodiodikern, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, resce, Bandung, 1986, hal, 499, Uihat dugas
N.5udrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Terteniy dalam KUH Pidana, Resadia ¥arja, Handung, 1984, hal. 1B.

) ptmakusussh den Trituana Said, Loc,Cit, Getamiiah Hadi, Tentang Delik-elik Pers, Beri Pusiake Ileuy; OV Djawa
Tisur Press, Surabziz, 1980, hal, 33, mengatzken fahwa pasai-pacal tersebut (Haatzaal Artikelen) terdzpat ol dalam quku 11 bhak
Y Y Pidana, namun selain sebagal Pasal yang sengatur pelappgaran terhadan ketertiban umum, i3 juge dapat herfUﬁq§i sebagat
Pacal-pasal tentang delik Pers, khusuepya Pasal 05, 154, 160 dan 171, Melihat rendapat para ehli hhue yang adz, saka dapat
kategorikan bahws yang termasuk hpdalap pasal-pasal Haatzaal Artidelen adalah pasal-pacal yang terdapat pade buku If bab ¥ KM
Pidana, yaitw yang eengatur tentang Fejahatan tsrhadep ketertibes Usem, Rhususnya pasal 134, 199, 186, 157, 133, 180, 141, 142
dan pacal 183 KU Fidana. Pads dasarnya pacal~pasal tersebut sesberikan ancaman pidena terhadap pertuatan yang sdma, yaitu
ancedan pidena bagl orang-orang yang melakukan perbustan atau tindskan haik secara 1isan maupun tulisan menyebarkan rasa
permlsufan, kebentizn ataw penghinzan yang dilakukan disuka ueus. Sedangkan perbedaannya terletak pada obiek-nya, yaitu dapat
berupa Peserintshan, Agama, ataw Golongan tertentu. Tetapl seswal dengan permasaizhan yang telah dikemukakan diatas, dan
untuk sempersempit pokok  bahasan, maka penelitian ind hanya akan dilakukan terhadap pasal 184 YUH Pidana, yang| cbjek-nya

adalah Peaerintah. :
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passal Haatzagaj Artikelen vang . berobjekkan bemerintsh

Penelusurap Sejarash Haatzagaj Aftikelen, akan membswsg
kepadsa konsep dasay Penggunsaan Pasal-pasg] Sejenisg Yang
didugs kuat merupakan induk atsy Sumber Pertama dapj
Hastzaai Artikelen. Penelusuran ini membaws  kitg ke
Inggris, dimana jikg diruntut, Haatzagi Artikelen herupa-
kan pasgi Yang diambij] dafi Pasal 124 4 dan Pagg] 153 4
British Indian Penanl Code, Yang berlsky g3 India, ketikg
India gj Jjajah Inggrig (dikena} Juga dengar Law of geqj-

Jika inj diruntnt kembsli ke belakang dengan Penely-
Suran sejarsh Yang tepat, maka akgn dapat ditemukan bahwa
Pértama kaii peraturan—peraturan Sedition ini dibust dan
diberlakukan di Inggrig Pada tahun 1275, dengan tujuan
untuk menjaga aggp Jangan Sampai terjadi Penghinaan,
tindakan~tindakan hencels yang dapat hengakibatkan turun-
¥a kewibawgar Raja, Persturanp inipun Sengaja dibugt dan
ditegskkar 88ar kerajagn dapat menjaga stabilitas hNegarg

dan nengawssi masyarakatnya dari Perbustgn makar, apalagi

%) M. Sudradiat Bassar, Ibid, {ipat juga: Djnkn Prakosp, fp.Lit, hal, 91, Akan tetapi seeyaj gengan perbatasay sasalah
dan  jugs berpegang pada 3pa yang telah dintarapan oleh Demar Spng RAdii dan Mirjmg Pridindikorn, hating pasal 135 merypagan
kelanjutan gari pasal {34, atay dengan kata laip Pasal 154 adalah sebagal deliy pokaky maka pemulis beabatas] feghali Lintuk
meneliti pasal (54 puy Pidana, dan PEnggunzanys terhadap gerakan-geragan Yang dilakuran oleh kahasiswa,

it Detar Seng A, Hukug Pidang Pengembangan, Lo Cit,, Namup Jajahan Inggris pata wakty bukap hanya India, Aserika-

P SEmpat mengalami pasa penjajahan pleh Inggris, atau AR538353 Menjadi daerah koloni Inggris, Oleh karenanya, 81 Aserikan-
pun  diberlakukan Pasal-pasa} sejenis dengan tujuan yang sama pila yaity mencegah terjadinya arus peaberontakan atay gerakan
bawah tanah yang dapat Rengoulingkan kebuasaan Fezerintah koloni, pi Aserikz Pasz] inj dikenal dengan sehitan {aw pof Sedition,
Menurut L8, Curzay g3p Baristen dajan Crigina] Hand Book ~ Sevanth Edition, The Mg Handbook Series, Putaan Londgn Publishing,

London, 1994, page 303, *Sedition ig & comeon lzm offence CORSisting of ite graj or written Publication of worg with a seyj-
tious intention, 1t 1s trishle only on ingictaent, Likat juga tentang Aublic Mistussion apd Crities dan Sediticus Intent,
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sebuah perbuatan menggulingkan kekuasasan Rajalog}.

The Law of Sedition, digunakan di Inggris oleh Raja
Henry ke VI (1422-1461) sebagai sebush aturan yang menga-
tur delik politik dan tulisan—tuiisan vang dapat menghsa-
sut masyarakatlml).

Pada abasd ke-18 Inggris mengeluarkan sebuah produk
perundang-undangan vang mengatur tentang komunikasi
publik bagi koloninya, yang kemudian Jenis peraturan
semacam ini menyebar keseluruh dunia melalui penJjajahan.
Amerika vang pads waktu itu mssih berada dalam jajahan
Inggris terkena penggunaan peraturan perundangan yang
sama, sehingga di Amerika peraturan inil dikenal dengan
nama The Law of Seditionloz).

Di Amerika Serikat sendiri Undang-undang Anti Sedi-

tion, disahkan pads tahuﬁ 1798. Dijelaskan oleh Scewandi,

YO sxfard ¥, Kadish (Chied editor), Encyclopedia of Crize and Justice, Yoluse 4, The Free Pers Division of Mac
Millan, inc, MNew York, 1983, hel. 1420, ‘Seditiows [ibel firs entered Anplo-Anerican jurispragence in & staiule enacted by
Barlianent in 1775, This statute outlased the telling or publishing of any false news or tales whereby discord or occasion of
discord o slander mey grow between the king ang his people or the great men of the reals, *Violations were punished by the
Xing's Council sitting in the 'starred chamber' (Slander and Sedition Act 1775, JEou. !, oo 3 (England)).

101} The Aeerican Feople Encyclopedia f Comprehensive York, 17, Grolier in Corporated, New York, 1963, page 17-143,17-
184, “5edition, the act of inciting discontent against the goverment by speech or writing. Seditiois conduct s distinguished
from ireason i that sedition does not encmpass overt acis of violente, Althouh & govesersen't right o punish gitizens
quilty of sedition was recognized in English Comeon Law in the fifteenth century, the definition of what constituted sedition
Changes markeoly oduringthe course of English politiral liberal thought and political right, Many offerces thet were at ome
tise thoght to be treasonable were later considered serely seditious. Thus , during the reign of Henry VI, 1422-61, 1t was
treasoncus o insult the king, bt daring the redgn of Henry VIII, [509-47, this was sere sedition, furing the sixteenth and
ceventeeth centuries, prosecution for both political libel and the writing of seditious wards was comean. Through the use of
fans againet eegiticus libel, the goversent was able tp guash efforts for political refors in Englang, bul the evact determi-
nation of what was or Was ot seditious remained unclear, and conviction or acquittal of a person accused often depended upan
the whin of juige or jury ang the prevailing politiral clinate. After the Pascage of reform legislaticn, (632, prosecutions
for sedition ir Enpland were infrequent and generally ensuccesfull. Although the copmon Jaw of seditiontecaee actusily obse-
lete, specific offenzes continued to be punisteble under statutory law.. Untuk Ingoris dapat jugs diiihat dalam ¢ "Sedition® .
terdapat dalam “Encyclopedia Britenica-h New Survey of Upiversal Knowledge Yol A, The University of Chicage, Encyclopedia
Britanica Inc. Chicago, page.Z73,

12) praturan perundang-undangan ini dibuat dengan maksud agar pemerintab keloni yang berkuesa gapat mematahkan
setiap gerakan-gerakan anti pejajahan yang dilakukan para pejuang pribuni. Lukas Suearso, Ranghitiah Imajenasimu  Indanesiakil
Hayammruk, No. 3 tabun V111, hal. 48, Aperika saat itu masih menjadi daerah teloni Inggris vyang dikenal dengan sebutan
*Kontinental®, hinaga saat kewerdekaan Aterika yaitu tanggal 4 Juli 1776, yang ditandai dengan cisahtannys Deklarasi Aemerde-
taan tersebut oleh Kongres Kontinental Philadelfia. Ueklarasi ini sebemarnya adalah hasit harys Thomss Jeffersam, 41 lantu
olgh John Adass, Penjamin Franklin, Roger Shermw, Rotert L. Livingstmne, {Pravudi Mecadiric, Ucep Rammijaya, Padzo Hahjo-
no, Soerjonio Soekanto, Machrup Elrich (Ed.}, fonstitusi Agerita Serikat, Shalla Indonesia, Jakarta, 1984, hal, 12-14.},




78

bahwa mengspa di Amerika Serikat diberlakukan Law of
Sedition atau vang dikensl dengan Alien and Sedition Act
di tshun 1798, karena pada saat itu negara dan pemerintah
vang ada wmemiliki ketakutan-ketskutan tersendiri akan
serangan dari negara asing, atau orang-orang asing vyang
bergerak secara diam-diam, tersembunyi atau untuk menang-
kal gerakan bawah tanah. Akan tetapi setelsh berlangsung
bebersapa lama, berdasarksn Amandemen Pertama, maka
keberadaan Sedition Act dicabutlB37

Walau demikiasn, pads waktn perang dunia kesatu,
Amerika Serikat kembali memberlakukan Undang-undang
Sedition, nsamun dalam bentuk dan tujuan vang berbedsa
yaitu 'Espionage Act (tahun 1817)° dan ’'Sedition Act
(tshun 1818)°. Peratursan ini dibuat dan diberlakukan
kembali untuk menindas pemikiran-peﬁikiran yvang pro-
Jerman dan aktivis-aktivis bawah tanah vyang menggalang
kekuatan untuk melskukan pemberontakan dan pengacauan.
Sehinggs dengan demikisn dapatlah dikatakan bahwa akibat
perang dunisa kesatu, memberikan pengaruh vang nyata
kepada negars untuk membatasi hak-hak penduduk dan warga-
negaranya dalam melahirkan pemikiran-pemikiran yang bebas
dan kritis. Pembatasan~pembatassn itu didasarkan pada

asumsi bahwa tegaknys kedudukan negara, keamanan umum,

103) Gopmandi, Hak-hak Dasar dalap Konstitusi-Konstitusi Deookrasi osern, PT. Pesbangunan, Djakarta, 1987, hal. 53,
Di feerika adanya permyataan dalae Bill of Rights disebabkan karena pada jaman kolonlal Inggris - saepai tahun 1720 - ada
peraturan yang mengharuskan iisesnsi untuk mencetak, sedangkan untub melakukan publikasi dalas bentuk pers harus di sensor
teriebih dahuly, Sesuai dengan pernyatzan Bill of Rights yang dikutip oleh Soewandi, dan epeuai dengan pasal 1 dari  tambahan
gan perubahan dari Konstitusi Amerike serikat yang berbunyi: “Conggress shall make no law respecting an establisheent of
religion, or prohibiting the free exercise there of or abriging the freedom of speech, or of the pressy or the right of the
peaple pesceable to asseable, and io petition the governent for a redress of grievances’. Fembatasan dengan renggunakan Ua-
dang-undang terjadi o tYabun 1798 dengan Alien and Sedition Act setubungan dengan adanya ancasan bahaya bagi negera dari
orang-orang asing atau pebercatakan yang dicrganisir atau terorganisir secara diat-diam, Sesudah keadaan menjadi mapan dan
tenann, maka undang-undang ini dicabut, nagun ketika terjadi Ferang funia ke I meosl undang-undang Espienage Act (1717} dan
Sedition Act (1918) untuk tenindas pikiran-pikiran pro-Jerman dan aktivis gerakan bawah tansh yang mengorganisir pemberonta-
kan. Fesbatasan-pesbatazan ini didasarkan pada pertimbangan batwa keberadaan negara, keamanan umug dan kesusilaan harus diang-
gap lebih utams ketiabang hak perseorangan stas kebiebasan dalas selahirken pikirannya, apsbila ternyata hebebasannya itw
mengandung hahaya,




g9

ketertiban umum dan kesusilaan, &adalah harus dianggap
lebih penting dsripsda hak-hak perseorangan atas kebeba-
san dalam melahirkan pola pemikiran yang tajam dan kri-
tis, apabila ternyata pols pemikiran yang tajam dan
kritis itu mengandung bahaya, kﬁususnya mengancam kepen-
tingan kelangsungsn negara dalam menjalankan fungsi-
nya104). Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, Law of
Seditions lebih dikensal dengsn sebutan "Alien and BSedi-
tion Laws"los)

Penjelasan yang rinci dan bersifat melengkapi uraian
The Law of Sedition tersebut diatas, bahwa terdapat 4
buash peraturan perundangan yang mengatur tentang orang
asing dan =edition dapsat jugs dilihat dalam Alien and
Sedition Acts dalam The American People Encyclopedia A

Comprehensive Reference worklos).

108} 1pig, hat, 53-54., lhat jugs: fserican People Encyclogedia A Comprehensive Mork, Loc.Cit Likat juga ¢ “Sediticn’
dalas “Encyclopedia Americana, International Edition, Yol 24", fwericana Corporation, international Headquaters 575 Lexingten
fwenue, New York, New York 10672, 1976, page. S14. Agar lebih jelasnya, latar selakang sejarah, eengape Arerika Serikat
pertindak demikian, dapat dilihat dala uraian tentang Sedition Act, dalan Ihe Auerican Pecple Encyclorediz f Comprehensive
Reference work: “In the United States, The first entisedition legislatien nas the Sedition Act of I79E, which laid heavy
penalties upon encouraging insurrection or other disorder, end upon publishing *false and malicious writing” againis the
governpent. The aeasure was the result of @ threat of war with France ang 2 censequent hostility toward aliens, Although the
Constitutionality af the act was questioned, it was never passed wpen by the Suprere Court, and after Jefferson became Presi-
dent, 1B0I, the law expired, In 1718, a sedition act was passed by Congress a5 &n erendement to the Espicnage Act of 1917, It
provided for severe penalties for persens interfering with the war effert or using “dislcyal, profane, scurrilious, or abusive
language,” about the gavernment. The law Jed to many abuces by enforcesent agencies and 1t was repeajed, (920, Although laws
were later passed against specific acts of 3 seditious nature (the Alien Regristration Act of 1949, for example), o broad
legislation was enacted vovering cedition, In the tniter States, the comson Jaw crize of sedition had all but been abelished
by the free-speech guarantees of federal and stale constitutions,

Y% gack's Lan Dictionary, Fifth Edition, 5t. Paul Minn Hest Fublishing C.0, 1979, page b6, Acts of congress of July
§ and July 14 1798, which made it a criminal offense to utter or publish, any false, scandalous and melicious writing againts
the federal goversent with intent {o defame it, or bring it into contenp or disrepute or to exite hartred of peaple or stir up
sedition against it. These share-lived acts tghtered recidency requirement for ritizenship granted presidential power io
deport ang jail aliens, and provided peralties for seditions writing or speech critical of the goversent.

Y08} 115 Amprican People Encyclopedis f Cobprebensive Hork, 17, Gp.City page 1-670,1-671 “Four acts pessed by the 0,5
Congress and Signed by President Jhon Adass in Jure and July, 1778, (1} The first of these, the matwralization Act of June I8,
1798, raised the period of residendence in the Uniteg States from 3 to 14 years in the case of alien immigrents seeking citi-
zenship, This act was repealed in 1802, (2} The Alien Act of june 25, 1798, eavoyered the president fo order out of the coun-
try ail such aliens as he should judge dangercus to the peaceand safety of the tnited States; ip remove forcibly any aliens
who might disregard his creer, or to couse their imprisomment, This act espired in the {800, (3} The Alien enenies Act of July
&, 1798, enpowerred the presivent, in cases of war to reaove or detzin as aiien erenies all male subjects of a hestile mation.
This act aslco expired in 1800, (4) The Sedition Act of July 14, [T98, provided for the punisheent hy fine and imprisonment of
any persons conspiring against any measure of the goverment of the tinited Gtates, ispeding the cperstion of any .5 law, or
uttering any malicious statenent against .5, officials, This act expired in {80i. The Alien and Sediticn Acls were passed at
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Selsin sebsgai sebuah peraturan perundangan yang
mengatur tentang kewarganegaraan asing dan perlakuan
sedition, maks The Law of Seditiom juga dianggap dapat
membahayakan kebebasan berbicara juga kebebasan pers.

Wishnn Basukil07),

vang mengutip dari Panl Fisher
dalam ' Freedom of the Press’ mengatakan bahwa Sedition
Act (1798) adalah nndang-undang pertama vang membatasi
kebebasan pers di Ameriks Serikat. Peraturan ini sempat
dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1801, namun
ketika Amerika Serikst memasuki perang dunia ke-satu
dibuatlah “Espionage Act’ (1917)108} untuk mencegsah
perbuatan sabotase dan kegiatan komunikasi tentang raha-

sia militer dengan musuh109>.

the tioe when war wilh France seemed imwinent, and when the federalist sdninistration wes beimy denpunced in the Fepublican
press. tinder the Sedition Act several leading Republican editors were fined and imprisoned. Fopuler resentuent was bitter and
it jed to to the Virginia Reslutions ard Kentucky Resolutions. The Acts contributed to the defeat ard downfall of the Feder-
alist. Lihat juga: Brolier Encyclopedia of Knowledge 1, Grolier Inc. "Alien and Sedition Acts® Corporation, Danbury, Connecti-
cut, MOMKET, page 270, Lihat juga: Encycioredia fgericana International Edition, Vol, 1, "Alien ang Sedition Acts” page. 379,

W) g Baski, Perc dan Fenguasa-Fembocoran Pentagon Papers dan Penqurakapan olef tea York Tises, Sinar Harapam,
Jakarta, 1995, hal, 84, Peraturan ini selarang tulisan yang tidat benar, keii dan jahat testang pemerintah dan para pejabat-
pya. Undang-undang ini tidak diperbaharui dan tidak berlaku lagl sejah tahem 1801, Di Amerika sendiri banyak orang yang
terkens Law of Sedition dalam ha) kebebasan berbicara dan menulis, oleh karema itulah veheradasnnya kurang begitu disukai oleh
para jurnalis.

Y8) Gralier Encyclopedia of inouledup 16, Brolier in Cororaticn Banturry, Conmecticut, NCHICI, page, 383, Uniuk
vaith Act {78 June 1940}" dapat dilihat dalas Grolier Encyciopedia of fnoeledge (7, frolier in Corporation Banburry, Con-
fecticut, HOWXCI, page. {31, atau “Blak’s iaw’ cebagal : "Federal Law whith punishes, among other activities, the advocacy of
the overthrow of the government by force or violence, An anti Sedition Law, 1B USCA 7385* page. 1786, Gee also s The Colum-
bia Encyclopedia Yol-i-f-Count, Edited by Willian Bridgwater and Seysour Kutrtz, Parent’s Magazines Eultural Institute Advi-
sigy of Parent's Magazine enterprises inc, Hy Arrengesent with Columbia University Pers New York and London, Third Edition
1963, page 55, Dalam Srolier Encyclopedia of inowledee 1b disebat-kan: Sedition is the criee of advacating by ward or deed
the overthrow of ihe governent, Laws against segition have been vieweed as potentially dangerous to Freedom of Speech. The
(st frendesent io the U.5 Constitutionn is generally regarded as 8 protection against sedition laws. fevertheless, the Con-
gress has passed several such laws, the first teing the Alien and Sedition Acts of 1798, Two sedition acts were passed during
Yorld Har 1, and the Smith Act of 1940 was ained specifically at communist and other left-winggers were convicted under the
iz but the LS. Suprese Court ruled smany many of those convictions unconstitusional, and the governeent abandored  prosecd-

tions under the Smith Act.

%) he Colusbia Encyclopedia Yol-1-i-Count, 1bid., see also: Jotn C. Miller *Cricis ip Freedua (1931), and James
Morton Swith *Freedos o Fetters® (1956), Untuk “Fisrt Amendesent yang berkaitan dengan Saith Act, dapat dilihai dalam “Seith
et Encyclopedia Aericana, Intermational Edition Yol 29, Op.Cit., pace. 85, Untub "Freegesm of Spsech an The Fress”  yang
berkaitan dengan *Seditious Libel* dapat dilihat dalas “Fress, Freedom of The” Encyclopedia Asericana [nternational Edition,
Vol 22, page. 41, Dalas The Colusbia Encyrlopedia dicebutkan batwa ¢ President John Adans made no use of the alien acts,
Most controversial, however, was the sedition acts devised o silence fepublican critise of the Federalists, Iis broad pro-
scription of spaken or written critisa of the governaent, the Congress, or ihe president virtually nullified the First Aeende-
pent freedoms of speech ang ihe press, Promirent Jeffersonians, gost of them journalist, such as John Baly Burk, Jawes T.
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Dengan ursian diatas, maks khita dapat melihat bahws
dari sumber aslinya, pasal tersebut tidak hanys ditnjukan
kepada orang-orang vang berseberangan jalan dengsn pen-
guasa setempat, tetapi jugs dapat digunakan kepads orang-
orang vang berfikirasn kritis, orang-orang wvang menulis
secara kritis di mass media (Journalism) dan Jjuga terhs-
dap kebebsgan berbicara (freedom of SQeech)llg).

Negsra Jjajahan Inggris psda mass itu tidak hanya
Amerika saja, India-pun mengalami nasib vang éerupa.
Bahkan perstursn vang serupa-pun diberlakukan di sansa,
hanys sa8ja di Indias dikenal dengan nama Pasal 124 a

111). Indonesis vang pada mass

British Indian Penal Code
ituw menjsdi daersh koloni dari Belanda, Jjuga dikenakan
peraturan ini, vang hingga kini dikenal dengan namsa
Hastzaail Artikelenllz).

Menurut Sutamijah Hadi, pasal-pasal Haatzaai Artike-
len tidsk berasal dari Kitab Undang-undang Hukum FPidans

Belanda (daslam bukunya Sutamijah Hadi wmenyebut KUHP

Callender, Thomas Cooper, Wiliiam Dueme (ITA(-IR35), and Hatthew Lyon were tried, and sope were convicles, in sedition pro-
ceedings, The AMien and Sedition Acts provoked the Xentucky and Virginia Sesolutioes and did such to fosier Republican Victory
in the election of IBN,

119 Msatumah, Trituana Said, Lec,Cit,, Dilvar negeri kaus—kasus delik pers yang hebanyakan genyanghut  pencemaran
pama baik, tuntutensya £ pengadilan biasanya bertujuan wntuk sendapatkan ganii rugl, Tetapl di Inggris, Republit Federal
Jernan, malaysia dan Singapura dari waktu ke waktu terjadi peruntutan pidana terhadap wartawan dan curat kabar dengan  teduhan
selanggar  widang-undang rabasia negara atau keamanan. Dalaw banyak ¥asus yang derikian bizsanya wartawan yang difuntut akan
mengalami dan menizlani hukoman penjara.

U0 gintang PAF, Djissan Sacsir L, Hubug Pidena Indooesia, Sinar Barw, Bendung, 1985, bal, 109, Seesiln, Kitah
Undang-rdang Hekus Pidena (EURP) serta homestar-konentarnya lenakap pasal dend pasal, Polites, Bogor, 198E, hal, 132, '14
a British Indian Penal Codes Pasal 124 a Kitab tndang-undang Hukum Pidans India pada saca penjaiahsn Inggris”, Ensiklopedia
Masicnal Indonesia, jilid 4, PT, Cipta Adl Fustaka, Jakarta, 1989, hal, 283

U2} § amintang P.AF, Lor.Cit., Lasintany mengatakans Vang disebut 'Hazteaai frtikelen' ity agalahi hetentuan-ketentuan
pidana yang diatur dalam Pasal 138 dan Pasal 184 ¥UWP?, yang sesungquinya berasal dari British Indian Penal Uode, dan yang
waktu ity dianggap tepat untuk diberiakukan teriedap bangsa Indonesia sebagal bangsa yang terjajah, Lihat juga: Oesar Seno
fdji, Asas-asas Tata Huhum Nasional Dalam Bideng Hukum Pidana, Datam Mimbar Peneranqan, Diterbitkap oleh Departemen Peneran-
gan, Jahun X1V Ho, 2-1963, hal, 3, dikatskan: Bejarah terselut jelas genunjubkan bahwa Pasal 154 FAHP ini khuzusnya dilghir-
kan untuk mesbendung dan rematahkan gerakan dari Douwes Dekker (Or. Setya Budi} Dkk. Jelaslah is dari pandangan yang dikesuka-
van oleh Birektur Justitie dahulu saupwn dari Aloerene Sekretaris, Gershan Nowses Dekier dari Irdische Fartij dafvlu hendang

o

di hadapi antara lain dengan Pasal 138 KUWP, yang bersusber pada pasal 124 A British ndian Panel Code,
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Belands dengsn ' Swb™), melainksn sudah ada sebelum adanya
KUHP Belanda ( Swbhb’) dan mengambil dari British Indian
Pensl Code (dalam bukunys Sutsmijah Hadi menyebutnya
dengan ~Penal Code British India'}lla).

Belanda Jjugs mengambil rumussn yang serupa daril
pasal 124 a British Indian Code Penal sebelum diberlaku-
kannya Wetbhoek van Strafrecht voor Hedheriand Indie pada
tahun 18151143,

Jonkers mengatakan bahwa walaupun antarsa Paéal 153
bis dan Pasal 154 KUH Pidana itu tidaklah sama, tetapi
keduanya memiliki maksud yang sama yaitu sebagai persatu-
ran anti revolusi yang dapat mengoyahkan kedudukan pemer-
intah Hindia Belanda. Sehinggs passl ini digunskan untuk
menindss propaganda revolusioner vyang efektif. Akan
tetapi dalam praktek penerapan hukumnva, tidak hanya parea
sktivis revolusioner sajs vang terkens pasal ini, tetapi
juga menjerat kegiatan persllS}.

Persturan ini diberlakukan dengan dasar pemikiran

U3 ortanijeh Kadi, toc,fit., Sesuls redeksinya berbumyd: *Dengan Sengaja sembangkitkan atau sesperkuat perasaan
permusihan, kebencian staw penghinaan ...". Perumsan ini adaiah perususan materiil, kharena yang dilarang islah genimbuikan
kpadean tertentu, yaitu dibengkitkanaya perasaan permusihian, kebercian esh. Hal yang demikian ini agak sukar untuk dipuktian,
pieh karena itulah make kesudian diadakan perupzhan redaksional senjadi perususan gelik yang formil.

U8 pogar Semns falji, Perkembanuen Delik Pers ¢i Indopesia, hel. 3, Lihat dugas Putusan Mahkasah fowig Republik
Indoresia  tannos) 18 - 7 - 1976 Nomor 7IXAT/ASTS, khuzusnya dalam *mengenai keberatan kesatu®. Perbuatan “mengeluarkan per-
mystaan perausuhan, benci atau merendahiban’ dalan pasal 154 dan 154 KUH Pidana diariikan oleh Hahkameh foung sebagal pengelua-
ran pernyataan persusuhan, benci atau serendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaisana dimeksutian dalam Titel w1 Buku  Kedus
KUH Pidana. pepgertian tersetut sebagai pengeldaran pernyataan dalan bentuk penghinaan tidak lagi menperkenankan suaty  penaf-
ciran secara luas dan tidak lagi menyingoung secara jauh kebebasan materii} untuh senyatakan pendapat {R. Somarto Soerodiro-
to, KUHP dan $UHAP Dilenckapi vurisgrudensi Mahkanah fiung dan Hogeraad, Rajawali Pers, Jakarta, 1991}, Hemurut Oesar Seno
fdii sengeptkakan bahwal Pasai-pasal kontroversial Tersehut (pasal 154 dan 136 MRHP) tersebut yang gitransfantasikan dari
Kritish Irdonesia (murghin mekswinys *Indian” buhan “Indonesia’] Fera} {ode (pasal 124 A den 154 ), Yata-hata tersebut balk
dalaw teksaya saupun dalas penjelasannys memiat hata-tata "o bring into hatred, ridicule ar conterp, feelings of emity”
sehingga ia dalad tehs Belandanya dicangiubkan dalas kata-kata "vijndschap, haat of minachiing” dan sekarang termuat dalam
hata-kata “permusuhan, besci atau rerendabkan”.

BRAFTS Jonkers, fuku Pedogen Hukus Pidana Hindia Eelanda, Bina Bksara, dakarta, 1987, hal, %0, Fada masa yang lalu
Pasal 153 Bic/Ter dimaksudkan sebapal peraturan anti revolusi yang dapat mengoyahkan kedudukan pererintah Hindia Eelandz,
sehingga penanbahan Pagal tersebut kedalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie nelalui 8,1926-139, 140 aerupakan alat
senindas propagands revolucioner yang efektif. Peraturan anti revolusi dalam pasal 153 Bis/Ter cudah dihapuskan oleh Pererin-

tah R selalui tndang-undang Nomor 1 tabun 1946 vang tercantus dalam FasalVII! sub 32 dan dihapuskan oleh Pewerintah Federal
Belanda dengan 5. 1948-149.
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bahwa peraturan tersebut sangst tepat bila diberlakukan di
daerah Jjajahan dengan maksud sgar, -pemérintah kolonial
pada mass itu didukung oleh sustu landssan  hukum vang
kuat untuk bertindak dan mematahksn setisp gerskan anti
penjajahan yang dilaskukan oleh kaum pribumills}.
Kesaksian sejarah telah menuninkksn bahwa Haatzasai
Artikelen, selalu digunakan oleh penguasa dalam peristi-
wa-peritiwas tertentu, manakala terjadi sebush perbuatan
vang dilakukan oleh para “strategi elite’ mengritik
penguaszs. Pols pengekangan ini merupskan taktik politik
vang wmenggunakan tangan hukum untuk mengekang kebebasan
berpendapat. Seperti halnys pads zaman pergerskan Kemer-
dekaan, pasal ini diancamkan kepada tokoh-tokoh pergera-
kan nasional, sedangkan setelah Indonesis merdeka, baik
pada mass Orde Baru maupun pada masa Orde Lams pasal ter-
sebut masih saja digunakan kepada pers, aktivis gerakan
mashasiswa maupun kelompok cendikiawan vang banyak wmelaku-
kan kritik terhadap penguass. Dalam konteks yang deniki-
an, sapa vyang pernah dikemukakan oleh HMaurice Duverger
bahwa: "Hukum adalah salah satu dari instrumen dasar di

dalam pelaksanaan kekuassaan politik” adsa benarnyall?).

118) puitadi Y, Dwi Sudarlan Sy, Arisis ¥ibawa, Hayemwuruk, No. 3 tahun Y111, 1593, hal, &, Lukas Suwarso menoatakan
batma: Secara filosofis pesbuatannya untuk sengater hubengan antara tuan penjajah dengan rehyat yeno dijajsh, penjajah  ingin
menQuasal segala potensi negara jeishen make rereka membuat hebum yang mempy selindungl dan menguniungkan mereka. Lihat jugas
Artidjo Mlkestar, Peabengunan Hubun Nasional: Stwii Introspeksi Terhadap Runusan Delik Yang Tidak Beresensi Keadilan, dalam
frtidio Alkostar, M, Soleh Aein (Editor), Pesbangunan Hokus daiam Perspektif Politih Bubum Masional, Rajewali Pers dan 1BH
Yogyakarta; Rajawall dakarta, 1986, hal. H3-207, Fupusan delik Haatzaai Artikelen yang tersuat dales Pazal S sampat 157 KM
Pidana, sebzb pada dasarnya diasbil dari pasal [24 A British Indian fenai Cope, Pacal terzebut sebenarnya telah ditelak di
neqeri Belanda karena hanya cocok uniuk diterzphan di regeri jajahan vang sazih diberiabukan hobungan sesial yang tkolonialis.
Dengan demikian apabila Pasal 174-157 KM Pidana masib diperiahankan eksistencinys, maka baik disadari eaupun tidak, para
penbentuk undang-undang di negara ini masih menesmpatkan pola hubungan masyarakat-bangsa pada struktur yang beretes kolonial,

N7} 1hid, Lihat juga: Maurice Duverger (Terjesahan Daniel Dhakidae), Socioloai Folitik, Fajawali Pers, jakarta, 1981,
hel, 1Y%, Secara feoritis, aliran instrusentalis dalas ilsu hukus seperti yann ditunjukkan oleh Maurice Duverger tersshut,
amsih  mengundang bamyzk perbantahan yang konotasinya ialah adanya perbedaan konseptual tentang apa yang disebut hukum dalam
arti yang sebenarnya, Dalam arti balwa tistulnya mazhab atau aliran hukus adalab hasil kensekuensi darl adanya perbedaan

pandafgan tersebut.
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Bagan Z. Skems akar sejarah Bastzaazi Artikelen vang dismbil dari
Pasal 124 a British Indian Penal Code

Inggris Law of Sedition - Sedition
i
{ |
Pasal 124 s British Law of Sedition
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Law of Sedition
India Amerika i —|
‘ Alien and Sedition
Smith Act
Code Pensl Nspoleon Crimineel Wetboek
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l
! |
- Belands Belgia KUHP
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dualisme Belanda i Wetboek wvan Strafrecht
i
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voor Mederlands Indie Artikelen
1 I Ps. 156
Digunskan untuk menjerat pergersksn na-— Ps. 157
sional ( yvang dimotori oleh mshssisws
peladjar tinggi) dsn pers.

Bagan disusun dan diranghksi dari beberapa sumber.

Walaupun pasal-passal Haatzaai Artikelen ini diilhami
dari hukum angle saxon dan diberlakukan di Indonesis
{padsa wsktu itu dinamakan Hindisa Belands), namun passal-

passl vang serupa tidak ada dalam Hetboek van Stra-
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frechtilB)

Lebih lanjut Wina Armada juga mengstaksn bahws
perumusan passal-pasal inl sangatlah luas, karet dan
elastis, 1a dapst menjangksa semua perbuatan tergantung
pada pola interpretssl seseorang. Seharusnys pasal-passl
vang kontroversial ini, khususnya Haatzaai Artikelen,
sudah tidashk dipergunakan lagi dalam kondisi alam Indone-
sis vang merdeks, tetsapi snehnya pessal-passl ini masih
tercantum dan bahkan semakin lentur penggunaannyﬁ. Jika
kita msau wmelihast konsehkuensi hukumnys, maks apabila
sebush pasal , khususznys Haatzasai Artikelen, =sudah diang-
gap tidak sesusl dengan nilai-nilail kemerdekssn, Tiloso-
fizs dan sosiologisnyva, maka darl segl yuridisnya-pun,
sehearusnys dipertimbangkan untok tidak 1lazgi digunsksn,
Apsbila magsih tetsp digunakan, maks konsekuensi yuridis-
nys putusan vang mendasarkan pada penggunaan pasal terse-
but adalah batal demi hukum 197,

Jika dilihat dalam hukum anglo saxon, maksa pasal-
pazsal tersebut skan terlihat dalam bentuk kata-kata yang
mengandung “enmity,  hatred, ridicula of contemp” vang
termasuk dalam hksta-hkats " 1ibe1 1207

Namun demikian, apakah di Belanda sendirl pssal-

pasal ini ads dan berlaku? Loebby Logman mengatakan bshwa

di Belanda pssal-psssl tentsng Haatzaal Artikelen, atau

B!y Sdradiat Bassar, Loc.Cit, ina Aresda, Hajah Hukus Fidans Pers Infonesia, Pustska Vartini, Jakarta, 1989, hal,
1, ¥ Salradiat Bassar dan Wina Armada sengatakan balwa: Peserintah felanda pada wakiy itw berangnapan pacal-pazal ini hanya
bhusue giberiakukan di daerah kolond, tetapl tidak dianpgap perlu diteraphan di deeraboya sendird yaitu Belanda.

19) wina fraada, 1big, hal. 4061,

Y2)  pesar Ses #dji, Perbenbangan Delik Pers gi Indonesia, hal. 8. Oesar Seno Adji sengatakan: Libel {*Penghinaa”)
yang sering dirumiskan begai suatu pernyataan, “Hhich expres a man te hatred ridirule or contenp”. la pernah dikemukatan oleh
sarjsna-carjana Amerika seperti lechariah [hafee, Joses Kent dan di Inggris Jean Juseph Dean {dalam bubunya Hatred, ridicule
or contesp®), sewaktu ia senquraikan tentang *Litel” (identil dengan pencemaran tertulis dan penghinaan ringan}. Lihat juga
ifficiele Rescheigen welie hebben peleid tot kel Keninlifh Beslwit van 7 Januari 1919 (Sth. 203).
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pasal-passl penyebsr kebencian, khususnys Pasal 154 dan
156 XUH Pidans tidask mempunyal padanannysa yang Serupa,
sebsb is dspat menjadi senjata bagi penguasa terhadap
adanya perbedaan pendapst dalam hak mengeluarkan penda-
pat. Sehinggs pssal-pasal tersebut memang merupakan pasal
kolonial , vang dikhususksn untuk mengatur dan membatasi
kaum pergerskan di Hindia Belandalzl).

Dalam lembaran sejarah Belanda, wmemang pernah terja-
di usshsa untuk memssukkan Haatzsal Artikelen, kedalam
Wetboek van strafrecht. Commissie voor Privat en Stra-
frecht pernah menyarankan kepada Menteri Kehakiman Belan-
da untuk memssukkan "in de geest van de Indische Haatzaal
Artikelen” atan bebersps pasal dari Wetboek van Stra-
frecht voor Nederlands Indie yvang disebut Haatzaai Ar-
tikelen kedsalam #Wetboek van Strafrecht. HNamun rupanya
ugulan tersebut ditolak oleh Menteri Kehakiman
Belanda122>.

Pennolakasn untuk memasukksn pasal Haatzaai Artikelen
kedalam Wetboek van Strafrecht oleh HMenteri EKehakiman
Belands dilsndasi oleh dus alasan:

1. Jiks Haatzaai Artikelen dimasukkan kedalam Wetboek van

Strafrecht, maka itu sams halnya dengan akan menying-

gung perasaan masyarakat Belandsa dan sakan menghilang-

124 { pobiyy Logman, Delik Pulitik. Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hal. 79-80. Menurut Loebhy Logaan, Pasal-pasal tersetut
dianpgap sebagai pasal-pasal yang kelonial sifatnya karena pasal tercetut dituat khueus untuk Hindia Belanda tengan maksud
yntuk senghasbat gerakan kebangsaan yang terjadi pada tahun 1730-an.

172) fesar Senn Adji, Perkeshangan [elik Pers ¢i Ingooesia, hal. 38, Mikatakan aleh Menteri Yehakinan Belanda:r De onder-
getkenge zou deze bepalingen , welke op 2ich 2elf 1e vertlaren zijn toor de behoffte van een koloniale samenleving zeker niet voor
het Rijk in Furapa willen overnemen., Sifat non-deackratik ini dijelaskan oleh pengakuan Menteri Kehakiman Belanda sewaktu ia
serolak usul untuk mencantuskan Haatzaai Artikelen tersebut dalam W.v.S Belanda. la menyatakan bahwa peraturan-peratoran yanp
dewikian tidak dapat dioper dan diteraphan begitu saja didalam herajaan Helanda cendiri. Penolakan untud mencantumkan pasal-pasal
censcan Maatzaai Artibelen hendak dibenarkan dan diarqueentasikan dengan pernyataan batva pasal-pasal tersebut mempunyai tujuan
yang lebib luas cedanghan lapangan yang termuat dalam peraturan tersetuttidak saja mengenal hentuk dari bentuk pernyataan tertentu
aelainkan juga melanggar secara jauh kebebasan sateriel untsk senystakan pendapat. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, penafsiran
kata “persusuhan, bebencizn atau serendabkan® dapat #ilakukan secara luas.
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kan kebebasan material untuk berpendapat123).

2. Kemudian bahws kata-kata "vijandschap, haat atay
minachting", atau kata-kats permusuhan, kebencian atau
merendahbkan yang terdapat dalsm rumussn-rumusan passl
154 dsn passl 138 Wetboek van strafrecht voor Neder-
lands Indie itw dapat ditafsirkan secara luas, bahkan
dapat ditafsirkan lebih luas dari penghinasn dalam
kats aslinya124}_

Jika di Belanda-pun menolak diberlakukannya pasal-
pasal ini, dan Fast Punjab High Court (Pengadilan Tinggi
Punjab Timur) serta Supreme Court {(Mahksmah Agung) Juga
menclak keberadsan pasal yang kontroversial dan inconsti-

125)  Yal lsin vang menarik untuk ditelsah

tusionil ini
ialzh perubshan rumusan pasal-pasal Haatzaai Artikelen
dari rumusan delik materiil menjadi rumusan delik Fformil.
Dahulu ketiks passl ini pertama ksli dikensal, rumusan
yvang dipergunakan dalam British Indian Penal Code adalah
rumnusan delik materiil, akan tetapi ketiks pasal ini

ditransfer kedalam Wetboek van Strafchreht voor Neder-

lands Indie, msks rumusannys berubsh menjadl rumusan

123 taaintang, P.A.F. Djisaan Sasosir, Loc.cit, (tast pagrievens vergaand de materiale vrijteid van meningsuiting
aan). Ditasbahkan pula olehnya bahwa setenarnya pasal-pasal Haatzaai frtikelen hanya cocok bagi masyarakat kotonial ataw Jaja-
han, imi menunjukkan bafwa latar belakang serta dacar pemikiran diterapkannya Haatzaal Artikelen di Indonesia tidak lain
adalah untuk mengekang rakyat jajahannya agar tidak dapat melakukan perbuatan yang dapat menggangu ketentraman penguasa kolo-
nial.

128} | anintang P.A.F., Diisam Samosir, Ibid. (Vijndschap, hast of minachting laten bovendien een heel ruie - inter-
pretatie icel, Menteri ¥ehakiman felanda sengataian batwa pasal tersebut selain dapat sengekang kekebasan berpendapat secara
aateriil, juga dapat ditafsirkan secara luas oleh pihak yang berkuasa,

179 Dpemar Senn Adji, Ferkeabennan Hubus Fidana den Hukus Acara Pidana Sekarang dan di Masa Yang Mhan Datang, hal. 3.
Detar Sero Adji nenasbahkan bahwa: pasai-pacal Weatzaai frtikelen ini yang belue dicsbul secars formil ini tidak semestinya
giperkenankan kelangsungan hidupnya ditengah-tengah tata hukus kita sekarang Baupin di masa yang akan datang. Likat jugas
Pesar Seo A§i, Asas-asas tata Hubue Masienal dalem Bidang Hukur Pidana, Loc.cit, dikatakan: Pencentuman Pasal 154 KIHP
diithasi dari British Indian Penal Code Fasal 124 A, yang setelah diberlakukannya tndang-tndang dasar India Pasal 124 A dinya-
takan lnskonstitusionil oleh karena ia diancgap tidak tersasuk Iimitation clause yang berjuslah empat yaitu: defamation,
conteapt of court, decensy or moralily and security of the state terhadap hak setizp wargs untuk berbirara dan senyatakan

nendapat .
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delik formi1l28)

Hal lsin - yang jugs melatsr belaskangi mengaps rumusan
delik Haatzaal Artikelen itu berubah menjadil delik formil
adalah, timbulnya kesulitan untuk wmembuktikan, jika
rumussan tersebut mepupakan runusan delik materiil. Dengan
jenis delik formil, maks Jjaksa penuntut vmum tidak diws-
jibkan untuk wmembuktikan terlebih dahulu bahwa di dalam
masvarakat sudsash terjadi atan sudah timbul perasaan
permusuhan, kebencian dan menghina terhadsp objek vang
ditujn. Berbeds Jjika delik tersebut wmasih menggunakan
rumusan delik materiil, dimans Jjakss penuntut umum harus
membuktikan terlebih dahulu bahws apakah dalam masyarskst
tersebut sudah terjadi dampak atau akibat darl suatu
perbuatan vang dilarang oleh undang-undang atsun diancam
dengsan pidana127}.

Perubshan delik ini menunrut Wina Armada, tidaklah
semata?maﬁa masalah pembuktian delik vang cenderung
menyulithksn, baik dslam hal pembuktiazn secars mnmateril,

meupun juga dalam hal pembiayaan pemeriksasn, keahlian

28} g and jah Hadi, Loc.Cit, Dioks Frekeso sengutzrakan babwa: Pada gulanya redabsi pasal-pacal tercebut bertunyi
*Dernan sengaja oeebangkithan ataw seaperkuat perasam persusuban, kebencian atan penghinaan ... dan seterusnya, ., Ruausan ind
dinagakan dengan rususan delik sateriil karena yang dilarang adalah senimbulhan keadaan atau akibat tertentu yaitw banghiteya
perasaan  perausuhan dan sejenisnya. Jika ruusan delik ini masih menggunakan rusasan delik materiily saka akan sanpat sukar
untuk dapat weebuktikan balwsa apakah perasaan perausuhan dan hebencizn ity timbul, Oleh karena itulah pembentuk undang-undang
gerubatnya  eenjadi  delik  formd} yang bernada suatu penghinaan dan sejenitnya yang filakukan disska umim,  Lihal jugas
Noeljatng, Kejahatan-kejahatan Terhadap ketertiban Usus (Opeebare Orde), Loc.Cit, Menurut Moeljatno: Fada mulanya pasal-pasal
Haatzaai Artilelen dirumskan cetara materiil, Jadi yang dilarang adaiah tistwlnya perasaan kebencian dan csejenisnya
terhadap obiek yang dituin, Perbuatannya cendiri tidak dilarang, tetapi shibat dari perbuaian itulah yeng dapat diancam dengan
pidana. Tetapi jika rumusan delik Haateaal Artifielen ite dirubah menjadi rususan delik fersil, saka delik sudah dianggap
celesai jika pernyataan atau perbuatan yang dilarang tersebut sudab dilakukan, baik yang berupa tulisan, lukisan saupun ura-
pan. Apakah akibat yang negatif timbul atau tidsk itw tidak menjadi macalah. Tetapl yang diancaa pidans adalah perbuatan yang
gilakukan ity jelas-jelas dilarang, tanpa genungou hasil atau akibatnya,

127) \ubas Soeren, Op.Cit, hal. 49, Atmabusoech, Trituana Said, Loc.Cit.. Wina Armada melihat batwa perubahan peru-
wisan Haatzasi Artiteles dari delib sateril meniadi delik Formil, adalah karena adnya kesulitan dalam hal pesbubiian bila
terjadinya delik yang dirususkan, Dalam delik materil, maka yang dilarang adalah ‘ahibat’ yang ditisbulkannya cedanokar  dalam
delik forail, maka 'perbuatannya-lah’ yang dilarang. Menurut Desar Seno Adji, dalam Asas-asss tata Hukum Hasional dalar Bidang
Hukun Cidana, Loc.cit, babwa secara sejarsh perubahen rumsan delik materil senjadi delik forsil adalah celain dard seql pes-
huktiannya yang relatif lebih sudah, maka perumisannya senjadi delik formil adalah semzta-sata menunjukken bawa delik tersetut
memang sengzia diciptakan untuk menghadapi geraken kebangsaan Indonesia.
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vang cukup, tetapi juga menJurus pada pols kemudahan
dalam mengambil sebuah tindakasn. Orang tidak perlu me-
nunggu setelah ada akibat, tetsapi mereka dapat segers
vergerak begitu ada perbuatan. Dan faktor inilah vyang
sebenarnys mélatar belakangi dengan kust, mengaps delik
ini berubah rumusannys dari delik mzateril menuju delik
formil 128D

Lebih lanjut Sutamijah Hadi Jjuga mengupss latar
belakang mengsps passal-pasal tersebut diambil dari Brit-
ish JIndian FPenal Code dan dipasang vpada Wetboek van
Strafrecht voor Nederlands Indie, ialah dendan maksud
agar pemerintahan di zamsn Hindia Belands yaitu pemerin-
tahan kolonial vang adsa, dspat melakuksn perbustan penin-
dakan terhadap gerskan-gersksn nasionalis yang sda tetapi
dengan dasar huokum yang legal. Dalsm pasal ini semua
bentuk kritik yang ada dipandang sebagal sebuah bentuk
penverangan terhadap kekuasaan pemerintah kolenial yang
2dal29)  Namun pendapat ini ditentang oleh Moeljatno
bahwa selama kritik itu dilakukan dengan cars vang baik,

tidak melukai perasassn, dan zakelijhk serta bersifsat

membangun, wmaka arti ‘penghinsannys’ dapat disingkir-
kan130).

R frmada, foc,Lit.. Lihet juga: Sotamijah Hadi, Qp.cit, hel, 34, Gulanijah Hadi nengadakan batws kata-kata
‘meryatakan penghiraan’yang terdapat dalaw Fasal 154 ¥UH Pidana dapat senimbulkan perspaian, Sebab apakah ia sengandung peng-
ertian tidak diperbolekannya kritik vang 'zabelijh’dengan maksud untuk melurusken hal-hal yang dianggap kurang benar, ataukah
memang Oapat diajukan secara 'noodzakelijhé’ ditambah dengan fakte-faktz yang menunjukkan adanya kelemahan atau kekurangan
dari pemerintah yang ada. Dan dengan perubahan delik ind, akan makin semedahkan peserintah kolonial Hindia Belanda dalam
selakukan tingdakan penangkapan, penskanan terhadap haus pergeraken nasional yang ada pada masa ifw.

12) 1hig, Mengutip pemikiran Sisons, maka Sutasijah Hadi menetaphan bahwa pada saal itw bentub kritik yang bagaimana
yang dapat dijaring, adalah sesus beatuk kritik, haik kritik dalam arti formil maupun kritik dalam bemtuh yang materiil,

13} Gecilo, Lov.Cit. Ditegaskan kewbali oleh Soesilo, bahwa: Jika Haatzaat frtikelen nasih senggunaken delik gater-
i1}, =aka yang Silarang adalah akibat dari perbuatannya, dan ini akan mengalami kesulitan dalan pesbuktian, Kemudian dengan
dirubatoya Heatzaai Artikelen menjadi delik formil, mskz ysng diancan dengan pidana adalah perbuatannya, tanpa senunggu hasil
sty akibat dari perbuatan tersebut, dan ini akan Iebih pudah iarena tidad perlu ditukiikan apakah perbustannya tersebut
nesbawa pengaruh atau akibat yasg diharaphan oleh pelaku atau tidak. Lihat juga: R. Soegandhd, JAHE Depgan Penjelasannva,
Pererbit Usaha Nasional Surabaya, 1940, hal. 144, bahwa Pasal {34 sampai dengan 157 disebut dengan delik pembanghit rasa
perousuhan, Rusuzannya bersifat formil artinya tidek periu diselidiki apakah rasa persusuhan, kebencian atau rpenghinaan itw
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3. Penerapan Haatzaal Artikelen pada aktivis derakan maba—
siswa.

Dalsm perjalanan sejsrah perjuangsn bangsa Indone-
sis, =ads beberspa orang tokoh Pergerakan HNasional vang
harus terjaring oleh pasal Haatzaai Artikelen ini. Beb-
erapa orang tokoh pergeraksn nasional tersebut antara
lain Soekarno, Mohammad Hatta, BH Abdu; Hadiid Joyodinin-
grat, Ali Sastroamidjojo, Nazir Sutan‘ ?amuntjak, Gatot
Mangkoepradia, Maskoen dan Soepriadinatal3l).

Pada akhir tahun 1822 “PFPerhimpoenan Indonesia”
memiliki pengurus baru vang terdiri dari Iwa Kusumasuman-
tri, J.B. Sitanala, Moh. Hatta, Darmawan Mangunkusumo dan
Sagtromuljono. Para pengurus baru ini wmerubah susunan
organisasi, corak gagasan, pewmikirsn dan  sktivitasnys,
yvaitu dari sustu himpunan yang sifstnysa sosial semats
menisdi sebush himpunan yvang sktif Juga dalam bidang
politik.

Tiga tema utama yang selaln dijadiken landasan dalam
melakukan reformasi kepengurusan mereksa yaitu: hak untuk
dapat menentukan nasib diri sendiri, kepercsyssan kepads
kekuatan dan kemampuan diri sendiri, serta persatuan dan
kesatuan bersams untuk menghadapi Belanda. Selain tigs
tems utama tersebut mereka juga menerbitkan sebuah maja-

1ah vang dinswmskan "Indonesia Merdeks” sebagai alat

propagands perjuangan tentang kegiastan dan tujuan yang

seapunyal dasar-tacar yang nyata ataupun tidak, tidak perlu ditwktikan apakah pernyatasn permusuhen, kebencian dan penghinaan
itu merpengaruhi pada khalayak rasai, sehingga mereha beful-betul bersikap sesusuhi, membenci dan serendahban pemerintah.
Syarat yang pesting dari pasal ini agalah perbuatan tersebut dilakukan di muka usus. tidek perlu ditepl jalan, asal di tempat
yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak,

Lt} Bchead Fadilah, Bastzaai Artikelen {Tinjausn Yurigic Yerhadap Pacal 184 MM Pidama Dalan Perkara Mo,
{4{/Fid/B/19897 Pn.Bdo), Skripsi, fakulfas Hukuws UNSCED, 1995, hal, B2, Lukas Smarso, Loc Cit., tihat juga @ lubei dan

Iaran, Gp.Cit, hal, if,
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telsh mereka lskukan serta cita-cita bersama yang hendsk
mereks capailSZ}.

Namun rupanysa perubahan pola geraksn, tujuan dan
kegintan yasng diselenggarskan oleh "Perhimpoenan Indone-
sia’ bunkannyva tidsak membswa resiko yang cuhup bersrti,
tetapi justru mengundang pandangan yvang pro dan kontra di
masyerakat Belanda itu sendiri, yaitu dengan propaganda-
propaganda vsng ditulisnya dalam “Indonesia Merdeka’,
akibatnya beberspa orang pengurus dari 'Perhfmpoenan
Indonesia” ini harus befhadapan dengan pemerintah Belan-
ds, karena dituduh melakukan penghasutan.

Mohammad Hatts, RM Abdul Madjid Joyodiningrat, Ali
Sastroamidjojo dan Nazir Sutan Pamuntjak, dihadapkan ke
depan pengadilan Belands, karena mereka dianggap melaku-
kan perbuatan vang dianggap dapat mengancan kehidupan
pemerintahan di Hindia Belanda. Penangkapan dan penyidan-
gan mereka sejak 23 September 1827 sampal dengsn 7 Maret
1928 tidsk 1lain karena "Perhimpoenan Indonesia” vyang
mereka dirikan di negeri Belanda133).

Mengapa psara mahasiswa Indonesia yang zda di negeri
Belanda dan tergabung kedalsm “Perhimpoenan Indonesia”
ini dijerat oleh Pasal-pasal penghasutan, yaitu Pasal 131
KUHP Belsands vang rumusan deliknya hampir menyérupai

rumussn delik dari Haatzaail Artikelen, karena para mahsa-

sisws Indonesia itu telah memberikan gambarsn dan bukti

133} phurrachmen Surjoaitardie, Poia-pola Fenikiran Menuju Tnoresia Merdehe, Prisma 7 Hosor ¥usus, 1975, halu13-20,
Yersrut Bdurachean Surjosibardio, kata *serdeke” memunjukken adanya sesangat dan dijadikan seghoyan bagl “heloapek  Indonesia
Mufa' menuju kancah perjuangan, Merdeka merupakan gapasan yang usus terdapat di setipa giri manusia, dan juga terdapat pada
jiwa cetiap hangsa tNation) untuk merdeha dam selalu hidup bersama dengan kukuh. Gagasan untuk serdeka tidak berbeda antara
bagian dunia yang satu dengan belahen dunia lainaya, keperdekaan adalzh hek milik %emenusizan dan bukan hanya ailik dunia
barat, oleh karemanya "kenerdekaan adalah sebuah tempat suri @1 belshan duniz menapun’. Dengan demibian penqgunaan kata “me-
rdeta cetelah kata 'Indomesiz’ menunjukkan adanya suatu sikap jiwa bangsa atau Natlon, dengan hesadaran kebangsaan  untuk
dapat dipersatukan secara ketata negaraan untuk merdeka, bersate dan berdaulat sebagal sebuah bangsa dan negara.

33 1 Duijs, Heabela Mahasicwa Indonecis gi Depan Pengadilan Belanda, Sunung figung, dakarta, 1983, hal. Vil
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vang senvatanya tentang keadaan Hindis Belanda atau Indo-
nesia pada saat itu kepada masvarskat Belanda134).

Rakyat Belanda barulah dapat mengetahni keadzsn yang
sebenarnya tentang Indonesis, =setelah "Perhimpoenan
Indonesia" tersebut berdiri, dan parsz mahssiswa Indonesis
inilah yang memberitskan keadaan yvang sebenarnya tentang
Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah Belands merasa
kewalahan &akan kenvatsan-kenyataan vyang ada, sehinggs
pemerintah -Belanda menerapkan pengswassn yang ketst,
memata-matsal, bahkan akhirnya meneraphkan Pasal 131 KUHP
Belands kepads keempat pemimpin “Perhimpoenan Indonesia"
tersebut 1397 |

Pembela keempat pemimpin “Perhimpoenan Indonesig”
tersebut, Mr. J.E.W Duijs membeberkan ini semua dengan
maksud bahwa di Hindia Belanda-pun ads pasal-pssasl yang

) serupa, bahkan lebih kejam dslsm penggunaannva, namun
ﬁasal—pas&l Haatzaail Artikelen hanya dipergunakan kepsads
para pembangkang yang dianggap dapat merusak keberadaan

Belands sebagail kolonizl di Hindis Belands. Tetapi Passal

ini tidak berlaku stau menjadi tumpul ketiks harus berhs-

134 fhid, Pada wsusnya rakyzt Belanda tidsk tahu apa yang terjadi di Indonesia, Golonpan penqusaba sengaja tidak
pernah  nesberitahukan keadaan yang sebenarnyz tentang Indonesia kepada masyarakat Belanda, Dan kalaupun diantara mereka ada
yang nengetalul keadaan yang sebemarnya tentang Indonesiz, maks hel itu terbatas pada angaspen bahwe *Indonesia adalsh sunber
reuntungan dagang yeng sangal besar bagi Belanda®.

133) 1bid., hal, 80-81, Dalan pesbelaannys Mr. J.E.N Duijs banvak cekali semberiban ilustrazi dari buky “Hay  Havelaar”
barya Multatuli {Eduard Dowes Dekber), salah catunya adalah urapsn Multahyli “sen blijk van schifjn of een schijm van
bizjk"{suate pernyataan kepura-pursan ataw hepura-puraan kenyataan}, hal, 44, Dalam pesbelasnnye K. J.EM Duijs zennatabkan
bafiia: Ada sate hal lagl vang perlu mendapat perhatian, yaitu, bahwa dalam ¥ifab Undang-unBang Hindia Selanda  (WvSNI-Pen)
terdapat beberapa pasal yang melarang penyebaran tulisan-tulisan tajam, terutasa tulisas-twlisam yang senyebarkzn bidit perRAI-
suhan dan kebencian, Pasal~pasal itu disebut pasal-pasal tentang "penvebar kebencian® tHaatzaai Artikelen-Pen). Dalet Fasal
143 (meksudnya 154-Fen) dikatakan: “Seseorang yang mengutarakan kebencian, permusuhan atau genghinaan derhadap pemerintzh
Belanda atau Hindiz Belands di depan umum, dijatubi hukusan penjara setinggi-tingginva tujuh tahun ataw denda sebesar 3000
gulden.”. FPasal 139 penyebut i ,...., Pasal 15 & ..., Mamun seauanya hasys ...teori belaka. Dalam grakiek bagaimana 7 Prap-
teknya adalah di Hindia Belands pers Barat cetiap saat bebas menyebar luaskas pernyatzan dan ucapan yang menghina dan meren-
dahkan rakyat Indonesia dengan cara yang bagaimanapun, tanpa ditequr atau difukus, Hereka serdeka embakar dan nenghidup-
hidupken rasa kebencian dan persusuhan terhadap bangsa Indonesia tanpa diganggu pelakeana Undang-undang, malah kepada orang
yang paling “berjase” dalam ussha kepshlawenan® yang melawan hukus itu, oleh peserintah atas rekomendssi Gubernur Jendaral
Fock (D.Fock senjabat cebagal Gubernur Jenderal pada tahun 1921-192) diberi penghargaan,
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dapan dengan pers-pers barsat atau Belanda, padahsl justru
pers-pers barat atau Belanda itulah yang 1lebih banyak
melakukan delik yang tercantum dalam rumusan pasal-pasal
Haatzaai ArtikelenlSB)

PNI-Partai Nasional Indonesia didirikan di Bandung
pada tahun 1827. PNI melakukan penerangan-penerangan atsas
"kegelapan-kegelapan’ vang terjadi di daerah jajahan
Belanda khususnya di Indonesia. PNI melakukan propaganda
secara intensif baik lisan msupun tertulisl3?),

Namun =akibat propaganda serta gerakan-gerakan vang
dilakukan oleh PNI ini, maka para pimpinan PNI terpsksa
harus berurusan dengan pengadilan koloniasl di Bsndung.
S5oekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata,
di Bandung-pun terkena Jeratan pasal-pasal Haatzaal
Artikelent38),

Peradilan vyang dilakukan terhadsp Soekarno, Gatot
Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata, berlangsung di

Bandung. Jaksa penuntut umum pads waktu itu menggunskan

138)

igid., hal. 154, Feristiwa penahanan dan pemeriksaan para pimpinan “Perhimpoenan Indonesia* ini terjadi sebelue

Soekarno, Gatot Manghoepradja, Maskoen dan Soeqriadinata, para pimpinan PNT ini dibadapkan ke pengadilap Belanda di  Bandung.
Bkhirpya cetelah melalul saca penahanan dan persidangan yang cukup panjang dan eelelabkan itu, pera peaimpin  “Ferhimpoenan
Indonesis” ¢i Helanda diputus bebas dari dakwaan dan tuntan yang ada, Mamun hal itu tidak serubah sitwssi dan keadaan, karena
mereka tetap saja diawasi gerak-geriknya dan selalu berada dibawah pengawasan Depariemen Daersh Jajahan.

157) Murrachaan Qurjosibardio, 0p,Cit, hal, 21, Mereka mesiliki sebush tujuan utasa yait tercapainya Indonesia
Herdeka, yano meliputi daerah jajahan Hindia Helanda, Cara yang dinwnakan oleh PNT uniuk mencapai tujuan itu ialah dengan
memadu  semangat kebangsaan wenjadi kekuatan nasional dengan sesperdalam kednsyafan rakyat agar senjadi suate gerzkan yang

gadar, yang
pasional,

138}

gkan membangun susty kessuap yang satu, kemauan mesional, yamg kesudiazn menjelns menjedi sate perbustan, perbuatan

Inhei dan lwron, [big, Fara tokoh PN ini dijerat senggunakan pasal-pasal Haatzasi Artikelen dengan dakwaan

zenyerang atau senghasut macyarakat Indonesiz agar serentang atau sengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Eelanda,
gisaeping para tokoh itu juga didakwa merupakan kelanjuthan dari Partai Keawnis Indonesia, yang pada tabun 1926 mengadakan
pemberontakan untuk menentang peserintah kolonia! Belanda Lihat jugas : Ramgkaian Peristiwa Pesberontakan Kogupis di  Indonesia
{1925-1943-1963}, oleh lesbaga Studi Ilsu-ilme Kemasyarakatan, Jakarta, 1983, Lihat juga: Parakitri T Gisbolon, Henjadi

Indonesia,
bermuia dard

Yompas Grasindo, Jakarta, 19995, hal. 304~341, bahwa: Xonsep pergerakan komunis di tahun 1921 hingga tatun 1926
Partai Sarekat Islam, yang kemudia pecab menjadi Sarekat Isiam Merah dan Sarekat Jsiam yanp Puiih, Sareéat Islam

Merah merupatan cespalan dari Sareat Islam yang beraliran komunis dan nantinya berubah menjadi Sarebat f2'jat. Pergerakan
Sarekat Ra'dat sembaws hetakutan tersendiri bepl peserintab koelonial dalas hal perberdayaan masyarakat oleh karema itulah,
gaka untuk menekan gerakan ini digunakanlah Haatzaai Artikelen kepada para tokoh dan aktivis pergerakan tersebut (hal, 308 dan

§04).
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Pasal 153 Bis, vang kerapkali disebut pasal mencegah
penghasutan, untuk menjsring perbustan Soekarno dan
teman—temannyalsg}.

Hasil persidangan, Hakim Siegenbeek memutuskan bahwa
Soekarno dan teman-tewmannya dianggap bersalah dan dija-
tuhi hukumsn. HNHamun rupanyva keputussn itu menimbulkan
protes dan kecaman dari Partai Burub Sosial Demokratis
{(Sociaal Democratische Arbeiders Partij-SDAF) Belanda.
Dslam kongresnyas di Arnheim, Belanda tanggsal 4 April
1931, Oundegeest, salah seorang peserts kongres mengemuka-
kan bahwa persidangan itu merupakan skandal besar daiam
sejarah kolonial. Oleh karenanys SDAP mengeluarksn mosi
protes dan meminta sgar pars pemiwmpin PHI dan tahanan
politik lainnva (Sukarno dan kawan-kawan) dibebaskanl4o).

Kecaman dan protes terhadap putusan hskim Siegenbeek
tersebut tidsk hanys muncul dari SDAP sajs, tetapi Jjuga
dari salah seorang angéota Tweede Kamer Staten (General
(anggota DPR Belanda) yaitu Mendels. Mendels mengecanm
kepada Albregts yang seakan-skan telah mengambil fungsi

jaksa penuntut umum, dan Mendels Juga mempertanyvakan

kebenaran prosedur hukum dalsm persidangan kepada Menteri

139) {othorp Staddart, The Ricing Tige of Color (Pasang Naik Kulit Rervarmal, Panitia Penerbit : Letdjes HM. Huljadi
Djojosarteno, Brigdjen R. Rusli, K. Mualiff Masutim, Drs. Syafa'at, Rasli Thoha 5. Jaharta, 1966, hal, 310, Dalam suplesen
‘The Rising Tide of Color’ dikemukakan hatwa: Dua tahun sebelus mesurtistnye tuntuten Soekarns akan kererdehaan negerinia,
Maka pada tahun 1929, sebelu ia dapat bergerak lebih leluasa untuk mespropagandakan ideenja jang besar ity peserintah koteni-
al Belanda sengabil tindahan terhadap FHI. Soekarno sendiri dan tiga pesimpin Jzinnja ditangkap dan kemndian diadjukan kemuka
pergadilan gaerah di Bandung, wntuk semangkinkan ia dimasukkan kedalan pendjars, suatn tindakan yang sepena-xenz  pendiajahan
jang tiada taranja,

10 Cindy Adams, Alih Bahasa: Mbdul Bar Salis, Bunp Karno Penvasbung Lidah Rakyat Indonesia, Bunung fioung, Jakarta,
1985, hal. 134, Setelah diperkarakan pada tahun 1929, maka Scekarno senceritakan pengalamansya saat dituduh oleh peserintah
kolonial Eelanda: 19 Agustus 1930, setelah delapan bulan seringkuk dalas tahanan, perkara ini dihadapkan di ruka pengadilan,
Secara forast aku dituduh selangger pasal 167 dari ¥itab Undang-undang Hukum Pidana dan menyalahi pasal fal, 17} dan 133, Ind
adalah “de Haatzaai Artikelen® yaitu pasal-pasal pencegah penyebaran rasa benci, Secara formal aku gituduh “mengasbil bagian
dalaw suatu organisasi yang mempunyai tujuan senjalankan kejahatan disamping ...usaha untuk mengoulinghan kekuasasn Hindia
Belandz, "




Urusan Koloni Belanda, De Grafeldly,

Kritiksn Mendels ini segera disambut oleh surat
kabar “Sinsr Sumatera’. Surat kabar ini wmenuliskan "Ini
menjadi pelajaran mahal untuk kemudian hari tentang
bagaimansa kaum pergerakan menggunakan taktik dan
politik"142),

Namun walsupun kecaman dan protes mengalir dari
negeri belands, dan Soekarno =zendiri sudah mengajukan
pledoi, tetapi putusan Landraad tidsk tergoyahkan..Begitu
diajukan banding ke Raad van Justitie, Pengadilan Tinggi
tersebut malah mengukuhkan putusan Landraad, tetapi
menghapuskan tuduhan bahwa PNI adalah sebagal kelanjutan
dari PKI143)

Melihst banyvaknys kasus-kasus Pergerakszn HNasional
yvang dijerat dengan Hastzasil Artikelen dan menimbulkan
polemik vang berkepanjangan di negeri Belands sendiri,

disertai terjadinya depresi ekonomi di negeri Belanda,

U1} 2ubei dan Iman, Sutarno Terjerat Haatzaai Artikelen, Forum Keadilan, Nomor 20 Tahun 1T, 3 Februari §9%3,

142) Soekarno, Indonssia Mencouozt (Indoresie ¥lasstaan), Pidato Pesbelaan Rung Karno di Depan Pengadilan Kolopial
Relanda 1930, Inti ldayu Press, Jakarta, 198%, hal, 16-11, Beberaps ucapan Hendels yang diikuti oleh Scekarno dalam FPledoinya
vang berjudul 'Indonesia Mengaucet’ entara lain: Mendels seyebutkan bahwa pasal ini, pasal undang-undang pidana yang mendiri-
kan beln rosa, didalam tabwn-tahun yang akhir ind belun pernzh juspai. Tetapi kalau begitu janpanizh crang omong, hahwa di
sini ada aturan hukus. Ini berarti tidak ada aturan hukum sasa  sekali, Ini adalah kesesenang-wenafigan dengan  wenmperqunakan
undang-undang sekagal senjata, Soekarns serdiri dalan Pledoinya, 'indonesia Hengguaat’, senpetakan bahwas Kamd anggap pasal-
naszl ini sebagal halangan besar bagi nenjalankan “hak berserikat dan beriumpul®, yang toh tadinys sudsh terancam serali oleh
adanya Haatzaai Artitelen {pasal-pacal fienceqah penyebaran rosa benci), oleh adamya “ha perdigulan” dan sebagainya. RKalau
Haatzaai Artikelen itu cudah terschor dengan nama “aturam karet yang kelewstan kekaretanmya®. Lebih lanjul Scekarno, menekan-
kankan kembali tentang ke-karetan Haatzaal Artikelem itu sendiri, Seetarmo senpatakan: Tuan-iuan Hakim, marilah kita dengan
hati yang temang dan tulus bertanys lagl : Adakah di sini bagl kami bangsa Indonesia kemerdehaan cetan, adalah di sini hak
yang sebenarnyz boleh kita namakan hek berserikat dan berhuapul 7 Anbod,- adahah disini hak-fak itu, digana Kitab Undang-
undang Hukun Pidana masih saja berisi itu pasai-pacal mengenai penyebaran rasa kebencian {haztzaziartibelen) yang hisa diulur-
ulur sebagai karet, itu heatzaaizrtitelen yang hanpir sonder perubahan diambil dari “gewrocht der duisternis (perangkap terse-
tubting). Sebagai Thorbecke senyetut peraturan cetak sencetak , dimana horribel strafpetartite) 153 bis-ter yang lebih-lebih
elastis lani senpancam keselasatan tiap~tiap pemippin sebagal kasi hari ini, dimena hak perdiguian memberi kekuasaan yang
hampir tah terhingga kepada peserintah terhadap tisp-tiap pergerakan dan tiap-tiap senusia yang ia tak sukai?

13} gatetah gijerat dan ditukus dengan menggunakan Haatzaai Artikelem, berdasarkan hak exorbitan yaitu sebugh yang hak

luar hiasa dan dimiliki oieh penerintah koloniat Rindia Helanda untuk melzkukan pegbuangan tanpa proses pengadilan, maks De
Jonge, melakukan pesbusngsn terhadap Scedarno ke Flores dan Fengkuly, serta Sutan Sjahwir dan Moh. Hatta dibuang ke Digul Atas
{Tanah Meraht. (Suyatno Yartodirdjo, Peaberontakan Ansk Buzh Kspal 'leven Provincien’ Fahun 1933, Prisea Wo, 7 Tahun JVH
1963, hal, &} lihat juga : Abourrachean Serjoaiterdjo, Fenempatan Xapp Koncentrasi Digul dalam Penulisan Sejarah Indonesia,
Prisma yarg sama, hal, 17 dan 19.
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maks dibawah kebijaksn koloniasl vang dilakuksn oleh
Gubernur Jenderal De Graal dan penggantinya De Jonge
dibuat sebusah ofdonansi vang mengawasli dan wmembatasi
segala bentuk kegiatan pengajaran‘dan pendidikan bagi
golongan bumiputeral44}.

Pada masa penjajehan kolonial Belanda, Haatzaai
Artikelen pernsah digunakan untuk menjerat R.M. Soewardi
Socerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) sebsagal penanggung
jewab wmingguan "FPersatoean Hindiz" psada tahun 1920145).
Ia dijatuhi hukumanh penjara satu bulan, tetspi oleh
pengadilan tingkat kedus ia dijatuhi hukuwman lebih berat
vaitu menjsadi tiga bulan. Dan pasal vang sasma-pun  dija-
tuhkan kepada Mas Marco Kartodikromo untunk menjalani
hukuman penjarsa selams enam bulan146}.

Beberapa kssus yvang pernah menimpa beberspz penerbi-

tan yang berkaitan dengan Haatzaai Artikelen diantaranva

Y8) Suyatne fartodirdjo, Penterontzkan Ansh Ruah Kapal 'even Provincien' Tahun 1933, Prisss Mo, 7 Tahun WYID 1968,
fal. 9. Hal ini gitandsl dernan keluarsya Ordonansi Pengawasan {937 atav Toerichi Ordensntie I93F, {rdohansi ini jugy mela-
rang dan menqgamwasi pendidikan dan pengajaran yang dapst mengacaukan ketertiban mdsvarakst fhusuenys sekolah-sekolah yang
gicelenngarakan nleh §3 Hadjar Dewantars,

143) Ataakummab, Triteana Sadd, loe Cit. Bersamaan dengan K3 Hadjer Dewsntara, Douwes Dekker-pun pernah dijaring dengan
senpounakan  Haatzaal Artikelen, ketike sereks shan pendirikan *Pe Indsche Partii”. Bisind dikemebhakan bahws Haatzamy Artikelen
sEGEND  Sengaja digunakan untuk meneken geraken-geraken perjuangen Yemerdekaen Induresia, {Wina Arsads, Wajsh Hukus Pidaps Pers,
fuctaka Kartini, Jakarta, 1999, fel. &)} toatzaai friikelen jugz ditenal sebagel “ranjsy’ dalam bidang jurmalistik atau dalas
bidang pers ueum. Sebab seringkali pasal ind digunakan cebagal rambu-rembu yang seakan-akan sembatasi wuntuk sosberifan fungsi
sosial kontrol hepada pers dalam gemberikan caran dan kritik kepads peserintah. ¥ Wedier Dewanlara pernab tendapatkan teguran
yang keras akibat senuliskan perjuangan komite tuwiputera 61 Hariam De Expres tanggal 19 dull 1943, dengan judul artikelnya vang
terkenal ‘Als Ik eens Wederlender ks’ (Parakitri 7. Sisbelmn, Honjaoi Indonesia, Diterbitkan oleh Kompas, 1974, hal, 28],

148) 1bid. Untuk dattar wartawan yang terjerat Haatzzail Ariikelen tembaben dapat juga dilihat dalam "Jurnalis Indepen-
den Diadili, Pledoi Tica Ternidana” terbitan lesbage Bantuan Hukum Aliansi Jurnelis Independen, Jakarta, Maret 1996, hal 79-
. Selama tahun 1919-1920, wartawan yang terkena "ranjau Pasal 14 sampai I57 AW Pidame” dimtarasya ialah : Sarimin Par-
toatsodjn di Senarang, ¥3al Temsn alias Issail di Papebasan, Mas Scehardar di Yediri, Scerimitisihardjo 6l Kediri, Adam Gelar
Sutan Sari Ala di Padany, Parada Harshap di Fadany, Mocfomsad Sanpesi di Tacikmalaya, Mas Soewitn oi Pekalongan,  Uomoedjoe
8i Semarann, Kamidin di Demak, Soekirsan di Surabaya, Raden Darsono di Surabaya, Yoessan di Blitar, Haji Misbahch di Kiaten,
Dekker di Semarang, 4.0 Stam di Surabaya, J.F Pay di Medan, R. fbdul Mahid di Pekalongan, R.M Sueardi Surysnimgrat di Sema-
rang, Hagisubroto di Seaarang, Mas Marco Kartodivromo oi Semarang, Rakimin, Cokromijoys, Nayoan, Abdulajis, Welas, Ali, Sale-
tan, Roski, Rawi, Supardi semuanya di Senarang, Liew Bon Goei di Semarang, ¥ho Tjcen Man di Separang, Pronosasaito alias
Bastas di Facuruzn, B van Burink di Surabaya, Rd. Moabehi diwopradoto di Solo, Sastrogranito oi Klaten, R. Akhead Tayib di
Ktaten, Wengsopawiro di Klaten dan Parada Harahap di Tapanuli, Sesudah Indonesia Merdeka delik pers inipun masih senjadi
ranjau yang paling ditakuti, Walaupun tidak selurubnys berkaitan dengan Hastzaai frtikele, tetapi dalam kurun wakiu 1950
sagpai 1993, tercalat tidak kurang 22 perkars delik pers yang diajukan dan disidangkan.
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adalsh, terhadsp Mochtar Lubis, yaltu pemimpin redshksi

$147)

‘Harian Indenesia Raya Hel vang sama Jjuga wmenimps

pemimpin redaksi harisn ' Trompet Masjarakat’ Goel Po An
di Surabaya, zehinggs Goei Po An harus menjalani hukuman
penjara selams ssatu bulant48>
Berikut datsa yang berhasil dihimpun oleh Edward .C.
Smith mengenai pembredelan pers di Indonesia:
Tabel Z. Tuduhsn terhsdap pers yang melakukan
A. Pengecaman pemerintah atsu pejabat pemerintah,

B. Pernghinaan pemerintah atan pejsbalt pemerintah
C. Cenderung menggsnggn kesmenan dan ketertiban.

Tahun Tuduhan A Tuduhen B Tuduhan C
18952 - i -
1953 - 5 -
1954 - 1 1
1955 - - 1
1956 2 8 -
1957 B g 35
1958 3 5 15
1959 4 3 21
1960 2 9 42
1961 7 - 5
1962 2 - 4
1963 - - 1
1964 1 1 8
1965 - - -

Dsta dismbil dari: Edward C. Smith, Pembredelsn Pers di Indonesial4s).

17} ederd €. Saith, Pegbredelan Pers Indonesia, Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1964, hal, 167, Foward C. Saith yang
penqutip dalan 'Observer 31 Juli 1957 di halaman satu mengutarakan: Pemimpin Redaksi Mochtar Lubis ditudub selangnar pacal
150 FUHP karena pesuatan berita dalam Indonesia Raya 14 Agustus 1956 berjudul “Menteri luer Megeri Tersamghut perkara
1,500,000 Tupia® dan "PM ALL dan KSAD Kasutim jelas bela yang batil®, serta pada tanqgal & September tatun lalu berjudsl *
Indonesia Raya Menuduh Kabinet A1i®. Pemimpin Redaksi Lubis ditahan celama kira-kira dus ainopu dan kepueian kepadanya dikena-
tan tahanan rumah kurang ebih tujuh bulan saspal seharang.

198 goesilo, Op.Cit, hal. 155 Moeljatno, Vejshatan-bejahatan Terhadap Ketertiban Upua, (Dpenbare Grde), hal, 9.
Fdward C. Saith, 0p.Cit., hal. 158, Harian itu dipersalahkan karena telah sesuat tulisan yang isinya dianggap senyatakan
rersusuhan, kebencian atay penghinaan terhadap Femerintah Republik Indonesia, Tulisan itu berbumyi * veoPERErintah  seakan-
akan telah mata gelap, karena telah bertindak menangkapi beberaps arang penting di Jakarta pada waktu itw .

19} Eard C. Saith, 0p.Cit, Data ditualifikesi oleh Penulis., Beberapa sedia massa yang sewpat ditudub oleh tuduban
diatas antara lain 3 Harian Indonesia Raye, Harian Pedosan, Abadi, Merdeka, Nusantara, Suluh Indoresia, Duta Masiarakai,
Terowpet Masjarakat, Berita Indonesia, Bjiwe Haru, Tises of Indonesia, Indonesian Observers, Java Post, terian felanda Java
%giie, koran Cinz Keng Fo dan Sin Po, Koran Komunis @ Harian Rakjat dan Bintang Tisur. Pengertian Delik Pers menurut ahii hukua
yang divatasi dengen tiga pengertian yaite: penqertian umie delik pers berupa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh
pers, Pengertian yuridis sebagaimana yang tercantus dalaw peraturan perundangan yang mengatur tentang pers dan pengertian
genurut ahli hukus yaitur berupa pernyataan pikiran atew pendapat orang, dilakukan melalui alat cetak atau pers, dan harus
adanyz publikasi yang telah senjadi delik. Menurut Bashang Purncmn, delik-delik tereebut ada beberapanya yang sudah diatur
galan KNP vaitu Pasal 137, 144, 1%7, 282 dan 321 (Bashang Purnosn, Fertumbuban Hubug Penyimpangan Dilusr Kodifikasi Hukus
Pidana, Hina Bksara, Jakarts, 1984, hal. 320,
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Harjono Tjitrosoebono, jugs memberikan sebuah contoh
kasus Haatzaai Artikelen yang menimpa Harian Nusantara di
tahun 1971, dimans dslasm kasus tersebut M.R. T.D (Tengku
Dzulkafli) Hafaz, direktur harian HNHusantara  dituduh
melakukan perbustan delik pers berdassrkan pasal 154 EKUH
Pidanal®C),

Contoh 1ain dikemukakan oleh Harjono Tjtrosoebono
ialah tidsk hanys delik pers sajs vang dapat dikenal
Hastzaai Artikelen, akan tetapi ada jugs beberapa perbua-
tan vang dapat dikenai Haatzaai Artikelen. Mizalnya sa8ja
kasus Golput di Semarang} Kssus 5 Agustus oleh mahasiswa
ITR terhadap Menteri Dalam Negeri Radini di Bandung dan
kasus pidato yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo di
Magelang. Ketigs kasus diatas, menurnt Harjono Tjitrosoe-
bono, tidsk termasuk delik pers, akan tetapli termasuk
delik vang menyatakan perasaan Kkebencian di muka umum,
walaupun dijaring dengan menggunakan pasal yang sama,
vaitu passl 154 KUH Pidanalsl).

Seperti yang telsh dikemukakan diatas, bahwa Haatz-
ani Artikelen bukan sajs sebagal pasal vyang menjadi

ranjau dalam bidang pers dan jurnalistik akan tetapi Jjuga

150} prip} Waryentn, Harjona Tiitrosoebono, Aristides Katoppo, fshadi Siregar, Muladi, Pers Huwp don Yekuasasn, Fener-
bit Bentany Hudaya, Yogyakarta, §994, hal. LI-13, Lifiat Juga : ftsammah, Tribeana Said, Lec,Cit, Lihat juga: David T,
Kill, ‘Fefore the New Order', Op.cit, hal. 36, ‘Unger the Ducht foionial regine Indonesian langusge pericoecals, both those
explicitly natipnajist in editorial orientation as well as thouse with nore comsericial sotivations, strugpled against eroranus
financial odds. But more intimidating were a series of calonial laws and requiating gaverning printted netter, Most restrict-
ing were the despined Hoatraai Artikelem (Sowing of Hatred Articies) and a 931 Press &ct  (Presbreigel Ordonantie), which
coulo be invoked againts anyone disturbing ‘public order' or spreading "hatred' Governor-General hag the power t6 ban publice-
tione cesaed of fensive or destabilising, a prerogative used with some alacrity. Beetween 1731 and 1936 al least I daily
nekspaper were subject to governent action, inchwiing the detention of jurnalists.

13} prie] Haryanto, Harjmo Tiitrusoeta, Aristides Xatoppo, Ashadi Siregar, Maladi, Fers Hukus dan Kekuasaan, Pener-
pit Fentang Budaya, Yogyakarta, 1993, hal, Li-i3, Fhusus untuk kacus Xacaan Singedisedip, depat dilikat padas Hidup dtu Berj-
vang Kassian Singodisedio 75 Tahuwn, oleh Panitia peringatan 75 Tahen Kasean Singodinedjo, Penerbit Bulan Bintang, dJakarta,
1982, hal. 213-723, Disini terlibat bahwa dengan aturan yang sam, yaitu Pacal 154 ¥{H Fidana, dapat sencakup dua perbuatan
yang termasuk kedalam rususan pasal tersebut. Haatzaad artikelen dapat dilakukan oleh umim, akan tetapi apabila sudah dipubli-
kasikan, maka ia termasuk kedalas delik pers. Dikarenakan pasal Hastzaai Artitelen tidak terdapat di Selands, paka Pers di
Telanda akan lebih leluasa dalam mengkritik peserintabnya atau dapat berfungsi cehagal sosial kontrol yang besar dibandingkan

dengan Pers di Indonesia,
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menjadi semacam rawbu bagi beberapa gerakan mahasiswa
vang dianggsp sudsah mencapai tingkat vang cukup radikal
dan dapat membahayakan stabilitas kesmsnan dan Kketertiban
umumi®Z

Era kebangkitan dan kejuangsn mahasiswa Indonesis,
kembali ditandail dengan adakan gerskan dngkatan 66153),
vang banyak bergerak untuk memperbsruhi keasdssn Indonesia
Pasca gerakan 30 S PKI. Semangat pembaharusn dan imajens-
si vyang tetap digenggam oleh mahasiswa, terbawa hinggs
awal tashun 1974, dimsana padsa awalntahun itu sudah mulai
terlihat adanya hbenih-benih kecemburuan sosial vang
tumbuh diantarsa wargs pribumi terhadspr warga turunan
asing154).

Ketegangan makin memuncak mansakala mahasisws-maha-
siswa turun ke Jjalan dan ikut serta memojokkan pogisi
pemerintah, vang saat ity memang sudah terpojok. Massa
mahasiswa dan ﬁasyarakat sudah semakin tak terkendali dan
skhirnys terjadilah huru-hsra yang menyebabkan terjadinya
pembakaran mobil-mobil produksi Jepang , pengrusskan toko

. ] .. 3
non pribumi dan perampassn 151nya155#,

kan Hahasiswa Indenesia 1974-1994), Makalak llmiah, Persyaratan untuk eengikuti Program Magister (57} lisu Hubuw URDIP, 19%%.
hal. Z2-30,

153) Yozar fragr, fingkatan b6 Sebuah Catatan Harian Mahasicwa, Sinar Harapen, Jakerta, 1981, Lihat jupa: Soe Hok Gie,
{atatin Seorang Descstren, LPSES, dakerta, tahun tah tercatatkan. Anghatan 65 inilah yang keshell selelabkan mitos babwa
Mahasiswa adalak salah catu tenaga pengoerak bangsa yeng mampu bersikap kritis dan terbuka. fnggspan ini terus eelekat dalas
tpajenasi matacizwa, yang memang pada saat itw mabasicwa benar-benar memiliki sebuah kebebasan mimbar yang penuh dan dapat
bergersk secara leluasa, bahkan dalam bentuk politik praktis sekalipun.

134} pamadhan .M, Soemitro: Dari Panadam Milawarean Saspai Panokophastib, Simar Harapan, dakaris, 1994, hal, 3i4,
Soexitr mentan Panghopkamtib aenjelaskan: Pemerintah pada saat itu sendapat sorotan yang tajas dari pasyarakat sengenal soal-
enal korupsi, penanaman modal asing, pevanan Jepang campal dengan peranan-peranan Aspri-aspri All Murtopo dan Sudjono Huwsarda-
mi. (Lihat Juga : Marmuki Arifin, Perictima 15 Januari, Publishing House, Jakarta, 1974, Bab 111 ¢ Yronologis Peristiwa 1§
Januari 1974},

153} pamarthon ¥.K,Bang Ali: Desi Jakarta 1966-1977, Sinar Herapen, Jakartz, 1993, hal. 379, Ali Sadikin yang saat o
genjadi Gubernur DKD Jakarta menqgembarken jumlab horbans Lebih dari 10 orang seninggal, dan lebih dari 170 orany rengalasd
luka berat, lebih dari 700 crang ditahan akidat salapetaka itu. Tob caya tidak mendapat laporan yang sesastikan siapa yang
punya lakon sehingoa Froyek Senen terbakar dan Pengrusakan serta pembakaran gedung PT Toyota Astra Motor dan lain-lain,




Akibat peristiwa Mslari ini, maks beberapa orsang
mahasiswa ditahan dan dimintai pertanggungjswabannysa.
Salah seorang mahasiswa yang ssat itu dianggsp sebagsi
pemimpin dari kelompoknya segera diperiksa dan akan
segera disildanghkan untuk mempertanggungjawabkan perbusa-
tannys. Soemitro, menjelasksn bahwzs Hariman Siregar sudsah
sepantasnyalah memperianggungjawabkan perbuatannva,
walaupun shibast-akibat vang ditimbulkannvys bukanlah
tujuasn mereksa dan sama sekali tidak dikehendakilss}.

Pasca Peristiwa 15 Januari 1874 (Malari)}, gerakan
mahasiswa baik yang bersifat lokal msupun nasional mulail
dilarasng keberadaannya. Pers-pers mahssisws mulsl dike-
biri bhahkan mulszi dilsrang keberadaannya,'gerakan intra
dan ekstra kampus mulal diawasi oleh aparat vang berwe-
nang. Daniel Dhakidae mengatakan bahwa keadaan pers
mahasiswa dan kegliatan mahssiswa setelsh peristiws Malari
amatlah menyedihkanlST}.

Peristiwa Malari ysng terjadi 4i tshun 1874 merupa-
kan pelsajaran vang pahit bagi Pemerintah dan segenap
jajsran Departemen Pendidiksn dan Rebudsyasn, sebsab
disast itu setelah kelompok msashssiswa melakukan aksi
demonstragi terjadi aksi kerusuhan vyvang nyaris tidsk
dapat dibendung oleh aparat keamsnan dan ketertiban.

Belsiar dari pengsalsman ini, maka dicetusksnlah program

babwas
Haksud
batnya
cnsial

158} Ranarihan L.H, Scemitres Dari Panadan Mulavarman Sampal Fanciophastib, hel, 327, Lebih lanjut Soesitre mengatakan
“Tidak Bisa® katz saya, ® ¥ereka bukan anah kecil. Tidah biss mereha rucl tangan. Mereka herus ngertl  tanggungiamab,”
saya dengan i, untuk mendidik merehe zgar mereka mengerti akan tanggung jawab. flas cecuziu pertuatan yang ada aki-
, #ereka harus kit bertangoung jawab, karena mereka sudab duduk di tinghat skhir UI, Hereka sudah mengerti gacalah
politik, {Untuk pesbelasn yang dilakukan oleh Harisan Sireqar dapat dilihat dalas @ Harizen Sirecar Hetd Norani Seo-

rang Besonstran, Mantika Media utama, Jakeria, 19943,

57) phaniet hakidae, Fenerbitan Kenpus: Capar Alam Xebebasan Fers, Prisma 16, Oktober 1977, hal. 62, Dalap 'Prisaa’

ia menjelackan: Peristiwa 15 januari 1974 sanpal sekarang masib merupakan tonggak terakhir bagd ksl mahasitwa yanh lepas
behas, Setelab itu buat jangka wakly haspir celasa dua tahun vang ada adalah kesepian politik sahasiswa. Sebush Surat Feputu-
san Menteri Fendidikan yang Jebih terkemsl cencan 3K 028 telah melarang kegiatan mahasisiz diluar kampus universitas. Semua
vegiatan diluar kampus harus sepengelatuan den selzin rektor universitas atau perguruen tinggi sdsing-masing.

4]




RKK-BEKK yang mulsi diteéerapkan di kampus—kampuslsa},

Tanggapan tentang diberlakukannys NKK-BKK ditahun
1878 bagi mahasiswa oleh Daoed Joesoef dikemukakan oleh
Lukman Hakim, seorang sktivis dewan wmshasiswa UI berang-
gapan bahwa NEK-BKK telah mengekang kebebasan mahasiswa
dalam mengemukakan pendapatnyas secsrs praktisl5g).

Namun =awal tahun 1990, era kebangkitsn wshasiswa
mulai nampak kemball, msahasiswa-mahssiswa mulai menam-
pakkan daya pemikiran vang kritis terhadsp berbagai
perma=sslahan yvang ada. Mashasiswa mulai mengadskan gerakan
kembali. HMereksa mulai menjalin hubungsn antar lembaga
perguruan tinggi vyang =satu dengan lembaga perguruan
tinggi vang lain. Mereka mulai mengadakan geraskan-gerakan
vang sifatnya tidask hanva sebagai sumbangan pemikirsan
belaka, tetapi juga mulai turun ke Jalsn dsn berdemontras-
51607

Melihat geJolak yang timbul dan berkembang di kalan-
gan mshasisws, maka aparat yang berwenang untuk menangani
masalah ketertiban dan keamanan merasa perlu untuk mem-
berikan batasan-batasan perbuatan yang dianggsp dapsat

sedikit meredasm gejolak tersebut. Selain pendekatan

158}

Fajli Im, FPers Hahasiewa, Berahan Mahasicowa dan Upava Pengesbannan Intelektualitas Mahaciowa, Makalah Dalam

Pendidiken Pers Mahasiswa, Fisip LMBCED, 1993, tidat diterbitkan, hal.Z. Ini sesus dilakokan cepata-aia uptuk se-normelisasi
tegiatan kampus. Dimana agar kampus hanys berfungsi sebagai suatu lesbaga pendisikan tinggi, yany mepberikan tempat hagl

transfortasi

il penpetabuan dan huban sebagai lesbaga pendidikan prakiis bagi mahasiswanya. Sedanghan beberapa kegiatan

politik praktis yang dianggap dapat mengacaukan stahilitas keamanan, sedikit demi sedikit mulal diredam.

_ 159)
Mahasispa |

lubsan Ha¥is, ludeagar Indonesia Hemangnil, Fledni Dihadapan Penaedilan Mabasitwa, Fadan Yerjasasa Fembelaan
ndonesiz, Jakarta, 1980, hal, 28, tukman Hakim mengatakan: Skan halnya dunias iemahasiswaan yang selama ini dija-

lankan, sebenarnya tradisi penalaran individe swdah senantiasa berkesbang, Forus-forus sesinar, dishusi, atau penelitian bukan
komoditi baru bagi kami. hanya konsep WKN-lah yang berusaha seakan-akan mengintroducir hel int sebagal hebiasaan yang harus
gimulai, dengan senghapuskan esenci-eeensi deaokrasi dan pijakan moral kegiatan dalem rangha penalaran. Disind kita telsh
herbeds faham tentang arti kata "Penalaran Individu*, yang ditawarkan cleh 8KK hanyalah sekedsr verbaliser dan forsalitas,
cedangkan dacarnyz dazlah kepentingan politik dan kekuacaan,

160} seetardi, Penc dan Folitik Mahasissa, Forus Veadilan, Momcr 21, Tahwn 11 3 Februari 1994, hal, 417, Ini terpakea
dilakukan %arena berbagai jalam yang telah ditempuh sengalasi hasil yang bunty, cehingos sebagien hesar mahasizwa selakukan

deronstrasi

itu, nerupakan pervujudan dari rasz tideh puas sereka terhadap permasalahan yang timbul dan berkeabang
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preventif yang telah dilakukan, aparat keamanan-pun telah
menylapkan sustu "obat” bila suatu saat geraskan mahssisws
dianggsp terlslu berlebih. Beberapa slternatif vang
ditawarkan sebsgai "obat" antars lsin menggunaksn Undang-
undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan pasal-pasal
dalam KUH Pidana. Namun penggunsan UUPK Subversi ini
terlalu banysk vang mengecam, karena pasal-pasal dalam
UUPK Subversi sudah dikenal sebagai pasal-pasal hkaret
vang dapat dipergunakan sebagaimana maksud yang diingin-
kan oleh penguassa.

Beberapsa aktivis gerakan mahasiswa yang dituduh dan
dipidana dengan menggunakan UUPK Subversi No.
11/PnPs/1983 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Tuduhan terhadap gerskan mshasiswa dengsn menggunaksn (UPK
Subversi No.1l/PnPs/1863:

Tahun Nama Kasus Keterangsn Pelaku
1974 Peristiwa 15 Januari 1974 — Hariman Siregar
— Syahrir
- DI11.
1978 Gerakan mahasisws 1978 - Lukman Hakim
- D11.
1989 Penyebaran paham Marxisme - Bonar Tigor Naipospos
dan Leninisme - Bambang Subeno
~ Bambang Isti
1981 Demonstrasl Santa Cruz

Gregorio Da Cunha
D11,

Budiman Sudjatmiko
B. Garda Sembiring
- Eko Knrniawan

- Petrus H Hariyanto
- Saroso

- Ign. Pranowo

- Vietor Da Costa

- Ign. Potut Pranowo
- Ken B. Kusumandari
- ¥Wignyo

- dll

18998 Peristiwa 27 Juli/PRD

Datsa diambil dan diolah kembali dari berbsgsi sumber.

Penggunaan UUPK Subversi ini atau yang lebih dikenal
dengan 1stilsh pasal karet ini menimbulkan banyak tangga-

pan vang intinyva menunjuk bahws pemerintah dapat sajs



berbuat sewenang-wenang, sehinggs untuk menghindari anggs-
pan bshwa Pemerintah sewenang-wenang, maks digunakanlsh

pasal-pasal dari KUH Pidana. Hal pernah ini dikemukakan

oleh Kepala Dinas Penerangan FPolds Jaya, Latief

Rabarlsl).

Namun rupanys penggunasn pasal-pasal dalsm RUH
Pidana, tidak berbeda jauh dengan UUPK Subversi, karensa
dalam kenyataannya pengunasn pasal-pasal dalam KUH Pidans
mirip sekali dengan UUPK Subversi, sehinggs hampir semus
mahasiswa vyang ahktif melakukan gerakan vyang bersifat
mengkritisi tindakan dsn kebijakan penguasa selalu di
dikenakan pasal-pasal Haatzaai Artikelenlf2)

Salah satu peristiwa demonstrasi mahasisws vyang
sempat naik ke permukaan adalah demonstrasi vanz dilskn-
kan oleh sejumlah mahasisws ITB Bandung di tahun 1989,
karena mereks menclak kedstangan Menteri Dalam Negeri
Rudini untuk membuks Penastaran P4 yang akan disdakan di
ITB Bandunglss).

Peristiwa penjaringan ensm orang mahasiswa ITB dalam
"dunia aktivis gerskan mahasiswa” lebih dikenal dengan

sebutan “Peristiwa 5 Agustus". Mereks beranggapan bahwa

penangkspan serts pembunghksmsn para aktivis gerakan

1)y g Toehri, Op.Cit, hal. 1. Diteritakan dalam Forum deadilan: Jerat Hukum yang dipakal juga lebik lunak,
P Subversi yang pada masa cebelusnya kerap dipakal untuk senjerat demcnstran-perkara Malari 1974, cerakan mahasiows 1978,
gan perkara Gregorio fa Dmha {deponstran Sanda Cruz), serte mahasisws yang Timor-Timwr yang berdesomtrasi oi Jabarta setahun
vang laly, kini tidak diqunakanm. Yano dipakal selarang adalsh pasai-pacal yeng tersedia delam KUHP. ™ Hubue kita, kas kian
tertih, pakin ada kemajuan® Kata ¥epala Dinas Penerangan Polda Jaya, Letinl iatief Raber,

162} o, Rargana, Desonstren dap Hubupannye, Tespo 15 Jeruari 199, kal. 21, Biberitakan dalze Tempo: Hempir semua
azhasiswa yang selancarkan unjuk rasa; mimbar behas atau sejenicnya - kalan toh perlu ditindak - dijerat dengan pasal-pasal
yang ada. Ada yang kena Haatzaai Artikeles {penyebar hebencian}, penghimaan mengancam kesmanan negara, menggangu ketertiban
uneg atau paling berat AP Sobwersi,

163} furan fasituan dan Santose, Menghina Presiden, Enam Bulan fenjara Saja, Forum headilap Nomor 4 tahun 111, 9 Jduni
1994, hal. 23, forug Keadilan memberitakan: Pada 1989, enam mahasiswa Institut Teknologi Handung, yang berunjuk rasa menyam-
tut kedatangan Memteri Dalam Hegeri Rudini, juga divonis 2 sampai 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Mereka
lersagbar Y¥UHF pesal 154 yang mengatur tindzk pidana penyebaran kebenciam kepada Peserintah, Dengan Haatzaai Artikelen itu
pula Bambang Beathoes Suryadi, seorang aktifis mahasiswa di Jakarta, terpaksa mendekanm 4,3 tahun di penjara.

o



mahasiswa ini tidak lebih dari tindskan militerisme dan
kesewenang-wenangan vang bertentangan dengan Hsk Asasgi
Manusia. Ini semus dikemukakan oleh psra aktivis ini
dalam pledoi meresks di hadapan sidang Pengsdilan HNegeri
Bandung tahun 1989-1990164)

Hasil persidangan “Peristiwa 5 dgustus” menunjukkan
bahwa vonis vyang dijstuhksn ini lebih berat dari vang

3

dituntutksan.

Tabel 4. Tuntutan dan vonis “Peristiwa 5 Agustus’

Rama Tuntutan Vaonis
Moh. Juomhuar Hidayat 2 tahun 3 bulan 3 tzhun
Arnold Purba 2 tahun 3 talan
Amnarsyah Z tahn 3 takbuan
M. Fadjroel Rachman 2 tahun 3 bulan 3 tahun
Bambang Sugianto 2 tamm 3 bulan 3 tahun 3 bulsn
¥nin Supriyanto Z2 tshan 3 tazhun

Data dismbil dari Lembsga Bantusn Hukuom Bandung.

Menjelang pemilu tshun 1892, terjadi fenomena baru
dikalangan mahasiswa, dimana isu adanya Golongan Putih
atau ‘Golput’  merebak dan mulsi dicurigai keberadsannys
sebagal upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung
Jawab dslam rangks menggsgalkan pemilu. TIsu ‘Golput”’
rupanya juga membaws beberaps orang mahasisws Semarang ke
muka sidang pengadilan zebsagsi terdakwals5).

Dalam kasus ini, terjadi demonstrasi masss vyang

mempertanyakan penggunaan Haatzaai Artikelen sebadai

68 {inat Pledoi oari masing-masing terdakwa, Enin Supriyemto ork *Bertarung desi Denokrasi (Muspulan Eksepsil®,
Bapdurg , KOMPPAK FYHI-TTR, Aedarsyah "Indonecia ; flicah tentans Sangkur dan Jopd Haja®, Mohhasad Jushur Hidayat “Menoougat
fiezim finti Demokrasi®, Armold Purba "Bisrkan Rakyat Bicara®, M. Fadjroel Rachaan “Manifesto Perjuangan Manusia Harn”, Bambang
Sugiantn "Mentari Bejum Lani Terbit", Enim Supriyanto “Henolak terunduk' (Yeam YLBHI, Laporan Hak Azaci Manusia gi  Indonesiz
1990, Yaymsan Lembags Hantuan Hiukes Indonesia, dakarta, 199, hal, 4.

163) Agus Basri, Andi Reza Rohadian, Baabang Soejatacko, Heidi lugitn, Dero same Hubuman Yang Berbeda, Tempo, 15 Jamu-
ari 199, hal. 24, Lifat juga ¢ Tie Liputen Khusus Maialsh Mahaciowa Hayamwuruk, Mengadili Imajenasi - Pengadilan Llubas -
faltak i Pengadilan Negeri Semarang, Havamwuruk No, 3 tahun VEIIT/4993, UNDIP, Semarang, 1993, Hereka ditusuh melakukan
kegiatan yang menghasut masea agar massa tidak sensukseskan Pemilu atau tidak selakukan pesilihan atan tidak engounakan hak
pilitnya alias 'Golput’. Oleh karena perbuatannya ini, naka keduz mahasizwa semarang itu, yailtu Poltak Ike Mibewo dan Lukas
Sivarso, dijerat dengan Haatwaai Rriikelem yaitu Pasal 134 KUH Pidana,




passal-pasal peninggalan kolonial yang dipergunakan kembs-
11 dalam rangks menjerat dan menjaring pemikirasn-pemiki-
ran vyang berbeda. Setelah melalui proses persidangan
kursng lebih selama 5 bulan, maks Poltak Ike Wibowo dan

Lukas Suwarsoc divonis dengan hukuman potong massa tahan-

ant88)
Tabel 5. Tuntutan den vonis "Kasus ‘Golput® Semarang’
Hama Tuntutan|Put PN  |{Put .PT |Put.MA
Laokas Suwarso 5 Balsn {4 Bulsn |4 Bulan {4 Bulan
Poltak Ike Wibowo 5 Bulzsn {4 Bulen |4 Bulan |4 Bulan

Data diambil dsri Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Melihat beberaps kasus penggunaan pasal-pasal HaatZH
ani Artikelen diatass, maks kita dspat menelaah bahwa
penggunaan pasal-pasal Hastzaai Artikelen, khususnya
pasal 154 KUH Pidana ini telah mengalami beberapa kali
perluasan maksud dan kegunaanlg?).

Dengan melihat realitas yang ada, maka dapat diliheat
bahwa pads mulanya pasal-pasal Haatzaal Artikelen, khu-
susnya pasal 154 KUH Pidana digunskan untuk melindungi
kepentingan masyarsksat dari berbagsi macam gangguan dan
hasutan atau penghinasn yang dilakunksn di muka umumn.
Namun ketika diterapkan oleh pemerintah yang berkuass
maksud dari pasal tersebut diperluas kembali, dengan
tujuan sgar dapat melindungi kepentingan pemerintah

dalam menialankan kewsjibannva sebagai pengussa untuk

menjaga kekuassannys dan mengatur jalannya roda kekuasaan

16 14 Liputan Khusus Majalah Hayawwureh, 1bid, "Tanggapan Jaksa Peruntut s’ hal, 71 dan ‘Vopis Bolput’ hal, 80,

167) pioko Prakoso, (p.Cite hal. %, Menurut Djoko Prakoso, naksud dari pasal {54 iU Pidana ialah: Uniuk senjana
vetentrasan dan ketertiban usum dikalangan penduduk agar jangan sampai terkena oleh sacam-macas hasutan yang berniat mengacau
dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar dan perbuatan lainnya yang dilskukan di depan umsn, Pendapat senada
juga dilontarkan oleh Seesilo (Op.Cit): Pacal 158 tfd 157 adalah yang biaza disebut delik-gelik penyebar kebencian Haatzaat
Artikelen, yang sakeudnyz untuk menjaga hetentraman dan ketertiban upus dikalangan penduduk jangan campal ema rupa-rupa
hasutan yang mengacas dan megecad belah dengan jalan terpidatn, inlisan , gasbsr dsb. didepan umm atay disurat kabar,

[UPT-FUSTAK - DNDIP!




dalam pemerintahannyalss).

Dalam kasus 2! mahasiswa' di tshun 1884 terjadi
putusan vyang cukup menghebohkan, sebab tidak biasanya
majelis hakim pengadilan negeri menjatuhkan vonis lebih
ringan dari spa vang dituntutkan oleh penuntut umum.
Namun setelah banding, ternyats hakim tinggi menjatuhkan
hukuman menjadi lebih berat dari apas vang dituntutkan

oleh jakss penuntut umumlsg).

Pabel 6. Tuntutan den vonis " 21 mahasiswe’

Nama Tuntutan Fut PN Put.FT Kasasi
Yeni Rosa Damaysti 18 Bulan | 6 Bulan 12 Bulan
Hendrik Sirait 18 Bulan | © Bulan 10 Bulan
Ferry Machns 8 Bulan | B Bulan 8 Bulan
Wandi Tuturoong 15 Bulan | & Bulan | 12 Bulan {Ditolak
Andi Hartono 8 Bulan 6 Bulsn 8 Bulan
Adrianto 8 Bulan | 5 Bulan 8 Bulan
Tony Sinaga 8 Bulan | 6 Bulan 8 Bulan
Saef Lukman 8 Bulan | 8 Bulan 8 Bulan
M. Yunus 8 Bulen | 6 Bulan 8 Bulan
Adi Kurniawan 18 Bulan B Bulan 14 Bulan
Suwito 10 Bulan 6 Bulan 10 Bulan |Ditolsk
Priyadi 8 Bulan B8 Bulan 8 Bulan
Rifk: Kholid 10 Bulan 6 Bulan 10 Bulan |Ditolak
Munasir Hoda 8 Bulan B Bulan 8 Bulan
BM Sri Mardiana 10 Bulan B Bulan 10 Bulsn |Ditolzk
Masduki 18 Bulan 6 Bulan 10 Bulan
Gunardi 15 Bulan 5 Bulan 12 Bulan {Ditolak
Anthony J Ratag 10 Bulan 8 Bulan 10 Bulan [Ditolak
M Farid Rasyad 8 Bulan | 6 Bulan 8 Bulan
Teddy Wibisans 1 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Sunandar 8 Bulsn 6 Bulan 8 Bulan

Data diambil dari Lembaga Bantusn Hukum Jakarts.

168} Moeljatno, Iejahatan-kejahatan Terhadap Xetertiban Umwa (Openbare Orde}, hal, Id. Ini dapat kita 1ihat dari penda-
pat yang ¢ilontertan oleh Moeljatno: Berhubung dengan ind perlu juga saya ajuban apa yang gitulis oleh Wr. Buschiens sebagal
yosentar pasal 134 dalas bukunya @ Kitsb Undang-undang Hubum Pidanz dengan tomentar yane diterjemshkan oleh R. Soesilp, Jakar-
ta 19%) halaman 96, Disitu dikatzkan hatwa pasal tersebut sudah usang, hal mana saya tentang karena, seperti telah dikatakan
gt ates, pasal ind sasih perlu wntuk selindungl pemerintab dari perbuatan-pertuatan destruktif, Pendapat senada juga dilon-
tarkan oleh Satiipto Rabardin (Petrus H. Mariyantn, (Ed), Op.Cit, hal. 83} : Batws setiap regara pasti eemiliki undang-undang
yang kenjanin jalannys roda pemerintahan., Perundang-undangan itu esberikan kekuasaan kepada peserirtah untulk melakukan tinda-
kan apabila kondisi dirasakan sembahayakan kehidupan kenegaraan. Kalawpun Haatzasi frtidelen, sisalnya dihepus, tetap harus
adz undang-undang yang menjaga negara agar tidak diruntubkan orang.

169} oung Bawantara, Roediana Debora Sari, Fengadijan 2f aahasiswa - lari rata-rata Menjaui tidak Sama Rata, Detik Mo,
{67 Tahug XY131, 27-28 Juni 1994, Hal. 12, Menurut para terdakwa dalam kacus 24 mehasiewa ind, dirasa ada beberapa kejangga-
Jan, sebab vonis penqadilan tinggi dijatuhken setelah satu hari cekelusnya, terdakwa baru sepering mesori banding dari Jaksa
penwntut umum, sehingga ceakan-akan terdakwa tidek diberi keceapatan untuk mesbela diri, atau untuk membuat kostra memori

banding. Dari putusans banding ini sebagian besar terdahwa menyatakan senerise, rasun bagi Yeni Rosa Dazayanti dan Nendri Gri
Rartiana, bersiap untuk menyatakan kasasi.
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Setelah gerakan Gregorio Da Cunha di Timor-Timur,
maks prakitis untuk menjerst pars sktivis gerakan mshagis-
ws. pasal-passal dalam KUH Pidana-lah vang digunakan.
Sehingga dengan dewmikian fterhadsp kasus “21 mshasiswa’
vang wmencoba untuk bersikap kritis terhadsp kebijaksn-
kebijakan vang dibuat oleh pemerintah digunskanlsh pa=al
Haatzaai Artikelen sebagsi senjats untuk menjaring demon-

stran tersebutl?O}.

Yeni Rosa Damayanti, salah seorang
demonstran vyang dijaring dengan pasal 154 EUH Pidsns
dalam kasus "mwmahasisws 217, setelah di vonis ia segers
mengajukan banding serta kasasil71>.

Setelah kasug 21 mshasiswa yang tferjaring dengan
Pasal-pamal Hastzaasi Artikelen, maks pada *tahun 1995,
1996 dan 1887, terjadi pula penjerstan-penjerstan ter-
hadap mahasiswa dengan menggunakan pasal yang sama. Ads
sebuah kecenderungan dari tindakan aparat keamansn dan
ketertiban untuk mengambil ‘mudashnya’ saja dalam menjerat
dan memidanshan para sktivis dengsn pasal-pasal karet.

Pada tahun 1885, aktivis AJI, Adliansi Jurnalis Inde-
prendent, terpaksa harus beruvurusan dengsn pihak yang
berwsajib karens ia dituduh mengedarkan majslah gelsp
tanpa SIUPP, sehinggs iaspun dijatuhi dengan hukum penja-
ra. Achmad Taufik, Eko Maryadi dasn Danang Kukuh Wardoyo

adalah aktivis AJI dsn office boy sekretariat AJI dijerat

7} ging siraniar, dartini Saleh : Hukup Disalzbounaban, Tabloid Detik, Jakarta, No, 042 tahun V11 2278 Desember
1993, hal, 26, Amartiwi Saleh, Mantan Direktur LM Bandung menquiarakan hepade 'Detik': Lebih keterlaluan lagi batwa delik
politik sacam Haatzaai frtikelen, penyebaran tebencian bisa macuk dalam RWJ KOHP. Ti lesen Belanda saja sudah di caci-meki
oleh pejuang-pejuang kita, Sekarang disunculéan lagi. Delik politiinya semberi keleluasaan untuk menangkap orang hanya karena
punya pikiran berbeda. .

174) poung Bmantara dan Roadiana Deborasari, Diri Rata-rata Menjadi Tidak Sans Rata, Detik Nonor 067, Tahun W11, 22-
78 Juni 1994, hal, 12, Lihat juga : “Mahasiswa 2(* {iars Behas B Penphujung Tahun, HMajalah Independen, No. 1641995, Edisi 10
Januari 1993, Jakarta-Bandung, hal, 20. Yeni sengatakan kepada ‘Detik’: Langkah yang dizebil semata-mata sesanfaatkan peluang
untuk memperdebatkan pasal subversi dan haatzaai artikelen pada forus yang tepat, Jadi crientasi kami btukan Jagi soal peringa-
nan atau pemberatan vonis, tetapi lebih dari itw,



puls dengan Haatzaai ArtikeleanZ}.

Pads peristiwa 27 Juli 1996, Wignyo seorang aktivis
gerakan pro demokrasi, dijerat juga dengan menggunakan
Pazal 154 KUH Pidana atsu Haatzaal Artikelen dan Jjugs
menggunaken UU Subversil73).

Di +tahun 1986, pasca peristiwa 27 Juli, tigas orang
mahasiswa kelompok pro demokrasi di Jombang dan Jawa
Timur, vaitu Syamsunar, Romli, dan Hisbachul didsakws
dengan Pasal 154 KUH Pidans karena mereks melakukan aksi
demonstrasi didepan kantor DPRD dan Bupati Jombang padsa
tanggal 18-20 Oktober 19951747,

Menjelang Pemilu tahun 1897, rupanya ada Jjuga yang
harus berurusan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan
karena mereka dituduh melakuksn perbanyakan dan penempe-
lan "selebaran gelap” yang isinya mendiskreditkan pemilu
dan pemerintah Orde Baru. Slamet Bibit dan Fand Chafidin,
keduanys adalah mahssiswa fakultas Tarbiysh IAIN Walison-
go, vang terpaksa harns berurusan dengan Passl 154 XKUH

Pidana atau Haatzzai Artikelen berkaitan dengan selebaran

172} patang R8s dan Roy Pakpahan (Editor), Jurnalis Indepenten Diadili - Pledui Tioa Terpidana, Lenbaga Bantuan Hukum
Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, Maret 1996, Lihat juga : Article 19 (XIX) Internaticnale fentre figainst Cencorship,

‘Penaadilan Pers di [ndonesia - Kasus Aji dan Pijar, Lentaster House 33 Istington High Street London, NI LH, 1990, Untuk kasus

Danang Yubuh Mardoyo, dapat oilihat dalam buku 'Hari Celah Bui Jidurlah fika} Gehat', Diterbitkan pleh Alisnsd Jurnalis Inde-
penden, 1997, Inforsasi tentang Aliansi Jurnalis Independent dapat juga dilihat dalase David 7 Hill, 'Goverment fgencies and
Industry Bodies’, Op.Cit, page. 72. "In the wate of the bans, 2 variety of lobby groups emerged, sose community based, such as
the SIUPP (Solideritas Indanesia tntuk Pembebacan Pres-Indonesian Soliderily for Fress Freeson), and others forged by workers
within the industry, like the Alliance of Independent Journalists (Aliansi Jurnaiis Irdependen). On 7 August I794, about &0

' journalists, including such leading figures as Gunakan Mehamad, Fikri Jufri, Famhang Harygurti (free Tempo), Eros Jarot (of

BeTIK}' Aristides Yatoppo (forserly Sinar Harapan), Christato Hibisono (sedia analiyst and colanist) and Arief Budiman f{aca-
demic and cofususnist), establishes the Alliance by signing the Siras Balih Beclaration, which stated 'we reject all Rinds of
interfernce, intimidetion, cencorship and media bands which deny freedom af the speech and open the access to information’
since ‘freedam of speech, access to information and the fresdon of gssor fation, .. [fare] the basic right of citizens.

173} fnnonim, Peristiva 27 Juli 1996 Serghan Pro Peschrasi di febuk, Human Rights Wactch/fsia, Tanpa Kota, Oktober
199, hal, 140,

1M} 7o phidien, “Jaring Haatzasi Buat Desenstran®, Detektif fosentika, 78 Septester 1996, hal, 80-8l, fereka di-
tangkap, ditahan, diperiksa dan dipidana karena mersks berdemonstarsi sembari selontarkan kata-kata “Dandia, Kapolres, Bupati,
Hundur*, "Bupati, Buruh bukan tusbal pembangunan® dan "ABRI seharusnya aelindungi kok malah Nggebuki®. Akibat demostrasi yang
dilakukan i tahun 1995 itu, maka di tabun 1996, pasca peristiwa 27 Juii, ketiga-nys diperiksa dan disidangkan untuk mesper-

tangguagjaxabkan perbuatannya.




gelap vang ditempelkannyal?s).

Beberapa gerakan mahasiswa yang dituduh dan dipidans

dengsan

menggunakan Pasal 154 KUH Pidana dapat dilihat

dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Tuduhan terhadap geraksn mshasiswa dengan menggunsksn Pasal

154 KUH Pidana :

Tahun

Nema Kasus

Keterangan Pelsku

1988
1889

1882
1993
1894

19396

1997

Selebaran Gelap daftar kekays-
an keluarga Presiden Soeharto

Aksi 5 Agastus
Bandung

1989 di ITB

Golongan putih di Semarang

Stiker SDSB menghina presiden
- Dakwasn menjadi Pasal 154
Aksi unjuk rass 21 mshasiswa

Demonstrasi buruh (1885) baru
diadili pasca 27 Juli 1996

Selebarsn gelap Golput

-Bambang Beathors Suoryadi

- Ammarsyah

- Jumhir Hidayat

- Arnold Purba

- Fajroel Rahman

-~ Enin Supriyanto

- Bambang Suprihanto
- ILnkas Suwarso

- Poltak Tke Wibowo
- Rukn Sulsem=n

~ Yeni Damayanti

- Hendrik Sirait

- Ferry Machns

~ Wandi Toturoong
- Andi Hartono

- Adrianto

- Tony Sinaga

~ Saef Iukman

- M. Yumas

- Ad3 Rurniawan

- Suwito

- Priyadi

- Rifki EKholid

- Munasir Huda

- BH Sri Mardisna
- Masduki

- Gupardi

- Anthony J Ratag
- M Farid Rasyad

- Teddy Wibisana

~ Sunsndar

- Syamsunar

~ Romli

- Misbachnl

- Slamet Bibit

- Fand Chefidhin

Data diambil dari dari berbagsi sumber, dan diolsh kembzli berdassr-
kan permasalahan,

U3 ai Sasmno, *Vang Tersandung Selebaran Selap Penily’, Lesher Yustisia, Suara Merdeka, Sably 15 Maret 1597, hal. |




Dari tabel terszebut, msks dapst dilihat bahws adsa
beberapa aktivis gerakan mahssiswa yang dijerat dengsan
menggunakan Haatzaai Artikelen-Pssal 154 KUH Pidana dan
bebersapa kasus lainnya dengan menggunskan UUPK Subversi.
Dan dari uraian tersebut, masks kita telah memiliki gamba-
ran tentang Haatzaal Artikelen, UUPK Subversi serts
penerapannya pada para sktivis gerskan mahasiswsa,

Kecenderungan aparat keasmanan dan ketertiban. untuk
menggunakan Hastzaal Artikelen dan UUPK Subversi sebagai
sarana pidana untuk menjerat para sktivis gersksn mahsa-
siswa, telah membentuk sebush konstruksi sosial bahwa
perbuatan para'aktivis gerakan mahasiswa tersebut telsh
dikonstruksikasn oleh pengusss sebagai sebuah kejshatan
politik, karens Haatzaal Artikelen dan UUPK Subversi
identik dengan perbuatan delik politik.

Bentuk pemaparan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subver-
si sebagal delik politik yang diterapkan kepada para
aktivis gersksan mahssiswae tidak lain wmerupakan sebuah
produk kekuasasn yang akan membawa kepads bentuk pemah&a-
man terjadinys kriminalisasi perbuatan-perbuatan terientu
sebagal sebuah kejshatan politik berdssarkan hkonflik
kepentingan-kepentingan tertentu yang terjadi di masyara-
kat. Penelaahan kriminologi kritis terhadap kriminslisasi
perbustan aktivis gersksn mahssiswa sebagai sebush keja-
hatan politik, akan menunjukkan bahwa penggunsaan Haatzaal
Artikelen dan UUPK Subversi adalsh produk kekuasasn yang
bermaksud melindungi sebush kepentingan tertentu,

Dari urasian-uraisn tersebut, maka sedikit banysak
kita telah memiliki gambaran tentang Haatzasal Artikelen,
pasal-pasal yang dianggap termasuk pasal Haatzaal Artike-—
len dan peristiwas-peristiwa yang pernsh di Jaring oleh

pasal-pasal tersebut.
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C. Reintegrasi Hukum, Politik dsan Teori Sosial dalam
Eriminologi Kritis Menuju Hukum yang Responsif
Palam ksJjisn ini, penulis mencoba untuk mengkajl gera-
kan mahasiswa sebsagsi hasil pemberdaysan manusiz melslui
proses pembelajaran dan pemshamsn mereks yang didapat mela-
lui informasi. Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh kelom-
pok-kelompok tertentu (tidak menutup kemungkinan cleh orang-
orang tertentu) keberadsannysa ternysts cukup diawasi dan
diwaspadai oleh pengusassa, hkarens gerakan mshasiswa sebagai
sebuah realitss sosial dianggap cukup memiliki potensi dalam
menggerakkan massalTS). |

Guna memshami reslitas sosial tersebut, bentuk pemaha-
man terhadap aspek hukum saja tidaklah cukup dapst untuk
menjelasksan secara mendasar realita vasng ada. Oleh karens
itulah diperlukan bentuk pemahamsn baru vang melibstkan
aspek-aspek ilmu sosial lainnya, dalsm upayas menjelaskan
realitas sosial yang ada secars lebih mendalaml’’),

Philippe Ronet dan Philip Selznick mengatakan bahwa
dalam duapuluh tahun terakhir ini, akan dapat dilihat ke-
bangkitan kembali minsat penelitian vsng kuat terhadsp lemba-
ga-lembaga hunkum. Khususnya tentang bsgsimana hukom itu
bekerja, bagaimans pengaruh kekuatan non hukum terhadsp

hukum, dan bagaimana kekuatan non hukum membatssi hukum dan

118) Bari realita inilah, maka keberadaen gerakan mahasiswa selalu cenderuna uotuk dicurigai dan diwaspadai sebagai
sepuah  bentuk gerskan sasss yang menyimpang (deviznt}. Aparat keamanan dan ketertiban yang mesangani langsung gerakan massa
yang dilakukan oleh mahasiswz terlihat jebih banyat selakuben tindskan represif, tanps selihat skar permzscalahan yang sebenar-
nya mengapa gerakan aassa ilw tisbul, Aparat keasanan dan ketertiban melihat gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa
adalah cebagal cebuah realita yang menyimpang, sehingga mereka beranggapan perlu melakukan penanganan yang lebih represif,
Namun apakah bemar realita tersebut senunjukkan akar peraasalahan yang sebenarnya, sebab selama ini crang lebih banyak melihat
aksi yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan hetisbang mepesmukan, memahbami dan aenyelesaikan akar permacalahan yang sebe-
farnya,

17) Philippe MNonet, Philip Selmick, ‘Jurisprudence and Soril Science’ dalae Law and Society in Transition Toward
Responsive Law, Harper Colophon Hooks, Harper and Kow Fublisher, New York, 1978,




potensialitasnyalTS).

Sejak tshun 1850-an terjadi perubshsn minat yang cukup
besar terhadap ilmu-ilmu sosial, mereks mendukung dan mena-—
ruh harapan terhadap generasi yang lebih dshulu ads, agar
generasi yang lebih dahulu ads tersebut mau mengemukakﬁn
alasan dan memberikan solusi yang tepat untuk membuka
kerterkungkungan (ketertutupan} hukum sebagai sebush tertib
hukum179}.

Dengan demikian sejak saat itu ada sebush program barn
vang merefleksikan kedus bidang tersebut (Aukum dan ilmu
sosial) dalam satu bentuk kajian. Program bsru ini mencobs
melakukan perluasan dan pegabungan antara prespektif ilmu
hukum vyang telah ada dengan metoda dan anslisis yasng kerap
digunakan oleh ilmu pengetahuan sosial. Tindakan ini dilakun-
kan dengan harspan bahwa dari pegabungan kedua ilmu pengets-
huan ini (hukum dan ilmu sosial), diharapkan akan dapat
lebih memberikan hasil yang bermanfsat bagi pegembangsn ilmu
hukum, khususnya penelaahan terhadap proses administrasi
peradilanlao).

Para 1lmuwan tersebut'memprediksikan bahwa problems

hak~hak sipil, kemiskinan, kejahatan, protes massa, mening-

178) ibid, hal. 1, 'The past isenly years have seen a sirong revival of interest in lepal institutions - how they work,
the forces that impinge wpon them, their liamits and potentialities’.

9 1bid. deres selzkukan pendekatan yang nyata terhadap hukue, yaito tentang bagaimana hehum it dibuat, bagaimana
sebuah - putusan ity dijstubkan, bapaimans sebuah hebijakan itu diambil dan bagalmsna kebijakan requlasi ifu diambil serara
wudah dengan memisabkannya darl realita pengaiaman sosial {realaties of social experience) serta davi peradilan yang ideal itu

-sendiri {ideal of fustice itself}. Jadi di tzhun 1934-an kebanghitan terhadap ilwu-ilso sosial berkembang dengan sebuah pema-

himan baru.,

180} Ibid hal. 1-7 , 'Suddenly “law and sgriety” berame & fopic af the rirest importance, posing problems far beyond the
competence of its volaries to meet or event comprehend’. Fesbahasan atas berbagai eacalah yang ads ind disulai ketika para
profesor ilmu tukum, ilouwan cosial dan para pejasbat yayacan penyelenggara program baru ind berbicara dalas sehup pembicaraan
vang sangat luas. Dalam agenda sidang tersebut, pembicaraan entang politik dan peradilan genempati posisi yang diutamakan,
sehingga perhatian massa lebib banyak terfokus kepada perpacalahan politik dan peradilan. Setelsh melalui beberapa perdebatan,
maka akhirnyz, pesbicaraan vang membahas keberadaan ‘rukwn dan Masysrasal' wmenjadi sebwah topih ulame yeng amat penting,
disanping pembahasan berbagal macaw persasalahan yang terkaitan secara erat dengen topik tercebut dan akan melakukan pendeka-
tan terhadap topik tersebut secara lebih komprehenzif.
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katnya urbanisasi, kerusskan ekologi dan penyalahgunaan
kekuassan adalah sebuah masalsh vang skan menjadi sebuah
permasalahsn sosial vang paling penting dan paling mendesak
untuk segera dibshasi8l),

Kompleksitas subjek permasalshan vang sds dalan topik
tersebut dan suasana pertemuan yvang tegang membuat suara dan
sudut pandang pembicarasn menjadi fidak sepaham. Disatu sisi
ada orang atau kelompok vsng melihat dan menginginkan agar
hukum tetap berada diluar bagian-bagian non hukum lainnva
(secara parsial-terpisah atau tetap berada dalam kajian
aspek hukum Iitu sendiri), sedangkan disisi yang lain sada
orang atau kelompok lsinnys vang menginginkan dan memandang
bahwa hukum merupakan bagian integral serta tidak dapsat
dipisahkan dari aspek-aspek non hukum lainnva (partisan
prespective}lBZ}.

Menurut Phillippe Nonet dan Philip Selznick ilmu hukum
selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagsil disi-
plin ilmu. Konsep abstrak tentang kewajiban hukum, berbicarsa
mengenali perbedaan pemahaman tentang bagaimana hukum itu
bekerjs dsn bagaimana hukum itu digunakan. Pasndangan filoso-
fi (termasuk didalamnya kritik terhadap positivisme) dan
rangkaian analisis (termasuk didalamnya perbedaan antara

peraturan dan prinsip-prisip yang digunakan) adsalash sarsna

181} ibid, 'Civil righis, poverly, crime, mass protest, wrhan riels, ecclopical decay, and the ebuse of power gathered
unprecedentedurgency as sorial problems’.

182} Ibid, Yesdaan ini serisbulkan kondisi yang sulit untuk erentukan sudut pandang yang koheren terhadap hukug. Hemang
penyatuan pandangan dalam hal intelektual adalah diperlukan, paling tidak untuk dijadikan scuan dalam mesberiken pendidikan
bepada aasyarakat dan sebagai saranz pendidikan kepada macyarakat, Hal ini juga penting warga negara laimnya, termacuk dida-
lamnya adalah para praktisi bukus agar mereka dapat memahasi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam sebush sistes dan beban
kepentingan oilai-nilei yang ada, Hal ini juga amat bermanfaat bagl pencesbengan ilmc pengetahuan hukum it sendiri, disana
hal ini amat dihargel sebapai sebuah kerangka senuju pemahaman hukus yang utuh selalui pendekatan ilsu-ilmu sosial, Kendati
desikian integritas pemshaman terhadap hukum tetap saja akan sesiliki sudut pandang yang parsial, Pandangan ini untuk sencoba
untuk mengetengabkan setuah pesahaman barw yang merupakan hasil dari sebuah sintesis. Kita percaya bahwa sinstesis akan dapat
dicapai, jika studi empirik terhadap hukug dipergunskan kembali dan dilanjuthan dengan pesahaman kritis terhadap ilsu hukus
yang klasik,
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implisit untuk melakukan diagnosa terhadap kesulitan-

kesulitan yang timbul dan meﬁimpa hukum183).

Solusi yang dilontarkan oleh Philippe Ronet dan Philip
Selznick untuk membuat ilmu hokum menjadi lebih relevan dan
lebih hidup, ialah dengan melskukan reintegrasi antara

hukum, politik dan berbagal teori dalam ilmu sosial lIain-
nya184).

Bagan 3. Skemz reintegrasi hakum, politik dan teoril ilm =zosisl dalsm
kriminclogi kritiz mermju hohum yang responsif.

Hukum
|

Politik Kriminologl kritis Hukum vang responsif

]

Teori 1lmi sosial

Dalam kajisn ini, perbuatan psrs aktivis gerakan msha-
siswa o0leh pengussa dilihat sebagsi sebuéh perilaku vang
menyimpang dan pada umumnya perbuatan tersebut dijasring
oleh penguass melalui hukum pidana sebagail sebuah kejaha-
tan, bahkan dalam batas-batas tertentu perbuatan pars akti-
vis gerakan mahasiswa tersebut diidentikkan sebagal sebuah
kejahatan politik. Untuk memahami perbustan para aktivis
gerakan mahasiswa tersebut serta apa yang menjadi lataf
belakang pemikiran mereka, penggunaan ilmu sosial lainnys
disamping ilmu hukum amatlsh dibutuhkan.

Iimu sosial vyang banyak membantu ilmu hukum, khususnya

183) Ibid, hal. 2-3, Ini tukan berarti bahwa tecri hukum vang ada tidek maspy wenjelaskan terhadap berbagal persasala-
han dan realitas social, Tetapi apabila kita sau melihat bagaimana hukus it bekerjz, makz kita juga harus mesahami bagaisan:
proses hukus itu terjedi, disana hubus ite dibvuat dalam sebush sasyarakat dan dales hondisl yang begaimama hukum tersebut
gicetuskan,

184) ihid, hal 3-4, "To make jurisprugence more relevant and more slive, there must be & reintegration of legal, politi-
tal and social theory', Dalaw tshapan ini, kits harus mesperhatilan masalah-sacalah hukue ditinjau darisudut pandang ilme
pengetatuan sosial. Kesudian untuk mesahaminya kita sengajukan kerangka keria dengan mesbandingkan masing-wasing penalaran
tersebut (penslaran dari bidang hubue dap penaleran dari bidang ilmu sosial yang di-reintegrasifan) untuk pelatukan analisis
terhadap permasalahan yang ada,




hukum pidana dalam upayanya melakukan pendekatan dan memaha-
mi sebush perilaku vang menyimpsng tidak lain adalah sosiol-
ogi dan kriminologilss). Namun sejaunh mana sosiologl dan
kriminologi itu dspat difungsikan sesusl kebutuhan tergan-
tung pada pengdunaan sosiologi dan kriwminologl tersebut,
sertas dari sudut pandang sosiclogil dan kriminologi yang
mana yvang digunakan untuk mengsnasilis perilaku yang menyim-
pang tersebut secara tepsat dan mendekatilss).

Ian Taylor, Paul Walton dan Jock Young vyang mengutip
pendapatnya Edwin M. Schur tentang pendekstan sozlologli dan
kriminologi terhadsp kejahatan, perilaku menyimpang di
masyarskat dan permasslshan sosial mengenukakan bahwa pende-
katan yvang dilakukan oleh sosiologi dan kriminologl terhsadsp
kejahatan, perilaku yang menyimpsng dan pemssslahan sosial
adalah jauh lebih luas dan lebinh tajam apabila dibandingkan
dengan melskuksn pendekatan yang hanya terpaku pada pendeka-
tan legslistis dan positivisls?).

Perkembsngan kajisn kriminologi, sebenarnya tidak dapat

B Erien Boade, ‘Contemporary Sorinlogical Theories of Deviance', dalam Deviant Behavior, Prentice Hal, Itn, Engle-
wood Cliffs, Hew dersey, 1984, hal. 44, Banyak orang dan gasyarakat awen oemandang bahwa penggunezan sosiolood gan krisinolo-
gi tidak lebih hanya sebagai alat bantu dalam setuah shema besar analisis. Iz hanya berfungsi bila difungsikan den diperiukan
keberagaannya, padahal diluar itu sepua, sebenarmya herangka peeikiran sosinlogl dan kriminologd yang ada senantiaza bekerja
untuk selalu melakukan aralisis. Bahkan apabila difungsiken secara tepat dan benar, meka hasil yane zkan diperoleR akap Jauh
iebih tajan.

138} vtk memahasi sebuzh perilaku yang menyispang {deviant behavior}, saka Erirh Gocde sexbagl ke dalam dua  helompok
becar teori tentang perilaku yang senyispang. Pertama kelompok teori tradisional (#ragifionsf ihearies of deviance), terdiri
‘dariy free will, the positive school, sarial patholegy, sccial disorganization ang chicage scheal, functicnalicm, anomie
theary dan differential asssociation. Sedanghan heionpok hedua ialah kelompok teard sosiologi  kontesporer  (contemporary
socielogical theories of deviance), terdirl dari: (1) Labeiling Theory yang terdiri daris labelling theory: the precursers,
iabelling theory: the main peins, critise of labeliing theory, (2} Cenfiict Theory yang terdiri darl: tonflict  theory:
Marnisn, Marxist crisinclogys critisms, nan-flaryist confiict theory. (3} Positiviss: Causs] Analisys yang seiiputi juga cri-
tisa of positivism.

) g Tayloe. Paul Walton and Jock Young, ‘Soctal reaction, feviant conmisent ard career’, dalam The New Criminol-
for a Social Theory of Deviance, International Library of Sociology edited by John Rex, Routledge and Fegan Faul, London
and Bostan, 1973, hal, 140, The approach is part of & larger in crininology dan sesiology against the legacy of positivistic
or sheolutist notions of crise, deviante and social problems. The approach rejects those genstic, peychological er mujtd
fartaral sccounts of criee and deviance which stress e absolute nature of the rauses of criminalidy or deviation. It ussua-
fy, but not necessarily, rejects the standard susiological structure-functivnal approach to such questions, and in its exami-
nation of the sacial processes giving rise to gevistion it asks 'deviant to whos 7' or ‘deviant from shat?’

th



dilepaskan dengan keberadasasn hukum ridana dan sosioclogi
hukum itw sendiri. Seiring perjalansnnys kriminologi, hukum
pidana dan sosiologi hukum memiliki lshsan ksjian yvang saling
berkaitan, sehinggas tidaklah mengherankan apabila dengan
memfungsikan keberadaan ketiga ksjian ini secars komprehen-
sif dan integral akan didapatkan sebusah pemshaman yang jauh
lebih mendekati kepada sebush kebutuhan senyatanva dan
realits yang adai88>.

Pengkajian secars interdisipliner membuat sebush kajisn
akan memiliki sebuah analisis vang komprehensif. Ia .tidak
hanya terpaku pads satu disiplin dan satu plisau  anslisis
saja, tetapli ia akan selalu mengkasithkannya dengan berbagai
disiplin ilmu dalam bidang yang berkaitan, sehingga hkajian
vang dihasilkannya akan menjadi semakin komprehensif dan
terintegralisasi. Pengkajian secara interdisipliner membuat
kajian hukum pidana dan kriminologi menjadl kehilangan
batasan-batasannya vang baku. Ia tidak lagi mengkz3i hukum
dan kriminolegi secars normatif namun berkembang kearah
pemahaman vang komprehensif serta integral. Komprehensif
karena ia mencoba melakukan pemaduan analisis dsri berbagai
bidang ilmu yang terkait, integral karena kajian yang dilak-
vkannya menyatukan dan saling melengkapl berbagai disiplin
ilmy untuk mengupas obyek yang akan diteliti dan dianali-

sislsg).

168) Wityana W fusumah, *Realitas Sosis] Mejahatan', dalan Prissa: Nanssia dan feishatan, 5 el 1982, LPOES, Jsharts,
hal, 3-9, ia senguiip pendapatnya Willias J. Cheshliss batwa “kejahaten adalah gejala hubum, politik, eronoei dan cosial yang
benar-benar  kompleks yang harus sictesatik dipelajari dari banyak seqi®, Pezahaman yang interdisinlirer terhadap  sebuah
kajian, keberadaannya kini mutlah dibutubkan. Kita tidak dapat mengkaji sebuah permasalahan secara terpissh dari hidang kajian
Yainnya, Pemabaman yang kenservatif terhadap setush bidang kailan, bahwa ilmy hanye wntwk ileu {isanensi) dan hanya terbatas
sertz membatasi untuk linghungen cendiri, sudah tidak dapat legi dikembangkan kajiannya, Sebab selain ia hanya akan menjadi
"sepkor katak dalan tempurung’ 12 jupe tidak akan senghasilhan cesuatu pemecahan yang berquna,

189 {ihat venvali pesaparan yang dikerukakan oleh Taylor, Wellon dan Young, tentano multi-facioral accounts of crime
and deviance, dalan The New Criminology for a Sorial Theory of Deviance, hal 139 - {74, yang menunjukkan bahwa dalan mengkaji

sebuah ‘deviant belavioer' tidak dapat hanya menggunakan satu perangkat saja, sebab banysk segi serta faktor yang membuat ter-
jadinys suatu penyispangan, cehingga bakan untuk senghajinya-pun diperlukan kajian yang interdisiniiner dan sultidisensional.




Pengkajian vyang interdisipliner membust kajian ini
menyertakan pula keikutsertssn sspek politik sebagai sebush
aspek vang saling mempengaruhi secars timbal balik. Aspek
politik akan ditunjukksn memiliki pengaruh secara timbsil
balik terhadsp sesuatu hal yang menyebabkan sebush perilaku
menjadi menyimpang. Sebaliknya puls perilaku yang menyvimpang
akan memiliki pengaruh terhadsp keberadsan kondisi politik
vang adalgo).

Dengan pengkajisn vang interdisipliner, pengkajian
terhadap fenomena sosial yang ads  akan menjadi semakin
tajam, ia tidak hanys akan memberikan penjelasan teoritik
terhadap perilaka menyimpsng yang ‘nanpsak dipermuksan’
tetapl mencoba mencari dan memshami  skar permasalahan’ vang
sebenarnys agar dapat dipahami dan dapat dengsn segersa
ditemukan pemecahannyalgl).

Penggunaan ilmu sosial lainnys sebagai upays untuk
membantu memahami proses bekerjanys hukum dapat dilakukan
dengan bantuan sosiologi ataun sostologi hukumlgz).

Mengaps hkita mempergunakan sosioclogi pntuk membantu
memahami sebuah realitss sosial, karena jika kita mencoba
berfikir dalam konteks pemikiran sosiologi, kita skan selsln
mencoba mempertanyakan sebuah realita. Sikap vang selalu

mencoba untuk mempertanyvakan sebush realits inilsh

150} Mulyana ¥. lumah, Lor.Cit. Fergarub tisbal balik ini menunjubkan adanye dominasi kepentingan-kepentingan terten-
te dzlar sengendaliken sebush kekuatan, hanya sejauh mana kekuatan itu mampy mengendalikan tergantung pada cejauh mana ia
Ranpd Aeneqang aspek politik secara terpadu dan menggunakannya secara tepat, Lihat Jugas Satiipin Rahardio, Hukus dan Peruba-
han Sosial, Alumed Bandung, 1983, hal. 18-19,

1) gonatiah Faisal, Penelitian fualitatit Tasar-asar dan fplikesi, Yayasan fsah Asib Asuh, Nelarm, 1990, hal, 6,

152) Richard Guinney, 'Sociological Jurisprudence’, dalam Crisinplogy: Analisys and Critinue of Crise in PAmerica,
Little Brown and Company, Foston Torontn, 1975, hal. 33-35, Menurut Malyana W. Kususah, yang mepqutip Williaw Evans, menyebut-
kan batwa terdapat tidak kurang dari emam perspektif yang tusbuh dalam sosiologi hukum, yaitu s teori behavioralist, teori
yurisprudential, teori fungsionalis, teori konflik, teori cosialisasi dan teori sistem. Milyana W, Kusuaah, ‘Perspeblif dan
Teori Tentang Konteks Sosial Hubue', dalas : Malyana M. Yusumah, Paul §. Baut (editor}, Wikva, Politik dan Perubahan Spsial,
YLBHI, Jakarta, 1963, hal. 22, Lihat Juga: Satjipto Rahordis, Pemanfaatan Ilmu-ilee Scezial fani Pengesbangan |lau Hukug,
Alusni, Bandung, 1977, hal. 45-47,
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vang o}eh Rietszhe dikatakan sebagai sebuah “seni kecuri-
gasn’ ( the art of mistrust)i93),

Penggunaan sosioclogi hukum menurut Donald Black =adsalah
bukan untuk mempelajari manusis dalam pengertisn yang biassa,
tetapl ia mempelajari hukum sebagsai sebuah sistem perilsku.
Dengan pemshaman yang demikian, hukum dapat dipshami secara
ilmiah sebagail suatu realitas sosial dalam kebenarannya
sendiril®4’,

Penggunaan sosiologi hukum untuk memahami sebush reali-
tas sosial dalam kajisn hukum pidana dikensl dengan sosiolo-
gi hukum pidana (sociology of ceriminal lsw). Henurut Rich-

195}, ada beberapa bentuk penelitian kriminologi

ard Quinney
vang menjadi dasar bagi sosiclogi hukum pidasns, wslsupun
pada awalnya sosiologi telah memberikan bentuk kerangka
penelitian vang empirik bagi kriminologilgs).

Sosiologi hwkum pidana digunskan untuk menjelaskan
tentang keberadaan sebuah “legsl order’ dan pembentukkannva.
Dengan menggunakan pemshamsan konstruksi sosial yvang ditemn-
kannya dari pendekatan etnometodologicsl, sosiologi hukum

pidansa mampu menjelaskan tentang bagaimarna sebush

193} puter 1. Berger {Terjeschan: Daniel Dhokidap) , Humenicme Soeiologd, Inti Sarena fkeara, dakarta, 1983, hal., 46-
4.

19 Donald Black, 'The Boundaries of Lepal Soriplogy’, dales The Sprial Croanizatien of Law, Doneld Black, Weureen
Mileski {editor), Seminar Fress INC, Hew York, 1973, hal, 82, '# pwre sociclogy of law does rot study humans In the tsual
sense. [t studies law as a systes of behavicur, Taken in this sense, law feels rathing. I has ro joy or sorrow or wonderpent,
Scientifically conceived as & secial reality in iis own right’.

Erewm  and Cospany, Hoston Toronto, 1975, hal, 3637,  “from recent research in crisinology form the basis for the sociplogy
of criminal law, which has gathered & body enpirical research in 2 relatively short tizme’,

136} Hengtie Litlilmata, 'Sosiologl Hubun Pidana Sebapai Fagian Xriminglogi’, dalam Sosioloni Hukus Pidana ¥ejahatan
den Fenjahat, Ing-Hillco, dakarta, 1990, hal, hal. §, eengutip dari Fdwind, H Sutherland, Principles of {riminoloqy, Fdisi ke-
&, 1.5, Lippenscott Company, 1953, hal, 3. Dalam kaitannya antara sosiologi hukum pidana dan kriginologi, aska Sutherland
wenqutarakan: Criminclegy consist of three principal division s follows: a, The sociology of law, which is & attempt at
sciencetific analisys, of the condition under which criminal law, develop amd shich it seldom included in gereral books of
criminclogy. b. Criminal etinlogy shich is an attempt at scientific amalisys of the causss of crime and, ¢, Penlogy which is

concerned with the control of crime,
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peraturan vyang ada dalam huokum pidana tersebut dibuat dan
dikontruksikan oleh penguasa sebagai sebush kenyatsan vyang
mengikat197).

Namun demikian pemaparan yang dikemukskan oleh sosiolo-
gi hukum pidana memiliki kelemshan. Kelemahan tersebut ialah
bshwa sosiologi hukum pidans tidsk dapst melakukan kritik
kepada "~ legal order’ yvang dibentuk oleh penguasa dan masya-
rakatnys. Sosiologi hukum pidans tidak dapat melepsskan diri
dari bentuk ideclogi yvang ads serta tidak dapat mempertanya-
kan secara kritis tentang " legal order’ yang ada. Sosziologi
hukum pidana hanys mampu mengungksap dan menjelaskan tentang
keberadaan sebuah peratursn, namun tidak mampu wmenpertanya-
kannysa secara kritislga}.

Untuk memahami secaras kritis (eritical understanding)
dan dapat mempertanyvsaksan sebush “~Iegal order’ Richard Quin-
ney mengajukan empat (4) buah metode untuk melskukan peneli-
tianlgg). Metode penelitian inipun dapat digunakan untuk
memshami secara kritis sebush kejahatan satau perilaku vang
2003

dianggap menyimpang dalam kajian kriminologi

Keempat metode penelitian yvang disajukan oleh Quinney

157) Richard fsinmey, Loc,cit, ' Social constructiondst thouht, as feund in sthrosethodological studies, may suggest
that the aowministration of criminal law requires that ihose in position of poser construct @ reality’,

158) 1bid, 's sociclogy of criminal lap capnot bresk out of the idenogy of age and ash critical questions about the
legal order, It can only confirm the existing order’. lihat juea : Donald Black, Op.cit, hal. 42, fda sebuah pandangar yang
gengatakan hahwa literatur scsiologl hukum adalsh literstur yang borjuis, liheral, pluralis dan selioris, Pandangan tersebut
enganjvrkan agar ilsu sosiologd yang ads agar eenjadi lebih radikal. Hal ind diperluban , apar pandamgan sosioloni menjadi
lehih tritis dalas mengungkapkan cebuah realits dan eenjadl lebih berani dalan menyampaxkan saran-caramnya (Fe sent an to
arpue that a rore ragical sociolegy 1s ruguired, cne that is “sore critical in its presis dan farther-reaching in its propos-

ais'),

1) Rithard Buinney, 'Crise Control in fzpifaiist Bociety: A Critical Philosophy of legal Groer’, dalam Critical

{riminplogy, Lov,cit, '1 will present the four modes of thought as follow: (1) the pesitivistic, {2} the secisl consiruction-
ist, (3) the phenomenciogical and (4} the critical, My objective is to develop & crifical philesophy of leqal grder”

&) pichary @uinney, 'Recearch Methods and Modes of Inquiry’, dalse Criminology: Analisys and Critigue of Crime in
fmerica, Lac (Lt Furthermore. each wade of inguiry is specxfxcaiiy refated to ihe Aneriran oroer, They are; {1) the pacxtzv-

cal th eo{y of crise’



140

ialah: positivistik, konstruksi sosial, Ffenomenologi dan
kritis. Keempsat metode penelitian ini dapst digunsksn untuk
memahami dan membangun secars kritis filofosi “legal order’
(develop a critical philosophy of legal order) maupun unink
membangun secara kritig teori tentang kejahatan (develop a
eritical theory of ecrime).

Memasuki kajian kriminclogi terhadap pemahaman "perila-
ku menyimpang’ (deviant behaviour) honsep pemshaman . "devi-
ance’ atsu ‘penyimpangan’ menurut 1.5 Susanto adalah merupa-
kan hubungan antars kejahstan dan proses kriminalisasi vang

;4 secara umum dinyataksn dengan digunakannya honsep ‘penyvim-
pangan’ (deviance) dan resaksi sosia12dl),

’

Alvin ¥. Gouldner dalam katz pengantarnya di buku New
Criminology : For A Social Theory of Deviance’ mengatakan
bahwa keberadasan studi kriminologi merupakan sebush bentuk
pemahaman vang kritis (eritical understanding) terhadsp
masyarakat dengan bentuk pengkajisn teori sogisal vang lebih
luas. Menurut Gouldner, pandangsn para penganut The New
Criminology terhadap perilaknu vang menyimpang {deviant
behavioury adselah normal. Hanyva sajs sejauh mana penyimpan-
gan itu dapat ditolerir astsu diberikan reaksl sosisl bergan-
tung pada kerusskan atszu kerugian yang ditimbuikannya secara
relatif. Untuk memshswminya Gouldner mengupayaksn ' untuk
mengksjii secars kritis perilaku menyimpang dalam hkelompok
tersebut, berdasarkan pemshaman sosiologi dan filosefi  vyang

hidup di masyarsksatnya. Pendekatan kritis vang dilakukan

delam kriminclogi akan memberikan pemshaman ysng lebih tajam

@) g Susanto, 'Aiiras-aliran Pemikiran dan pengarubmye - Krinirclopd Eritis’, dalan Kejalatan Noroorasi, Hadan
tererhit Undip, Semarang, 1993, hel. 9. Lekih lanjut 1.5 Susanto memandang bafwa: Kejshelan dipandang sebagal bagian dard
‘penyimpangan sosizl’ Oalam arti bahwa tindakan yang bersanghuten ‘berbeda’ dari tindakem-tincahan yang dipandang csbagai
aorsal atau ‘hizsa’ di masyarakat dan terhadap 'tindahan menyimpang' tersghut diberikan resksi sosial vanp megatif, dalam arti
secara umu sasyarakal memperlakukan orang-orang tersebut cebagal “herbeda’ dap ‘jabat’. Dengan desikian siapa yang Oipandang
menyimpang pada masyarakat tertentu terutass tergantung pada masyarakat ity cendiri.
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dan terarah, baik terhadap masyaraskst vang lebih luas maurpun
dalam pembangunan dassr teorinya. Pemshsman ini tidaklah se-
derhana, karena spa yang diperhatikan dan dianalisis dila-
pangan haruslah dibatasi sesusi dengan fskta yang adaZ02)

Ada beberapa pemahamsn baru yang dapat dipergunakan
untuk mengupas =ecara terbuka tentang ‘perilsaku vang menyilm-
pang’ dan realitas sosial kejahatzan yang terjadi di masysra-~
kat. Pemahaman ini dalam bidang hukum dan kriminologi dike-
nal dengan pemahaman kritisZDS). Wamun diantara psara pakar
hukum dan kriminologi keberadaan pemahsman kritis hukum dan
kriminologi belum memiliki kesepakatan vang bulat.

Dalam pemshaman hukam kritis (ecritical legal studies)
dikatakan bahwa'pemahaman hukum secara doktriner akan men-
galami berbagai kesulitan yvang mendasar dalam menjelaskan
sebuah fenomena sosial secsra utuh. Pemshaman hukum vang
doktriner akan melskukan penolakan terhsdsp berbagszi renje-
lasan-penjelasan non hukuwm, khususnya dari bidang politik,
sejsrah dan penjelasan sosial lainnyva. Allan €. Hutchin-

son204}, dalam bab pendahulnannya di buku "Critical ILegal

UL S Taylor, Paul ¥alton, Jock Yomg, Forercrd’, dalam The New Crisinelogy @ For A Social Theory of Deviance,
Lec,cit, hal, v, Here, then the proper study of criminology is pade throuply clear @ it is the critical undersianding of both
the larger society and of the broadest social theory; It Is rot sisply the study of sope marginal, exotic or esoteric group,
be they criminals or criminclopist, This study, of what &t first seess to be & ldpited field, is in point of facl, the occa-
sion far the exhibition of the bruadest sociciegica! and philoscohical concerns. Dari pemshanan tentang ‘devisnce’ tersebut,
raka Oapal dilifat hahws untub menghaii sebuak rezlitsc sosial, hhususnya 'perilau smenviapane’ atau penyimpangan sosial’
yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilakukan hanya derqan sengandalken pendedatan dan amalisis secars legistis~formalistis
fbug pidenz saja, Rasun diperiukan beberapas pandangen vang jaub lebih tajam dari sehedar pessheman ‘perilaku senyispang
{mecarz normstif)” vang diberikan oleh hukun pidana.

B Sigandiuntak §, Chidir Mli, "Kriminciopi Sehagel Xritisse Sesial’, dalan Cakrawela Rare Krisinolopd {Suatu Yonsep
Dialos!, Tarsito, Handung, 1980, fal I30-132. Pemahamen ¥ritis atay pemahaman radikal tentang krisinclogi, tidek dapat dile
paskan dari pengaruh munculnya alirzn sesicdogl Britis alaw sosiplogt redikal, sehingga diakhir tahun &0-an aliran kriminelogi
britis puntul cebanat perwujudan atze sikap serentang pemerintshan abeolut yang cenderung korup di Aserike Serikat, Eropa,

=iz dan Afrika, (Ibid, hal. 18).

4 mlan €. fatchinson {Editor), ‘Intreductior, dalan Critical Leqal Studies, Rossn and Littlefield Publister,
Inc., Mew Jersey, 1969, hal, 4, The L& (Critical legal Studies) claim of inlerdeterninary ard contradiction de mol simply
peretrate legal ducirine and thearizing; they go o the very fheart of liberal deascratic politics, Deftripal irdelerminacy as
a Joralized iThweiration of the bandruptcy libers] theory and practice. The xiling corpus of black-letier fegal theory can not
be pade good by injecting & dese of black-letier political theory. ‘
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Studies’ mengutsrakan bahwa penghkajian terhadap studi hukum
kritis, wmemang boleh dikstakan agsk sedikit kétinggalan
ketimbang perkembangan studi kriminologi kritis. Menurut
Huchinson, pada awalnys pars pepdiri studi hukum kritis
berasal darl para mahasiswa yang bergerak dalam bidang
gerakan perjusngan halk-hak sipil dan melskukan geraksn snti
perang Vietnam di tahun 1980-an. Nawmun dalsm perkembangsnnya
kemudian, mereka aulsi melakukasn pengembangsn pemshaman
terhadap studi hukum dan melskukan kajian teoritical vang
melihat pada praktek untuk membangun sebush teori vang
mantaszS}.

Setelah melalul beberaps diskusi secars ketat, Kelom~
pok studi hokum kritis secsra resmi dilahirkan pada nasin
semi tahun 1977 di Universitas Wisconsin. Paras sanggotanys
terdiri para staf pengsjar bidang hukum, pengacars, ilmuwan
sosial dan mahssisws hukum. Mereka berkeinginan sgasr dengan
adanya studi hukum kritils keadaan hukum akan menjadi lebih
baik dan lebih egaliter2P8). Studi hukum kritis (CLS) tidak
hanyvs mendasarksn pada pemshaman teori-teori doktiner bela-
ka, sehinggs teori yang muncul wenisdi teori hasil pengniisn

dilapangan dan berkembang dilapangaanT}.

5 . = t R -, 3. - PR

) i5id, hal, 7, 'OU% {Critical fesal Stufise) recognizes these activist roods as he energy source of auch of @1is
therrotical engeavor-nothing is &s as good theory'. DY awal telws 1970-an stedi hokus i:.r is {radifel} sulal menesuban kaji-
amve dengan menempathan hukus disasyarakat, hhususnva dengan melakuban kaiian pesafamen “perilafy empiris  (eapirice-beha-
viurist}',

) idd, hel, 23 'OS {Critical Legal Studies)Peaple work tmeard & world that is pore just and egalitarian’. Tujuan
dari pars pendiri dan angoota Studi hukum kritic adalah sengembanghan resahamen keterkaitan antara hwbup demoan  masyarakat,
saling berkeitan dan menyvaty menjadi satv begian vang tidak dapat dipisatban, (Huchinsoe, Ihid, hal, 7}, Studi hakum kritis
gegang senampilhan sisl yang agak berbedz dengan studl ukum yang konvensional. Mereka melakukan penghajian berdasarkan teori
yang ada, diuji dengan penerapan prokiek dilapangan kesudian dilanjutkan dengan selakukan gengesbannan teori berdasarkan batu
uji yang ada dilapangan (praktet}.

1) Yerait L. Hall, ¥iilian M. Wiechek, Pau} Finkelsan, 'fritical legal Studies: #n Introduction fo s Origineand
Urderpinnings - 1984", dalan fgericen legal Histories: Cases and Haterial, Onforg University Fress, Mew York, 1991, hal, 30%-
553, Menurut Mark Tushmet, salah seorang anguots pendiri ‘Critical legal Studies’ pengenukaken bahwa: £L8 accepts the criti-
tal aspect of Legal Realism but  challenges Its constructive progrem, Because it does so by using critical technigues de-
velaped by the fealist, CL5 in this sense & true descerdant of Realism. The wey In shich €15 In rencernd with the political
divensions of Jaw and dopination can be explored by evapining the CLE attack on policy apajisys, balencing, amd shared sorial
valugs that is, on the constructive program of (egal Reslism




Setelah kita melihat sejensk perkembangan studi hukum
kritis, vyang perkembangannya justrn muncul belakangan dari
lahirnya kriminologi kritis, kini kits skan kembali mencobs
melakukan penghkajian terhadsp keberadsan kriminologi kritis
dan perkembangannys.

Kriminologi kritis wmuncul diakhir tahun 1960~an, ia
merupakan simbol perlawanan dari dominasi Lkekussaan vang
abgolut dan cenderung korup. Namun fenomens kritis ini tidsk
hanya melanda kriminologi, tetapi Jugs hampir merssoki
seluruh disiplin i1lmu untuk dapat mempelajari pProses-proses
manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidupzos).

Menurut David F. Greenberg, di tahun 1870-zn, di fakul-
tas-fakultas yvang mengajarkan kriminologi, mulsi diperkenal-
kan sebuah pemahamsn kajisn keilmusn baru terhsdap kejsha-
tan. Kajian ini menggunakan psradigma dalam pandangan krimi-
nologi. Namun dalam beberapa penggunssn istilah terhadap
kajian keilmuan baru ini belum ada keseragamanzog).

Penggunsan 1istilah yang berbeda dalsm mengajukan pan-
dangannysa tentang kriminologi kritis ini terlihst dslam
beberaps pendapat vang dilontarkan oleh beberapa psakar
kriminologi dalam berbagai karya ilmish yang ada. Ketidak-

seragaman penyebutan bagi pemsahaman kritis dalam bidang

298) 1.5 susanto, ejahatan Forporasi, Op.Cit, hal. 8, senyebutkan bahwa "Krisinologi kritis berpendagat bahwa fenooens

tejahatan adalsh hasil konsiruksi sosial, artinya sanakala masyarakat sendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka
orang-orang tertentu memenuhi tatasan sebagai kejahatan®. Marjono Reksodiputro, ‘Perkembangan Peaikiran Teoritik Tentang Kausa
Kejahatan di Ingonesia’, dalam Ariminologl dan Sictesm Peradilan Pidana @ ¥uspulan Karangan - Bukue ¥edua, Pusat Pelayanan
Keagilan dan Pengsbdian Hukim (Lewbaga Krisinologl Universitas Indonesia, dekarta, 1994, hal. 30, senyebutben bahwa : “mashab
kritikat ({critical criminolegy}, yang dismulai dengan masukkanyz perspektif intersksionis, misalnya olsh Howard S. Becker
dengan ' labelling approach te crise’ (1943, mungkin buku yang dimaksud adalah “futsiders @ Studies in the Sociology of Devi-
ance’ -~ penulis} dan yang kemudian mengembangian pendekaten 'socivlogy of conflict’ misalnya oleh Rithard fuirmey (1970) dan
Willias J. Chasbliss and Pobert B, Seidean (1971)Y.

27 pavid F. Breenberg, ‘Introduction’, dalas Crise and Canitalics : Reading in Marsist Criminclony, Mayfilled Pub-

Yishing Cospany, California, USA, 1981, hal. L. In the I970s & new school of crisinciogical thought, inown variously as "New,*
“Critical,” “Ravical,” or Marvist, cane on e scene. It Challenged the paradigns thal then dominated criminoiogy, and drew an
the insight of few letf Social Critisw in developing & fost of new and controversial igezs zhout crime,
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kriminologi terlihat dalam: Criticsl Criminology, Radical
Criminology, The New Criminology, Radical Deviancy Theory,
Radieal Human Right Criminologi, <Confliict Criminology,
Critical Marxism dan Radical Reflexiveness>i07 .

Di Indonesia sendiri keberadaan pemahaman kritis dalam
kriminologi masih menjadi polemik vang belum terselesaikan.
Ads bebersps pakar vang sependaspat dengan psndangsn pemaha-
man kritis sataun rsadikal, namun ada Jjuga menentang penggunaan
pemahaman kritis 2115

Perbedssn pandangan terhadap pewmahaman kritis dalam
kriminologi timbul karena ada beberaps perbedaan paham bahwa
pandangan kritis atsu radikal adslah sebuah pandangan atau
pemahaman yang mendasarkan pada konsep HMarxist. Mereks
mengajukan dasar bahwa pemshaman kritis sadalah identik
dengan Marxist karens mereka menggunakan pemahaman teori
konflik atau pertentangan (perjunangan) class untuk mencapal
tujuan212}.

Menurut Sahetapy, keberadssn Marxist sendiri di Indone-

aia adalah merupskan hal yvang bertentangsn dengan Pancasils,

U0} penqoupaan istileh ‘Critical Crininolecy, Radital Crininclngy, The Mew Crininology" dapat dilihat falan : Tony
Platt, ‘Prospects for A Radical Crimirelogy in The USA", dalam Critical Criinology, Tan Taylor, Faul Mallon dan Jock Young,
International Library of Sociology edited by John Rew, Routledge & Yegan Paul, Lenden and Boston, 1975, hal, 95-109, Istilah
‘Ratical Hupan Right Criminclogy’ dipergunzkan oleh Hersan dan Julia Schwendinger, galam buko yang sama, la Taylor, Paul
¥alton dan Jock Young sendiri menqgunakan istilab 'Redical leviancy Theory and Narxisa', gelas bubu yang sama juga. Istifah
‘fonfiict Criminclogy’, digwnakan opleh Gwyon Nettler, Sedanghan wituk pengpunasn istilah ‘Fadivs] Fefleniverses', dapal
gilihat datam s Steven Bax, Power Crise and Mystificstion, Tavistock Publications, London and Mew Yor, 1463, hal, o,

21} goeriono Soekantn, Melyana ¥, Kusuash, Menghi Liklikonta, Srisinploi Sustu Fenaantar, Gheliz Indone-

sia, Jakarta, 1984, hal, 96-117, Mengesukaken babws arus pesikiran bary dalam kriminoleai dikenal cengan nams kriminologl
radikal atau kriminologi kritis', 1.§ Susante, kejahatan forporasi, Op.Cit, hal. 9-13. Henoemukakan hatws abiran peai-kiran
bara dalam krisinolooi dikenal dengan mams 'krisincloni kritis', Namun peaikiran yang berbeda pardanpan dan menentang  adanya
pengqunaan  krisinologi kritis cebagal sebush aliran baru dalam krizinologi. Memurut Safelapy, disamping pemahaman kritis itu
menujukkan pesikiran yang Merxis, Sahetapy juga wengutip pendapat Jacksm Toby batwa pandangan kritis dalae kriminologi
bukanlah hal vang baru, karema itu fahae hrisineleql hritis tidak tomtuh dan herkembang di Soviet ataupun Afrika Selatan,
selainkan di Inggris, sshingga pandangan baru dalam krisinnlegi itu sebenarnya tidak ada, {Sabetapy, Teori kriminoloni Suatu
Pengantar, Citra Aditya, Bantung, £972, hal. 47-33.) Lihat juga : Saletapy, Pisay Analisa Kriminologi Pidate Pengukuhan Gurg
Pecar, Arpico, Bandung, 1984, hal, 10-21. tentang idiologi Marxisne dan pendekatan yang diajukaannya koasep SRR {Sosial
Budaya dan Strukturall. ‘

N2} savetapy, Teord Frisinologi Guetu Pengantar. Loc.Cit,
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oleh karensnys, keberadsan kriminologi kritis ini tidaklah
disetuju1213). Hamun demikian tidak semua bentuk remahaman
kritis dan konflik itu identik dengan Marxist21%)  Memang
dalam kedua pandsngan tersebut menunjukkan adanys perbedasn
vang cukup mendassr dalam memandang keberadsan kriminologi
kritis. Perbedaan ini wmenunjukkan adanys pemahsman dan
persepsl vyang berbeda dalam penggunsaan kriminologi kritis.
Perbedaan ini terletak pada dasar pemahamsn bahwa. dalam
kriminologi kritis, ads vang mengstakan bahws teori konflik
dalam kriminologi kritis ada vang Marxist dan non Marxist.
Apa  vyang hkita pahami sebsagai - dualisme pemikiran tentang
teori konflik dalam kriminologi kritis juga dikemukaksn oleh
Gwynn NettlerZIS}. Pandangan Nettler ini menunjukkan bahwa
dalam penggunasn teori konflik memang sda dus alirsn vang
berbedsa. Aliran pertams yang mendasarken rads faham Masrxisme
(Marxist), dan kedus vang tidak mendasarkan pada faham
Marxisme (non-Marxist). Namun kebersdsan Ffaham konflik non
Marxist Jumlahnya sedikit, apabila dibandingkan dengan

rpendukung Faham konflik Harxist216).

2A3E g, Sahetapy mengutarakan babwa: Sejak semulz saya telah tidak setwju dengan apa yang dinakakan "kriminologi
kritis', Pendirian saya bukan saja karena pandangannya bernafaskan Marsisme, ates karema pendirian kriminoleai radikal isi
sedikit banyak bertentangan dengan Pancasila, zelainkan juoa karena adanya tarangan menyebarkan faham Marxisae,

44 1 g Susanto, Kejatiatan forporasi, Op,CiY, hal, L4, Konsep 'Rulling class’ vang dikataken oleh Reid, adaiah konizep
friminilogi Harxist, cebab dalam teori konflig non-Marxist, komsep 'Rulling rlass’ tidal diperqunakzn oleh Sellin, Yold dan
Turk. Lihat juga arguren yang dikemkakan oleh Geynn Nettler, batwa dalasm fzham Marwist ‘ronflict class-lab’ yang ditonjol-
kan, Fenurut 1S Busanto: Perlu dicatat bahwa teori konflik tidak sama dengan teori Marwist, Lebib-lebih jika ada anggapan
bafwa aliran kritis sama dengan Marrist, perlu fipertanyakan, Teeri Marzist {kriminalogi kritic) hanyeleh merupakan salah satw
usaha “mengeabianghan® teori konflik -- yang juga dipertanyakan istilah tersebut sebagai disebuthan distas — gi samping terda-
pat tewri konflik yang nom Marxist, vang cangat berbeda. Selain itu jugs perlu dicatat bahws beberapa perutis bahkan sencampur
adukkan astara teori kenflik yang Marvist dengan yang non Marxist seperti Reid dan Allem.

243) Neltler, ' Cripe ane Conflict’, dalas Explaining Crine - Second Edition, e Graw Hill Fook Cospany, New
York, USA, 1978, hal. 207, Tt seem useful to consider a mirority of conflict crininolopist as pan-Maryist and a majority as
adhering to soee version of Nanvist thesis, The unifying Merxian these is the ind of conflict eaphasized, In the Marian ver-
sion of the conflict perspective, it is class conflict that producers the criminal law, This School believes that crime is
defined by a rulling class as part of its progran of exploitation and repression of paweriess peaple, the ‘warking class’,

28) Memang masih banyak yang sulit mesbedakan antara konlik Marxisee dan konflik non-Marxisee, namw dari Mettler
tersebut terlihat bahwa pengguna konflik non-Marxist semang Jebih sedikit bils dibandingkan dengan pengquna konflik Marxisme,
{1hid),



144

Dalam faham kriminologi radikal vang dikemukakan oleh
Jay Livingston, dikemukakan bzhus penggunasn pemikiran
radikal (kritis) akan membaws kepada pemshaman vang lebih
kritis. Namun Livingston menggunakan konsep pemahaman kon-
£lik  ‘"rulling elass’ (dalsm studinya di Ameriks) untuk
melihat bagaimana sebush alur demokrasi dan pembangunsan
ekonomi itu berjalan di Amerika2l?)

Ada beberaps slasan vang dikemnkakan oleh Livingston
bahwa dengan menggunakan pendekatan konflik ‘rulling class”
ini kita skan mendapatkan : (1) pewmszheman yang lebih tazjam
tentang distribusi kekuassan, dimana ads sejumlah kelompok
atau lembaga tertentu yang memiliki kekuassan 1lebih besar
dari kelompok atau lembags lainnya (tidak adanya pendistri-
busian kekuasaan secara Jelas). Ini membuktikan bshws dengsan
kekuassan yang dimilikinya ity sekelompok the rulling
class’ aksn mampu melakukan perubshsn berdasarkan kekuassan
vang dimilikinys. (2) Mereksa vang memiliki Xekuasaan akan
menggunaan kekuasasan tersebut untuk mempertahankan kekusmessn
mereka. Walaupun mereka tidak melakukan penguasaan terhadap
bidang ekonomi dan politik secara langsung, tetapi mereka
menggunakan lembags vyasng mereka kuasal untuk melakukan
kontrol terhadap setiap posisi ekonomi dan politik vyang
dominan. (3) Dan walaupun sps vang dilakuhan oleh ' the

rulling elass’ itu cums sebatas pengontrolan, namun mereks-

AT 3ay Livingstue, *Critisss of Radical Theory', dalas Crise and Criinlogy, Prenticve Hall Englewcad Cliffs, New
Jersey, 1992, hal. 411, Wenurut J.R Ewing yang dikemukakan kesbali oleh Livingston bahwa: Radical criminology has come in for
& good deal of critisa, To dalk aboul & rulling class in Amerita offends many people, including sore sosiclogist, After all,
the United State is & democracy-a goverment of, by and for the peaple-and our free enterprise econogy, In principle, reinforce
this demcratic distribution of pewer, The arqueent tetween ragical and sainstross rininologist, therefore, goes beyong
question of cripe; it is about different picture that peapie of how sociely work, The mest etreme radicals offer & model
where a small rulling class runs nearly every part of the society in order te reinforce Its position - a sort rollective,
Fahan konflik "lhe rulling class‘ yang dikemkakan cleh Livingston nemang nengarah kepads pertentangen class di masyarakat,
yaitu antara powerfull dan poweriess, namun dari waizn ini dan uraian berikutnya kita afan dapat selihat batwa, bagaimana
Livingston mengunghaphan pendapatnya bahwa sebuah kekuasaan habp gelakukan dominasi dan pengawasan terhadap politik dap
Ekonon: .



147

pun melakukan pengawasan terhadap lewbrgsa peradilan, hukum

dan sistem peradilsn pidana. Pengawasan ini dilskukan dengan '

sebagaimana layaknys pengawassan vang dilakuksn oleh sebush
lembaga yang berkusss (powerfully terhadsp masyarashkatnys
(poweriess)218}. '

Walau apa yang dikemukaksn oleh Livingston ini wmenggu-

nakan pemahaman ‘pertentangan class’ namun aps yvang dikemu-
kakannya dapat dijadiksn landasan bahwa penggunaan kekuassan
untuk melakukan penindakan terhadsp =pa vang dikuasasinya
(powerless) buksn lagi menjadi sesuatu yang rahasia. Kekua-
Saan mampu melakukan apspun untuk melegitimssi kekuasaannya.
Kekuassan mampu melakukan kriminslisasi terhadsp sebuah
perbuatan, bahkan kekuasaan-pun mampl melakokan kontrol
terhadap hukum ,keadilsn dan sicten peradilan pidans.
' Menggunakan pemahamsn konflik non-Marxis, secsra umumnm
teori ini menunjukkan bahwa dalam terjadinya hubungan kekua-
saan akan mendassri terjadinys proses kriminalisasi atas
sebuah perilaku tertentu. Proses kriminalisssi ini tentunya
akan mengarah pada pola keinginan dsri pemegang kekuassan,
sehinggsa analisis obyektif ‘proses kriminaliéasi' adalah
bersifat “politis 219D |

Lebih lanjut I.S5 Susanto mengatskan bahwa sebush perbe-

daan wmendasar antars kriminologi Marxist dan non marxist

218} Ibid. Let's put it  bit nore reasonably, Firs?, power and wealih are not evenly distibuled in society; some
people and institution have guch sore than other, Second: thase whe have pewer pill use it io enhance their pasition, At a
minimum , they will not do things thai go againts their economic ar political interesis; they will use the institution they
cenirol in orderr to keep their positions of dominance, Third; this ruiling class controls not only the economic  institutions
mnmmmmwmnmmmMmmmammWAManmmummwmmmanmmmnm
society controlied by ihe powerfull, will tend to reproduce these pasic inequalities of wealih ard power, Bandingkan dengan
apa yang dikemukakan Steven Box dalam Power, Crime and fystification, Tavistock Publication, London, 1983, hal.20f, menurut
Lord Acton batwa * all power corrupts, and abselule poser corrupts absclutely - kekuasaan cenderung untuk melakukan perbuatan
yang korup, dan kekuasaan yang absolut akan menjadikannya ke~korupen yang abeolut pula”,

19} 1,5 Susantn, Vejahatan Forporasi. Lor.Cit,
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adalah ads pads pandangannyazzg}. Terlepas dari beberapa
pan-dangan yvang pro dan kontra terhadap renggunaan pewmahsaman
kritis dalam kriminologi, ada beberapa hal vang kiranva
perlu di diperhatikan secara sekszms tentang penggunsasan atau
ap&ikasi pemahaman kritis sebagai pisaun anslisi=z dalam wmem-
bedah sebuah permasalahsn sosial atau realits sozial kejahs-
tan dan perilsku menyimpang vang terjadil di masvarakst.

Gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan masss sering-
kali diwaspadai dan dicurigai sebsgsi perilaku men&impang
vang dapat menimbulkan instabilitas keamanzn dan ketertiban,
Sikap para . aktivis geraskan wmsahssiswa dalsn mengkritisi
berbagai kebijakan yang dikelusrkan oleh penguassa sefingkali
pula diartikan sebagsi gikap vang antikemampanan, . pembang-
kangan dan ketidaksetiaan221).

Richard Quinney mengemukakan bahwa bentuk pemahaman
vang lebih tajam terhadsp realitas sosial kejahatan atsau
rerilaky menyimpang dapat dilskukan gengan melakukan pemasha-
man kKritis terhsdap hukum (legal order) msaupun pendekatsn

kritis terhadap kejshatan dalam bidang kriminologiZZ2) .

) Ibid. L5 Sosamio pengatakan: Perbedaan mendasar antara kriminclogi Merxis dengan yang non Marxist adalah  pandan-
ganya apakah kejahztan bersifat patologic. Pada peropektif keaflit vang ron Mernist sata kejahatan dipandann cebagal  tindakan
yang ncraal dari orang-orang yang normal yang tidak nemiliki kekuasaan yang cukup untuk mengontrel proses kriminalisasi, dan
dalam perspekiif perilaky menyispang, tejahatan dipandane sebagai perwsjudan dari bebwiuhan pasyarakat wituk menghriminalisasi
pertedaan, Getalitnya dalas pandangan kriminclogd Marvis konsep yang ada kesbali ke ide positivis vailu bahwa kejahatan
pepang bersifat patoisgis,

22 Sikap ketidak-tzatan, brilizae dalaw tatanan tubun yang represif diartikan sebanai sebuah bentuk penyispansan dan
tanda hetidaksetizan kepada pesegang kekuasaan yang ada, Demikian pula pandangan-pandangan atau sikap yang diangoap ‘mbalelo’
diartikan cebagal sobuah pengingkaran terkadap tatanan yang telah diakui,{Bulyama ¥. Xusumah, ‘Perspekif dan Jeori Snsial
Tentang fontels Sosial Hubwa', Op. cit, hal. 15.) Menghadapt sikap para aktivis gerahan mahasizwa tersebut, maka penguasa
mereraphen tindakan represif dengan mentounaken Haxtzaai Artikelen dan FY Subversi sebagai sarana 'ultinum resediva’, fennan
terjeratiye heterape attivis gersken mahasisna oleh Haatrmal Artitelen don HUPY Subwersi, meka secara forsal perbuatan para
ahtivis geratan madesiswa tersebut diangap cebagai kejahatan. Pererapan hukum represi? inilah yeng seakan-akap  membentuk
sebuah konstrursi pesshaman bafwa tindakan ataw perbuatan pars aktivis gerakan nzhasissz tercebut adalah celuak ¥ejshatan
politik, Dengan desikian dalam kajian ini sembutubkan sebush pemahasan kritis terhadep 'legal oroer' yang diteraphan pada para
ahtivis gerakan mahasizwa dan cebush pendebatan kritis terhadap tertentubnya krisinalisasi pada setush perbuatan,

22 gicharg Buirawy, "Crine Control in Cepitalizt Socisty: & Critical Philoserhy of Lens) Order' dales Critical Drimi-
aoleay, Log.Cit, dan likat jugs: Richerd Qeimsey, “Research Methods and fooes of Inquiry’, dalas Crisisolosy: fnalisys and
Critigue of Crize in feerica, Loc,cit,
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Pemahaman Kritis terhsdap kejahat%n dalam bidang krimi-
nologi yang diajuksn oleh Quinney dal%m upaysnya mewmshami
realitas sosisal kejahatgn dan perbuat%n vang menyimpang di
masyarakat adalah beragntung kepada} keberadaan dinamika
faktor ekonomi dan struktur politik yagg adaZZ3)

Mengapa Quinney memandang bahwsa sébuah realitas sosigl
kejahatan itu harus dipahami secars k%itis, karens Quinney
menilai bahws aspa yang dikatakan sebag%i sebuah kejshstsn di
masyarakat tidak 1lain adalsh merupakén hasil dari sebush
konstruksi sosial. Bentuk-bentuk keﬁahatam vang ada di
masyarakat tidak lain merupaksn hssil %onstruksi sosial yang
dipahami dan divakini kebensrannya tanﬁa harus dipertanyakan
kembali. Padahal kejahatan yang ada paéa konstruksi pemaha-
man wmasyarakal dan menjadi acusan utam% dalam hukum pidans
tidak lain merupakan hasil konstruksi?kepentingan politik,
ekonomi dan pemegang kekussazan. dengén demikian reglitas
sosial kejshatan merupakan hasil koéstruksi dari sebuah
konflik kepentingan vsng terjadi di maéyarakatzzé}.

Hulyana #®. Kusumsh vang mengutipi pemikiran Chambliss

28 picharg fuimey, ‘The Social Reality of Crime’, dales Criminolcay 3 fnalisys and Critine of Crise in fserica,
Ibid, hal. 37. Ini diutarakannya sebegai berikut: A Theory help s teain to examine the legal orcer critically is the ope ]
tail the social reslity of crige, Applying this theory, se think of crime as it i$ affected by the dynanics that mold the
sociely’'s social, econcmit, and political structure. First, we recoomice hew crininal law fits into tepitalist soriety, The
legal order gives reality to the crive problee in the United States, Fverything that mabes yp crise’s sacial reality, inchal-
ing the application of crininal law, the petierns of those who are defined as crimial, is related o the establisher Iegal
arger, The sacial reality of crise is constructed on conflict in our saciety, Perhatikan juga kalimat terakhir Buimney batma :
'Realitas susial kejahatan yang ada di masyarakat, adalah merupakan hasil pertentangan-pertentangan kepentingan, dimana perbu-
atan tersebut dikenstruksikan untuk diyakini sshapai sebush kejahatan atau perbuatan jahat berdasarkan kesepakatan dan kepen-
tingan yang ada',

) L5, Susanto, ‘fenahaman Kritis Terhaap Reslitas Sosial', Makalah Lokakarya Masional Pempembanpan Susber Daya,
InkR, Tarangbenden 12-17 Agustus 1992, dimsat dalaw Majalah Mesalah-Masalzh Hikus UNIHP, Memahaad sebuah realitas sosial
secara fritis akan seabawa hita kepada sebuah bestuk pesaharan yang tidak selalu menerisa begitu saja {taken for granied) apa
yang menjadi cetuah realita, Pesshaman kritis terhadap realites sosial yang ditesukakan oleh 1.5 Sucantn, selihat bahwa antara
realitas konzeptual dan realitas yang sedang terjadi di masyarakat adalah herbeda, Ini terlihat dalam uraiannya; Suatu reali-
tes zozial pada dazarnya adalah suatu kenyataan tentang kejadian-kejadian dan juga sebagal gasberan/penpetahuan tentang kenya-
taan, Hal vyang pertasa menggesbarkan tentang kejadian-teiadian didalan masyarakat yang dapat dilihat, didengar dan dibaca
dalam kehidupan sehari-hari dan dipandang sebagai realitas tentang fencmena, sedangkan yang keduz merupsken gambaran/penpeta-
fuan yang kita miliki tentang kenyataan sosial sehinqga dipandang sebagal realitas konseptual, Sedangkan kalaw berbicara
tentang realitas soeial pada dasarnya sengarsh kepada realitas konseptuz! sebab perannya sangat pentina dalsm hehidupan so-
sial, |




nengemukakan bahwa pemshaman mengenzai realitas sosisl keja-
hatan tidak lepa=s daril aspek politik dsn ekononmi yaﬁg terja-
di dalam sebush masyarahkat. Perumusan ‘penjahat’ atau delik-
uensi adalsh hasil sebuash proses politik, dirans aturan-
aturan vyang melarang atan menganjurkan wargs masvarakat
untuk melskvukan ataun tidak melakukan adalah hasil konstruksi
politik yang wenentukan sesuatu perbuatan dianggap Jjahat
ataun tidak229) .

Tentang latar belaksng kejahatan, Chambliss mengemuka-
kan bahwa kejahatan atau bukan kejshatan berasal dari anggsa-
pan orang-orang yang bertindak secars rasional sesnai dengan
rosisi kelompok dowminannva. Kejashatan adalah suaty reaksi
atas kondisi kehidupan yang berbeda-beda tergantung pada
struktur-struktur politik dan ekonomi masyarakatzze).

Perumusan sebush perbuatan menjadi sebuah perbuatan
vang dianggap “Jjahat’ atau kejahatan berkaitan erat dengan
proses ‘delikuensi’ vyang terjadi dan kekustan-kekuatan
tertentu yvang mempengaruhinyaEZT).

Edwin M. Schur juga melihat bahwa kejshatan dan pelang-

) Mylyana V. Yosumah, fealites Sosial Kejahatan, 0p.Cit, had.5, senqutip illias J. Chashliss, The Stzte, The Law
and The Difinition of Behaviour as Criminal or Deliquent, dalas Handbook of Crisinclogy, Daniel Blasser (Editor). Rand M
Naily and Co, Chirago, 1979, Pemahasan batws masubnya kepentingan politik dan ehonosi sebagai salah satu aspek yang menyebab-
kan terjadinya proses kriminalisasi, janganlah diartilan secara sempit, namn dilihat cebagai pengaruh-pengaruh ekstern  yang
rendukung kepentingan tertentu,

8 wityana §. Kusumah, Krinnoloni dap Hasslah Kejahaten, Up.Cit., hal. 35, Pesshanss Chasbliss terhadep kejshatan
tidak lepas dari pengarud klas dominan dan persepsi sereka terhadap sebush perbuatan jahat, Chamhliss nengatakan: We Must
understand the political, economic and social forces leading fo differences in crime rates in different historical periods as
e} as differences between cowntries in the same period.

) Mulyana ¥. Xuosumah, fealitas Sosizl Kejzhatan, toc,Cit. Lihat jusa pendapat yang dikemukatan oleh fustin T. Turk,
Political Criminality : The Defiance and Defense of Authority, Sage Publication Inc. New Rury Fark California, 15682, dalam hab
‘FPolitical Criees and legal Difinition’, hal, 37-63, bahwa perumusan sebuzh perbuatan menjadi sebush kejzhatan tidak lain
merupakan  hasil pilihen {politil) sebuah masyaraket, atau pemegann keluasaan {dominent class) yang didasarkan pads kepentin-
gan-kepentingan tertentu. Mulyana W. Kosumab mengatakan: Proses inilah yeng harus dipshami dalan meapelajari kejahatan,
lengan tegitu, mempertanyakan “sengapa sustu tindakan dirunuskan sebagal tindakan hejabatan secanghan indaian-tindakan yanp
laim tidak", adalah titik tolak bapi bagi setisp studi sistesatik sengenal kejahatan dan penjahat. Tak ada suate tindakanpun
yard pada dacarnya kejshatan. Jika Kita akan senjelachan kekuatan-kekwatan sncial yang menyebabkan kejahatan, naka pertama-
tama harus dijelaskan kehuatan-hekuatan sosial yang renyebabkan sejuelah tindakan dirususkan sebagal kejahatan sedanghan
Lindakat-tindzkan yeng 1ain tidak dirususkan demikian,
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garsn yang ada tidak lsin merupskan hasil penilaian vyang
ditusngkan sebagai sebuah produk politik terhadsp fenomens
sosial. Ada beberapa public policy vang ikut serts mendasari
mengapa sebuah perbuatsn tertentu menjadi sebush perbuatan
jahat dan perbuatsn lsinnya tidak menjadi perbuatan jahat.
Menurut Schur semua ini diformulasiksn, dihasilkan dan
kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tentsng kebijakan
publik yang mengikst. Dimsnas publik policy vang dikeluarkan
itu Juga tidsk lain merupakan produk dari pemegang kekua-
saan sebagal hasil konflik diantars masyaraskat =ebagsi
sarana untuk mengatur keberadaan masyarakat (politically
organized society}zzs).

Berangkat dari pemikirén bahwa realitas sosisl  kejaha-
tan adalah terbentuk ksrena suatu reslitas konseptual dan
juga realitas fenomenal, Quinney memaparkan sebuzh teori
mengenai reslitas sosial kejshatan vang terdiri dari enam
preposisi. Preposisi pertama menyanghkut rumussn kejahatan,
empat preposisi berikutnys merupakan ssatusn penjelassan dan
preposisi yang keenam merupakan perangkuman dalam menggam-—

barkan sebush realitas sosisal kejahatan229>.

228) Eiuin ¥, Schr, leviance and Folitics', dalae Radical Neninierventios, Rethinking The Delinuency Frobles, Fren-
tice Hall, Inc. Englewond Ciiffs, New Jersey, 1973, hal. 139, Crine and deliguency are inberently political phencmena, This
‘is 5o for at fesst two ressons @ because public poliry decisions of various sorts shape the social structures and value
system within which such behavior occurs) and because witimately the substance of crise and deliquency Jaws 15, as we have
seen, & matler for political decision, Furthernare, as one perceptive anclyst has siressed, “the interest represented in the
fornulation and agministration of public pelicy are those ireasured by the domainant segrent of sociely, Hence, public policy
is created because segrenis with pover gifferentials are in conflict with one enother, Public policy itself ils kanifestation
of an interest structure in pelitically organized society®, Lihat juga: Satjipte Rahardio, Hium, Masyarabat dan Pembanqunan,
Almuni, Randung, 1976, hal, 135-138,

%) Richard Quipney, "Social Seality of Grise’, Op.Cit, hal. $7-31. Feenas preposisi ind senunjulkan bageisana sshush
percepel  {erfadap kejahatan itu terbentul, ada banyak aspek dan pengarub yeng memtuat 'gasbaran kejahatan' tertentuh, Dan
banyak aspek kepentingan tertentw balwa sehuah perbuzten dirumuchan nenjadi cebagai cehuah 'kejahatan” atau perbuatan yang
menyispeng. Keemam preposisi tersetut falah: 1. The fifficial Definition of Orize @ Crize as a lepsl difinition of husan
condurt  is created by agent of the doadnant class in & politically organized sccisty. 2. Foraulating Definition of ' Crime
Befinition of crine are composed of behavimir that tonflict with the Interest of the dominant class, 3. Applying Definition
of Crise : Definitions of trime arc applied &y the class hat has ihe power to shape the enforcesent and administration of
triniral Iaw, 4, Hos Befaviowr Paiterns Ievelop in Relation o Deffinition of Crime : Behaviour palierns are structured In
relation o cefinitions of crine, and within this context pesple angage in ections that have relative probabilities of being
defined as criminad. §, Censtructing An Idiology of Crine @ An idinlogy of crime is constructes and difused by the dominant
class to secure its hegegony. 6. Constructing the Social Reslity of Lrime @ The Sacial reality of crime is constracied by the




Dari psndangan Quinney ini terlihat bahwa: (1) kon-

o

[

struksi pemahaman terhadap kejshatan merupakan hasil pende-

finisian hukum dsri sebush perbustan vang didefinisikan
sebagai perbuatan yang menyimpang oleh ' the dominant class’
» (2) bahwa hejshatan diformulasiksn sebagai sebuah kejaha-
tan, yaitu dengan melihat perilaku vang bertentangsn dengan
kepentingan ' the dominant class’, (3) bahws pehenapén defi-
nisi kejshatan dilskukan oieh “the dominant elass’ melalui
kekustan penegakan hukum pidans, (4) bahws perilsku dan
pemahaman vyang berkembang di masyvarakat Juga ikut serta
wemberikan warns pemsahsman terhadap konstruksi sebuah keja-
hatan, (5) bahwa idiclogi kgjahatan dikonstruksikan dan
disebarkan oleh " the dominaﬁt class’ sebagai alat untuk
mempertahankan kekuasaan vyang dimilikinya, (6) dan bsahwa
realitas sosial kejahatan yang ada di masyaraskat, dikon-
struksikan oleh perumusan dan penerspan definisi-definisi
kejshatan , perkembangan pols perilsku yasng berksitan dengan
definisi iniZ30),

Pandangan vyang dilakukan oleh Quinney ini tidak lain
beranjak dari pemahaman kritis tentang kejahatan. Selama ini
kita terideologikan oleh konstruksi remahaman "positivis’
terhadap bentuk sebuash kejahatsan, sehingga tindakan-tindakan
lain diluar pemahamzn positivis sebsgai kejashstan tidsklah

dianggap sebagai kejahatan231).

feraulation angd application of definitions of crime, the developeert of behavicur palterns in relations to these gefinitions,
ang the corstruction af an idielogy of criee,

i) Lihat juga pemafoiran realitas seeia) kejshatan dari  Richard Guinney yang dilakukan olsh Mulyana K.
Kusuaah, dalas "Realilss Sosial Aejahaten’, Prissa Loc,cit , serts dalam Kriminoloni dan Masalsh ¥sjahatan, Op.cit, hel. 3
3. Lihat jugas Satjipto Rahardjo, Hacalah Peneqaken Hukun Suatu Tinjsusp Soeicionis, Singr Raru Fendum, tahun  penerbitan
tak tercacathan, Rab Perepatan Hubum dan Struktur Aefussazn,

i) Penahamen positivie hanya pelibet dan mengandal aps yang telah dicantusian dan dirvauskan sehanai kejat}a{an dalap
peraturan tanpa dapat melihat aspek kejshatan vano lebih merussh moral dalam jangkauannya yang lebih luas dan lehik ganas,
nisalnye kejahatan korporasi, kejahatan politik kerah putih, kejahatan struktural, dil.
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Dalam pemahaman radiksl, sebagsimsnaz yang dikemukakan
oleh Doug A Timer dan Stanley Eitzen disebutkan bshwa selams
ini kejahsatan hanya dipahami secars ruwmusan positivis.
Rejahsatan dipandsng sebagai sebush kategori perbustan vang
memenuhi rumusan hukum dan perundang-undangan, dimana hukum
atan perudang-undangsn tersebut merupaksn hasil konstruksi
penguasa atau kelompok vang dominant di masyarskst (dominant
class) vang memiliki interes-interes tertentn ( khususnya
kepentingan ekonomi), serta dijadikan alat untuk memperta-
hankan diri dalam upayanya melakukan ekspolitasi terhadap
golongan yang dipekerjakan (exploited 01355}232).

Menurut I.5 Susanto pandangan kriminologi kritis terha-
dap kejahatan ialah bahwa kejahatan merupakan hssil dsri

konstrnksi sosialeS),

ini bersrti bahwa manaksla mssyvarskat
mendefinisikan tindaksn tertentu sebagai kejahatan, maks
orang-orang tertentu yang melskukan perbustan sebagaimana
vang dikonstruksi tersebut adalah telah melakukan sebuah
kejahatan.

I.5 Susanto melihat bahwa kejahatan dan penjahat bukan-
lah sebush fenomenas vang berdiri sendiri atau sebagai

"sesuatu yang Jatuh dari Iangit234)' begitu saja, tetapi

melalul rumusan-rumusan tertentu vang telsh dikontruksikan

1) prow Wungiries, ‘Crise and the State' dalan Crise in the Street and Crise in The Suites : Prespective on Crise and
Criminal Justice, Doug A. Timer, D. Stanley Eitzen, fllyn and Hacon, A Division of Sintn and Schuster Needham Heights, SR,

1989, hal. 13, Ragical see crise a5 a legal category created by the state and used by the ecomomiccally fominent social class

for its ewn purpose,..lhe radical of analysic of the siate argues that iis dhe chief function is to defend ihe interest of the

rulling class againts the exploiter class in society, Bandingkan dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Duinney, Greenberg,

Livingstan, Taylor, Wallon dan Yomg vang sennatakan batwa %ejafatan serupskan hasi! dari konstrubsi pesahamen yang dilakukan

oleh penguasa.

s Santn, "Crine ard sorial fonstruction’ dalas “The Specirus of forporate Crise in Irdonesiz’, Loc.Lit, Crime

indeeg is pot the only phenomenon whose realization need o be observed clearly like people maching 2 borse or 2 table, but 1t
iz ihe product of construction - the imape created by the social deer - which constitutes pecple interpretation of 3 certain
phenorencn toward an interaction in 2 certain coptest’

24) 1.5 susantn mengatahan bahwa fenstruisi Pefahatan adslah bukan sesustu yang jatuh dari langit, melainkan dibentuk

dan dizrahkan oleh ‘poserfull’ sehingga tanpa sadar masyarakat sengakui bahwa apa yang fimaksud dengan kejshatan adalah apa
vang telah dibentuk dan diarahkan oleh "powerfull secars nyata.




oleh masyarakat sebagailsebuah rerbustan yvang tercela atau
menyimpang235). Dalam pandangan kriminologi kritis, pemaha-
man masyarakat terhadasp kejahatsn yang lebih banyak mengsacu
pads pandangan positivis, yaitu kejshatan hanyvs sebsatas apsa
vang diatur oleh undang-undang, sehinggs tingkat kejshstan
dan ciri-eciri pelaku lebih banyak ditentuksn oleh bagaimana
undang-undang tersebut dirumuskan dan dijalankanzgs).

Dengan pemahaman tersebut, Hardjono Reksodiputro . meli-
hat bahws pemahaman kritis akan membawa pemshaman baru dalam
memahami konstruksi kejahatan vang ada. Pendekatan Iintersk-
sionis akan membawa kita kepada pemahamsn untuk melihat
bagaimana sebuah kejahatan atsu penjahat itu diberi sebuah
label atau cap jahat, sedangkan pendekatan konflik skan
membawa kits kepads pemahamsn bahwa bzagi mereks vang memi-
liki kekuvuasaan (power} yang lebih besar {dominant c¢lass,
rulling class, powerfull 237)) akan memiliki kemudshan dsalsanm
menentukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan
dengsn kepentingannya, sebagai sebuah perilsaku vang perlua

untuk segera diancam dengan pidana atazn dikstskan sebagai

25} 1.5 Susanto, Nejahatan Korporasi, fip.Cit, hal. 8 Oleh karena itulah, meka fungsi lain dari kriminolegi kritis
atalah melakukan amalisis terhadap proses bagaimana cap jahat {label} tersehut diterapkan pada tindakan dan perbuatan orang-
erang tertestu, Gleh karena ituleh pokok kajian briminologi kritis menurut 1.5 Swsantp adalah: Heapelajarl proses-proses
dimana huapalan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan eitunjuk sehaga briminal pada waktu dan tempat tertemtu,
friminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yano didefinisitan sehagzi kejehatan, akan tetapl juga
- aempelajari perilake dari agen-agen kontrol sosial (aparst penegak hukum), disasping pernertanyakan dijadikannye tindakan-

tindakan terienty cebagai kejahatan,

Zib) Nardjmo Rebsodiputro, Op.Cit, hal, 31, Pandangan yang senada tentang keheradaan kriminologi kritis juga dikems-
takan oleh Mardjono Reksodipetro bahwa: Dalap pandancen mashab kritikal tidaglsh penting vntuk melihet apakab manusia itu
bebas memilih perilakunya {sachab klacik) ataukab manusiz ity terikat oleh fakter-faktor biologis {fisik), sosial kultural,
fendebatan mereka ditujuban pads proses-proses sesizl yang mendasari dan meabentud denia dimang semusia ini hidup, HMenurut

rerefa  junlah kejahatan yang terjedi maupun Rerakteristik para pelabu kejahatannya ditentuban terulanz sleh bagaimana

hukun

pidena itu dirumuskan dan dilakssnakan (pelaksamaan penagakan hukun pidana}, kalau perdelatan interabsienis {dalan mashab
ini} ingin senpelajari bagainana proses diberikan 'label' lejahatan dan penjahat oleh masyarakat, maka pendebatan konfiik akan

selihat aspek ‘hwasa' fpower] dalam perususan kejshatan, Disini Marjono Reksodiputro aelihat batwa perdekatan kritis,
dilakukan dengan pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik,

dapat

B Fenggunaan istilah 'Dominant Class (kelompak yang dominan) , Rulling Class (keloapok yang berfuasa), Powerfull
{orang atau keleepok yang sedfliRi fekuatan)' dalam konteds hajian ini meailiki pengartian makna yang serupa.  Tindakan ini

nepunjukkan adanya kepentingan-kepentingan tertemtu dari pesegang kuasa yang harus dilindungi demi kepentingannya,



sebuah kejshatan. fengkonstruksikan kejahatan oleh power-
full tidak lain menggunskan perangkst hukum dzn hukum pidans
vang ada untuk melskukasn kriminalisasi terhadap perbuatan
vang dilakuksasn oleh subjek hukum tersebut. Richard Quinney
memberikan gambaran bahwa konstruksi kejshatan adslah hasil
rekayass dari orang-orang ataun kelompok orang yang wmemeliki
kepentingan atgs perilsku-perilasku tertentu238),
Kajisn seperti ini tidak skan kita dapatkan gpabila
kita hanys menggunsakan ‘kacamsta’ hukum pidsns atau krimi-
" nologi positivis sajs, sebab apas yang dibshasnya tidsk 1sin
merupakan kajian-kajian yang hanys memperhatikan aspek
pemidansan dan kriminalissasi secars pozitivis belakazsg}.
Dengan pemshaman vang dikemukakan dalam kriminologi
kritis, menurut Gresham Sykes kita tidsk akan mengatakan
bahwa hal tersebut benar atau salsh tetspi kita akan melihat
bagaimana sebuah realita empiris dan sebuah teori tersebut

dibangun240}.

8} Fendapat Richard Buinney ini depat dilitat dalas ' Sorial Eonstrurtionise’ dalan Crisinclogy ; fmalisys and Cri-

Ugue of Crize in Aperica hal. 10, juga dapat dilihat dalam "Social Constructionisn'dalam tukby Critical Criminology yamg
gieditori oleh Taylor, Walton dan Young, hel. 184-18%. Hal ini dikesukakan oleh Buinney yang nengutip pesikiran  Mlfred
Schutz: Follawing these assusptions, the social stientist's construrts have to be founded upon the world created by socisl
actors, Alfred Schatz conceptualized the problen @ “the constructs of the sorial sciences are so to speak, constructs of the
seeopd degree, that e consiructs of the constructe mede by the actors on the sorial scene, whose behavier the social scien-
tist has to ohserve and expldin in accordance with the procedural rules of his science®. Beberapa kajian yang tejah dikemuka-
ken diztas, semberikan sebuah perahaman dan gambaran bars, batws kejahatan vang diloniarkan oleh powerfull tidah cesata-sats
hanya aendasarkan kepada aturan-aturan yang terdapat datam 'legal systes’, tetapl juga meounjukkan adanya bentuk penghonstruk-
sian kejahatan berdacarkan kepentingan politik dari powerfull,

57 Lihat kesbali pembagian aliran-aliran dalem Krisinoiogd serurut, 1.5 Sussnto, tardjono Rekscdipetro, dil, balwa
aliran dalas kriminplogl : Afiren Klesik, Positivis, Neo Klasik dan Kritis atau radikal, Ferbuatan powsrfull tersebut menus-
jukkan ademya bentuk-terdtuk  kejabatan baru dalas disensi kejahatam politik kerah putik, Tidak berlebihan kiranya apabila
kajian kriainologi kritis akan sendzpat {eapat yang lebih tajam dalam menganalisic, sebab ia tidak hanya nelakukan analisis
terhadap setush perbuatan tetapi jugs melakuban analisis terhadap proces terjadinya sehuab perbuatan. Lihat juga: 1.5 Susants,
Kejzhatan #hite Cnliar Criee dan Pembangunan Masysrakat Agil Makmur, Majalah Hasalah-masalah Hubue UNBIP, Semarang, No.
38171991, hal, 2. Pesahaman ientang proces terjadinya konstruksi kejshatan dikesukskan oleb 1.5 Susantor Aealites sasial
tentang kefahatan merupakan hasil konstruksi sosial. Ini bevarti batwa realitas kejazhatan tersebut dapat dikonstrubsidan dalam
“wajah* realitas vyang lain atsy berbesa, yaitu nipengaruhi cieh pilai-nilai kepentingan dan tujuan yang ingin fditepai oleh
yang menghonstruksikannya,

40} Tony Platt, 'Prospect for A Radical Criminelogy In The #54° dalam Critical Crininology, Ian Taylor, Paul Kaltm,
dock Younqy, Op.Cit., hal. W7, *The viespoint of critical criminolegy as it stands today probably cannol be said io be true of
faise. father it is 2 bel on what empirical research and theoritical development in the field will reveal in the fulure-and in
many ways ] thing the bel is not a bad one®.

wh




Pendapat senada jugs dilontarkan oleh Tony Platt bahwa
dengan pemahaman kriminologi vang radiksl (kritis), mata
kita akan semakin terbuks dengan melihat kejahatan tidsk
hanys apa vang ada dan dirumuskan dalam legal system, tetapi
juga merefleksikan berdssarkan realita vang ada245}.

Dengen demikian apabila kita ingin membangun pemahaman
baru, khususnys pemshsman kr;tis terhadep kejahatan dalam
dimensinya yang baru pula, ada beberapa hal yang perlu kita
periimbangkan. Beberapa hal yang perlu kits pertimbangkan

menurut Richard Quinney adal1ah?46) .

In developing this eritical theory of crime we must consider these
topies : (1) crime and dominant class., (Z) crime control in the
capitalist state, and (3) demystifyving criminal law. Cur objective
is a critical understanding of the modern legal order.

Dari wuraian dasar keraﬁgka'pemikiran vang ada, kits
dapat melihat bahwa sebush kejshatan étau perilaku yang
dianggap menyimpang untuk kemudian dianggap Jjahat, tidak
lain merupakan hasil dari penghkonstruksisn oleh pihak pen-
guass (dominant class, rulling class, powerfull) berdssarkan
kepentingan-kepentingan tertentu yang dikehendskinya. Kepen-
tingan yang melandasi penghkonstruksian tersebut dapat saja
berupalpengaruh dari aspek politik.

Pengaruh sspek politik dalam mewbentuk konstruksi
sosial kejshatan yvang dilshkukan oleh pihak penguasa (domi-
nant c¢lass, the rulling eclass, powerfbll) merupakan bentuk
perwuajudan atau realisasi bentuk hukum yang repregif. Dalam

hukum yang represif, hukum digunakan sebsgsi alat untuk mem-

benarkan perbuatan-perbuatan penguasa agar mendukung kepen-

243) 1bid, hel. L03. A Radical Criminology requires a redefinition of & subject matter, concerns and compitments, In
the past, we have been constrrained by a legsl definition of trime shich restricts us {o siudying and uitinately controlling
only legai-gefined 'criminals’, Ne need a definition of crine which reflects the realily of 2 legal system based on porer ang
privilege; to eccept the legsl definition of crise Is to accetp the fiction of neutral law*

28) pichard Biney, ' Critical Theory' dalam Criginolooys fmalieys and Critique of Crige in fgerica,Op.Lit hal. 285,

A L i e g ] TS s g i



tingannya. Demikian puls hslnya perlakusn penguass terhadap
para aktivis gerakan mahasiswa yvang lebih bsnysk dijerat
dengan Haatzaai Artikelen dan UUPK Subversi merupakan salah
satu tindakan represif yang didasarkan pada aturan-sturan
hukum yang adsa.

Reberadaan hukum yang represif senantiasa tidak terle-

pas dari pengsruh aspek politis vang melingkupinva. Demikian -

juga dengan keberadssn hukum respongif dimana saspek-aspek
politik-pun senantiasa berads untuk mempengsruhinya. Xedus
bentuk hukum tersebut (baik represif msupun responsif) tidsk
dapat dilepaskan dari pengaruh aspek-sspek politik, hanva
saja letak perbedaannya ads pada bagaimana hukum itu menang-
gapi peran politik vang ads. Untuk itulah dalam kajisan
teoritik ini penulis bermaksud mengemukakan sebuah peralihan
bentuk hukum, dari bentuk hukum yang represif menuju hukum
vang responsif247).

Namun sebelum menguraikan tentang apa vang dimaksudkan
dengan hukum responsif secars lebih jauh, penulis mencobsa
untuk melihat dan mengkaji perkembangsn hukum menurut Phi-
lippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut Philippe Nonet dan
Philip Selznick keberadaan hukum dibagi kedalsm tiga tipe
hukum vyaitu: hukum represif (repressive Iaw) vaitu hukum
vang merupakan alat dari kekustan represif, hukum otonom
(outonomous law), yaitu hukum sebagai snstu pranata yang
mampu membuat lunak sifat represi dan melindungi integ-
ritasnys sendiri, dan hukum responsif (responssive Iaw);

vaitu hukum ysng merupakan sarans respon atas kebutuhan dan

””mmmmmmmwmymmmwmmm@mmmmmmﬁwwmmm%

Harper Colophon Books, Harper And Row Publisher, New York, Hagerstown, London, San Francisco, 1978, hal, 73-113. Hukus Respon-
sif vang dikemukakan oleh Philippe Momet dan Philip Selmmick dalan bukunya ‘law and Society in Transition: Toward Hesponsif
Lay' mengeeakakan tentang cebush perkesbangan hukua yang bersifat terbuka dalam senghadapl perubshan-perubshan yang terjadi di
sasyarakat dan mengabdi pada usaha-usaha untuk mencapal keadilan dan ewansipasi zozial,
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Tujuan utama dari hukum represif adalsh ketertibasn dan
asar keabsahannya adalah pengamansn masysrakst. Aturan yang
da dalam hukum represif bersifat ketat dan seringkali
erperinci namun kurang mengikat pembuat aturan itu s=sendiri
an seringkali terjadi diskrezif48),

Dalam hukum otonom tujusn ysng hendak dicapai adslah
egitimasi vyang berdssarkan pada kejujuran prosedural.
isini aturan-aturan bersifat mengikat pengussa dan mssyara-
atnya. Hukum dipissahkan secars tegss dengan politik, dan
aksaan-paksaan yang timbul dari aturan-sturasn itu dikendsl-
kan oleh aturan-aturan hukum dan moralitasnya adalsh mora-
itas institusional. Ketsatan dalam hukum otonom tidaklah
erlalu ketat, tetapi partisipasi masysrskst dibatssi oleh
rosedur-prosedur vang mapan249}.

Psda hukum responsif keabsshan hukum didasarkan pada
eadilan subtantif dan sturan-aturan tunduk pada prinsip dan
ebijaksanasn vyang ada. Diskresi dilakuksn daslam rangksa
encapal tujusn, dan pakssan yang ada nampsk kedalam berba-
ali bentuk alternatif pozitif seperti insentif staupun padsa
istem kewajiban-kewajibsn mandiri. HMoralitas vang ads dalam
unkum responsif sdalzh moralitas kerjasams. Keberadsaan
olitik dan hukum adalah saling mengisi dan ketidaktastan

inilail dalam sebuash unkuran dan kerugisn-kerugisn subtantif

balwa ¥
ketiphan

28 ‘Repressive law', 1big, hel, 29-34. Keadaan ini merurut Demald Black dalas hubunys 'The Behaviour of Law' dikatakan
Centrifugal law it greater ihan centripental law® {Hukum yang nengarah keluar seringkali isbih besar ataw Iebibh kuat
g tukum yang mengarah kedalam)”, Ini menumjukkan hatwe sifat Hukus Fepresif adalah zemakss dam yanp dikesbangkan

adalah soralitas kekangan. Hukum tunduk pada kepentingan politik kekuasaan, serta harapan dan ketaatan yang ada bersifat tanpa

syarat,

hal, 13

cebab ketidaktzatan dalam Hukva Represif diangpap sebagai sebuzh penyimpangan dan polz kritizisme diamypap sebagai

B9 putononous Law®, Itd, bal, 53-72. Litat juga: Mulyana #. fusumah, Paud 5. Bat, [hid, Atau dslsa A.A6 Peters,

Kheﬁriani Sicwospebroto, “Tesis Hwiue yang Resporsif’, Hukue dan Perbesbanean Sosial, Bwu Teks Sosiclond Hukwe Rubu 103,

Sinar Ha

rapan, Jakarts, 1990, hal 170-175,



serta dipandang sebagai sebush masalah legitimasi. Kesempa-
‘tan masyarakat untuk berpartisipasi diperluss melalui banyak
medis dan penyaluran aspira51250).

Berikut

merupakan gambaran perbandingan tentang sifat

dan tipe dari ketiga bentuk hukum tersebut251).

Tsbel 8. Tiga tipe hukum menarut Philippe Nonet dan Philip Sel=znick:

hukuam represif

hakum otonom

huknm resporsif

Tujuan hukum

Tsta tertib

legitimasi

Kepentingsn

vang diambil

oportunistis

pada aturan baku,
kaku dan kurang
pendelegasian

Legitimasi Pertahansn sosi-| Kesdilan prosecdu-| RKesdilan subtan-—
gl demi  kepen-| ral tif
tingan negara
sendiri
Peraturan Kasar, mendetil,} Psnjang lebar, Tunduk pada
vang dibuat~ | bersifat kust namun mengikat prinsip-prinsip
nya bila kelunar dan | pemerintah dan keadilan dan ke-
lemah bagi pem— | vang diperintah bijaksanaan.
buatnva.
Kebijakan Sangat umum dan | Terikat sekali Banyak mengelu-

arkan kebijakan
tetapi demi tu-
Juan ysng dapat
dipertanggung-
Jawabkan

Alasarmys

Dibuat secara
cepat dan khusus

Menjunjung otori—]

tas hukum, mudah
menjurus pada
formalisme dan
legalisme

Bertujuan perlu-
asan kepentingan
vang sebenarnya

Pemaksaan

Ekstensif, di-~
kendalikan seca-
ra lemah sekali

Diswasi oleh ken-
dali-kendsli hu-
kum

Pencarian alter-
natif secara po-
sitif, misalnya

insentif, sistem
swasembada,,

Moralitas

Moralitas komua-
nal, moralisme
ikum, moralitas
pengawasan

Morslitas insti-
tusional, sangat
memperhatikan
proses integritas
hiakum

Horalitas rakyat
moralitas kerja-
sama

0 "Resporsive faw', Loc.Cit. Lihat juga dalas Mulyana W. Yusumeh dan Panl 5. Baut, Loc.cit, 4.4.6 Peters, Koesriani
Siswosoebroto, ibid, hal. (75-180,

231) Lew find Sociely in Transition, Toward Responsive Law, 1hid, “Jurisprudence end Social Science'-Tree Tipes of Law,
hal. 16., Lihat juga dalap Mulyana W. Yimsmah dan Paul 5. Baut, loc.Cit, dan likat juga: A.A.B Peters dan Koesriani Sicwospe-
broto, Loc.cit.
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hukum represif

hukum otonom

hukum responsif

Politik

hukum tunduok pa-
da politik keku-~
asasn

hukam bebsas dari
politik, atsu =zda
pemisshsnn kekus-
saan

Aspirasi-sspira-
huakum dan poli-
tik berintegra-
si, pembaursan
keknasaan

Harapan ke-
-taatan

Tanpa syarat,
ketidaktaatan
haris dihukom
sebagal pembang-
kangan .

Penyimpangan pe-
raturan dibensr-
ksn secsra mmkom
misslinya untuk
mengkaji kesahih-
zn Undang-undang
atan perintah

Tidak tast dili-
hat sebsgal ke-
rugian subtantif
dipandang sebaga
pengajuan mass—
1lsh tentang le-
gitimasi

:

Partigipasi

Menurut dengan
patuh, kritik
tanda tak loyal

Kemunigkinan diba-
tasi oleh prose-
dur-prosedur vang
dibuat msnoulnya
kritik hkum

RKemungkinan di-
perluas oleh in-
tegrasi kepengs-
carzan hokum dan
sosial

Melihat penjelasan vang ads diatas, untuk

kan hukum kedalam hnkum responsif adalsh

masyarakat

menjadi lebih banyak tertuju

terhadap hukum itu sendiri,

hukum responsif itu sendir1252).

Pada

untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum menjadi

terbuksa,

partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan
taan lain aksi hukum merupsksn wahana bagi kelompok-kelompok

atau organisasi-organisasi untuk berperan serts dalam menen-

keadaan

arena

hukum

tukan kebijsksansan umum.

terdapatnya hukum

menjadi semacam

Untuk mengkondisikan sebuah perubshan,

tkan sebuah reformsasi sosial,

kan oleh banyak kalsngan,

2} Mulyanz W. JYususah, Perspektif dan Teori Tentang Nonteks Sosial Hubum, dalam Mulyana W, Yusugah, Paul §.faut,
Hukun, Politik dan Perubahan Sosial, YLEHI, Jakarta, 1983, hal, 15-17, Memurut Mulyana W. Xususah beberapa cird Hukue Respon-
sif yang bertujuan agar hukue leblh tanggap terhadap kebutuban terbuka pada pengarub dan lshih efektif dalam senangani masa-
lab-pasalah sosial ialsh: periema, dinamika perkesbanpan hukum meningkatkan otoritas tujuen; kedus, nengendalihan tuptutan
pada ketaatan serta menqurangi kekakuan hukus; ketica, bantuan hwkum menampilkan cuatu disensi politik; dan keempat, terdapat-

nya perencanasn pranatz-pranata hukum-cecara lebih hoapetes.

banyak hal yang hsarus

tetapi

membust

dalam

responsif

forum

biasanys

sebagasimana yvang diinginkan oleh

khususnya nelak-~

dilaku-

mengkondisi-
perilakn

partisipasi

kesempatan
lebih
politik dsan

perka-

vang paling
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dominan dalam melakukan dan mengupayakan sebuah perubahan
dan reformasi sosial golongan adsalah kelas menengah dari
sebuah masyarakat.

Mengutip Barrington Moore dalam " The Socﬁal Qrigins of
Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the making
of The Modern World' , Abdul Hakim Garuds Nusantara memberi-
kan sebuah contoh dimasna peranan kelas menengah dalam pem-
bentukan hukum responsif yang ada di Inggris menjadi semakin
kuat manaksla keberadsannya didukung oleh kelas menengah253>

Namun peranan kelss menengah yang bagaimana yang dapat
melakukan perubahan-perubashan di Indonesia, masih tercakup
dalam banyak definisi. Albert Hasibuan yang mengutip pemiki-
ran Daniel 8. Lev tentang "fntermediatte Clasess and Change
in Indonesia"” dalam bukunya ‘The Politics of} Middle Class
Indonesia’, mengursikan sekalipun definisi untuk kelas
menengah ini masih hsrus ditajamkan kewmbsli dén masih dapat
dibatasi, namun hal ini mengsrsh pads kelompok profesional,

pengusaha, kaum terpelajar d11254).

Pengkondisian terhsdap kelss menengah, banyak dilakukanw

oleh golongan kaum terpelajar dimans mereks mérupakan sosok

vang selalu tidsk pernsh puas dengan kedaan yang ada. Posisi

B3 gt Rakin Baruda Nusantara, ‘Mencari Strategi Pesbanguman Hubue', Politik Hubus Indonesia, YLEBHI, Jakartas 1988,
hal, 28-30, fbda} Hakim Baruda Nusantara mengatakan batwe Penerapan acde! strategl pembangunan Hokwe Responsif dalam tradisi
hibos adat di Inggris pada awal abad ke dua belas adalah hesil perjuanpan politik dari kelompok-kelospok sosial diluar eekter
negara {birokrasi kerajaan}. Dalas perkembangan selanjutnya kelompok-kelompok sosial tersebut , yang umsanya berasal - dari
¥elas Menengah yeng kuat, berhasil pula mendesakkan lsbih jauh tuntutam-tuntutan mereka pada megara (birokrasi dan raja)
sehingga pada akhirmya tradisi hubum adat di negara tersebub genjadi semahin kukub dan eenjadi landasan yang penting bagi
perkesbangan hukum dan perubahan social dikemudian hari.

29} Berny €. Harman, Mulyana ¥, Xusmah, Hendardi, Paskah Irianto, Sigit Pranasa, Tedjabayu (tis redaktur), LBH Nember=
dayakan Rakyat Membanoun Desokrasi, YLEHI, Jakarta, 1995, hal. 148-139, Penulis dalam kajian inl wengounakan peran aktivis
gerakan kahasiswa sebagai bagian dari kelospok kelas menengah. Aktivis gerskan mahasiswa merupakan bagian darii kelompok kaua
terpelajar yang merasakan sebuah kesenjangan sosial sertz terjadinya penekanan seris penindasan 'tari cebush penguasaan. {leh
tarena itulah, peran dan akiivistas para aktivis gerakan sahasises merupakan contel Ronghrit szbeah pelaku sejarah dalam
selakukan dan menpupayakan sebush perubahan atau reformasi sosia}. Realitas sosial ini menunjukkan bahwa reformasi sosial
yang dapat dilakukar di Indonesia akan berkaitan erat dengan peranan Kelas Menengah sebagai Aaen Perubahan Sosial. Daniel &,
lev mengutarakan hahwa Yeloapoh Kelas Meremgab ini mewiliki potensi yang besar dalam sembawa angin pembaharuan, nams bila
tidak digalang dan dilakukan secara transforeatif, maka tigak akan menjadl sebuah kekvatan yang sanpgup mengadakan perubahan.
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kaum terpelajar vang senantiasa mencari yang terbaik membuat
gerakan deml gerskan membaws sedikit dewmi sedikit perubahan.
Alur keberadaan kelas menengah yang dianggsp dapat membawa
perubshan memiliki potensi yang bessar, sebsb disstu sisi
mereks memiliki pijskan teoritik ysng kust, disisi 1lsin
mereka Juga memiliki duhungan yvang kuat dari arus bawah.

Keberadaan kelss menengah di Indonesia sedikit banyak
agak terabaikan, karena disatu sisi kelompok ini saling
bertentangan sendiri dan terjebsk daslam masalah-massalah
konflik intern vang wmungkin dibuat oleh pihak pengussa untuk
memecah belah mereka. Dengsn tidak adanya kekompakan dan
kesatuan pendapat dsn pandasngan diantara mereka, maka bukan
hal yang sulit untuk mengkondisikan agar kelzms menengsh itu
berads dalsm cengkeraman tangan pengua5a255}.

Untuk mengkondisikan agar kelas menengsh ini berads
dalam kekompakan dan kesatuan pandangan dan tujuan, polsa
pemberdayasn masyarazkat melslui pendidikan haruslah terlebih
dahulu diutamakan, sebab dengan menggalang wmasyarakst dan
memberinya sebuah wawasan atau persepsi tentang sessuatu hal
akan membuat masysrakat itu memiliki ksadaran bahwa mereka

juga berhsk atas pembangunan dan diri mereka sendirizss).

29 Realitas genunjukkan babwa keberadaan Kelae Menengah taik yang didukung oleh golongan terpelajar maupun oleh keloa-
pok politikus kondisinya sudah terkotak-kotek, dalam pertedaan faham, warna bendera, bajy, dan siaboi-sisbol tertentu yang
wakin sengunghungl wereka dalam bentuk keformalitasan. Velompok ini saling bersaing mamss oihalik cersaingan ini tisbul dan
tusbuh rasa arogansi sepihak dan nesandang keloapok lainnya sebagai kelompok underdog. Kondisi seperti memang dibuat sedeaiki-
an rupa agar tidak terjadinya persatuan di antara keloapok kelas senengah. Bi satu sisi ada keloepok yang diakui cleh penguasa
i sisi lain ada pula helospok ‘abalefo’ yang bersikap oposan dan senentang keloapok dubungan pencuasa. Bahkar munghin Jjustru
gdanys  kelpapok-kelompok tertenty yang didukung penpuasa sengaja diiciptakan untuk seecah belah kekvaian vang ada, sehingga
kondisi seperti ini lebih mudab untuk diawasi dan dikendalilan,

26 \ihat kembali konzep proses pemberdayasn manusia gelalui infomasi den pendidikan varg dikemskakan oleh pemlis
dalan Bab pertasa batwa keloapok kelas smenengah khususnya aktivis gerakan mehasiswa merupakan sebuah produk dari pendidikan
dan pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang diperolefmya. Pemahasan terhadap berkesbhangnya sebush informasi akan meme-
bentul sebuah pola pikir kritis sehanyak informasi yang diperelehnya, Makin banyak inforsmasi yang dipercleh, maka akan makin
lenghaplab daya analisis seseorang terhadap cebuh permasalatian, Lihat Juga: Richard Tanter, ¥enenth Youmg, Politik Kelas
Menengah di Indeensia, foc.Cit. Golongan ¥elas menengah dalas upayanya melakukan berbagal macam peabaharuan, seringkali diid-
entikkan dengan pela perkesbangan jaman, sebab sereka juga yang akhirnyz nanti ihut memberi warna hitae ataw putibmya sejarah.
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Pemberdayasn masysrakat ialsh melshkukan tindaksn terha-
dap masyarakst ager mereks memiliki kesadsrsn sksn hak dan
kewajiban mereka sebagsi warda negara, memberikan pengeta-
huan yang berkaitan dengan kepentingsn mereka dan memberikan
pengertian kepada masyarakat sgar mereka senantiasa ikut
serta atauw perdull terhadap kesdsan yang ada di s=sekitar
linghungan mereka dan negaranya257).

Peran serta masyarakat ini hanys dspat diperoleh dengan
pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, apakah pendidi-
kan Tformal maupun informzl. Kadangkals srus informasi vyang
ada dan beredar di masysrakat adslsh lebih tajam, terbuks
serta tanpa batasan bila dibandingkan dengan arus informasi
vang ads melalui pelbagai media resm1258>.

Dalam banyask hal gelombang informasi mempunvyai pengaruh
vang sangat kuat dalam membentuk konstruksi sosial masyara-
kat akan sesuvwatu hal. Dalsm masyarakat ysng semskin terbuksa,
semakin tertutupnya sebuah informasi akan menjadi sebusah
pertanyaan besar. Dengan ditutup-tutupinya informasi, masys-
rakat akan merasa ‘ads yang tidak beres’ dalsm informasi

tersebut259).

1) likat kesbali koneep partisipasi masyarakat semuju hokua responsif yang dikesukakan oleh Homet dan Selmirk bahwas
peaberdayasn mssyarakat ini akan metual masyarakat makin sadar akan kedudukannya, hak dan tewziibannya, Ini akan mesbuat
peran serta alau partisipasi masyarahat shan sepinghat dengan sendirinya. Keperdulian shan situasi dan kondisi yang mda menim-
tulkan peran serta aktif dari mesyarakat, masyarakat tidak cuma diam dan seneries tentang apa yang difeluarkan oleh penguasa
tetapi juga bersikap aktif semberikan saran, usulan atzupun sanggshan bila semang hal tersebut tidak berkenan di hati mereka.

238 Femberdayaan maeyarakat vyang menghasilkan sasyarakat yeng kritis, terbuka des tajes dalan- mengsnalisa sebuah
permasalahan, tidek menutup heeunghiran balwa merekapun akan senunjukkan sidap kritis dan tajas terhedap hal-hal yang dike-
luarkan oleh penguasa, khususnya dalam bidang aturan dan hukum, Seringhali apa vang mereka terisa dalas zedia ressd tidak lain
harys sbagian dari data dan fakta yang faktuil, sebab yang sebagian lagi masih merwpsken rehasia atau tidak layak untuk diber-
itakan, Namun ini bukan}zh hambatan bapi masyarakat untuk memperoleh apa yang sebemarmya terjadi dari eebuah perazcalah, sebab
dengan tumbuhnya arus informasi yang tajam, terbuke serta tak terbendung ini mentuat pole pemikiran gasyarakat akan menjadi
semakin kritis dalas menilah dan wemilih mana yang senurut dirinya merupakan kebenaran, yang tentu saja didukung cleh data dan
fakta yang faktuil.

39 Yecenderungan dalam sebuzh masyarakat yang represif saks informaci adalah sesuatu yang terawet langka. Informasi
yangberedar hanyalah sehatas informasi ‘yang boleh beredar’ sedangkan hal-hal yang dianggap cukup sensitif akan diberangus dan
ditahan untuk beredar. Oleh karena itulah dalam masyarakat represif orang ates sasyarakat ticat percaya lanl kepads  informasi
resmi yang beredar, bahkan cenderung menafsirkan sebalikmya atas informasi resei tersebut, atau bertanya-tanya akan aakna yang
sebenarnya dibalik informasi recei tercebut. ¥elidakpercayaan sacyarakat kepada bentuh inforsasi ressi terssbut tidak lain
Yarena masyarakat sudah terlalu “pahas’ skan informasi-inforsasi 'lip service’ yang hanya senceritakan hal-hal tertentu dengan
baik, tanps mengunghapkan hal yang cebemarnya.
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Bagan 4. Skema proses pewberdayasn masysrakat welalui  informasi  dsn
pendidiken oleh kelompok kelas menengah menuin  kondisi yang

respongif.
Informasi Membuka cakrawala berfikir Korndisi vang responsif
I
Pendidikan Kelompok kelss menengsh Eﬁﬁgﬁaygegﬁgiﬁgﬁ mgég-
1 | s e L
Pemberdsyasn Masysrakat demokratis

Dengan adanys kekritisan inilah, secars tidsak langsung
peran serta masyarakat yang telah menjadi golongan kelss
menengah, sedikit demi sedikit akan mengubsh persepsi pen-
guasa, bahwa apa yang mereks hadapi kini bukan lagi golongan
mayoritas vang hanys dapat diperintah dan tunduk pada setiap
kebijakan periguasa, tetapi mereka jugs mempunyai pols pemik-
iran dan andil dalam ikut sSerts menentukan kebijakan-kebija-
kan vang dikeluarkan oleh penguasa?PU0) .

Penghondisian® yang utama dilaknkan kepada masyarakat,
dimans masyarakatlah vsang msyoritas dspat diikutsertakan
dalam pola pemshaman skan kondisi yang ada. Jika pola ini
hanya diberlakukan pada golongan kelas menengah saja ‘tanpa
menyentuh keberadssn masayarakst ysng psling bswsh, maka ti-
dak mustshil pola perubaﬁan ini skan kurang mendspat dukung-
an vyang obyektif karena perubshan ini bersifst mengambang,
vaitu hanys disuarakan oleh golongan kelas menengah

Sajazsl).

260} Tanpa disadari %ondisi ini kondusif untub tercapainya kesdasn thibus Responsif yang diinginkan, sebab peran serta
pesyarakat dalam ikut serta menentuban kebijaken—kebijakan yang ada menunjukban salsh sate ciri bahwa pola hukus vyang ada
cudah mulai sengarah kepada pola hukuw yang Responsif, Uengan atanya dorongan dari Kelas menengah wntok selatukan reforsasi
sesial berdasarkan kekuatan sosial politik vang ada, dicertai dengan pemberdayaan masayarakal melalui pendidikan yang dipelo-
pori oleh Kelas Menengah, maka secara tidek langsung hondici akan menuju pada keadaan dimana Hekwm Responei? itu akan sulai
senanpilhan sifat dan ciri khacnva, . :

L) Lihat ahsi gerakan pahasicwa tafun 1974, 1978 dan tehun 1989 yang kurang mendapatkan gukungan dari masyarakat
karena isyu yang dilontarkan ke masyarakat kurang mengakar dan hanya semenuhi kepentingan sekelompoh crang saja {sekeloapok
elit tertentu), Wukan kepentingan masyarakat dalam artl luas, Tidak heran bila banyak angin perubahan vang dilomtarkan oleh
Bolongan felas Menengah ini terpaksa harus kandas di tengah jalam, karena turang beraker df hati masyarakatnya, tetapi bila
kita sengounalan kelas menengah setagal ujung tombak dalam mengadzkan perubahan atas penghondisian menuju Hukum yang Responsit
dan sengikutcertakan masyarakat sebagal arus kekustan vang ada, maka sedikit demi sedikit perubahan pasti akan terlaksama.
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Bila melihat kepads ciri hukum responsif, maka kebers-
daan peran serta masyarakat adalah penting dalam ikut serts
menentukan aps vang sakan mengatur mereks. Partisipatif
inilah vang jugs ditonjolkén dalsm srus perubshan, dengan
kata lain memberikan kesadaran kepads masyarakat bahwa hal
ini merupakan kewsajiban mereks jugs dalam menecapai keadaan
hukum yang responsif52)

Secars umum konsepsi pemikiran ini adalsh untuk menge-
mukakan kembali pesan-pesan yang ada di dslsm realisme hukum
dan 1lmu hukum kemssyarakatan (legal realism and soeiclogi-
cal Jurisprudence). Semua doktrin itu adalsh kerasngka vang
kita sebut sebagai sebagai sebush studi ewmpirik mengensi
hukum. Tetapi dalam perbincangan para ksum intelektual itu
sendiri telsh terjadi perdebatan yang cukup keras, sehingga
diperlukan sebuah pertemuan untuk mempersatukan kembali
persepsi vyang ada. Hukum responsif, bukanlsah sosiclogl, isa
merupsakan kegiatan vang nysats dari sosiologi dan realita
dari ilma ‘thukum. Permasalahannys islah bagsimana mereka
membuat batasan formal dari perluasan pengetahusn tentang
hukum, aturan-aturan untuk menentukan kebijskan hukum,
perkiraan tugas hukum adalsh untuk berusshzs meniadi sebuah
kebijskan yang bertanggung jawab dalam mengatasi permssala-

han di masyarakatZSB).

i) Masyarakat yang diikutsertakan dalan adanye perubahan bukan hanya cehedar ihut tanpe tahu ama sekenarnya  yang
diinginkan, tetapi mereka ikut serta berperan aktif karena mereka tatw dan nengerti ape vang sebenarnya yang mereka kehendaki
selalui proses pendidikan pemberdayaan masyarakst sebelusnya, Keiikut-sertaan masyaratat yang buta bukan henyz akan Bengahian-
bat terjadinya arvs perubahan tetapl juga dapat wesbuat inage hurang beik baik golengan Kelas Henengah, karena mersha dagat
zaja dituding sebagai kelonpok yang menunagangt ataw dijedikan sebagal kambing hitas bila arus perubahan ini gernzlapl  kekan-
dasar,

23) Fiiilipe Nenet, Fhilip Selmnick, 'Two days Law Can Die', Op,Cit, hal. 15118, FPandangen tersebut . akan membuat
pengertian khusus dalam kondist yang modern, tetapl walawpun desikian batas pengertian yang spesifik bergantung pada konteks
sejarahnya, Karena ketidak sabaran mereka, maka mereka wenemuken pengertian hukum yang bertentangan dengan pandangan LA,
im bukua sepdukung keteradaan sociclegl sebapal ilmu yang banyek memberikan penjelasan tentang keberadaan hukum di fiasyara-
kal apabila hal itu tidak depat dijelaskan atau di apresiasikan oleh kerangka hukus atau pengalaman hukus. Yita sencari
resisan yang tepat bagi Hukuw Responsif dalam kerangka kerja yang lebibh huat untuk menemshen atau enquii-cobskan berbapai
nodel  alternatif tentang tukum dan masyarakat berdasarkan masing-masing pernasalahan dan aspivasi vang ada, Pendekatan kita
tekankan pada hentinuitas yang relevan terhadap hukua represif dan hikum otonom dalam setiap sacyarakat yang kontemporer,
Gehingga dalas wakiu yang tersamaan kita mesbuka kesbali dan nemperluas kemball agendas untuk penelitian susiologi. Lihat juga:
Romny Hanitijo Sceaitro, 'Periesbangan Hubuw den Rirokrasi Menurut Nenet fan Seimick’, Majalah Masalah-masalah Hukun UNBIE,
Ko, 3 Tahun 1990, UNDIF, Sesmarang,
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Intinya, mungkin kits dapsat menolong untuk mengemnksakan
kembali beberapas model pembangunan stau perkembangan hukum
vang kita ajukan ysaitu pengertian dari hukum responsif
sebagai hukum dalam tingkstan yang tertinggi, dari sebuah
proses evelugi hnkom setelah melalui  hukum represif dan
hukum otonom. Tesis Philippe Nonet dan Philip Selznick
vaitu hukum yang responsif menampilkan banyak kepentingan
lembaga untuk menjswab atsu menmemukan keadilan®64)

Model ini dapsat dituangksn kembali menjadi poinfmpoint
dimana terdapat dua jalan/cara vang dapst menvebabkan mati-
nys hukum, vyaitw hukum kehilangan identitss khususnys.
Menurut sejarahnya ide dari hukum itu terkumpul dengan baik
dari bebersps tujuan yang ideal, beberapa Jjalan pemikiran
dan perkembangan institusional dari model Rule of Lawzss}.

Dari keduanya, baik itu model hukum vyang répresif
mavppun model hukum vang responsif, tugss hukum kehilangsan
perlindungannya dari batas-batas kemandirisn hukum dan
menjadl baglan yang terpadu dalam pemerintshan dan politik.
Oleh karenanya hal itu merupaksn tindskan pelemahan/pengiki-
san darl ide "hukum yang khusus/mandiri”.

Kemstlan dari hukum maksudnys ialah dalam kedua taha-

pan ini baik dsalam tahspan hukum represif masupun dalam

25} pigana evaluzci ini, tidak memerlukan netunjub yang sendus staupun penyuluhan, Dalas pandanoan pemelis, hukus
recponsif  adalah bentuk ideal dan merupakan prestasi dari hal yeng disenangl merarut sejerah perkesbangan hukuw dan  bergan-
tuny pada kepentingan khusus dalam mempertemehan cesua supber-supber hukum yang ada dan yang dapat diolah. Dalam genjaga atau
mempertahankan tugasnys ataw menjinakkan tekenen (represi) kita mesbutubban semuz tenzga yang tersedia agar dapat eerubahnya
menjadi twkum yerg responsif, yang hanys dapat senyebabhan kerusakan berbabaya dari banyak lepentingan yang mendasarinya,
Dalaw setiap kesespatan kitz banyak senampilkan sifat yamg lebih responcif yang kesemvanyas berganturg pade sejauh mena sebuah
macyarshat ataw institusl tercebut dapat mempertahaskan nilai-nilai yang ada. Termacuk dicalamnya adalah prestasi yang dimi-
tiki dalam hal peradaban wntuk menjawab atau senesukan keadilan. Lihat Juga: Romy Hamilijo Seeaitro, "Xonsep Mengenai Hukum
vang Responsif’, Majalah Masalah-pasalak Hukun BNDIP, Ho. 2 tahun 1984, UNDIP, Sesarang.

23} Tenty eaja hal itu merupakan tshapan pesikiran dari tugas hukus itu =endirl yang berbeda dan dipertajam dengan
lingkungan sosial, susuman, tujuan politik dan dapat mepjadi lebih mudah dimiliki apabila ade yang menguasal keahlian Khusus
gz tanpgung jawab yeno baik, Integritac dan penypkongan terbadap tindakan yang semizabken antara yang satu dengan yang lain-
mya dan perhitungan untuk asnifestasi yang tetap dan prestasi yamg sungoubsunggub dari hubve otonos.
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tahapan hukum vyang responsif, otoritas dari hokum atau
kemandirian dari hukum ini menjadi melemah: diskresi diper-
luas; instrumental sudut pandang yéng ada mengurangi segi
keformalitasan yang =zda dari “slasan vang dibuat-buat";
argumentasi hukum menjadi lebih sedikit karens dikesamping-
kan oleh analisis politik dan lembagsa (bantuan) hukum menja-
di lebih mudah diperoleh dan menjadi lebih mudsah mendapat
kritikan. Kondisi ini dapat mengsahkibatkan resiko terjadinya
regresi (kemunduran} dari headasn yang responssivness menuju

keadaan vang represifzsa).

Bagan 5. Shema keadaan ysng terlaln responsif depat mengaskibatksn kon-
disi kembali menjadi represif

Relompok kelas menengsh ber- 1
)Kondisi represif sams masyarakat melskuksn pe Kondisi responsif
rubahan dan reformssi sosial

{
? Jika terlslu responsif

Meskipun dewikian, wsalaupun secara nyata bertemu di
suatu tempst, namun secara moral ads jursang pemisah antara
hukum vang represif dengsn hukum ysng responsif. Dalam hukum
vang represif integrasi antara hukum dan politik membsatasi
peradabannys, nilai dari rule of law, yaitu secara legal
membentuk sebush keadilan dan wmelskukan pengekangsn dengan
menggunakan kekuassan. Sedangkan dalam hukum yang fesponsif,
tujuan hukum adslah membuat reintegrssi sntasra hukum dan

pemerintah dengan jalan memperluas pengertisn dan Jslinan

26&1&3!%4 Selmick, Loc.cit, 'In both ifs represive and Its responssive sodes, the legal crder loses the protection of
firm institusional botndaries and bromes an integral part of goverment ang politics. ... In Both repressive and responssive
faw the azouterity of rules is weakened; discretion is cnlarge; an instrusental prespectif undermines the formalism of ‘arti-
ficial reason’ legal argueent is less easily distinguishable from policy analisys; legal institution become &t once more
accesible and more vurnerable. This condition create a risk of regression from responssiveness o repression.  Lihat jugs
Penafsiran hukus yang responsif nleh Roeny Hanitijo Sceeitro, dalas Beberaps Hecalah dalam Studi Fukus dan Masyarakat, Fesadja
Karya, Bandung, 1943,
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nilai-nilai hukuwm dari sebush pembatssan vang minimal untuk
membentuk sebuah kelompok yasng bertanggung jawabi07) |

Dengan kata lain perbedaan yvang fundamental (mendasar)
antara hukum yang represif dengan hukum yang responsif islsh
ada pads pemisahan dslam penggunaan "kekuatan/kekuassan
politik”, konflik vyang kasar dan akomodasi dari tujuan-
tujuan ataw kepentingan yang khusus, dari “"politik tingkat
tinggi-elit politik"” (high polities) s=ebagai alasan dalam
upaya untuk merealisasikan ide-ide politiknyazss).

Mengakhiri konsepr pemikiran teoritik vasng disjukan
dalam tinjauan pustaka, penulis meneksnkan bahwa kondisi
vang demokratis mewmang cukup menunjang dalam terbentuknys
pola hukum vang responsif, tetapi tanpa bermaksud membantah
itu semua, penulis lebih cenderung mengoptimalkan peran
serta masyarakat dan kelss menengsh vang ada melalui pendid-
ikan vang ada, sebab tanpa pendidikan dan kemauan untuk
bergerak atau mengadakan perubsahan, rasénya akan sulit
mewujudkan iklim yang demokrasi sekalipun. .

Mewujudkan keadasan hukum yang responsif tidak hanya
sekedar berkaitan dengan masalah demokrasi dari sustu nega-
ra, tetapi Jjuga basgaimanz sumber daya manusianys dan bagsi-
mana keberadaan masyarakat dan kelas menengsh dalam mengha-

dapli serta memanfaatkan arus perubahan untuk mewujudkan

W7} ya ing Eemang nenqundang baryak resikp vang swncul kepermukasn yang berusahe witvk menilal, Hokus messng tidsk

dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, sekurang-kurangnya sesecrang pada awalnye, saupen keberzdaan lembags yang menegakannya.
Tetapd semua itu hanys diperiuban apabils tucas hukusm untub mesberduh tesdaan ceperti demikian tidek mampy, alau akan menjadi
tebih efektif apabila menyerap sumber-susber yang ada pada hewajihan-tewajiban di masyarshat {social order). Dalam membentuk
nai-nilai Wdwe, ek recponsif cenderung diatas dan tersasuk melindungi masyarakat politiknye, bukan melindungi hak midik
{property) dan selindungl organisasi sosial sebagal sebuah mekanisme untul mengamati peperintah agar tetap pada tujuan utama-

nya,

248) Halaupun batas yang ada tidak lebih panjang untuk memulai sebuah bentuh kelembagsasm, sechipur demikian hedhususan

antara tekun dan politik dapat dipertahankan, Sekarang tentu saja kita lebih banyehk mendalangkan atau gemperhatikan tujuan-
tojuzn vang iebih cubsiantif untuk mengurangi elesen-elemen kebdjekcanasn dan partikulartistis dalem proses politik, Untuk
menjaring komitmen ke-abadi-an morzl yang runcul dalam keputusan politik dan untuk mesbangun teori keperdulisn masyarakal yang
dapat sempertinggd racipnalitas deri diskursus politik den pelayanan mandirl yang moderat digunakan uniuk genpgapal  kekuatan
dalan konflik politik,
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keadaan hukum yang responsif di Indonesia. Sebab bukankah
untuk mewujudkan demokrasi, diperlukan perubahsn dahulu di
masyvarakatnya, sapaksh melzlui prengkedisian wmauvpun melalui
pendidikan dan dorongan dari kelas menengah untuk memelopo-~
rinya. Dengan adanya perubshan terlebih dahulu di masyvarakat
tentang konsepsi dan persepsi yang menysnghkut diri mereks
melalui pendidiksn, dan peran serta kelsas menengsh dslam
memulail arus pembsharuan, maka demokrasi dan perubshsn hukum

menuju hukum responsif akan lebihk mudah dicapai.




BAB IIX |
HASTIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sikap Oposan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi
Terhadasp Para Pemegang Kekuasaan |
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahws terbentuk-
nya sikap oposan dari pars aktivis gersksn mahssiswa pPro-
reformasi terhadap pars pemegang kekussaan merupasksn sebusah
proses vang timbul dan berkembang dikalangsn psra —aktivis
gerakan mahssiswa itu sendiri. Sikap opo=an vang muncul dan
berkembang, sebenarnya tidak lain dari sebush reaksi atas
berbagai ketimpangan sosisl-politik-perekonomian yvang terla-
lu nyatsa dan terlalu mencolok keberadaannya di masyarakatl}.
Namun dewmikian tidak dapat dipungkiri bshwa awal tim-
bulnya aksi geraskan mahasiswa pro-reformasi tidak lain juga
merupakan sebush fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri.
Ia merupakan sebuah fenomena sosisl vang memiliki berbsagai
latar belskang kepentingan atas sebuah perubshan sosial yang
dikehendakiZ),
Berdassrkan metode penelitian vyang dignnakan untuk
mengungkayp latar belshang pemikiran siksp oposan pars akti-

vis gerakan mahasiswa pro-reformasl, secara taksonomis

h fsussi ini dianghat dari realila yang senuojukken bafwa hanpir cebagian besar berbegai bentuk adsi mafiaciowa meru-
patan sefuah bentuk reaksi stas berbagal hebijahan yang dilontarkan oleh penguasa, Berbagal kebijahan tersebur hanyak yang
reninbulkan ketispangan-ketispangan sosial secara nyata, walaugun dalan beniuk perumsssnmye bersifat netral dan tidak seaihak,
nagtn  dalas penerapannya ataw dalem prakteknya telah senyimpang terlalu jauh, sehingga hanya sesgundungkan  keloapok-keloapch
tertentu yang memilikl alaw dekst dengan susbu kehwacaan. fisuesi ind diangrat deri beberapa aroumen indorman yang  berhasil
penulic temui dilapangan, naman berdazarkan pereintaan yang bercangkutan, saka nasa oavi veng  Gorsanghulan fidak  berkenan
wrtuk dicantuakan dalas penulizan laporan ini,

2} Fenonera sosial yang sesiliki berbagai latar belakang vang penulis saksudken adzlah adanys perznan-peranan kelospok
tertenty yang memang neactivasi bentuk-bertub gerakan sosial disamping gerakan mahasiswa itu zendiri, Sebab dalam kenyalszannya
setuah  gerakan yang cudah bercampur baur senjadi gerakan messa sulit untuk di klarifikesi secars jelec dan nyala tentanp apa
tujuan, hehendsh dan darimana mereka beracal, sehingga dalam hal inl penulis-pun menyadari adanya kekurangan dalam menghaji
gerzkan mahasiswa pro-reformaci sebagal bagaian dari qerahen masca yang sulit wniud diidentifivasikas. Nasun tanpa mengingkari
adanya hekurangan terzebut penulis telah berusahz untuh memaparban cebuah pesaparan tentang efitivis gerakan meshasiswa pro-
reformasi sejauh yang penulic dapathan dalam penelitian empiris,
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keberadaan para aktivis gersksn mshasiswa pro-reformasi
terbagli kedalam dus kategori. Kategori vang pertams isalah
aktivis gerakan mahasiswas pro-reformasi yang bertemperamen
emosional tinggl, sehingga is cenderung bersikap frontsal dan
radikal, sedangkan ksategori yvang kedus ialah aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi yang bertemperamen emosionszl sedang,
sehinggs 1ia cenderung bersiksp lunak dan howmpromis. Dari
masing-masing kstegori aktivis gerakan mshasiswa pro-refor-
masi tersebut, masih terbagi lagi menjadi dua tipe aktivis.
Tipe pertama isalzh tipe pemimpin aktivis gerskan mahasiswa
pro-reformasi, dan tipe kedus adalah tipe aktivig gerakﬁn
mahasiswa pro-reformasi.

Untuk lebih memudshkan dalam memsahami keberasdasn para
aktivis gerakan mahasisws pro-reformasi secars taksonomis,

dapat dilihat dalam basgan berikut ini:

Bagan 1. Tahksonomi aktivis gerahkan mshassisws pro-reformasi

‘Pemimpin gktivis gerskan
Aktivis gerakan mehasiswa pro-reformasi
mahasiswa pro- :
reformesi vyang
Frontal-Radiksal Aktivis gerakan Mahagis-
Aktivis gerakan I |wa pro-reformasi

mahasiswa pro-reformasi
Peminpin aktivis gerakan
Aktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi
mahasiswa pro-
reformasi  vang
Lunak-Kompromis Aktivis gerakan Mahasis-
wa pro-reformasi

Bagan disuson berdasarkan hasil penelitian den pemsparsn data yang
diperoleh dari aparat keamanan den ketertiban. )

Dari bentuk pemaparan taksonomis tersebut untuk memba-
has sesusi permassalahsn vang ada berdassarkan konsep pemspa-

ran analisis 4keomponensial, vsitu: mengapa para aktivis
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gerakan mshasiswa pro-reformasi mewmiliki siksp oposan terhs-
dap parsa pemegang kekusssan. Secars komponensia13>, penulis
berusaha memaparkan secars rinci temuan-temuszsn dalam bentuk
preposisi vang didapsat dari hassil penelitian secars empiris.

Secara komponensial penulis membagi temunan-temuan vang
ada. ke dalam beberapa preposisi, dan dalam beberapa prepo-
sisl tersebut akan kembali diuraikan berdasarkan detil-detil
faktual yang mendukung preposisi tersebut4}.

Dalam mengungkap latar belakang pemikiran vang ‘menye—
babkan munculnya sikap oposan para asktivis gerakan mahasiswa
terhadap para pemegang kekuasaan, penulis mengajukan sembi-
lan (8) preposisi. Dus preposisi yang pertama (preposisi 1
dan 2) leblh terfokus pada kondisi intern sktivis gersakan
mahasiswa pro-reformasi, dan tujuh preposisi. berikutnys
(preposisi 3 sampail 9) terfokus pada kondisi ekstern vang
rmempengaruhi munculnya sikap oposan para aktivis gerakan
mahasisws pro-reformasi terhadap para pemegang kekuasaan.

Dari kesembilan preposisi tersebut secara umum dapat
dikemukakan bahwa siksp oposan para sktivis gerakan mahasis-

wa pro-reformasi terhadsp para pemegang kekuasaan muncul dan

3 Bentuk pemaparan &etode penelitian yang penulis’bunakan gzpat dilihat dalam Bab I perihal Metodologi Penelitian
tentang Hodel Metode finalisis dalam Penelitian Xualitatif yang penulis papsrkan dalam bentek tabel, sehingga lebih memudahkan
. kerangha berfikir yang sistematis akan materi yang hendak penulis kesukakan dalam peneditian ini,

) Tesuan-temszn ini sebenarnye dikesukakan oleb para inforsan secara acak, tidak sistematis dan dikenukakan dalas
berbagal pertesuan den dalan berhagal kondisi yang herbeda, sehinggs penghlarifibsian secara hosponensial dilshukan sepenubnya
pieh perulis. Teawan yang satu dengan tesuan yang lainnya dituanghan oleb penulis dalen hentub preposisi yang oicoba untuk
disusun cecara sistesatis per-bahan kajian, namwn dalas keryataannya temuan~teausn tersebut dapat saja suncul serara acak dan
seapengaruhi  temuan-tesuan lainnya, Sehinggs walaupun penulis sudab senyusunnys secara sitesatis, tidsk senttup demungkinan
apabils temssn-tesuan tercebut zkan muncul dalas tesuan lalnnys sebaeal indihator, atau sebagal favtor yang sempengaruhi atau
faktor yang dipengarubi, harena dalas penelitian ini keterkaitan antar temuan sangatlah erat dem terbukil secara nyata bahwa
teterpengaruhen  tesuan salu dan tessan lainnya anatiah secentukan kondisi vang ada, Tesuan-temuan ind dibemtuk oleh penulis
senjadi beberapa prepucisi berdasarkan hasil diskusi dan perbincangan dengan pera informan, dalas beberapa wakiu dan  beberapa
peristiua, Berdasarkan kesepakalan penulis dengan informen, maka informan tersebut tidak bersedia dicantuskan namanya dalas
penelitian ini.
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terbentuk karenad’:

Preposisi l: Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memi-
1iki pemikiran yang kritis melfaiui berbagai
informasi.

Preposisi 2: Aktivis gerahan mahasiswa pro-reformasi merasa
memiliki Kekuatan moral dan dapat berperan
sebagal lembaga kontrol sosfal.

Preposisi 3: Krisis kepercaysan para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi terhadap keberadaan.lembaga
formal dan lembaga informal.

Preposisi 4: Krisis kepercayaan para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi terhadap penguasa.

Preposisi b: Krisis kepercayaan para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi terhadap wakil rakyat.

Preposisi 8: Krisis kepercayaan para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi terhadap tokoh agama.

Preposisi 7: Krisis kepercayasan para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi terhadap lembaga pendidi-
kan.

Preposisi 8: Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat
dan meyvakini adanys hkebobrokan di bidang moral,
sistem politik pemerintahan dan perekonomian.

Preposisi 8: Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat
dan meyakini adanya kebobrokan di bidang hukum.

Dalam penelitian ini proses pergaulan yang cukup lama

dsn membutuhkan keuletan zerta ketabshan untuk memasuki

‘dunia’

aktivis gerakan mahassiswa pro-reformasi, ternyata

e Preposisi ini merupakan hacil temuan pepulis setelah selakukan klarifikasi serara cistemctis dan acak atas realita
spsial yang ada di lapangam,
gan, Biskusi terbatas dengan teberaps informan pokok dan inforgan perantara, an juga berdasarkan realita sosial yang terjadi
ketika selakukan aksi demontrasi, unjuk rasa, menqgelar mimbar bebas, menggelar baliho dan spandul serta saat melakukan pendu-
duken di gedwng DPRO-DPR/MPR di Jakarts, Preposisi ini diheraphan dapat dijadikan terangka acuam utama mengapa sikap para
aktivis gerakan mahasiswa pro-reforsasi bersikap opesan terhadap para pesegang kekuasaan.

Preposisi dikesukakan berdasarkan hasil tenvan setelah penuiis melakukan pendekatan, perbincan-
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membuahkan beberaps bentuk preposisi. Salsh sstunva dikemu-

kakan sebagsi awal kajian, sebsb dalam kenyatsannya antars
preposisi satu dengan Preposisl yvang lainnys memiliki saling
keterkaitan dan dapat pula merupskan sebush proses yang
saling berhubungan secars sistemsatis maupun acak®’.

Preposisi pertams merupaksan sebuah preposisi pokok
untuk mulai beranjak memzhami perilsku kritis para aktivis
gerakan mshasiswsg pro-reformasi, kemudian dilanjutkan ke
Preposisi vyang berikutnys sempal dengan preposisi vang
terakhir. Atau dengan pemshaman vang lain daspat dikatékan
bahwa antara preposisi vyang satu dengan preposisi  vyang
berikuntnya dapat juga dikategoriksn sebagsi sebush Jenjang
untuk mengantarkan memsahami preposisi berikutnysa.

Dari bentuk pemaparsn Preposisi-preposisi tersebut,
penulis mencobas untuk menguraikannya, sehingga dari nasing-
masing preposisi dapsat terlihsat dengan jelas konsep-konsep
pemikiran yang melatar belskangi munculnya sebuah sikap
oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap
para pemegang kekuasszan’’. Dan implementasi dari sikap
oposan ini muncul berupa tindakan stau perbuatan yang
‘menyerang’ para pemegang kékuasaan dalam bentuk vang lebih
radikal, yaitu melskukan demontrasi, menggelaf nimbar bebas,
melakukan aksi massa turun ke Jalan, menggelar baliho dan

spanduk serts menduduki gedung DPRD serts DPR/MPR.

8 Yeberadazn ke-sembilan preposisi ini seberarnya tisak sekaligus datang menjedi sembilan preposisi, tetapi ia datang
secara bertahap dan diendaphan wntuk kemudian disusun secara sistamatis yang saling nmempengaruhi, Feberadaan ke-seabilan
prepoisisi ini bukan sebush juslab yang tetap, ia dapat saja terkeshang apabila ditesui komposisi-komposisi baru yang dikemu-
kakan oleh informan. Tetapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalas senguagkap sikap oposan para aktivis

gerakan pahasizka pro-reformesi hanya wenunjukkan ke-sembilan preposisi tersetut,

T} fealita senunjukkan babwa kowposisi perbeatan para aktivis gerakan mahasiswa tidatlah se-sistematis apa yang diu-
raikan dalam kajian ini, meraks dapat saja melakukan aksi unjuk rasa kejalan datelu baru kemcdian dialofasitan di sekitar
kezpus, atau sebaliknya, namun secara umuw dapat dikategorikan batwa dari tingkat yang paling noreal hingga tingkat yang
paling radikal dapat dilihat di bagan, yaitu mulai dari aktivis yang bersikap lunak dan tomprimistis hinggs aktivis yang
‘bersikap radikal,
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Guna memahami secars lebih jelzs gambarsan munculnya
sikap cposan aktivis geraksn mahssiswa pro-reformmsi terhs-
dap para pemegang kekuasasn dengan melihat juga ke-sembilan

preposisi tersebut, dapat dilihst dalsm bagsn berikut ini:

Bagan 2. Munculnva sikep oposan sktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi

Latar belzskang sikap Aktivis geraksn Tindakan dan perbuat-
oposan mahasiswa pro- an yang dilakukan:
reformasi
Pemikiran kritis
karena informasi 1
Aktivis gerskan ’Melakukan tindakan
mahasiswa ysng cdemontrasi
Sebagal moral force bersiksp lunsak
dan social control dan hkompromis. 1 Menggelar mimbar be-—
bas di hkampus dan
lsekitarnya
Mengala- | Pengussa Membuat pars
mi kri-f— -—J aktivis gerskan Melakokan sksi massa
sis ke —{Wakil rakyat mahasiswa pro- den turun kejslan
percaya— reformasi ber-
an kepa-|Tokoh agamsa gikap oposan Menggelar baliho dan
da: kepada penguass spanduk vang mengkri-
L.pendidikan tisi berbagai tindak~
! ! j an dan perilaku Peng-
- juasa & wakil rskyat
Melihat (Moral, sistem Aktivis gersksn
den me-ipolitik Peme- |} mahasisws vang Bergerak menuji DPRD
vakini [rintahan dan bersikap fron- DFR/MPR dan menduduki
sdanya |perechonomian tal dan radikali gnya beberaps waktu
kebob -
brokan: Hukum

Bagan disusun berdasasrkan hasil penelitian dan  pemspsran data yvang
diperoleh dari para sktivis geraksn mshasiswa pro-reformasi.

Berdasarhkan bebersps preposisi vang dikemukakasn diztas
dan digambarkan dalam bentuk bagan serta hubungannya dengan
sikap oposan dan implementasi dari sikasp oposan tersebut,
maka preposisi-preposisi tersebut akan diurasikan berdasarkan

kepada realita ysng ada dan yang diperoleh di lapangsn.

[UPT-PUSTAK-DRBIP)
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1. Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi memiliki pemiki-
ran yang kritils melalui berbagail informasi.

Dalam memssuki linghkungan kegiatan shtivis gerskan
mahasiswa pro-reformasi diperlukan waktu dan moment vyang
tepat, sebab untuk dspst menjalin hubungasn =ecara menda-
lam dan menumbuhkan rass kepercayasn agar dapat melakukan
eksplorasi dats secars cermat dibutuhkan penghubung dalam
sebuah aksi 'gerakan mahasiswa pro-reformasi (tentunya
yvang tengah berlangsung). Hubungan vang terjalin tidak
begitu =ajs terbuka dan diterima secara penuh, sebab
bsgaimanapun Jjugs sikap kecurigaasn untuk berdialog dan
bertukar pendapat masih terlihat secara jelass}.

Hal 1ini dapst dimaklumi karens bagaimanpun Juga
kondisi politik dan keamansn yang ada saat berlangsungnya
penelitian ini masih dalam kondizi vang represif, dimanza
pola-pola pikir yang berbeda dengsn pandangan penguasa
pada umumnya merupskan sebuah bentuk pola pilkir vang
dilarang. Wsalaupun kedatangan penulis disambut dengan
tangan terbuka namun sikap kecurigssn dan sedikit "menye-
1idik’” mssih terasa hangatg).

Adalah bukan hal yang mudah untuk mencoba memssuki
sebuah dunis aktivis geraksn mahsasisws pro-reformasi

menakala suhu politik sedang memanas, dan tekanan repre-

B) Hubungan denpan inforpan awel terjadi ketika penulis mencari informasi tentang aklivitas kepiaten kepahasicwaan
yang tengah berlansung disebush Xampus. Pemulis berkenalan dengna seorang informan yang aktiv juga dalaa bidang penerbitan
gpahasicwa, Karena penulis-pun memiliki latar belakang pernzh aktif dalam 'dunia’ penerhitan mahasicwa Bi UNSEED, maka tidak
sulit ontuk menjalin komunikasi selalui jelur penerbilan pers dan sengounzhannyz sebagel sarans untuk menjalin hubungan yang
lehih gendalam, Melalul informan awal juna penulis diperkenalkan derpen informan-inforsan berikuinya, baik imlorman berikutnya
maupen inforaan perantara, Nemun memang untuk serasuki kalangan mereke, sesih teriihat adanya beniuk keturigazn, telapl karena
ada semacam ' jaminan pribadi’ dari inforzan awal tercebut, hubuncen dapat berlangsung walaupun masih suka terlihat  adanya
sikap genyelidik.

9 Sikap mencurigai merupakan sikap yang waiar, karena kedatannan penulic macih merupakan cocok orang asing.  walawpun
telah penulis kemukakan bahwa penulis adalah mahasiswa juga vang sedang melakukan perefitian, tetapl sikep kecwrigean tetap
masih kentara, Untuk menpakrabkannya penulis berusaha uniuk datang berulang kali, ikut ngbrol-ngobrol den sencoba  sembaur
dengan kelompok mereka, Hubwngan baru sesakin akrab ketika penulis terlihat ikut serta dengen sereks dalam berbagai kelompok
giskusi yang menceha selakukan kajian terhadap berbagal hebijakan Penguaza,
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sif dari penguasa sedang gencar-gdencarnya dijalankan.
Hamun dengan perantaraan seorang aktivis geraksn mahasis-
wa pro-reformasi vang telah dikenal =serts jaminan pribadi
darinya, sedikit demi sedikit, lambat-laun kehadiran
penulis di santara parsa akiivis gerzhkan mahasiswa pro-
reformasi tersebut dapat diterims, walsupun untuk akti-
vis-gktivis gerskan mahasiswa pro-reformasl vang baru
berjumpa pertaﬁa kali, selaln masih terlihat =sikap curigs
dan ‘agak sedikit menyelidik’ . |

Ibarat wemasuki sebuah dunis gerakan "hbawah tanah’
untuk profil-profil baru yang mencoba membaunyr serta mema-
suki dunis tersebut, tidak mudah untuk diterims seksali-
gus, tidak mudah puls untuk mendapatksn informasi seba-
gaimans yang diinginkan. Semus informasi diperoleh secara
bertahap dan senantiasa dilakukan upays pengecekan silang
secara tidak kentars melalul berbagai perbincangsn dalam
membahas fluktuasi kondisi sosial-politik-ekonomi yang
tengah bergejolak di saat ituio).

Daslsm dunia aktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi
Informasi adalah sesuatu “barang’ yang sangat berhargs,
sebab dengan informasi yang mereka miliki, mereka seakan
telah menggenggsm beberspa kekuatan dan mensksir Kemam-
puan untuk melakukan sebuah upaya-upaya tertentu sehagai-
mana vyang diinginkan. Namun bsgi seorang profil baru
(pendatang baru) dalam dunia aktivis gerakan mahasiswa

pro-reformasi belum tentu sebush informasi yang acda dapat

10 ntorsasi yang diperoleh oleh para Aktivis Gerakan Mzhasiswa Fro-Reforpaci, pade analnyz berupz informasi yang
disebarkan dari satu perbincangan ke perbincangan lainnya, keeudian disusul dengan beredariya jenis baku-tuky tertenty, sele-
baran tertentu, haik yang mesang dapat dibeli dengan mudah dipasaran maupun dengan bentuk tuku-buky dan selebaran jenis ter-
. tentu vyang tidak beredar secara bebas. Buku-tuku dan selebaran yang beredar bebas biasanva seabicaraken tentang masalah Hak
fsasi Manusia, Hukum, Folitik, Desckrasi dan Perekononian. Sedanghan huku atay selebaran yang tidat diperedarkan secara bebas
dapat berupa salinan informasi yang berasal dari internet, salinan informasi dari Radio BRC ataw hufu-tuku tertentu vyang
semang dilarang beredar oleh Penguasa, atau buku-tuku terbitan dari fenesti Interpacional, fsian Hugan fight Wacth, dan  buku-
tuku tertentu yang diterbithan oleh penerbit-penerbit tertentu; macam IS8, YLEHT, ELSAM, dil, :
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beredar bebas kepada dirinvys, sebab adapula informasi-
informasi tertentu yang hahya diedarkan dan hanva dise-
barkasn pada dan dikslangan tertentu sajall). )

Hal ini dilakukan bukan hanva sekedsar untuk menjags
sumber-sumber informasi tertentu ( langkah~langhah penga-
manan informasi kedalam), namun Jugs menjsga informasi
itu sendiri agar tidak ditafsirkan secara keliru oleh
orang-orang vang " mengintai’ hkegiatan =zktivis gérakan
mahasiswa pro-reformasi (langkah-langkah peﬁgamanan
keluary. Tidak jarang szebush informssi hanya dimiliki dan
diketshui oleh kslangan tertentu ssja (beredar secara
terbatas), tetapl banyvak juga informasi yaﬁg beredar
Secara bebas, diperbincangksn, diperdebatkan bahkan
diansalisis melaluil beberéﬁa ktelompok perbincangan dan
kelompok-kelompok studi insidentall?).

Sebuah informasi oleh para aktivis geraksn mahasiswa
pro-reformasi dapat diperoleh dsri banyak sumber, dapat
berups sumber lisan, tertulis maupun darl media elektro-
nika. Berbsasgai jenis informasi dspat dikembangkan dan cek
"g@ilang dengan beberaps sumber laihnya, sehingga sebuah
informasi vang diperoleh oleh para aktivis gerakan maha-

sisws pro-reformasi tersebut tidsk saja langsung diper-

caya, namun dikonfirmasikan lebih lanjut kepada sumber

U} paga awalnya penulis hanya mendapatkan informasi-inforeasi yang beredar secara usum dan sedikit cekall inforsasi
yang beredar secars terbatas, tetapl Yashat laus, linghungan tersebat mau terbuta dan mau herbagi denpan penulis tentang
bertagai informasi yang mereka peroleh, khususnya informasi yang berkaitan Internet, atau buko-boku yang beracaly dari  terbi-
fan khesus yang diterbithan oleh pererbit khusus puia.

2} peatita terbentuknys kelospok-kelospeh studi di kalangan mehasiswa dan ahtivic gerakan nahasiswa pada  dasarnys
tidak -jauh berbeda. Mamw kelospok studi yang muncul dikalangan mahasisea bissanya berbentuk sebush lembaga ‘ressl’ yang
semasng memfokuskan diri untuk sengkaji dan sempelajari bidang-bidang tertenty yang semang bideng lejiannya, tetapi dalem
kelompok studi para zktivis gerakan mahasiswa kelompuk tersebut bersifal serahutan, tigah pernah menggunakan nasa-nama  resml
untuk dijadikan ‘merek' dan bidang kajismmyapun serabutan tidak harus terpaku pada satu hal. Biazanya dalam kelompok  studi
para aktivis gerakan mshaciswa hidang kajisrmya multidisiplin, dapat dari politik, toncat ke hukue dan tiba-tiba saja lari ke
yajian ehonoai. Tak pernzh hatasan baku dalaw fokus diskusi dan perbincangen mereka. Hanya saja werehi pengkajian-penghajian
tersetut dalam tudut pandang praktis desgan envertahan cedikit teorl yang meraka ketahui.
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lisan tersebut (open network information), atau menunggu
sumber-sumber lainnya, vyang tidak Jarsng sulit untuk
diketahui jaringannva (eclose network information)13}.

Konsep dasar yvang diperocoleh dari pergaulan dengan
pars saktivis gersakan mahasiswa pro-reformasi ini adalah
tentang bagaimana merubah sebuah informssi menjadi sebuah
kekuatan untuk melakukan sebuah perubshan sosial. Infor-
masi mampu wmelakukan perubahan apapun dalam kehidupan
manusia, bahkan dalam kondisi yang paling mininpun sebusah
informasi mampu menentukan bergulir satau berhentinya
sebuah gerakan.

Untuk menentuksn validitss sebuah informasi di
kslangan asktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi diguna-
kanlah imbsngan informasi-informasi yang beredar bebas,
vang diperoleh melalui media massa dan media elektronika
(televisi, radio dan ienternet). NHamun uniknya apa vyang
beredar melslui media massa dan media elektronika seakan-
akan bertentangan dengan informasi vyang beredar di
‘gerakan bawah tanah’ . Misslnys sajas apabila dikemukakan
oleh penguass sebusah pernysataan yang wenystakan "A", maka
oleh lapisan ’‘gerakan bawah tanah’ akan ditafsirkan "Z7,
atan sebaliknya, sehinggs dari informasi sajs sudah mulai
terlihat adanys bentuk-bentuk ketidsakpercsyaan Kkepada

lembags-lembags formal wmaupun informa114}.

3} pealita peraniukkan batwa informasi bergerak sangat tepat di kalangan para aktivis gerakan mahasiswa. capat saja
cebush informasi yang datang pada pagi atau sore hari, sore atau pagi harinya sudah berubah lagi. Perputaran informasi tidak
jarang bercampur demgan isu-isu yang tidak jelas ujung pangkalnya, ataw berrampur dengan gosipqosip perihal  kekuacasn  yang
tebih banyak bersifat 'sesbakar’ ketimbang semberikan informasi yang sebenarrya, Validitas informasi di kalangan berita yang
giterina oleh parz aktivis tercetut sesang sangat sulit sekali wntuk dicek kesbali, sebab terkadang mulz ipformasi yang henar
bercangur baur dengan gosip, isu, serta berits angin yang lidak jarang sulit sekald dilacak sumbernya.

B} penatsiran yang sebaliknya senunjukkan bahwa antara realita dan inforsasi yang mereka peroleh sudah tidak dapat
disingkronisasikan lagi, Terkadang berita-berita yang dikeluarkan secara resmi sudah di-aprioriken penuh dengan " kebohangan’
*Jip service’ bahkan penuh dengan berita yang hany mentemukakan yang baik-baik saja tanpa mau menputarakan kondisi yang sebe-
narnya. Disamping itu pula pengounazn eufiesisme di kalangan jurnalistik semakin gonbuat berita yang sebenarnya menjadi tersa-
mar. Misalnya saja diberitakan babwa “telan senelan forban 3 erang’ iernyata horban yamg sebenarnya lehih dari tidak orang.
ftau contoh lain sisalmya 'telah diberbentilan’ serupakan sebush penghalusan dari kata ‘dipecat’ dli, bentuk pemaparan yang




Para aktivis gerakan mahssisws pro-reformssi mems-
1iki sikap kritis sebagai akibat adanvysa berbagal informa-
81 vyang mereka peroleh daslam pergaulannya. Melsalui per-
gaulan, sumber bacaan tertentu dan informssi vang berssal
dari media elektronika membust mereks mampu melihat dan
membandingkan antara teori dan realits vang ada.

Konsepsi pemikiran vang demokratis, terbuks, Jjujur
dan lugas merupakan hasil dari sebuah proses vang ber-
langsung secars terus menerus melalul proses interaksi
sesama mereks, dan Jjugs merupakan proses pencarian pribas-
di untuk menemuksn konsepsi yang lebih sesuai dengan salanm
pemikirannya. Tidsk Jarang terjadi friksi disntsra mereksa
manakala konsepsi-konsepsi yang mereka kewmukaksn ssaling
berbeds, s=aling berzeberangsn dan sulit untuk menemukan
serta memutuskan konsepsi wana yvang benar dan harus
didahuluksn. Nsmun hal ini bukan berarti adanva friksi
seecara Fisik’, sebab parsa aktivis gerakan mshssiswa pro-
reformasi tersebut mengsnut pola pemikiran vang terbuka
dan senantisss menghargaili sadanyas perbedsan pendapat,
selama memiliki tujuan yang sama. Oleh Lkarena itulah
bentuk-bentuk friksi hanya terjadi dalam konteks pemiki-
ran dan ide-ide implementasi vang berbedal®’.

Dari berbagal bentuk informssi yang mereks peroleh
(dengan mengesampingkan validitas informasi tersebut,

sebab ada jugs informasi yang invalid), informasi dijadi-

_ ditafsirkan sebaliknys semunjukkan babwa realita kepercayaan pasyerakat sudsh mulai berkurang cehinggs mereka justru genaf-
sirkan secara terhalik dari berita yang beredar bebas, atau memafcirkan apa yang ade oi balik berita tersebut, atau ada ten-

densi-tendensi apa mengeluarkan berita yang demikian,

£ Perbedaan pendapat dikalanpan mahasiswa merupakan hal vang biasa, walawpuwn terlihat Radang bersitegang dalam
mengenitkakan sebuab honsep yang divakininya paling benar, namun mereka senerims perbedaan sikap, pola pandang dan  kegiatan
denpen keterbukaan, Realila menunjukkan hakwa dilapangan mahasizwa terzebut tergatung dalam beberapa keloepok, bahkan ada yang
tadinya satu kelompok kesudian karens mengalaai perhedzan visi meniadi pecab dan membentuk kelompok baro.
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kan sebagsi bshan pertimbangan untuk melakukan sebuah
kegiatan. Tidak Jjarang karena informasi yvang keliru atau
tidak lengkap, mska kegiatan vang sudah direncansakan
dapat saja dibatslkan atau tidak berislsn sebagsimans
mestinys.

Guna memshami secara lebih jelas sumber-sumber
informasi dalam ‘dunia’ aktivis gerakan mshasiswa pro-
reformasi, pemaparannysa dalsm bentuk tabel dapat dilihat
berikut ini:

Tabel 1. Sumber informssi bagi aktivis geraksn mahssiswe pro-refor-
masl yang membentuk pola berfikir kritis.

Media Sumber-sumber informssi yvang membuks berbsgsi
bentuk pemikiran vang kritis.

Sumber informasi lisan dipercleh dari berbagai
Lisan bentuk percakspan baik formal msppun informal,
melslul diskusi terbatss, maupun hkelompok studi.

Sumber informasi tertulis diperoleh dari berbs-
gai buko bacaan, leaflet, pamflet, buletin, me-
Tertulis dis masss, terbitan terbatas, terbitan terbatsas
asing, jurnal berkals, jurnal asing , Jurnal
ingidental yang beredar secara resmi maupun =e-
cars sembunyi-sembunyil.

Sumber informasi yang bersumber dari medis elek-—
Mediza Elektronika| tronika: melslui televisi, radio (BBC,VOA, Radio
Hilversmm, Deutsche Welle, Radioc Australisz) dan
melalui internet.

Tabel disusun dan dikualifikasiksn berdasssrkan hasil penelitian dan
pemapsran data yang diperoleh dari para sktivis gerskan mshasiswa
pro-reformasi.

Realita wmenunjukkan bahwsa dari beberaspa aktivis

gerskan mahasiswa pro-reformssi, informasi yang mereka

peroleh melalui "Jjaringan bawah tanah’ séringkali' diakui

secars mutlak validitssnya, namun disamping itu adapuls
beberapa saktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi vang
jugs bersifat selektif terhadasp informasi vyang berssal

dari sumber ‘Jaringan bawah tanah’ sembari menggunakan




1az

nalar dalam menerima dan mencerna informasi vang diterima
melalul "Jaringan bawah tanah’ tersebut.

Proses terjadinyse pols pikir kritis &ang menjadikan
para akitivis gerahkan mahasisws pfo—reformasi bersikap
cposan terhadap pars pemegang kekuasaasn adalash melsalui
beberapa informssi yvang diperolehnya. D1 sstu sisi para
aktivis tersebut menerims "pemberitaan resmi’ vang isinya
"baik-baik’ (dan dianggap penuh dengan ~hkebohongan’ sajs)
padahal reslitanys tidak menunjukkan demikian, sedangkan
di sisi 1lain informasi yang beredsr wmelzlnl "Jaringan
bawah tanah’ oleh para sktivis gerskan mshasiswa pro-
reformasi  hampir-selalu’ wmenunjukksn realita-realita
yvang terjadi (walaupun tidak selsalu sepenuhnysa beﬁar}ls}.

Ketidsksesuaian antars teori dan reallts yéng kerap
ditemuinys dslam kehidupan bermasyarakat membuat para
aktivis geraksn mahssisws pro-reformasi mencoba untuk
menganalisisnyva, dan menghksiinya sebagsal sebuah "ketidak-
berdayaan; sistem sosial dan politik sebagai sakibat
‘Jjargon-jargon’ vyang selama inil diyskini kebenarannys
sebagai sebuah 1declogil.

Proses mengkritisi berbagai tindakan yvang dilskukan
oleh ‘penguasa berawal dari banyaknys kesenjangan-kesen-
jangan antara bebersps pemahaman yang mereka peroleh di
bangku kuliah atau teoritik dengsn realita yvang terjadi di
masyarakat. Secara umum kesenjsngan itu dimunculkan dalam

bentuk berbagsi penvimpangan moral, sistem politik pemer-

16} Kesenjangan antara pemberitaan dan realita inilah yang kerap mengguncany para aktivis gerakan mahasiswa pro-refor-
masi ini terfikir “Akan ada move pelitik spakah dalan pemberitasn ini®, atau “Akan ada move ekonomi apakah setelah pemberitaan
ini", Kendisi yang selalu berada i dalam ketidakpastian, tertekan dan perub dengan berita-berita ‘fip service’ membual rasa
hepercayaan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reforsasi kepada lesbaga formsl dan lenbaga informat semakin meluntur. hondisi
veng melunturkan berbagai rasa kepercayaan yang ads membuat para aktivis gerakan mahasiska pro-reforaasi cemakin kian percaya
hanya kepada kemampuan yang dimilikinys sendiri, dan hanys eengandalkan berbegai informasi yang diperolehnya secara selektif
untuk melakukan sebuzh kegiatan,




intahan, perekonomian, dan hukunm.

Dari polas pemikiran kritis inilsh ‘sebagal Dbentuk
preposisi yang pertama, proses berikutnya akan melshirkan
bentuk preposisi yvang kedua yaitu geraksn mahasiswa pro-
reformasi sebagsi kekuatan moral dan lembaga  kontrol
sosial.

Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi merasa nemiliki
d_an 1 .
cal.

Kesadarsn moral dan sosial yang tinggi untuk memikul
sebush tanggungiawabd atas keberadasn masyarskatnys =sema-
ta-mata timbul karensa pars sktivis gerskan mahasiswa pro-
reformasi merasakan bahwa ada sebuah beban tanggungjawab
moral dan bebarn tanggungjawab sosial yang harusg diemban
gcleh mereks. Pars =zktivis gerskan mshasiswa pro-reformasi
sudah sedsri awal menyadari bahwa selain karena ~beban
sejarah’ vyang wmereka miliki bahwa gerakan mahasiswa
merupakan sebuah kekustan moral dan lembaga ~ kontrol
sosial, maks gerskan mashasiswa-pun sudsh merasa bahwa
untuk - melakuksn sebuah perubshsn sosial harus menunggua
saat dan waktu yang tepsat.

Seperti yvang sudah dikemukakan dalam beberapsa
pemaparan - sebelumnys bsahwa gerakan nahasiswa pro-
reformasi merupakan sebuah hasil proses pergerakan wmahs~
siswa vyang berjalan selams bertshun-tshun sebelumnys,
sehingga gerakan mahasiswa pro-reformasi itu sendiri
sudah merupakan sebuah bentuk-bentuk pergerakan yang
tidak langsung " selalu’ mengambil tempat berseberangan
dengan pihak pemegang kekussaan. Ini dapat terlihat sejak

dimulainya'Pemilu'di tashun 1971 dan ditandai dengan mun
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Perpaduan antasrs heban sejarak’ dengan realits
sosisl vang memsng ~mengharuskan® gerakan mahasiswa pro-
reformasi mulai ~“hbergerak” untuk sedera menghasilkan
sebuah kekuatan moral yang nyaris tak terbendung. Anca-
nan-ancaman ~penindakan’ oleh sparat keamsnan dan keter-
tiban ysng biasanya selalu membayvangi pada setisap kegia-
tan kemahasiswasasn, terutama kegiatan kemahaslswaan vyang
disnggap ~sudah keluar jalur® tidsk lagi diperhitungkan
sebagai ancaman-ancaman serius dalam mempertahankﬁn 8ps
vang divakini éleh sktivis gerakan mahasiswa pro-reforma-
si sebagsai sebuah kebenaran.

Konsep dasar timbulnys kekuatan wmoral bagi para
sktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menuju fungsinya
sebagai sebuah lembaga kontrol gsosizal, dapat dilihat
dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Konsep dasar pemikiran timbulnys kekuatan moral bagi akti-

vis gerakan mahasisws pro-reformasi memmajn fungsi  kontrol
sosial.

Fungsi Konsep dasar pemikirannya

Merass memiliki Kesempstsn mengenyam pendidikan
Kekuztsn morsl | vang lebih tinggi dari masysraskat umumys.
(moral force)

Merasa dibisyai oleh usng atau dana (disubsidi)
vang berasal dari masyarakat.

Memiliki sebuah gambaran sejarah bahwa gerakan
kontrol sosial nahasiswa mampu melzkukan perubshan sosial.
(social control)

Memiliki sebuah kehustan ysng mampn melskukan
kontrol sosial sebsgail wujud kekustsn moral.

Tabel disusun dan dikualifikasiksn berdssarkan hasil penelitian dan
pemsparan data vang diperoleh dari para sktivis gerakan mshasiswa
pro-reformasi.

Pada pars aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi
kesadaran wmoral sebensrnya sudash sejak adanya gejolak

ekonomi di pertengshan tshun 1887. Para sktivis geraksn




mahasiswa pro-reformssi melihat bahwa dampak vang psling
parah dari adanys gejolak dan krisis ekonomi ini adslsh

menimpa dan melands wmasyarakat kecil secara meluss.

Fenomens yang timbul adalah dengan pertama kali wmengede-

pankan permasalahan-permasalahsan ekonomi, pengadasn

sembako dan kemudian baru menyusul sedikit demi sedikit

masalah yang bersinggungsasn dengan aspek politik.

Para aktivis gerskan mshasiswa pro-reformasi vang
mulal merasshan bahws mensiknys suhu politik dan 'ekonomi
tentunya secars langsung sksn membsws sedikit tekanan
kepada gerakan-gerskan yang mereks lakukan. Tindsakan-
tindakan pembatsssn dan represif vyang dilakukan oleh
aparal keamanan dan ketertiban tanpa disadari Justru
membuat para aktivis gerskan wmshasiswa pro-reformasi
makin berfikir kritis dan meningksthan kualitas gerskan-
nvae secars dism-diam.

Pemberdayaan masysrakat vyang dilakunksn oleh para
sktivis gershkan wmahssisws pro-reformasi terhadasp masysars-
katnya mulsi dilakukan dengan cara menggelar sksi unduk
rasa, dewmonstrasi dan mimbar bebas hanysa disevbatss ling-
kungan kasmpnus mereks, itupun dengan pen)sgssn  secsara
ketat oleh sparat keamanan dan  ketertiban di  seputar
kampus dan lokasil sksi unjuhk rass, demontrasi dan mimbar
bebas tersebut dilakukanl®).

Fungsi lembagsa kontrol sosial yang dijalankan oleh

para aktivis gersksn mahasiswa pro-reformasi dimulai

18} paga awainya aksi tersebut dilakukan dengan memaparkan isu-isn aktual diseputar masalah perekonomian dan naiknya
harga-harga cesbakn, MNamun cebenarnya dengan aksi yang telah dilakukan oleb parz aktivis cerakan mshasiswa pro-reforsasi
tersebut telah semberikan sebuah pemaparan realita baru bahwa aktivis gerakan mahasizwa-pun tidak hanys sampy bergerah csecara
insidentil dan berkutat diseputar honsep pemikiran yang berbeda, Yetapi juga maspu membanghitkan kesadaran masyarakat diseke-
liliranya bahea mereka-pun perduli akan kepentingan masyarakat luas, walaupum hamya Barw eebatas depcniraci dan mimbar bebas
di lingkungan sekitar kampusnys saja. Faling tigah dari aksi tersebut sudak senunjukkan kepsds sasyershal bahwa aktivis gera-
kan mehaciswa pro-reforsasi-pun perdull kepeda kepentingan macyarzkat den sepu membengkitken sebush 'langhah persulaan’
Renuju sebuah bentuk pergerakan yang lebih progresif,
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ketika pars sktivis gerskan mahasisva pro-reformasi
tersebut melakvkan aksi-aksi yang menyoroti secars lang-
sung berbsgai kebijakan yang dilskukan oleh penguasa.
Berbagai kebijskan tersebut walaupun hanys sebatas dikri-
tisi melalui berbagai aksi demontrasi atsu menggelar
mimbar bebas dilinghkungan kampusnya, namun hal itu sudah
menunjukkan keperdulian yang mengarah kepada fungsi

lembags kontrol sosisl.

Secara subvektif saksi vyang dilakuksn oleh para

aktivis gerskan mahssiswa pro-reformasi lebih merupakan
gsebuah bentuk konsolidasi kedslam yang menyadarkan peran
dan posisi mahasiswa yang selama ini lebih hanvak "dinina
bobokan’ oleh kondisi kawpus dan perkuliahan yvang cende-
rung membangun watak-watak manusis yang egois dan kurang
bermasyarakat. Bentuk konsolidasi ke dalam dilakukan oleh
para aktivis gerakan mahasiswa pro~-reformasi sebagail
upaysa penysdaran yang lebih gencar satas "beratnya’ wmen-
vandang status sebagai ‘mahasiswa’ ysng kehidupannyapun
didukung dan ditunjang oleh masyarskat namun kurang
memberikan sumbangsih bagi masyarskat yang ikut serta
membesarkannyalg>.

Anggapan kampus sebagal "menara gading'® merupakan
sebush cambuk dan tamparan yang cukup berasa sapabila
ternyats pars kelompok ilmuwan-cendiklawan yang ada di

lingkungan kKampus tersebut kurang memberikan manfaat yang

nyata bagi masyasrakatnya. Anggapan ini merupakan sebuah

"stigma’ yang seakan membebani para aktivis gerakan

19) Subyektifitas aksi yang dilakukan oleh para aktivis gerakan pahasiswa pro-reforpasi inipun mengpugah  segenap
keperdulian sivitas akademika dilimghungan kampusrys agar asu ikut serta pendengarkan permasalaban sosial dan bukan hanya
berlindung di balik 'tirai-tirai’ aadesis yang seakan-akan steril tanpa keperdulian cosial apapun, FPadahal ‘tirai-tirai’
ahadesis yang ads 4i linghungan akademisi menurut para aktivis gerakan mahasiswa pro-reforazel sans sekall akan menjadi kurang
berguna apabila tidak difungsikan wntuk kesejahteraan masyarakat.
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mahasiswa pro-reformasi untuk segera bergerak, sehinggsa
dengan berbsagai cars mereka beruzaha menghspusksn angga-
pan vang kurang baik ini.

Keberpihsakan para sktivis gerzhkan mahssiswe pro-
reformasi kepada masyvarakatnys merupakan sebush bentuk
‘pengabdian’ vyang nyats kepada massvaraksi. Walaupun
mereka tidak dapat membantu secara materiil untuk 1kut
serts meringankan beban kehidupan yang ssat  itu _tengah
nelanda masyvarakat dengsn tekanan ekonominya, namun siksap
vang ditunjukkan bleh para aktivis geraksn mahasiswa pro-
reformasi, paling tidak telah memberikan sebush dorongan,
bahwa masih adsa vang perduli nasib den kehidupan masyara-
kat . |

Keberpihakan =ecara nyata pars sktivis gerskan
maheasiswa pro-reformasi kepadas kepentingan masyarakat
vang ditunjukkan dengan melakukan berbagal aksi demontra-
si dan mwimbar bebas secara tidak langsung merupakan
bentuk pematangan situasi di kalsngan sivitas akademika
kampus itu sendiri. Dsn juga merupakan sebush bentuk
pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakatnya (show a
force) bahwa lingkungan masyarakat kampus-pun perduli dan
mendukung kepentingan masysrakat dalam arti yang luas.

Fungsi kontrol sosisl yang didukung oleh kekuatan
morsl untuk melakukan sebuah perubahan sosial merupskan
sebush basik kekuatan vang sebensrnys dari para aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi dalsm mengegalang kekuatsan
vang sebenarnys pula. Fenomena ini semakin kentara dengan
jelss ketiks mulai banyaknya sivitas akademiks sebuah
perguruan tinggi vang tadinys bersikap apriori dan mele-
cehkan keberadsan gerakan mahasiswa pro-reformasi, menja-
di bergsbung dan ikut serta dalam perjuangannnya. Realita

juga menunjukkan bahwa setelah gerdakan wmahasiswa pro-
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reformasi melskukan berbagai sksi, sedikit-demi sedikit

tokoh~tokoﬁ politik vang bersikap berseberangan dengan

pars pemegang kekuassan mulai bermunculan dan menyatakan

dukungan kepada aksi reformssi vang dilakukan oleh para

aktivis gershan mshasiswa pro-reformasizo}.

3. Rrisis kmmmmakﬂm%n mahasiswa pro-
informal.

Krisis kepercayasn para aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi terhadap keberadaan lembaga formal dan
lembags informal terjadi karena banyak hal. Krisis keper-
éayaan adalah berkurangnya rasSs pPercava tephadap hemam-
puan sesuatu hal atawu sebuah lembaga untuk menvelesaikan
sebuah permasalshan secara tuntas.

Dalam slam pikiran para aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi vang cenderung teoritis, sehingga dalam
melihat sebush realita yang banyak mengalami penyimpangan
dari teori secsra tajam dapat menimbulkan sikap frustasi
yang mendalam. Bentuk-bentuk kekecewsnan atas sebuah
realita vang wmenyimpang begitu jauh dari teorinysa,
"mementahkan’ kewmbali konsep-hkonsep pemahaman yang selama
ini dipelajari dan dipahami sebagsai sebuah kebenaran dan
keyakinan. Misalnys ssja ketiks dalam sebuah pendidikan
yvang ditanamkan sikap tenggang rasa, silih asah silih
asih dan silih asuh, namun dslam prakteknys begitu banyak

Friksi-friksi tajam yang terjadi, saling menjsatuhkan dan

2) teterpaduan aktivis geraken nahasiswa pro-refornasi dengan anggota sivitas akademika lainnya non mahasiswa, seria
dukwngan tokoh-tokeh politik menjadiken aksi gerakan gatasiswa pro-reformesi senjadi sehush geloabang kekustan besar yang
genyadarkan para penegang kekuasaan babwa gerakan mahasiswa pro-reformast yang bergerak: pada awalnys sebagai basik kekuatan
moral, telah berubah genjadi sebush lewbaga kontrel sosial yang didukung oleh banysk Gihah. Melihat realita inilah, maka
secara komgkrit dapat dikatakan bahka keberadaan gerakan mahasiswa pro-reforpasi adelah zerupakan sebugh hasil darl proses
sikap yang berseberangan dengan para penegang heluasaan secara terus-tenerus, yang disulai dari perjuangan sahasiswa ite
cendiri hinoga mendapathkan berbagal dukungan dari hanyah pihak untuk mesyatakan keberpibakkannya iepada masyarakat secara

luas,
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saling " tikam’ demi heuntungsan diri sendiri.

Realita sosial sistem politik pemerintahan dan
perekonomian vang nampak dimasyvarakat menuniuvkkasn bahwa
rumusan sSistem politik pemerintahan dan perchonomian
menurut teori vang ada dan dipelajari selasmsa ini adsalah
berbanding terbalik dengan resalitanys. Perbedaan yang
terlalu tsjsm inilsh vang akhirnya menuntun para aktivis
gerakan mahasiswa pre-reformasi kepadsa bentuk-bentuk
sikap kekurangpercayvaan terhadsp keberadsaan llembaga
formal dan lembsaga informal. Para aktivis gersksn msahs-
sisws pro-reformasi melihat bahwa keberadasan lembagsa
formal dasn lembags informal vang sda tidak 1lain hanya
sekedar perangkat-peranghkat formal vang melengkapil kehid-
upan bermasyarakat tanpa mampu memberikan dan melayani
kebutuhan masysarakat vang sesungguhny321}.

Para aktivis gersakan mahasisws pro-reformasi sudah
tidak memiliki rasa kepercaysan terhadap keberadaan
lembaga formal dsn lembaga informal, sebab seringkali
para aktivis gerakan mashasiswa pro-reformasi mengalami
kekecewaan vang berulang terhadap lembsga-lembags tLerse-
but. Peran lembaga-lembaga tersebut kebanyakan hanyalah
berperan secara formal tanps menyentuh substansi yang
sebenarnya, sehingga seringkali pelayanan-pelayanan vang
dilskukan oleh lembags tersebut hanya pelsyanan vyang

bersifat “Iip service’zz}.

U} penateiran lembaga forzal dan lembage informal dalam sasyarakat hamys sebagai alat, adalah setuah bentuk penafsiran
yang sangat luas, harena nanti dalam penjelasan berikutnya yang lebih detil dan sendslan akan terunghap mengaps bentuk-bentuk
krisis kepercayaan itu suncul dan gengakibatian  gerakan mahasiswa pro-reformesi hanya percaya kepada diri sendiri dan kesam-
puan yang disilikinya secara sandiri,

4 Berbagai hentuk kekecewaan yang ditimbulkan sebagai akibat ketidakmampuan peran lembaga-lembaga tersebut dalam
zenyelesaihan permasalahan yeng seharusnya senjadi kewajiban sereka untuk genyelesaikannya. Yalaupun ade lesbaga yang dapat
senvelesaikannya, tidak jarang masih meninggalken sasaleh atau tidak genyelesaikannya serarp tuntas, Yalaupun ada lembaga yeng
nenyelesaikan zecara tuntss seringhali itupm dilakukan hanya sebedar wenyelesaikan setush permasalahen tanpa senyentuh sub-
stansinya atau berpihak secara jelas kepada salah pihak, atau malah justru gelindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu,
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Krisis kepercavaan terhadsp keberadaan lembags -~
lembaga vang seharusnya mendapastkan kepercayaan dari
masyarakat membuat para aktivis geraksn mshasiswa pro-
reformasi lebih wmempercayal kekustan vyang dimilikinys
sendiri dan memandang secara apriori terhadap keberadssn
semua lembags vang terlihat secara nyata mewakill sebuah
kepentingan tertentu23). Oleh karens itulah pars aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi membuat Jaringan ihforma—
i diasntara kelompok-kelompok mahasiswa vang sda, baik
jaringan vang terjalin antars fakultss vyang berbeda
waupun dsalam universitas yang berbedsa pulsa. Kontak komu-
nikasi antar jaringan senantiasa dijsgs, walaupun bukan
berbentuk perkenalan antar person, namun perkenalan antar
kelompok vang memiliki vizi dan tujusn yang sama tetap
berlangsung24).

Penvebab munculnya siksap krisis kepercayaan para
aktivis gerakan mshasiswa pro-reformasi terhadap peranan
lembaga formal dan lembaga informal serta implementasi

dari bentuk ketidakpercaysan tersebut dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

172'}Sikap apriori yang ditunjukkan oleh pars ahtivis qeratan mahasiswa pro-reforaasi serupakan cebuah bentuk krisis
kepertayaan terhadap keberadaan lembaga-lesbaga formal dan informal atas tebuatan yang mereka piliki, Pars fiktivis nemandang
batwa keberadaan lembaga tersebul sudah cejzk lasa serupakan bagian dari 'pilar-pilsr’ kekuasaan yang mesang sengajz dilestar-
ikan agar dapat senunjang kekuasaan secara terselubung. Misalnya saja dengan senclihara 'sistem pemilihan wakil-wakil raxyat’
pentuat para wiakil rakyat yang ingin senjadi wakil rakyat ahan bergantung penuh kepada penguasanya. Disi lain dari perekonoai-
an ialah denpan membuat berbagal aturan yang nestuat para penguasa ahan selalu memtattuhkan penguesa, sehingga para  pengusaha
tersetut akan aemelibera 'tedefatannya’ dengan penguasa.

) yontak kemwikasi antar jaringan vang dilakukan oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi pagda awalnya
dilaskukan oleh orang-per-orang yang saling berkenalan dalam berbagai kegiatan kemshasiswaan, atau kegiatan aksi bersama yang
Leudian bersepakat untuk terus senjalin hubungan. Dari kontak awal ini kesudian dilanjutkan dengan kontak antar kelompok,
walaupun pada nantinya masing-masing anggota kelompok yeng berhubungan itu tidak saling mengenal, tetapi sasing-masing dapat
caling mmmﬂhmwkmﬁtmﬁmymgﬁﬂﬂbwﬂﬂmmwwﬁmrmmnmjymﬁnmmm%LHmﬂwadﬂm penelitian
ini terdapat beberapa kelompok aktivis gerakan mahasisWa pro-reformasi yang anggotarya tidak saling mengenal dengan anggota
keloapok lainnya, tetapi jika turun bersssa kelapangan, sereka menangpalkan ‘bendera’ kelompoknya dan bergabung bersana.
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Tabel 3. Penyebab mnculnya sikasp krisis kepercaysan para  skhivis
gersken mahasiswa pro-reformesi dan implementasinya.

Sikap Penvebab dan implementasinys

Krisis kepercays—{ Penguassa, wakil rakyst, tokoh agama, lermbaga
an kepadsn pendidikan, sistem politik pemerintahan, per-
ekonomizm dan hukum.

Hanys mempercaysl kekustan sendiri yang dimi-
Siksp ysng dism-{ likinya dan melakukasn berbagal perbustan yang
bil den implemen—| dapst mendatanghsn perhatisn umam (demonstra-
tasinya., si, unjuk rasa, mimbar bebas, turun kejalan)
deni membuat jaringsn atsu jalinan informasi
antar fakultas atan antzr perguruan  tinggl.

Tabel disusun dsn dikuslifikasiksn berdassrkan hasil penelitizn dan
pemaparan dsta ysng diperoleh dari para aktivis gerskan mehasiswa
pro-reformasi.

Dari tabel distas krisis kepercayaan pars aktivis
gerskan nehasisws pro-reformasi terhadsap keberadaan
lembaga formal dan lembaga informal, secara kongkrit
tertuju pads pars penguasa, wakil rakyvat, tokoh agams,
lembaga pendidikan, sistem politik pemerintahsn, pereko-
nomisn dan hukum. Untuk memaparkan secara lebih rinci
bentuk-bentuk krisis kepercayaan, pewmnaparan diunraikan
dalam bentuk preposisi-preposisi berikutnya.
reformasi Lerhadap penguasa.

Krisis kepercayvaan para sktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi yvang ditujuhkan kebada penguasa Secara umnum
dapat dikastedgorikan kedaism dus sebab pokok, vaitu krisis
ketidakpercayaan terhadap penguasa Vvang disebabkan oleh
sspek perekonomian dan yang kedua adalah krisis Kkeper-
caysan terhadap penguasa Vyang disebabkan oleh aspek
sistem politik pemerintahan.

Dari saspek perekonowisan parsa sktivis gerakan wmaha-
siswa pro-reformasi mengalami Kkrisis kepercayaan terhadap

panguasa karensa peranan para penguasa dalam bidasng pere-
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konowmian secars tidak langzung telah wmelakukan sistem
perekonomian vyang menuju pada bentuk perekonomian kapi-
talis terselubung, sehinggas hanys memberihkan keuntungan

bagi sebagian atau sgekelompok atau segelintir orang

tertentu vang dapat memainkan pasar, yang dekat dengan

sumbu-sumbu kekuasaan dan vang memiliki modal besar untuk
melakukan penindasan ekonomi’ terhadap pemilik modal
vang menengah kebawahzs).

Peran pars pemilik modal besar yang ternyata jugsa
memiliki kedekstan dengan pars pemegzsng keknassan merups-
kan sebuah bentuk hubungan “timbal balik yang saling
menguntungkan sesgma mereka’. Disatu sisi penguasa diun-
tungkan dengan berbagai bentuk “pendapatan’ yang diberi-
kan oleh pemilik modal secars ~terbuka’ maupun ' terselu-
bung', disisi 1lain para pemilik wmodal-pun diuntungkan
dengan berbagail kemudahsn, fasilitas, bahkan pengucuran
kredit yang hampir melalui ambang batas resmi—nyaZS}.

Para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi Juga
nelinat dan mersssksn adanya berbagai bentuk penyimpangan
perekonomian yang dilakukan oleh pengusss, dimana bentuk-
bentuk pengusssan sumber dayva ekonomi yang tidak terba-
tass, termasuk didalamnys sumber daya alsm dan sumber days
wmanusia, dikuassi dan dikelola oleh sebagian orang atau

sekelompok tertentu untuk kepentingan dan keuntungan

2 Dengan penguasaan modal yang sangat besar, meka pesilik sodal yang besar dapat selakuken penguasaan sumber-sumber
ekonoai di segala bidang, baik bidang yang bercentuhan langsung dengan ketutuhan sasyarakat secara pokok maupun bidang-bidang
yang hanya menjadi perentara. Namun patul disayanghan pola mtok rendapatkan lahan perekonomian yang dibutubkan seringkall
didapatian dengen bentu-tentuk gersaingan yang tideh sehat, yaitw melalui pola-pola kedakatan fertenty dengan yang memberikan
prder, dengan mesberikan cejuslah ‘pelicin’, atan dengan senyerahhan ‘penc’ bahwa pelaksana yang ditunjuk untuk  mengerjakan
produk-produk tertentu sudah ditangani oleh kelenpek-kelompok tertentu muia,

) yeruasaan para penilik modal, seakan-gkan menjadi sebuah kehuasaan yang harus dipatuhi o’eh penguasa, karena sudah
reniadi realita batwa hespir disetiap sektor ekonoed yang menuniunghan terjadi ‘penguasaan’ bidang produksi dan  pemasaran
dengan tujuan neraih keuntungan sebesar-becarnya, tanpe berand melalui bentuk-bentuk persaingan yang sehat. Realita ini ditun-
jukkan dengan maraknys penguacaan HPH vang hazpir selebihi batas, pengusataan bahan-bahan tawbang, senquasai  preduk-produk
imdustri hulus sacan terigu, dan senguasal industri etosotil dengan dalib cebagal setuah produk sobil sasional,
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pribadinysa.

Pengistimewaan perekonomisn vang dilakukan oleh
penguasa terhadap kelowpok-kelompok tertentu memberi
peluang secara bebas dan sebessr-besarnya terjadinya
berbagai bentuk wmonopoli terselubung (ada Juga yang
terang-terangan) demi keuntungan pribadi atau sekelompok
orang tertentu, dan bukan untuk kesejashteraan bersama27).

penguasaan sumber dayva =alam sebagail salsh ssatu
komponen faktor produksi ysng dilskukan secara tanpsa
batas, dengan tidak memperkirakan keseimbangan alsm dan
kesinambungan kehidupan =zlam dan mssysrakat sekitarnys
terjadi secara mencolok, dan semua ini dilakuksn dengan
dasar bisnis semata tanpa memperhitungkan kebutuhan dan
kepentingsn generasi mendastang.

Para aktivis gershkan mahasiswa pro-reformasi Juga
melihat bahws pengusassaan sumber daya manusis secars non-
manusiawi juga terjadi dslsm bentuk melakukan eksploitasi
terhadap buruh, pekerja atau karyvawan, khususnya buruh,
pekerja atau karvawan wanits dan secara terselubung
adanysa buruh atau pekerja anak—anakzs).

Keberpihakan penguass menjadi terlihat apabila

terjadi konflik atsu pertentangan pendapat antara para

n Penpistimewaan dapat dilihat dalam realita babwa hedekatan orang-orang tertentu, atau wang-orang yang .eemiliki
aktes dengan kekuaszan akan mendapathan pelayanan dengan cepat, wendapatkan lzhan-lshan yang diinginkan dengan prosedur rela-
tif lghih oudsh, den dapat zenguasai lshan-iahan produksi serta pemasaran yang jaub lehih banyak, lebih bernai bersaing dengan
memilik modal kelas senengah kebawzh, Pemgistimewaan perekonoaian yang diberikan kepada pihsk-pihak tertentu tidak lepas
dengan keuntungan vang akan gereka peroleh, baik bagi orang yang memiliki modal saupun begi mereka yang memberikan izin serta
fasilitas-fasilitas tertentu.

) Bentuk-bentuk ekeploitasi ini dapat dilihat dengan tingkat R yang tidak sebanding dengan tingkat pertusbuhan
ehononi, tidak sendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan kesejahierasn pekerja yang kurang diperhatifan oleh perusa-
hadn. Fenosena ini terjadi karena perteahasn beranguapan bahwa unsur pekerjz sdalah unsur yang paling mudah dicarl dan paling
surah untuk dibeli di Indonesia, sehingga spabila pekerja tidak mau menerima 'perlakuan’ yang demikian, maka perusabaan ber-
anggapan %aeih banyah ‘calen pekerja’ yang mau masuk untuk bekeriz dengan upah yang ninim. D4 berbagai indutri yamg banyak
senggunakan tepaga keria manusia sebagai maka tenaga keria Indonesia adalah tenega kerjz yang paling murah, babkan sengapa
Indoniezia banyak melakukan ‘eksport tensga kerja' kavena memang di pasaran tenags herja intermasional, nilal temaga lerja
Indonesia jauh tebib murab dan tercedia dibayar berapaun agar meveta dapat bekeriz das mendapathan penghasilan,




pekerja dengan pengusaha. Pengussa menunjJukkan keberpihs-
kannys kepada pengussha, sebab dari banvak hal keputusan-
keputusan yang diambil oleh penguass melalul perangksat
Hubungan Industrial Pancasila lebih tertuju untuk mengun-
tungkan pihak pemilik noda1297

Para aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi Jjugsa
melihat bahwa penguasa telsh melshuksn bentuk-bentuk
disﬁriminasi perekonomian secars mencolok, yaltu dengdan
memperlakukan secara khusus pelaku-pelshku perekonomian
{pengussaha) non-pribumi, serta menomorduakan pelaku-
pelaku perekonomian (pengusahs) pribumi, kecuazall pengussa-
ha-pengusaha pribumi vyang memiliki kedekatan dengan
lingkaran kekuasaan.

Diskriminasi perlakuan dsn pemberiasn fasilitas dalam
bidang perekonomian nampsk sekali apabila pengussaha
tersebut berasal dari kslangsan non-pribumi (keturunan)
atau pengusaha pribumi yang memiliki kedekatan dengan
lingkaran kekusassan, misalnys saja dalam hal pengucuran
kredit, pemberian lshan perekonomian yang strategls,
kemudahan dalam mendapsatkan dan menggunakan fasilitas-
fasilitas vang sebensarnya memiliki fungsi umum dan so-
sial, bahkan diberikan berbagai kemudahan dalan melebar-
kan =aysp perusahaan dengan membentuk anak-anak perusahan
dibawah dominasi individu-individu tertentu,.

Pars sktivis gerakan mahasiswa pro-reformasl berang-

gapsn bahwa pemberian berbagsail bentuk-bentuk fasilitss

) pda beberapa aktivis gerakan mahasizwa yang juge selakwkan pesberdayzan dan pendaspingan bagi para pekeria, karya-
wan atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, ciesning service dll, sehingga sereka manpu sepberikan advokasi secarz lisan dan
berupaya memberikan pengertian bahwa keberadaan entara pekerja dan genqueata dalen Hubwngan Iagustrial Pancasila adalsh sed-
erajat. Tetapi realitanya menunjukkan berbeda bahwa kenyatasnnya apabila terjadi konflik antera pekerja dan pengusaha  dan
nasalahanya dibawa hingga e Depnaker, PAD dan PAP maka keberadasn pengusaha-lah yang lebih banyak diuntungkan oleh pihak
penguaca. Yalaumin ternyata keberadaan penqusaha kalsh, tetap saja ehsekusi atas putusan P4D stew PAP sengat sulit dilakekan,
karena pihak penqusaba-pun bersikukub tidak mau mespekerjakan kesball atas pembayar panti kerinian yang diderita oleh pekerja
selana di skorsing, selama menunggu atau selame menjaland pemerilsaan di F4D daa P42,
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khusus dan kemudshan bagi orang dan kelompok tertentu
vang bersifat tidék transparan adalah sangat merugikan
masyarakat. Karens selain tidsk dapat dilakuksn kontrol
secara terbuka atas bidang-bidang perehkonomian tertentu
vang sifatnya strategis, juga daspat menimbulkan iklim
yang kondusif bagi terciptanys persaingsn vyang tidsak
sehat, membudayanva korupsi, merajslelanya kolusi dan
berkembangnya népotisme.

Dari saspek sistem politik pemerintahan para aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformssi mengslami krisis keper-
cayasan terhadsp penguasa karena peransan penguasa dalam
bidang sistem politik pemerintshan telsah memperlihatkan
secara nyata keberpihakan penguasssa dan memberikan berbas-
gai kemudahan serta fasilitas kepada salah satu orsospol
peserta pemilu dan ‘menganaktirikan’ orsospol pesertsa
pemilu vang 1ainnya30).

Keberpihakan =ecara nyats penguasss terhadap salah
satu orsospol peserta pemilu oleh pars aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi mencerminkan sebuah bentuk berla-
kunya faham °“kekuasaan mayoritas’ sebagai sebuah hasil
Pemilu vang dianggap Luber oleh penguasa, namun dianggap
sebaliknys oleh para aktivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi. Para aktivis geraksn mahasiswa pfo—reformasi
melihat dan beranggspsn bahwa campur tangan penguass
dalam terlaksananys Pemilu adsalah terlalu dominan, se-
hingga mengurangi kadar kejujuran dan keseimbangan vang

sebenarnya ingin dicapai dalam Pemilu tersebut.

30 Yeberpibakan penguasa kepada salah satu orsospel pecerta pemilu dapat gilihat dalam realita batwa terbagal hemida-
han akan diberikan, eulai dari pengadasn bantuan, mengadakan musyawarah hesar, mengadahan dan pengazanan kampanye, menggunakan
sedia-gasea tertentu untuk orsospol tertentu, senggunakan fasilitas-fasilites peserintab untuk kepentingan orsospol  tertentu
tersebut dan pesberian suaber dana yang lebih dari orsospol laienya. Xonsep seperti ini semang lazim dalam dunia ketatanega-
raan dinana partal yang menang dalam pemilu akan menguasai secara lebih besar dalan peserintahan bila dibandinghan demgan
oreospol lainnya, Nasun hal tersetut jangan saspal mengesappingkan peran orsspol lainmya,
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Disamping itu pula para aktivis gerakan mshasiswa
pro-reformasi Jjuga melihat bahwa akibat campur tangan
pengusss dalam melakukan rekayassa politik vang tidak
sehat kepada salsh satu orsospol peserta pemilu, telsh
mengakibatkan terjadinya ‘perpecahan secara terbuka di
tubuh orsospol tersebut dan menjadi konflik yang berke-
panjanganSI)_

Para aktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi melihst
dan merassakan bashwa pihak penguasa telah melakukan.berba—
gal macam peﬁekanan, bsik secars terbuks maupun terselu-
bung terhadap bentuk-bentuk pemikiran yang berbeda atau
pendapat vyang tidak senada. Peneksnan sSecara represif
telah banyask dilakuksn basgl crang-orang yang telah bersi-
kap melakukan penentangan secara terbuks msupun terselu-
bung, bahkan tidak mengakul adanva sikap~-sikap vang
oposan. Dari berbagail bentuk penekanan ini para aktivis
gerakan wmsahasiswa pro-reformasi melihat bahwa iklim
perbedaan pendapst yang'sehat tidak dapat tercipta dan
terbina dengan baik. Jika iklim perbedaan pendapat secars
sehat tidak dapat tercipta dan terbina dengan baik, maks
vang ada adalsah bentuk-bentuk pemaparan pendapat atau
‘petunjuk-petunjuk’ dari “his master voice secarsa kuat.

Kondisi ini mengarah kepada sebuah bentuk wmasyarakat
hipokrit vang tidak berani mengemukakan pendapatnya,

tidak berani untuk mengemukakan pandangan vang berbedsa

H} para aktivis gerakan nzhasiswa pro-reformasi genilai batwa rekayass ini tertujuan untok meecak sebual  kekuatan
arsespol peserta penilu, agar dalas peailu yang ditehendaki ia tidak akan memjadi ancamss hagi orstspol lain yang penginginkan
gendapatkan kemenangan SeCara mutiah atau meyoritas. fingnapan rekayasa poiitik yang dilakufan oleh Ferguasa terhadap salah
satu orsospol peserta Pemilu yaitu dalam hasus POI. Realita mecunjukian batwa dalan kasus FBI terjadi konflik intern yang
terkepanjangan antara PO Scerjadi dengan PO pro-Mega. Rekayasa pelitih disinyalir dilakekan oleh pihak Penguaza untuk melak-
ukan ‘penyabotan’ terhadap heperinpinan Hegawati di dalam tubuh POL. Kepemimpinan fegawati dianggap sebanaj  ancaman  bagi
kekuatan orsospol tertentu, karena profil Megawati maspu menarik sinpati masyarakat kelss bawah dergan tharisma Bang Karno,
Untuk lebih jelaseya kasus perpecahan PBI dapat dilihat dalza: Irawan Saptono, tukas Luwarso (penulisl, Yeqawati Scekarnoputri
Pantang Surut Langkah, Penerbit 1SAI, Jakarta, 199, dan lihat juga dalam Ahaad Bahar, Riografi Politik Megauati Soekarnoputri

19931996, PT Pena Cendikia, Yogyakarts, 1396,




198

dan tidsak memiliki kevahkinan untuk menguntarskan pendspat-
nya sendiri stan berdiri diatas pendapsinys sendiri, yang
ada hanyalah siksp-sikap "mem-beo’, tidak memiliki keyak-
inan dan suburnys oportunisme.

Pola masyarakat vang demikian telash menunjukkan
bahwa pols masvarakat tersebut telah bergantung secsara
erat dan terikat secars kuat padsa pola patronitas yang
mendasarkan pada asumsi "I ‘etaat cest moi” atau “"The King
can do not wrong", =ebab dslam masyarakat yang demikian
tidak akan pernah ada penvangkalan, tidsk akan pernah sads
perbedasn pendapat dan segalanya dikondisikan untuk satu
suara-satu pendapat dengan dalih keutuhan bersama wmenuju
tujuan vang diiﬁginkan. Dan dari kondisi ini yang paling
tragis adalah bsahwa spa vang diucapkan oleh pemimpin
negeri adalah sebuah kebenaran yang tidsk boleh dibantah
atau dipertanyaskan lagil.

Paras aktivis gerskan mahasisws pro-reformasi melihat
bahwa proses penyebaran informasi seringkali dibayang-
bayangi dengan ‘rambu-rambu’ kekuasaan yang mendasarkan
pads asumsi untuk ‘menjaga stabilitas dan keamanan na-
sional’. Konteks penyebaran informasi ysng demikisan
menyebabkan kondisi pers dan lembaga penerbitan yang ada
senantiasa berada dibawah ancaman ‘presbreidel” atsu
Undasng-undang Pokok Pers yang lebih banyak menjaga ke-
langgengan kekuassan ketimbang memberikan ruang gerak

pers yang proporsionalsz).

) pealita menunjukkan bahwz keterkekangan pers cleh 'tangan-tangan kekuacazn’ yang dilatuian selalui Departesen
Penerangan, merupakan indikasi batwa kebebasan pers merupakan sesustu yang amat dikekang. Pers dikendalikan dengan sangat huat
untuk ikut serta mendukung elit-elit politik tertentu dan tidak diperkenankan untub “berbirara’ diluar jalur, Banyak kasus
yang dapat dikemukaken dalaw bidang pres ini, namun yang jelas dalam kerangks pikir para sktivis gerakan mahasiswa pro-refor-
pasi, pengekangan pers sebagai salah satu unsur indikator adanys derckrasi dalam sebuah negara serupakan sebuah tindakan yang
. %idak bemar. Beberapa contoh kasus pers yang sempat mencusd kepersukaan antare iain kasus dicautnya SIPP majalah TEMPR,
EOITOR dan Tabloid De'Tik. Untuk kasus tercebut dapat dilihat dalam: Heri Akheadi {pemyunting}, Ilusi Sebush Kekuasaan, pener-
bit 1SAI dan Pus-HAM URAYA, Midas Surya Grafindo, Surabaya, (997, Lihat juga dalaw: feran Hasibuan, Sitok Srengenge, Bredel di
Udara Rekaman Radio ABC, BEC, W, Mederland, WOA, Pererbit ISAI, Jakarta, 1994, Atay lihat juga: Bambang Bujmno, Putn Setia
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Dalam bidang sistem politik pemerintahan yang ber-
kaitan dengan masalah kebersadaan persnan dwi fungsi ABRI,
para aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi melihat
bahwa peranan dwi fungsi ABRI di berbagai bidang terlalu
dominan, sehinggas mengurangi porsi kHepercsayaan orang
sipil untuk berkarys dan memperlihathkan kemampuan serta
prestasinya. Konsep dwi fungsi ABRIL yang terlalu dominan
ini seakan-akan tidak memberi peluang kepada orang sipil
untuk wmaju dan berkembang sesuai dengan kemampuan vang
dimilikinya.

Selgin itu puls para aktivis gerakan mshasiswa pro-
reformasi melihat bahwa peranan dwi fungsi ABRI vyang
terlslu dominan telash mengasrahkan dan memihak terlalun
dekat kepads salah satu orsospel peserita pemilu  (dimana
seharusnya posisi ABRI adalah berdiri diatas semua golon-
gan dan bukannya berdiri diatas sebush golongan). Poszisi
ABRI selsmaz ini telah menunjukksn keberpihakan vyang
terlalu kentara dan nvaita, sehingga menimbulkan anggapan
sdanya ' kolaborasi’ antaras ABRI dengan salsh satu orsos-
pol peserta pemilu untuk wewujudkan dan mempertahankan
kepentingan golongan tertentu33).

Kedekatan dan keintimsn vang terlslu mendalam sntara

ABRI dengan ssalah satu orsospol peserta pemilu telah

Thoriq Hadad, “flengapa hapd Menqguaat”, Femerhit Yayazan Alusni TENFD, Jekarta, 1973,

5 Realits menumiukkan bahéa sudah memjzdi sebush rahasia usim bahwa ‘kedekatan’ setwsh orsospoel peserta peaily
{Goitar} dengan AR selain memeng berupa realitz sejarah; juga serupakan sebuak penusatan konstelasi politik yang nyatia
setelal Orde Faru. Tidak dapat dipungkiri.cleh sejarah babwa RERI merupatan 'bidan’ yang itut serts pesbanty kelahiran Sekber
folkar dan menjaganya hingga besar, mamun kal itu bukan berarti batwa keberadaan Golkar harus senantiase selalu herada dibawah
‘cuagan’ dan “Vindungan' ABR. dikalau memang Bolkar senginginkan sehagai sebuah partai yang meyoritas, maka hendaknya ia
aanpe untuk terdiri sendiri tanpa selalu memints dubungan dan bantuan dari ABRI, Hammn dalan masa Orde Baru peranan ABRI dalan
Golkar terlaly dopinan, dan kedekatan ARRD dengan Golkar memang menizbulkan reaksi-reaked di rasyaraxat, kasus inl cempat
mesuncak mpanakzla Y3AD vang saat itu dijabet oleh Jenderal TNI Hartono sengemukakan secara terang-terangan dan wvuigar bahws
“Setiap anggota ARRT adalah Kader Goltar'. Pernyataan ini semicu banyek opini yang akhirnya nenjadi polenik tersendiri yang
berkepaniangan, Untuk lebih jelasnya kasus ini dapat dilihat dalam: Togi Sisadiwiak (senyuniing), AERI Punva Bolkar, Fenerbit
1881, Jakarta, 1994,
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menvnjukkan sdanya sikap yvang sudah tidak proporsional
lagi dari ABRI dan secara tersng-terangan puls telah
bersikap “menganaktiriksn’ orsospol peserta pemilu  yang
lainnysa.

Para sktivis gersksn mahssiswa pro-reformasi meman-
dang bahwa peranan ABRI vang terlalu dominan dalam hsal
pengamanan politik telah menyebabkan pertumbuhan politik
vang aspiratif menjadi terhambat dan tidak dapat berkem-
bang dengan baik. Peranan ABRI =sebagai sparat keamsnan
dan ketertiban dalam menjalankan kewajibsnnya seringksali
mengedepankan penggunasan sistem pendekatan keamanan
( security approachy vang terlalu mencolok, bahhkan cende-
rung represif dan bersifat arogan, sehingga telah menim-
bulkan kesan bashwa ABRI hanyalah “satpam’ bagi golongan
atan  kelompok tertentu yang diarahkan serts difungsikan
untuk melindungi kepentingan golongan atau kelompok
tertentu tersebut.

Pars sktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi Jjugs
melihat bahwa penggunaan alasan “demi keamanan dan keter-
tiban serta stabilitas nasional’ yang berlebihan dan
tidak proporsional telah membust ABRI seakan-akan ber-
fungsi sebagail “pemadam kebakaran {brandweer)’ bagi
konflik-konflik tertentu vang bersifat politik, etnis
maupun ekonomi. Peran ini sangatlah tendensius sekali
sehingga tanpa memperhitungkan dampak negatif yang mnung-
kin timbul bagi ABRI itu sendiri, peran tersebut telah
mencoreng dan mengurangi rasa kepercayasn masysarakat
terhadap ABRI itu sendiri.

Berikut ini adalsh tabel penyebab krisis kepercayaan
parse aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap
penguasa yang terjadi di bidang perekonomian dan sistem

politik pewmerintsahan.

[UPT-PUSTAR-UNDY|
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Tabel 4. Penvebab krisis kepercayssn skiivis gersksn mshasiswa pro-

reformasi
sistem po

terhadap penguasa di bidang perekonomisn dan
1itik pemerintshsn.

Bidang

Penyebsb krisis kepercaysan terhsdsp penguasa

Perekonomian

Perekeonomizn hebas menuju bentuk perekonomisn
kapitalis vang hanya menguntunghan sebagian atan
sekelompok orang, bukan kemshkmursn rshyst bsnyak

Pengnussasn Sumber Daya Ekonomi tak terbatas
oleh helompok tertentu (monopoli) demi keun-
tungan pribadi atan kelompok tertentu pula.

Melskuksn berbagai bentuk eksploitasi, baik
terhadap surber daya alsm maupun pekerjanya.

Melakukan berbsagai bentuk diskriminasi dalsm
bidang perekonomisn: pribumi dan non-pribumi.

Penberizn berbagai bentuk fesilitass dan hemu-
dehsn terhzdap sekelompok orang tertentu yang
dekat dengan linghksran kekuassan.

ar

Yistem politik
dan Pemerintah-

Peranan penguasa yang terlaln dominan dalsm me-
ngawassi kebebssan pers yvang cenderung mengekang
sehingga tidzak tercipta arus informassi yang ter-
buka dan inforwmatif.

Memperlihatksn secsra nyats keberpihakan dan
memberikan berbsgai kemmdahsn kepada salsah sa-
tu orsospol peserta pemilu.

Melakuksn rekaysss politik kepada salah satu
orsospol peserts pemiln sehinggs mengskibstkan
perpecahsn secara terbuka dalsm orsospol tsb.

Melzkuksn peneksnan (terbuks/terselubung} ter-—
hadap pendspat vang berbeds, menentsng sikap
oposan (perbedasn pendspat) dan terikat kuat
pacts pola patronitas.

Peranan dwi fungsi ABRI yang terlalu dominan
sehingda mengesampingkan peran sipil.

Persnen dwi fungsi ABRI yang terlalu dekst de-
ngan salah satu orsospol peserts Pemilu.

Persnan ABRI yang terlalu dominan daiam pengs-—
menan politik, menyebsbkan pertumbuhan politik
vang aspiratif menjadi terhambat, terutama de-

ngan pendeksatan keamansn (security approach)

pro~reformasi.

Tabel disusun dan dikualifikaéikaﬁ berdassrken hesil penelitian dan
pemsparan dsta yang diperoleh dari para_aktivis gerakan mahasiswa




Sikap pengusss vang terlalu dominan dalsm bidang
sistem politik pemerintashan mengakibatksn mengendurnys
peran wakil rakyat vasng seharusnya dapat wengimbangil
peran penguass dalam bidang sistem politik pemerintahan.
Mengendurnys peran wakll rakyat yang disebabkan karensa
peranan penguass terlalu dominan membaws dampak terhadap
rasa kepercayvsaan masyarakat kepads para wskil rakyat-nya.

Peran wakil rakyst terlihat lebih didominasi oleh
sikap kebasifan, menunggun, dan terlihat "“kurang berani’
dalam mengemukaksn pendspst yang berbeda dengan penguass
dan dalam mengemukakan berbsagai sspirassi vang telah dike-
mukskan masysarakat kepada para wakil rakyait titersebut.
Untuk lebih memudahkan dalam memahami mengapa sebuah
masyvarakast mulai kehllangan rassa kepercayvasnnys terhadsp
peran para wakil rakysat dan rasa kepercaysan terhadap
kebersadazsn lembags perwakilan rakyst, beberapa pandangsn
para sktivis geraskan mshssiswa pro-reformasi daspat dili-
hat dalam preposisi berikutnya.
reformasi terhadap wakil rakvat.

Krisis kepercayaan para sktivis gerakan mahasiswa
pro~reformasi vang ditujukan kepads wakil rakyat secara
urmum  dapat dikategorikan kedalam dua sebsb pokok, vaitu
krizis kepercaysan terhadsp wakil rakyat yang disebabkan
oleh aspek sistem politik pemerintahan dan kedua adalah
krisis kepercsyszan terhadap wakil rakyat yang disebabkan
oleh aspek perekonomian,.

Dari aspek sistem politik pemerintahan para akiivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi mengalami krisis keper-
cayaan terhadap wakil rakyst karena mereks beranggapan
bahwa di lembags DPRD-DPR/MPR peranan wakil-wakil rakyat

lebih banysk berperan sebagai sarana legitimssi dari
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‘berbagai kebijakan vang dikeluarksn oleh penguasa. Secarsa
realita para saktivis geraksn mahasisws pro-reformasi
beranggapan bahwa kebevradsasn wakii—wakil rakyat di lemba~
ga DPRD-DPR/MPR tidsk lebih sebagail sebush produk kekus-
gaan, sehingga sikapnya-pun cenderung banyvak berpihak
kepada kekuasaan34).

Para aktiviz gerakan mahasiswas pro-reformssi berang-
gapan bahws keberadsan wakil-wskil rakyvat di DPRD—DPR}MPR
adalah lebih banysak berperan sebagai bagisn perpanjangan
tangan penguasa secars semu, hkarensa dalam realitanya
wakil-wakil rakyat tersebut lebih banvak bersikasp dan
berperan sebsgal “corong’ kepentingsn penguassa kepada
masyarakatnya ketimbang bersikap dasn berperan sebagai
‘corong’ hkepentingasn masysrakat kepads penduasanya. Ini
terlihat dari begitu banyaknys peran wskil-wskil rakyat
dalam usaha mensosialisasikan berbagail kebijskan kepen-
tingan pengusasa, padahal yvang seharusnys terjasdi dan
dilaksanakan adalah para wskil rskyat-lah vang harus
lebih banyak menyuarashkan dsn mensosialisasikan hepentin-
gan masvarahkat kepada penguassnva.

Keberadsan para wakil rskyat di lembaga DPRD-DPR/MPR
lebih banyak berperan sebagsai "kaum birckrat’ yang merasa
selalu ingin dihormati, dilavani, dan diposisikan lebih
dari msasyarakat biasa padsa vmumnya. Ini terlihat dari
bentuk-bentuk perlskusn vang ada pada mereka, dimans

mereka diperlakukan secarsa istimewa dengan penuh tats

M Reatita penunjukkan batwa peran dan campur tangan pihak penguasa dalae menentukan pars calon wakil rakyat, peaili-
hanayz hingga para calon tersebut menjadi wakil rakyat terpilih tidek lepas dari peran dan pengawasan pihak kekuasaan. Peran
calon wakil rakvat hanya fapat pacif, sebab sejak pemilihan untuk dapat senjadi calen dikenal adanya peran lembaga ‘Litsus’
yang ahah menilal dan senguii kredibilitas calen wakil rakyat. Pesentauan pihek penguasa begitu fetal, babkan setelah nereks
peniadi wakil rakyat-pun masih dapat ditarik kesbali atau ‘direcsll’ apabila ternyats mereha sencoba keluar dari kecepakatan
bersama ateu kesepakatan yang sudah digariskan oleh frakei. Realita ini menunjukkan batwa betaps rapuhnya komposisi dan kon-
struksi  jembaga perwakilan rakyat, sebab secara tidak langsung akses-akses tangan kehuasaan masih saja dapat menjanghau  keb-

eradaan para wakil rakyat.
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cara-protokoler yvang formal prosedural. Perilaku-perilaku
yang formal prosedural inilah yang menyvebabkan fungsi
dari pars wakil rakyat ini dinilai kurang tajam. Walaupun
iz memiliki posisi politis vang dianggap selara dengan
penguass, namun dalam realitanya tetap saja psara wakil
rakyat ini cenderung bersikap lebih "sopan’ kepsda kelom-
pok lembags eksekutif ksrens tetap merasa bahwa kebera-
dsan mereka secars tidak langsung bergantung kepada
keberadsan kelompok yang berkuasa35).

Sikap formal prosedural dari para wakil rakvst
inipun banysk dikritik oleh para aktivis geraksn mahasis-
wa pro-reformesi, sebsb dalam berbagail kesempatan Vvang
ada, dimana terjadi adanya keluhan ataun adanysa pengaduan
dan adanya hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat
kepads wakil-wakilnya di lembzgsa DPRD-DPR/MPR lebih
banyak ditanggapi dan disikapi sebagaimana layaknysa
perilaku seorang birokrat dan bukan perilaku sebagaimana
layaknys seorang wakil rakyat. Sikap dan perilaku vang
formal prosedural inilsh yang dengan sendirinys secara
tidak langsung sudah membuat jarak vang cukup dalam
sntara masyarskat dengasn wakil rakyat itu sendiri.

Seringkali masyarskat mengeluhkan dan menyesalkan
perilaku para wakil rakyst yang terkadang lebih "birokra-

tis® lhketimbang kelowmpok “birckrat’ itu sendiri. Tata
|

) Sehagai contoh betapa habwa para wakil rakyat tercebul 'tetap memiliki kelakutan' terhadap penguasa, etay tetap
gerasa berada di bawah kekuasaan para penguasa ialzh ketika para wakil rakyat seneriea pengaduan tentang adanya sekelopok
padagang kaki lima yang diusir dari tempat berjualannya, dan diperlakukan serara semena-sena plet aparat ketertiban umum, saka
para wakil rakyat tersebut hanya sampu menjawsb "akan kel konfirmasikan dengan aparat tibus®, atau “akan kasi perhatilan dan
shan hami sampaikan kepada aparat yang berwenang menanganinya”, atau “akan kami uculkan dalas agenda sideng mendatang®, atau
*akan kani usahaban dan untuk sementara kami tampung”. Dan ketika para pedagang kaki lisa itu mencesak kepada para Hakil
rakyat untul ceqera seminta kejelasan dan epastian lahan dagang mereka dan sendesak para waki} rakyat ity juga agar melskukan
tindakan pendesakan kepada keloapok ekeehutif, maka jawsban para wakil rakyat adalah *pani tidak dapat mendesak, sebsb panti
kami digarahin oleh pak walikota®, Ini asrupakan realita hahwa walaupun cecara teoritik keheradaan wakil rakyat itu sederajat
dengan eksekutif, tetapl dalam realita “para wakil rakyat’ itu tetap ‘tunduk dan takut' kepada eheekutif, karena cecara reali-
ta juga keberadasn pereka di lesbaga wakil rakyat-pun tidak lepas dari kekuesaan tangan kelompoh penguasa.
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aturan protokoler yang bertele-tele serta berbsgal macam
peﬁgaman dan persyaratan untuk dapat bertemu dan menvam-
paikan keluhan, seringkali diterapkan secara ksku dan
‘zakeliihk’ taépa menandang segi prioritas—responsifitgs
dari permasalahan yang hendak disjukan oleh masyarakat.

Penanganan permasalahan vang dilskukan oleh para
wakil rakyat dirasaksn oleh para aktivis gerskan mahasis-
wa pro-reformasi seringkali terlalu bertele-iele, formsa-
litas dan tidak mencapai pada skar permasslahannya.
Seringkali "sidak’ satauw ~turun ke daerah’ hanvslash seke-
daf mengikuti pra-syarat stau ~format baku’ uﬁtuk men-—
velesaikan sebuash permassalshan, sehinggs tidak Jarang
permasalahan vang ads bukannya ditangani secara serius
malah menjadil semakin rumit dan berkepanjangan.

Para sktivis gershkan mahasiswa pro-reformssi melihat
bahwa "ketidak-seriusan’ para wakil rakyat dalsm mensn-
gani keluhan-keluhan masyarakst dapat dilihat dari bentuk
penanganannya. Para Akvitis gerzkan mahasiswa pro-refor-
masi melihat bahws banvak keluhan-keluhan yang dissmpai-
kan oleh masyvarakat ditsnggspl oleh para wakil rakyat
hanye sampail ﬁada batas, “akan kami pertimbangkan’, atau
hanya pada batas “akan hkami perhatikan’ atau "akan kami
usahakan’ tanps memiliki kejelasan sampal dimana hak-hak
masyarakat itu diperjuangkan oleh para wakil-wshkil rakyat
tersebut. Tidak pernah ada jaminan khusus dari para wakil
rakyat bahwa permasslshan tersebut benar-benar diperj-
uanghkan dan dapat mencapal hasil yang memuaskan. Sering-
kali tindakan " penerimaan’ maSyarakat_oleh pars wakil
rakyat untuk berdisalog dan menyvanpsaikan keluhan-
kelnhannya haﬁyalah sebuah tindskan untuk sekedsr wmen-
tenteramkan atau mnenenangkah kelompok masyvarakat vyang

tengah bergolak atau tengah bermasslah.
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Proses ini menurut pars aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi sudah berlangsung sedemikian lama dan
proses ini menurnt mereks penuh dengan ke-~formslitasan
dan "kepura-puraan’ belaka, yaitu hanya sekedar memenuhi
syarat adsnys Lembags Perwakilsn rakyat dalam bentuk
negara vang mengaku dan mengagungksn demokrasi dsalam
bentuknya vang "hAhas . Dengan demikisn proses vang sudah
"melembaga’ sedemikian lama ini menimbulkan sikap keku-
rangrercavaan dan menimbulkan kersguan atas kemamnpuan
lembaga perwskilan rakyat dalsm memperjusngksn berbagail
masalah yang ada di masyarakat, menimbulkan pula siksp
tidak perduli dan sikap acuh tak scuh kepada paraz wakil
rakysat-nys (kalgu tidak mauv disebut sebagai sebuah bentuk
atan perwujudan sikap antipati masyarakat hkepada para
wakilnyva di lembaga perwakilan rakvat).

Dalam pandangan pars aktivis gerskasn mahasiswa pro-
reformasi keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD-DPR/MPR
sebenarnya  kurang mewaklili kepentingan masyarakalt vyang
sesungguhnya. Para wakil-wakil rakyat yvang telsh berhasil
duduk di lembaga perwakilsn rzhvaet balk tingkat daersh
manpun tingksat pusat terlihat lebih banyak menyuarakan
aspilrasi kepentingsn golongsn msupun kelompoknyva. Ini
terlihat dari begitu banyak motif-motif politik vyang
saling berbenturan dalam lembaga tersebut, terlihat
begitu banyak “aturan main’ yang lebih didasarksn kepada
kepentingan golongan atau kelompoknya, sehingga =zpabilsa
ads seorang anggota dari golongsn ataun kelompoknya vang
keluar dari ‘jalur' atau keluar dari "aturan main’ vyang

telah disepakati akan di‘cap’ sebagai orang yang “mbale-



lo’ dan segers dikensksan ‘recall 38},

Namun demikian paras skitivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi-pun melihat bahwa tidsk semus para wakil rakyat
tersebut bersifat hipokrit, sebab ads jugs vyvang memang
benar-benar berusaha mewakili kepentingan masyarakat dan
menyuarakan kepentingan mereka.‘ Walan demikian parsa
aktivis gerakan mahssiswa pro~f;formasi Jjuga melihat
bahwa kalaupun sda wakil rakyst yang mencoba untuk me-
nyuarakan kepentingan masyarakstnva, maka wakil-wakil
rakyat itupun kurang dapat menangksp sepenuhnva aspirasi
masyarakst yang senyatanya. Seringkali aspirasi tersebut
tidak diterima secsra penuh ataw keliru dalam menafsir-
kannya. Hal ini terjadi ksrena pads dasarnys pars wakil-
wakil rakyst tersebnt kursng sosialisasl atau tersosiali-
sasikan kepada masyarakatnya sendiris?) .

Tidak =edikit pula para wakil rakvat vyang memang
benar-benar melskukan advoks=si untuk nmasyarakat dan
menyuaraksan kepentingan masyarszhkat. Namun setelsh dicer-
mati kembsli oleh para aktivis gersksn mahasiswa pro-
reformesi, wakil rakyat vyang bersangkutan ternyata hsanyvs
berusaha memencuatkan sebuah permasslahan, mangajukannysz

dan "mendompleng’ ketenaran dari kasus atsu masalah vang

terjadi di masyarskat untuk ketenaran pribadi.

B} Reatita ini lebih genuniukkan hahwa hal-hal vang dikemchaken dalam lemhaga perwakilan rakyal dizamping lebih
banyak bersifat foraal-prosedural, lembaga isipun merupaken lemhaga vang lebih tepst dikatakan cebagai lembaga vang mewakili
bepentingan golongan ataw heloppok, dan tidak tepat untud menyandang peran sebegai jembags perwabilan rakyat. Perlindunpan
terhadap %epentingan colongan atau sekelompok orang teriihat melalui peraluran-peraturan vang sergat’ sengikat dan hegitu
"protectif' diterapkan.

) gl ind tidak lepas darl proces bagzisana para wakil-wakil rakyat 'vang terhormat’ itu dicelonkan, dilitesus dan
dipilih oleh penguasa uniuk dapat diedarkan kepada masyarakat untuk dipilih hembali oleh masyarakal sebagal syarat adanya
Pemilihan Umum dalam negara yang mengaku menoznut fahasn demokrasi dengan coraknya yang khee. Bagaismana shan dapat iersosiali-
sasikan apabila parz 'calon-calon wakil rakyat yang terhormat’ tersebut pads dasarnya memang tidak dikenal cecara umum, dan
hanya dikenal melalui mama tanpa tahu wojud, tempang dan hredibilitasnya vang sebenernya. Para 'calon wakild rakvat yang ter-
hormat’ tersebut hanyz taspil ketika selabukan hampanve dan merjaniieean berbagal mcas progras serta kewsdshen begl mesyarakat
agar masyarakat bercediz gemilibnya, itupun terjadi selan ceminogu dales wilayal yang lues, sehingge Resunghinan untud terbuka
dan melakuban kosunivasi secara baik dan tishal hatik secers representztif, sulit untok tercapai.
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Menurut pars aktivis gdershkan mahasiswa pro-reformasi
keberadaan para wakil-wakil rakyat di DPRD-DPR/MPR 1lebih
banyak dikenal oleh masyarakat melslul "nama yang ditem-
pelkan” ketika diselenggsrakannya pemilu tanps mengetahuil
orangnys sams Seksli, sehinggs menimbulkan keberadaan
wakil rakyat vang kurang beraksr dan mengakar di masyarsa-
kat. EKeberadsan wakil-wakil rakyst vang hkurang berakar
dan mengakar di masyarakat menimbulken posisi pars wakil
rakyat tersebut sebagsai ~kader-kader jenggot® atau kader-
kader orsospol vang hanya dapat “bergantung keatas' tanps
memiliki basik dan akar vang kust di masyarakatSB). Oleh
karenanys tidaklah mengherankan apabila masyarsakat kurang
merigenal wujud vang sebenarnya dari wakil-wakil rakyat
mereka dan sebaliknyapun para wakil-wskil rakysat tersebut
kurang dapat mensanghksp aspirasi masyarakat yang sebenar-
nya dan seuntuhnya.

Siksp apriori para aktivis gerakan mwshasiswa pro-
reformesi terhsadap keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD-
DPR/MPR vang ads menjadi semskin bertambsh dengan adanya
sebutsn 4D yaitu datang, duduk, dism, duit’, bagi pars
wakil rakyat. Siksp apriori ini semakin diperparah dengan
penampilan para wekil rakyat yang ‘glamor’ atau ~bersa-
fari-ria’ namun kurang memiliki days inisistif vang
tinggi dalsm berbagai hal di bidang pelaksanaan pemerin-

tahan sebsgsi ‘sparing-partner’ darl penguaza.

B} Yeberadaan hader-hader jenggot' vang tidak memiliki basik ataw sessa wasyarakat dan tidak mengakar di masyarakat
kini semakin terlihat dan terbukti ketika tokoh-tokoh utase dalam orsospol yang disacukinya 'tumbeng’ sereka bidak mesiliki
tagi tempat wntuk bergantung dan senikmati berbagai pelayanan atau fasilitas yang biasa pereka peroleh ketika tokoh tersebut
masih ada. Para 'kader jenggot’ inipun lebih menampakikan aslinya sebagai 'keder-kader kardus’ yang nampak besar diluar namun
kosong didalamnya, karena sebanenya ia hanya bergantung pada kharissatik seseorang. Yetika teriadi perubhan sosial yang besar

‘dan luar biasa, makin terbukti lagl bahwa kebanyakan orang-Orang yang bergantung dalem sebuah grsospol eeniadi pecak dan
ealing memecahkan diri, bertengkar sendiri, sencari pengaruh sendiri-sendiri dan ‘bercakar-—cakaran sengird’ untuk gencard
massa, populeritas agar dapat mencapai jenjang politik yang lebih. tinggi dalam orsosgol tereebut. Penggunogan istilah “hader
jenggot’ adalah kader yang tidak memiliki akar ke btawsh, tetapi hanya sesiliki akar ke atas, stan hanya akar yang menggantung,
seperti "lambang’ dari cebush orsospol peserta pemilu.



Penunjukkan sikap dan perilaku atas status sosisl
yang disandangnya sebagai seorsng wakil rakyat ternyatsa
lebih banyak bersiksp sebagsi seorang birokrat dan bukan
sebagai abdi dsri masyarakat}'Sikap dan perilsku dari
parsa wakil rakyat ini membuat masyarakat menjadi lebih
mempercayai peranan Komnas HAM atan LSM vang ads sebagai
lembags~lembaga vyang dipercayai oleh masyaraskat untuk
menyslurkan aspirasi, kelvohan dan kepentingan masyarakat,
ketimbang menyampaikan aspirasi atau keluhannya ke lemba-
ga prerwaklilan rakvat yang ads.

Dari aspek perekonomian para aktivis gerskan mshs-
siswa pro-reformasi mengalami krisis kepercaysan terhadap
peranan wakil rakysast sebagai lembaga yang mewakill kepen-
tingan masyarakat karens peranan wakil-wakil rskyat dalam
bidang perekonomian menunjukkan posisi yang sangat mini-
lmal walaupun berbagai kebutuhan paras wakil rakyst itu
sudah dicukupi dan dipenuhi oleh m&syarakat39>.

Sikap dan penampilan paras wakil rakyst menurut pars
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi adalsh Kkontras
dengan masyarakatnva. Ini menunjukkan bahwa sangat sedi-
kit sekali para wakil rakyst yang benar-benar memshani
kondisi masyarakatnya, sebsasb dslsm kondisi vang serba
‘pas-pasan’ paras wakil rakyat tersebut masih saja memper-
scalkan hsak-hak mereka sebagei wakil rakyat yvang kurang

pada tempatnya dikemukskan (misslnyva saija keberadaan

37) ohon diingal bahwa peshiayaan cegala hebutuhan para wakil rakyat itu ditangquay oleh masyarakat dan didapat dari
dana yang diberikan oleh masyarskat melalui berbagai pajak dan pengutan vang dikelola olek penguasa, Mulai dari kebutuhan

penyelengoaraan pesilihan wius hingga Sidang Upua MR tereebut sempeluarkan dana yang iidek sedikit, nesun sps yanp hasilkan

sama sekali bukan yang dikehendaki oleh masyarakat, Peran wakil rakyat di bidang perekonomian meminjukkan adanya keberpihakan
nalaupun secara “salu-malu’ kepads pihak yang memiliki sodal, Tidak sedikit peraturan perundangan yang dihasilkan dari lembapz
ini yang weailiki euatan-suatan ekonomis yang menguntungkan bagi salali satu pihak, Hal lain yang patut dipertanyakam, kalau
genang lesbaga perwakilan rakyat semenp serius untuk melahukan perlindungan terhadap mesyarabat, maka seharusnya sudab sedari

tulu sengajukan rancangan undang-undand antimenopoli dan periindungan bonsumen. Ini sebenarnys bisa terlaksana karema lembaga -

pervakilan rakyat seailiki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang.
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fagsilitas pengadasn mobil dinas vang baru atan pemberian
kredit mobil dengan fasilitss dinas, pemberian cincin mss
souvenir ucapan terima kasih, dan permintaan berbagai
fasilitas satas pelayanan vang dirasa cukup berlebihan).
Realita vyang menunjukkan bahwa para wakil rakyat lebih
memikirkan hkondisi perekonomisn pribadi ketimbang memi-
kirkan kondisi perekonomian masvarakat telah membust
posisi para wakil vrakyat yang sudah kurang mendapat
kepercayaan menjadi semskin kurang disukai4o).

Selain itu pula para sktivis gerakan mshssisws pro-
reformasi Jjuga melihat adanysa sikap yvang mendua dalam
diri wakil-wakil rakyat yang berprofesi jugs sebagsi
pengusaha. Dimana pada satu sisi mereks berperan sebsagsai
wakil-wakil rakyat vang memperiuangkan hak-hak mssvara-
kat, namun disisi lain mereka-pun turut serta mengdambil
keuntungan satszu fasilitas dari posisi-nya sebagsi wakil
rakyat untuli memperlancar bisnis atau perusahazan vyang
dilaskukan atau dikelola oleh lingkup keluarga, kerabat
atau temannya. Tidak sedikit ° tender-tender’” yvang dike-
lusrkan oleh penguasa dikelola Juga oleh sebagian’
anggota wakil rakyat yang berprofesi sebagai pengusaha,
sehingga timbul kesan bahwa tender yang ada tidak melalui
lelang tetapi melslul penunjukkan. Pi sisi lain, karensa
tender penguass itu dikerjskan oleh sslsh seorang anggots

wakil rakyat, maka fungsl pengawasan lembsaga wakil rakyat

M) patas beberapa kasus yang senpat menyolok dipermukzen ialah dengen ritut-ributays para anogota - DPRAMFR dengan
hasus pemberian cincin mas souvenir yang beratnya seria kadarnya tidek secuai dengan yang dijanjitan, Ini mepuniukhan sebuah
perilaku bafwa apabila hak-hak mereka {(para wakil rakyat) itu yano dilangger maka mereka aban gencar melakukan  perlawanan,
bahkan kalaw perlu mengundang media mases untuk wengumiskan dan senyatahan akan menqusutnya sempai tuntas. Tetapi apebila yang
sengadukan  perpacalahen adalah masyarakat dan tidak ade kaitannya dempan dirinya, maha hineriz parz angoota wakil rakyat
tersebut terlihat kurang antusias. Contoh lain ketika para wakil rakyat diperbolehken mengasbil kredit mobil, eava rassi-ramai
Fereka segera sengpunakan hab terzebut untuk mencukupd kebutuhan sereha. Ind teriihat babwa serska 'm3sif haws' akan haria dan
bukannya mendafwlukan kewajibannya sebagal wakil-wakil ralyat yang seharusnya justru meapertanyaken Gengapa mereba  justru
diberikan Kemudahen untuh sengasbil sobil 'Tiser' yang jelas-ielas serupakan bentuk sebuah persaiasngan industri yang tidak
sehat,



atas proyek-proyek vang dilakukan oleh penguasa tidak
dapat berjalan dengan baik, karena bsik pengusasa  vang
memberikan ‘order’ maupun ‘pelaksana order’ berads dalam
lingkup kerja yang hsmpir sams, dsn dalsm hal ini masya—
rakatlah yang paling banyak dirugikan®l?.

Belum lagi masslah keterksitan ‘orang-orang’ terten-
tu yang dekat dengan lembsga kekussaan tetapi juga berads
di lembaga perwakilan rakyat, sehingga amat dirsguksn
sekali adanya keobyektifitasan sebuash pekerjaan dan
tanggungjawab yang dibebsankan baik kepsds pengunasa sebsa-
gai lembags eksekutif vyang menjalankan pemerintahan
sebuah negara, maupun kepada lembaga perwakilan rakyat
vang berfungsi mendampingi dan mengswasi penguasaéz}.

Untuk 1lebih memudshkan dalam memshsmi kondisi-kon-
disi yang menyebabksn terjadinva krisis kepercayaan psars
aktivis gerakan wmszhasiswas pro-reformssi terhadap pars
wakil rakyat di bidang sistem politik pemerintahan dan
perekonomian, pemaparan dalam bentuk tabel dapat dilihat

berikut ini:

51} qugah genjadi rahasia umum apabila ada sebush tender yang dikeluarkan oleh pihak penguaca, saka beberapa persen
bagian vang dikeluverkan dari dana yang tersedia merupekan ‘upeti’ bagi yang aengeiuasrkan tender tersebut, Dalam hal ada keter-
}ibaten orang-orang dalam cebagai perantara atau pesberi ‘orger’ seakan-akan sudah merupakan kelaziman agar kedua belah pihak,
baik vyang mesberi order matpun yang menerima order dapat tetap berjslan dan saling mesbantu, Fungsi leshaga pengawasan yang
ceharusnya juga apat dilakukan oleh para wakil rabyat akan menjadl rapsh, harems sudah senjedi rahasia ueem pula apabila ada
cebagain dari para wakil rakyat tersebut yang justru hidup tidak hanya sebagai wakil rakyat tetapi juga dari tender-temnder
vang Oikeluarkan oleh peseriniah. Disini ada catu pihak yang mengerjakan dua pekerjaan berbeds yang saling bertentangan. Di
satu sisi ia harus memgerjakan pekerjaan yang ditenderkan kavena ia juga sesecrang yang nendapathan pekerjaan, disisi laln ia
juga harus mengaWsel jalennya tender tercebut karens iz juga seorang wakil rakyat yaep berhek mengawasi jalannya pembangunan,
Keruaiten proses pesberian den pengawasan tender yang terjadi di satu orang terap terjadi, lebih-lebih para wakil rakyat vyang
sekaligus juga pesenang tender tersebut adalah 'Felompok alau erang tertenty’ yang memiliki akees dengen hekuasaan atau mesi-
liki 'kedeiaian pribedi’ dengan sumber kekuasaan.

42) Lesahnya fungsi pengawasan yang dilakikan oleh jembaga perwakilan rakyat atas tender-tender yang diterikan oleh
penguasa senyebabkan hanyah terjadi korupsi, kelusi, nepotisse dan upetiisre. Norupsi harens adz hagian-begian tertesty dari
keuangan negara yang oirugikan oleh pihak-pihak yang berkolusi, kolusi harena para pihak yang zelakukan penyimpangan tersebut
baik yang memberikan tender maupun yang menerima tender melakuban kesepahatan yang tidak sehat, nepotiswe karena dalan pembe-
rian tender tersebul mengacu kepadz pola-pola edekatan tertentu, baik kedekatan dengan susbu kehuscawns, hedekatan kekeluar-
g2an, hkedekatan teman  alau kerabat dan upetiisse karena bagi mereka vapg mencnagkan tender sudah menjadi kelaziman untuk
menyerahkan sekian persen dari nilal tender %epada orang yang memberikan tender atau kepsda orang yang membantunya memenanghan
tender.

e - e e - .- e e e el e e g e e [
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Tabel 5. Penyebab krisis hkepercayaan aktivis gerskan mshasiswa pro-

reformssi

terhadap wakil rakyat di Bidang sistem politik

pemerintahan dan perekonomisn,

Bidang

Penyebab krisis hkepercsyasn thd. wakil rakyat

Hanya meruvpshkan saranz legitimssi dari berbs-
gz1 kebijakan vang dikeluarkan oleh penguasa,
dan wakil rakyat disnggsy sebagai produk ke-
Miasesn.

Dianggsp sebagal perpsnjsngsn tangsn pengusss
karens lebih banyak menyusrshan kepentingan
penguzsa kepada rakyat bunkan sebaliknys.

Sistem politik
dan pemerintah-
an.

Wakil rakyat lebih bsnysk berperan sebagail bi-
rokrat bukan sebagai orang vang mewakili ke-
pentingan masyarakat (minta dilaysni buksn me
layani).

Wakil rakyst koreng mewakill kepentingsn rak-
vat dan lebih banyak menyusrskan kepentingsn
Eolongan stan kelompohnyva.

Keberzsdeasn wakil reshyat harang mengakar sehing
ga kurang dikenal wmasyarskst. wakil rakyst di-
anggap sebegal "Keder Jjenggolt’ kader vang ber-
gzntung keatas.

Adanya persepsi veng knrsng baik terhadap We-
kil rakvat (4d), bersiksp mengsmbil Jarak de-
ngsn masyarakatnya, glsmor dan hurang memiliki
inisistif, sehingga mesvarakst lebih percaya
kepada Kowmnas HAM stan LSM.

Mengeluarksn biava vang tidak sedikit uniuk
kepentingasn pemilihan wakil rakyat dsn sidang-
sidengnys, nsmun karsng aspiratif.

Perehkonomisn

Wakil rakyat lebih banyzk memikirksn kondisi
perekonomian pribadi ketimbang kondisi pereko-
nomian masyarakatnya.

'bisnis yang dilskukan oleh lingkup keluargs,

Siksp mendvs dari wakil rskyst, vang Jugs me-
ngambil keuntungan stz fagilitazs dari posisi-
nya sebagai wskil rakyat untuk memperlsnoar

kerabat stan temsrnmys.

Adanya bentuk korupsi, kolusl, nepotisme dan u-
petiisme di kalangsn penguasa dan wakil rakyst.

Tabel disusun den dikuslifikasikan berdésarkan.hasil penelitian dsn
pemsparan data yang diperoleh dasri pars akiivis derasken mshasiswa

pro-reformasi.
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Krisis kepercavaan magsyarakat terhsdsp para wakil
rakyatnys dan terhadsp keberadaan lembaga perwakilan
rakyat dalsm upava mengemukakan aspirasi masyarakat dan
memperJuangkannys, tidak lepss dafi berbagai persepsi
apriori mesyarakat terhadap orang-per-orang.

Disamping peran lembaga perwakilan .rakyat yang
kurang dapsat mensejajarkan dirl dengan peran penguassa
vang terlsalu dominan, kondisi vyang éda semakin diperparah
dengan adanys gikap apriori masyvarakat terhadsap
orang-per-~orang vang duduk dalam lewmbags perwakilan
rakyat. Masyarskst menilai bahws sikap " kevokalan' seseo-
rang vang selsma ini terlihat nyata di mssysrzkst dan
menjadi “singa’ dslam berbsgsi mimbar ternyata ketiksa
masuk dalam lingkup “kelembagaan' , "kevokalan’ tersebuti
nyvaris lenyap, menjadi sirns  tertutup oleh berbagai
kebijakan fraksi?s).

Walsu demikian tidak sehsrusnya peran wmelakukan
kontrol terhadap perilaku penguasa menjadi mengendur dan
bersikap acuh tak acuh atas permasslashan vang dihadapi
cleh m&syarakatnya. Salah gatu bentuk “person’. vang
begitu banyak dikecewakan perannysa di lembaga perwakilan
rakyat oleh masyarakst adalah peranan tokoh agama, dimana
pade =awalnya masyarakat begitn Serharap banyvak terhsadap
peran tokoh asgama tersebut sgsr dapat memberikan warns
dan nuansa baru di lembaga perwakilan rakyat. Tetapi
ternyata setelah mereks memasuki sebuah lingkungan kelem-

bagaan telah begitu banyak perubshan yang terjadi pula

1} gealita aenunjukkan balwa seseorang yang biacanya bersikap 'vokal' dan selalu melibat calan sisi yang berbeda
dengan sisi penguasa, namn apabils setelah ia erads di linghwngan kekuasaan, babkan berada di dalaenya , ‘kevehalan' ity

" penjadi cirma, hilang terbawa olel arus yang ada dalam kekuaszan tersebut. Fenosena inipun terlihat secara nyata 61 pihak

wakil-dakil Rakyat, yeng seat melakukan haspanve mereks senguabar berbagat macam jamil, nasun ketiha mereta sudah terpilib dan
berada dalas sebuzh Gistem maka kevokalan ilupun senjadi lenyap. .
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dalam diri tokoh sgama tersebut. Untuk lebih wmemudshkan
dalam melakukan klasifikasi dan pengursian secara siste-
matis krisis kepercayaan terhadsp para tokoh agama dapat
dilihat dalam prpposisi berikutnyvsza.

reformasi terhadap tokoh agama.

Secara umum krisis kepercaysan pars aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi terhadap para tokoh sgama terjadi
disebabksn adanya berbagai bentuk penyimpangan “halus’
vang ‘memperalat’ agams itu sendiri deml kepentingan
terselubung dari sistem politik pemerintahan dan pereko-
nomian.

Dalam bidang sistem politik pemerintshan pars akti-
vis geraksan mehasisws pro-reformasi melihat bashwa telah
teriadi berbagai bentuk "pendekatan’ vyang dilakukan oleh
penguass kepada para tokoh agama sebsagai sarana legitim-
itasi mendspatkan kepercayazsn dari vmmat tokoh agasma yang
bersangkutan. Kedehstsan pars pengusasa kepsds para tokoh
agama dipandang sebsagai sebush kedekatan tendensius’
vang menghendski dengan ’terkuasainya’ psrzs tokoh agama
sebagai pemimpin informal secara tidak langsung kelompok
ummatnyapun dapat dikwnssai untuk dikendalikan secara
lebih mudah®4) .

Para aktivis gersksn mahasiswa pro-reformasi melihat

bshwa kedekatan parszs tokoh agama dengan sumber-sumber

M) Realita ini memunjukkan bahia sehenarnya kedekatan para penguasa kepada parz tokoh agama serupaken bentuk tindakan
‘pisay bermata dua'. Disatw sisi para penguasa secara terselubung telsh relshukan tirwfakan preventif atau pengamanan sosial
denpan jalan selakukan pendekatan inforaal untuk menjaga agar para tokch agase terceut tetap berads dalap jalur  kekuasaannya
dan dalan sisi yang lain kedekatan para penguasa dengan pars tokoh agana tercebut merupshan sarana legitimesi batws para
penguaza tersebut telsh mendapatkan 'pengekuan’ sebagai pemguasa oleh para tokoh agasa. heduanya mendapatkan sanfaat dard
buburgan yang dilakukansya, Penquasa seakan-akan mendapatian legitinasi dari tokoh-tokoh agasa dan tokoh-tokoh agarapun senda-
pathan berbapai kesudzhan dari penguasa, Deri teni sistem politik peserintahan, legitimasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh
agana merupshn sebuzh kekuatan informal yang mendukung pelaksanaan pemerintshan, sebalitnya bagi para tokoh agana keuntungan
vang diperoleh, mungkin saja para tokoh agama tersebut diberikan Jabatan khusus, sebagai penasehat atau mmpkin  jabatan-
jabatan formal yang berkaitan dengan bidangnya. Sebuah sisbiosis mutealisse yang cokup baik dan saling menguntum,
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kekuassaan satayn orsospol tertentu merupakan sebuah tinda-
kan politis vang bermaksud memanfastkan kondisi untuk
populeritas diri disamping juga menunjukkan eksistensi
diri sebagsi bentuk perwujudan 'pemimpin informal vang
diakui dan terpandang di masyarakst. Namun disi lain oleh
kelompkok tertentu vang dekst dengan sumber kekussgaan
atsu orsospol tertentu, kedekatannys dengan Tokoh-tokoh
agama tersebut dijadikan =slat sebagai alast promosi untuk
mendapatkan pengakuan vang lebih baik dari wmasyaraksat
luas.

Kedekatan para tokoh sgame dengan sumber-sumber
kekuasaan atau orsospol tertentu telah dimsnfaatkan untuk
kepentingan tertentu, sehingga himbasuan-himbauan vang
berazal dari tohoh sgams tersebul secara terselubung pula
lebih banyvak berpihsk atsu membela kepentingasn penguass
vang dekst dengan dirinva, dan bukan membelza Lkepentingan
ummat atan masyarakatnya45).

Paras aktivis gerakan mshasiswa pro-reformasi melihat
bahwa penggunsan dalih atau konsepsi ajsran agsma terten-
tu oleh pars tokoh sgamenva digunakan untuk membela
kepentingan-kepentingan penguass tertentu, bahkan bila
perlu penguasa dapat meminta dicsrikan “dasar  hukum
secara agama’ untuk melegitimasi ataw memberiksn pembena-
ran bagi tindakan vang dilskuksn oleh penguassa tersebut.
Sehingga dari realita ini terlihat =seskan-akan telah

terjadi bentuk-bentuk ‘penjualan ayat’ satauw "dalil-dalil’

B} pealita ini menunjukkan bahwa toheh agama-pun masih manusia vang masih dilingkupi oleh beberapa kepentingan yang
tendensius, baik dari dirinya sendiri saupun kepentingan temdensius dari pihek Juar (penquasa misalnya}. Realita Fonghrit
dapat dituniukkan dengan tergerombalnya tokoh-iokoh agama (ulama) tertentu dengan gerakan politik tertentu yang menyatakan
dukungannys untuk mesilik kenbali tokoh politik sebagai presiden kembali, mengucaghan dan mewbangun doa politik agar tokoh
politik tertenty terpilih kembali senjadi presiden, ataw menyandarken berbagel kepentingan yang ada pada tokoh politik yang
sama. Atau dalam bentul yanq lebih mencolok dan spesifik dengan masukknya beberapa tokoh agama tertentu kedalam sebush orsos-
ot tertentu secara terang-terangan dan mempublitasikannya di depan umus, Yedehatan-kedekatan yang bersifat politis inilah
yang banyak ditentang cleh para aktiviz gerakan mahasiswa.



tertentu vang ‘dipesan oleh’ perngusassa,

Penggunaan tokoh sgama sebagal ~tameng terakhir’
untuk menentramksn masvaraksat dipand&ng oleh para aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi sebagai sebuah perbustan
untuk melindungi kepentingan penguass, apabila  kepentin-
gan penguasa vyang sesungguhn#a telah terbonghkar atan
telah terjadi friksi, baik friﬁsi secara fTisik maupun
friksili seecara non fisik. Oleh para penguasa tokoh sgama
digunakan sebagail perpanjasngan tangan untuk mententeram-
khan masyarahkat melalui tokoh-tokoh informalnya dengan
cara menempatkan {(memberi kedudukan) tokoh agams tersebut
pads posisi-posisi tertentu dengsn “imbalan’ memberiksn
dukungan Jjugs atas kebijskan-kebijskan tertentu yang
dikeluarkan oleh penguasaés).

Para sktivis geraksan mshasiswa pro-reformasi telah
melihat adsnys praktek "penjpalan agama’ sebagal sarana
untuk mencapsl populeritas tertentu sehingga Tokoh vyang
hersangkutan dipandang sebagai “pemimpin informal’ vang
akhirnya dspat membawanya kepads jenjang karier politik
tertentu atsu Jenjang tingkst perekonomian vyang lebih
baik. Dalam karier berpolitik pars tokoh agama "karbitan’
ini terlihat lebih banyvak mengurusi kepentingan pribadi
dan golongannvs ketimbang mengurusi kepentingan masyara-
katnys secara luss, bahkan pars tohoh asgams yang tadinya
terkenal euvkup "veokal' dslam memperjuangkan sebuah keyak-

inannys, menjadi cukup ‘patuh’ setelah ia berada dalam

46} Realita yang ada menunjukkan bahwe penggunaan tokoh agama sebagal ‘taseng’ atas kepentingan tertentu dapat dilihat
dalan kasus peristiwa Nipah, kerusuhan Tasikmalaya, kerusuhan Lampung, kerusufan fceh, kerusohan Timor-Timur (baik %erusuhan
terhadap masyarakat asli Timor-Tisur, maupun keruswhan terhadap sasvarakat Maslim yang berdomisili di Tisor-Tisur} dan dalas
bidang ekonomi, yaitu ketika digunakannya tehoh aqame untuk menetralisir isu lemak babi, penggunaan tokoh agama untuk memasya-
rakathan penggunaan dan pemahaman bank dengan sifat-sifat yang cesuai dengan kemsep agama tertentu, wemasyarakatkan konsep
asas tunggal eelalui pendekatan agama, dan senghinbay masyarakat agar jangan sampai terpengaruh gembell dofar dengan tujuan
sgebulaci, weka para tokoh agama sampal sengeluarkan 'dalil’ bahwa spekulasi sata uang dengan melakukan pembelisn dolar adalah
"haraa’. Terlihat cekali bahwa tokoh agama senjadi sarana perpanjangan tangan penquaca untuk gendubung kebijsken tertentu.



lingkaran kekussaan.

Kondisi-kondisi yang menvebabksn runtuhnyas keper-
cayaan pars saktivis gerakan wmahasiswsa pro-reformasi
terhadap pars tokoh sagama dapat dilihst dalam tabel
berikut ini:

Tabel 6. Penyebab krisis kepercayssn sktivie gersksn mahasiswa pro-—

refgrmasi -terhadsp tokoh sgama di bidang sgsms, sistem
politik pemerintshan dan perekonomisn.

'Bidang Penyebsb krisis kepercayvasn terhsdsp tokoh sgams

Kedekatsn tokoh agamz tertentu dengsn sumber-sum—
ber kehuassan ztan orsospol tertentu, sehinggs
himbauan yeng dikemuksksnnya lebih banysk berpi-
hak kepada kepentingsn-kepentingsn tertentu.

Penggunsan konsepsi ajarsn sgsms untuk berpihak
Agams, sistem |[pada kepentingan pengussa, sehingga sds snggspsan
politik dan adsnyz ‘penjuslan ayat’® deml kepentingsn terten~
pemerintahan tu.

serts Pereko-
nowian. Pengmmaszn tokoh sgsma sebsgal tameng untuk me-
nenteramkan masyarakst spsbils terjsdi frikei
(fisik-non fizik) dengsn penguasa, dsn menempat-
kan tokoh sgamz sebsgai sarsns pendukung  stas
kebijaksn tertentu,

‘Penjualan sgama’ sebsgal sarsna popularitas ter-
tentu untuk mencazpal jenjang karier politik ter-
tentu, atau tingkat perekonomisn tertentu

Tabel disusun dan dikuslifikasikan berdasarksn hasil penelitian dan
pemsparen data yvang diperoleh dsri pars aktivis gerskan mshasiswa
pro-reformasi, ' :
Menipisnva rass kepercasvazsn masyvarskat terhadap
berbagai lembags formal dan informal dalam lingkup sosisal

politik dan perekonomian, membaws imbas terhadsp kebera-

daan lembags pendidikand‘?}.= Dahuly  lembsga Pendidikan

47) tembage Pepdidikan datulu disngpap sebagal benteng ierakhir yang mngetacnamen moral diatas cegalanya, Yebebasan
ilniah, perbedaan pendapat dijungiung tingni demi kesejahteraen uamat marusia. Tetapl kini dengan adanya doninasi patan ter-
tentu vang diberlezkuban sebagai setuah ideologi membuat lesbaga pendidikan yang =da senjadi seakan-zkan berafiliasi dengan
fahan atau doktrin-dokirin tertentu. Indokirinasi dilakukan dengan halus melalul prakiek-prakiek pengaizran yang eengarah pada
peham tertentu, Proses pendidikan yang selalu dizweli dergan Penetaran P4 seakan-aken melembegs menjadi sehuah kebenaran yang
harue diskui kebenarannys tanpa boleb dipertanyaken hemball, Rapyak orang vang pada awalnya simpati dan mencahul hebonaran-
kebemaran vyang ada padz pole penoidilan yang ade {khususnya pada Penataran F4) Menjzdi bercikap senpambil jarak dan sulai
reppertanyakannya hewbali, bahkan pada sisi-sizi tertentu yang paling kritis orang menjadi antipati karenz selalu dipaksakan
uniuk menerika doktrin-dokirin tersebut dalae hentuknys yerg Yahu cebenai cebush kebenaran dan idenlogi.




disnggap sebagai sebuah lingkungan yang demokratis dan
membuks seluss~luasnya dalsam kebebasan berpendapat,
ternyats dalam kurun waktu tertentu, dan dalam kekangan
pola kekuasaan tertentu kampus sudah terinterfensi oleh
berbagai kepentingan politik yang mengatasnamakan ‘stabi-
litas dan keamansan nasional’ , sehingga peran kampus yang
dahulu begitu terbuks dan demokratis kini berubah menjadi
dalam kekangsn ideologl tertentu yang secarsa dism-dism
digunakan untuk "menjinakan’ dan ‘mereposisikan’ mahasis-
wa sebagai sebuah kelompok elit yang hanvys diposisikan
sebagai 'pelajar’ tanpa boleh memiliki keperdulian poli-
tik dalam bentuk apspun, kecuali dalam bentuk yang ilwmi-
ah48}.

Kecenderungsn heberpihakan lembsgs pendidikan Tinggil
vang ada terhadap sebuah ideologi tertentu membuat peran
mahasiswa berads dalam keterkekangan dalam membuka aspir-
sl dan cakrawala yang berbeda??’. Pengemukakan pandangan
vang berbeda dalam tataran tertentu dianggap sebagal

sebuah penyimpangan dan otorisasi mahasiswe dalam wmengu-

38} poatita menunjukkzn batwa dalam huren sektu vang sudah sederikian lese, yaitu seiah diterlatukannya koneep NEEK BEX
pada aktivitas kemahasiswazn, sebagai akibal teriadinys Perictiva 5 janvari 1978, make sedikit cesl sedikil peran mahasiswa
dalam tataran politik praktis sakin surut dan makin diposisikan dalas ruang gerk batasan 'ilsiah’'. Berbagal keqiaten lemaha-
sicwaan cecara drastis sulal diawasi dan diposisikan cebagal sebuah kegiatan yang semeriukan kenaspadasn can ekstra kehatian-
hatizn yang teramat sangat. Bertagal kegiatan kepahasiswaan cudzh pulai disrahkan dalam bentuk tataran abademis, iladsh dan
cenderung dikonsuasi oleh lingkungan kampus tersetit tanpa memiliti keperdulian terhedap macyarakatnya., FPorsi reperdulian
terhatap masyarakatnya disalurkan oleh pihak penqurus hampus gelalul prooram akecesis kuliah kerja nyata, Kondisi ceperti ini
memicu maraknya kelospok-kelompok stuéi kemahasiswaan, dan memicu afilizsi-afiliasi tertentu para aklivis geraksn mahasiswa
kepada faham-fahan tertentu, Bandinghen dengan kensep peranan dan keberpinakan mehesiswa yang dikesshakan oleh firbi Sanit
dalan Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangss, bLingkaran Studi Indenesia - YLEHI, Jakarta, 1987 dan likat juga pemaparen Philip 6.
Althach (Edilor! tentang kondisi yang keterkekamgsn mshasisea di dunis politik dalan cakupannya yang lebih luas dalam Politik
dan Mahasiewe Prespektif dan fecenderungan Maea %ini, diterbitkan oleh Yayasan AP3 bekerja sama dengan Fenerbit FT Gramedia,
Jakarta, 1988,

49 feberpihakan lembags pendiditan tingai kedalam sebuah idenlugi tertentu aesbuat iklim kebebasan dan keterbubaan
yang senantiasa dijags di lingkungan akadesis menjadi sepakin tevhunghung dalam bentuk pembenaran dan indoktrinasi terhadap
fahan-fahan politik tertentu yang memang dikondisikan pleh penguasa agar giterina sebagai sehuah kebenaran dan  ideologi.
feterkungkingan kampus sedagai sebuab lewbaga pendidikan tinggi ke dalam ideologi tertenty membuat nahasicha tidak memiliki
kebebacan daiam berpendapat dan mengeluarkan pandangannya dalan bentuk yang berbeda, Perbedaan tersebut dapst dianggap sebagal
sebuah penyimpangan dan penyiapangan kala itw adalah sesuaty yang sangat diharamkan’. Sebenarnya biarkanlah para mahasiswa
tersebut nesiliki visi atau cara pandang yang berbeds, tinggal para staf edukacinya yang aengarahkan dan merhisbing agar rerka
tigak mengalasi ketersesatan,



rus dan mempola kelembsgsan kemshssiswsannyapun sudah
sedemikian jauh dicampuri.

Untuk lebih memshami kecenderungan—kecenderungan
tertentu vang dilakukan lembsga pendidikan sehingga
memicu timbulnya krisis kepercaysan terhadap lembaga
pendidikan yang ada, dapat dilihat dalam uraian preposisi
berikutnys.
reformasi terhadap lembags pendidikan.

Secara umum psra aktivis gdershkan mahasiswa pro-
reformasi pada awalnya menilai bahwa lingkungsn .k&mpus
sebagai lingkungan yang ilmish adalah sebuah lingkungan
vang bebas, demokratis dan menerims adanya perbedasan-
perbedssn secars terbuka dan dewasa. Namun dengan adanya
bentuk pengekangan terhadap kebebasan ilmiah, dan keteri-
katan para staf edukasinys kepada sebuah lembaga vyang
bergfiliasi dengan salah satu orsospol dan tidak
diperbolehkan menyalurkan aspirasinya diluar orsospol
tersebut, msks iklim pengekangan inipun membawa dampak
terhadap bentuk-bentuk kepercayssn mahasiswa kepadz para
dosen dan perangkat pendidikan lainnya.

Keterikatan pars staf edukasi dan perangkat pergu-
ruan tinggil lainnvs dengan sebush lembasga yang berafi-
lissi dengsn salah satu orsospol danso), tidsk diperbo-
lehkannya para staf edukssi dan perangkat perguruan
tinggi lainnya menyalurkan aspirarinys kepada orsospol
lsinnya membentuk persepsi para aktivis gerakan mshasiswa

pro-reformasi sebagai sebuah pengekangan politik vyang

0 quan menjadi rahacia unum bahwa staf edukasi di berbagai lesbaga pendidikan yang zifatrya ‘negeri’ maka tempak
jelas sekali adanya afiliasi politik tertentu yang berada sangat doainan. fpfiligsi diluar afiliesi politik yang ada sanpatlah
gitentang, Walaupus kaspus digeabar-gemborkan cebagai jingkungan yang bebas dalea rengerchakan pendapat, pandangan, tetapl
ternyata dalam hal afilisai polititnya sangatlah dibatasi, hanya pada satu afilissi palitih tertentu.
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dilakukan di lingkungan ilmiah.

Apabilla sebuah pengekangan politik ini diteruskan
dan seshksn-askan "dibenarkan’ melalui peranghkst hukum yang
memang ftelah dipersiapkan, mska pengekangsn politik ini
dapat membaws dampsk dalam bentuk-bentuk pengajaran dan
pendidikan vang diberikan kepada para mahasiswanys.
Pengekangan vang samapun dilakuwuksn terhsdap mahaziswa,
dimana mahasiswa yang ada tidsk diperbolehksan memiliki
pemikiran &tau pendapat vang berbeda dengan apa yang
telah digarisksn. Mahasiswa tidak diperbolehkan wmemiliki
kebijskan tersendiri untuk memilih dan membentuk kelompok
mahasiswanva {(Dewan Mahasiswa atauy Senat Mahasiswa), dan
mahasiswa tidak diperbolehkan menvalurkan aspirasi poli-
tik vang berbeda secasrs terang-terangan di  lingkungan
kampusnya51}.

Bentuk pendidikan vang “semi feodal’ vaitu menutup
kemunghkinan adanys perbedasan pendapat secarsa ilmiah, stau
menutup dan memasung berbagai kreatifitas, membuat hkon-
disi pendidikan tidak memungkinkan timbulnya bentuk-
bentuk pemikiran yang kreatif dan berbeda. Bentuk pendid-
ikan dan pemikiran wmahasiswa digiring kepada sebuah
bentuk pemikiran yang sudah ditetspkan sesuail Jalur
kebijakan dan dikonstruksikan untuk menerima apa yang
disodorkan oleh spara pengajarnys sebagasi sebuah kebena-
ran vang tidak perlu untuk dipertanyakan kembali, sehing-
ga sapabila ada mahasiswa yang mencoba berfikir tidak

sesuai Jalur, atsu berpendapat tidak sesusi dengan vyang

3} para attivis gerakan mhasiswa pro-reforsasi melihat bahws linghunoan kampus akan menjadi sebuah linghungan hipok-
rit yang mati dari treatifilas dan terpasung dalan bentuk sate garis kebijakan yang telsh ditetapkan. Terpasunanya kreatifitas
dan terhasbatnya kehidupan demokratis yang terbuka cembentuk sikap dan mental cloriter:dan =ulit untuk menerima adanya perbe-
daan, Jika ini terus menerus dibiarkan dan seakan-akan dibenarkan melalui herba$ai legitirasi kebifskan hukug yang ada, Raka
anogapan batwa kampus adalah sebagal setuah benluk sarana pendidikan yang bersifat tertutup, otoriter dan tidak terbuka akan
penjadi kenyataan.



telah dikonstruksikan oleh penguass maka pemikiran terse-
but dianggsp keliru, "‘mbalelo’ dan daspat distigms sebagsi
kelompok radikal yang pstut diwaspadal =stau dicurigai.
Bahkan pada titik-titik tertentu keberadaan mshasiswa
diasnggap sebagsi sebush ancaman instasbilitas keamansan dan
ketertiban di masyarakat.

Para aktivis gerakan mshasiswsa pro—reformaéi—pun
melihat bahwa bentuk-bentuk pendidikan vang | terlalu
dipaksakan untuk memstuhi secara ketat, kaku dan menuju
bentuk pengkonstruktian' pemahaman dogma-dogma politis
tertentuy dsaspat menimbulkan ‘iklim prembodohan’ . ‘ITklim
pembodohan® dalam bidang ilmiah, aspirsasi politik dan
keterbukasan vang demokratis. "Iklim pembodohan’ ini
melihat segala sesuatu yvang berada dan dibentuk dalam
keseragaman sdeslah werupakan bentuk tatanan kehidupan dan
bermasvarakat yang ideal. Tatanan kehidupan befmasyarakat'
yang demikian hanya azkan mematikan bentuk-bentuk kresti-
fitss-kreatifitas yang majemuk dan beragam, serta meman-
dang ketidakseragaman den ketidskpatuhan adslah sebuah
bentuk penentanéan, pencerminan sikap vang mbalelo’,
bahkan dalam pandangan yvang radikal dianggsp sebagdsail
sebuah bentuk penvimpangsan daril sebuah kelaziman;

Pemberian berbagail fasilitas yang tidak sama, serts
perlakuan vang lebih wmengistimewakan kelompok-kelompok
lenbaga pendidikan terientu menunjukkén bentuk diskrimin-
asi terhadap berbagsi lembsgs pendidiksn vang ada. Disk-
riminasi dan perlakuan istimewa kepada 1embag£;lembaga
pendidikan khusus yang dikelola oleh negars telah membuat
jurang perbedasn yang terlalu dalam dan kecewmburuan yang
terlalu berlebihan. Dalam artian pengistimehaan ini
menunjukkan adanya upsys untuk menomorsatuhkan lembaga-

lembaga pendidikan khusus yahg dikelolas o0leh negara




ketimbang 1embaga—lembaga pendidikan lainnya.
Berikut sadalah tabel penvebab krisis kepercayvasn
para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap

lembaga pendidikan.

Tabel 7. Penvebzb krisis kepercayssn para aktivis geraksn wmshasiswa
pro-reformssi terhadap lembags pendidikan.

Peran & proses Penvebab krisis kepercaysan terhadsp lembaga
pendidiken )

Terlalu teoritik, kaku dan terlalu bsnysk di-

Peran lewbagsa miati dogma-dogma politis yang henya memihsk
pendidikan for- | pada kepentingan salsh satu golongsn atau hke-
mal. lompok sajs. Perbedasn yang terlalu mencolck

antara teori dan realita ysng ada.

Konsep perndidiksn dan pengsjarannya terlalu
proses pendidik-{ dogmatis tertutup ysng tidsk wemanghkinkan a-
an dan pengajar—| danya perbedasn pendspsl secara terbuka dan
BINYE., sportif, sehinggs timbul anggapan "proses pem-
bodohan ', otoriter dan diskriminatif.

proses pendidik-| Adanya bentuk perlskuan kimsus dsn pengistime-
an dan perlskusn| wasn terhadsp lembaga pendidiksn khosus ysng di
vang istimewa bs| tangani dan dikelola langsung oleh negara, me-
gi lembaga pen- | nimbulkan kecemburusn bzgi lembsga pendidikan
didikan khsusus.i lainnys.

Tabel disusun dan dikmalifikssiksn berdasarken hasil penelitisn dan
pemaparsn data ysng diperoleh dari para aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi.

Apabilas krisis kepercavyasn sudsh melsnda lembaga
pendidikan yang ada, maka secara realita sudah menunjuk-
kan teriadinys Krisis kepercayaan Vang teramat dalam.
Sebab apébila sebuah lembags pendidikan sudah tidak lagi
dapat dipercays, maka siapaksah lagi yang dapat dipercsaysa.
Apabila lembaga pendidikan sebagai sebuah basik pendidi-
kan yang mencoba membentuk kepribasdian, moral dan akhlak
masyarakat sudah tidak dapat dipercaya; maka tinggal
benteng moral yaﬁg depat diandslkan untuk mempertahankan
sebuah kepercayaan.

Lembaga pendidikan sebagai sebuah lembags yang men-



gemban tanggungjsawab pendidikan dsn pembinsan kader-kader
penerus bangsa adalah sebuash lembaga formal pertams

diluvar keluarga (batih) yang dapat membentuk watak, kepri-
badian dan perilsku para calon-calon penerus bangsa,

Namun spabila hal ini sudah tidask dapat dipertshankan

lagi, dengan banyaknys pembatssan-pembatasan berdasarkan

kepentingan politis tertentu, maka tinggal aspek moral

saja yang dapat menjadi benteng teraskhir dalam membentuk

kepribadian dan akhlak bangss.

Namun spaksah moral Jjuga mampu wmenanggung beban
tanggungjawab vang =sudsah sedemikian berat tanpa didukung
oleh faktor-faktor pendukung lainnya? Sungguh sebusah
tanggungjawab vang tidak ringan, sehingga dalam reslita-
nys berbagai hkondisi dan himpitan berbasgai kepentingan
atas kekuasssn tertentu, moral-pun akhirnya mengalami
sebuah ercecsi. Eroszi kepercayasn terhadap morsl vyang
berimplikasi terhadap sistem politik pemerintahan,
perekonomian dan hukum.

Untuk lebih memndsahkan dalam mengurasikan komponen
demi komponen vang menyvebabkan terjadinva krisis keper-
cavasn terhadszsp wmoral, gistem politik pemerintahan,
perekonomian dan hukum, maka dalam vraian berikut dapat
dikembangkan dalam dua bagian preposisi vyaitu bagian
krisis kepercaysan terhsdap moral, sistem politik pemer-
intahsn dan perekonomian, kemudian yvang berikutnya adsalszah
krisis kepercaysan terhadap hukum.

Kedua Preposisi ini dipisahkan agar dalsam pengurai—
annya dapat menjadi lebih jelas, yvaitu mana yang berups
indikator-indikator ~kepentingan' yang sebenarnysa, dan
vang msana pula hanva berupa sebagai "alat’ belaks. Prépo—
gisl yang menjelaskan teniang krisis kepercazyssan terhadap

moral, sistem politik pemerintshan dan perekonomian
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merupakan bsagian vang mengemukskan indikator-indikator
atas munculnya " kepentingan’ yasng sebenarnya, sedangkan

preposisi yvang menjelaskan tentang krisis kepercayaan

terhadap hukum merupskan bagisn vang mengemukakan indika-

tor-indikator yvang menggunakan hukum hanva sebagal "alat’

belaksa.

tik pemerintahan dap perekonomian.

Secars umum para aktivis gerQRan mahasgiswa pro-
reformasi melihat dan meyakini adaﬁya berbagal bentuk
kebobroksn vang sudah terlalu parsh baik di masyarakat
maupun di pihak pengusassa dan wakil rakyat-nya, baik pada
sisi moral, pads bidang gistem politik pemerintahan
maupun dalam bidang perekonomian.

Paras aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi melihst
dan meyakini adanya tingkat korupsi, keolusi, nepotisme
dan upetiisme vang tinggi. Perbustan korupsi, kolusi,
nepotisme dan upetiisme dan seakan-akan sudah "mendarah
daging’ di kalangan masyarakat, penguasa serta wakil-
wakil rakyvatnya, sehingga seakan-skan pula perbuatan
tersebut sudsh dianggap sebuah perbuatan biasa dan sea-
kan-akan sudah dianggap sebsagai sebuah kelaziman pulé.

Tingginya tingkat korupsi, holusi, nepotisme dan
upetiisme yang melibatkan penguassa dan pars wakil rakyat,
sudah tidak hanva terjsdi dikalangsn lingkungan kerja
mereks saja tetapi juga sudsh melibatkan keluarga, Kkera-
bat dan teman dekatnys secara terang-terangsn tanpsa
memiliki rasa malu. Bahkan di‘berbagai‘ ‘sisi tertentu’
stau bidsng tertentu, penyvebutan salah satu ;nama’ orang
tertentu vyang memiliki jabatan tertentu atan memiliki

kedekatan dengan ~Jabatan’ tertentu merupaksn sebuah
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kelsziman untuk mewmperoleh berbsgsai kemudahan, memperoleh
"bagian’, atau memberoleh "Jatah’ Lertentu. Kondisi vyang
lebih parash ditunjukkan dengan adanys tindak penvalahgu-
naan wewensng, pemberian kemudshsn, atau wmeminta “bagian’
atas sebuah proyek atasu tender tanpa rasa malu dan rasa
takut-takut lag152>.

Terkikis dan hilangnya budaya maln di kalangan
masyaraksat, penguasé dan wakil rakyat menyehasbksn budsaya
korupsi, koluszi, nepotisme dan upetiisme cdianggap sebagsai
sebuzsh keblasaan, kelaziman dan diterima sebagai sebusah
kelsayakan dalam masyarakat, bahkan spsbils ada seseorang
vang menolak untuk diberi upeti atsu memiliki kesempatan
untuk korupsi namun tidak korupsi  termasuk golongan

‘orang-orang yang aneh’53}.

Para sktivis gerakan mzhasiswa pro-reformassi melihat
bahwa di kslangan parsa pengussa dan para wakil-wakil
rakyat telah muncul sifat den sikap hipokrit, eufeimisme,

munafik dan oportunis yang msmpu berbuat saspapun Qemi

2} featita merunjunkan babwe pengucapan ‘name’ ceseorang dengan jabatan tevtentu, dalam berbagai tingkatan Jjabatan
dan stratifikasi sosial merupakan sebush kelaziman babwsa orang vang senvebutkan tampz malu tersebut menginginkan adanya bentuk
perlakuan  istisewa, sendapathen berbagal facilitas atau kesudahan dari orang yang melayeninya, atau paling tidak agar tidak
dipersulit oleh orang yang melayeninys. Dan sudah senjadi realita pula babws tindehan-tindskan demikian, walaupun secara
benyataan merupakan tindakan kolusi, aiau apabils memberikan sejumlzh 'pelicin’ cebagai tindakan borupsi ataw wpetiisse. atau
pungli, tetap saja tidak diakui telah melakukan kolusi, korupsi, upetilsse, ataw pungli. Bandingkan dengan pemaparan  tentang
pingli yang dikeoukakan oleh Soedjoo Dirdjosisworo, dalam Pupsli, Penerbit Mandar Maju, tahun tak  tercaiatkan. Soedjono
gengesukakan bahwa pereulasn pungli dilakuban cecarz malu-malu, tertetup, halus dan tidek perneh meminta secers kasar, Tetapd
kini dengan kondisi veng makin parah ternyats pungli cudah dianggap merupskan bagien dard anggaran yang harus dikelurkan oleh
pihak masyarakat atau crang yang nenginghan adanya pelayanan.

%) Realita senunjukkan habwa tindakan korupsi, kolusi, nepotizee dan upetiispe cudah cedemikian parahnya, masyarahat
sudah peEnganggaprya sehagal sebush kebiasaan yang dimaklusi cleb banyak pihsk. Sisi terkecil yang seringhsii kita lihat adalsh
gulai dari peparikan parkir yeng cering tidak diberikan tanda parkirmya, peRgurusan 7P, mengurusi berbagai kepentingan dengan
peeerintah daerah, melakukan kegiatan bisnis yeng harus disertai demgan 'wang pelicin’ cenuapya merupakan realita keseharian
yang secara nalar aduiah keliru dan salah, tetapi harena sudah dianggap sebagal kelaziman, kita menganggap biasa saja. Disind
tertihat terbentuknya honstruksi sesial bahﬂa cebualy perbuatan yang sebenarnya kelire dalan tataran pemahasan normatif namun
karena dalam realitanya sudah terjadi perge=erdn, dilakukan setiap hari dengan biasa tanpa memiliki rasaz bersalah karena
dianggap sebuah kebiasasn dan kelaniman, maka lambai-laun konstruksi sosial - masyarakat nesbenarkannya dan RENGANGaprya
sebagal hal yanL bizsa. Justru ketika ada orang vang mencoba sepperpacalahkan hai tercetut orang tersebut diamgpap “menyin-
pang’ , aneh, 'tidak mengerti atau tidak lazim' sehingga malab orang tersetwt dikecilkan. Bamdingkan demgan pesaparan teori
penerapan recs salu yeng dikesvhakan oleh Joim Braithwaite, dalam Crise, Shese snd R91nteqratxen. Cabridge University Press,
Cambridge, kew York, Hew Rochelle, Mellcurne, Sydney, 1939. :
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keuntungan wmereks pribadi. Basik keuntungan dari segi
materil, maupun keuntungan dari segi sosial—politik54}.

Berikut adalsh tabel Indikator kebobrokan moral,
sistem politik pemerintahan dan perekonomian yang muncul
dalam realita menurut paras sktivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi.

Tabel 8. Indikator kebobroksn moral, sistem politik pemerintshan dan
perekonomian vyang moncul dalam  reslita menurnt  aktivis

gerahkan mahasiswa pro-reformasi.

Melihat dan Indikator vang waneul dalsm resalits wmenurut
meyakini sktivis geraksn mshasiswa pro-reformesi.

Tingginys tingkat korupsi, kolusi, nepotisme
dari vpetiisme di kalangsn masyarakat, penguass
dan wakil rshkyat.

Kebobrokan moral, (Hilangnva budays mslu sehingga korupsi, kolusi
gistem politik [nepotisme dan upetiisme dianggsp sebsgal sebu-
pemerintshan dan {ah kebiasssn dan kewajarsn.

perekonomian.

Munculnya siksp hipokrit, munafik, sufiemisme,
dan oportunis yang sudah terlalu mencolok tan-
pa memiliki rass msln, yeng mempu berbust spa-
pun demi kReuntungsn pribadi, kelompok atzm go-
longsn tertentu.

Tabel disusun dan dikualifikssikan berdasarkan hssil penelitian dsn
pemaparan data vang diperoleh dari paras aktivis gerskan mshasiswa

pro-reformasi.

Kebobrokan moral, sistem politik pemerintahan dan
perekonomian yang terjadi di linghkungan masvaraksat,
penguasa dan wakil rakyat serta disnggapnya perilaku-

perilaku tertentu sebagasl sebuah kewsajaran merupakan

W pealita gesunjukkan batwa sifat dan cikap hipokrit, eufeimicee, sunaiik dan oportunis akan nampak dan terlihat
jelas pada perilaku para peiabat dan para wakil rakyat. Tidak memiliki sikap yang mandiri, dan semiliki sikap yang ‘sengikuti
temana angin berkembus' merupakan kriteria yang nanpak, Seorang pejabat atas wakil rakyat dalam realita dapat semberikan
permyataan berdeda, satu orang dapat mengesukakan pernyataan yang berbeda dalaw wahtu yang berbeda, sesua ini dikeluarkan
bergantung pada kondisi yang dirasa paling menguntunghan bagi mereka. Mereka tidak palu lagi uniuk 'senjilat’ wcapannya sen-
diri agar posisi dan kedudukan sereka tidak terancam dipindahkan atau digeser. Realita dapat saja berbalik secara drastis gan
sitap oportunis telah mesterikan "kekebalan rasa’ untuk tidak merasakan raca malu, batwa sebenarnya iz teleh nemberikan
pernyataan vang berbalik drastis dengan pernyataan sebelusnya. Lihat saja misalnya tentang kasus kerjasaa listrik swasta,

kenaitan BB, pemberian oteritas Mobnas,



indikator-indikator tertentu bahws kebobrokan memang
sudah wmencapail taraf veng ssngat menkhawatirken.

Masvaraskat beranggapsn &apabils kitsa membutuhkan
sesusty kemudian hita memberikan sedikit "pelicin’® untuk
mendapathan sesuatu tersebut merupskan sebuah kewajaran,
sehinggs dari resalita vang demihian dapat dikaji masyara-
kat menerima adanyve perlaskuan-perlskuan yvang menyimpang
dari 1lembaga-lembaga tertentu sebagai sebuah kebiasaan
atau kewajaran dalam kesehariannva.

Disisi lain berbagai penyimpangan yang dilakuksan
demi tujuasn politis atau perekonomisn semata dengan
melegalkannva melaluil produk-produk huhkum tertentu Jugs
merupakan indikator bahwa penggunaan hukum hanyalah
sebagal salat demi tercapainya tujusn d¢i bidang sistem
politik pemerintahan dan perekonomian.

Untuk 1lebih memahsmi indikator-indikastor spa saja
vang muncul dalam konstruksi pemshaman wmasyarakat atau
para aktivis gerakan mshasiswa pro-reformasi terhsdsp
kebobrokan hukum, wmaka skan dikemukakan dan diuraikan

dzlam preposisi berikutnva.

g, Aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi melihat dan

mevakini adanya kehobrokan di bidang hukum,.

Secara ﬁmum para aktivis gerakan mahssiswa pro-
reformasi telah melihat dsn meyskini adanysa berbsgai
macam penyimpsngan, penvalshgunasn fungsi dan wewenang
dari hukum vang ada, sehingga terjadil 'praktek—praktek'
hukum vang jauh dari rasa keadilan di masyarskat. Penyim-
pangan inipun menimbulkan terjadinys ‘'pemaksaan hukum’
terhadap rasa keadilan melalui kelegalitasannys, dan
berimplikasi terjadinya konflik-konflik intern akibat

penggunaan hukum yang dipaksakan melaluil - " tangan-tangan

kekuasaan’ .
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Para aktivis gershkan mahasiswa pro-reformasi melihat
dan meyskini bahwa dalam kenystaasnnys banvak sekali
hukum, lembaga hukum, perangkat hukum dan berbagal prana-
ta sosial lainnys seringkali  hanvs berfungsil sebagail
sarana untuk wmelegitimasi atﬁu ‘membenarkan tindakan-
tindakan tertentu bsgi kepentingsn penguasa ataun kelom-
pok~kelompok terientu.

Penggunsan hukum vang didasarkan atas kepentingan
pribadi, kelompok stau golongan telah membuat masyarakat
kehilangan kepercayasn terhadap hukum, lembaga hukum dan
perangkat hukum itu sendiri. Para aktivis gerakén mahs-
siswe pro-reformasi melihat dan meyakini bshwa hukum dan
berbsgai pransts sosial lainnya hanva berperan sebagail
perpaniangan tangan dari berbagail kepentingan politik dan
ekonomi penguasa staun kelompok-kelompok tertentu.

Keberadasn hukum dinilai oleh para aktivis gerakan
mahasisvs pro-reformasi tidak lebih sebagai gehusah
"perangkat mati’ ysng kurang mewadahi dan merespon kepen-
tingan masyarakst yang sesungguhnys serts kurang dapat
memberikan perlindungan atas hak-hak wmasysrakat vang
sebenarnys. hal ini disebsabkan karens, selsms inl masysa-
rakat lebih merasakan bahws hukum hanyalah sarana untuk
melindungi hak-hak penguasa stau kelompok-kelompok ter-
tentu, atau bagli mereks yang mampu membelinya’.

"Keadilan  hukum® dim=ata pars sktivis geraskan maha-
siswa pro-reformasi seringksli hanya merupakan sebuah
kreadilan formalitas dan merupakan sesustu yang nisbi
serta sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat.

Berntuk “keadilan hukum® vang banyak dituangksn dalam

bentuk °keadilan formalitas’ membuat masyarakat memperca- .

vai bahws bahwa keberadaan hukum seringkalil pula diguna-

kan oleh ' tangan-tangan kekuasaan' untuk melegitimasi



sebuah keadasn. Oleh karens itulsh di dslam * keadilan
hukum’ ysng sangst didambakan oleh masysrakat tersebut
terkendung berbagai mscsm penafsiran hukum, vang ditsaf-
sirkan bergantung bagaimans ‘pola kekuasaan' menafsirkan-
nvs.

Penafsiran hukum yang bergantung pada sebush ’pols
kehuasaan’ sangat—memungkinkan sekali terjadinya penafsi-
ran sepihak oleh penguasa, sehinggsa menunghkinkan Jjuga
terjadinys sebuah ~kebenaran’ meniadi ‘ketidakbenaran’
dan sebaliknya “ketidakbenaran' wmenjadi =ebuah  kebena-—
ran’ oleh kuass ' tangan-tangan kekuaﬁaan'55).

Dalam kondisi yvang penuh dengsan tekanan rolitis, dan
lebih mengedepankan stabilitas pélitik dan keamanan,
keberadaan supremasi hukum tidsk lagi d;akui Secars
mutlak, sebsb dalsm realitanys supremasi kekuasaanlah
yang sebenarnys lebih mendominsasi jalsnnys sebuah pener-
intghan. Hal ini menimbulkan sikap apriori terhadsp hukum
dan menimbulkan berbagail bentuk sikap pelecehan terhsadap
huokum, lembags hukum dan persngkst hukum itu sendiri.

Dalam kondisi vysang sama sikap ketidakpercayaan
terhadap hukum, muncul juga karena perilaku pengussa dan
para wakil raskyat itu sendiri vyang seringksli tidak
konsisten dengan apa yvang diuvcapkannva, Sikap vang ditam-
pilkan oleh para pénguasa dan para wakil-wakil rakyat itu

muncul sebagai sikap seorang pemilik (eigenaar), sehinggs

%) kealita ini wenunjukkan bagaizera sebuah kekuasaan selalul tengan-targen kekuasaannys, sampy welakbukan  pengkon—
struksian tentang hukis, perilaku fukus dan atas tepentingannya pula hukus digunakan wntub welegitimasi kepentingan-
kepentingan kekussaan. Perilaku menyispang hukus yang dikendalikan atas dorongan hekuasaan lasbat laun dipahami sebapai sebush
kebenaran, dan diluar itw adalsh "ketidak benaran’, Dalam realita tersebut batasan antara 'kebenaran’ genurut hukue dan ‘keti-
dakbenaran’ penurul hukua sifatnya relatif dan bdatasarnya tipis sekali, sehab benar atau tidekbenarnya cebuah permssalahan,
dalam konstruksi hekuasaan berganting bapaimana kekuasass tersebut mau sengatakannya. ¥alau memang ‘Kebenaras' dalam kerangka
kekuasaan yang menguntungkan bagl perguasa, saka hebenaran itulsh yang dipilih, ietepd apabila ‘ketidskbenaran’ dalam kerangha
tekuasaan tersebut yang lebih menguntungian bagi Penquasz, meke ketidakbenaran itulzh yang dipilih, Randingkan mula dengan
konteks pemshamam bukum yang dikesukaken oleh Desglas Hay, dalam Law ang Iceoioqy, penerbit dan tahun penerbitan tidak diketa-
hui.,




hukum hanys dijadikan alat untuk membenarkan perilaku
mereks dan hukum hanyzs dikemudiksn sesusi dengan keingi-
nan merekass).

Para asktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menilal

bahwa pelecehan terhadap berbagai produk hukum, seringka-
1i dimulai oleh orang-orang yang tahu hukum itu sendiri
dan mereks menggunsaksn produk hukum itu demi kepentingan
dan keuntungsnnya sendiri. Kondisi ini meniwmbulkan ben-
tuk-bentuk ketidakpercayvaan adsnya kepsstian hukum,
seakan-akan hukum hanvalah ~sebuah barang mainan’, hukum
seakan-akan haﬁyalah ‘sebuslh bends atau kondisi® vang
dapat dibeli dan dapat diatur serta disrahkan sésuai
dengan tujusn yvang dikehendaki.

Setelah melihat realits vang ada para sktivis gera-
kan mahagiswa pro-reformasi mengemukakan psndangannya
bahwa walaupun dalam berbagai ketentusn dikatakan harus
berdasarkan hukum, namun ternyata keberadsan hukum kurang
dapat wmenjemin ~kepastian hukum’ dan keadilan itu sen-
diri, =ebab dalam realitanya kepastian hukuom itu sendiri
adalah bias dan nisbi, bergantung pads siapa yang 'dapat
membeli’ kepastian hukum itu, satsu bergantung kepada

siapa yang ' sedang berkuasa’ diatas hukum sendiri.

6} gealita menunjukkan bahva eiken penguaca dan wekil rakyat yang ‘menciasmencle’, plin-plan, tidak punya pendirian
dan hanya berganteng kepada hemana isu angin berherbus seria bergantung pada urapan "hiz master voice' dalam mesberiian penga-
raban telah meniebulkan hentuk-bentuk peleceban dan ketidakpercayaan terhadap penguasa, wakil rakyat dan hukus itw sendiri,
Hubus digunakan sebagsi sarana untuk gengatur den eelegitismasi berbagasi kepentingan, namun dalae prakteknya ia banyak sekali
disispangl oleh berbagai kebijakan yang bertuspy pads kepentingan politik dan chonomi, sehingga keberadaan hwkus-pun  makin
banyak ‘di kehiri' oleb lengan-lengan kehuasasn, Korteks kekuasaan yang mesid terlaly dopinan senimbulkan pengendalian yang
farya bertuspu pada tujuan tanpa senghiraukzn bahwa tujuan tersebut-pun harus dilegitirasi oieh proses yang batk pula. Hukum
bertindak sebiagai rambu-rambas dalaa proses tersetwt, dan hukum bukaniah tujuan, ramun karena proses banyak mengabaikan hakun,
maka proses-pun berjalan secara sparkhi, proses berjalan hanya mengarah kepads tujuan dengan dasar kerangha kekuasaan, Band-
ingkan dengan sebuah analisis pengaunaan Kekuasaan yang dilakukan sesuai rencan: yang dikesukakan, atau bagaimana kekuasaan
tercebut mamps melakukan sebuah perencanzan untuk vencapal sebwiah tujuan, dJotm Forester, Planning in the Face of Power - The
folitics of Muddling Through, dalan Planing in The Face of Power, University of California Press, farkeley, los Anggeles,
London, 1989, page, Z7-64. o ‘
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Tzbel 9. Indikstor kebobroksn mmham dan  sistem peradilan yang
mincnl dalsm realits memurut aktivis gerakan mahasiswa pro-

reformasi.
Melihat dan Indikator yang muncul dalam realita menurut
meyakini aktivis gerakan mahesiswa pro-reformasi.

Hukum dan pranata sosial hanya berfungsi seba-
gzi sarans untuk melegitimasi berbagal kepen-—
tingsn penguasa atau kelompok tertentua.

Hulmm dan pransta sosial hanya berpersn  seba-
bagi perpanjsngan tangsn dsri berbagai kepen-
tingan politik dan ekonomi penguasa atau ke-
lowmpok tertentu.

Hukum dinilai sebsgai persngkat mati yang ku-
rang mewadahi kKepentingsn masyarskat ysng se-
sungguhnya. Kursng memberiksn perlindungan a-
taz hak-hsk masyarskat yanz sesungguhnys teta-
pi lebih melindungi hak-hak pengnass stan  ke-
lompok tertentn, stan bagl meveka “yang mampu
membelinys’

Kebobrokan hhakum "Keadilan hukom’ sdalsh sebatss 'kéadilan for-
dan sistem peradi-|malitss’ den ‘pensfsiran kum” adalah sebatas
lar. ‘pensfsiran oleh kekuassan’

“Supremssi takam’ tidak lagi diakui keberada-
annya vang diskui adalah “supremasi kekuasasan’

Pols penerapan hukaw oleh pengussa seringkalil
tidak konsisten dengsn apa vang dincapkannya

tuakum henys dijsdiksn alat untuk  membensrksn
perilska pengussa, dsn holkom dapat dikemndiksn
sesual dengan keinginan pengasss.

‘Pengkhiznatan terhsdsp hukom’ seringkali di-
lakuksn oleh orang yang Jjustru taim hmkam itu
sendiri. Rondisi ini menimbulkan hketidakperca-
vaan dan kepastisn dari hukum itu sendiri.

Relersdsan hakom korang dapat menjamin kepas-
tisn hukam dsn kesdilsn ity sendiri. Keberada—
an tokum bergsntung kepada sisps yang ‘mampu
lmenbeli” dsn sisps yang sedsang berkuasa'.

{Keberpihakan hukum merupaksn sesnatu yang sa-
ngat nyats, sehingga anggapan bahwa hukum aken
dapat memberikan kesdilsn adalsh jargdon belaka

Tabel disusun dan dikvualifikasikan berdasarksn hasil penelitlan dan
pemapsran data yang diperoleh dari para aktivis geraken mehasiswe
pro-reformasi. : ‘
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B. Tindakan serta Perlakuan Apsarsat Keamgnan dan EKetertiban
Dalam Henghadapi Perbuatan Para Aktivis ©Gerakan Mahasiswa
Pro-Reformasi

Dalam menghadapi perbuatan psra sktivis gerskan wmshsa-
siswa pro-reformasi vyang melakuhkan aksi demontrasi, saksi
unjuk rasa, menggelar mimber bebas, menggelar spanduk dan
baliho serts melakukan zksi turun kejalan dilanjutkan dengan
mendudukl gedung DPRD-DPR/MPR, para apsrat kesmanan daen
ketertiban mengambil beberspa tindaksan serts éerlakuan uﬁtuk
melakukan pengamanan astas jalannva aksi térsebut57}.

Secara taksonomis, aparat hkeamansn dan ketertibsn yang
melskukan pengamsnan &atas perbuatan psra shitivis gerakan
mahesiswa pro-reformasi dapat dikelompokan ke dalam dus
bagian. Baglan pertama ialsh aparat keamsnsn dan  ketertiban
vang termssuk kelowpok inti, dan bagian yvang kedus ialah
sparat keamanan dan hketertiban yang termasuk kedalam kelom-
pok pendukung. RKelompok inti sparat kesmsnsn dan ketertiban
merupakan kelompok ysng terdiri daril unsur Polri, sedangkan
kelompok pendukung terdiri dasri unsur ABRI =atsu Militer non
Polri®h),

Kelompok intl spsrat kesmansn dan  ketertiban vyang

berunsurkan dari Polri melakukasn tugasnyaz sebagal alat

I pophehasan dalas tagian ind serupakan hezil dard pengasatan i lepencan, ketika terjadi beberaps aksi gerakan
nahasiswa pro-reformasi di beberapa lokasi. Adapun beberapa bagian pelengkap secara teknis diperoleh dari hasi} wawancara dan
perbincangan baik secara resal maupor inforsal dengan beberapa aparat pelaksana lapangan, maupin dengan pejabat-pejabat ter-
tente dari linghungan Polri dan ABRT vang semang berwenang untub semberikan keterangan sesuai dengan bidangrya. Namun . atas
permintaan para inforsan, maks vama, pangkat, jsbatan, kesatvan, lokasi tempet inforsen bertugss tidak dapat disebutkan secara
terbuka dan rinci. Namun atas persintaan penulis agar date yang diperoleh dapat;dikenfirmasikan secarz vlang, meka penulis
hanya diperbolehkan menuliskan susber yang didapat hanya dengan ‘satuan’ tanpa senyebutkan nama, pangkat, dan lokasi tempat
berdinas. Dengan demikian peabahasan dalan bagian ini diperoieh dari hasil pemgamaian realita di lapangan serta fonfirsasi
ulang dan hasil analisis serta penanghapan penulis vang diperclel dari hasil penafsiran sebush realita.

8] gutuan-satuan tugas yang seaberiban informasi, tanpa depat menyebutken nama, pangkat, jabatan, lokasi tempat
berdinas, dari pihak Polri didapat dari satuan Binmas, satuan Lantas, satuan Intelpam, satuan Semapta dan sstuan Reserse.
Sedangkan dari pihak ARR] inforsasi diperoleh dari satuan Teritorial, satuan Sosial Politik, satusn Intelijen, dan satuan
Operasional. Dalan pesaparan ini penulis aelakukan penyusunan berdasarkan beberapa pemsparan fata yany diperoieh dari beberapa
inforaan yang terpisah-picah, sehinoga unluk melakukan penyusunan secara sistematis lebih banyak dilakukan cleh pepulis sen-
giri berdasarkan penafeiran yang dilakukan dari beberapa sumber informasi. '



negars dsalam mengamankan kondisi dan sitvuasi dalam negeri
yang bertujusn menciplakan ketertiban dan keamanan di dalam
negeri. Tugas utamanys islah melindungi dan melsyani masya-
rakat sgar tidsk terjsdi kekacauan yang merugikan masyarakat
atau terjadi kekacauan dan kerusuhan yang lebih parah59>.

Dalsm menghsadapi perbustan para aktivis gerakan mahsas-
sisws pro-reformasi, Polri melakukan tindakan dan perlakuan
sebatas wmengamankan jalannya sksi unjuk rasa, demontrasi,
mimbsr bebas, aksi turun kejalan dan melaknkan peﬁgamanan
terhadap gedung DPRD-DPR/HWFR serts menjegs agar aksi  terse-
but berlangsung secars aman, tidak menimbulkan kekacauan,
kerusskan dan tidak melakukan perbuatan vang melanggsy
hukum. Unsur-unsur satuan Folri vyang langsung menangani
perbuatan para aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi
antars 1lzin: uansur Binmas, unsav Lantas, unsur Semapta,
unsur Intelpamn dan ansur ReserseSO}.

Keberadaan unsur Polri sebagai tim inti vang menangsani
berbagai macam aksi gderskan mahasliswa pro-reformasi, didu-
'kung oleh keberadaan tim pendukung yang berasal daril unsur

ABRI stsu Militer non Polri. tim pendnkung vang berunsurkan

ABRI &c=ecars unum dapat dikla=zifikssiksn ke dslam unsur

W geatita menunivkkan bahwa hampir disetiap ksl yang dilahuban oleh aktivic gerakan Eahasiswa pro-reformasi kebera-
dan tip Polri dan tin BRI senantiasa disiagakan. Ralaupun tim Polri diturusian terlebih dzhuly, it merupskan sebuzh bentul
sijap tindakan cecara prosedurad yang Tedang mengharuskan tia Polri aenangeni terlebih datulu, Bahtan di beberapa lokasi
terjadinya aksi yang senyebabkan terjadinya fritsi ficik, satuan Dalmss Foiri bertindak aenggunakan kekerasan wntuk  melshukan
peabubaran massz. Ini terjadi ketika ghei merakan sehasisws pro-reforsas berkeabeng menjaci aksi masea yang haspir tidak
dapat dikendalitan cleh sehasissa ite condiri, Sat itu sahesiswa bergerak deri lokasi kaspus menaju sebuzh tujuan  tertentu,
napun dijalan aksi assa sencoba bergatung, karens kondisi dan situaci mulal terlitat lak terkendali, para sktivis gerakan
pahasiswa pro-reforgasi segera nenyerukan aqar ‘yang gerasa dirinye nehasisia’ seqera keqbali ke hampus dan tidak melakukan
perbuatan pengrusakan, Setelah azhesiswg henbali ke hampus, tinggal fassa yang ada, dan EAsS3 itulah yang edibubarkan oleh
catuan Dalgas Polri, . ‘ "

5] pealita menunjukkan bahwa keterpaduan unsur-uncur pelaksanagn perngatanan dilzpangan merupahan huncl etass dalam
nelakukan penanganan terhadap aksi gerakan mahaciswa pro-reforasi secara greventif, Hamun dalas realita yang berbeda, digana
unsur-unsur  tercebut terlibat den melakuken tugas secual fungsinya, tetap saja hentrohah dengan aatiesiswa tidak dapat gihin-
darkan, FRealita tersehut epunjukkan bahwa peleksanasn cetuah sisten yang sudah teriats dengan baik ahan  menunculkan  hasil
yang ‘terbeda apabila muncul variabel-variabel “haru yang menyebabken pengamanan &l lapangan nenjadi berbeda, Pengamatan  juga
aentnjukkan  bahwz tinghat kejenuhan dan ketegangan peikhis bail aparatl maupun shtivis gerakan mehasisws pro-reformasi dapat
juga menyebabkan terjadinya frikei fisik yang cukup tajaa,

R ——
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satusan tudas pasukan snti huru-hars (Satgas Pasukan AHH),
pasukan orgsanik dari Kodam yang bersanghutan dan pasukan non
organik ysng dapsat dimintai bantuan jika keadaan mendessk.

Dalsm menangsni berbsgai mscsm aksi demontrasi vyang
dilakukan oleh para aktivis gerakan mshasisws pro-reformasi,
selam& tim inti yang berunsurkan Polri masih dapat menangani
dan menanggulangl berbasgsi macam sksi gerakan mahasiswa pro-
reformasi, dukungan dsri tim pendukung yvang berunsurkan ABRI
atau Militer non Polri belumlah dibutuhkan. Ini menunjukkan
bshwa dalam penanganan awal terhadap berbsgsi aksi vang
dilakukan oleh parsa aktivis geraksn mahasiswas pro-reformasi,
vang berhadapan secara langsung dengsn pars aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi adalah Polri. Namun ketiks Polri
sebagal tim intl mengalaml kKesulitan unitunk mengarahkan dan
membendung gerskan mahasiswa pro-reformasi vang sudah beru-
bah menjadi gerakan massa dan Polri membutuhksn bantuan dan
dukungan, wmaha kehadiran tim pendukung dari ABRI amatlah
dibuntuhkan.

Konsep dasar vang dilakukan dalsm menangani berbagsi
macam akasi gerskhan meshssiswa pro-reformasi ialah dengan
menurunksn dahulu tim inti Polri ke lapangan, dan sapabila
terjadi kekemelutan vyang lebih rumit dukungsn dsri ABRI
segera diturunksn. Hal inipun berksitsn dengan status
‘Siaga’ vyang mungkin dikeluarkan oleh Pangdam, sebagai
penguasa daersh militer setempat yang bertangung jawab atas
keamsnan dan ketertiban diwilayahnya81).

Konsep ini menunjukkan bahwa dslam melsakukan pengamansan

kamtibwmas dalam negeri, fungsi dan peran Polri beserta

51} Secars teoritix pentanian peran pengamanan wilayah dan beban tengoungiawab yang harus dilakukan oleh aparat keama-
nan dan ketertibar dalan sebush aksl masss afeu denontrasi sahasiswa merupakan tanggungjawab tim inti yang herunsurkan Fekua-
tan dari Polri, Wemun epabila pengaganan yang dilakukan oleh tis iati Polri kurang dapat semadal dan ?urang dapat mengamankan
Inkasi, maka bantuan kekuatan pengassnan darl tim pendukung ARRI barulah diturunkan,



unsur-unsurnyalah vyang haros lebih didahulukan, dan bila
belum mencuhupi stsu belum tertanggulangi, msaka bantusn dari
tim pendukung ABRI dan unsur Militer non Polri barn diper-
bantukan, tetspi tetsp konsep dassr pengamanan kamtibmas
vang utama ads pads PolriSZ}.

Untuk 1lebih memudzhkan dalsm mengklasifikssikan peran
aparat keamanan dan ketertiban serts unsur-unsur vang mendu-
kungnya, secars taksonomis keberadsan aparat kesmanan dan
ketertiban dapat diursikan dalsm bentuk bagan seperti  beri-
kut ini:

Bagsn 3. Tsksonomi aparat kesmanan dsn ketertiban  beserts unsur-unsur

pendukungnya dalsm mensngani berbagai sksi gerakan mahssisws
pro-reformasi.

unsur Binmas

unsur Lantas

i
Kelompok inti: _} unsur Semapta rni Dalmas }
Polri ) unsur Intelpan) je——
Apabila
Aparsl kesmansn ) unsur Rezserse — ditemukan
dan ketertiban tindsk
pidans,
Kelompok pendubkung (unsur Teritoriall ber%anjut
e
ABRI/Militer unsur Inteldam Kejakssan
Non Polri

ursur Sospol

unsur Operssi fﬁSatgas PHH

Pasukan
organik

Fas. non
organik

Bagan disusun berdssarkan hasil penelitian dan pemaparsn data yang dipe
roleh dari aparst keamansn dan ketertiban.

620 Nagun secara realita bentuk-bentuk prosedur pengamanan Femtibmas ticahish harus secara procedural  dengan wratan

vang  kaku seperti yang telah dikesukakan diatas. Dalam prakteknya prosedur pengananan Nastibmas dapat sajs dilakukan secara
langsung oleh kedua Tin tercebut {Tis Inti dan Tie Pendukung) sekalious, Yeberadaan Tim Intd yany herunsurkan Folri dan Tis
Pendukung yang berunsurkan ABRI atau Militer non Polri serisgkali diturunkan saheligus quna melakukan pengamanan Yamtibmas
atau wengamankan lokasi tempat berlansungnya aksi demontrasi, Pemikiran dan pertimbangan menurunken kedua Tim tersebut sekali-
qus biasanya bergantung kepada kendisi dan lokasi yang harus diamankan, selifat juelsh massa yang pengadakan aksi, tuntutan
dan rencana ghsi, certa kemungkinan—kemunghinan terburuk yang mngkin saja dapat terjaci. : g



Dalaw aksi demontrssi yasng tidak terlsiu menggerakkan
banysk massa, den dilskukesn dalam lingkungsn tertutup, stan
dilakukan dalam lingkungan tertentu fénpa bermaksud melskn-
kan aksi turun ke jalan, keterlibatan ABRI sebagai tim
pendukung pengamanan belumlah diperiukan, jadi hanya tim
inti Polri-lah yang menangani pengamsnan di lspangsn. Dalam
kondisi vyang demikian keberadasan tim pendukung hanya cukup
bersisp-siap sajs apabils ternyats nsnti dibutuhksn bsntusn-
nya untuk membantu melakukan pengamanan.

Namun apabils aksi massa berlangsung dalsm jumlah massa
vang cukup besar, dilskuksn dalam lingkungan vyang terbuka
dan Dberencana melakukan sksi turun kejalsn, tanps menunggu
adanys permohonan bantuan dari tim inti Polri, keberadsan
tim pendukung ABRI segers diberangkatkan untuk membantu dsan
mendampingl tim inti Polri. Hal ini sengajs dilakukan tetspi
bukan berarti pengamanan tersebut telsh mengsbsikan prosedur
vang ada. Pols pengsmanan tersebut lebih menitikberstksn
kepadsa pola pengsmanzn terpadu mengingst Jumlah personil
Polri sebagail tim inti sudah diperhitunghkan =akan kurang
berimbang dengan massa yvang harus diamankan dan dihadspinya,
oleh karena itulsh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diin-
ginkzn, hkeberadan tim pendukung ABRI segers diturunkan untuk
mendampingi tim inti Polri dalam melakuksan pengamanan secarsa
terpadu. |

Berdasarkan pemazparan tersebut penulis mengajukan tigs
(3) preposisi tentang tindakan serta perlakuan aparat keama-
nan dasn ketertiban dsalam menghsdapi perbuatan para aktivis
gerakan wmahasiswa pro-reformasi. Dua 'preposisi' pertamns
(preposisi 1 dan #Z) wmerwpaksn bentuk preposisi Yang man-
diri, sedanghksn preposisi yang terskhir (preposisi 3 meru-
pakan bentuk preposisi gabnnganldafi preposisi 1 dan  prepo-

sisl 2,



Secara komponensial daril pemsparan diatas dspat dikemu-
kakan bahwa tindskan serts perlakuan apsrat Kkesmanan dan
ketertiban. dalam menghadapil perbustan para sktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi adalsh dalam bentuk preposisi seba-
gai berikut:

Preposisi 1: Tindakan serta perlakuan Polri dalam menghadapi
perbuatan para aktivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi.

Preposisl 2: Tindakan serta perlakuan ABRI atau Milifer non
FPolri dalam menghadapl perbuatan para aktivis
gerakan mashasiswa pro-reformasi.

Preposisil 3: Tindakan serta perlakuan aparat keamanan dan
ketertiban dalam menghadapi perbuatan pbara
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi

Berdasarkan hke-tigs preposisi vang telah dikemukakan
distas, penulis berusaha untul menguraiksn preposisi-prepo-
sisi tersebut berdassrkan reslita vang ads dan vang dipero-

leh di lapsangan.

1. Tindakan serta pewrlakuan Polrl dalam menghadapl perbualan
para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Peran Polri dalam melakukan tugasnya sebagai aparat
keamanan dan ketertiban yang bertanggungjawab atas situa-
i kambtibmas yang terkendali, dalam menghadspi beberapa
aksi gerakan mahssiswa pro-reformssi, dilakukan beberapa
tindakan pengamanan vang melibatkan beberapa unsur satuan
vang berada didalam tubuh Poleri itu sendiri.

Dalam melskukan tugssnys sebagail apsrazt kamtibmas
yvang berfungsi memberikan perlindungan dan pelayanan
kepada masyaraksat (to proteect and serve), sudah menjadi
tugas dan kewajiban Polri untuk melakukan pengam&snan

utams, atau sebsgai alat negars vang pertama kali



ditugaskan untuk melahkukan pengsmanan terhadap mssysrakat
di dalam negeriss).

Tindakan serts perlakusn Polri sebagsi apsrat kam-
tibmas dalsam menghadapi perbustan para sktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi melibatksn beberaps unsur sstuan
vang ada didalsm Polri itu =endiri. Keterlibatan beberaps
satuan yvang memilikl tugsass serta fungsi vang berbeda ini
merupshkan pola pernangsnan secars profesional menurut
tugas dan kewsjibsnnyas serts spesifikasi keahliann&a agayr
penanganan pengamanan terhadap berbsgail zksl yang dilsku-
ken oleh para aktivis geraksn mshasisws pro-reformasi
dapst terselenggars secara balk, damsi dan tidsk menim-
bulkan kekscausn apslagl menimbulksn kerusuhan vang
berbuntut dengan penjarahan.

Unsur-unsur satuan vang dilibstkan dalam melakuksan
pengamanan atas berbagsi aksi gerakan wahssisws pro-
reformasi islah: unsur pembinsan masyvarakat (Binmas),
unsur laslu lintas (Lantas), unsur semapla, unsur intele-
jen dan pengamanan (JIntelpam), dan unsur reserse.

Peran Polri vang melaksanszkan unsur pembinaan msasya-
rakat (Binmas) bertujuan memberikan tindakan-tindsksan
preventif satau pencegahan kepada wmasyarakat, khususnya
kepada para aktivis geraksn mehssiswsa pro-reformasi
dengan melakuksn berbagal macam pendekstan secara manus-
iawi untuk melakuksn pengamanan intern terlebih dahulu.
Peran Binmas lebih ditonjolkan kepada pola-pols pendeks-
tan vang berusaha agar dapst mewmberikan pertimbangan-

pertimbangan, saran-saran Kepada pars aktivis gerakan

&) pyiri gerupahan wjung toebek yeng utasa dalas berhadapan dengen macyarakat %etiks teriadi peroasalahan-peraasalahan
sosial yang melibathan kenflik dan friksi entare persta dan regara. Polri serupakan sarans Kastibnas yang pertaee dilas senan-
gand dan genanggulangi persasalahan cosial dimasyzrzkst sebelun aelibathan beberapa aparat Kamtibmas lainnya yeng berasal dard
ABRI ztaw Hiliter non Polrl,
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mzhasiswe pro-reformasi dalsm melskukan shksinya. Peran
Binmas 1ini cenderung wmerupskan upsaya-upaya preventif
manusiawi vyang dilakukan secara bijaksana agar tidak
terjadi konflik stau friksi antsrs aktivis gerskan maha-
siswa pro-reformssi dengan ssatuan-satuan Polri vang
bergerak sebagail satuan ‘Dalmas (pengendalian massal}’
serta memberiksn arahan-srahan vyang sekiranya dapat
disetujul atau disepakatil bersamnab®) . .

Peran Polri vang melsksanakan unsur lalu lintas
(Lantas) merupakan peran yang bertujuan memberikan arahan
jalur vang sebaiknys akan dilalui apsbila para aktivis
gerakan mahssisws pro-reformasi berniat melakukan gerakan
akai  turun kejalan atsu berkehendak melakukan lIong
march’ menuju gedung DRPD-DPR/MPR. Selain hal tersebut
peran Lantas juga berusshs mengsmankan Jjalur-jalur lalu
lintas 1lsinnvs dari kemungkinkan-kemunghkinan terjadinya
kemacetan arus lalu lintas yang wmungkin saja terjadi
akibsat adanya srus geralan mahasiswe pro-reformasi vyang
turun kejalan. Dan bils perlu unsur Lantas tersebut
melakuksn pengawalan agsar perjalanan atau “long march’
vang dilakukan oleh para aktivis gerakan nahssiswa pro-
reformasi tersebut dapat segera ssmpail ketujuan atau
diberikan ‘prioritas jalan'. Bahkan bila perln disediakan
kendaraan, stau diangkut oleh kendarssn yang disediakan

oleh Polri atau mengawal kendsrsan penganghut pars Akti-

B4 najan realitannya peran Binges celain selakukan negosiasi dengn para aktivis gerakan mshasiowa pro-reformasi, juga
wenjadi ujung toabang Pelri dalaw melskukan upaya pendekatan secara terbuka. Peras Binmas mesang mesbutuhkan tingkat kesabaran
yahy tukup dan penguasaan eposioeal yang tinggi pula, sebab dalam kondisi yang dihadagkan dalan custaw yang kenfrontatif,
tidah smenutup %ewungkinan apabila terjadi zalak langkah dalam selakukan pendekatan dapat nenpakihatian friksi fisik yang
herkepanjangan. Di teberapa fokasi terjadinya eksi geraken mahacizea pro-reforgasi menunjukkan sdanya konsep reformesi secara
damai, sehingoa proses negosizel untuk melshukan ahsi secars damai-pun tidak mengalasi kesulitan, namun dalam realitz yang
terbeda pula, sifat aprieri pera aktivis gerakan sahacicws terbadap para aparat keamanan dan ketertiban telah menyebabkan
nroses negosiasi tidak dapat mencapai hasil yang menusshan. Delem prosss reqosiasi yang mencapal hesil yang senguntung Redua
belah pihak ialah, aked berlangoung secara dasal dan sercapal Tuduan, pihak aparat-run hanya hersilap pengamenian tanpa  harus
sengounaken tindakan kekerasan,
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vis gerskan mehssiswa pro-reformssi menniju  tujuan vsang
dikehendakinyaB®) .

Peran Polri yang melaksanakan unsur Semapta merupa-
kan peran vyang bertujuan untuk melakukan pengamansn
terhadap para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dan
-Hasyarakat agar tidsk terjadi bentrokan masssa, kebrutslan
nassa, serta melakukan penjsgaan secara fisik terhadap
instansi-instansi vital yang diperkirakan dapat menjadi
sasaran HKemarshan atsu kebrutaslan massa. Peran Semapta
lebih dititikberstkan kepads pols penangansn pengamanan
secara fisik vyaitu melalui unit-unit Dalmas-nva vang
diperlenghkapi dengan tameng, rompi, helm, pentungan ksret
ataun rotan dan beberaps pucuk senapan vang berisikan
peluru hampa dan pelurn karet. Unsur Semspts merupskan
unsur vang paling depan Jiks terjadi bentrokan massa,
oleh ksrens itunlah unsur Semspts inipun diperlengkapi
Adengan topeng dan gass-gas sirmats dengan tujuan agar
dapat melakukan pembubsran masss secars amén dan memini-

malissesi adanya korbanBS}.

8 palen reatitanya peran upsur Lantas amatlah vital dalae menoamankan jalur route ahsi, namun dalam beberapa aksi
mahasiswa yang sudah banyak bersilap apricri terhadap Polri, maka satusn Polri ini-1ah yang iebih banyak 'dicibirkan’ kebera-
gaan. Satuan Lantas pieh para aktivis geraken sahasiswa pro-reforsasi dianggap sebanai catuan Folri yang banyak sekali melahu-
tan hal-hal yang menyimpang terutama dalam hal ‘be-laiu-lintssan’. Sudah senjadi rahasia unum, bahwa dalam unsur satuan inilah
penyispangan Oeai penyimpangan banyak ditemsi. Molal dari pepbuatan SIM, perihal penilangan, "lemparan korek api’y sanpal
dengan ‘hai-hal yeng dicari-cari kesalahannys'. Terlepas dari sikap apriori para aktivis gerakan sabasise pro-Reformasi
tereetut, dalam seiakukan penanganan terhadap berbepai absi gerakan sahasiswa pro-reforsasi reslitanye senunjukkan babwa Unsur
Lantas ini paling banyah berperan selakukan pengamenan falu lintas, menqusakakan hendaran uniuk mengangiut para sktivis ke
tempat tujuan, dan mempricritackan jalur lale lintac untuk digunaken cleh massa.

bb) Datam realitanya uneur Semapta merupalan cztuan Pelri yang bertugas paling depan dalas melakwhan pengamanan secara
1isik terhadap aksi vyang dilahukan pars sktivie gerzhan sahasiswa prooreformasi. felegangan psikhis dan panasnya situasi
seringkali senyebabkan tigbulnya ketegangan situael yang terjadi diantars keduz belab pihak yang saling berhadepan. D satu
sisi tidsh jarang mahasiowa berusaha memaksakan ketendaknya untuk melafukan aksi yang melebibi batas-batas yang disepakati
ztau diperholehban, disisi lain Aparat Semaptz-run derupays untuk menahan =gar aksi tersebut iidak mengalami perluasan secara
tuantitas, Dalan beberaps realita vang berbeda, unsur Semapta (tentunya dengan segala keterbatasan manusiawi yang dinilikinya)
terlitat harus senerima perlabusn yang tidek pantas dard para peserie aked, sehingga terjadi beberapa keteganpan emosi yang
hanpir menjurus kepada kerusuban massa. Namun demifian hetabshan unsur semapta dalam Aenghadapl aksi gerakan mahasiswa pro-
reforgasi, 8an dengan berbagal 'cercaan’ yang ditujuken kepsdanya, unsur semapiz merupaken bagian satuan Polri yang paling
semiliti risike fisik paling tingoi. Riziko tercebut serupaksn bsgian dari beban dan ianqoungjawatnys dalas melakekan pengasa-
nan secara ficlk,
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Peran Polri yang melaksanakan unsur intelijen dan
pengamanan (JIntelpam) wmerupakan peran vang bertujuan
untuk melskukan pengamansn terhadap para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformssi secara tersembunyi dan dilskukan
dari dalam. Persn ini dilakuksn untuk melihat apskah ada
perilaku pars aktivis gerakan mahasisws tersebut vyang
sudah mengsarah kepads perilakn yang destruktif, melanggar
hukum =atsu menciptskan adanya situasl vang deintegrasil.
Peran pendekatan vang dilaskukan cleh Unsur intelijen dan
pengamsnan lebih mendekatkan kepads unsur pengamanan i
bidang sosial dan politik. Peran ini juga berupsys men-
cermati perilaku-perilaku para aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi apabila disinyslir adanya penyusupan-
penyunsupsn ideclogi, atau pshsm-pahan dari pihak ketiga
vang berupays memanfasatkan gerakan mahasiswa pro-reforma-
si untuk kepentingsn pihak ketiga tersebutST).

Peran Polri vang melaksanakan unsur reserse merupa-
kan peran yang bertujuan untuk melakukan upayva penegakan
hukum spabila dari berbagai aksi vang dilakuksn oleh para
aktivis gerskan mahssiswa pro-reformasi tersebut sampai
ada vang melanggsr hukum, unsur Treserse inilah vang
menanganinya. Peran ini tidak dapst dilepashkan keberadsan
dari peran-peran Polri vang lainnya (peran Binmas, Lan-
tas, Semapta dan Intelpam). Peran Polri dalam penegakan
hukum dilskukan oleh unsur reserse. Perbustan-perbuatan

para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi yang diang-

87 paten realitanya peran nsur Intelijen dan Fengaganan memiliki rizite remyusupsn yang cubup tingod, Ia tidat  hanya
selakukan pengamanan secara internal, tetapd juga eemcoba aelakukan penelahaan 'isue-isze’ yang berkeebang dikalangan para
ahtivie geraken pro-reforsasi. Dari beberaps pengalassn di lapangan, pars aktivis gerakan mahasizwa pro-reformasi, kelihatan-
nya wudah “hafal’ akan ciri-ciri dan perilahy dari unsur satuan Polri yang berasal dari Intelpam, walaupun hadangkals, para
aktivis qerakan sshasicwa itu sendiri seringhali meapersamakan antara ‘intel’ dan ’reserse’, Fonstruksi yang herkesbang dika-
{angan mahasizka ialah wempersasakan 'intel dan reserse’, pada intinya mereka renilal bafwa "intel atau reserse’ adalah arang-
prany tari aparat keamanan dan ketertiban yang ‘gisusupian’ secara terseatunyl uniuk meagawasi keglatan para ahtivis gerakan
wahasiswa pro-reformasi.
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gap melanggar hukum ditsrngsasni oleh un=anr reserse, sehing-
ga unsur reserse dianggap sebagai unsur penegskan hukum
SEeCaTa represifBS}.

Untuk lebih memudahkan dalam wmelakukan pemahaman
terhadap peran Polri beserta unsur-unsurnva vang melako-
kan tindakan dan perlakusn pengamsnan terhadsp parsa
aktivis gerakan mshasisws pro-reformasi, secars komponen-
sial tindaksn dan perlakusn Polri dalam menghadapi perbu-
atan para aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi dapat

dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

58} Peran unsur  Reserze dalan melakuban penegzhan hukus merupskan zaranma represif vang monoounakan huhue  pidana,
sehingga dalam realitanya satuan inilah yang benyah melakukan peprosecan secars huwkug  terhadap peseria aksi massa yang disi-
nyalir berkehendzk melakukan kekacavan atse kebrutalan masea, lpeur Feserse serupakan ssbuah jejaran ‘crise squad’ yang melak-
ukan tugas peregakan hukum berdzsarkan aturan yang ade dan perkembangan situasi. Dalas situasi tertentu yang lebih smengutuma-
ken kepentingan lainnya, wada disungkinhen terjadinys ‘diséresi” yaitu pengesaspingan verkarz demi keventingan upum dapat zaia
dilahukan. fealits di lapangan menunjukkan balwa uslt reserse dengan “seragaw hitap dzr bered nerabnys” jugs melakukan poda
rengzaanan  preventif bercama-sama dengan upswr cesapla yano dikendalikan derl Puskodalops {Fusat Pengendalian Operasionail,
Unsur Senapta sendiri bizeanys berasal dari satusn Brimch {frigade Mobil). Pengendaiian massa vang dilshukan secara preventif
tigak hanya terjadi disekitar pols pengamanan akei =aja tetap! juge merupakan bagian dari pola pengasanan terhadap instansi-
instansl vital yamg sepang harus diamanhan, '
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Tabel 103, Tindakan serta perlaskuan Polri dalsm menghadspi perbu-
atan pars skiivis geralian mahasiswa pro-reformasi.

Unsur-unsur Tindakan serts perlakuan Polri dalem meng-
pengamenan. hadspl perbuatan para sktivis gerskan Ma-
dalam FPolri hagiswa pro-reformasi.

Melakuken tindaksn preventif dengan mencari
kesepaskatsn jalannya aksi gerakan mahasiswa

Unsur pembinsan
masysrakat Melakukan pendekatan secara manusiswi guns
(Binmas) pengamanan intern sgar tidak terjadi kon-
£lik atau friksi fisik sntars mehasisws de-

ngan satuan Polri daril "pengendalian massa’

Mengarahksn dan mengamankan jalur lalu lin-
tas vang hendak dilslui oleh sktivis gera-
kan mahasiswa pro-reformssi jikas hendak me-
lakukan sksi turun ke jalan ataun long march
menuju gedung DPRD-DPR/MPR.

Unsur Mengamanksn jalur-ijalur lalu lintas dari
lalu lintas kemungkinan adsnya kemscetan lalu lintas
{Lantas} akibat sdanya srus demonstrasi.

Melakuhksn pengswalsn lslu lintas bazgi pars
sktivis gerakan mshssiswa pro-reformasi,
bahkan bila perlu menvediaksn kendaraan dan
pengawalan Lantas untuk ‘prioritas jalan’.

Helakuhkan pengasmanan terhadap para aktivis
gerakan mshasiswa pro-reformesi dan wmasya-
rakat sgar tidak terjadi bentroksn masss.

Melaknksn pengasmansn dan penjagaan Secara
fisik instsnsi-instansi vital yang diperki-~
rakan dapat nenjadi sassran kemarzhan atau
kebratalan massa.

Unear Semapia

Menjadi unsur terdepan dalam melakukan pe-
ngamensn secars Fisik jika terjadi bentrok-
an massa.,

Melskukan pengamsnan terhsdesp para aktivis
gerakan mshasiswa pro-reformssi secars Ler-
sembunvi dsn dilskuksan dari dalam.

IS S PE N SIS R e IR L M el W

Mencsri informesi perbuaten para aktivis Ge-

Unsur intelijen |raksn mehssisws pro-reformasl sgar dapat di-
dan pengamansn lakuken tindaksn pencegahan dari tindakan ve
{(Intelpam) destruktif, wmelsnggar hukum dan deintegrasi.

Melakuksn pengemsnsn secars sosial politik
apabila ads perkiraan penyusupan ideologi a-
tau pihsk ketiga ysng mencoba mencsari keun-
tungsn bsgi pihsk ketigs itu sendiri.

Melalkukan upays penegskan hukom apsbils di-
Unsur reserse perkirakan ada perbustan yang melanggar hua-

kum (tindak pidsna). Dalsm bekerianya tidsk

dapat dilepasksn dari unsur Polri lainnya

Tabel disusun berdssarksn hasil penelitisn dsn pemsparan date yang
direrpleh dari Polri.
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2. Tindakan sexta perlakuan AE:LEL atan Militer nen PRolri
dalam menghadapi perbuatzn para aktivis gexakan mahasiswa
pro-reformasi.

Secara umum htnugas satuaﬁ—satuan ABRI stau Hiliter
non Polri dalam menangsani berbagai macam aksi vang dilak-
uksn oleh pars aktivis gerakﬁn mahasiswa pro-reformasi
hanva =ebatas sebagal unsury pendukung atau bantuan apabi-
1a dibutuhkan oleh Polri sebagail tim inti. Proses pengda-
manan yang dilakukan oleh satuan-satuasn ABRI atan Militer
non Polri dilakuksn apabils kbndisi lapangan wmembutuhkan
dukungan personil vang 1ebiﬁ banyek. Dukungan personil
vang 1lebih banyak bissanya dilakukan apabila kondisi
lapangan menunjukkan bahwa, areal wilayah vyang harus
diamanksan cukup luas, diddlam arel wilayah tersebut

terdapst cukup banyak instansi—instansi publik stau

suassta vyang harus dijagsa kKeamsnannya darli sasncaman Vang

munghin terjadi, stau aspablla jumlsh massa yang melakukan
aksi memerlukan imbangan personil yang cukup sepadansg}.
Pengamanan wilavah vyang dilakukan oleh ABRI atan
Militer non Polrl sebagal sébuah unsur pendukung, bukan
berarti bahws ABRI atan Milifer non Polri tersebut hanya
bersikap pasif satau menunggu apabila ada permintaan
bantuan untuk mengamankan sebuah wilayah atau sareal
tertentu. Tetspl Honsep penéamanan vang dilakukan oleh

ABRI atau Militer non Polri adalah pengamanan yang bersi-

fat pro-sktif, yaitu melskukasn tindakan pendamanin dengan

57} vehpradaen BER] sebagai satuan perdubung dalen selaluban pengananan wilayah tidak dapat dilepasken dark peranfy:
wntuh merkanty tuges Polri cehagai Tim Inti, dalas beterapa ahsi gerakan mahasiswa pro-refornast yang sempat terjadi dibgbera
pa wilayah, PERD mengenubakan batwz porsi pengapanan dan penertiban {ehik banyak dilskukan olek unsur Folri, karem2 mesant
itulak fungsi dan tugas Polri yang seberarnya, pataupun sda heteriibatan Unsur AERT maka ity hanya sekedar bentuh bantuan ate
satuan pendukung yang berupzya renganankan iokasi darl aksi yerusuhan passa yang hempir menimbulhan kebrutalan dan penjarahs
oleh assca. lonieks heterlibatan ARRT szlame tidak dibutuhian oleh Polri dalaw eenangeni aket massa hanyalah setara insiden
tal, den bukan serupakas tugas certa kevaiiban nokok, tetapi apabila dibutubken £FR] cenandiaca bercediz membaniy  melakuka
pengamanan dan penertiban setuah yilayah.



berdassrkan perkirasn kesdssn {(kirka) vang diperoleh dari
hasil analisis teritorial’S7.

Peran ABRI satauw HMiliter non Polri walaupun telah
dinyatakan sebagal unsur pendukung, tidsk dspat melepas-~
kan tanggungliawsbnya sebszgal Bhavangkars Negsara apabila
terjsdi sebush kamelut atau kekacauan vyang memerluban
bantuannya. Proses pengamsnsnnyvs dapat saja dilakukan
dengan berkoordinasi dengan satuan Polri vang ads, maupun
dengan inisistif sendiri berdassrkan perkiraasn Kkeadaan
untuk segers melszhuokan tindakan pengamsnan.

Dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuh-
kan kecepatan bergerak sertaza mengambil keputusan dengan
segera untulk melshkukan pengamanan, maks pengamanan sebuah
wilayah dapat segers dilakukan oleh personil ABRI  ataun
Militer non Polri. Wamun apsbila kondisi tersebut sudah
dapat tertangani dan dapat dikussai serta dikendalikan
kesmansn wilayahnya, sstuan-satuan ABRI segers ditarik
kembali dan penjagazan pengamanan wilayah tersebut disern-
ahkan hkemball kepsads satusn-satuan Polri?1>.

Perkiraan keadsaan dan keamanan vang dilaskuksn oleh
ABRI atsu Militer non Polri untuk melskunkan pengamanan di
susatn wilavash, bissanys ditsngani oleh unsur teritorisal,

unsur sosial politik, unsur intelijen dan unsur opera

"} pate setush wilayah daerah yang seeeriukan pengamanen teritorial, saka keberadaan ABRT diamguap cukup bertang-
qungimeab cecara penuh disamping peran Polri ity sendiri. Secara teoritik peran pengananan dalam neqeri dan dilakukan pada
pata Ozaal perupakan tugae den kewaiiben Poiri, Dalas melakuban rergazenan tersetut, maka peran Foiri-lah yang harus mengece-
pan dan melaksanakan fungsinye cebagai sarana ¥antitmas, akan tetapi proses pelaksanaan pengamananmya tidak akan terlepas dari
zeren ABRI atmu Hiliter non Poiri itu sendiri,

H Fungsi AERD ateu satusn Militer nen Polri lebih banyak terfungei sebegai satuan-satuan pemuhul sesua  dengan
doktrinnya, fkan tetapi dalas nenangani aksi gerahan mahasiswe pre-reforsasi fungsinya sebagal satuan pemoku]  tidak Begitu
gittnjelkan, Satvan-catuan AERD tersebut lebih banyak mengedepankan fungel penjegasn, pengavalan dan pengemenan yany bersifat
pasif, Satuan-satuan ASRT vang biasa digumakan wntuk senjadi catuan pemskul aetara lain Satuan Pasukan Anti Huru-Hara, pasu-
kan organik Indam, vaitu pasuban-pasukan tempur yang khweus terade dibawah kendali cperasional Kodam yang bersanghutan, certa
pasukan-pasukan nen organik, yaitu pasukan yang tigak secars langsung berada dibawah pengendaiian kodam, han ietapl secara
bewilayahan ada di lingkungan wilayah Yodam vang bersangkutan.



sional. Masing-masing unsur tersebut melakukan kajisn dan
perkirasn untuk melskukan pengamanan berdasarksn bidang-
nys masing-masing.

Peran unsur teritorial ABRI dslasm melakukan pengs-
manan terhadsp berbagail aksi pars sktivis geraksn maha-
siswa pro-reformasi yang terjadi di wilayshnya yaitu
dengan melakukan pengawasan secars menyelurunh terhadsp
lokasi~lokasi vang 'rawan’ dalam hewilsyahan yang menjadi
tanggungjawabnya berdasarkan informasl yang diperoleh
dari unsur sosizal politik, intelijen dasn operasionsal.
Peran teritorial 1lebih banyak menggunakan pendekatan
kemasyarakatan, vyaitu melalui bentuk-bentuk pendekatan
dan pembinaan non militer, misslnya sajs dengan melakukan
upava-upsavsa nyats vang memperkecil kemungkinan timbulnya
pemicu kerusuhsn dan kesenjangan sosial?z).

Peran unsur sosiasl politik ABRI dalam melakukan
pengamanan terhadap berbagsi aksi para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformssi di wilsyahnys vaitu dengan melak-
ukan berbagsi macam pendekstan hkepsda para tokoh masyara-
kat., tokoh-tokoh akademis (bila perlu mengadaksn dialog
dengan psarsa mahasiswanya} serta melékukan berbsgal kajian
sosisl politik vang menjadi tanggungjiawabnya. Kajian
sosial politik ABRI dalam menghadapil berbagai aksi vyang

dilakukan oleh para ahktivis geraksn mahasisws pro-

4 Upaya ryats yang bissa dilakukan oleh uneur teritorial ialsh pesbinaan wilayah melalub progran ABRD Masuk Desa,
fhakti Sosial {denor darah, operasi bibir sushing, cperasi peabagian sembako, dll}, Menyiaphan lokasi-lokasi tertesty bagi
program  kesarunguzlan ABRD Han Rekyat, serta nelakukan pesbinazn dan penqawasan secara terpacdu di wilayahnya. Peran Sosial
Politit juga tidak mengesampingkan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang secara formal maupun inforsal diakui hebera-
daan “ketokohannya' @i mata masyarakat. Sehingga dengan selakukan pendstatan tercebut beberapa himbauan yang memang dilakukan
urrtuk mEnEngRan macss dapal seqers tersaspaiken tangs herus terkesan adanya pemaksaen, Yonsep pendekatan yang dilakukan dalan
spbuah Lestaga Teritorial ARRD (Kodan) tidak lain serepzkan koncep pendeketan bahue RERT adalah milik sasyarakat juga, kalaw-
pn dalam heseheriannya terkesan 'agak sedikit arogan’ hal tereebut memang sebush kekurangan yang harus segera dibemahi.
Koncep pendekatan Kogsa 11D Bilinangd vang dilakuken secara sesasyarakat izlah cengan senciptakan dan senushuhkan  sebuah
kebersapaan dan kedekatan selatul honeep S1tiwangl yang berasal dari Rakyat dam Rakyst itulsh cikal bakal Siliwangi. selalui
konsep ini diferapkan raca nemiliki den hehercapsen akan tumbuh den senjalin ikatan hebersanzan cebagal sebuah kelusrga besar
Siliwanpi.



reformasi lebih menehkanksn kepads kajian pertahanan,
keamanan dan ketertiban’S7 .

Peran unsur intelijen ABRI dslam welakukan pengama-
nan berbsgai aksi parz asktivis gerskan mahasiswa pro-
reformasi di wilavahnvas yaitu dengan melakukan pendekatan
secars terselubung untuk mengetahui pols gerakan, latar
belakang teriasdinyva aksi dan tokeh-tokoh vang berperan
belakangnys satsu didalamnya guna melakukan pengamansan
secara menyeluruh, Unsur intelijenpun berperan— dalam
melakukan analisis terhadap potensi-potensil sosial vang
dapat menjadi unsur-unsur Kkerawanan sosial sebagai  bahan
informasi bagl operssional, teritorisl dasn sosial poli-
tik’4) .

Peran unsur operasional ABRI dalaswm wmelskuksn penga-
manan berbagal aksi para sktivis gerakan mahasisws pro-
reformasi di wilayahnya vaitu dengan melskuksn tindakan-
tindakan pengamanan secars fisik yaitu dslam bentuk
menurunkan sejumlah personil ABRI sebagal pasukan penga-
manan stau menjadi pasukan anti huru-harsa dengan memper-

hatiksn dan mempertimbangkan informasi dari unsur Inteli-

R Fajian Sosial Politik menoupayakan uniuk melihat wneur-unsur apkeh yeng lebih doninan sehingoa menimbulkan ahsi-
ahei tersehut atay terhadap wnsur-vreur vang menimtuiken kevawanan sosial berdasarken inforsasi dari Intelijen, Teritorial,
dan Operasicnal, Fejien Social Politik aelilist babws shel gerakan mahesizea pro-reformasi merupakan sebuak aksi yang tisbul
sebaqai veaksi dari adanya kemecetan-teracetan sisten sosial politik' dalam sarans penyaspalan pendapat, penyampaian aspirasi
dan teriadi karena baovehnye perilatu yang senyimpang df peserintaban. Denoan demikian pemenganan yvang dilakukan oleh Unsur
Sosial Politih ini lebil serupehan upayva prevertif cecara konsepsional dengan menguraiken unsur-unsur yang dapat menichulhan
kerawanan ceedzl, seris memberihan saran wntud selakuken tindakan-tindakan terientu yang sexperhecil herswanan sosial terse-
but. Akei cerakan mahesisee pro-reformasi galan hacamats kaflan Sosial Peiitik ASRI lebih merupakan sebuab cetusan rasa keti-
dalpuesan akan tekerjanva peserintahan vang dianggsp sudah lerlaly banyak kekuarangsn den penyispangan, sehingga untuk selaku-
kan tindakan preventif, peras Sesial Politik lehih benyak menqupayakan adanya honsep berdialeg dengan mesberiken hesempatan
kepada para ahtiviz tereebut untuk melehukan terbagal maras kritih dan saran secars volal dan terhuia,

fal Dalas realitanya neran uneur Inteiijen ABRD dalem memangani atei qerakan mehasicows pro-reformasi tidehish semenon-
joi geran unser Intelijen dan Pengamanan yang dilakukan derl wisur Polri. Penanganan Intelijen ABRI hanyalab bersifat koordi-
natii dan smemsngani serara keseluruben bersame-sasas dengen peran Intelijen yeng ada o Kentor Sospol, Kejskssan dan Folri.
Namun ketika ketika gitelusuri lebil jauh, peran Intelijen ABRI yang ada di suatu wilaysh sespy nenyebutkan lokasi-lokasi yang
“raWan’, mampu senvebiithan juslah ‘persuruen tinggl yang ade diwilayahnya’ serie perqurusn-rerguruan tinggi tertentu yang
aeniliti sikap ‘rsdikal’, Yeliks ditanyakan tentang epakeh peran Intelijen ABRI-pun menangani "lse-Isse’ yang sedang berkes-
beng di masing-masing perguruan tinggl, Intelijen ABRT sengunphaphan merekz sengetahul "isae’ yang ada den berkenbang  naman
harya sekedar pemantauan, sengetehul jaringannys, berinduk hesana, serta mengetahul peren tokoh-tokohnys yang ada didaerahnya.



Jen, teritorisl dan ssial politik. Penangananan swal
penggunsan pssukan sebagsl sarana untuk menizgs  keamanan
atan menjags lokasi-lokssi tertentu vang vital, atsu
menjadi bagian dari personil pendukung Polri merupakan
sebuah fungsi preventif yang dilakukan ftanps unsur keker-
asan tisik. Pasuksn hanya bersifat pasif, melakukan
pengamanan dan penjagsan secara intensif. Namun apsabila
kondisi sudah wmulai memanas dan memunesk menjadi kerusu-
han, penggunaan pszsukan sebagail ssrans pemukul untuk
memadamkan aksi kerusuhan massa dapat digunakan, tetsapi
itu semus bergantung psads perkembangan kondisi satau
situasi. Penggunasn kekuatsn pasuksn sebsgsail sarana
pemukul mérupakam sebush tindakan dalam fungsi pasukan
vang represif?sj.

Untuk lebih wmemudahkan dalam wmelskukan pemshaman
terhadsap peran ABRI beserta unsur-unsurnys vang melakukan
tindakan terhadap para aktivis geraksn mshasiswa pro-
reformasi, secara komponensial tindskan dan perlakuan
ABRI dalam wmenghadapi perbuastan pars aktivis geraksn

mahasiswa dapat dilihat dslam bentuk tasbel berikut ini:

B} gecara faktudl sengendalian keamznan dan ketertiban dilapangan serupakan benink tugss dan tangpupgiawab dari
unsur Operasional, sebab dalam wnser operasicnal inilah terdspet berbagai macam satean teagir dan nen lempur yang dapat digu-
natan untuk genjadi satuen hentuan untuk mengendzlikan mases dan senpamankan pasyerakal. Saluan-satuan tersebut dapat berupa
satuan Fasuban finti Huru-Hars, Satuan Pasuban Crganik, yailtu pasukan veng berade langsung dibawah kendall cperssional hodas
yang bersanghutan, saupun pasukan non crganin yeitw pecukan yang tidah berade di baweh kendali langsung kodas ramun secars
kewilayahan dapai dimintakan bantuspnye untuk {kul =erta cebagat pasuken pengemanan. Koneep operasional yang diguna#an dalan
mengemankan 2hel geraken mahasicws pro-reforeasi daleh sesperlakulan saces mabacisva ity bukan sevagal musub, tetapi sebagai
mgsyarzhat sendiri yang harus diberikan penoasanan dzlae menyalurkan aspirasi serexs, sehingga koosep apapun yang  diterapkan
digsiasnyz terintikan batwa venggunaan kehvatan represif harus sekecil manghin dihindarkan.

e ¥ : H 1
e r——— P . 1
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Tabel 11. Tindakan serta perlaskosn ABRI dalsm Menghadspi Perbua--
tan Para sktivis geraksn mshasiswa pro-reformasi.

Unsur-unsar
pengamansn dalam
ARRT/Mil.non.Pel.

Tindakan serts perlakoan ABRI stan Militer
non Polri dalam menghadapi perbuatan para
akiivis geraksn mahasisws pro-reformasi.

Unsur teritorisl

Pengswassn secara menyelurnh terhadsap lokasi
vang rawan’ berdasarkan informasi dari sos-
pol, intelijen dan operssional.

Melakukan pendekatan kemssyaraksatsn (FPende-
katan non mifiter) dan melskuhkan upays nyata
vang memperkecil unsur-unsur timbulnys pemi-~
e kerusnhan atau kesenjangan di wilsyshnya.

Unsur

Pengaswasan secars menyeluruh terhadap unsur
unsur veng menyebabkan terjadinva kerswanan
sosial berdasarkan inforwmssi desri intelijen
teritorial dan operasional.

sosial politik

Melakukan pensngansn preventif secara konsep-
sional dengan menguraiksn unsur-unsur  yvang
dapat menimbulkan kerawansn sosizl, dan mem-
berikan saran untuk melaskukan tindakan ter-
tentu vang memperkecil keraswansn sosilal.

Melaknkasn perdekatan secara terselubung untuk
mengetahni pols gerakan, latar belskang ter-
jadinys sksi dsn tokoh—tokoh vang berperan di
belaksngnya stzu didalzmnys.

Unsur intelijen

Melsknkan analisis terhadap potensi-potensi
aosisl vang depst mendjadi unsur kerawanan
sosisl mebagsi bahen informasi bsgi operasi-
orial, teritorisl dan sosiszl politik.

IV
A P TR e

Melahukan tindsksn pengsmznsn secsra fisik
delam bentuk mermrunkan  sejumlsh personil
ABRI ataun pasukan =nti haru-hara, dengan
informasi dari unsur intelijen, teritorisl,
dan sosial politik.

Unsur
operasional

g

Melskokan fungsi preventif, yaitu hanya de-
ngsn melakukan pengamenan dan penjagasn lo-
kasi mtsu instansi vital atan menjadi bagi-
arn tim pendukung bagi Polri tanpa melakukan
tindskan kekerssan fisik.

SN IR S

Melskiakan fungsi represif, ysitu menjadi ba-
gian dari pasukan pemukul untuk memadamkan
aksi vang sudah menjadi kerusuhan massa. Na-
man fungsi ini dilakukan secara selektif de-
ngsn mempertimbangkan perkembsngan situasi
dan kondisi yang tengah berlangsung.

Tsbel disusun berdasarksn hasil penelitian dan pemsparan data yang

diperoleh dari ABRI.
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3. Tindakan serta perlakusn aparal keamanan dan ketertiban
dalam melakukan pengamanan terhadap perbuakan para akti-
Seperti vang telsh dikemakakan didslam uraisn-uraisn
sebelumnya, pola tindaksn dan perlshkusan aparat kesmanan
dan ketertiban dalasm melakuksn pengamsnan sSecara umum
dapat dilakukan oleh Polri secaras mandiri, tetapi pols
pengamanan ini  Jjugs tidak wmenutup kemungkinan adanysa
bantuan dan dukungsn dari personil ABRI atau Militer non
Polri untuk melakuksn bantuan pengamansn.

Dalam bahasan inl penulis mencoba untuk membedakan
antara bentuk dan pengertian "tindakan’ yang diambil oleh
aparat heamanan dan ketertiban dengsn bentuk dan penger-
tian "perlakuan’ veng dilakukasn oleh aparat kesmanan dan
ketertiban dsalasm wmengamankan dan menéatasi terjadinya
sebuah aksi geraksn mahasiswa pro-reformasi.

Bagan 4. Pembedssn sntara tindaken dengsn perlakusn yvsng dilskukan
oleh aparat keamsnsn dsn ketertiban

Lokasi aksi

Jumlah msssa aksi

Rericana keg. ahksi

Tindakan aparat ksmilbmas }1Tuntutan aksi

Tindakan perlakoan
sparat kamtibmas F%Langkah pengsman

Perlskuan aparat kamtibm§?}~ \ 5 -
. -{Karakter aksi

Bagan disusun berdssarkan hasil penelitian.

Pengkajian terhsadap bentuk "tindakan’ vang diambil
oleh aparat keamansn dan ketertiban lebih dititik berat-
ksn kepads bentuk pols kebijakan vang diambil untuk

melshkukan pengamanan, sedangkan pengkajian terhadap

| UPT-PUSTAK- INDIP|




bentuk “perlakusn’ vsng dilakuvkan oleh sparat kesmanan
dan  ketertiban lebih ditonjolkasn pads perbuatan vyang
dilakukan c¢leh aparat keamenan dan ketertiban secara
detil dalsm menghadapi situassil dan kondisi yvang berbeds.

Pola tindzkan penanganan pengamanan yang dilakonkan
oleh aparst kesmanan dan ketertiban dalam menghadapl aksi
geraskan mshasiswa pro-reformasi, didasarkan hkepada ewmpat
unsur vang harus dipertimbangkan. Keempalt unsur tersebut
italah: ¢1). lokssi teriadi aksi, (2). jumlah maséa vang
mengikuti sksi, (J) rencana kegilatan aksil, (4} tuntutan
vang dilontarkan melalui aksi tersebut?s).

Pertimbangan pola tindsksn pengamzsnan yang mendasar-
kan kepada ~lokasi terjadinya aiksi® dapat ditafsirkan
zebagai s=ebush tindsksn pengsmansn vang dilakukan untuk
melihat sebatss lokasi mana aksi tersebut dilskukan.
Apskah hanya dilaknkan dalam lingkungan kampus, dilakukan
dalam lingkungan yang tertutup, dilakukan-dalam lingkun-
gan vyang terbuka, ataukah dilakukan diluvar linghkungan
kampus dan terbuks (misalnva didepsn gedung DPRD-DPR/MPR
atsu dalam lokasi~lokasi umum vysng dapat mengundang

banysahk massa)7?).

7} Pergenukaan heespat wnsyr yang harus dipertisbanghen {eveebul, secara implisil semeng tidak pernah diucapkan =tau
dilenterkan Calan berbagal perbincengan dengan beteraps informan, tetap keempat unsur tercebut merupakan hasil penafsiran
penuiic  berdasarkan realita yang ada di lapangan. Reelil yang ads dilapangen genujukkan bahwa penarganan aksi-aksi gerakan
mehasisHa pro-reforaasi secars umim menang safa, hanya saja seniliki berbagal smaces perkecualian. Perkecualian tersebut menu-
rut penulis teradasrkan hesil penafeiran realils yang ade dilapangan, meswunjukkan behwa penganaman tereebut eeopertimbangkan
keempat unswr vann dikemukakan oleh penulis, zehab apabila unsur-unsur tersebut berbeds varisbelnya, gaka penangannya-pun akan
berbeda, bergantung variatel mana yang muncul dilapangan atau uneur nang yang lebih dosinan dilapangan. Penafsiran  keempat
wnsur terselut merupskan hasil kristslicaci realits yang ada 4ilepengan, bahwa dengan unzur dengan varidel yang kerbeda penan-
ganryapun akan berbeda pula,

T Lokasi terjadinya akei dapat merentukan jends perlakuan yang berdeda, misalnya saja apabila aksi dilakukan fisehi-
tar Iokasi hanpus, make pengameneneys lalah dengan memblakir kampus tersebut agar massa mehasiswd tidak keluar kampus, aeioka-
licir kepiatan henya terjadi disekitar hempus dizertal dengan pengawalan yang tidak terlalu ketat harena dilakukan 8 kampus-
nya cendiri. Tetapi jiks ahsi tersebut dilatukan 81 teapal upus yang benyak ditesul fasilitas umuwr, dan  instansi-instasi
vital, maka pola penqamanannyapun skan memperhitungkan lokasi tersebut guna selabukan pengasanan terhadap berbagai fasilitas
csosizl dan ipstansi vital. Perlatuan aksi yang dilakukan digedung OFR MFR pun shan berbeds, sebab dalas  lingkumgan gedung
tereehut walaupun didzaa denoan ketat guna melakukan pengamenn terhadap fasilitas yang adz, kebebasan berbicara tetan diperbo-
letan selams tidak melanggar aturan hukus yang ada.



Pertimbangsn pola ftindaksn pengamanan ysng mendasar-
kan kepads ‘Jumlah massa yang mengikuti aksi’ dapét
ditafsirkan sebagsai sebush tindaksn pengamanan vang
melihat bentuk, dan.karakteristik serta Jumlah peserts
vang mengikuti atau bergsbung dslsm sksi. Dalsm unsur
kedua ini bentuk dan karakteristik peserts askoi dapsat
ditafsirksn dengan homcgenitas peserta aksi atau hetero-
genitas peserts aksi (misslnys, apakah preserta saksi
tersebut mahasiswa semuz astau, spaksh pesertsnya sudsah
bercempur dengan masss non mahasiswa). Sedangkan Jjumlah
massa  yang mengikutinys daspat dilihat dengan Jjumlah
secara kuantitas banyak atau sedikitnya peserta aksi’S).

Pertimbangan pola tindshan pengamsnan yang mendassr-
kan kepada “rencana kegiatan asksi- dapat ditsafsirkan
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bentuk-bentuk
hegiatan aps sajs vang diselenggarakan dalam aksi terse-—
but. Apakah hanva mengsdakan mimbar bebas =aja, mengsds-
kan aksi unjuk rssa tanps Kelusar dari kampus, atsukah
mengadaken aksi unjuk rasa yang dilsnjutkan dengan mengs-
dakan aksi pawsi &tau.’long march’ wmenuju tempat-tempat

tertentu?g}.

78 Fertighangen 'jumlah massa yang sengihutl ahei' serupakan setuah klarifikasi hekuatan massa, baik dari seqi Sue-
lah, hozopenitas atau hetercgenitas, maupun unsur-unsur anggola massa yang ada didalasnya, Penafsiran terhadap setuah realita
yang dilakukan oleh penulis dalan berbagal aksi gerakan nahasisws pro-reformasi senunjukan bahwa semakin cedikit massa yang
mengikuti maka penaganan keasanannyapun tidak akan terlalu formal dan represif, tetapi bila sassa yang mengikutinya semakin
banyzk maka catusn pengamsnennyapun harus cegera ditapbah atau diperbaharud agar dapat melakukan pengendalian massa secara
gzan dan tertib. fiasea yang honogen akan lebih sudah diatur dan diarahkan hehendaknys dan lebih mudab sencari beberapa kesepa-
Latan untuk melakeanaban akel tetapl macsa yang heterogen maka penanoannyapun akan semakin sulil dan semakin ketat, sebab dari
ke-heterogenitasan tersebut akan sulit sencari titik teme, culit dalaw senpersatukan fisi untuk meaulai sebuah aksi secara
dapzi dan lertib. Penaisiran penulis atas realitas terzetwt dilakufan cetelah melihat dan mengalaml beberap aksi yang berbeda
denigan berbagal penangan yang terbeda pula,

) Fertimbannan 'rencana kepiatan aksi’ meruparan sebuals bentuk pesanimss terhadap perkesbanoan aksi vang mungkin
zaja lerjadi, misalnya caja apebila dilapangan ahsi tercebut berkesbang menjadi aksi yvang turun kejalan ataw nenpadaken *long
march’ maka bentuk penenoanannya-pun akan berbeds, Renduk sksi mazea vang turwn kejalan akan mesbutubkan satvan tugas yang
lebih bezar, baik untuk sengamankan peserta aksi maupun melakukan pengamanan inctanci-instansi fertentw, Perjalanan yanmg
gilakuken dapat saja berubah cewakiu-wakiu menjadi sebuah kerusuhan sesca apabila 81 perislanen terjedi sebuah friksi yang
epicy pertentangan antars pecerts akel dengan petugss. Perjalanan yang ade sedapal munghin dismankan, ditambah pula dengan
pola penanganan preventif agar akel sassa tider berubah senjadd aked kebrutalan messa atau akel kerusuhan sasta yang memang
sangat rawan terjadi, Pols penanganan pengaranan yang sendacarkan kepads pertimbangan ‘rencana kegistan aksi' maka prediksi



Dan pertimbangan pola tindaksn pengamanan vang
mendasarkan kepada " tuntutan yvang dilontarkan melaslui
aksi tersebut’ dspat ditafsirksn sebsagai sebuah pola
penanganan pengamanan secara hukum stasu intelijen terha-
dap permasalshsn tersebut untuk mengetshui secara jelas
spa vang menjadi permasalahan, keinginsn atau  tuntutsen
agay dapat segera ditanganinya dengan sgegera. Tuntutan
vang dilontarkan biasanya mengandung hubungan-hubungsn
tertentu dengan bidang hukum ataun intelijen, sehingga
pola penanganannyapun dilakuksn secsra hati—hatiSO}.

Setelsh memperhatikan keempat unsur tersebut, aparst
keamsnan dan ketertiban dapat mengambil sebuah kebijakan
tertentu untuk segers melakukan sebusah tindakan pengama-
nan, baik terhadap peserts aksi 1tuw sendiri, maupun
terhadap 1lokasi-lokasi tertentu vang dimungkinkan dapat
menjadli sasaran aksi. Pengamanan tidak hanyas terbatas
mensanganli masalah peserts skel den  lokasi terjadinya
aksi, tetapi Jjugs langsung melahukan pengamanan Secarsa
intelijen apabila disinyalir adanya campur tangan pihak-
prihak tertentu vsng berkehendsk “mengascaunkan’ jalannya

aksi.

keruatan yano ahan digusakan watuek wengemanian dapet cegers dipersiaphan dan diaktifhen uniuh berjegs-jaga.

30 Pertimbarpan vens mendecerkan kepeds “bentuh tustolan yang dizjukan’ juga serupsban cebuab  bahan-bahan untuk
melabuben predikel terhadap perebahen-perutaben vang menghin terisdi. Nagen deri ‘bentur tuetutan yang diajukan’ sudsh dapat
dipreditsiban serara teoritik apekah bal ini skan cenqundano kerausnan cosial atan tidak. Hiasanya kalaw bentuk tustutan itu
serupakan  bentub tuniutan vang bersifat rolitiz, mabs penangacanaya shan Isbih represif dan ketat, tetepl halau tuntutannya
hanva ersifat untuk memurunkan harge seebako' maka penanoannya tidzk akan terlalu hetst stau represif. Fola  penangznanan
rengamanan juga melihat apakah ‘hata-kats' dalas pocter, cpanduk, baliho atau kata-kala vamg divcapkan tersetut telah melang-
gar hubum staw tidak, Misalnys apabilz telah selebukan unsur penchinasn, fitnah, kebencien, permusuhan, atau justru sendukung
salah catu hebijskan tertentu. Sebab dari kata-kata yang dilostarkennya dapat ditihat bentuk-bentur zenanganannya. Apabila
aksi tercebut gerupahas cebuah ‘akoi balasen’ deri shel yang dilakukan maka bizcanye pengesanan hanya bercifal preventif,
hatkan gpetugas hanye akan berizgs-jaga secara ‘zantai’ | l3is halnys apabila kata-kata yang dilontarhan tersebut mepgandung
uneur ancazen, penghinaan, pelecehan, fitnah, kebenciar stau persusuban, maka sitzo petuges ahan lehih ketat dan lebib repre-
sif. Conteh honghritave terhadap ahed yang dilskuban oleh Ahsi gerakan mehasiswa pro-reformasi, stan berbeda penamgananya

gengan aksi yang mendurung salsh setu pihaek, satu kelospok, atau shed yang kontra terhedap 2isi yang berlawanan dengan kebija-

kan penguasa,
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Pola pensngsanan pengawmansn yang terjadi di  lapangan
secsrs  taktis-strategis dan operasional dilakuwkan oleh
tim inti Polri dan tim pendukung dari ABRI. Pols penanga-
nan pengsmanannys secara bakun tetap memperhatikan keempat
unsur vang ada dsaslam sebush aksi tersebut, tetapi pola
pengamanannya bukanlah pola pengamanan vang kako dan
statis, ia dapst berubah sewsktu-waktu bergantung kepada
prioritas tindaksn yang harus dilakuksn zerts perkemban-
gan situasi dan kondisi aksi yang harus ditangani.

Pola penangsnan pengamanan terhadap aksi gerakan
mahasiswa pro-reformasi yang hanya dilakukan dilinghkungan
kampus, hanva mengsdsaksn mimbar bebas dilinghkungan terbu-
ka tanps bermaksuvd wmelakuokan aksi masss  turun kejalan,
dan hanyazs mengundang sedikit massa, pengamanannya hanya
dilskukan oleh Polri beserta unsur—unsurnyasl).

Pola penanganan pengamanan terhadap sksil gerakan
nahasisws pro-reformasi yang hanya dilskukan dilinghungan
kampus, hanya mengadakan mimbar bebas dilinghkungan terbu-
ks tanpa bermsksud melakukan aksi turun kejalan tetapi
telah berhasil mengundang massa yang cukup besar, penga-
mansn inti dilakukan oleh tim Polri beserta unsur-
unsurnya, sedangkan tim pendukung ABRI bersiap-siap untuk

segers memberikan bantuan spabilsa diperlukan82>.

8 e pEnanDanan ake: yang hanya dilakukan dilingkungan kampus dan henya selibatkan sedikit masea biasanya serara
praktiz diatasi oleh wnsur Bingas dari hepalisian sekior setempat, Namun walau demikian biasanya unsur Dalmss dari Serapla
telah disizgaken didekat lokasi tersebut tenps harus campur tangan terlebih dahulu, Batkan dalan kondisi-kondisi tertentu
dimana lokasi tersebst gianggap tidak ‘rawen’ laiszinya hanys didalae kampus dan tertutup dari mana-manal, waka aparat keama-
fan den ketertiban tided akan sasuk kekampus, bahkan tidah skan sengawzsi jalanmya skei tercebut, tetapl hanya berjaga-jaga
dilear tanpa disertal pacukan Dalsas. Penqasencn semacar ind biasanys hanya diserzhhan kepada perngaganan yang berasal dari
lokasi cotempet biasanya oleh wnmwr satpas, Polisi hanya sengamasi darl lusr tanpa turut campur, dan hanya dikerikan laporan
tertang apa yang terjadi dan dilakukan didalas kampus tersebul. Kamun biasanya juga delem kondisi aksi yang dewikian satuan
intel atau recerse ikut certa mengawasi dari dalem, agar dapat memantay perkembangan yang sunghin saja terjadi.

8 Pola penanganan terhadap terhadap aksi yang hanya dilahukan dilinghangan hampus mamun berhasil mepgundang massa
yang cukup besar, biasanva tebih dipertistanghan witak selakukan tindakan penganacan agar aksi tersebu? tidak berkegbang atau
peluas. Fenpamanan ini padaswainya dilakukan olsh theur Folri, yaitu dari uncur Hinmas dan Dalmas, tetapi jupa tetap selakukan
koordinasi dengan satuan-satuan ARRT apabila sewaktu-waktu dibutuhken. Aksi yang dilatukan dilingkangan haspus walaupun dihe-
diri cleh masca yang besar, selaman masih dapat oitendung dan hanya dilakukan dilinghungen kampus maka penanuanan  pEngaBanRya
hanys dilakekan oleh Polri dengan mensiagakan satuan-satuan Dalwas untuk mencegah apar akel tidah sampal merambat keluar,
Satuan pengemenan yang ada tetap tidak diperbuleiken semasukl kampus dan hanya dapai membiarkan, mengawasi jalannya aksi serta
aenceqah agar aksi tidak menjedi brutsl atau meluae ke lokasi-lokasi lainaya,



Pols penangansn pengamsnan terhadap aksi gerskan
mahasiswa pro-reformasi vang dilskukan dilinghkungan
kampusg, mengadaksan wmimbar bebas dilinghkungan terbuka dan
bermakesnd melakukan aksi turun hkejalan teltspl massa yang
mengikuti aksi tersebut sedikit, pols pengamsnannya
secara inti tetap dilakukan oleh tim Polri beserta unsur-
unsurnya, sedangkan keberadan tim. pendukung ABRI ber-
sisp-siap untuk memberikan bantuan apabils diperlukan83>.

Pola penangsnan pengamsanan terhadap aksi 'gerakan
nahasisws pro-reformasi vang dilakukan dilinghkungan
kampus serts mengadakan mimbar bebas dilingkungsn terbuks
dan bermaksud melskukan aksi turun kejalan dimana massa
vang mengikuti aksi tersebut cukup besar, pola pengama-
nennya secara  inti tetap dilakukan oleh Polri beserts
unsur-unsurnva dan keberadsan tim pendukung ABRI langsung
diterjunkan untuk menjadi lapis kedus pengamansn setelah
tim Dalmas Polri pada lapis pertama84)-

Pola penanganan pengamsnan terhsdsp aksi Zeraksn

mahasisws pro-reformasi vang dilakukan dari lingkungan

L renanganan aksi gerztan szhazisws pro-reforoasi vang dilakuien tidak hanya 91 kampus, itetapl sufsh mulad
melakukan aksi turen kejalan cecara tidak langeung telsh meaberikan isyarat perlunya penannanan pengasanan yang lebih ketat
dan lebib banyah retugss. Dalam sebuah zksi turun kejalan biasanya perhatian uaus aken tertuspah hepada aksi tersetut, haik
dari zeqi jumlah maupun isi tuntutannya, Helihat aksi yang dilakuban, maka hecenderungan easca untuk melakukan hal-hal secara
"yehercasean’ dapat zaja tersulut dercan cepet. walzupun dalam aksi tersebut Junleh macza sedikit, namun sebuah *peryulut’
depst saja menusbubkan cebush gerakan wntuk menistulian hebersaeasn, sehingga gerakan sassa yang tadinya berangsung secara
apan, tertih dan damad, dapst caja berubah menjadi sebuah gerakan massa yang beringac. Malaupun jumiah pesertanya sedikit,
panun bukan berarti akbsi tercebut haruc ciabaikan, cebsb dalas sebush ahsi yang turun kejalam serara psikologl nassa, kelow-
sob-teloapol yang ada dapet saja mergerakkan sassh apapun walsupun RIsSa itu kecil adznya.

8H Fenanganan pengamenan terhadap sebush skel yeng terjadi hingga turun kejalan dan berbasil engumpulkan massa yang
banyek, @aka penanganan pengasanan akaw 2ilakuban oleh dua Tim, yaitu Sis Intd dan Tiw Pencukung. 3ecara teknis  penanganan
akei tersebut tetap ditangani oleh jajaran Folri tetapd untuk mempersiagkan pengamanan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,
maka kebersdaan Tim pendukung tetep dibutuhkan, Biasanya dalam sebuah aksi sassa yang turun hejalan dan diikuti oleh massa
yang hanyak, maka keutuhan nasza tidakiah dapet dipertahankan. berbagal kepentingan dapat saja mecuk dan eenyebar cerara tigak
diketahi secara pesti. Pengandn ysng tepat ialah senguiring sassa tersebut menuju lokesi teraean yang dapat dijangkav, serta
jauh dari macyarakat pada umuanya den jauh dari terbagai sarana sosial den weuslainmys. Sebuzh zksi turun kejalan yang meabava
passa cukup besar, apabita tidak dapat difiendalikan dengan aik, akan rawan sehali terhadap teriadinya keberingasan Rassa.
“Tannar-tangan jahil’' yang memulal terjadi bentrokan sassa dapat saja muncul, selemparken baty tanpz diketahul siapa yang
gelakukan pelesperan cehingga cenimbulkan kerusuhan dan kekacauan sassa. Apabila ind sudah saapal terjadi, maka pengendalian
aksi ind aban nenjadi lebih =ulit den memerlukan persondl pengamanan falam jumlah vang cukup besar.
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kampus dan bergerak menuju gedung DPRD-DPR/MPR, para
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi tersebut melaku-
kan pawai atau "long march’  dan mengadakan mimbar bebas
di gedung DPRD-DFPR/MPR serta diikutl oleh sejumlah massa
yang cukup besar, pengamasnannyva dilskukan secars terpadu
oleh Polri besertsa unsur-unsurnys dan tim pendukung ABRI
beserts unsur-unsurnya. FPola pengamanan terpadu dilaku-
kan dalam srtian tidak lagi membedakan unsur Polri atau
ABRI namun  lebih dititikbersthkan pada pola pengamanan
secars menyeluruh yvang mengambil sikap "bertahan’ satau
"mempertahankan’ . Selama tidak terjsdi permasalahsn fisik
atan timbul bentrokan-bentrokan massa, pola penangansn
pengamanan terpadu lebih banvak bersiksp pssif mengaman-
kanS9)

Sebagai bashan pertimbangasn vang paling operssional
adalah bahws pola penangsnan pengamanan yang dilakukan
oleh Polri dan ABRI baik sebagail tim inti maupun sebagai
tim pendukung, atsu dilakukan secara terpadu, adalah
tidak bersifat kaku dan statis. Tetapi lebih bersifat
dinamis,  ihoordinatif dan harus dapat menyesuaikan
dengan situvasi dan kondisi pengamanan yang dibutuhkan

secars cepst, Lepat dan taktis—strategisag).

8 pola pengazanan aksi masca yang bergerah menuju gedung OFRE-DFRANFR dan diikuli oleh sasea yang cukup besar senun-
jukkan bahwa aksi macss tersebut bukan semata-mata melzkukan aksi unjuk rass unbuk rengundang perhatian masyaraket tetapl juga
bersaksug  menyampaikan sspirasinya ' yang selama ind mungkin tak dapat tersampaiian alau tersalurkan'. Aksi tersebwt cende-
rung aewiliki tujean yang paling pasti. Peserts aksi bissanya seiliki komitmen lebersamaan untub asncapal tespat yang dituju
dan tidak ahan sembubarkan diri apabila tulvarcye vang hendak disanpaiban tersebut belum tercapal, Aksi pasca yang seperti ind
pern fukkan afanya hepentingan yang hendak diutsrakan, Maleu demihian penanganan pengatanen aksl ind tidak dapat diabaihan
beoitu saja, selain ia semiliki massz dalan juslah yang cukup besar, pergamanan secara prevestif di linghungan gedung DFRD-
BPRMPR Juga perlu diperhitungkan. Dengan desikisn personil pengamenan meabutubkan juslah satuan yang cukup besar pula,

8! e penaanenan yang ade aken selalu berkenbang dalas renghadapl situasi yang berbeds dan capat beruhah secara
drastis, oleh karena itulal petunjuk-petunjuk bake terkadang senjadi "batasan-batazan’ yang kurang sembuat leluasa untuk
pelakukan improvisasi terhadap hebutuhan oi lapangan. Pengamanan dilakukan cecara dimamis Jesgan semperhitungkan kondisi serta
#assa yang akan dihadapi. Kensep peneanan terhadap wassa tidaklah harus selalu dilakukan seland massa masih dapat diarahkan,
maka 'teori bottle mech’ sehagai sarane penvampaian-perbukaan saluran geloshang macsa dapal diteraphan, Penanganan tidak  akan
seabava ¥epada kebringassn massa shan tetapi kepada pols penanganan yang iebih siepali.
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Untuk lebih memudahkan dalsm memahaml peran aparat
keamsnan dan ketertiban beserta unsur-unsurnya yang
melakukan tindakan rengamanan terhadap psara sktivie
gerakan mahasiswsg pro-reformasi, secara komponensial
tindakan para aparat Kemananan dan ketertiban dalam
menghadapi perbuatan para aktivis gerakan mahasisws Pro-

reformasi dapst dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:



Tabel 12. Tindskan sparat kesmanan dan ketertiban dalsm
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Melaku-

kan Pengamemnan Terhadap Perbustan Pars aktivis geraksn
mahasiswa pro-reformasi.

Tindskan

ABRI dan Po

pengamsnan  oleh

1ri

Tindskan aparat kesmeansn dan ketertibsn dalsm
melslakan pengsmansn terhadap perbustzn  para
sktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

pengamanan 'y

strategis
Operasional

Pola penangasnan

ang

dilskukan oleh
Polri dan ABRI

secars. taktis

dan

Penanganan aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi
vang hanya dilakukan dilinghungan kampus, mengs
dakan mimbar bebas dilinghkungsn terbuka, tanpa
melakukan zksi turun keislan, dan hanys mengun-—
dang sedikit massa, pengamsnsamnys hanyva dilasku-
kan oleh Polri besertz unsur-unsurnya.

Penangansn sksi geraksn mohasisws pro-reformasi
vang hanya dilakukan dilingkungan kampus, wmengs
dabksn mimbar bebas dilinghungsn terbuks, tanp=a
melakukan aksi turun kejalsn tetapi mengundang
massa yang cukup besar, vengsmansn inti dilaku-
kenn oleh tim Polri beserta unsur-unsurnya,
sedsngkan tim pendulkung ABRI bersisp-sisp untuk
segera memberikan bantuan apsbils diperlukan.

Penangsnan ahkei gerahsn mahasiswa pro-reformasi
vang dilaknkan dilinghkungan kampus, mengadaksn
mimbar bebas dilingkungsn terbuks, tetapi ber-
maksnd wmelaskuksn aksi turun kejalan, naman mnas-
S8 yang mengikuti sksi  tersebut sedikit,
pengamenanan intil dilakukan oleh tim Polri be-
serta unsur-unsurnysa, sedsngkan tim  pendukung
ABRI bersiap-=isp untuk mewmberiksn bantuan.

Penanganan aksi gershkan mzahasisws pro-reformasi
vang dilakukan dilinghkungzn kampus, mengadskan
mimbar bebas dilingkungan terbuka, tetspli ber-
maksud melakunksn aksi turun kejalan, namun mas-
sa8 yang mengikuti aksi cukup besar, penga-
menan inti dilakukan oleh Polri beserta unsur-
unsurnya dan tim pendukang ABRI langsung diter-
Junkan untuk menijadi lspis kedus pengamanan se-—
telah tim Dalmas Polri pada lapis pertems.

Penangansn aksi gersksn mahasisws pro-reformasi
vang dilakukan dari lingkungsn ksmpus dan ber-
gerak menuju gedung DFRD-DPR/MPR, melakukan pa-
wai atau “long march’, mengadskan mimbar bebas
di gedung DPRD-DFR-MPR, diikuti oleh massa yang
cukup besar, pengsmanannys dilakuksn  seca-
ra terpsdu oleh Polri beserts mnsur—unsurnya &
tim pendukung ABRI beserta unsur-unsurnya.

Pols penanganan pengamanan vang dilakukan oleh
Polri dan ABRI baik sebagai tim inti mauopun se-
hegail tim pendukung, atam d7lskukan secara ter-
padu, tidak bersifat kaku dan statis. Tetapi
lebih bersifat dinamis, koordinatif dan harus
dapat cepat menyesuaikan dengan situasi dan kon
dizi pengamanan yvang dibutubkan.

Tabel disusun berdasarksn hasil penelitisn,
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Perishkuan sparat kesmsnasn dan  ketertiban dalam
melakukan pengamanan terhadsp berlangsungnya aksi gerakan
mahzsiswa pro-reformasi  lebih dititikberatkan tentsang
bagaimans langhah-langkah vasng harus diambil oleh parsas
aparal keamansn dan ketertiban dalam menghadspi akei
tersebut dan karakter-karakter aksi gerakan wmahasiswa
pro-reformasi vang bagsimanskah yvang harus dihadapi oleh

sparat keamsnan dan ketertiban87).

Bagan 5. Perlakusn aparat heamznen dan ketertibsn

»J-Langkah-langkah Pengamanan

Perlakasn sparat Kes-
menan dan Ketrtiban R

[~Karahter~karakter Aksi

Bagan disusun berdsssrkan hasil penelitisan.

Perlakuan spsraf keamansn dan ketertiban yang perta-
ma  dititikberatkan pads langhah-langkah pengamansn yvang
dilakukan oleh apsrat kemmsnan dsn ketertiban. Langkah-
langksh yang dilskukan oleh aparst keamanan dsn keterti-
ban untuk melakukan sebuash pengamanan buksnlah sebuah
urutan langksah vang sistemstis stau sebuah langkah vang
berurutan, namun langhah tersebut bilasanya digunakan dari
cara vang Ppsaling Junsk hingga kepada cara vang paling

keras stan memszhkss.

871 oonilis mencona untuk zerbeql unsur-uncur yang sesbangun zeriehuan aparet heamenan dan ketertiban menjadi dua
unsur yang masing-masing unsur emilixi variabel veng weriatif. Unsur tersetut ialal ‘langhab-langkah yang harus gdiamhil dan
“harakter-karakter® shsi geraken sshasisws pro-reformeci. Sepertl yang ielzh diungkaphen dalam pesbahasan cebelumnya, maka
talar melakukan penanganen pengegenan akan berganfung hényak sekali kepada beberapa varishel yang menyebabhan perlahuannyspun
gkan berbeda. Secarz teknis memang tidak permah dikesukaban oleh para indormen bahwe ada bentur 'tindakan' dan ada hentud
‘perlatuan’ dan dari perlakuan ity sendiri di bagl dua yaitu 'langkah-langkah’ dan 'karateristik-karakteristiy alsi’, Pemba-
gian tersebut hanyalah setode penudis untuk semaparken dan menjelaskan vang penulis peroled dari hesil penafsiran dan analisis
atas realitz yang terjadi dilapengsn, Sedanghan susunan variabel tersebul juga serupakan hasil perafoiran penuiis dari bebera-
pa inforaan vang dikaithan dengan pematsiran ates realita yang ada.



P
o~
(]

Pengambilan langhsh-langksh tersebut walsupun tidak
secara sistematis atsu berurutan, namun kriteria pokoknysa
adalah " tefar memperlskukan para demonstran tersebut
secarae damai dan pésif'. Namun walsaupun demikian bukan
berarti 1lsngkah-langksh tersebnt tidak memperbolehkan
adanya tindshkan-tindskan reprezsif. Tindshksn represif
hanya digunsakan untuk membels dan mempertshankan diri
apabila keadaan dan posisi pasukan pengamanan sudah
sedemikian terdesak5%). |

Penerapan langkah-langhkah tersebut walsupun dijabar-
kan secsra berurutan dari kondisi yvang paling damsai
hingge hkondisi yang paling rawan, bukan berarti langhksh-
langhksh pengamanan tersebut bersifat kaku. Langkah-lang-,
kah pengamanan tersebut depat sajis berubsh secars dras-—
tis, berkembang sesusl dengsn kondisi dan  keadsan vang
akan dihadepi dilespangan. Respongsifitas periskuasn aparat
keamanan dan ketertibsn di lapsngan, sangatlah hergantung
penuh  kepada aksi gerakan mahasiswa  pro-reformasil vyang
tengah berlangsung. Misalnya jika sksi gerakan wmahasisws
pro-reformasi tersebut berlangsung secara tenang dan
demai, wmaka sparst kesmanan dan ketertiban-pun hanys
sebatas melakuksn pengamansn aksi tsnpa harus menggunakan
perlaskuan vang represif, apalsgl hinggsa menggunakan
tameng dsn pentungsn stau gas air mats dan peluru. Seba-

liknyva Jika aksi tersebut sudah hamplr berubah menjadi

8 Feberaps irforsan yang sespsi penulis temud dilapangan mavsun ketika senokonfirsesiban ulang perihal  perlabuan-
perlakuan aperat keamsnan dan ketertitan, aaka pada intinya tercetus bahwa pola dasar yang digunskan adalah ' pengamanan’
sedanghan bagairana perlakuan yang diteraphan dilapanen skan Derienbang secual kondisi yang eda. Mamn secara baku telap
mengedapnkan pola perlakuan yang manusiawi, harena parz informan tersebut mengatakan bahwa yang mereka hadapi adalah masih
pacyaraket dan bangsa sendiri, tukan susub sehingga iicsk boleh diperlakuken hegad susuh yeng harus dihencurken atau disusnah-
kan, aken tetapi jira gerakan sases ity sudsh mencapal taval yang genting, dicana keamansn, hetertitan dan stabilitas nasional
dipertarubhen, oeka apa boleh buat pengasanen secara represit denan sangat terpakza dilakuken, Tetapl tetap pada dasarmya
peRgaranan yang Oilakukan adalah memandeng bahwa massa tersebut adalah messa yang harus diperlakukan secara manusia  berdasar-
kan pola-pola penapemanan yang ada.



aksi kebrutalan dan kerusuhsn messs, maka aparat keamanan
dan hketertibannva-pun ahan segers menyvesuaikannva.,

Dengan demikian 1angkah-langkéh rengamanan fLersebut
pads dasarnya bersgsifat dinamis dan resktif, vaitu bergan-
tung penuh pada kondisi dan keadsan yang harus dihadapi.
Dinamis karensz 1z dazpat berubsh sewshitu-wakiu sgesuai
dengan kondizi dan gituasi vang dihadapinys, reaktif
karens hentuk perwajudan perlakuasn Ltersebunt merupaksn
sikap resksi balik stas perbuastan vang dilakukan lebih
dahuin. Dalam hal gikap reshktif, bentuk pols penekanan
secara  represifpun merupshkan sebush siksp balik atas
adanya kegiatan aksi yvang memungkinkan terjadinya aksi
keksecauan atan kerusuhan masss.

Langkah-langkah perlshkusn pengamanan yang diterapkan
oleh aparat kesmanan dan ketertiban dalam menghadapi aksi
para aktivis gerakan mshasiswa pro-reformasi yaitusg):

1. Mengamanksn lokasi kampus atzu lokssi tempat berlang-
sungnya akei gerskan mahasiswa pro-reformasi dan areal
sekitarnys agar sksi tersebut menjadil terlokalisir dan

lebih memudahkan dalam mengawssinysa.

b3

Mewbatasi ruang gersk stau rusng-linghkup berlangsung-
nys aktivitas aksi geraksn mshasiswa pro-reformasi
agayr sksi tersebut tidak makin melebsar dan tidak makin
melibatksn banyak massa,

3. Mengawasi perbuatan dan tindskan para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi agar dapat dipantau perkemban-

gannysa.

&) Langkah-langhah  perlstuan aparal hessanan dan ketertiban ind perupskan hasil pemyesunen dan penafeiran penulis
deri fasil singkropisasi antara rezlita yang terjadi cilapangen dengan perbincangan dengan heberaps informan. Fada dasarmya
tangkatrtangkah tersebut dikemukakan dan diwraiken serara sistesatis oleh peruliie terdazartan teberapa infornasi yang dipero-
1eh dari beberzps informan Uan berdasarkan pengatatan terhadap berhagal ahsi gershan nahasiswa pro-refersasi yang terjadi di
lapangan, Perafsiran terhadap beberapa langiah pengenensn yang dilakufan nleh renalis nerupshan hacil pengamatan dan perbin-
cangarr dengan beberapa sumber inforeasi.




Mengamankan zrus lslu lintas di  seputar areal sksi
gerakan wmahopsisws pro-reformasi, dan apabils menjadi
aksi vang bergerak menuju tujusn tertentu (pawal atan
" long march’'), dissmping melskukan pengamanan terhadap
arus ialu lintas diseputar areal aksi, jugs mengarah-
kan Jslur pawsi atau ' long march’ agar tetap terjaga
kesmanannya dan Kewtuhannya.

Dalam hal pengsmsnan lalu lintas sksi, kalau dirasﬁ
perln petugas lalu lintas dapst melakukan pemblokiran
aYrus 1s1u lintas tertentu dan memberikan “prioritas
jalan' terhadsp ranghkaian aksi pawsl atau ' long march’
dan wmenyalurkannys arus 1s1n lintas lesinnva kejalur
vang lebih swman.

Melakukan pengawalén dan mendampingi sksi pawai atau
" long march’ vang dilakukan oleh pars aktivis gerakan
nahasisws pro-reformasi, agar route perjalanan mnenjadi
lancar dan aksi tersebut tetap berlangsung Ssecsarsa
damai tanps menvimpangi beberapa késepakatan vang
manghkin telsh dilakukan. |

Melakukan pengawasan dan mengamankan tcrhadap peserts
sksi gersksn mahasiswa pro-reformasi apabila diketahui
ada peserts sksi vyang berasal dari "luar unsur
mahasiswa'; sgayr aksi yvang dilakukan oleh para sktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi, tetap utuh, pmurni dan
terjagsa kezmanannysa.

Mengasrahkan route pawsi atsn ~long march’ agar perja-
lanan dapat lancar dan mengamankan lokasl Lempsat
tujuan aksi gerakan mahasiswa pro-reformssi agar tidak
terjadi kekacauan vang dapatl mepyebabkan timbulnya
kekacausn dan kerusuhan massa.

Melskukan pengamansn secsra preventif, yaitu mencobs

berdialog untuk mengetahul kehendak dan tujuan vyang



sebenarnya, &gsr despsat dicapai beberapa kesepakatan

dalam melskukzn sksi geraksn wahssiswa pro-reformasi.

10. Melsknksn pengamanan aksi gerakan mahasiswa pro-

reformasi dan melakukan pencegahan terhadap kemungki-

nan masuknys masss non mahasiswa kepada aksi gerakan
mahasiswa pro-reformasi.

11. Melakuksn pengamsanan secara represif, yaitu melakukan

pengamanan dengan penekanan-penekanan, baik mecars

fisik maupun secara psikhis. Namun sedapat "mungkin
pengamasnan secara represif ini dihindari sagar tidak
menimbulkan bentrokan massa.

1?. Dalam keadsan ysng sangst memaksa dimungkinkan mengguF

nskan kekustan fisik staw kekustsn secara milliter

sebagai kekustan penekan atau kekuatan pemukul, khu-
susnva apsbila diperkirskan akan terjadi kekacauan dan
kernsuhan massa.

13. Dslam kondisi vsng terdessk, kritis dan sangat memsk-
ss, untuk pembelasn dan pertahanan diri dimungkinkan
untuk menggunakan tameng dan pentungan, masker dan
gas air wmata, peluru hampa dan pelurn karet. Pengama-
nan inipun dapat dilakukan untuok memadamkan sebuah
sksi messs vang telah berubsh menjadi kekacauasn dan
kerusuhan wmasss.

Langkah-langkah tersebut pada dasarnya adalah siksp
baku vang harus diteraphkan, namun pernerapannys bergantung
pada kondisi dan keadaan wmans yang narus dihadapi. Oleh
karena itulsh, penerapan langhkah-langkah tersebut merup&a-
kan sebush reaksi bagl kondisil vang ada dan harus dihads-
pi di lapangan.

Penentuan langkah-langkah aps vang harus diambil
dalam menghadapi aksi gerakan nahasisws, pro-reformasi

bergantung penuh pads rondisi skei vang dihsdspl, sedang-



ken kondisi sksi ysng hesrus dihadapi memiliki empat (4)
karakteristik vang berbeda, dimans dapst esis ksrakter
yang gatu dengan karskter yang lain mwmerupskan masing-
masing karakter vang mandiri, disisi lain dapat Jjuga
karakter vyang satu dengan karakter yang lain mérupakan
sebuah urutan dari karakter vang satu menuju kérakter
Vang berikutnyagO}.

Karakter-karakter Lkondisi aksi gerakan wmahasiswa
pro-reformssi yang harus dihadapi oleh para sparat keama-
nan dan ketertiban yaitugl):

1. Aksi gerskasn mazhasiswa pro-reformasi vang hanya
berlangsung diseputar kampus.

2. Aksi gerskasn mahasiswa pro-reformasi vang berlangsung
di sekitsr kampus dsn memiliki rencana untuk melakukan
akei  turun kejalan stau mengadaksn pawai stsu " long
march’

3. Aksi gerakan washasiswa pro-reformasi yang berlangsung
secara tertib dan damai

4. Aksi geraksn mshasiswa pro-reformasi vang memiliki
kecenderungan dan potensi terjadinya kakacauan dan
kerusuhan massa

Keempat hkarskter ini akan memberikan bentuk perla-

kuan vang berbeda stau tidak sama. Apsrat keamanan dan

ketertibsn skan memperhitunghan kondisi yang dihadapinya

W penuiiz menenpathan karekier-haravter iersetut dengan beterara variahel vang ferteda; sshingga dari pemilahan inl
ahan teriihal dengan jelas bepaisana pengaruh variabel yang berteds anatars veriabe! vang satu cengan variahel yang lain ahan
penterikam hasil certa penanganan vang berbeds, Prda dasarnye bonsep untud menyusun tarakteristik ini hanya merupakan benduk
“trial and error’ yang dilakuken oleh penulis, namun setelah pelihat dan rengalani bederapa ahel, serts seperhatikan beberapa
ronsep periakuan yang berbeds, geba penulis mencoba wituk rerupiskaninya delan bentuh beberaps karakteristix dengan variatel
yang berbeds maia.

& Penvelutan harakter-harabter ini serupshan hasil nenangkapes dan penafsiran penulis dari beberapa perlakuan  yang
dilakukan oleh aparad kesmenan dan ketertiten terhodap berbagal macid shsi geraken nahasisea pro-veformasi, Masing-masing
varskter mendapethan bentuk perlakukan standar yang terbeda. Sedangkan penyebutan keempat karakter tersebut gerupakan hasil
peshagian yang perulic lakukan berdasarhan belerays pemaparah informasi yang dikesukakan oleh infornan dan berdasarkan hasil
pengzraten sendiri gl lapangan lerhadap berbagal maces avei yang terjadi o1 teberapa lokaei Gan beberapa waktu yang berbeds,



sehinggs perlakonannya-pun aksn disesunsikan dengan kondisi
tersebut. Keempat Harakter tersebut mendsapatkan perlskuan
vang tidsk sama, sebab jiks keliru dslam memahami kondisi
dan kesdsan vang tengah terjasdi, dan keliru pula dalam
memberikan perlakusan, maka kekeliruan perlakuan tersebut
justry dapat memicu terjadinys kondisi dan keadaan vyang
makin panzs puls, sehingga dapst menimbulkan terjadinya
bentrokan dan kerusuhsan massagz}.

Perlazkuan saparst keamanan dan kelteriiban ferhadap
aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang hanya berlang-
sung diseputar kampus ialah: melakukan PENgAamanan
lokasi hkampus atau areal berlangsungnys aksi dan sekitar-
nys. Mencoba melaskuksn pembatasan ruang gerak atau lingk-
up aktivitas dsri aksi gerakan mshasiswa pro-reformasi.
Melakukan pengawsssn terhadap perbuatsn dan tindakan parsa
aktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi. Melakukan penga-
manan arus  1alu lintss di  seputar areal kasmpus satan
lokasi vang digunskan untuk mengadakan aksi dan Jika
dirsss perlu dspst melakoksn pexblokiran arus 1s1u
lintas dan mengarashkannyae mermiju jalur lain vang lebih
amanSs? .

Perlakuan sparat kesmanan dsn ketertiban terhadsp
aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yvang berlangsung di

sekitar kampus dan memilikil rencana untuk melakukan aksi

2 ins dipsparien dalan setuzh henfuk hajisn yang apiikatif, mabs dapst gilikat bahwa hobungan antarz kondisl dan
Rewdaan aksi geraren manesicwe pro-reforgasi yang tengah berlangsung dengan pertakuan-periakuan 2paral keamanan dan teterti-
ban, lebih serupakan hentub hubangan tisbel balii antara adanya absi vang senisbulkan reaksi dan reaksi tercebut memiru reaisi
vang bebih besar pula, Oleh harena itulah tertuk-beetul periatuan yang tepat akan melikat kondisi dan keadaan wana yang tengah
gihadapi, sehingus perlakuan-perlakuzn veng dianbil-pn ahan dapat dizesuaiben denoan tepat dan cegera.

) L ihet resball varibet-varizbel yang oz pde 'langhah-langheh’ ditsitian dengan ‘harakteristii aksil' akan menmun
jukken poia perlzhuan vang berteds, Semahin komplebs kel yang tigha : n rueit pale prosec penanganan  PERGEmE—
nennya, tetepi cebelibnyz jika sesskin sederhana shsi terestat beriangsunc, zaka pola penangannys-pun sebatas perlakuan yang
ctandsr sais. Pola perlakuan penananan yang diberikan merupakan bentuk reshed gari zksi vang dilakukan oleh gerakan ashasisis
pro-reforsasi, jike aksi terzebut berjalen tance seninbulian kerenderungen anarkhi, maha perlakesn aparat keasenan dan  keter-

tiben-pun akan sesperlafubannye secars wajar.




turun hejalan atau mengadskan pswai atay "long march,
ialah: melshkuksan pengamanan 1okési hampus dan  aresl
sekitar tempat berlangsungnys aksi. Melakukan pewmbatasan
ruang gerak atsu lingkup shktivitas dari sksi gersksan
mahasiswa pro-reformasi. Melakukan pengawasan terhadap
perbuatan dan = tindskan para akiivis gerskan mahasiswa
pro-reformasi. Melaskuksan pengsamanan arus lalu lintas di
seputar areal Kampus dan jalur pawsi atan "long march’
dan Jika dirasa perlu dapat melskukan pemblokiran arus
1alu lintas dan mengsrahkan arus kendsran dan srus pawai
tidak pada Jalur yang sams. Melakukan pengawalan dan
mendamnpingi ‘rombongan pawai’ staun " rombongan long
mareh’ . Melahukan pengswasan dan wmengamankan peserta
aksi szpsbila diketahuni ads peserta aksi vang berassl
dari ~luar unsur mahasiswa . Mengarahkan dan mengamankan
lokasi tempat tujusn aksi94}.

Perlskuasn apsrat kKesmansn dan Retertiban  terhadap

aksl gerakan mahasiswas pro-reformasi yang herlangsung

secara tertib dan damai vaitu dengan melakukan pengamanan
secara preventif. Apsrst kesmanan dan ketertiban melaku-
kan pengawalsn dan pendsampingan aksi gerakan mshsasiswa
pro-reforwasi, mengsmanksn lslu  lintss dan mengarshkan
jalur vang hendak ditempuh "~ JIong march sertz melsakukan

pengsmanan dan pencegshan masuknyas massa non mahssisws

# Liﬁat i;mhali varihel-variabel yarg dioaparkan dalas langhab-langhah' dengan “terskteristih akei’. Dalam sebush
tsi, make pole penanganannyapun akan semskin luas, hal ind  diperkitunghan
'E}L=Jban atau kebrutalan massa ya g memann tidak dikehendaki, Apabila
terisdi dengan massa yimg cukup, =zrta aengadakan rencana untuk melakukan
aksi turun hejalan, maka eecera eposinal sessa vang sudah cukup legang, lasa berhadan-hadepen depgen aparat Neapanan dan
ietertiban dapat mencefuskan sebush pertentanga secara fisik, dondisi encsional ¢i kedua belab pihak yang cedang tegang dan
berada dalam kendisd saling sencurinal merupaban wnmwr-unsur psiihic yang dapad aebuat frikel fielk antara kedua telah pihak
yanq terhzdap-hedapan,

cebanal  sarana LﬂtL? bET‘uBé"ﬁQa aq=r tzn4
sebual aksi nassa sudak berlangeung sedemibisn
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kepada aksi maha$iSW&95}

Perlskuzn zpsrat kesmanan dan ketertiban terhadap
aksi gerakan mahasiswva pro-reformasi yvang memiliki
kecenderungan dan potensi terjadinya kakacauan dan Keru-
suhan massa, veitu dengan melskukan pengsmanan dilakukan
secars represif, namun sedapat mungkin menghindari ben-
trokkan masss. Mulail menggunaksan kekunatan militer sebagail
kekuatsn pencekan atan pemukul spabilas terjadi kekacauan
dan kerusuhan. Mulsi menggunshan tameng dan peﬁtungan,
masker dan gas zir mata, peluru hampa dan pelurn Kkaret
untuk memadamkan sksi vang berubah menjasdi kekacawnan dan
kerusuhan masss

Untuk lebih memudshhan dsalam memahsmi perlakuan
zparat keamanan dan ketertiban besertsa unsur-unsurnya
dalam melaskukan pengamansn terhadsp para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi, secara komponensial perlakuan
para aparat Kemananan dan ketertiban dalam menghadapil
perbustan para aktivis gerakan mwmahssiswva pro-reformasi

dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

P} gealita senunjubkan arebile ahsi beriangeunn secars tertib den datal, saka frikei tisik sangat kecil kesonghinan-
aya umtuk  tisbol, Tetapl hal inipun tidah senjsain hatwa friksi tidak munghin terizdi sebab dapat caja karema esosicnal,
Yerera kondisi cuaca yang panas Oapat membuat kesxbaran seceorang senjadi repat hilag, Peds ksl yang berlangeung secarz
tertib dan demai, bizsanya lebih banyak sikap kosprosis yang berkasil dicapai oleh vedua belah pihak, baik pihak aktivis
gerakan mahasizva pro-reformasi maupun pihek aperat kemamanan dan tetertiban 1ehih banyak mencapal kesepatakan, misalnya dalan
hal route yang akan gilalul, pengangkutan mahasiswa bila diperlukan, penbatasan aksi untsk tidak mendekati tempat-tempat
tertentu, serta kesedizan sehasiswa wntuk mau Siatur Kesmanananmyd nleh aparat, sebaliknya kesediasn aparat untub tidsk mena-
hen atau menghastat aksl yang mahasiswa lakskan.

B gealite gerinjukban bahwa secara uim kecenderungan abel mizes alan memhava danpak tepada potensi terjadinva
Wekscauan dan kerusahen massa. Aksi yang dilakuhan oleh mahasiswa dan dilakukan dalam sasea yang besar-pun meailikl  kecende-
runhan vang desikian. Ketenangan cecars fisik maupn peikhis depat menjadi vesicu terjadinga friksi fisik, cleb karena itulzh
make dennan variabel-variabel yang ade aparal keasanan dan tetertiban berusahs untik melafukan pengasanan, balk secara preven-
tif saupun represif,
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Tabel 13. Periskuan spsrat kesmsnsn dan ketertibsn dalam melskuksn
pengamanan terhadap perbuatsn pars aktivis geraksn maha-
siswa pro-reformasi.

Perlakuan Periakaan sparst kesmanan dan ketertiban daslam
pengamenan_ olehi{melaknukan pengsmanarn terhedsp perbuatan  para
ABRI dan Polri }aktivis gerskan mshasisws pro-reformasi.

)Mengamankan lokasi hampus dan areal sekitarnya.

Aksi gershan ma—!Membatasi rusng gerak/lingkup sktivitas aksi.
hagisws pro-re-

formasi yang ha—)Mengawasi perbuatan & tindaskan para sktivisnya.
nyz. berlangsung

diseputar kampus

Mengamankan arus lalu lintas di  seputar areal
hawpus yang digunskan untuk aksi.

Kalsu dirasa perlu dspat memblokir arus lalu
lintss dan menyvalurksnnva Kejalur lainnya.

)Mengamankan lokasi ksmpus dan areal sekitarnya.

)Membatasi ruang gerak/lingkup aktivitas aksi.

Mengawasi perbuatan & tindakan para aktivisnya.

Mengamsnkan arus lalu lintss di seputar aveal
Aksi geraksen ma—[kampus den jalur pawai atan “long march’ .
hesiswa pro-re-
formasl vang ber‘Mengawal den mendsmpingi pawsi atan long march
langsung di se-

kitar ksmpus dan
memilikl rencans
untuk turun ke-
jalan {(pawail. Mengawssi dan mengamanksn peserta sksi sapabila
diketahui sda peserts aksi vang berssal dari
lnar ‘unsur mshasiswa’” .

Kalzn dirasa perlu srus lalu lintas dapst di-
blokir dsn disalurkan ke jalur lainnya.

Mengarahksn dan mengamsnkan lokasi tempat tuju-
art ahsi,

(Pengamanan dilakuksan =mecara preventif.

Aksi gerakan mamiﬁelakmkan pengawalan dan pendsmpingan aksi.
hasiswa pro-re-

formasi yeng ber|[Mengamanksn lslu  lintas dan mengarahkan jalur
langsung secars |vang hendak ditempuh “long march’.

tertib dan damai{

Melakuhksn pencegahan dan pengamsnarn masuknya
nsssa non mahasiswa kepada sksi mshasiswa.

Pengamansn dilakuksn secara represif, namun se-
dapat mungkin menghindari bentrokkan massa.

Aksi gerahkan wma-

hasiswa pro-re-|Mulai menggunakan kekuatan militer sebagai ke-

Formasi yeng ber|knatan penekan atan pemukul apzbila terjadi ke-

langsung menujulkacausn dan kerusuhan. .

kakacauan dan ke

rusuhen masse. Mulzi wmenggunakan tameng dsn pentungan, masker
den gas air msta, pelurn hampa dan peluru karet
urtuk memadamksn sksl yang berubash menjadi  ke-
kacauan dan kerusubhian massa.

Tabel disusun berdasarksn hasil penelitian.




C. Bepenalisasi Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-

Reformasi

Menurut Scedarto, depenalisasi adalzh sebush tindsksan
terhadap sebush perbustan vang senuvls diancsm dengan pidana,
kemudian =ancaman pidananysa dihilangksn skan tetspi masih
dimungkinkan sdanva penuntutan dengan cara lain yvailty dengan
melslni hukom perdatsz msupun dengan menggunskan mbkum admin-
istrasi®’). _

Pembshezsan tentang kebersdasn depenalisasi ﬁenurut
Sudarto, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Ariminalisa-
si dan dekriminalisasi. Kriminalisasi dimaksudkan sebsgai
sebuah proses penetspan sustu perbuatan orsng sebagal sebuah
perbustan vang dapat dipidana, Proses ini diskhiri dengsan
terbentuknya sebuszh undang-undang dimans perbuatan yang
disnceam dengan suatu sanksi berupa pidasna. Sebaliknys peng-
ertian dekriminsalisasi sdalah suatn proses dihillangkannys
sama seksli gifst dapst dipidansnys sebuah perbuatsn, proses
ini dikahiri dengan dicoretnya ketentuanlfang bersangkutan
dari perundang-undangsn. Sudarto menambahkan bahwa dekrimi-
nalisasi hsruslah dibedakan dengan depenalisasi, yvaitu
sdanys sebush perbustan yang semula diancam dengan pidans,
ancaman pidananys dihilangkan skan tetapi wasih dimungkinkan
adanya penuntutan dengan cars lain vaitu welsalui hukum

perdata atsu hukum adminiﬁtrasigs).

) Batas gerakan rahasicwa proeretersasi yang terjedd senjelang Sicang Usun 1958, tisbul setwsh fencaena yaitu dengan
hampir tidek giteraphennye kelentuen-tetentuin pidana yang sevinghall diteraphan nada skiivie qerakan rahasiswa cebelusnya,
Fenomenz  ind Gisinyalir lek penulis sebagal cebuah tindahan gepenalisasi terhadep pertuatan fara antivic gerakan mahasicwa
proreforsasi, Ini teriihat batwa dari banyainys ahtivis geraken mahasiswa pro-reforassd yang nelakukan aksl umjuk rasa,
Gescnstrazi, aksi keprihetines, dan akel smasca, namun sangat sedikit sekali yang dijerat dengan ketentuen-ketentuan pidana
yang bissa digunakan.

8 Dalam kaitannya gergan ketiga proces tercebut (krindnslisasi, cekrisinalisasi, gepenaiizaci) maka kerangka hajian
kritis dalae brisminclogi telsh selakukes sebual upaye urtuk senahani secara kritis tentang proses-proses sententukan  undang-
undang dan sekaligus pala bekerjanya, Proces kriainalisasi, dekripinalisasi den depenalisasi, dalaw acuan kerangka kriminologd
kritis gerupakan sebuah pola hajlan berw vang dikeragken dapat senberikan refosendasi guna perbaikan—perbaikan Rukun pldana
renuiu bentuk hukun pigana yang ebin resronsif, Fenelitian-genetitian yvang dilaluken dalam lingkup kriminologl dapat diguna-
kan wntuk mesbanty pemtustan undasg-undang pidene (bripinalisaci) atau pencabutan undang-undang pidana {devriminalisasi) dan
terjadinys tindakan depenalisasi sebuah perfuetan ala tindakan.
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Tindakan depenalisasi terhadap pars aktivis gdersksn
mahasiswa pre-reformasi menunjukkasn adanya  indikssi  bahwa
penggunaan Saransa-sarsna penal sSebagsai alat untuk menegak-
kan hukum den mengatur serta menjamin keasmsnan dsn keterti-
ban bukan merupsakan sstu-satunys upays hukum vang tharus
dilakukan. Fenowena terhadsp pars sktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi wmenunjukksn adanys perbedaan antara ketentuan
pidsna secara tertulis (law in books) dengan pelaksanaan
ketentuan pidana secara reslita (law in action).

Dalam hukum pidanz itu sendiri diakui adanya keterbata-
gan-keterbatazan kemampusn hokum pidsna dalam menanégulangi
kejahstan, sehingga timbul sebush pemikirsn yang mengemuka-
kan bshwa dalam menanggulsngi kejahatan selain dikenal
dengan upava pensl, térdapat pula penanggulisngan kejahatan
dengan sarans non penalgg).

Apabila tindakan sparat kesmanan dan ketertiban terha-
dap perbustsn pare zhktivis gderskan mahasiswa pro-reformasi
ternyats merupskan sebush tindakan depenalisasi yang menya-
dari batas-batas kemampuan hukum pidana dalam wmenangani
masalsh kejahstan dan melakukan pensnggulangan agar tidsk
terjadi bentrohksn vang lebih besar dan lebih merugikan bagti
gemua pihak, wmsks tindskan tersebut merupskan upaya non

penal sebagsi upsya untuk mensnganl mssalah yang sangst

kompleks.

) Memningat teterbatazan-keterbatasan hukue pidans dalam senanqgulangl kejahaten makz dalas menangand perbuatan para
aktivis gerahan sahasiskwa pro-reforaaci yeng meserahi rusuzen-rususan terientu dalas hukus pidana dilakukanliah tind;kan Depe-
nalisasi. fengan kata lain dalan serghadapi pertusten para sktivis gerakan sahaciswa pro-refermasi yang memenuhi  rumisan-
rumsan  tertentu delas hukus pidana, upays penal tidek selalu harus digunakan, Ini sesual denqan aps yang pernzh dikemuhahan
pleh Bards Hawawi Arief yara memgutip pecihiran Nige! Walker babwsz tengingat herbagal keterbatazan dan kelemahan hukum pidana,
gaka dilihat dari sudet kebijaken, penoounazn atau intervensi 'wpaya pemal’ sevoQyemya harus dilakukan dengan Jebih hati-hati,
cersat, hemat, selektif can liaitstif, Pencapst senada juga dikesukakan cleh Jeresy Benthas batwa penggunaan hukum  pidana
janganlah digunakan apabile ternyets penggunasn fvkus pidana tersebut tidek seeiliki dasar yang huat (groundless), tidak
giperiukan {reegless}, tidak menquntunghen {unprofitable or ireffitacious). Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh
Herbert L. Packer balws penagunaan sanksi pidans secars sesbarangan atau tidak pendang buly atau menyamaratakan ({iegiscrimi-
pately) den digenakan cecara paksa {coercively) shan zenjedikan sarapa pidena tersebut menjadi suatu pengancam yang utama
{prime threaterer),



Balsm melskukan pengunghkapan sebush permasalahan  yang
sangat kompleks ternyvate membutuhksn beberapa alat bantu
pemahamsn diluar disiplin ilwmu hukum. Demikisn pula untuvk
membahasnys secars mendalam dibutuhkan perangkat-perangkat
pemahnaman non hukum. Pembahasan permasslahan ketiga vyaltu
tentang wmengspa diterspkasnnva tindakan untuk melskukan
depenalisasi terhadap perbusatan para shktivis gerakan wmaha-
siswa pro—refofmasi vang telah memenuhi rumusan-rumusan
pidana tertentu, hal ini tidak dapat dilepaskan dari. bentuk
permssalahan keempat, vaitu pengaruh-pengaruh non hukum
apahkah vsng mempengsruhi ditersphannys tindskan depenalisa-
5i.

Namun wuntuk membahasnyvs secars sistematis dan  rincil
setiap permasalahan yang sde secars lebih terfokus, dalam
sab  bagisn ketigas ini terlebih dahuku dikemukakan tentang
pertimbangsn-pertimbangsn non hukum dan hukuwm yang melatar-
belakangi mengaps diterspkannys tindaskasn depenalisasi terha-

dsp perbuatan para sktivis gerakan mahasiswalos}.

Pertimbangsn-pertimbangan tersebut dikemukakan secara
komponensial dalsm bentuk preposisi sebsgal beriknt:
Prepoisisi 1: Pertimbangan praktis-sosioclogis yang menyebab-

kan depenalisasi perbuatan aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi.

Prepoisisi 2: Pertimbangan politis yang menyebabkan depena-
lisasi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi.

Prepoisisi 3: Pertimbangan hukum yang menyebabkan depenalis-

| ssi perbuatan aktivis gerakan mahasiswa pro-

reformasi.

) Sedanakan penparu-pEngarih non hukun apakah yang mezpengaruhi hekerjanya hahun sehingga diteraphannyd kebijakan

depenaiisasi terhadap perbuatan para aktivis gereken mehiasioes prorefornasi, akan dibahas serara sistenatis dan rinci  delas
sub bagian keeopat, cetelal rembahacan sub taglan ketiga ini.
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Untuk lebih memudahksn dalam memshami bsgaimsnas posisi
pertimbangan-pertimbangan praktis-sosiclogis, ypolitis dan
hukum dalam membangun honsepsi depenalisasi perbuatan pars
aktivis gerskan wmashasiswa pro-reformssi, dapst dilihat dalsm
bagan berikut ini, dasn dalam beberapa uraian sesudahnys yang
menjelaskan pertimbangan masing-masing preposisl (preposisi

1, 2 dan 3) secarsa hkomponensisl.

Bagsn 6. Fosisi pertimbangsn praktis-sosiclogis, politis dan kum dslam
membangun konsepsil depenalisasi perbuatan pars akitivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi.

Pertimbangan !
praktis-sosiologis

| D . -
epenalisasi
L

Pertimbangan perbnatan sktivis Mermaju penerapsn hukom
politis geraken mshasisws pidsna vang responsif
\ pro-reformasi
Pertimbzngan
ko

!
f

Bsgan disusun berdssarksn hssil penelitisn,

Preposisi pertama (1) menunjukkan bentuk-bentuk pertim-
bangsasn vang mengacu kepsds perkembangan kondisi-kondisi
empiris secsrs praktis dan sosioclogls dilapangan. Dari
pertimbangsn ysng mengscu padsa kondisi-kondisi empiris ini,
akan muncul preposisi kedua (2) yaitu bentuk-bentuk pertim~
bangan secars politis yvang mengacu kepada tujuan yang hendak
dicapai atau kondisi-kondisi politik yang menekannysa. Daril
redus pertimbangan tersebut (preposisi 1 dan 23, akan muncul
preposisi ketiga (3) yaitun bentuk-bentuk pertimbangan secars
hukum vang mengacu keb&da tujuan yvang hendak dicapai satau
manfast sps vang dapat diambil daril tindakaﬁ tersebut, serts
konsep-honsep hukum aps veng dapat digunakan atau mendukung

sebuah tindakan secars tepat, baik dan bensr.
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1. Pertimbangan praktis-sosiologis vang menvebabkan dJdepena-
lisasi Perbuatan akbtivis gerakan mabasiswa pro-reformasi.
Pertimbangan praktis-sosiologis merupshkan sebush
bentuk pertimbangan yang lebih mengedepankan aspek-aspek
kepentingan vsng lebih menguntunghksn berdassrkan kondisi
vang nvats dan kemudsahan-kemudshan tertentu yasng memung-
kinkan untuk diterapksn dilapangan. Pertimbangan ini
merupakan bentuk pertimbangsn pintas yang melihat sadanys
keuntungan untuk menerapksn hkowmponen-komponen fertentu
untuk mencapsi hasil yang lebih menguntungkan. Disatu-
sisi pertimbangan ini merupsksn sebuah bentuk pertimban-
gan veng mengsbaiksn tata hukuwm stav pols normstif vyang
biasanys berlszku dan disisi lain pertimbangsn inl hanysa
mengarah hepada usahs-usaha ftertentu untuk mencapsai
kondisi dan tujuan yvang dikehendak1101).

Secars praktis-sosiologis pertimbangsn ini merupakan
sebuah bentuk kebijskan vang muncul setelah mellihat
Feriomens sosisl ysng ada serta memutuskan sebuéh upaya
sersrs rasionsl berdasarksn data-dats empiris yang mendu-
kung dismbilnya tindakan tersebut.

ODslam wmenanggspi berbagsi aksi gerakan mahasiswa
pro-reforma=zi, wpera aparat keamanan dan ketertiban-pun
mempertimbangkan untuk melakukan tindakan depenalisasi
dengan beberaps bentuk pertimbsngan secara praktis-

spsilogis berdasarkan kondisi-kondisi empiris yang menun-

M gt pertinbangan ini cenderung hanya selihat sisi keuntunger yang dapat diperaleh, atau manya memperhilunghan
segl kerugian hila diteraphannye sebush tindakan, Sehingga bentuk-tentuk pertisbangan ini sangat berkaiten erat danan.kunéisi
yang tengzh dihadapi serta bentub-bentub tindakan yang pesang harue segera dilakuken, Secara prektis sosiologis, pertisbangan
ini jebih banyak senyinpanql elemen-elesen hukum deal hepentingan senchtara, tetapl batasan yang meabedskan antara kepentingan
fukun  dengan sendahuluban kepentingan sasyaratat apatiah tipis sekali, sehingga dalap beberaps kasus, khususnya dalam kasue
terjadinys penjarahan, perusaken oleh masea yang ‘genconpleny’ massa rahasiswa sulit untek dilacak, ditangkap atay dipidana-
kan, Yepentingan inipun tidsk lepas darl pertinbengan-pertinbangan palitis terhagep sesuatu hal, misalanya masalah HAM, peng-
gunakan ‘exesive force’ oleh polisi dan rendisi-tordisi ekoncai politik yang selatar belakangi, Oleh kavena itulah,. dalas
hagan digasharken babes pertisdangan rrattis-sosiolegis, pertimbangan politis dan pertishangan hukus saling kait sengkait dan
sling wendukung pertiabangan yang Jainnya.
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jang pertimbangan tersebutif2)

Tindakan depenalisasi terhsdap para aktivis gerakan
mahasisws pro-reformasi secars praktis-sosiologis dilan-
dasi pemikiran-pemikiran tertentu yaitn, bahwa tindakan
aparat keamansn dan ketertibsn yang melskukan penandkapan
serts dilanjutksn dengan mengajukan para akbivis gerakan
mshssiswa pro-reformssi  tersebut ke pengadilan untuk
menizslani proses persidangan dan pemidanaan, dapat menyua-
1ut kemarashan atan Kerusuhan masss  yang lebihl begar.
Kondisi ini makin mempersulit melakukan pengamanan loka-
i, dan lokasi yvang sebensrnya dapabt diamankan dan diken-
dalikan dengan wudsh aksn meniadi lebih sulit, lebih
kompleks dan lebih beringss apabila dilakuksn tindaksan
penasnghkapan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan
mahasiswa pro—reforma31103}.

Pertimbangsn praktis-sosiologis mengemukakan bahws
berntuk penanghkspan dan pemidanssn terhadap para aktivis
gerskasn mahasiswa pro-reformasi yvang melskuksn berbagail
mscam aksi serta didukung cleh sejumlah massa yang bany-
ak, adalah sangat tidak mungkin dilakukan secars menyelu-
rub. Pertimbangsn ini mendssarkan kepada realits bahwa
dalam berbagai macam aksi yang dilzkuksn oleh para akti-

vis gerakan mahasiswa pro-reformasi, peserta aksi vang

W2} yordisi-kandisi empiris yang perulis makeuskan lalsh selain realita yang suncal dilapangan, peralis juga selalu-
kan penafeiran terhadep treslita-resiitas tersebul, unioh mencari gakna dart perbugtan, atey tindakan yang teriadl. Yondisi-
kendizi empiris seringkali hanya seminculhan sebuzh reaiita yang hanya naspak pada sisi luarnya eajs, namon untuk dapat pemah-
aminya mekas mekna dibatik realita yang suncel itulah yang seharusnys digunakan sebagai bahan-bahan pertisbangan. Oleh karena
itulah, kondisi empiris yang penulis saveudkan ialah reslita yang nyata bemar-benar terjadi, certa makna-gakna yang ada di
balik realita tersetut, atau makme-mekan soeizl yang berade di balik realita tersebut,

Y03} peatita nenunjukkan bakee sikap apriorl dan 'hebencizn' nacea terhadap keberadaan Aparat ¥eamanan ¢an Yetertiban
cudah sengskar begitu kuat, sehingga hebersnian massa terhadap Aparat tersebut makin menjadi-jadi, Massa eudah sulal  memanas
gan tidat sengangoap teberadain aperat heananan dan yetertiban gerupakan alat negara yang havus dipatubi, sehingga daian
beberapa kasus terjadi penyeranqen aparat oleh s3ssa, peabakaran markzs Polsek oleh massa, penyerangan iohasi-lokasi tertenty
oleh mecsa tanpe aparat manpy penphentiken dan mesbendungnya. Realita inipula yang menunjukkan bahwa penanghapas atan nemida-
naan terhadsp salah saty ahtivie gerakan mihasisws pre-reforpasi dapat memicu kebringasan geruju herusuhan dan penjarahan.
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mengikutinya mencapal rstussn dan ribuan mahasisws
{massa) dan reslits ini Jelas membutuhkan personil
aparat keamsnan dan hketertiban vsng sgebanding secsrs
ideal untuk melakuksn penasngkapsn, pengusutan, penvelidi-
kan, penyidikan. Berdasarkan pertimbangsn praktis-sosio-
logis inilah, spsrat keamansan dan ketertiban hanva melshk-
ukan tindakan pengsmansn secsars massal dan tidak melakn-
kan penangkapsn orang perorang104).

Pertimbangzn praktis-sosiclogis mengemukakaﬁ hahwa
tindakan penanghkapan, pemidansan dan pembubaran aksi
Egerakan mahasiswse pro-reformasi vesng dilshukan oleh
aparat keamsnsn dan ketertiban spsbila dilskokan hanva
dengan mengandalkan kekuatan figik, maks dapat menvebab-
kan bentrokan massa vang cukup besar. QOleh karena itulah
pengamanan cukup dilakukan dengan mengarsahkan aksi,
nengawasi aksil, dan mengeﬁd&likan aksi tanpa memberikan
beban yang lebih berat kepads aparat kemanan dan Keterti-
ban dengan menanghkapl serts memidanakan aktivis gerakan
mahasiswa pro—reformasilos}.

Pertimbangan praktis-seosicolpgis lainnya mengemukakan
bahwa tindaksn pensngkapan dan pemidsnaan parsa saktivis

gerakan mashasiswa pro-reformasi oleh aparat keamanan dan

WA} featita serunjukkan babe komncsicl perbendingan antars jumlah vasea, mehesiswe dengen Aperat keanspan dan keter-
tikan zdalah jauh dari ideal, Massa berjuslah ribuan dan aperet heamanan dan heteriitan hanya berjuslab ratusan, walaupun
gparat dilengkapi oengan berbagal peralatan, muelal dard pentungan, tsseng, helm, rompl, senapan dan peluru hampa dan peluru
haret, hinges Rerfarzan lapis daje pembuber gassa, nasun jelas perimbangzn yang ada tidak sebanding. Sehingga  penangannan
massz lebih diutamaken ketimbang penangznan secara tukue. Yonsep penanganan lapangan uniub mendahuluban keakemen dan heterti-
ban yano langeung menyanokul sasyararat dipricrites ketimbang kepentingan hotue itu sendiri,

1) Realita senunjukran babua pola penaasanan secars preventif yaitu dengan selaiukan penpawssan, pengendalian dan
gengarafkan aksi gerzhan ashasiswa pro-reforeasi adalzh Iebih medsh ketibang harus meiakukan penertiban massa vang brutai,
selakukan pemanghapan alsy pesbubaran masca, Kedika sacsa mehasiswa telah mencapad tujuannya, maka sassa mehasiswa  tersebut
may untuf membubarkan diri kephali, Permacalzhsnnya hadanghala kekacauan atev keonaran bevasa) dari hedua belah pihak, baik
dari macza, mahasiswa mewpon aperst keesenan dan ketertiban Itw sengird yang sems—sapa dalam kondisd fisik yang elab, tetapi
tirgkat eaosienal tingal, sehingua friksi-friksi xecil vzng falae dapat saja terjedi atavw tercetus cecars tidak disengaia,
Pada dasermya  baik schasioes moupan sparat zenginoinken aked tercetet berjslen secara tertib dan dapai, namun yang namanya
frikei dapat saja ierjadi fanpa direncarskan,

[ UPT-PUSTAL- DNFT?
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ketertiban dalsm melsknkan tindskan pengamsnan terhadsp
massa, ternyvats tidsk dapst meredswm dan meredakan sksi
vang tengah bergeijolak serta tidak dapat menuntaskan
permasalahan secaras prinsipil, tetapil Justru dapat memicu
permasslahsn  barun yang makin memperpaniang permsasalahan
vang sebenarnyva belum tuntas dan tidak periu terjadilos}.

Fertimbangan praktis-sosiologis Jugs mengemukakan
bahws Jiks maksud dari dilakukannya penanghkspan dan
pemidanasn sdslah untuk membuat Jjersa para‘aktivislgerakan
mshasiswa -pro—reformasi dan meredam aksi tersebut Jjelas
maksud tersebut tidak akan tercapai, sebab realita telsh
menunjukhkan bsashwa dengan ditasngkapinys dan dipidansnya
beberapa sktivis gersksn mahasiswa, aktivitas vyang sada
dan gerakan vang muncul tidsk pernah berhenti, bahkan
malah meniadi semakin besar, sewmakin menjadi kritis dan
semakin menizdi berani, sehingga Jelss maksud untuk
membust Jers dan meredsm aksi gerakan wmshasiswa pro-
reformasi dengan manangkapi stau memidananya bukan wmeru-
pakan maksud dan tujuan yang efektiflg?).

Pertimbangan praiktis-sosicologis mengemukakan bahwa
kalau pengamansn terhadap aksi gerakan mahasiswa pro-

reformasi depat dilakukan dengan cara mengarshkan, men-

108) gealita memniukken batwa penangkapan-penangkapan tersebut cengaja dihindari cleh aparat keasanan can ketertiban
untuh  menjzga agar tidek terjadi friksi yang lebih tajem, oleh karena itulsh satuan-satuan ‘pengendalian massa’ yang lebih
giperhanysh entuk melakulan pergananen ckvars fisih, balk areventil saupun represif seandainya benar-benar dibutunkan. Perma-
salahian alsi gerakan mehasicwa pro-reformasi cendivi, sebenarnya sudah serupahan sebuah permasalahan yang kritis, kompleks dan
rusit, csehingga tidah perlu ditashahi lapi dengan permazalahan-perzasilahan lainnys yang mingkin saja timbul sebagal akibat
adanva penanghapan terhedap parz shtivic gerehen azhasiswa proreforsesi,

HT) geatita senunjukkan bahwa sudab sejai 1aga penenghapan an penidanaan terbadap diri para aktivis gerakan mahasis-
wa ity dilakekan, mulsi ceiak tafun 1974 hinggs tahun 1998 tersyats tidak sesbuat gerakan pahasiswa ilu jera dan meniadi
curet, Tetard peraken tersebut szlah senisdi cemskin kritis dan semakin berani untuk penganbil risitn, ¥unci permasalahannya
adalak buksn pada perilaiy mahasizws fevesbut yang dlanggep sebagal seluzh perbuatan genyinpang Aenurut pola kacamata terten-
*tu, tetapl justru ede peds kondiel politik dan ekoncal yang menyebabhan gahasiewa berperak dan bersikap oposan kepada pengua-
<, Sehingga tindakan penquasa aelelui perlengkapan yang dimiiikinya untuk menindas atay zeaidanakan gerakan mehasiswa  Lhdak
akan perngh mentuntaskan persasalahan, cebub permasalaten ada pada diri penquass itu zengiri, dksi pahasiswa merupakan sebuah
reatsi terhatap perilaku penguasi yang sudsh sedenikian jauh senyispang dan, selanggar rasa-rase keadilan itu sendiri,




gawasl dan mengendslikannya secara hati-hati, mengapa
harus melskokan penangksapan dan pemidansan terhadap para
aktivisnya. Pertimbasngsn untuk menanghapi dan memidansakan
sktivisnya merupaksn beban kerjas kembali bagi apsrat
keamanan dan ketertiban, kalan tujuan vang dhkehendakinysa
hanysa melakuksan pengamnsanan. Pertimbangan praktis-
sosiologis lainnys juga mengatskan bahwa tindakan pembu-
baran =zksi vyang dilskoksn oleh para aktivis gerakan
mahasiswa merupaksn tindakan kekerassan fisik yané tidak

efektif, sebsb kalsu memang aksi tersebut dapat diarsh-

kan, diawssi dan dikendaliksn secars aman dan  hati-hati,

mengaps para aktivisnya hsrus ditanghkspi dan dipidanaksn
serta aksi tersebut harus dibubsarksn. Jika aksi tersebut
dapat berlangsung secars tertib, damai dan aman, aksi
tersebut Jadi dspst bubar dengan sendirinya secsrs aman,
damzi dan tertib, vang penting peranan apsrst kesamanan
dan kKetertibar untuk melakuksn pengamanan agar aksi
tersebut Jjangsn sampai merussk, wenimbulkan kerusuhsn,
melakukar vpenjarahsan dan kekacausn. Aparat keamanan dan
ketertiban hanva melakukan pengasmanan, pengawasan agar
kondisi aksi wmenizdi amsn, damai, tertib dan terkenda-
111083

Untuk lebih memudahkan dalsm memshami pertimbangan
praktis-sosicologis yang menyebabkan depenalisasi perbua-

tan paras aktivis gerakan mahasiswa pro-reformagl, secarsa

H8) peatita pEnunjukkan batwa dalam akei gerakan mahasicwa yang skhirny2 menimtulkan akel kekerasan yang dimslal
dengan tindakan represif aparat keamanan dan ketertidan telah menisbulkan perpasalahan baru yang meninggainya seorang mahasis-
wa 6i Yogyskariz, dan 4 oreng sahasisva O3 dskerts, Oleh karema itulah sedapat mungiin {riksi fisik dilindari, baik aparat
paupun  akiivis gerakan mehasizns dpat senjaga diri dan sengendalikan sesual kondisi yano ada. kondisi yang samgat kritis dan
Yidat semwgkinkan ¢ilakukannya pengananan secars preventi? seropakan sebuah kondisi terburuk yang harus dihadapi pleh ¥edua
belah pikak, sehab di satu sisi nehasizea tetsp berpeneng tequh pada keyakinannya dan disisi lain aparat keamanan dan keterti-
tan tetap berpegang tequh bepada tuges dan kewajiban yang harus di jalankan. Pada kondsi yang seperti  ind  sebannys  yang
dirugikan adalzh kedua belsh pihat tercebut, Szty yang werbikin nerzasaishan (penguasal, kedua belah pihak tersebut (mahasiswa
den aparat keananan dan kelertiban) itulah yang harue berhadapan, berlentangam, tercitepang dan senerima ‘susshnya’,
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komponensial pertimbangan praktis-sosioclogis tersebut
dapat dilihat dsalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 14. Pgrtimbangan praktis sosioclogls yvesng menyebabksn  depena-
lisasi perbusztan sktivis gersksn mahssisws pro-reformssi.

Pertimbangsn Bentuk Pertimbangan

Penanghspsn dan pemidsnasn sktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi dapat menvuiui ke-
marahen atan kerusuhsn massza yvang lebih be-

sar dan lebih sulit untuk diamsnksn dan di-
kendaliksn. :

Penanghkapsn dan pemidsnasn sktiviz geralsn
mahasiswa pro-reformesi tidak mungkin dila-
hukan secara menveluruh, karena peserts sksi
mencapal ribnan dan pastil membuiuhlisn perso-
nil vang tidsk sedikit, uvntuk mengusnt, me-
ngamankan dan memprosesnys.

Penanghspan, pemidsnsan dsn pembubsran aksi
gerakan wmahasisws pro-reformesi apabila di-
latmhan dengsn  mengandalkan kekuatsn fisik,
dapst  menyebabkan  betrokan massa vyang
cukup besar, oleh karena itulah pengsmanan
cuknp dilakukan dengan mengarshkan ahsi, me-
ngawasi aksi, dsn mengendaliksn sksi tanpa
memberikan beban yang lebih berat dengszn we-
nanghkapi serts memidsnsksn sktivis gersksn
mahasiswa pro-reformasi.

Praktis
sosiologls Penanghapan dsn pemidsnasn pars sktivis ge-
- rakan mshasiswa pro-reformasi ternvaba tidak
‘meredakan aksi dasn tidak wmenuntaskan perma-
szlahan, justru dapat wmemicw permesalshan
baru vang wmekin memperpanisng permasalshan.

Jika mashsud dari pensnghkspan dan pemidsnasn
adslah untuk wembust jers pars skiivis gera-
kzn mohssiswa pro-reformesi dan meredam sksi
tersebut meks jelss maksud  terssebut tidak
aksn tercapail, sebab aksi vang ada malsh se-
mzkin besar, semakin kritls dan semaskin be-
rvanl.

Kalan sksi gersksn mahasiswa pro-reformasi
dapat disrshkan, diawssi dan dikendalikan se
cars aman, mengapa para aktivisnya harus di-
tanghkapl den dipidsnakean serta sksi tersebut
harus  dibubarkan, pertimbangsn praktisnya,
nanti sksi tersebut juga akan bubar dengan
sendirinya. vang penting sksi tersebut jang-
sn sanpai merusak, wenimbulkan kerusuhsn, me
lzkikan penjarahan dan kekacauvan. Aparat ke-
smanan dan ketertibsn hanys melakukan penga-
marian, pengawssan agar kondisi aksi menjadi
terkendali.

Tabel disusun berdsssrhkan hasil penelitian.



279

4. Pertimbangan politis vand menvebabkan depenalisasi perbu—
atan aktivis derakan mahasiswa pro-reformasi,.

Pertimbangsn politis merupakan sebush bentuk pertim-
bangan vyang lebih mengedepsnksn aspek-aspek kepentingan
politik vang lebih menguntungkan berdasarkan kondisi
vang nyata dan kemudahan-kemudshsn tertentu yang memnung-
kinksn untuk diterspkan dilapsngan dan memberiksn keun-
tungan politis tertentu. Pertimbangan ini wmerupakan
bentuk pertimbangan pintas yang melihst sdanya keuntungan
untuk menerapkan Kkomponen-komponen kepentingan politik
tertentu untuk mencapsai hasil yang lebih menguntungkan.
Disstu-sisi pertimbangan politis ini merupakan bentuk
sebuash pertimbangan vang wmengabaikan keberadaan tats
hukum atsu pola normatif yang biassnya berlsku dan disisi
lein pertimbangan politis ini hanya mengarah kepada
usaha-usaha tertentu untuk mencapai kondisi dan tujuan
vang dikehendsakiondt097 .

Secara politis pertimbangsn ini merupakan sebusah
bentuk kebijakan vang muncul setelah melihat fenomens
sosial vang ada serts memutuskan untuk melskukan sebuah
upsys secara rasicnal berdasarkan komponen-homponen
kepentingan politik vang mendukung diambilnya kebijakan
tersebut.

Dalam menanggapi berbagai sksi gerasksn mahasiswa
pro-reformasi, paras aparat keamsnan dan ketertibanQPun

mempertimbanghkan untuk melskukan tindakan depenalisa

$0%) bentuk pertimbangan ini serupakan bentuk pertimbangan kelanjutan dari pertimbangan-pertimbangan praktis-sosiolo-
pis vang sengaru kepeds konoisi-kondisi enpiris. Pada bentuk pertimbangan ini, aspet-aspel tehanan politik lebih dominan
sehingga dijadikan tentuk pertisbangan pelitis, Dari eebush fenomena sosial maka akan segera ditafsirken aspeh-aspek politiy
mna  yang mendukung terhadap sebweh tincahan dan aspek-aspek politik mena yang sebaiknys dihindari. Dalam aksi qerakan maha-
siswa pro-reformasi, saka aspek keterbukaan dan HAM sedang disoroti, sehingga untuk melakukan tindakan-tindakan represif baik
elalul hukum meupun secara fisik, akan menqundang scrotan negatif terhadep penguasa, Dard bentuk pertimbangan prakiis-sosio-
logis dan politis, maka pertimbangan akan berkeabang senuju bentuk-bentuk pertisbangan hukua,
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s1 dengan beberspsa bentuk pertiubsngan secars politis
berdasarkan hondisi-kondisi politik ysng wmenunjsng per-
timbangsan tersebut 1100,

Tindakan depenalisasi terhadsp psrs aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi secars politis dilandasi pemiki-
ran-pemikiran tertentu yang mendasarkan kepada komponen
kepentingan politik vyaitw, berupa adsnysa teksnan atau
pertimbangan non hukum vang didahulukan untuk kepentingsan
politis berikutnys.

Pertimbangan politis vang mendasarkan kepada kompo-
nen kepentingsn politik wmengewukakan bahws ketika terjs-
dinya aksil gerakan mshasiswa pro-reformasi isu  keterbu-
kasn dan dewokratisasi sedang menjadi sorotan banyak
pihak, sehinggs berbagal bentuk tekansn politik, intimid-
azl, penculikasn, penangkapan dan pewidanssan kepads para
aktivis gerskasn mahasiswa pro-reformasi dspat memberikan
clitrs yang lebih buruk bsgl aparat keamanan dan keterti-
ban, serta basgl penguasa itu sendirilll),

Pertimbangan politis vang mendsassarkan kepeds kompo-
nen kepentingan politik mengemuksksn bahwa penindskan,
venanghkapan dan pemidanasn terhadap para aktivis geraksan
mehasiswe pro-reformasi ketika mengadskan aksi untuk
mengemukakan pendapatnyva dapat dianggsp sebagal pelandga-

ran HAM oleh penguasa kepads masyarakatnya. Ini menunjuk-

U yondisi-konsisi nolitid yang pemualis sekeudkan ialah selain realita pelitik yang sunrul dilapengan, perulis Juga
pelakukan penafsiran terhadap realita-realits politik tercebut, urluk mencari makna dari perbuatan, atau tindakan yang terja-
di. Kondisi-keediel empiris ceringhall hanya sesmculkan sebush realits vano hanya nampak pada sisi luarnya saja, namun wniuk
dapat memahaginya gaba makna dibalik realita yang suncul itulah yang ceharusmya digunakan sebagai bahan-bahan pertisbangam,
Bleh karema itwlah, kondisi empiris yang perulic saksudkan ialah realita politik vang nyata benar-bepar terjadi, certa makna-
aakna vang ada ¢i balik realits tercebut, atau mekna-makan sosial yeng berads di babik realits tersebut,

it fealitz senunjuukan bahwa banyaknya tekanan-tebanan nen hukus yang mempengarubi hukum menimbulkan pelaksanaan
hukur sengikuti kepentingan potitik ftu cendiri, Hisalnys saja ketika terjadi penculiikan dan intimidasi, aska perbuatan terse-
but diisyaratkan tertentangan dengan HAM dan demokratisasi, Oleh karena itulab meka bentuk lindaken penanghapan atau pemida-
naan para aktivis gerskan mahasiswa pro—reformaci yang melakukan gerakan aksl akan mskin genasbah tekanan-tekanan secara
politis kepada pengquasa, terutame dalam hal uniuk semabangun kembali citra penguasa yang sudah terpuruk,
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kan bahwa tekansn politik tertentu khususnya di  bidang
Hek Assasi Manusilas telsh dijadikan pertimbangan politis
untuk tidak wmelakukan penanghkspan, penshahan dan pewmida-
naan psars sahitlvis gerakan wmahasisws pro-reformasi dslasm
kondisi-kondisi tertentut &),

Pertimbangsan politis vang mendssarkan kepada kompo-
nen kepentingan politik wmengemukzkan bahws penindakan,
penanghaspan dan pemidanaan terhadap para aktivis gerakan
mahssiswa pro-reforwssi secars politis kurang menguntung-
kan dalam mengembalikan kondisi politik dan mskin mengu-
rangi kepercayaan masyarahkat kepadé pemerintahnya. Ini
menunjukkan bahwa hkepentingan politik penguasa untuk
mempercleh kemwmball kepercsyaannya dari masysarskat wssih
dibutuhkan. Seandasinva penguasa kembali menanghksp dan
memidanakan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi,
veng jelag-jelzs menunjukhkan keberpihakannysa kepads
mesyvarakat, maka penguasapun akan kemballi kehilangan
kepercayvaan dari masvarakatnya. Penindsksn, pensngkapan
dan pemidanssan para saktivis gerskan mahssiswa pro-refor-
masi secara politis kurang menguntunghsn, karena secars
faktual masysrashkat mendukung aksi gerakan mahasiswa pro-
reformasi tersebutllS)

Pertimbangsan politis yvang mendssarkan kepada Kkompo-

nen kepentingan politik mengemukakan bshwa timbulnys aksi

U2} gealite semunjukben hatwa pertinbangan politis juos mesperhitunghan bentub tehanan-tekanan dari aspek HAM, se-
hingga bila dilakukan penshanan atau pemidanaan terhadap para zktivis gerskan gahasiswa pro-reformasi yang hanya berbeda
pendapat ataw berceberangan dengan penguasa skan genamhah citra buruk bend penquasa. Pada dasarnya tekanan-tekanan HAY inilash
yang banyak dipertimbangkan dalem pertistangan pelitis, Citra sparat kesmanan dan ketertidan yang semang seringkali diaprior-
ihan melangoar MM akan nebaib ®i)a tidsk selzkukan penzhanan atan pemidanaann sebaliknya bila aparat kesaaman den hetertiben
elakuhan penahanen atau pepidanzen maka justru bertambah burwhnya citrs gereks ol mata masyaratat.

13} peatita menunjukkan bahva upaya untuk mengeabalikan kefercayaan racyarakat merupakan hal yang teramet sulit, sebab
masyarakat sudah terialu sering ditafiengi, dipecundangi dan ¢ijadikan kambing hitam dari seqala permasalahan, sehingga keun-
twngan politic vang diasbil dari tindshen depenelisasi pars aktivis geralen mahasicsa ind adalah meaccba sesbangun keaball
hepercayaan acsyarakal terhadap aparatnya,
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gerakan wmahssiswse pro-reformasi adalsh sangst berksitsan
erat dengan kondisi perekonomian dan politik dslsm negeri
vang sast 1tu menuniukkan kondisi vang makin tidak menen-
tu. =zksi gerakan wshasiswz pro-reformesi  secsra . teknis
merupakan bentuk reaksi dari berbagail ketimpangan serta
penyimpangan perekonomian, politik, hukum dan kekuassaan,
sehingga tindskan penangkspan dan pemidanaan terhadap
para aktivis gerazkan mahasisws pro-reformasi tersebut
bukanlah hal vang baik satau tepat ataun menguﬁtungkan
untuk mengembaliksn kondisi perekonowisn dsn politik
dalam negeri, tetapi justru akan makin memperparah kea-
dasnlildd

Pertimbangan pelitis vang mendasarksn kepads kompo-
nen kepentingan politik mengemubkakan bahwa timbulnva aksi

gerakasn mahasiswa pro-reformasi sangat berkaitan erst

dengan keondisi perekonomian dan politik dalam negeri,

sehinggs aksi geraian mahssiswa pro-reformssi  tersebut

tidaklah dspat disamshkan begitu saja dengan bentuk-bentuk
perbuastasn kriminal bissa dasn tidak dspat dikategorikan
sebagai sebuah kejshatsn. Karens aksi gerakan mahasiswa
pro-reformasi tersebut wmunenl sebagail bentuk perwujudan
keperdulian mahasiswa terhadap masyarshatnys. Qleh karens
itulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis
tertentu dianggap kurang tepat dan khurang bijaksans Jika
melskukan penanghspan dan pemidanasan terhadap pars akti-

vis geraksn mshasiswa pro-reformasi, karena akan makin

Hikeatita genwndukkan batws skei gerakan sehasicwa pro-reformasi bukan lahir tanps sebad yang tidak berarti. Berakan
gahesiswa lahir sehagai cebush bentub keprihatinan atas kendisi seeizl-politik, perekonoaian, hukum dan  kekuacaan, sehinggs
gdalah sanpat tidak tepat atau sangat tidak bijsheana untuh sembungham swara-cuara kritic tercebut, celaga tidak melakukan
PEFuSakan, hekacaauan dan kerusuhan yang senyebabhan penjarsben. Pola penanganan terhadep para ahtivis gerakan sshasisa pro-
reforpasi yang dilatukan cecars represit ahen senisbalian antipati terhadap Aparat maurun Penguasa, disamping ite pula diper-
tighangkan babwa penanghapan dan penzhanan serts peridanaan pera sktivis tercebut tidak akan sengembslikan kondisi perekononi-
&n, soeial poditik, hubum dan kehuasean kesedizkalanya, telepl dapat berakibat yang lebih buruk lasd.
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mengurangl simpsti masysrahkat, dissmping kurang tepat dan
kureng bijaksans pula jiks mewmperlakuksn para aktivis

: gerakan wahasiswa pro-reformasi tersebut seperti psara
kriminal atan penjahatll5).

Pertimbangan politis yang mendasarksn kepada kompo-
nen kepentingan politik memunculkan pertimbangan politis
vang lebih wmengedepankan pandangan bahwa peserta aksi
gerakan pro-reformasi secars mayoritas adalah mahasiswa,
sehingga sangat tidsk padas tempatnya memperlakukan parsa
aktivis gerashan mahasiswa pro-reformasi tersebut sebsgsi
musuh vang harus dihancurkan (sebagaimana doktrin dan

- konsep pendekatan militeristik), atau sebagai penishat
vang harus ditangkap dan dipildena (sebagaimana doktrin
dan konsep pendekatan Polri sebagai aparat penegak
hukum). Oleh ksrerns itulash konsep pengsmansnnys  lebih
ditekankan kepada pola pengamanan vang preventif, vaitu
hanya sgekedar melakokan pengawasan, pengendalisn massa,
selama tidak melakunkan fLindak kriminal yang menyebabkan
kerusuhan, kekacauan massa dan penjarahanlls).

Untuk lebih memudahkan dalam memahami Fertimbangan
politis vang menvebabkan depenalisasi perbuatan pars
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformssi, secaras Aomponen-

sial pertimbangan politis tersebut dapat dilihat dalam

bentuk tabel berikut ini:

Hilgeatita menunjukkan bahwa pars sktivis geraken sahasiows pro-reforzesi bukanlah 'socok musuh’ yang harus dihancur-
kan, dan tehan puls ‘sosoh peniahal’ vamg harus difanghap, ditahan alaw dipidans. Bleh karenz itulah sangat tidak pada tempat-
nya apabilz pole penanganan terhadep aksi perskan mehasiswa pro-reformasl disamahan dengan pola penanganan pengamanan gaya
‘militer' yang menohadzpi para sktivis tercebul begal sengshadapi musub, atav sengikuti pola penanganan pengamenan geya Polri
yang menghadapl para aktivis terzebut bagal senphedspd penjahat ataw krimipal,

U8) peatita penunjukkan anabila pola penangenan penoasannnya dilakuken secara preventi? dan berusaha mengihuti  jalan-
mya aksl tersebut secara damal, msha bentrokes-tentrokan fisik yang sebarusnya iidak terjadai dapat dihindarkan, Seringkall
aropanci aparat mesih sajs terlihet dan sihap esozional certas apriori darl sshesizws lerhadap aparatnya-pun masih tambak, Ind
tidak lzin dari tacil interaksi beratahun-izhun alemenys anatar skiivis gerakan mahaciswa dengan aperat keamanan dan keterti-
ban yeng selalu berada caiam sisi yarg berhadapan, zehinggs uniuk menqubah kebdesaan tersebut sudshlah teramat sulit; walawpun
bukan berarti tidak bica, namun masik dapat divsabeken,
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Tabel 15. Pertimbangsn politie veng menyebsbkan depenalisasi perbus-—
tan zktivis gerskan mahesisws pro-reformasi

Pertimbangzn

Bentuk pertimbangan

Politis

Isu keterbukazn den demokratisasi sedang men-
Jodi sorotan banysk pihak, sehingga penangks—
pan dan pemidanasan para aktivis gerskan maha—
siswa pro-reformessi dapat memberiksn citrs
vang lebih buruk bagi aparat kesmansn dan ke—
tertiban, serta bagil pengussa itu sendiri.

Penindskan, penangkspsn dan pemidanasn parsa
aktivis gershkan mahasisws pro-reformasi keti-
ks mengadakan aksi untuk mengermkakan pends~
patnya dapat dianggap sebagsi pelanggsran HAM
oleh penguasa kepada masyarakatnya.

Penindakan, pensngkapsn dan pemidsnaan para
ahtivis gerakan mahssiswa pro-reformesi seca—
ra politis kursng menguntungksn, karena akan
makin mengurangi kepercayasn mesysrakat kepa—
da pemerintahnys.

Penindskan, pensngkspsn dan pemidansan pars
ahktivis gershsn mshasiswa pro-reformasi seca-
ra politis hurang menguntungksn, ksrens seca-
ra Taktusl mesysrakat mendukung sksi gerakan
mzhasiswa pro-reformasi tersebut.

Timbulnya aksi gerskan mahasiswa pro-reforma-
51 berkaitan erat dengan kondisi perekoriomisn
dan politik dalem negeri yang mskin tidsk me-
nentu, sehinggs penangkapsn dan pemidanszan pa
ra aktivis gersksn wmahasiswas pro-reformasi
tersebut bukanlsh hal yang menguntungksn un-
tuk mengembzlikan kondisi perekonomian dan
politik, tetapi justru sksn makin memperparah
keadsan .

Timbulnys aksi geraksn wshasiswe pro-reforma-
si berksitan erat dengsn kondisi perekonomian
dan politik daslam negeri, sehingga perbuatan
aksl tersebut tidak depat disamskan dengan
perbuatan kriminal bissa dan tidak dapat dika
tegorikan sebagai sebuah kejahstan, karena
mancul sebagsi bentuk perwuiudan keperdulian
terhadap massyarshkat .

Manenl pertimbeangan politis yang lebih menge-
depankan pandsngsn bshwa peserta sksi =adalsh
mzhasiswa, sehinggs tidsk pada tempatnya mem-
perlakuhsn mahasisws tersebut sebagai masuh
vang harus dihancurkan (militer), atau seba-
gzl penjahat yang harus ditsngksp dan dipids-
na (Polrid.

Tabel disusun berdasarken hasil penelitisn.



3. Pertimbangan hukum vang menvebsbkan Qﬁamliﬁasi perbus—

Lan aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi.

Pertixbangan firkum werupsksn sebush bentuk pertim-
bangan vyang lebih mengedepankan aspek-sspek hkepentingan
hukum  vyang lebih menguntungkan berdssarkan kondisi vyang
nyata dan kewmudahan-kemudahan tertentn vang memungkinkan
arituk diterapkan dilspangan dan memberikan keuntungan
bagi hukum itu sendiri. Keuntungsn bagi hukun dspst
diperoleh melalui bentuk-bentuk pertimbangan secara hukum
vang mengdacu kepads tujuan yang hendsk dicaspai atsu
manfast P8 vang dapat diambil dari . tindakan
tersebutll?E.

Secara hukum pertimbangan ini wmerupskan sebuah
bentuk hebijshan wvang muncul setelah melihat fernomens
sosial vang ads zeris memutuskan  sebuwah  upsya  secars
rasional berdassrhkan komponen-komponen kepentingan hukum
vang mendnkung dizmbilnys tindaksn tersebut. |

Balam wmensnggspl berbagal aksi  gershkan mashasiswa
pro-reformasi, pars aparaﬁ keamanan «dan  ketertiban-pun
mempertimbangkan untuk melakukan tindaskan depenslisasi

dengsan beberaps bentuk pertimbangan SEeCETS hukom

AT ety ;Ertlub=rqan ini merupskan rhangan varg ¢ilghukan setelah melifet  pertipbengan-pertisbangan
praktis-epeiclogis dan poditis, Bard kedus per f af: }hT"}n. maka langrah-langkeh apakah vang akan ditempeh oleh hukum
ditentukan oleh perilphangan ==beiurnye dan deizz periishenoan hubuw ind, Dalas pEFtlmbaﬂgﬂB hubum, tebih diutasakan pemiki-
ran-peeibiran yang mengeczpankan bentuk kerentingan hubup alaw kepentingan masyarakat. nanakah yas shan lebih didahulukan,
uslanpun  hukue sedapat sunghin tersifat obyektif, n didalam teobyskiifan tersebut tetep caja tersesbunyl hel-fal yang
subyektif, Oleh rarena itulah sisi subyebtif J«‘ua %2 i*t?an aencota mengedepankan sebuah tindskan berdssarkan  beuntungan-
beuntungen  vano oiperkiraban iks axp )DJ=FWVd, oxler hal ini tindakan Depenalisasi tersebot merupskan bentuk  iindskan yang
sendzhiclukan  hepentingar h4f= 3 b ntuk tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat demi
beurdumgan  hukum, shanaan hWus tersebut tercermin pulz pertimbangan praktis-
sosilogis dan polil uﬁ=*«r«i it dend keuntungan hukue ity sendiri, walaupun pada prakiek-
rys teriihat bt ﬁiﬁqruﬂ lzgalitas hurus dap kepentingan Fukum, Nasun  walaupun
deaikian tindaban o ; i tikan kepentingan masyarakat, saka sebenarnya tindakan terse-
but oifekuker dengan dasar r:ml%:r:n bk rodokirin yang jelas, buben hanya cekedar mengesanpinghan pemidanaan tetapl juga
dilandacai oleh oohirin—doktrin huh pEG REnURIang.

EY) gnﬂld 'EiE\E\.
Fang Etlh LAzt




berdasarksn Aondisi-kondisi yuridis ysng menunjang per-
timbangan tersebutlls}.

Tindakan depenalisasi terhadap pars aktivis gerakan
mahssiswa pro-reformssi secars hukum dilandasi pemikiran-
pemikiran tertentu vyang mendasarkan Kkepada komponen
kepentingan masyarakat vsitu, berupa adanya tekanan atau

pertimbangan non Imkum untuk mendalmlukan kepentingan
masyarakat ketimbang kepentingan hukum itu sendiri.
Pertimbangan hukum yvang mendasarkan kepads komponen
kepentingan wmasyszrakat mengemukakan bahwa hukum memang
telah mengisysrathkan untuk mengatur dan menertibkan
kehidupan' bermasysrakat, berbangss dan bernegara. Namun
jika ads penangkapan dan pemidanaan terhadsp pars aktivis
gerakan mzhasiswa pro-reformasi sebsgail upaya penegakan
hukum represif, atsu upsys menegakan hukum positif untuk
memenuhi ketentuan kepastian hukum positif, maka sebenar-
nyva tujuasn dari hukum uﬁtuk menciptskan keamanan, keter-
tiban dan ketersturan justru sulit untuk dicapai. Menga-
pa, karena dari tindskan hukum itu sendiri justru dapat
memicu rass ketidakpuasan, dapatl menulal gelombang maésa
vang menentang penerapan hukum tersebut, bshkan dapat
memicu munculnya berbagsi kerusuhan atau permasalshan

vang lebih bes&rllg).

U8 ypngisi-tondizi yuridis yang penttlis makeuckan adalah pertisbannan-pertishangan yuridis yang dihasilkan cetelah
pepperhatikan pertizbangan-pertisbangan praktis-osioiegis dan politis, hemudizn gencabs melihat keadaan-keadaan yuridis mana
yang lebih zenguntungken jike diasbil caluah Virdakan terientu, ¥eadawn yang lebih senguntunghen tersebut dapat ditafsirban
sebegal  sebwsh keadaan yang merenubi hepentingan nasyarakat demi heustungan hukum, tentunys dengan  pertinbangan-pertisbangan
fatkum yang akan divaraikan lebih lanjut delan uraian Lerikutnya,

19) poatita nerunjukken batwa hukum Rereng diakul sebagai sarana whivk menjaga ketertiban antarz orang dengan Grang,
orang denaan badan fkum, badan hukem dengan pegara dan orang dengan negara. namun disist lain juga harus giakui batwa setara
realitz pula bahwa terkadeng penerapan hukum terhadapcebuah perpasaishan terkadang justru pakin memtuat rumit permasalahan
tersebut  dan makin jaub dari rasa keadilan yang cebenarnya. Fads dasarmya hukue memang diciptakan untuk fenjaga dan mengatur
korf 1ik-koniik yang tishul disasyarakat, ahen tetapi jika vorflik-konflik tersebut justru suncel dari adanya penerapan hukum,
atau tistulnya konflik vang lebih heser dari penerspan hukus yang beraaksud aengatur dan senyelesaikan konflik, waka hukue itw
telgh seniauhkan dird dari rasa keadilan yang selenarnya ingin giciptakan oleh fwkum itu sendiri. Demikian puia dalan tindakan
depenalisasi perbuatan para sktivis geraktan mahasimas pro-refornesi ini, dengan pertinbangan-pertinhangan tertentu, maka
diharagkan penyelecaian honflik dendan aernerhatitan kepentingan sasyarakat dapat dilzkukan tanpa harus senciptakan kontlik
yang ebih besar lagi. :
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Pertimbangsn Aukum vang mendassrkan kepsds kdﬁponen
kepentingen masyarakat mengemukskan bahwa dalam -sebunah
permasalahan vang banysk melibstkan unsur-unsur écsial
nonn  hukum, penggunaan hukum pidans sebagal sarans ;penal
untuk mentuntashan permasslshan tersebut adalsh kurang
tepat dsn kurang bijsksana. Dalam menghadapi aksi?fgera—
kan mahasisws pro-reformasi yang muncul sebagal sebuah
resksi terhadap berbagsal ketimpangsan dan penyiﬁpangan
perekoromian, politik, hukum dan kekuasaan, penggunaan
hukum pidsna sebagsi saransz pensl untuk menangksp dan
memidansakean pars sktivis gerakan mahssisws pro-reformasi
agar mereks menjadli Jers stau gerakan pro—ref;rmasi
tersebut menjasdi terhenti adslsh tidsk tepat dan  tidak
bijaksana, bahkan tindakan penal tidak dspat menuntaskan
permasstahan yveng sebenarnya. Sebab pokok permasalahannya
bukan pada aktivig gerakan mshasiswa pro-reformasi,
tetapi ada pada kondisi perekonomlan, sosial politik,
hokum dan kekuasaanlzu}.

Pertimbangan hukum yasng mendasarkan hkepada kdﬁponen
kepentingan masyarakat mengemukakan bahws jika terjadi
penanghapan dan pemidanasn terhsdap pars sktivig gerakan
mahssiswa pro-reformasi dengan menggunakan Pasal-pasal

pidana vyang bissa diterapkan kepads para aktivis gerskan

L0} fealita menunjukdan batwa pengnunasn sarana peral untuk mengatasi setuah permasalahen yang kompleks tidak akan
tepat dan tidak ahan meruntsskan pernasalahennya. Pengounaan hukue pidana sifatnya tekanlah merupakan pengobatan serara kausa-
tit tetapi sekecar pennobatan simtomatik, sehinoge dalaw hel isbulnys akel gerakan mahasicwa pro-refurmasi yang  sebenarnya
perupakan sefuah reshel terhedap sebab-sebad yang sangat hoapleks penggunaan hukua pidana hatya serupakan bapian hecil dard
sarana kontrol sesial yang tidah aken minghin sengatzsi secara tuntas aksl gerakan mahasicka tersebut, Disamping itupula
gengunaan hukum pidana sebagal sarana pengasanan sengandung sifat yano kentradiktif atau eeailiki efek samping yang negatif.
Atau demnan kata lain penggunaan hukws pidana secars pakea atau senyanaratakan setiap perbuatan harus ditindak demgan hukue
pidana, akan sestuat hukum pidana tersebut eniadi suatu pengancam utama (prine threatener), Oleh harena itulah penggunaen
tukun  Didana atau penerapan pacal-pasal tertentu hepads para aktivie gerakan mabesizwa pro-reforsasi diperiisbangkan kurang
tepat dan kurang biiaksanz, karena selab-sebab mereta gelakukan aksi karena permasalahan yang sangat kospleks dari penguasa
ity sendiri. Hal lain yang menjaci pertimbangannys adalah batwa penggunaan hekup pidana untuk senjerat para aktivis gerakan
zahasiswe pro-reforsasi memerluban sarana pendukung yang hanyak den bervarizsi certa eesbutuhkan biaya yang tinggl.




mahasiswa, mska penggunaan passl-pasal tersebutpun  sudsah
cukup mengundang rpermasalahan, Penggunaan pasal-passl
pidana vang bissa digunskan untuk menjerat para shktivis
gerakan wahasiswa sendiri sudah dianggap sebsgsi passl-
pasal ‘ksret’ yang bermasalah, sehinggs apabila kembali
digunakan dan diterspksn untuk mensnghsap dan memidanakan
pars ahktivis gerskan wmahasisws pro-reformasi dapsat menim-
bulkan permasalahan vsng lebih besar bagi keberadasan
hukum itu sendirit@l)

Pertimbangan hukum yvang mendasarkan kepada komponen
kepentingan masyarakat mengemukakan bshwa realita telah
menunjukkan bahwa penanghkapan dan pemidanaan pers aktivis
gerakan mshasiswas tidak dapat menyurutkan langkah mahsa-
siswa atsu membualt Jjers mahesiswa, sgehinggs penggunasn
sarana penal untuh menekan aksl gerakan mahasiswa pro-
reformaesi sangatlash tidak efektif. Reszslita ini menunjuk-
kan bahwa penggunasn sarana penal dalam menyelesaikan
sebuah permssalahan sosial vang muncnl dikarenazkan sebsb-
sebabnys vang kompleks, tidak dapat menyelesaikannya

o0 -
Secara tuntasld“). ..

21 geztita zenuniukkan batva salab satu pencelus aksi tereebit adelsh pencquraan pacal-pasal lertentu dalam hukum
pidens yang ‘terlalu karet’ dalss nenerapannya sehingga banvek cekall senqundang permacalahan, dan begitu mudah untuk diterap-
kan hepada orapg-orang yang berbeda pendapat sty berseberangan pabam dengan penquesa. Perjuangan darl para abli hukum, prak-
Ctisi hukus untuk aencobe senggugat keberadaan pasal tersebut sudsh dilskukan sejak lama, dap keberadaan pasal-pasal tersetut
seringkali disngoap cudah tidah secuai lagi dengan zlan keserdekzan ceria ikiip keterbuksen dan deschratisasl. Pememtangan
terhadip pasal-pasal tertentu dalam ¥UHF sudah berlangsung sejah lase, bahken Yarema penentangan itulah tidek sedikit sktivis-
ahtivie vang terierat oleh pacal-pasal tersebad, Rezlita jugz wembuktikan bafws pencounaan gasal-pasal tertentu yang bersifat
tavet, lebib berpihak hepada hesentingan penquasa, bukan bertujuan ontub pelirdungi kepentingan neqara, sedanghan entar:
rECuATs Oan negara «dalzh berbeda. Dalif vang diajukan wntuk selatuben pesidanaan seringhali ditust demil keamanan dan heter-
titan ctabilitas macional, padahat dibalik ity cesus hanys kepentingan-kepentingan terientulah yang hendak dilindungl. Dengzn
demikizn perpgnasn pacal-pasal fersetut zangat tendencius dan dapat menimtulkan permasalahen bery, sebelus peraasalahen yang
ytaga tersehut selesai dan dapat ditunieskan.

122} Realita meruniukhan hahwe wntuk selahuban penangan pengamanan. terhedap berbaged skel yeng dilakukan oleh pera
ahtivic gerskan matasiswa, sudah diperlukan banyak personil aparat kemanan dan kelertiban untnk sengamankeanya dan itupn
perbadingan yanc idez) antara aperzt dengan aktivis sanpatlsh tidak berimteng, ¥ondisi seperti ind semupiukban  bafwa untuk
aslakukan penanganan secara hikut dibutubkan persanil tasbshan yeng lebil banyak lagl, perangkat hukun yang semadal dan biaya
taubahan yang tehih tinggl, Fadehal cenpan diberlatubennya jukus setera prosedural-pun belus teniau skan senuntaskan perpasa-
lahan tersetut, sebab pergacalahan {ersebut nemiliki akar-akar mesalah yeng sanqat kompleks. Kefehtifwanya jelas tidah akan
tercapai, aparat ahan melakuken kerie duz kall, eelain selakuken penenqanan pengamanan dereka juga harus selakikan - penangan
secara hukum, padahal disi lain dengan juelah personil yang sapgat terbatas, keterbatasan waktu dan biaya-pun sangatish meng-
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Pertimbangsy hukum vang wmendssarkan kepads komponen
kepentingan masyvarakat mengemukaksn bahwa konsep dassar

dari pewidansan adslah untuk “mewbust jers  atan ‘melsku-

kan s=ebuah perbaiksn’, baik bagi pelzku masupun bagil

masysrakatnya. Tetapi dalam hal terjadinya sksi gerakan
nahasiswa pro-reformasi, penangkspan dan pemidanaan pars
aktivis gerakan mahasiswa pro-reformssi tidask akan menca-
pai tujusn yvang sebensrnys dari pemidsanasan, Sehingga dari
pemidanaan tersebut tidak aksn menghasilksn apa-aps 'bagi
perbaikan. Baik perbsiksn terhadap pelaku maupun perbai-
kan terhadsp mesyarskatnyas, sebab swal terjadinya aksi
tersebut bersumber psada kondisi perekonomisn, politik,
hukum dan kekussasn, sehingga jika terjadi pensangkapan
dan pemidanszan terhadap pars shktivis gerskan mahasiswa
pro-reformasi bukan wmentuntaskan permasalahan tetapi
justru aksn menimbulikan permasalahan dan beban baru  yang
lebih bessr bagl hukum ita Sendirilza}.

Pertimbangan Aukum vang mendssarkan kepads kompornen
kepentingsn mesyarsksat mengemukakan bahwa didalam hukum
itn  sendiri dimungkinkan atau dikenal sadanys tindakan
antul tidak memproses, tidak menuntut atau tidak memida-
naken seseorsng berdssarkan kepentingan umam, vang dike-

nal dengan istilah diskresi, hak oportunitas dan depena-

el

a, sehinpoz uniuk 7eminisali iz siz-ciz, seris ceshoresan yann harang hermandzal,

hasbat heria  fe
@ yang wesadal pule.

pertisbangan-pertiskangan tersebut dik

YY) mestita meruniubkan hafwa berbepsi bentud cemidanaen yang dilakuben bepadz seorang terpidana yang nelakukan
csetozh keizhatan berdeserien keadsan ehoncal dan politik banpa senyinghiriar saped politik dan ekorosl yang menyebabkan iz
geniadt  terpidana tigeh : aq2 serubahan dan perbaiken kepada terpitana tersebut, Kensep dazar

: i rian ssbab-tebsh sosio palitik dan sosio ehoncmik yang menyebabhan ceseorang
& dizngasp sebanal kajshatan alan sebagal pertuatsn yang genyimpany  berda-
enjadi terpidana. Hal inipen menujukkan babwa konstruksi penahaman Sesec-
wepel mane yano ia arwt, honsep posistivie atankah honsep sosilogis. Oleh Rarena
gelakuban penzhana, ateu pesidanaan terlilael juge delan bentuk pertiphangan herdasarkan

' a5 g 14
sarkan kaldah-taidzh hukum resad |
reng terhadap kejehatan berganteng |




2940

lisasi, sehinggs penvimpsngsn untnk tidsk wmemproses,
tidak menuntut sastan tidak memideanakan seseorang atas
perbuatannys-pun dapsat secara hukum memiliki landasan dan
demi kepentingan wmasvarakat stasun kepentingan umum dapsat
dibensrkan 1247,

Pertimbangan hukum yané mendssarkan kepadsa komponen
kepentingan mssyaraskat mengemukzhan bahws dalam keadasan
veng memshsa manakala sebush sksil gerskan mahssiswa pro-
reformazsi sudsh berubah menjadi shksi masss vang menjurus
kepada kerusuhan dan kebrutalan massa, penangkapan dan
pemidanaan terhadap rara pelaky aksi yvang bersikap brutal
atan membsahavakan keadéan diri gsendiri dsn orang 1l1lsin
tetsp dapat diberlshkuokan, namun itupun hanya sebagsai
upava penal terahhir deril penindaskan secars hukum repre-
aif 129,

Untuk lebih mewmudahkan dalam memahami Pertimbangsn
hukum vsng menyebabhkan depenalisasi perbuatan para akti-
vis geraksn mahssisws pro-reformasi, secsra hromponensial
pertimbangan Aukum tersebut dapat dilihsat dalam bentuk

tabel berikut ini:

) featite senunjukkan balwa ditielem mivs o reng aurigis watuk celzhukan  penyimpangen,
untuk tidah memproces setwsh perkars demd g b'a=a d’fcuﬁi dengan sehutan “diskresi’, hak oportunistas, dan
depenzlizasi, FPerqgunasn serand ywridis an, sshingge dalam hat-kal tertentu yang
seRang mendesah den deml kepentingan umin ; nh?a Iy tidah re aproses ataw tidak menuntut
diguagken, MNamw realite juga aenunjukkan bah SAT AR hu?Lm ini sering jugs digunakas untuk peiigitinasi kebijakan
tertenty yang keliru, reratupl perbuatan-pertuatan tertenty yang teliry babhan #ﬂ}:hatnn—nEJa wtan tertentu, Dalam heberapa
aksi geraban mehasisea sarana hukue ind jarang sehell cigunakan, ataw batken tidak pernzh same sekall, hanya baru Xali inilah
{dslam ks geraken smhasisws pro-reformasi) saran: hukum untuk tidah menicanz, sesproses atau menuntut digunakan.

12 paten vordisi-tondisi tertentu YEND GE menaharuchan digunshan earena hakes untuh nelakukan tindakan represif,
wrka hurunpun tetap digunakan nazun dalem hentu rﬁ*Urnyd yang terbatas dan dilekuker sebagal upaya terakhir dari berbagai
BpayR  yang ada. Hal ini dipertisbanghan apabilz Ualas hondisi yeng sendesah dan zerantut adanya kewibawaan hukum. fealita
fuge aeruRjurken batwe hial penagamenan terhadap dequng DPR MFR alaw sarans-carana umss dan vital lainnya, saran represif
tetap dibenarkan oleh huhum, karena hal tu jues terteitan dengan penjzpaanaen dan pengamanan kepentingan wim juga dari
hizl h~1 yang dapal merussknya.




Tabel 16. Pertimbangan Ml yang menyebsbhan depenalisasi perbuatan
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aktivia gersksn mahasiswa pro-reformesi.

Pertimbsngan

Bentuk pertimbangsn

Hukum

Jika sda pensnghkspan dan pemidensan terhsdap
para sktivis geraksn mahasiswa pro-reformasi,
mekz tujunan dari hakum vntuk menciptaksn  ke-
amsnan, ketertiban dasn keteraturan itu tidsk
skan tercapai kerens dari tindsken hukuam ter-
gebut dapat wmemicn permasszlshen vyang lebih

esar.

Dalzm menghadapi aksi gerakan mahasiswa  pro-
reformesi, penggunsan fwkum pidans  seba-
gai sarana penal tidak sksn menuntsskan per-
ma=alahsn yang sebensrnyz.

Penggunssn passl-pasal pidans ysng blasa  di-
gunzken untuk wenjerat pars aktivis gerakan
nahssisws sendiri sudah disnggap sebagal pa-—
szl-pasal ‘keret®™ vyang bermssalsh, sehingga
apabils kembali diterspkan untuk menangkep
dan memidanskan para aktivis gerakan mshasis-
wa pro-reformasi dapst menimbulksn permasalsh
sn vang lebih besay lagi.

Reslita telah menunjukkzn bshwa penangkapan

dan pemidanzsn pars skiivis gerakan mahasiswa
tidak dapat wmenyurutken langhksh mahasiswa a-
tzn membuat jera mahssiswa, sehingga - penggu-
nasn sarana penal untuk menekan sksi gerakan
mshasiswa pro-reformesi tidsklsh efektif.

Pensngkapsn dsn pemidasnasn paras shtlvis gera-
ket mahssiswa pro-reformasi  buksn merupakan
tnjusn vang sebensrnya, sehinggs daril pemida-
naan tersebut  tidak menghssilkan  epa-aps
bagi perbaikan, tetapl Justru menimbul-
ksn permesslshan dsn beban baru bagl hukum.

Didalsm rukum sendiri dikenal adanya kebija-
kan untuk tidask memproses, tidak menuntut a-
tau tidak memidanaksn seseorang berdasarkan
kepentingsn umum, yang dikenal dengan istilsah
diskresi, hak oportunitas dan depenalisasi,
sehinggs penyimpangan untuk tidak memproses,
tidsk menuntut zisu  tidak memidsnskan seseo-
reng atss perbuatannys—pun dapat dibenarkan.

Periangkapan dan pemidsnasn terhedap para Bk-
tivis geraksn mahasiswa pro-reformasi tetsp
diberlakakean, namun henya sebagal upays pensal
terakhir dari penindsksn secsra hukum.

Tabel disusun berdasarkan hasil penelitian.
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D. Pengaruh-pengaruh Non Hnkum Ysng Mewmpengaruhi Depenalisasi
Perbuatan Para Aktivis Gerakan Mahasiswa Pro-Reformasi

Realitas sogial wmenunjuhkhan bahwas keberadssn gerakan

mahasiswa selalu cenderung untuk dicurigai dan diwsspadsal

sehagai sebuah bentuk gershkan massa yang menyimpang (devi-

ant). Apsrst keamsnan dan ketertiban psds mass Orde Baru

vang menangani langsung gersakan masss dan dilaskukan oleh
mahssiswa terlihat lebih banyak melakukan tindaksn represif,
tanpa melihat aksr permasalahan vyang sebenarnyva mnengapa
gerakan masss itu timbul. Aparast keamanan dan ketertiban
melihat bahws gerskan massa yang dilakukasn oleh mahasiswa
sdalah sebagai sebush realita vyang wenyimpang, sehingga
mereka beranggspan perlu melakukan penanganan pengamanan
vang lebih represiflzs).

¥amun reslitas vyang berbeds muncnl ketika menjelang
timbulnys gelowmbang reformasi, dimans penanganan pengamanan
yveng dilakukan oleh sparst keamanan dan ketertiban adalsah
berbeda dengan apsa yané dilakukan oleh aparat kesmanan dan
ketertiban ketiks masih dalam mass Orde Baru. Dari segi
perbuatan dan tindskan yang dilakokan oleh para sktivis
gerakan mwahasiswa Pro-reformasi, secsars riil adalsh sana
dengan aps yang dilahkuksn oleh parsa sktivis gerskan mahasis-
wa ketiks mass Orde Baru, bahkan dalam kondisi reformasi ini
terlinst perbustan dan tindakan para aktivis gerakan wmaha-
sisws pro-reformasi tersebut lebih “berani’ dan T lebih

menentang’ . Sedsngkan dari segi formalnysa perbuatan dan

128 apakah benar realitas sosial tercebul memunjubkan shar pernacalahan yang setenarrya, sebab selass ind orang
lekib banyak melihat aksi yang dilakukan dan akibet yang ditigtulkan ketinhang menemukan, nenatani dan menyelesaikan akar
peraasaizhan yang sebemarnya, Bun memahani realitas soeial tersebut, paka tentul pepehaman terhadap aspek hukun saja tidaklah
cukup dapat unluk senjelashen secara pendasar realits yang ada. Oleh karena itulah diperiukan benluk pemahamen baru yang
gelibatkan aspek-sspeh  ileu sozial lainnya, dales upaya menjelaskan realitac sosial yang ade cecara lebih mendalam. Dalap
kajian ini, disamping bidang ilms Kukuw, hukus pidana, krisinologi dan sesiclogl fukun {pidana} penulis menggunakan pemahaman
dari bigang ilmw politib, ekoncmi, tudaye, peikelogi sosial, cejarah dan bidang-bideng lainnys yang tidak tervait cecara
tangsung dengan permasalaharn,
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tindaksn pars akitivis gerakan wahsasisws pro-reformasi terse-
but telsh memenuhi unsur-unsur pidens vang disysratkan dalam

berbazasi psasal vyang bisss diterspkan kepada para aktivis

gershsn mahasiswa, yang bersikap kritis atsu oposan di masa

Orde Baru.

Fenomens menunjukkasn bahwsz sds dus remlits ysng serupa
tetapi mendapatkan duna macsm penangsnan hukum yvang berbeda.
Dari kedua realits tersebut, dimans terjadi ahksi gerakan
nzhasiswa vang serups nsmun mendapatkan reslits pensanganan
hukum vang berbeda. Dari kedus reslita tersebut dicobs untuk
melihat dan membandingkan pengaruh-pengaruh apakah vyang
wempengaruhi timbulnya dus macsm  penangsanan hukum vyang
berbeds terhadsp perbustan para sktivis gerakan mahasiswa
tergsebunt.

Untuk mengetahui dan memahami pengsruh-pengaruh apakah
vang membuat timbulnys pensanganan makum vang berbeds terhs-
dap dusz realits vyang ssma namun terjsdl dalam periode vyang
berbeds, selsin melakuksn penghksjian dibidang hukum, diper-
iukan Jugs bantusn darl ilmu-ilmu sosizsl non hukum  lainnya
sgar kajian vyang dilakukannya meniadi lebih integrél dan
komprehensif.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick keberadaan
iimu  hukom  selaln memiliki keterkaltan vyang luas dengan
berbagai disiplin ilmu. Konsep sbstrak tentang kewajiban
nukum Jjugs berbicaras mengensl perbedasn pemahaman tentang
hagsimana hukum itu bekerja dan bagaimana hukum itu diguna-
kan. Pandangan filosofi (termasul didalamnya kritik terhadap
positivisme) 'dan rangkaian analisis (termasuk didélamnya
perbedsan antara peraturan dan prinsip-prisip yang diguna-

kan) sdalah sarana implisit untuk mplakukan diagnosa terha-




dap kesulitan-kesulitan yang timbul dan wmenimps hukuleT).

Splunei vang dilontarksn oleh Philippe Nonet dan Philip
Selznick uvntuk mewbuat ilmu hokum menjsadi lebih relevan dan
lebihk hidup, ialsh dengan melakukan reintegrassi santars
thnkum, politik dan berbagail teori dalsm ilmu sosial lainnya.
Dslam tahapan ini, kita harus memperhatikan masslah-masalah
hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial.
Kemudisn untuk memshaminya kita mengainkan kerangka kerja
dengan membandingkan nmasing-masing pensalaran .tersebut
(penalaran dari bidang hukun dan penalaran dari bidang 1lmu
sosial yang di-reintegrasikan} untuk melalukan -analisis
mencari slternstif terhsdap permasalahan yang &d5128)_'

Ilmmu sosiél vang banyak membantu ilwu hukum, khususnysa
nukum pidena dslam upsyanya melskukan pendekatan dan memaha-
mi sebuah perilsku yang wmenyimpang tidak lzin adsalsh sosiol-
ogi dan kriminologi. Hamun sejauh mans sosiologi dan krimi-
nologi ‘itu dapat difungsiksn sesuai  kebutuhsn tergantung
pada penggunaan sosiologi dan kriminologil tersebut, serta
dsri sudut pandang sosiologl den kriminologl vang mans yang
digunaksn untuk menganssilis perilaka yvang menyimpang terse-
but secars tepat dan mendekatl.

Perkembangan kasjian kriminoleogi, sebenarnya tidak dapat
dilepaskan dengan keberadaan hukum pidana dan sosiologl

hukum itu sendiri. Seiring perjalanannya kriminologi, hukam

Y7} tpi tukan terarti bahwa teori hukue yang adz tidak mampu senielachan terhadap berbagal permasalahen dan realitas
sosial. Tetapt apabila hits maw melihat bagaimana fiakum itu bekerja, maka kita juga harus semahami bagaisara proses hukug itw
terjadi, dimana huhua it dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalaw hondisi yang bagaimana hakug tercebut dicetuskan,

126 fengkajian zecara interdisipliner repbuat cebugh heiian sken resilikl cebuab analisis yang Logprehensif. 1a tidak
hanyz terpaku peda eate disiplin dan saty pisae analisis saja, tetapl ia akan selaty nenghaithannya dengan berbagai disiplin
ilgn dalan bidang yang berkaitan, sehinggas ksjian yang dihazilkannya aken senjadi sewakin homprehensif dan terintegralisasi,
Pengkaiian secara interdisipliner neibeat kajian fuhus pidana dan kriminologi enjadl kehitangan batasan-batasannya yang baku.
Is tidekh lagi menghajl hukun dan kriminpiogi gncara normatif nam berkenbeng Learah penahanan yang konprehensif serts inte-
gral. Komprehensif kavena ia mencohe nelatuken penaduan analisis dari berbagai bigang idms yang lerkait, integral jarena
ajian yang oilakubannyz menyalukan ogan saling nelenghapi berbagei disiplin ilmu untuk sengupas cbyek yang akan diteliti dan
dianalisis,
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pidans dan sosiologi hukum wmewmiliki lahan kajian ysng saling
berkaitan, sehinggs tidaklah mengheranksn apablla dengan
memfungeiksn kebersdasn ketiga kajisn ini secars komprehen-
sif dan integral dihsrapksn mendsaspat sebuah pemshaman vyang
janh lebih mendekati kepada seﬁuah hebutuhan senvatanya dan
realits vang adal29)

Pengksijiiasn vyang interdisipliner membuat kajisn ini
menyertakan pulas keikuntsertaan aspek politik sebagal sebush
aspek vang saling mempengaruhi secars timbal balik. Aspek
politik skan ditunjukksn memiliki pengaruh secara timbal
balik terhadsp sesuatu hal yvang menyebsbkan sebuah perilaku
menjadi menvimpang. Sebaliknya puls perilaku yang menyvimpang
akan memiliki pengaruh terhadap keberadsan kondisi politik
vang adalso}.

Dalam sebush periode, khususnys di messz  Orde Baru,
keberadasan gerskan msahasiswa (dalam bentuk apapun) telah
nendapatkan éebuah ‘stigma’ ysng kursng baik. Stigma terse-
but telah diberikan baik melalui lembaga formsl yaitu lemba-
ga peradilsn melalui berbagai putusannys yang memvonis para
sktivis gerakan mehasiswa dengan pasal-pssal KUHP dan pasal-

pasal diluar KUHP, msupun stigma yang diberikan secara

informsl kepads pars aktivis gerakasn mehasiswa secara khese-

i27) Mulyana ¥ Kusseah, “flealitas Sosial fejahiatan’, dalam Prizea: Menusla dan Kejahatan, 3 Hel 1982, LPEES, dabarta,
fal, 3-9, ia menqutip pendapatnya Willizs J. Chasbliss bahwa “kejahatan adalah gejala hukww, politik, ekonomi dan sosial yang
benar-benar koapleks yeng herus sistesstik dipelajari dard hanyah segi®s Fanyak orang dan mesyarzhat awam messndang  bafwa
penggunasan  cesiologi den kriminolegl tidak lebih hanya sebagad alat bante dalan sebuak shema besar analisiz. Ia hamya ber-
fwigsi bila difungsiban dan digerluban keberadeennya, padahal dilusr itu semua, sebenernye herangha pemthiran sosiplogl dan
kriminologl yang ada cenantiasa beherjz ustur selzlu melakukan analisis, 2abkan apabila gifungsikan secara tepat dan benar
maka hasi! yang akan dipercleh skan Jauh jebib tajen.

L3 Bengen nengkaiizn yang interdisipliner, sske penghajlian terhadap sencaena sncial yang ada akan menjadi  sedakin
tajam, ia tidak hanys sken seaberikan penjelasan ieoritik terbadap perilake menyiapang yang ‘nampak dipermukaan’ tetapl senco-
ba nencari dan menahesi abar permasalahan’ yeng sebenarnva agar dapst dipahaed dan dapat dengan segera ditemukan pemecakan-
nya. Perggunaan ilms suzial lainnya sebagal wpaya untuk menbanty Aesahant sroses bekerjanvs hubum dapat dilakukan dengan
bantuan ccsiologd atau sesiclegi hukus, Sczinltgd hukus piena digunahan untul menjelzshen tentang keberzdeasn sefuah ' Pegal
grder’ dan pembentuihannyz, Dengan menggumakan pesshaman konstruksi eozial yang diteswkannys dari pendebatan  etnonetodologi-
ral, seha cosiclogd ubus pidana masps renjeleshas tentang hagaisana sebeah peratursp yeng ads dalem fukua pidans  tersebut
dibus? dan dikpntroksiban olzh penquasa sebegal cebuah kenystzan yang sengikat.
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luruhan bahwa mereks adalah orang-orang yang pstut diawasi
dan diwaspsadail. Kondisi ini membentuk sebush realits bahwa
keberadasn para aktivis derakan mshssiswa tersebut dengan
gsemus perilakunya dikonstruksikan sebagsi sebush kejahatan,
dan karena rata-rats para sktivis tersebut bergersk di
bidang politik (praktis)y, stigms kedjahatan tersebut-pun
mengenai kepads mereks sebagal orang-orang vang berpotensi
melakuhkan kejshatan politiklsl). .
Tentang latar belakang konsep teoritik kejahatan,
Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan

berasal dari anggspan orang-orang vang bertindsk secars

rasional sesusai dengsn posisi kelowmpok dominannys. Kejahatan

adalah sunatu reaksi atas khondisi hehidupan yang berbeda-beda
tergantung pada struktur-struktur politilk dan ekonomi masya-
rakatisZ)

Pandsngan hriminologi kritis terhsdsap kejshatan ialah
bahwa kejahatan merupskan hasil dari konstruksi sosial,  ini
berarti bahwa masnskals masyarakst mendefinisikan tindakan
tertentu sebagsl kejshatan, maks orang-orang tertentu vyang
melakukan perbustan sebasgaimsna yang dikonstruksikan terse-
but adalah telsh melakukan sebuash kejahatan. Kriminologil

kritis melihat bahwaza kejahstsn dan penjahat bukanlsh sebuah

fenomens vang berdiri sendiri staun sebagail “sesuatu yang

R renpkonstrokeian perilabu, pertaatan dan tindakan pera aklivis terzetut cebagal kejahatan politik, tidak
lepas dari pengarub hekuasaan yang ada pada sazt itu, Dimena kekussaannlah yang tengendalikan hubuw serts potitik  sehingga
ctinma tercebut diskui ateu dianggap benar dalsd realitanya, ¥oncep ind menguiaraken babwz bentud apapun kejshatan yang dike-
mekakan oleh penguass tidak lepas dari gengaruh politik dan kepentingan yang hendak dipertahaskan, oleh karena itulah dalam
rasa Orde Fary dapad 8ilihat babwa kepentingan politik dan ehonosi berads diztas hubus, ataw fukusizh yang senjadl dasar antuk
aelegitinasi perbuatan penguasa. Lihet jugs tesic driel fwaludin, tentang Stigeaticasi Seraken Pro-fesckrasi, Loc,cit.

132} ponin ¥, Schr juna gelihat batwe hejahatan dan pelanggaren yeng ada tidak lain merupshan hasil  penilaian yang
dituanghan Sebagai sebuzh proouk politik terhadap fenomena sosial, Ada beberzpa public policy yang ikut certa mendasard menga-
pa sebuah perbustan tertentu menjadi sebuah perbuaten jahat dan perbustan laimnys tidek aepjedi perbuatan jahat, Menurut
Sehur senua ind diformulacikan, dikasilkien den kesudian dituangkan dalan bentuk peraturan tentang kebijakan publik yang sengi-
kat, Bimera pubiik policy yang dikeluarken itw jugs tidek lain merupskan produk dari pemegang kehuasaan sebagal hasil konflik
diantara masyarakat cebagai sarana untuk sesgatur keberadaan masyarakat {poiitically organized socisty).




jatuh dari langit® begitu sajs, tetspi melaini rumusan-
rumusan tertentu vang telsh dikontruksikan oleh masyarakat
sebagai sebuab perbustsn yang tercels atan menyimpang.
Sedsnghkan proses penghonstruksisn itu sendiri buksnnya sepl
dari pengaruh-pengaruh non hukum, tetapil meliputi banyak
pengaruh yang memiliki kepentingan diatasnyal33).

Setelah memshaml dasar pemikiran vyang dikemakakan
‘distas, untuk mengkaji pengaruh-pengarubh non hukum aps
sajakah vang menyebabhkasn dilakukasnnyva tindakan depeﬁalisasi
terhadap perbuatan para aktivis gerakan nahissiswa pro-refor-
masi, sudah menjadi kebutuhan pula untuk menggunakan ilwmu-
ilma sosisl  lainnya dalsm mengksji secsra integral dan
komprehensif terhadsp fenomena tersebut.

Hzsil dsri rpemshaman atas realita sosial vang ada,
serta upays untuk menafsirksnnya berdssarkan berbagai sumber
informasi vang diperoleh serta melakukan klssifikasl kompo-
nen secars rinci. Pengaruh-pengaruh non hukum &ang mempenga—
ruhl depenslisasi terhadap perbusatan para aktivis gerakan
nahssiswa pro-reformasi tersebut secara komponensial dikenmu-
kakan dalam bentuk préposisi sebsgal berilkut:

Preposisi 1: Pengaruh kekuasaan di bidang hukum, politik,
ekonomi dan militer di mass Orde Baru.

Preposisi 2: Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan
ketertiban terhadap para aktivis gerakan maha-

siswa di mass (rde Baru.

133} Dengan pemahagan tereebut, Mardiong Reksodipitro relihat tafma pemahenan kritis akan gesbava pemahaman baru dalam
genahani  konstruksi kejahalan yang ade. Pendekatan interaksionis akan wembawa kits kepada penshaian untuk selihat bagaisana
eetuah kejahatan atau peniahal tu diberi seboah label atau cap jahat, sedangkan pendekelan reaflif akan gepbava kita kepada
pemahenan  bahwa bagl mereks yang renititi kehuasaan {power) yang lebih beser (dominant class, rulling class, powerfulll akan
meriliti keaudahan dalam menentukan perbustan-perbuatan yang dianggap bertentengan dengan  hepentingannya, sebagal sebuah
perilahu yang perla untuk eqera dlaces dengan pitana atau gikataken sehagal sebuah kejshatin. Tindakan ini menusjubkan
adanya kepentingan-hepentingan terientu dari persgang kuasa yang harus dilindungi dend hepentingasnye.




Preposisi 3: Pengaruh perubsahan sosial di bidang hukum,

politik, ekonomi dan militer Menjelang era.

reformasi.

Preposisi 4: Tindakan dan perlakuan aparat Kkeamanan dan
ketertiban terhadap para aktivis gerakan maha-
siswa pro-reformasi menjelang era reformasi.

Dari keempat preposisi tersebut, penulis mencoebs  untuk
membagi kedalam dus bagilan preposisi. Bagiasn preposisi
pertama (preposisi 1 dan Z) merupakan bentuk preposiéi vang
mengemukaken kondisi, tindakan dan perlakusn aparat keamanan
dan ketertiban terhadap paras aktivis gerakan mahasiswa di
masa Orde Baru. Kemudian bagisn preposisi yang kedus
(preposisi 3 dan 4) merupaksn bentuk preposisi vang mengemu—
kakan kondisi, tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan
ketertiban terhadsp para aktivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi menjelang ers reformssi.

Penulis mencobs untuk menggali serta menghaji kebera-
dsan pengaruh-pengaruh non hukum vang mempengaruhi kebers-
desan hukum untuk melakukan tindaksn depenalisasi. Dari
kajisn ini dicoba untuk membandingkan bentuk pengaruh non
hukum dari dua periocde yvang berbeds, yaitu bentuk pengaruh
kekussasn terhadsp hukum, politik, ekonomi dan mwiliter di
masa Orde Baru dengan bentuk pengaruh perubshan sosial
terhadap hukum, politik, ekonomi dan militer di masa menje-
lang era reformasi.

Untuk lebih memudahkan pemahaman Lits dalam memahsmi
dan mempunyai gambaran umum tentang masing-masing preposisi
tersebut serta kaitsnnya dengsan pengaruh-pengaruh non hukum
vang mempengaruhi hukum, visualisasi gambaran tersebut dapat

dilihat dslam bentuk bagan berikut ini:




Bagant 7. Pengaruh-pengzruh non hwkom  yang nenpengaruhl
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depenalisasi

perbuatan pars aktivis gershkan mahssiswe pro-reformesi

Pengarinh kekuasasn Lerhsdsp:

Huknm ‘Berpihak, menjadi slat kekuzsasn

PolitikiDitekan & menentang sikap oposan

Fhonomi[Dintemaken tanps kezelimbangsan

Militer|{Polri merupaksn bagisn dari ABRI

Kondigi yang membentuk ak-
tivis geraksn mehasiswa
pro - reformasi  bersiksp
OpOSiEn

Memiliki pemikiran kritis
melalul berbagai informasi

Merass sebagai kekaatan
moral dan kontrol sosizl

Krizis kepercayasn thdp.

Tindakan dan  perlskuan
apsrat keamanan dan Keter-
tiben di msss Orde Baru

)Sangat represif

Mendghulukan kesmanan, ke-
tertiban dan  stabilitas
nasionsl secars represif

Melarang berbagai bentuk
akei mehasiswa (represif’)

lembaga formal & informsl

Krisis kepercsyaan thdp.)|Aktiv-
penguasa ig ge-{Aparst
rakan |keasman
Krisiz kepercayaan thdp.|[maha- {nan &
wakil rakyst siswa keter
. pro- tiban.
Krisis kepercaysaan thdp.‘ refor-

tokoh agams masi.

Meneksn

: berbagai bentuk
aktivitas kemshasiswaan

Gampang menangkap dan  me-
midanakan mahagiswa

Tindakar dan Eerlakuan apa.
rat keamsnan ketertiban
Menjelang Era Reformasi

Erigsis hkepercayasn thdp.
lembags pendidikan a

Meyahkini adamys kebobrokan
moral, ekonomi & politik

Meyakini adanys kebobrokan
di bidang hukum

gi, menggelar mimbar bebas
akai turun kejslan, menge-
lar bzliho dan spanduk vE
menghkritik pengussa & wa-
kil rakyat, bergerak merm-
ju DPRD-DPR/MPR, menduduki
nya untuk beberapa wakiu

Impelementasinya: demontra ‘

)Menuju responsif

Menggndalikan keamansan, ke
tertiban dan stabilitas
nesional secsrs responslf

Mengawasi dan mengedalikan
shai mahasiswa (preventif)

BN

Mengarshkan dan  mengamsn-
kar berbagal berituk ak—
tivitas kemshzsiswaan.

Selektif dalam mensngkap
d=sn memidanaksn mahasiswa

l

Militer)?olri hendak memisahkean diri darl ABRI

‘Ekonomi}Pembaruan ekonomi dengan perimbangsn

Politik,Kebebasan berpolitik dan berserikat

Hukum )Pengabaian legalitas deml kepentirgan

, Pengaruh perubahan sosial terhadap:

Bagan disusun berdasarkan hagil penelitian
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1. Pengaruh kekuasaan di bidang hubkum. politik. ekonomi dan
militer di masa Urde Baru.

Pengaruh kekussssn pada mass Orde Baruw di  bidang
hukum menunjukkan adsnys keberpihskan hukum kepada kekua-
saan atsu kepsads penguass dan menjzdikan hukum  sebagal
bagian dasri alat kekuaszan untuk melegitimasgsl kekuasaan
vang ada. Daril kondisi yvang sepertil ini, keberzdaan hukum
kurang dapat memberikan rasa hkeadilan vyang sebgnarnya,
dan dslam pelaksansannya hukuwm hanys bersifat formzal
prosedural, sekedsar memenuhi tuntutan hketentuan peraturan
perundangsn tanps mesnpu memberiksn kenvamanan atau keadi-
lan dan ketentraman yang sebensrnys bagil masyarakat134).

Pengaruh kekussasn peds msss Crde Baru di  bidang
politik menunjukkan bahwa tidak adanyva pertumbuhan poli-
tik vang sehat, hompetitif dan terbuka, yang ada hanyalah
gikap politik vang tshkut-takut, tidak berani untuk men-
gambil sikap yseng berbeds dan hanys mengikutl zpa kehen-
dak “his nmaster voice’, sehingga pertumbuhan politik
menjadi mati dan yang ada hsnyslah sikap-sikap hipokrit,
munsefik dan oportunisme. Jika ads bentuk-bentuk sikap
oposan atsau sikap bersebersngan pendapsi dengan penguasa,
naka penehkansn-penehkanan secara politik segers dilakukan.
Sikasp vang tidak menerima secara terbuks adanya perbedaan
pendapat menunjukhkan bahws iklim kedewsssan berpolitik

asih rendah dan masih diselubungi oleh ketakutan politik

) gealita nenuniukkan batwa menjelang berakhirnya naca Orde Baru, tenyak sehali pelusan-petuszn hukum yang dike-
fuarkan olek Pengadilan, mulal dard Perg:dllml: gri hingoa Hahkemah fgung vang Bevmazalah, Misalmya sajs tentang kasus
Vedung Ombo, kasus Hanoh Ohee di Trian xafd. kazus Bandhi Memorial Wthuﬁli izens Y YMochtar Fakrahan, kasus Sri Hintang Pa-
pirghas, kasuz FAD, dan masih banyah laal ke termasalah, yang diputusian tanps nEﬂQlﬁLnnrdﬁ rzs3 headilan masyarakat,
tdﬁpe ;englndaﬁfﬁn perdapat  para pakar hubum, Terlihat sekell fehwa doninesi pengarub Kekwesaen  terhadap  putusan-putusan

teveshyt, Handingkan pula dengan puiusan gpﬂ«Lan racus P pada mass Orde Saru dan sesudeh mass Orde Bary, naka putusannya
ﬁ}nﬂ herbeda seratus delapan pulub anraJut stuah realits hubue vang nemakjubken, belaps fukun herada dalam pengaruh
YE?LaSuaﬁ vang mata huat, uEhlana putu:a fepi putusan dapat diabaikan rasa hesdilannga, Likat juga dalam: Achesd Fadilah,
'Sisten Peradiien Kita: Aﬁa Ape? H.Y Bandung Fu:‘ Zandung, 26 Junl 1975 dan Rchasd Fnﬁll&h “dntara Seerjono dan AdL Andoe-

jo'y HAl Bapdung Paos, Sandung, 19 Juli 199,




A0l
VENE berkepanjangan135).

Pengaruh kekussasan pads masa Orde Baru di bidang
ekonomi menunjukhkan bahws perbangunan pertumbuhan pereko-
nomian masih dintswskan dan wmenjadi prioritas dalam
berbsgai kesempatan, nzwon dalam melakunkan pewbangunan
pertumbuhan ekonomi kurang memperhatikan sdanya kKeseim-
bangsn, bsik keseiwmbangan antars pemegang modal raksassa
dengan pemegang modal yang keecill, sehinggs dalam melaku-
kan pembangunsn perekonomian hanya mengntamakan pertumbu-
han perekonomian vang rsksass tanpsa memiliki basik atau
dasar perekonomian rakyat yang kust. Akibatnya ketimpan-
gan ekonomi menjadi kendals dan kehancuran ekonomi  yang
tidak memiliki bassik kekuatan menjadl sebuah kenyataan.
Pertumbuhan perekaonomian Jjuga mengsabaikan komponen-
komponen perekonomian lainnys misslnys unsur sumber days
slam dan keseimbangannya, unsur sumber days manusis  dan
kesejshtersannys, iklim perszingan vang sehat,serta
melakunkan rekayzss  hukumn dan politik demi kepentingan

ekonomil36}.

W) Realita senunjukhas batia pengarul kekuasaan terhedep politikh, membust rotitik tereetut penjadi tujuan dan alat
sehaligus untuk mencaped zpa yang Giinginken, Fengetangan terhadap terbagal penikiran kritis yang tereeherangan | atau yang
dianooap cposan cemata-gata dilanukan untuk menapankan laju roda pentangunan, bathan dengin dalih stae cara zpapun, dimung-
binkan untuk mengounakan bukum sebagal earans unteh relgitinasi hepentingan politih tertenty, wisalnya sajs melalui penerapan
pazai-pacal tertentu terhadap orang-orang yang bergeterannan SERORR PEROUESE; rarken  tindstan-tindaken iertentu yang
berhaitan dengan “linghungsn’ sendirl, bafken senniptahan slogaR-clogan yang bagus-tagus, nEmun tanya cehedar kamuflase untek
perarit peuntunpen dimesa krisis, Likat Srhead Fagilah, ‘Haatzazi Artielen Produd Hukun ¥plonial', .4 Handung Pos,
Rerdwna, 5 Jund 199y ‘Mepetiser antara B :]', B0 Eandung Fos, Bardung, 1 februgri 1997 'Nasioralisme: efakan
Yencintai Rupish', MU fendung Pos, Sandun snari 598y Memugu Pers yang Sespansit’y Hill Bapdung Pos, Bandung, 19

o1} Bepdurg Poc, Bandung, 3 haret 193, '

Februsri 15973 dan *Interelasi Ekoreed dan Falilil

ks

=

138} pealita senunjuikan betwe kepentimgen-iegentingen shcnosl hampic rendoraniseci berbagal kebijakan yang ada,
bahhan hepestingan-kegentingan tersebut bidah seoan-seqan mengqurakan peranghat fubus wrtuk seligitimasinya, Kepentingan
ehoromi  yarg hanya berpihiak kepada pemilik podal rahzase, ternyata lebih baryak menyuiithan peheradaan plesilik modad kelas
penengah dan remdzh, [ni dapat dilihat dari sulal penguasaan stuber days aiam yang sangat tidak terbatas dan sulit uatuk
ditatazi, Gusher deve 2lam dikuasai wntuk dietlpeitasi desi feuntungan prifadi, Sueber days manusianys gengan  elakukan
“pererasan’ terhadap tenaga herja secars Rureng sanucian, mengakibatkan kesenjangan perekoncnian yang makin lama makin sele-
bar, Dizazping itu pulz belum cuhup aenguasal = ber daya alss den sumber daya manusia secars utlah, tisbul keinginan untuk
elabuban Eonopeli berbapal mscam wsahe ENG RERRU dikendatikan oieh perusshaan sendiri atau perusahaan yang masih berada
dalan saty linghup Keluarga besar, ditasbah lagl dengan berbagai hecurangan dalam selakukan pERGULArER fredit dari bank masing
aesing perusahass repada perusahasnnya seafiri sehingga ada kecenderungan tidah masmpu mergenbal ikan dana yang dikucurkan dan
senvebabyan gilikuidasings bank-bank tertentu yann menbave shibat kepada macyerakat juge sebagal horbannya. dan macih ada lag
sodel-zodel bisnis yang curang dan diselubungl-dengan berbagai tindakan sanis entuk eenutupl tindakan kotarnya. Lihat: fAchead




Pengaruh kekuasasn pads mass Orde Baru di  bidang
militer wenunijukksn bhshws peran ABRI di berbsgsi Eidang,
khususnya bidang sosial politik masih nsampak terlalu
dominan, sehinggs menimbulkan keéurigaan dan kecemburuan
pihak sipil terhadsp pihak ABRI itu sendiri. Masih bersa-
tunva Polri didalam tubuh ABRI membuast Polri kurang
leluass untuk bergerak, dan membust doktrin Polri seakan—
akan bersenvawa dengan doktrin militer sehingga dalam
bekerjanys Polri mssih memiliki indikassi yang kuat seba-
gai satusn-satuan militer yang kurang responsif terhadap
perkembsngan keadsan dan perkembangan masyarakat. Ini
terlihat dari berbagai pendekatan kesmasnan dsn peritahsnan
vang dilakuhkan oleh militer dan Polri yang masih mengede-
pankan pendekatan keamansn yvang represif dslam menjaga
stabilitas nasionsalld?),

Untuk 1lebihk memudahkan ‘dalam memahami pengaruh
vekuasasn di bidang hukum, politik, elonomi dan militer
di maes Orde Baru, secsaras komponensial dapast dilihat

dalam bentuk tabel berikut ini:

Fadilah, ‘Kejahetan Korporasi Terhadap Linghungen Hisup', H.3 Haviazan, Semarang,  Juni 1997; Kejahatan - Korporasi Tenaga

Keris', H.l Bandunq Pos, Bandung, 29 September 1996 'Likvidasis Viktimisasi bani Masyarabat?', H. Bandwng Pos, Handung, 24

Hovepber 1997; "Urgensi Wi Antinenopeli’ H.U Bandung Fos, Bandung, & Mei 1998; 'Kejshatan dalam Bunia Bisnis’ , H.U Bandung
1

Pre, Ferdung, 22 Jamuari 1997; “Renungan HFN I998-Fers fan Tebznan Fhonomi', H.Y Bandune Pos, Bandung, 9 Februari 1998,

137} Realita senuniukken behia penanganan permacalahan oleh Folri yang berkaitan dengen Militer terlikat mengalami
‘permasziatan’ sehingga jarang sekali dapat disslesaifan demaan tuntas. Sebagai misal dapat dilihat dalam penanganan kasus
Marcinah, kasus wartaean tein, terbunuheya Tietje Tadjudin dan sasih benyek iagi, Selain itu puls pemangan Polri terhadap
nergasalahan-pereasalahan cesial yang berbasis passs, nasih penggunakan pendekatan ala militer, yaity sedikit menerapkan
debirin ‘serang oan hancurkan’ yang sebenaraye tidsk tepst uniuk digunakan secara uiubh didzlean tubuh Folri, Poiri smeailitd
dkbrin sendiri yaitu “untud aelindungl dan melsyani'. Namun harena hedetatan | dengan ABRL sebagai salah satu komponen
dari zebian bamyak komconen negara yang empercleh hak untuk gengounzkan senjata s, make secanghall  penugasan-penugasan
Polri cenderung hersikap seperti Militer. Dalim hal peran scsial politih, aska selena ini dinilal oleh: danyak pakar RERI
terlaly doainan cehingga pertinbargan-pertistangan vang dikeluarkannyapun cenderung beraps pertisbangan taktis-strategis dan
tukan pala pertistangan peabinean yang berugays mencari pemecahannye cecars subsians: tukan penecalian singrat dengan cara vand
represidf, ‘
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Tabel 17. Pengaruh hekusssszn di bidsng halown, politik, ekonoml dan
militer di mass Orde Baru

Perigeruh kehusssan
pads. masa Orde Barm Bentuk pengasruh menjadikan

Keberadssnnys berpihak dan menjadi alat kehus-
sgan serts sarans legitimesi kekuassan.

Hukum
Kursng dapat memberiksn rassa keadilsn yang se-
bensrnys den henva bersifat formal prosecdural.

Tidak adanys pertumbuahsn politik vysng sehat,
kompetitif dan terbuka.
Politihk

FPenekanan terhsdsp siksp oposan dan tidsk da-
pst menerima sdanya perbedasn pendapat secara
terbuka.

Mengutamskan  membangnn  perbuminhan ekonomi
tanps menperhatiksn keseimbsngsnmys.
Ekonomi

Mengabsaikan komponen-homponen perekonomian la-
innya dan henya terpatok hepsds perturnbuhannysa

Peran ABRI terlszlu dominsn di berbagal bidang,
dan Polri masih berads dalam tubuh ABRI.

Militer .
Perndekstsn kesmansn dsn ketertiban vang terla-
1n dominsn dalam menjsgs stabilitas nasional.

Tebel disusun berdasarksn hasil penelitiszn.

5 7Tindakan dan perlakuan aparal keamanan dap. ketertiban

terhadap para aktivis gerakan mahasiswa di npasa Qrde
Baru.

Tindaksn dan perlakuan sparat Kemnmanan dan keterti-
ban terhsdap paras aktivis gerakan mshasisws di mass Orde
Baru sangatlah represif. sparast Keamanan dan ketertiban
selalu mencurigai dan mengawasi berbagal bentuk aktivitas
kemshasiswasn. Hal ini diwujudhksn delzm bentuk tindaksn
dsn perlskuan untuk mengawasi secarsa ketat aktivitas
kemahasiswasan, bsik dari ssat mengajukan perijinan untuk
melaksansan kegilatan hingga pelaksanaana kegiatannvya itu
sendiri.

Sikap apriori vang diturjukkan oleh sparat hesmanan




dan ketertiban terhsdap aktivitss kemahagiswasan diwajud- -

kan dalam bentuk kecurigaan vang berlebihan, pengawassan
vang berlebihsn dan selsaln bersikap hati-hatil _dalam
mengeluarkan ijin kegiatan bzgi kegiatan kemahaslswaan.
Anggapsn bshwa mahasiswa adalah " orang-orang vang patut
diawasi dan diwaspadai’ telsh melekat dengasn kKetat di
dalsm konsep tugas pengamanan dan penertiban, sehingga
tanpa disadari konsep “stigma’ terhadap gerakan mahasiswa
telah melekat pulsz pads setiap sktivis gerahkan méhasiswa
pro-demokrasi.

Tindskan dan perlakuan sparst keamansn dan  keterii-
ban dalam wmenghadspl berbsgal hegistan atau aktivitas
para aktivis gershkan mahasiswa di maza Orde Baru ialah
mendahulukan keamanarn, ketertiban dan stakilitas nasional
secara represif. Ini terlihat dari berbagsi tindakan dan
perlakusnnys dalam menghadspi setiap bentuk kegiatan
kemahssiewsan. Aparst keamanan dan  ketertiban dengan
konsep mendahuluksn keamanan, ketertiban dan stabilitas
nasional, senantiszsa melsrang berbagai bentuk kegiatan
kemshasiswasn vang bersifat pelitik praktis. Para aparat
tidsk hanya melakukan pelsrangsan, tetapi jugse melakukan
penanghapsn, penahanan sehaligus wengsajukan para aktivis
tergsebut untuk diadili akibat adanysa bentuk perbedaan
pendapat vang dimanifestssikan dglam bernntuk kegistsan
politik praktis.

Tindakan mendalmluksn keamanan, ketertiban dan
stabilitss nasional tercermin pula dalam berbagal pemba-
teoan dan pelarangasn terhadap para aktivis gerakan wmaha-
giswa stau mahasisws tertentu untulk  mempelajarl atau
mendalami isme-isme’ terteniu vsng dianggap bertentangan
dengan kebijakan penguassa. Pelarangﬁn tersebut tidak

hanya bersifat melakukan rembatassn tetapi juga melskukan
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penanghkapan dan pemidanzan para aktivis gerakan mahasiswa
vang tengah mempelajsrinva.

Dengan dalih demi kesmsnan, kKetertiban dan stabili-
tas nesional, pengusss di masa Orde Baru telah wmenempat-
ksn mahagisws  dengan segala  saktivitasnys dan  kampus
dengasn segensp sivitss shademikanya sebsgsail kawasan
skademis vang rpolos tanpa iklim keperdulian terhédap
masyarakatnys. Mahsasiswe dan linghungsn kampus dijadikan-—
nya sebagai “menara gading' yasng indah, mahal dan-menggi~
nrkan nsmun sebenarnys dalam kondisi yang demikisn para
pengussas telah “mengebiri’ fungsi kritis mahasiswa dan
kampus sebsgai lembzgs kontrol sosisl dan menempatkan
mehosiswa dan kempus dalam linghungan yang tidsk memiliki
keperdulisn sosisl. Ini terlihst dasri adsnya penerapan
konsep NEKRK/BKK vang berupsys membatasl keglatan kemaha-~
siswaan dan kampus dalam berbsgsai visi dan aktivitasnya.

Tindakan dan perlakusn aparat kesmanan dsn keterti-
ban terhadsp pars aktivig gersksn mahasiswa di nasa - -Orde
Baru Jugs melakukan pelarungan terhadap berbagai bentuk
aksi mahasiswa secara represif. Ini terlihst dari tinda-
kan saparat keamanan dan ketertiban yang melsakuksn pela-
rangan, pembstasan arveal sksi dan pembubaran secara fisik
terhadap sksi demontrasi, pelarsngan dan pemrbubaran
secars Tisik terhadap aksi unjuk rass, aksi mimbar bebas,
aksi turun kejalan dan ~long march’, bahkan bila diperlu-
kan, selain melskuksn pembubaran secara pakss dengan
menggunakan kekustan fisik atau dengsn cars apapun, para
aparat keamsnan dan ketertiban melakukan penangkapan,
penshanan dan melakukan proses pemidansan terhadap pars
ghktivis gersakan mahssiswa tersebub.

Aparat keamanan dan ketertiban juga melakukan pemba-

tasan ruang gerak (pencekalan) tokoh-tokoh tertentu vang
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dianggap bergseberangsn dengan pengusss dan diundang oleh
mahasiswa vuntuk hadir dalam lingkungan forum ilmiah..atau

dalsm forum spapun. Sikap ini bizsanya ditunjukkan ketiksa

mehasiswa shkan mengadaksn sebush kegistasn vyasng akan

menghadirhan tokoh-tokoh fertentu sebagai rembilcara,

namun pengsjunan tokoh-tokolh tertentu =ebsgal pembiecars

tersebut ditolashk atan dibatasi oleh lembags yang berwe-

nang mengelusarkan ijin kKegistan stau aparal Keamansn dan

ketertiban vang terhksit.

Perlshkuan represif-pun kersp kali diterima oleh para
aktivis gerakan mshasiswa yang aktif di bidsng lembaga
penerbitan mahssisws atau pers mahasiswa, Walaupun tinds-
kén tersebut tidak dilakukan secaras langsung dengan
melakukan “pembredelan’, tetapi pola intimidasi dengan
mendatangil aktivis-ahktivis pers tertentu, membatasl ruang
lingkup pers mshessiswa serts mengawassinya jlka melakukan
hisl-hal vang dapat wmewbshavahkan sfabilitas nasional,
stan umenvinggung sslah satu kowponen pewmegang kekussaan
vang tertinggil.

Tindakasn dan perlshkuan sparat kesmansn dan  keterti-
ban terhadap parsa aktivis gerakan mahasiswa di masa Orde
Baru jugs melakuksn penekanan terhacdap berbagai bentuk
aktivitss kemahasiswaan. Penekanan aktivitas kemahasis-
waan dilskukan dengsn melakukan pembatassn kegistan hanya
disepntar kegistan heilmishsn saja. Itupun dilakukan
dengan ' ramhbu-rambu’ tertentu yang sengajs dipasang agar
para aktivis tidak melanggarnys. '

Apsrat hkesmsnan dan ketertiban cenderung bersikap
kaku stau menolzsk mewberikan ijiin kegiatsn apabila para
shtivis gershsn wahazsiswa bermassskend mengadakan hkegla-
tan vang disnggsp tidsk sejalan dengan kebijakan penguass

atau dianggap dapat menggsnggu siabilitas nasicenal. Dsan
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spabila hkegistan kewmahssiswsan itun tetsp terus dilakukan,
walay ijin kegistannys tidak diseinjui, atsn ijin  kegia-
tannys belum diturunkar, asparst hkeawmanan dan ketertiban
cenderung untuk melshukan pengamsnan dan tindakan dengan
menggunakan kekuatan fisik atasun melakukasn pembubaran
secares pakssa.

Tindakan dan perlakuasn para sparat keamanan dan
ketertiban terhadap pars aktivis gerakan mahasiswa di
masy Orde Baru Jugs terkesan begltn gampang dan mnudah
dalam melakukan penangkapan dan pemidanaan terhaclap para
aktivis gerakan mahasiswa. Penangkapan dan pemidanaan
terhadap para aktivis gerashan wmahasisws vang dianggsap
berseberangasn dengan berbagal kebijakan penguass, sataun
vang dapst membshayaskan stabilitss nasional dilakukan
dengan menggunsakan delik-delik pidans politik vang ads
dalam KUHP wmauvpun diluar RKUHP.

Aparat hkesmsnan dan ketertibsasn jugs memandang bahwa
sdanya perbedzaan pendapst yang dikemukaksn oleh para
aktivis gerskan mahasiswa adalsh sebush bentuk kejahstan
vang menverang bterhadsp kewibawasn seseorang abtau kewiba-
waan sebush lembags, olebk karens itulsh perbuatan pars
aktivis gerakan mahagisws tersebut disnggsap patut untuk
dipidsesnas dan diklasifikassikan sebagail sebuah " bentuk
kejshatsn politik.

Untuk lebih memudshkan dslsm memahami tindakan dan
perlakuan aparat keamanan dan keterliban terhadap aktivis
geraskan mahasisws pada mass Orde Barw, secara kKomponen-

sial dapat dilihat dalsm bentuk tabel berikut ini:




Tabel 18. Tindakan dan
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perlakuan sparat keamsnan dan ketertiban

terhadap shtivis gershan wmahssiswa pads masa Orde Baru.

Pads mass
Orde Baru

Tindakan dan perlskasn sparal hesmsnan dan
ketertiben thelp. sktivie gershsn mahszisws

Sangat represif

Mencurigail den mengswasl segala bentuk  ak-
tivitas kemshosiswaan, diwajudhkan dengan
pengswassn secars ketst skitivitss kemshagis
wasn melalul proses perijinen hegiatan.

4

Bersilkep spriori terhsdap segzala bentuk ke-
glalan kemshasiswasn, diwmjudhan dengan a-
danya “stigma’ lterhsdap sktivis gerskan ma-
hagisws pro-demokrasi.

Mendshulokasn keamsn—
an, ketertiban dan
stabilitas nasional
secars, represif

Melarang berbsgal bentulk hkegistan -politik
praktis di kslangsn mzhasiswa.

Melarang untuk mempelajari atsu mendalami
isme-Isme’ tertentu yang disnggap berten-—
tangan dengsn kebijskan penguass.

Menempatksm mshasisws dsn  hkampus sebaegai
kawasan ahkedemis "menara gading” dsn “meng-
ebiri’ fungsi kritis mshasiswa dan  kempus
sebagal lembsga kontrol sosial via MEK/BKR.

Melarzng  berbagai
bentuk sksi mahasis-
Wa seczsra represif

Melarang demontrasi, uwnjuk rass, mimbar be-
bag, aksi turun kejalsn, long march, mels—
Iul pembaiasan messs sger tidak kelusr darid
lingkungan hksmpus dan bila perlu melakokan
penbubaran masss mnshasiswa dengazn cara spa-—
arn.

Hembatasl rusng geral  Lohkob-tokoh tertentu
vang dinndsng oleh mshasiswa dan dlanggap
berseberangsn dengan penguasz (pencekalan)
dalsm forum ilmdiszh stz forum spapon.

Melskuksn pengawassen dasn - pemberangusan’
terhadap lembags pers mahasiswa.

Menekan berbagai ben-
tuk shktivitas kemaha-
siswasn

Membatasi aktivitas kemshasiswsan hanys se-
batas kegiatan ilmiszh.

Cenderung bersiksp ksha atan menoizk spabi-
1z ada hegiatan mehasiswa yang dianggsp ti-
dak sejaslsn dengen kebijzkan pengusasa.

Cenderung antuk menggunsksn pengsmansn  dan

tindsken fisik delsm menghedapi sktivitas
hemshasiswasan veng dianggap tidsk sejalan
dengan hebijaksan penguasa.

Gampanig menangksp &
menidanakan mahssis-
wa

Mensnghap den memidsnaksn asktivis kemshasis
waan vang bersiksp bersebersngsn dengan Pe-
nguass welslnit delik-delik pidans.

Memandsng perbedsan pendapal yang dilontar-
kan oleh mshagiswse sebagsl sebush kejshatan
dazn oleh karensnys pstut untuk dipidansa.

Tabel disusun berdasarksn hasil penelitian.
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3. Pengarnh perubshap sosial di bidang huokum. politik,
ekenoml dan militer menieland era reformasi.

Pengaruh perubalan sosial wenjelsng reformasi di
bidang hukum menunjukkan térjadinya pengabaian legalitas
tmhum demi kepentingsn substansial yvang hendak dicapal,
vailtn adanya upsaya vunituk memujudkan bukor menuju  bentuk
hukum vang akomodatif dan bentuk hukam yang responsif.
Inl terlihat deri beberaps tindakan psra pemegang kekua-
saan vyang mencoba untuk merespons kebutuhan substansial
masyarakat di bidang hukum dan memperlakukan hukum bukan
sebagai sebuah peranghkat mati, tetspi lebik mengsrahkan
hukum sebagal persnghksat untuk memennhi  kebutuhan vang
sebensrnys atau pemenuhan kebutnhan huhkum vang subtansi.
Siksp vang ssms jugs ditunjukhkan dengan mencobs memnper-
tanyakan dan mengkaji kewmbali berbagsl macam produk hukum
vang dianggsp memliliki lkeberpihsksan bsagl kepentingan
kelompok-kelompok tertentu, baik produk hukoam vang memi-
liki hkeberpihskan dibidang politik, keberpihsaksan dibidang
ehonomi wmwaupun  bildsng-bidang lsinnva vyang berkaitan
dengan hidup kenegarasan dan hidup bermasyarakatlBs}.

FPengaruh perubshsn sosial menjelang reformssi di
bidang politik mermnjiukksn bahws gelowmbang perubahsan
sosial telah membawa masyarakat wenuju bentuk pertumbuhan
politik vang sehat, kompetitif dan terbuka. Ini ditunjuk-
kan dengasn wmunculnya berbsagail bentuk responsivitas yang

dilakukan oleh para pemegang kekuasasn dalam mengakomoda-

18} geatita senunjukhan bahwa peniniauan terhadap berbapsi produb hwkum veng dikeluarken semasa Orde Barw mulal
dilakukan, mlai gari Undang-undang hingga Keppre--wya. Peninjavan di bidang hukum membaws inplikasi di bidang golitik, yaitu
dengen nulai ditinjan ulang tabanan dz narapidana politik yang dipidanz semesa Orde Farw shibat pola pikir dan pendapat yang
berbeda aten berceberangan dengan Penguase. Munghia sasih terasa jauk apebila hukun dikatshan wulal nenanpakkan responsivitas-
nya, ahas telapl hal int merupshan tahapan-tahapen menuju kehidupsn hukua yang lebih responsif dan tahapan kehidupan bernegara
yang lebik desokratis, Hukus tidak legi diperhatifen secara kelat prossdurzl den fornaiitasnya, namun pulai penampakkan upaya
sengedepankan  subtensi yang sshenaraye. Misalnye caja perubahen temtang undang-undang poiitik dan orooepol sebagal cerminan
upaya untuk gewedahi hepentingan sesyarshat yang cebenarnya dalam terpolitik.
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=i berbsgal kepentingsn politik vang banveh mencnat dan
menuntnt disdasksnnys pembsharusn dibidsng politik dan
tatansn pemerintahan. Hal inipun ditandsi Jjuga dengan
malzsi terbuksnys iklim dalam menerims adanys sikap oposan
den  wenerimz sdanya perbedaan pendspst sebsgal “sebush
dinamika politik vang terbuka dan sehat139>.

Pengsruh perubshan sosizl menjelang reformasi di
bidang ehkonomi menunjukkan bshwa mulal dikembanghkannya
pols pemikirsn vang menuntut adanys pembsharusn kebijakan
dan pertumbuhan ekonomi vang berbssis kepsda kepentingan
masyarakat dasn dengsn memperhatiksn pola-pola keseimban-
gan, baik keseimbangsn pelasku-pelakn ekonomi yang bermo-
dal razksasa msupun yang bermodal kecil, keseimbangan
antara pemiliki modal dan para pekerjanys, keseimbangan
antara produksi dar sumber dsva slsm-nys dan keseimbangan
antars kRewajiban sumber dayas manusis serta kesejahteran-
nys. Pembsngunan pertumbuhan ekonomil vang berbasis kepsada
keseimbsangan menujukkan sdanys pola hubungan vang setars
dalsm srti yang sebenarnya, dalsm arti saling membutuhkan
dan menggunsksnnys demi hepentingsn bersama, dan bukan
dslam pembasnzgusn dan pertumbuhsn ekonomi vang berbasis
dan berbentuk “exploitation de lohwe par lohme’ . Pertum-
buhan perekonomian vysng Jugs memperhatikan komponen-
komponen perekonomisn lainnya, termasuk keberadaan dan

keseimbangannys dengsn sumber dayszs slam dan sumber

S geatita perainjukkan bahwa responsivitas hubum delaw newadahi hepentingan politik termesyerakat gitandal dengan

rencana akan dicabutaya Undang-undang yang sengatur orecspol dan akan digantl gemgan undang-undang preocped yano haru,  Macya-

chendekinys, Ind cemva tidak lain
b, Bagl pershan mahasiswa itw sen-
wan bebwe keberadaan FRO dilarang.
kan mshasizwa yang mengeluarkan

ravat dini mulad diberikan kebebacan meabentuk pertzi-partal politik sesual asjr
merupshan Wpaya yang ues dibidang politik untuk sevadalil kepentingan berpeliti
#iri terlihat dengen heluarnya putusan FTUN yang aenbatalian hepulusan Mendagri -
Darn iklin kebebasan berpolitik yang nysts dapet dilihet dalam maraknya berbagal shel g
berbagad nermyataan, balk mengenai dird pejabat presiden yang temgah pemanchy jeieizmnya, s terhadap pejsbat-pejabat
negar: yang dianggap memiliki kokurapgan Kavenz Lidsh bersih dari 'korupst ielesi dan sepetisns’,  Iklie sepertl ind tidak
shan oiteati dalas xase Orde Bary karena sebelus gacea senjsdi hosar den tuntulsn eenjadi teragas, shel gerakan mahasiswa
cudah teriebik datuly 'dibunghes' dan *tokch-ichahmys diamanian’
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Pengaruh perubshan sosial menjelang reformasi di
“bidsng wmiliter menuninkkan bahwa peran ABRI di  berbagal
bidang mulai berkurang atau dituntut untuk dikurangi. Hal
ini selsin mencoba memberikan pola pembaharuvan dibidang
politik, Jjugs mewmberikan secars nysts porsi-porsi gipil
'dalam menjslanksn pemerintshan. Perubshan inipun memberi-
ken dukungan dan dorongan vang kuat dsari masyarakgt agar
Polri segera melepsskan diri (mandiri) dari ABRI, Hal ini
dikemukskan agar Polri dapst melskuksn tugasnya secars
lebih bsik dan terarah, dan dominasi ABRI dalam tubuh
Polri dapat dikurangi atsu dihilanghksn. Implikasi dari
pemisahsn Polri dari tubuh ABRI diharspkan bahws pende-

katesn sosial kemasvarakatsn tidak lagi menggunakan pols

pendekatan hemiliteran vang cenderung rengedepankan

pendekatan keamanasn dan  ketertiban secara represif,
tetspi Polri melakukan pendekstsn keamanan dan ketertiban
secara proporsional dan responsifidl)

Untuk lebih memndshkan dalam memahawil pengaruh

B0 gty penjukkan belwa wad dar Eeg iz krlezs skoromt yang seragbat  kepada
trisiz politik, krisis hukom dan terus ﬁEl&}j AZAIECEE N ENiCe yang fenggerakan  berba-
gii  messn untuh seruntut danye pengesbelizs krisis ppo-nva kass penbayaran  futan
yang henyak gilakukan cleh plhhﬁ EROVASE Dah Ss33is, FENGUA galan bentok doler, dan -ketila
EFE] 1~Mhtw¢ntm5ﬂ1tduﬁq retstuban dobar seningkat sening g 8 ik, pencabibatian mlmzﬂmah terpurek.

sriya siaps yang harus disslehinan dan harus penanggung Deban, Dulants ; Defhata aé Eah renquasa dan  pengusaha
ewacts HaiaT Uﬂﬂyd FETuuﬁ .9 mturgen sebecar-besarnys aelalud i1 i .o harus merbayar hutang, beban
ik . warks

1

N yeng i : olah banyak  konglomerst
et vann RErERS “"‘ { tarfutan ebonond yang  akbirnya
Ci;“{\ﬂidﬁyﬂ bank-bant. 2hiy he Brigan ; 881, mulal diperiksanya
i Tig RERU a*ﬁgﬂhﬁ- Rryve itk keun\;. n pritadi atau kelospoknya.
n pemelihan linghunoan 1#1 Redan, ,u‘ra# Irian), tisbul gera-
rakrve tuntuian trzneparanc keadazn shonomi yang seberarnya.

n -
T

dasn fﬂthtan tentuta 1d=n _ﬂu gah aDH. P t\ﬁbui g5
ban peberja yang ﬁerqwn inha rEFhﬁiﬂuﬂ hesejabieraan, f0 R

1Y peclita merunjubkan bahwa cubunaan dan dorongan masyarakat untuh Felri agar segera semd icabkan Oiri dari ABRI
makin besar, Disstw sisi ind neru;a¥an KEUﬂtLWQHW bapt Polri sebab 1z akan R meRengani pEfﬂasnldhan sosial dengan hentuk
renanganen yeng baru (peradigea barul dan bakin dengen rentaunaken perdekatan keamamen dan relertiben cerara piliteristis,
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oi autat terlihat respen

telal
aﬁ_i Ful
rlinst, namun selihal sole penanganan hepe
jauh dari tataran -anJ:na.
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perubahan  sosisl di bidang hukum, politik, ekonomil dan

militer menjelsng era reformasi, secars ALomponensial

dapat dilihat dalam bentuk tabel beriknt ini:

Tabel 18. Pengeruh perubshen sosisl di bidsng habum, politik, ekono—

mi dan militer menjelang ers reformasi

Pengaruh perubshan
sosisl menjeleng Bentuk pengsruah menjadiksn
ers reformssi
Terjadinys pengsbaisn legalitas demi kepenting
an yveng hendsk dicepsi (menuju  bentuk  hAukum
yvang akomodatif dan responsif.
Hukan
Mempertanyvaksn kewball produk-produk  hukum
vang diznggsp memiliki keberpihshksn vpada ke-
Lompok tertentua.
Mermju pertumbuhsn politik ysng sehst, kompe~
Litif dan terbuks.
Politik :
Mulai terbuks dalsm menerims sdanya siksp opo-
sen dan menerima sdanva perbedazn pendspsl se-
bagal sebush dinamika politik.
Pembaraan hkebiishksn dsn  pertumbubesn ekonomi
dengan menperhstiken keselirmbangan.
Ekonomi
Memperhetiksn hkomponen-konponen perekonomian
lainnva termasnk keberadsan SDA dan SDM.
Peran ABRI malai dilmresngi (berkurang) di ber-
bagai bidang dazn Polri berkeherdsk untuk mele-
poskan diri dari tubuh ABRI (mandiri).
Militer
Pendekatan keasmansn dan ketertiban dalam  men-—
jega stabilitss nssional dilakukan secars pro-
porsional dan responsif.

Tabel disusun berdsssrkan hasil penelitian.

Tindakan dan perlakuan aparat keamanan dan ketertiban
terhadap para aklivis gerakan mahasiswa pro-reformasi
nenielang era reformasi.

Tindskan dan pevlakosn apsrst kesmanan dan  keterti-

ban terhadsp para skbivis gershan mahasiswa pro-reformasi

menielang

menunju

era reformssi terlilial berubah dsn  bergerak

sikap yang responsif. Ini terlihat dari beberapa

tindskan dan perlakuan apsrat heamanan dan ketertiban



dalam mensikapl berbsgsl bentuk kegistarr Kemzhasiswasn.

aparal keamesnan dsn  ketertiban kini hanvs melskukan
bentuk-bentuk rengawvassn secars intensif terhadsp bebers-
pa  bhentuk aktivitas kemshasiswaan, tanps  harus  campur
tangan secsra represif terlalu Jsuh. Dalam wmelskukan
kegiatan kemahssigweaan sgecars formal wmemang harus meme-
nuhi prosedur perijinan untuk welskukan kegistsn, naman
hal 1itw kini tidsklah teriaslun ketat dan sifstnys hanys
pemberitahnan. Selzin 1tu puls dalism meizakukan hkegiatan
hemahasiswasn, tidak semua kegistan kewshazsiswsan harus
diawasi secara formal dan adakalanya keglatsn-keglatan
tertentu vang memang tidak mengundsng risiko ftimbulinvys
permssaslahan kerawanan sosial tidak memerlonkan pengawasan
vang serius.,

Sikap responsif inipun ditunjukkan dengan mewmpermu-
dalr proses perijinan dsalam wmelshonkasn sebuah Hegiatan
mahasiswa menjadl sehkedar pewberitahusn formal ssja.
Nsmun demikisn hessn yvang ditanghksp dalam proses pemberi-
tahuan inipun masih kentars wmenersphkan proses perijinan
secara formal-prosedural yvang harus mewmenunli persyaratan

tertentu dan wmelsholan pengecekan pengamanan dengan

n
o

alassn rutinitas tugas s8]

W

Walaupun perlakuan terhadsp mahssiswa masih tetap
dirasaksn ads kekskasn, namun peneriwaan dan  perlahkuan
terhadap mahasiswa terlihat sudah walsl responsif, mahzs-
sisws diterims dengsn bherbagai  hkebuotuhannya, sembari
mengingatkan beberspa prosedur vang hsrus dipenuhi untuk
seheday pengamanan mapun untuk seledsr prosedur memenuhl
pengswasan terhadap kKegiatan-kegistan yang dimungkinkan
dapsat menimbulkan permasalahan sosial.

Tindaskarn dan perlakuan aparst kheamsnan dan  keterti-

ban terhadap pars aktivis gerakan wahasiswa pro-reformasi .
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menjelang era reformasi terlihat berubah. Kinl saparat
keamanan dan ketertiban dslsm wmenghadspil perbustsn para

aktivis gershan mshasiswa pro-reformssl hanva sekedar

mengendalikan keamanan, ketertiban agur tercipta stabili-

tas nasional yang responsif. Hsl ini dilakukan hanya

dengan mengswasi berbagai bentuk kegiatan politik praktis

vang dilskukan oleh para aktivis gerskan mahasiswa pro-

reformssi atsu kegiastan ysng berdimensi politik stauw

dapat membawa dampak kepads kondiéi prolitik Secarﬁ menye-

Iuruh.

Aparat hkesmsnan dan ketertiban-pun kini hanya ber-
tindak mengawzsi kepads berbzgai bentuk kajlan vang
dilskukan oleh wmahasiswa, khsusunys tephadap " isme-isme’
tertentu vang dianggsp bertentangan dengan kebijakan
pernguass dan mencobs memahami fungsil mahasiswa dan hampus
dalam lingkup akademis dalam menghritisi berbsgsai kebija-
kan penguasss dan dalam fungsinys sebagai lembags kontrol
sosial.

Tindaksn dan perlsakuan zparat keamanan dan  keterti-
ban terhadap bara aktivis gerskan mahasizve pro-reformasi
menjelang era reformasi terlihsl hanya mengawasi dan
mengendalikan massa dan aksl gerakan mshasiswa pro-refor-
masi secara preventif. Hal inil terlihst dari cars pengen-
dalian keswmanan dan ketertiban terhadsp aksi gerakan
mehasiswa pro-reformasi vyang . dilakukan secara lebih
proporsionsl dengsn mempertimbangkan loksasi sekitarnya,
bentuk dan Jjumlsh wassa, bentuk sksi dan tuntutan massa.

Apsrab keamanan dan Ketertibanpun mulai memberikan
ijin  dan sedikit ruang gerak bagl tokoh-tokoh tLtertentu
vang dianggap berseberangan dengan penguass untuk diun-
dang oleh para aktivig gerakan mahasiswa pro-reformasi

nswun  hanyas sebatss dalam forum ilmiah dan  bukan dalam
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bentuk politik prakiis. Terhadsap keberadasn lembsgs pers
mahssiswe, pengaswasasn wmasibh tetap dilakukean, tetapl belum
terlihat adsnyva upaya-upavs unftuk "meredakan atau mem~
bunghkam' hkebersdzan lembags pers mahasisws.

Tindshan dan perlakuan aparat keamanzn dan  keterti-
ban terhadsp para aktivis gerskan mahasiswa pro-reformasi
menjelang ers reformasi terlihst hanya melskukan pengara-
han dalam mengamankan berbagai bentuk aktivitas KkKemaha-
siswaan. Ini terlihat dari tindakan dan perlakusn saparat
keamsnan dan ketertiban vang nemberikan kelelussasn dalam
berbagsl kegistan keilmiahan dikalangan mahasiswsa, baik
ilmiah murni, i1lwish terapan (sosisl hemasyarakatan)
manpun  sedikit keleluasiﬁn bagi hkegistan hkemshasiswaan
vang berksitsn dengsn politik. Dan bagi kegiatan kemsha-
giswaan vang dianggsp berseberangan dengan berbagai
kebijaksn penguass, sparat keamanan dan ketertiban hanya
memberiksn sedikit keleluasssaan dengan tentunysas tidak lups
memberikan ‘rambu-rawmbu’ bagi pars sktivie gerskan mnsha-
siawa pro-reformssi zsgar tidak menjadikan keglatan terse-
but sebsgsi kegistan vang dapat wmewmicu terjadinya  keka-
cauan atau kerusuhan di masyvarskst.

Tindahsn dan periskusn sparst keamanan dasn  keterti-
ban terhadzp pars aktivis geralan mahasiswa pro-reformasi
menjelang ers reformasi terlihat sangat selektif dalaw
menangkap dan memidanaksn para aktivis gerakan mahasiswa
pro-reformasi. Dalsw wmenghadapi perbustzn para aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi, para aparsi keamanan dan
hetertiban memandang bahws perbedsan pendapat vang
dilontarksn oleh para skiivis gerakan mahasiswa pro-
reformasi melalui berbsgai aksi demontrasi dan unjuk rasa
serta mimbar bebas adalabh sebagail sebush hewajasran terke-

cusli bagil perbuatsn atan tindaksn pars aktivis gerakan
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mahasiswa pro-reformessi vang memenuhi unsur-unsur pidans

dan mengakibathan kerugilan secars materiil di wmssvyarskst.
Sikep Inipun mernuniunkkasn bshwa para aparat keamanan dan
ketertiban lebih Dbersifat selektif daiam memilih dan
menerapksn ancamsn pidans. Bila ancaman pidana tersebut
benar-benar +tidak dibutuhksn dan dapat diatssi dengsan
peranghkat hukum lainnys, maka penggunasn ancaman plidans
milal dikesawmpirngkan. Aparst kKeasmanan dan  ketertiban
memandang bahws sebenarnvs ads upava-upava lain vang
lebih menguntungkan dalam mengstssi skei gersksn mahssis-
wa pro-reformegsi, ketimbang menggunakan ancamsn pidana
vang selawma inl dianggsp lebih banyak mengundang permass-—
lakan ketimbang menyelessikannys secars tuntss.

Urituk  lebih mewudshkan dalam memshami tindakan dan
perlakuan aparsat kesmsnsn dan ketertiban terhadap akiivis
gerakan mehasiswa pro-reformasl menielasng ers reformasi,
secars homponensial dapat dilihst dalam bentuk tabel

berikont ini:



Tabel 20. Tindshksn dan

terhacap para
menjelsng era
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perlalisn sparst  keamensn dan ketertiban
shtivig deraian wohasiswe pro-reformasi
reformani

Menjelsng reformssi

Tindshkean «an perlshasn sparat hesmansan dan
ketertiban thdp. shtivis gersksn mehasiswa

Helakuksn pengsmaszn terhadsp bentuk-bentuk
sksi kemshssiswssn tertentu (tidak semua ak
tivitas kemahasiswaan harus diavasi).

Mermin responsif

Proses perijinan hanyalsh sehedar pewmberi-
tahizan kepada Polri.

Walznpun perlakusn terhadsp mehssiswa wasih
dirasskan sds. kekshkuosn, nsmun penerimsan &
perlshuan terhedsp mehasiswa terlihat sudsh
mlai responsif.

Mengawssi berbsgail bentuk kegiatan politik
praktis atan kegialan yang berdimensl_poli-
tik stau dapzat wmembsws dempsl. pads politik.

Mengendslikan hesmsn-
nan, ketertiban dan
gstabilitas nasional
secsra responsift

Mengewesi berbagal bentuk kajian yveng dila-
Wakan oleh wahasisws  Lerhadsp & isme-isme’
tertentn vang disnggsp bertentangzn dengan
kebijashan pengnsss.

Kencoba memshaml Pungsi mshesisws dan ham—
pus dalsm lingkup akademis antuok menghkriti-
=i berbsgai kebidjshken pengnzss, dalzm fung-
sinys sebagsl lembsgs kontrol sosial.

Pengendalisn kesmsnsn dan ketertiban terhs-
dsp skeil mehssisws dilskokan secsrs lebih
roporsionsl dengsn mempertimbanghsn lokasi
hentuk dsn Jumlsh wmesss, bentuk sksi dan
tuntutan massa.

Mengawasi dan mengen-
dslikan sksi wahagis-
wa secara preventif

Memberikan ijin dsn sedikit ruang gexsk ba-
gi tokoh-tokoh tertentu ysng diundang maha-
sicwa dan disnggsp bersebersngan dengsn pe-
nanass untuk tampil, nawon sebatas  dalsm
forum ilmiah & buksn bentnk politik praktis

Tetap melskuksn pengswassn terhadap lembags
pers mshosiswa tanps " pemberangusan’ .

Mengsrahksn dan meng-
amankan berbagsi ben-

Memberiksn keleluasasn dalam kegiatan keil-
wisharn, baik ilmish warni, 1imiah  terspan
(sosial kemasyarskatan) den sedikit kelelu-
asnan dengsn vang berkaitan politik.

tuk skitivitss hkemasis
wWoar

Memberikan sedikit keleluasaan bsgl kegla-
tan kemshaslswasn yang disnggsp tidak seja-
lzn dengan kebljsksn pengusss.

Selektif dlwm. menang-

Memandang perbedasn pendspat vang dilontar-
kan oleh mahasisws sebagal sebuah kewajaran
heenali memenubi uansur-unsur pidana.

kap cdan  memidsnalksn




BEABR IV.
FPENUTUR

EESIMPULAN

Berdagarkan pemaparan vang telsh dikemukakan dalam

nraian sebelumnysa, sebagsi penutup penulis menyimpulkan

hasil penelitisn tersebut ke dalam beberapa uraisn peryataan

berikut ini:

1.

Sikap oposan pars aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi
sebenarnys merupakan sebush bentuk reaksi atas siksp dan
perilaku dari pengussa dan lembags kekuasaan itu s=en-
diri. Sikap opossn vang ditunjukkan oleh para aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi terbentuk oleh kondisi
dan latar belakang pemikirsn yasng Dberbeds-beds, dimnsna
kondisi dasn latsr belahkang pemikirazn tersebut dapsat
muncul secars sistemstis maupun secara acak, dalam artian
sikap oposan tersebut dapat muncnl dari satu preposisi ke
preposisi berikutnyva secars sistematis, tetapi juga dapat

munenul dari satu preposisi ke preposisi  lainnys secarsa

tidak beraturan dan tidak membentuk pols vang baku. Namun

realita menunjukksn bahwa sikap oposazn tersebut terbentuk
dari sembilan preposisil yang menurut asnalisis penonlis
saling berhkaitan erat dengan siksp penguasa dan  lembagsa
kekuasaan itu sendiri.

Secara Lkomponensisl sikap oposan para asktivis gerakan
mahasiswe pro-reformasi fterbentuk karena timbulnva pemik-
iran kritis dikalangan para aktivis . gerakan mahasiswa
pro-reformssi  (preposisi pertsma). Dsrli gikap kritis
inilah munculnys sebuah kesadarsn bahwa washasisws memil-
liki sebuah kekuatan wmoral (moral foree) dan sebagal
sebuah lembaga Kontrol socosial (Sociaj coptrol) {preposisi

kedua).
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Berpijak kepsads hedus preposisl tersebut vang mefupakan
preposisl intern, para aktivis gerskan wahasiswa pro-
reformasi melihsat bahwa kondisi sistem politik pemerinta-
han, perekonomian dan hukum telah banvak wmengalsmi pe-
nyimpangan sehinggs timbul krisis kepercayaan pars
aktivis gerskan mahasisws pro-reformasi terhadap kebera-
daan lembaga formal dan lembags informal yvang selams ini
dianggsap kurang dapat merespon dan mewadahi kepentingan
masyvarakat vang sebenarnyva (preposisi ketiga). |

Bentuk krisis kepercayaan para aktivis gerskan mahasisws
pro-reformasi terhadsp lembags formal dan informal, dalam
"bentuk kongkritnya diwujudkan dengsan bentuk krisis keper-~
cayvaan terhadap pengusss  (preposisl  keempat), wakil
rakyat (preposisi kelima), tokoh sgama (preposisl Keensm)
dan lewmbags pendidikan (preposisi ketujuh).

DPari krisis kepercayvasn tersebut membaws sikap mahasiswa
para aktivis gerakan mahssiswa kepads khesdssn yvang meyak-
ini sdanya berbsgail bentuk kebobrokasn di bidang morsal,
sistem politik pemerintahan, perekonomiar. (preposisi
kedelapan) dan hukum dan sistem peradilan (preposisi
kesembilanj.

Implementasi dari sikap oposzp dan krisis kepercaysassan ini
diwujudkan oleh pars sktivis gershkan mshasiswa pro-
reformasi dalam bentuknye muncul dan marsknya aksi unjuk
rasa, dewmontrasi, sksi mimbar bebas, sksi ’lqng march’,
nenggelar berbagal baliho dan spanduk vang isinya meng-
kritisi berbagai tindakan dan perilaku penguasa, wakil
rakyat dan lembaga kekuasaan itu sendiri, serta melakukan
aksi pendudukan gedung DPRD dan gedung DPR-MPR RI.
Tindakan dan perliakuan aparat keamsnan dan ketertiban
dalam menghsadspil perbuatan para asktivis gerakan mahasiswg

pro-reformasi, melibatkan peran Polri sebagal kelompok




inti dan melibatkan peran ABRI sebagat kelompok pendukung.

Secars teoritik pemisahan fungsil antara kelompok inti dan
kelompok pendukung dalanm mensngani dan menghadspi perbua-
tan pars aktivis gerakan mahasiswa lebih disebsbkan pada
rerbedaan fungsi yang sangat mendassy, valtu fﬁngsi Polri
sebagai sarana kamtibmas dan fungsi ABRI stsu militer non
Polri sebagsi satuan-satuan tempur yang berfungsi menjsgsa
keamanan negara apabila ada ancaman dari l1lusr. HNamun
dalsm reslitanya perbedaan fungsi tersebut dapat diabai-
kan demi kepentingan untuk menizga stabilitas nasional.
Rerdasarkan hasil penelitisn dan snalisis vang telah
dilaknkan, secars komponensial tindakan dan perlakuan
aparst keamsnan dan ketertibsn terbagi menjadil tiga
preposisi, dimans keliga preposisi tersebut dspat merupa-
kan sebush urutan formal prosedural dalaw menangani
perbuatan parsa aktivis gerskan mahasisws, tetapl Jjuga
dapat disebuthksn sebagal tindaskan taktis strategis opera-
sionsl vang berkembang sesusl keadsasan atan massa yang
dihadapi.
Secara Formal prosedural antnk menghsadapi perbuatan parsa
sktivis gershkan wmahaslswe pro-raeforuasi diturunkanlah
kelompok inti vang berassal dari Polri (preposisi pertams)
dan  spabila wmasih membutunkan dukungan ataul bantuan
pengananan, dituronkanlah kelompok pendukung yang berssal
dori ABRI atsu wmiliter non Polri (prepousisi kedua), namun
dalam kondisi tertentn dimans menurut perhitungan  taktis
’ 4
styrategis dan operasional memang membutuhkan penanganan
pengamanan Secars terpadu, maka kedua kélompok tersebut
dapat diturunkan secara bersams-sams (preposisil ketiga).
Tindakan pengamansan Yang dilakuksn oleh aéarat' keamanan
dan ketertiban dalan menghadapi perbustan pafa aktivis

gerakan mahasiswa pro-reformast bergantung kepada keadaan
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dan lokssi aksi, rencana berjalan atau berkembangnya
aksi, besalr atsu kecilnya Jjumlah masss peserta aksi dsn
tuntutan yang diinginkan melaluil aksi tersebut, sedangkan
perlakuan pengamasnan yvang dilaskukan oleh sparat keamanan
dan ketertiban bergsntung kepads aksi yang berlangsung
diseputar kampus, aksi yang berkehendsak atau memiliki
rencana untuk mengadakan ~long march’ stau turun kejalan,
sksi vang berlansung secara tertib dan damai, dan aksi
vang memiliki kecenderungan untuk terjadinva kekacauan
atau kerusuhan massa.

Tindakan dan perlakusn aparat kesmanan dan Kketertiban
dalam menghadapi perbustan pars zktivis gerakan mahasiswa
pro~reformasi ada kecenderungan menuju responsif, walau-
pun dalam kondisl tertentu vang sangat memaksa ada sparat
kesmanan dan ketertiban vang bertindak represif.

Tidak dipidananys pars aktivis gerskan mahasiswa pro-

reformasi atas herbagal perbusaian yang dilakukannya'

nerupskan indikasi adanya tindaksn depenalisasi secars
informal. Tindakan depenalisasi stau tidak dipidananya
perbuatan pars sktivis gerakan mehasiswa pro-reformasi
berkaitan erat dengan wmunculnys siksp oposan para sktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi, sehindga dengan pertim-
bangan-pertimbangan tertentu vyang juga mengacu kepada
1star belakang pemikiran yang memunculkan sikap  opossan
para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi, tindakan
depenalisasi berdasarkan realits merupakan tindakan vyang
mengakui adanya bentuk-bentuk ketetbatasaﬁ hukum pidana
dalam menangani masalah kejahatsn yang bersifat komplek.

Tindakan depenalisasi terhadap perbuatan para aktivis
gerakan mahasisva pro-reformasi dilandasi tiga Dbentuk
pertimbangan, dimana aniara satu pertimbangan dengan

pertimbangan berikutnysa tergusuf cecars sistematis.
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Secars komponensial tindskan depenalisasi dilandasi
dengan pertimbangan prasktis-=sosilogis (preposisi pertams),
pertimbangan politis (preposisi kedus) dan pertimbsngan
hukum (preposisi ketigs), dengan memperhitungkan hal-hal
vang leblh menguntunghsn dari diterapkannya atau * tidak
diterapkannys hukum pidana pada perbuatan pars aktivis
geraksan mahasisws pro-reformasi tersebut.

Preposisi pertama menunjukkan bentuk-bentuk pertimbangan
vang mengacu kepada perkembangan kondisi-kondisi empiris
secara praktis dan sosiclogis dilapangan. Dari perfimban—
gan vyvang mengscu pada kondisi-kendisi empiris ini, akan
muncul preposisi kedua yvaitu bentuk-bentuk pertimbsngan
secars peolitis vyang mengacu khepada tujuan vyvsng hendak
dicapail atsu kondisi-kondisi politik yang menekannya. Dan
dari kedus pertimbangan tersebut (preposisli pertama dan
kedua), muncul preposisi ketiga vyaitu bentuk~-bentuk
pertimbangan secara hukum vang mengacu kepada tujuan yang
hendak dicapail ataw manfaal sps vang dapat diambil dari
tindakan tersebut, serta konsep-konsgep hukum apa yang
dapat digunakan atau mendukung sebuah tindakan secara
tepat, baik d&ﬁ benar.

FPengaruh-pengaruh non hukum vang mempengaruhi tindskan
depenalisasi terhadap perbuatan para aktivis gerakan
mahasisws pro-reformasi adalah pengaruh perubshan sosisal
dibidang ehkonowmi, politik dsn militer.

Realita dengan tidak dipidananya para aktivis gerakan
mahasiswa pro-reformasi adaslah sebuah realita yang berbe-
da ketika pengarnh "kekuassan’ wmaslh nampak dengan Jjelas
di bidang hukum, politik, ekonomi dan militer pada masa
Orde Baru ({(preposisi pertama), vaitu dengan banyaknya
para aktivis gerakan mahssisws yang dipidana oleh perbua-

tan vang serupa (preposisi kedus).




Di mssa bergulirnya gelombang reformasi terjadilah
perubahan sosial yvang mempengaruhi aspek hukum, politik,
ekonomi dan militer (preposisi ketiga) dan membawa dampak
pads pola pensnganan pengamanan terhadap para aktivis
gerakan mahasiswa pro-reformasi, vyaitu dengan tidak
dipidananys pars aktivis gerakan mahssisws pro-reformasi

{preposisi keempat).

B. Saran

Berdssarksn pemsparan keempat kesimpulan tersebut

penulis mengajukan bebersps saran, yaltu:

1.

Realita tersebut telah menunjukkan bahwa konsep depena-
lisasi berpijak kepsda beberapa pertimbangan yang dilaku-
kan untuk melihat efektif atau tidak efektifnya penggu-
naan stan penerapsn hukum pidans terhadsp sebuah realitas
sosial. Dengan demikian dalam menerapkan dan menegakkan

hukhum pidans, selavaknya mempertimbanghkan Jjugsa segi

kemanfastan, kondisi sosial-politik dan ekonomil, kendalsa

yang dihadapi serts pengaruh-pengsaruh yang dapat mempen-
garuhi bekerianya hukuwm secara sosioclogls agar dapat
membangun konsep hukum pidans vang lebih responsif.

Reslita tersebut juga menunjukan bahwa ada semacan
‘keterbatasan-keterbatasan hukum pidanag’ dalam menjelas-
kan realitas sosial vang berbeda. Dengan demikian perliu
diupayakan pengembangan kajian hukum pidana dan krimi-
nologis yang lebih kritis dan responsif agar dapat.melak—
ukan pengkajisn secara mendalam terhadsap sebuah realitas
sosial di masysrakat agar ‘dapat menghasilkan bentuk-
bentuk pemahaman baru terhadsp sebuah realita yang berbe-

da dimasvarakat secars responsif.
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